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Kerrajiban Memberi untuk Mencegah Bahaya

Jika pemberian hukumnya wajib untuk mencegah bahaya

yang lebih besar, maka menumt ma&hab Malik dan Ahmad bin

Hanbal yang masyhur darinya serta para imam lain setiap orang

yang membayarkan suatu kewajiban untuk orang lain, maka ia
boleh menunhrt ganti kepadanya meskipun ia memberikannya

dengan sukarela (Udak dipaksa), dan meskipun ia

membayarkannya tanpa seizinnya. Misalnya adalah orang lang
membayarkan hutang orang lain tanpa izinnya, baik ia

menanggungnya dengan izinnya, atau membayarkannya tanpa

izinnya, atau membayarkannya tanpa pertanggungan.

Demikian pula dengan orang yang membebaskan tawanan

tanpa izinnya. Ia boleh menuntut ganti kepadanya atas biaya yang

ia keluarkan untuk membebaskan tawanan tersebut. Demikian pula

dengan orang yang membayarkan untuk orang lain nafkah yang

wajib baginya, seperti ia menafkahi anak dan isbinya atau hewan

temaknya, terlebih jika orang yang memberi nafkah itu memiliki

hak atas heunn temak tersebut, seperti herruan temak yang digadai

atau diserl,rakan; atau ia adalah pemegang amanah atas heunn
temak, seperti penerima titipan. Juga seperti orang yang

mengembalikan budak yang kabur, atau seperti nafkah yang

dibedkan salah seorang sekutu atas herl,ran ternak milik bersama.

Ketentuan pokok ini dihrnjukkan oleh firman Allah,

'"6A'$j6K;i5av
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"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu
untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. " (Qs. Ath-

Thalaaq [65]: 5)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan pemberian upah

semata karena persusuan yang mereka berikan tanpa

mensyaratkan terjadinya akad pengupahan, dan tanpa ada izin

ayah kepada perempuan yang menyusui dengan upah. Sebaliknya,

oleh karena persusuan anak itu menjadi ka,vajiban ayahnya, maka
jika ada perempuan lang menyrsuin5a maka ia berhak atas upah

semata karena ia menlrusuinya. Ini merupakan pendapat mayoritas

ulama terkait ibu 3nng dicerai. Mereka mengatakan bahwa ia
berhak atas upah semata karena ia menyusui. Abu Hanifah juga

berpendapat demikian terkait ibu meskipun ia tidak berpendapat

bahwa orang yang membayarkan hutang untuk orang lain tidak

berhak menuntut ganti. Namun pendapat terakhimya ini ditentang

oleh dua sahabatnya.

Kalangan yang membedakan mengatakan bahwa ibu lebih

berhak unfuk men5rusui anaknya daripada perempuan lain,

sehingga seandainya ibu meminta men5nrsui anaknya dengan upah

maka ia lebih didahulukan daripada perempuan yang mau

menyusui dengan sukarela. Dari sini dapat dikatakan: demikian
pula orang yang memiliki hak pada hewan temak orang lain,

seperti penyer{ra dan penerima gadai. Ia berhak menunfut pemilik

atas nafkah untuk heuran temaknyra. Jadi, orang ini lebih berhak

atas tuntutan ini daripada hak ibu terhadap persusuan.

[-agi pula, keberadaan seseorang berhak atas pengganti

dengan akad tukar-menukar itu tidak mesti Ia berhak atas

pengganti tanpa ada akad, kecrrali persusuan ihr hukumnya wajib

bagi ayah. Jika demikian, maka orang tersebut menunaikan

persusuan karena ifu menrpakan kewajiban ayah. Jadi, demikian

2
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pula dengan seluruh kalajiban; ia wajib memberikan ganti kepada

orang yang menunaikannya dan berbuat baik kepadanya dengan

menunaikannya. Ketenfuan ini berlaku ketika pemberi memberi
dengan sukarela. Lalu, bagaimana jika ia dipaksa unfuk
menunaikan kamjiban orang lain? Onng zhalim yang berkuasa

manakala tidak diberi pemrintaannya oleh orang yang ditekannya,

maka ia dapat menimbulkan mudharat yang besar terhadapnya,

baik dengan an@man ftsik atau hartanya diambil lebih banyak dari

ifu. Pada saat ifu, orang tersebut wajib memberikan harta untuk
mencegah mudharat yang lebih berat dengan menanggung

mudharat !,ang lebih ringan. Seandainya orang iain

membayarkannya tanpa paksaan, maka orang lain itu berhak
menuntut ganti kepadanya atas apa yang telah ia bayarkan. Lalu,

bagaimana jika ia sendiri dipaksa untuk membayarkan orang lain?

[-agi pula, jika yang dituntut adalah seluruh sekuhr (orang-

orang yang senasib), maka sebelumnya telah dijelaskan bahwa

sebagian dari mereka tidak boleh menolak membayar apa yang

diminta darinya karena hal ifu dapat mengakibatkan semakin

besamya kuhaliman atas orang lain. pada saat ifu, pembayaran

tuntutan menjadi wajib atas sernua sekutu. Masing-masing

membayarkan bagian kalajibannya manakala tuntutan dibagi di
antara mereka dengan adil. Barangsiapa yang mernba5rarkan

bagian orang lain tanpa paksaan, maka ia berhak meminta ganti

darinya. Ia dianggap bertuat baik kepada orang lain tersebut

karena telah membayrarkannya dan menghadapi orang-orang

zhalim sendiri tanpa melibatkannya. Karena orang yang

menghadapi orang zhalim itu terancam jiwa dan hartanya.

Biasanya ia hanya mengalami bahaya harta saja. Tetapi jika ia
membayarkan orang lain agar ia tidak perlu hadir, maka ia
dianggap telah berbuat baik kepada orang lain tersebut. Karena
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ifu, orang lain tersebut wajib memberikan kepadanya apa yang

telah ia bayarkan, seperti ia membayar kepada pemberi pinjaman

yang telah berbuat baik. Balasan atas pinjaman adalah melunasi

pinjaman dan memuji.

Barangsiapa yang tidak ada di tempat dan tidak

membayarkan kewajiban sehingga kewajibannya dibayarkan oleh

orang lain yang hadir, maka ia harus memberi mereka seukuran

harta yang mereka bayarkan untuknya. Ia dikenai sanksi jika

menolak membayamya. Sedangkan orang yang membayarkanngn

diperkenankan rnengambil harta yang serupa dari harta orang

yang ia bayarkan, sebagaimana pemberi pinjaman mengambil dari

peminjam harta yang serupa dengan yang ia pinjamkan.

Barangsiapa yang mengambil harta tersebut dari orang yang ia

bayarkan lalu menyerahkannya kepada pembayar, maka ia boleh

mengambilnya, baik yang memaksanya unfuk membayarkan

adalah orang zhalim pertama atau orang lain.

Karena itu, pembayar boleh mengklaim atas apa yang ia
bayarkan di hadapan para hakim yang adil, dan para hakim harus

memufuskan agar orang yang dibayarkan memberikan hak kepada

orang yang membayarkan, sebagaimana hakim memutuskan

peminjam untuk membayar pengganti pinjaman. Tidak ada

kerancuan bagi orang yang mengambil terkait pengambilan

pengganti hartanya. Tidak bisa dikatakan bahwa ia mengambil

harrta manusia dengan jalan yang tidak benar, karena sebenamln

ia mengambil dari mereka apa yang telah ia bayarkan atas nama

mereka. salah satu sekutu tidak boleh menolak membagnrkan apa

yang menjadi bagiannya manakala ia tahu bahun kekurangannya

akan diambilkan dari sekuhr-sekutu yang lain sebagaimana telah

dijelaskan. Jika ia tidak boleh menolak, maka perrbayraran ini

hukumnya wajib baginya. Barangsiapa yang membayarkannya
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dengan niat unh.rk meminta gantinya, maka ia berhak meminta
gantinya manakala ia membayarkannya secara sukarela lantaran ia

telah berttnt baik kepada orang tersebut dengan menrbayarkan

keuniibanngra. Lalu, bagaimana jika ia dipaksa untuk

mernbaSnrkan?

Seandainya pernbagraran tidak r,rnjib, tetapi ia dipaksa untuk

membayarkannga, maka ia tetap berhak meminta ganti, karena

lantaran orang itulah ia dipaksa untuk mernbalnrkan dan hartanya

diambil. Ini seperti orang 5nng disita hartanya, lalu kerabat, atau

tetangga, atau teman-temannya, atau para selnrtungn dipaksa

untuk memba5rarkannya dan meminta ganti kepadanya. Mereka

berhak meminta ganti karena harta mereka diambil akibat orang

tersebut dan karena upaya perlindungan terhadapnya.

Orang yang mengambil darinya bisa jadi karena pengambil

meyakininya sebagai orang zhalim, seperti pihak berwenang

menyita harta sebagian wakil mereka, dan mengatakan bahwa

para wakilnya ihr mengambil harta lebih banyak daripada yang

disita; dan bisa jadi orang kaya dimintai orang zhalim lalu para

kerabahya, tetangganya, atau teman-temannya diambil harta

mereka lantaran pertuatannya. Jadi, mereka dizhalimi karena

ulahnya dan harta mereka diambil demi menjaga hartanya.

Peminta bertujuan unfuk mengambil hartanya, bukan harta

mereka. Kekeliruan dan niat peminta terkait dengan harta orang

tersebut, bulon harta mereka. [alu, apa alasan harta mereka

hilang sia-sia tanpa ada sebab yang mereka kerjakan, sedangkan

harta orang ini tetap terjaga padahal karena dialah mereka dituntut

untuk membayarkan?

Seandainya mereka yang membayarkan kewajiban orang

lain itu tidak berhak menuntut ganti, tentulah terjadi kerusakan

yang besar pada jiwa dan harta benda. Karena terkadang jiwa dan
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harta terancam bahaya yang tidak bisa ditanggulangi kecuali

dengan menyerahkan harta. Seandainya orang yang membayarkan

ifu tahu bahwa mereka tidak berhak meminta ganti atas apa yang

telah mereka bayarkan kecuali jika orang yang bersangkutan

mengizinkan, tenfulah mereka tidak mau membayarkan. Bisa jadi

orang tersebut tidak mengizinkan, baik karena ia bersembunyi,

atau ditahan, atau karena sebab-sebab lain; dan baik karena ia
menzhalimi diri sendiri dan tidak berhenti melakukan hal-hal yang

membahayakan dirinya dan hartanya lantaran bodoh dan berbuat

zhalim yang diharamkan Syari'.

Kita tahu bahwa manusia harus tunduk kepada perintah

Allah dan Rasul-Nya. Tidak seorang pun yang boleh

membahayakan diri dan harta bendanya dengan bahaya yang

dilarang Allah. Barangsiapa yang mencegah bahaya yang besar

darinya dengan bahaya yang lebih ringan, maka ia telah berbuat

baik kepadanya. Dalam fitrah semua manusia, orang yang tidak

membalas kebaikan dengan kebaikan itu dianggap zhalim dan

melampaui batas. Apa yang dianggap umat Islam sebagai

kezhaliman adalah kezhaliman, sebagaimana yang dikatakan lbnu
Mas'ud e*L,, "Apa yang dilihat umat Islam sebagai kebaikan maka

itu baik di sisi Allah. Dan apa yang dilihat umat Islam sebagai

keburukan maka itu buruk di sisi Allah."

Nabi $ Meminta Pertanggungjawaban kepada Amil
Takat yang Menerima Hadiah

Prinsip dalam masalah ini adalah berlakunya niat dan fujuan

dalam berbagai tindakan. Prinsip ini telah kami paparkan dalam
kitab Bayan Ad-Dalil ala Buthlan At-Tahlil. Nabi $ bersabda
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terkait hnu Lutbil6rah, seorang amil zakat yang menerima hadiah.

Ketika beliau menunjuknya sebagai amil zakat, ada seseorang yang

memberinya hadiah. Ketika ia pulang, Nabi g$ memperhitungkan

apa yang telah ia ambil dan berikan seperti seseorang memeriksa

wakil dan sekufunya atas apa yang ia terima dan belanjakan. hnu
Lutbigryah mengatakan, "lni untuk kalian, dan ini dihadiahkan

kepadaku." Nabi $ bersabda,

hr udi ,, "pt Je'^irtu ,h'St iu ,;

- e'rd'wi ,C€yl ;,,rts,$, ,irro

r*.,* €r$)tv |i f\sx!:rt;l$ *j
4rdzo.t

Y! t# ;, ,W 13r .b'^ffi ,Yt'd v
'i to. ok'oL *) JL'^t"X" y -t {, yie
,)L i.,.et, i ,';Xia"ri)rr Ai;'ri:Gt,

'Ada apa gerzngan dengan sweorang gng Or*, minta

melaksanakan yang dilimpahkan Allah kepada kami, lalu

ia mengatakan, 'Ini unfuk kalian, dan ini dihadiahkan kepadaku'.

Tidakkah ia duduk di rumah ayahnya dan ibunya, lalu

silakan ia melihat apakah ia dibei hadiah atau tidak. Demi Dzat
yang menguasai jiwaku, tidaHah seseorang yang kami funjuk untuk

melakukan suafu pekerjaan lalu ia menggelapkan sesuafu darinya,

melainkan ia akan membawanya pada Hari Kiamat di atas
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lehemya, meskipun yang digelapkannya ifu berupa unta yang

bersuara, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang

mengembik. " Kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau

ke langit seraya bersabda, "Tidakkah aku telah sampaikan?'\

Hadits ini disepakati ke- shahibannya.

Oleh karena pemberi hadiah itu memberikan hadiah

kepadanya karena kewenangannya, maka Nabi $ menjadikan hal

itu sebagai harta milik penerima zakat, karena berkat merekalah ia

menerima hadiah. Hadiah tersebut bukan milik pribadi amil yang

menerimanya. Demikian pula dengan harta yang diterima berkat

harta seseorang; harta yang diterima ifu dihifung sebagai harta

orang tersebut. Seperti seandainya ia diberi sesuafu karena harta

tersebut, maka itu dianggap sebagai keuntungan dan hasil

perkembangan dari harta tersebut, bukan menjadi milik orang

yang menerimanya. Jadi, apa saja yang diambil karena harta

tersebut, maka ihr dihitr.rng sebagai kerugian dan penyrusutan dari

harta tersebut, bukan menjadi pertanggungan orang yang

memberikannya.

Demikian pula, orang yang menyelamatkan harta orang lain

dari kerusakan dengan cara membayarkannya itu berhak menuntut

ganti dari pemilik harta. Misalnya adalah orang yang

menyelamatkan harta dari perarnpok, pasukan yang zhalim, atau

penguasa yang zhalim, sedangkan ia tidak bisa menyelamatkannya

kecuali dengan membayarkan funfutan atas pernilik harta, maka ia

berhak meminta ganti kepada pemilik harta. Ia dianggap telah

berbuat baik kepadanya meskipun ia bukan orang kepercayaan

atas harta tersebut, dan ia juga tidak dipaksa untuk

1 Takhriihadits telah disebutkan sebelumnya.
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mernbayarkannya. Tidak ada balasan atas kebaikan selain

kebaikan pula. Jika ia menyelamatkan uang sepuluh ribu dirham

dengan membayarkan seribu dirham, maka ia dianggap berbuat

baik. Jika pemilik harta memberinya ganti seribu dirham, maka ihr

berarti ia telah memberinya pengganti dari pinjaman. Sedangkan

perbr.ratan dan usahanya dalam menyelamatkan harta tersebut

tetap dianggap kebaikan kepada pemilik harta, belum terbalas.

Inilah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama.

Barangsiapa yang menganggap orang tersebut bertindak

dengan sukarela sehingga pemilik harta tidak perlu memberinya

sesuatu, maka ia telah menyampaikan perkataan yang mungkar

dan palsu. Ia telah membalas kebaikan dengan kejahatan.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa inilah sgrari'at yang

dirisalahkan Allah kepada Rasul-Nya ;$j, maka ia telah berkata

yang tidak benar atas nama Allah, melainkan ifu adalah perkataan

sebagian ulama, dan mereka ditentang oleh ulama lain. Penisbatan

pendapat-pendapat seperti ini sebagai ajaran syari'at

mengakibatkan buruk sangka banyak orang terhadap syari'at serta

membuat mereka lari dari syari'at dan mengecam para ahli

syari'at. Karena di antara ulama ada 5rang berpendapat sesuai

nalamya, lalu pendapatnya ihr ditentang oleh ulama lain. Ia tidak

memiliki dasar syari'at yang diwahyukan dari sisi Allah. Sebaliknya,

dalil-dalil syari'at menunjukkan hal sebaliknya. Bisa jadi orang yang

memutuskan demikian ifu memperparah kezhaliman akibat

kebodohan dan kezhalimannya. Kebetulan, setiap orang zhalim

dan jahat itu semakin menjadi-jadi kezhaliman dan kejahatannya

karena mengembalikan kezhaliman kepada syari'at seorang Rasul

yang disucikan Allah dari kezhaliman, melainkan diutus-Nya untuk

membawa keadilan, hikmah dan kasih sayang. Allah telah

9



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

menetapkan keadilan yang mumi tanpa mengandung kezhaliman

sebagai syari'at-Nya.

Karena itu, keadilan dan syari'at Allah ifu saling berkaitan.

Allah S berfirman,

K,i$ Qfr dy +ti"ii 1;:;i S "ilU'ii,'iy

'Siiu,ilKLiogi.6

"Saungguhnjm Allah menytruh l<amu menSmmpaikan

amanat kepda yang berhak menerimanya, dan (menyruh kamu)

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapl<an dengan adiL'(Qs. An-Nisaa' [4]: 58)

,bf o$W &;1 'J'rir{ {tE3:.G ay

# &6 (K- -o$W i;frii6 ;i,G

@:*i5t44-;rt3yWV
"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk

meminta putusan), maka pufuskanlah (perkara ifu) di antara

merel<a, atau berpalinglah dai mereka; jika kamu berpaling dari
mereka maka mereka tidak akan membert mudharat kepadamu

sdikit pun- Dan jika kamu memufuskan perkara merel<a, maka

pufuskanlah (perkan itu) di antara mereka dengan adil,

Allah menyukai orang-orang tmng adil.'(Qs. Al
Maa'idah l5l:421

IO
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t3 # 16 aZ 1', rAt'iJ -q,ts. rL{$
Vt;iiv

*Maka pufuskanlah perkara mereka menuntt apa yang

Allah turunlan dan janganlah t<amu mengikuti haun rnfsu merel<a

dengan meninggalkan kebenann tnng telah dabng kepadatnu.'
(Qs. Al Maa'idah [5]: 48)

Jadi, wahynr yang diturunkan Allah dan keadilan itu saling

berkaitan erat. Di dalamnya wahytr yang diturunkan Allah tidak
terkandung kezhaliman sama sekali, melainkan Allah @ berfirman,

4sfi )i11 (iiS,4\'&, 675 ifr

ffi x. rtrt AJ: "-gU,)t3i lA 5ti:
';ii i;, -Aij ff: |H ; f{i4,y-(l'e{r "+ g

,*'s;'
"SesunggwhnSn Kami telah mengufus rasul-rasul IGmi

dengan membawa bukfr|bukfr yang nyata dan telah Kami turunkan

bersama mereka Al KiAb dan neraca (keadilan) supaya manusia

dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan bai yang
padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi

manltsia, (supaya mereka mempergunakan bqi ifu) dan supaya

Allah mengetahui siap tnng menolong (agama) Nya dan ragul
rasul-Nya padahal Allah tidak dilihabya. Sesungguhn5n Allah
Maha Kuat kgi Maha Perkasa. "(Qs. Al Hadiid [5711 25],

11
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Allah Mahatahu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta

alam. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada

Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau. Cukuplah

Allah sebagai Penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baiknya

Pelindung.

Pejabat yang Bemsaha Menghentikan Kezhaliman
Semampu Tenaga

Slraikhul Islam Ibnu Taimi5ryah Ditanya

Ada seseorang yang memegang beberapa jabatan dan

menguasai banyak lahan garapan. lahan garapan tersebut dikenai

pajak kerajaan sebagaimana biasanya. Ia memilih untuk

meniadakan seluruh kezhaliman, dan ia berusaha keras untuk itu
sebatas kemampuannya. Ia tahu bahwa jika ia meninggalkan

pekerjaan tersebut lalu sultan memberikan lahan garapan dan

menunjuk orang lain, maka tidak ada sedikit kezhaliman pun yang

ditinggalkan, bahkan bisa jadi bertambah. Ia bisa meringankan

pajak yang dibebankan pada lahan garapannya itu. Ia pun

membebaskan setengahnya, sedangkan setengah yang lain

merupakan sumber pendapatan yang tidak bisa ia bebaskan

karena ia akan dituntut untuk menggantikannya sedangkan ia tidak

mampu dan tidak mungkin mengembalikannya.

Apakah orang seperti ini boleh tetap memegang jabatan

dan mengelola lahan garapannya ihr, sedangkan niat dan usahanya

sudah tampak, dan ia pun telah berusaha melenyapkan

kezhaliman sebisa mungkin? Ataukah ia harus menjauhkan diri
dari jabatan dan lahan garapan tersebut, padahal jika ia

melepaskan jabatan maka kezhaliman juga tidak bisa hilang,
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melainkan tetap ada dan bahkan bertambah? Apakah ia boleh
tetap memegang jabatan dan lahan garapan tersebut? Apakah
perbuatann5ra ini berdosa atau tidak? Jika ia tidak berdosa, apakah

ia bisa dituntut atas pertuatannya itu atau tidak? Mana yang lebih

baik baginya antara melanjutkan usahanya untuk menghilangkan

dan memperkecil kezhaliman, atau ia berhenti dari jabatannya

meskipun kezhaliman tetap terjadi dan bahkan bertambah? Jika
ralryat meminta agar ia tetap menjalankan hal-hal yang bermanfaat

dan menghilangkan kezhaliman, apakah sebaiknya ia menyefujui

permintaan rakyat atau tidak?

Syaihhul Islam Ibnu Taim[6nh Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia telah

berusaha keras unfuk menegakkan keadilan dan melenyapkan

kezhaliman sebisa mungkin, jabatannya lebih baik dan lebih

bermaslahat bagi urnat Islam daripada dipegang orang lain, dan

ker,venangannya unfuk mengelola lahan garapan lebih baik
daripada dikelola orang lain, maka ia boleh mempertahankan
jabatan tersebut dan keurenangannya atas lahan garapan. Ia tidak
berdosa dengan tindakannya ifu, bahkan sikap bertahannya itu
lebih utama daripada ia meninggalkan jabatan manakala selepas

ihr ia tidak melakukan hal yang lebih utama dari ihr.

Ada kalanya jabatan tersebut wajib baginya manakala
jabatan tersebut tidak bisa dijalankan orang lain. Menebarkan

keadilan sebisa mungkin dan rnelenyapkan kezhaliman sebisa

mungkin itu hukumnya fardhu kifayah. Setiap orang bertindak
sebatas kemampuannya manakala orang lain tidak bisa

menggantikannya. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak dihmtut
untuk melakukan hal-halyang tidak ia sanggupi.
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Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan para raja dan tidak

bisa dihilangkan itu tidak boleh dituntutkan kepadanya. Jika

mereka dan para wakil mereka meminta setoran yang tidak ditolak

kecuali dengan menyetujui sebagian dari setoran tersebut, dan jika

setoran tidak dibayarkan kepada mereka maka mereka akan

memberikan lahan garapan dan jabatan tersebut kepada orang

yang melanggengkan kezhaliman, atau bahkan memperparahnya,

bukan meringankannya, maka mengambil setoran tersebut dan

menyerahkannya kepada mereka itu lebih baik bagi umat Islam.

Barangsiapa lang berusaha mengubah keadaan ini ke arah adil

dan kebaikan, maka ia lebih dekat kepada kebenaran daripada

orang lain. pengelola lahan garapan ini sejatinya telah

menghilangkan kezhaliman semampu usahangn dari umat Islam,

serta mencegah keburukan yang besar dengan mengambil

sebagian dari harta yang diminta dari umat Islam. Jadi, meskipun

masih ada kezhaliman yang tidak mungkin dihilangkan, namun ia

tetap dianggap telah berbuat baik kepada umat Islam, bukan

menzhalimi mereka. Ia bahkan mendapat pahala, bukan berdosa.

Ia tidak bertanggung jawab atas apa yang ia ambil, dan tidak

berdosa di dunia dan akhirat manakala ia telah berusaha keras

untuk menegakkan keadilan dan melakukan kebaikan sebisa

mungkin.

Ia tidak ada bedanya dengan pembawa wasiat anak yatim,

pengelola wakaf, pelaksana mudharabah, sekutu dan orang-orang

lrang mengelola harta orang lain berdasarlran hukum perwalian

atau perwakilan. Manakala ia tidak mungkin melakukan hal yang

bermaslahat bagi mereka kectrali dengan membayarkan sebagian

dari harta mereka kepada penguasa lang zhalim, maka ia

dianggap telah berttrat baik, bukan berbtrat buruk. Ini tidak ada

bedan3a dengan pemberian pajak nrtin atas harta tak bergerak,

t4



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

atau pajak rutin atas komoditas perdagangan. Setiap orang yang

bertindak untuk orang lain atau bagi dirinya sendirinya pada waktu

dan terrrpat seperti ini harus membayarkan kamjiban-kannjiban

tersebut. Seandainya tindakan tersebut tidak boleh bagi seseorang

yang mengelola harta orang lain, maka hal itu bisa mengakibatkan

kenrsakan dan hilangnya maslahat manusia.

Kalangan yang melarang tindakan tersebut agar tidak terjadi

kezhaliman sekecil punt seandainya pandangannya itu berakibat

rakyat menerima kezhaliman dan kerusakan berlipat ganda, maka

itu tak ubahnya seperti kafilah yang dicegat perampok. Jika

mereka tidak membujuk para perampok itu dengan menyerahkan

sebagian harta, maka para perampok ifu akan mengambil harta

mereka dan membunuhnya. Barangsiapa yang berkata kepada

kafilah tersebut, "Kalian tidak boleh memberi mereka sedikit pun

dari harta yang bersama kalian," maka ia bertujuan untuk menjaga

harta yang sedikit ini. Akan tetapi, jika kafilah tersebut

menjalankan sarannya, maka habislah harta benda mereka. Saran

ini jelas tidak mungkin diberikan seseorang yang berakal sehat,

terlebih lagi sebagai saran yang diajarkan syari'at, karena Allah
mengutus para rasul untuk mendatangkan maslahat dan

menyempurlakannya, serta meniadakan kerusakan dan

memperkecilnya sebisa mungkin.

Pejabat pengelola lahan garapan yang berusaha mencegah

kezhaliman png besar dengan menyerahkan upeti kepada orang

yang mengangkatnya itu tidak dianggap berdosa. Ia tidak bisa

mencegah kezhaliman tersebut kecuali dengan cara demikian. Jika

ia melepaskan jabatannya, maka atasannya akan menunjuk orang

yang tetap mengakui kezhalimannya dan tidak mengurangi sedikit

pun. Orang tersebut mendapat pahala atas tindakannya, tidak
berdosa, dan tidak bertanggung jawab di dunia dan akhirat.
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Ia sama kedudukannya dengan pembawa wasiat anak yatim

dan pengelola wakaf yang tidak bisa memenuhi maslahat mereka

kecuali dengan menyerahkan upeti kepada sultan. Jika ia berhenti

menjadi pembawa wasiat dan pengelola, maka tugas ini akan

diambil oleh orang yang curang dan menginginkan kezhaliman.

Dengan demikian, perwaliannya itu hukumnya boleh, dan ia tidak

berdosa lantaran memberikan upeti, bahkan ia wajib mengambil

karenangan ini.

Demikian pula dengan prajurit pengawas lahan garapan

yang berusaha meringankan pajak bagi rakyat, tetapi ia tidak bisa

menolak seluruhnya. Karena ia diminta unh.rk menyiapkan kuda,

senjata dan biaya yang tidak bisa ia penuhi kecuali dengan

mengambil sebagian dari pajak tersebut. Selain itu, ia dianggap

memberi manfaat kepada umat Islam dalam hal jihad. Jika

kepadanla dikatakan, "Kamu tidak halal mengambil sedikit pun

dari pajak ini, dan kamu harus berhenti dari jabatan ini," lalu ia
meninggalkan jabatan tersebut sehingga diambil orang lain yang

menginginkan kezhaliman dan tidak memberi manfaat kepada

umat Islam, maka orang yang berpendapat demikian jelas salah

dan tidak paham hakikat agama. Bahkan, sikap bertahannya

orang Turki dan Arab yang lebih baik daripada orang lain, lebih

bermanfaat bagi umat Islam, lebih mendekati keadilan atas lahan

garapan, serta berusaha meringankan kezhaliman sebisa mungkin

itu (sikap tersebut) lebih baik bagi umat Islam daripada jabatan

tersebut diambil oleh orang yang kurang manfaatnya dan lebih

bangrak kezhalimannya.

Pengelola lahan garapan Sang benrsaha keras menegakkan

keadilan dan berbuat baik semampu tenaga itu mendapat balasan

dari Allah atas kebaikan yang ia lakukan. Allah tidak

menghukumnya atas perbuatan yang tidak ia sanggupi, dan tidak
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menjatuhkan siksa padanya atas apa yang ia ambil dan serahkan.

Jika tidak ada pilihan selain itu, maka meninggalkan jabatan

tersebtrt dapat mengakibatkan kejahatan yang lebih besar. Wallahu

a'lam.

Yurrg Terbaik di Antara Membalas Orang Zhalim
dan Menraaflcanrrya

Syaikhul Islarn Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang hartanya diambil secara zhalim,

kehormatannya direndahkan, dan fisiknya disiksa, namun ia tidak

membalas di dunia. Ia tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu

lebih baik dan lebih kekal. Apakah pemaafannya terhadap orang

yang menzhaliminya itu dapat menggugurkan haknya di sisi Allah

dan menguranginya atau tidak? Apakah pahalanya tetap,

sernpuma dan dibalas secara utuh? Mana yang lebih baik antara

menuntut orang zhalim dan memintakan balasan terhadapnya

pada Hari Kiarnat, ataukah memaafkannya dan menerima

pahalanya dari Allah?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Pemaafan terhadap orang zhalim udak menggugurkan

pahala orang yang dizhalimi di sisi Allah dan tidak pula

menguranginya. Sebaliknya, pemaafan terhadap orang zhalim itu

menghasilkan pahala di sisi Allah. Jika ia tidak memaafkan, maka

haknya ada pada orang zhalim sehingga ia berhak menuntut balas

terhadapnya sesuai dengan kadar kezhalimannya. Tetapi jika ia
memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada pada Allah.
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Pahala yang ada pada Allah itu lebih baik dan lebih kekal.

Allah S berfirman,

"s :r:i;fti'ey t4 ds'Gq "{* -#1 v*
'*{aiu-{jil

'Dan balasan suatu kejahatan adatah kejahatan yang

serupa. Maka barangsiapa memaafkan dart berbuat baik maka

pahalanya atas (tanggungan) Allah. S*ungguhnya Dia bdak

menStukai orang-orang yang zhalim. "(Qs. Asy-Syr,ruraa1421 40)

Allah mengabarkan bahwa balasan keburukan adalah

kebunfian serupa, tidak boleh melebihi batas. Inilah qishash yang

berlaku dalam darah, harta benda, kehormatan dan semisalnya.

Kemudian Allah #h berfirman, "Maka barangsiapa memaafkan dan

berbmt batk maka pahalaryn atas (tanggungan) Allah. "Diceritakan

dari Imam Ahmad ketika ia dizhalimi pada tahun ujiannya yang

masyhur bahwa ia tidak keluar dari penjara sebelum memaafkan

orang yang menzhaliminya. Ia berkata, "Aku teringat sebuah

hadits dari Mubarak bin Fudhalah dari Hasan, ia berkata, "Pada

hari Kiamat kelak, safu malaikat penyeru berkata, "Silakan berdiri

orang yang pahalanya ditetapkan pada Allah." Maka, tidak ada

yang berdiri selain orang yang memaafkan dan berbuat baik."

Allah S berfirman,

"i;r:, dj:r,' 4; (, 
+: E\3)a3 #G, i{:

6*rt-T'tfr
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"Dan jika kamu membeikan balasan, maka balaslah

dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan

kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, itulah
yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. " (Qs. An-Nahl [16]:
126],

Keiika orang-orang mukmin memberi balasan kepada

orang zhalim, Allah membolehkan mereka untuk menimpakan

siksaan yang sama dengan siksaan yang ia timpakan. Tetapi
kemudian Allah S berfirman, ",Akan tetapi jika kamu bersabar,

itulah tnng lebih baik bagi orang-orang Wng sabar."
Dari sini dapat diketahui bahwa kesabaran trntuk tidak

menghukum orang zhalim dengan perbuatan serupa itu lebih baik

daripada menghukumnya. Lalu, bagaimana hal itu dianggap

menggugurkan pahala atau menguranginya?

Allah S berfirman,

'::r(LL'#-*,1'iCb:3'&ta4'C,;*rs

"Dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa yang

memaafkan (hak qishash), maka melepaskan hak itu (menlbdi)

penebus dosa bagin5n "(Qs.Al Maa'idah [5]:45)

Dalam ayat ini Allah menjadikan pelepasan hak qishash

yang wajib atas orang zhalim sebagai pelebur dosa bagi orang

yang memaafkan. Sedangkan pelaksanaan qishash tidak bisa

melebur dosanya. Dari sini dapat diketahui bahwa pemaafan itu

lebih baik baginya daripada penuntutan qishash. Alasannya adalah

karena musibah yang menimpa seseorang itu dapat melebur dosa,

u,.,

,4
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dan seorang hamba diberi pahala atas kesabarannya terhadap

musibah tersebut, dan Allah akan menaikkan derajatnya lantaran ia

ridha dengan musibah yang ditakdirkan Allah padanya.

Allah S berfirman,

.i 1\ :r3- ;";;t e'bS yx'J u. 4Su

"Tidak ada sanmfu musifuh pun yang menimpa s*eorang
kecuali dengan izin Allah; Dan bamng siap yang beriman kepada

Allah, nisaSn Dia akan memberi pefunjuk kepada hatinya. " (Qs.

At-Taghaabun [64]: 11)

Seorang ulama generasi salaf mengatakan, "Maksudnya

adalah seorang laki-laki yang tertimpa musibah, lalu ia menyadari

bahwa musibah tersebut berasal dari Allah lalu ia ridha dan

menetrima."

Dalam kitab .4s6-Shahihain terdapat riwayat dari Nabi $
bahwa beliau bersaMa,

ur.',a

,4.I1

,,

,"ru-?'-ilt & 6:'

\)
9.
r^ ! t #) Lt,t gJl #l-4,t

t, v
4 l,tt?ot )? \)

;G)L!uA.i" F
Y!

"Tidaklah seorang mukmin
penyaht, keletihan, kecemasan,

tertimpa musibah berupa

kesedihan, kekecewaan,
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gangguan, bahkan dui yang menusuknya, melainkan sebab

musibah ifu Allah melebur dosa-dosanya.'2

Dalam kttab Al Musnad dijelaskan:

4;')1\..?#-6 r/u l";'J; A fl
..#,
Lrl .

t4

t3 it iek.M
! t o.. oi( 6

t-45 \kJl ,fiI

4.r-+O J 6-t t rt
Jz

dJJ

6j L-

*;
,

Y ,$* .ol1
qo

[ur
z ,.h t

'U*j

lo/ ) .z o z o .ey J^"" d
j-z

^ uO u o ,9T0j*i c*Jl
' o.o t

* o1p

,
: JLA;

2U
2O.,(LJl

t

"Ketika furun firman Allah, "Barangsiapa trang
mengerjakan kejahatan, nisaya akan dibei pembalasan dengan

kejahatan rtu" (Qs. An-Nisaa' l4l: 7231, Abu Bakar berkata, "Ya

Rasulullah, telah fumn ayat 5nng mematahkan punggung. Siapa di

antara kami yang tidak berbuat jahat (dosa)?" Beliau menjawab,
"Wahai Abu Bakar, fidakkah engkau pemah merasa letih?
Tidakkah engkau bersedih? Tidakkah engkau pemah tertimpa

kemalangan? ltulah balasan yang dibenl<an kepada kalian.'8

Dalam kitab Al Musndjuga dijelaskan:

2 HR. Al BuL,lrari (pembahasan: or-ang sakit (5648) dengan redaksi yang serupa,
dan Muslim (pernbahasan: Kebajilran dan Silaturahmi, 247 1/451.

3 HR. Ahmad (7/171. Hadits ini dinilai lemah oleh Sgraihh S!,akir (58).
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G \tv rgat'*A ,;.t2;r

wfi -A.ltAtl;.er'*

"Musibah adalah penggugur dosadosa bagi pelakun5m

seperti pohon t/ang berdin ifu menggugurkan daun-daunnya.'4

Ada banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa musibah

adalah pelebur dosa. Jika seseorang bersabar terhadapnya, maka

ia ciiberi pahala atas kesabarannya. Jadi, pahala dan balasan ifu

diberikan atas amal perbuatan, yaitu sabar. Sedangkan musibah itu

sendiri berasal dari perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia.

Musibah adalah sebagian dari balasan Allah terhadap para hamba-

Nya atas dosanya, dan men-rpakan pelebur dosa hamba tersebut.

Dalam kitab ,4/ Musnad dilelaskan bahwa para sahabat menemui

Abu 'Ubaidah bin Jarrah dalam keadaan sakit, lalu mereka

menuttrrkan kepadanya bahwa ia diberi pahala atas sakihrya. Ia

pun berkata, "Aku tidak memperoleh pahala, tetapi musibah itu
pelebur dosa."S Di sini Abu 'Ubaidah rg menjelaskan bahwa sakit

ifu sendiri tidak mendatangkan pahala, melainkan ia melebur dosa-

dosa.

Sering kali pahala dipahami sebagai ampunan atas dosa-

dosa, sehingga dari sisi ini sakit mengandung pahala. Di antara

ulama ada yang mengatakan, "Di dalam sakit pasti ada pengganti,

pahala dan karunia. Ada kalanya orang yang sakit memperoleh

4 HR. Al Bukhari (pernbahasan: orang sakit (5648) dengan redaksi yang serupa,
Muslim (pernbahasan: Kebajikan dan Silatumhmi,2571/45), dan Ahmad (l/38L,44L,
445)dari Abdullah bin Mas'ud i$5.

s HR. Ahmad (t/L961.
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pahala tanpa amal, seperti amal-amal kebaikan yang dilakukan

orang lain untuknya."

Adapun sabar terhadap musibah itu mengakibatkan pahala
yang besar. Allah S berfirman,

iryEy-rl?"-"i,;pg4,A-(LA.@C4$i*3

7s;, g; n'L$:"#a{t@ i,;d*ut$

@l,fi3i'J$ir'
"Dan berikanlah berita gembira kepda orang-oftng yang

sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka

menguapkan, 'hna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Mereka itulah

Wng mendapat karunia yang sempuma dan nhmat dai Tuhan

mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."
(Qs. Al Baqarah l2l:155-L571

Jika seseorang dizhalimi dengan cara dilukai lalu ia
merelakan hak qishashnya, maka luka tersebut merupakan

musibah yang dapat melebur dosa-dosanya, dan ia pun diberi
pahala atas kesabarannya dan kebaikannya kepada orang zhalim

dengan cara memaafkannln. Karena kebaikan itu dilakukan

dengan mendatangkan manfaat dan mencegah mudharat. Karena

itu Allah menyebutnya sebagai sedekah.

Allah S berfirman,
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riLF -*3 fi" e {*i $,rltdi
i?i,ti,fu;t-1l@ a#i,- il; .?jiis L{ai
'8i5 |rt3li .i {*tui| g'*Aji't i#t;

@ .1, ,te-o)

"Dan bercegaalah katnu kepada ampunan dari Tuhanmu

dan kepada surga tnng luasnya seluas langit dan bumi yang
disdiakan unfuk orang-orang yang bertakwa, (yaifu) orang-orang

Sang menalkahkan (hartanW), baik di waktu lapang maupun
sempit, dan orang-oang Wng menahan dan

memaalkan (kesalahan) orang. Allah men5rukai orang-orang yang
berbuat kebajikan "(Qs. Aali 'lmraan [3]' 133-134)

Allah menyebutkan bahwa Dia mencintai orang-orang yang

berbuat kebajikan dan memaafkan orang lain. Dari sini dapat
diambil kejelasan bahwa pemaafan ini termasuk kebajikan yang

merupakan lawan dari perbuatan jahat. Itu adalah perbuatan baik,

baik kebaikannya terbatas pada diri sendiri atau berimbas kepada

orang lain, seperti dijelaskan dalam firman Allah,

ttrl;?\,1;;:r'Q!.f1*{ir4:'ii,-1;;,

@'o'{M-{;r'6rJYtiA
"Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya

(pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang
membawa perbuatan 5nng jahat maka dia tidak diberi pembalasan
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melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit
pun tidak dianiaya (dirugikan).,"(Qs. AI An'aam [6]: 160)

Jadi, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan

orang lain itu telah berbuat baik kepada dirinya sendiri dan kepada

orang lain, karena yang demikian itu merupakan perbuatan baik

terhadap diri sendiri dan orang lain. Barangsiapa yang berbuat

baik kepada orang lain, maka akibat baiknya kembali kepada

dirinya sendiri sebagaimana diceritakan dari seorcng generasi salaf

bahwa ia berkata, "Aku tidak pemah berbuat baik kepada

seseorang, dan tidak pula berbuat buruk kepada seseorang.

Sejatinya aku bertuat baik kepada diriku sendiri, dan bertuat
buruk kepada diriku sendiri."

Allah S berfirman,

qG tU "{"-:K i,!;-r. 
AA :i3 lr

"Jika kamu berbuat baik herarti) kamu berbuat baik bagi

dirimu sendiri dan fika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi

dirimu sendii. "(Qs. Al Israa' llTl:7)

'WlAi;Si, ,iyY.yJ+fi
'Ehrang siapa yang mengerjakan amal tnng shalih maka

(pahalanW) unfuk dirinya sendiri dan banng siap tnng berbuat
jahat maka (dosanya) atas dirinya sendii. "(Qs. Fushshilat [4tl:461

Seandainya kebaikan kepada sesama manusia tidak

dianggap sebagai kebaikan terhadap diri yang berbuat baik, dan

manfaatnya tidak kembali kepadilgd, tentulah ia akan berbuat

dosa atau mudharat. Karena perbuatan yang manfaatnya tidak

kembali kepada pelakunya itu bisa jadi tidak mengandung faedah,
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dan bisa jadi buruk dan sia-sia jika ia mencelakai pelakunya.

Pemaafan terhadap orang zhalim merupalon salah satu dari dua

inis sedekah.

Allah senantiasa mernerintahkan shalat dan zakat, dan

sernua itu disebut dengan kata sedekah. Dalam ki+ab Ash-Shahih
terdapat riwa5nt dari Nabi $ melalui banyak jalur riwayat bahwa

beliau bersaMa,
$z 4l
-$.r:p /:i F

"setiap kebaikan adalah sdekah.6

Kebaikan ifu ada dua macam, yaitu:

Pertama, menyampaikan manfaat kepada orang lain.

Kedua, mencegah mudharat dari orang lain. Jika orang

yang dizhalimi berhak menjatuhkan sanksi kezhaliman dan jiwanya

pun menuntut hak tersebut, namun ia menahan jiwanya unhrk

tidak menimpakan mudharat pada orang yang menzhalimi, maka

tindakannya merupakan kebaikan dan sedekah terhadapnya. Allah

membalas orang-orang yang bersedekah, dan tidak menyia-

nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. I--alu, bagaimana

mungkin Allah menggugurkan pahala orang yang memaafkan?

Ketentuan ini berlaku pada setiap hak hamba pada sesama

manusia. Karena itu, jika Allah menyebut hak manusia dalam

Kitab-Nya serta menyebutkan keadilan di dalamnya, maka Allah
juga menyerukan kebaikan, karena Allah senantiasa

memerintahkan keadilan dan kebajikan sebagaimana firman Allah,

26

6 HR. Muslim (pernbahasan 7akat, LOOS/521.



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

€,'*ijr^:,; J; $y|,;fii&i6( ;r[0 -/Aa

"Dan jika (orang berutang itu) dalam maka
benlah tanggwh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahurl "(Qs. Al Baqarah l2l:280)

Allah menetapkan sedekah terhadap penanggung hutang
png dalam keadaan sulit dengan cara dibebaskan hutangnya ifu
lebih baik bagi orang yang menyedekahkan daripada sekedar

memberinya penangguhan.

Allah S berfirman,

'Dan barang siap membunuh seorang mukmin l<arena

tersalah (hendaHah) ia memerdekakan seorang hamba sahaSm

tnng beriman serta membuy* diyat jnng diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga

terbunuh) bercedekah. "(Qs. An-Nisaa' l4l 921

Di sini Allah menyebut pembebasan diyat dengan kata

sedekah. Allah juga berfirman,

<,;i3;iKuf;z-l

ii" S;W $ ywi'J5 J vA 6^1',
= 16 {Y'a{<:''t rS }r3 }55 3;i rAL 6t

\;r'i$,-ot{l
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'JL;Lrj'r15 ;i;;3 s # ;r$jlriV "f:
' t*,'s 511fii6 -a,:^1 6-J Y'i;i V, i^ 3;"zi,J

Ufu55rit65&ii5aL
'Uika kamu mqtceraikan istri-istimu sebelum l<amu

berampur dengan merel<a, padahal l<amu sudah

menenfukan mahamSn, maka bayarlah seperdua dari mahar yang

telah l<amu tenfukan itu, kecuali jil<a isbi-istrimu itu memaall<an

atau dimaafl<an oleh onng yang memegang ikatan nikah, dan

pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takom. " (Qs. Al Baqarah

I2l:237l.

Allah menetapkan kerelaan terhadap setengah mahar yang

wajib atas suami akibat cerai sebelum persefubuhan sebagai

perbuatan yang lebih dekat kepada talsra daripada meminta
pelunasannya. Pemaafan perempuan dalam ayat ini maksudnya

adalah pembebasan setengah mahar berdasarkan pendapat yrang

disepakati umat Islam.

Adapun pemaafan oleh orang yang memegang ikatan

nikah, menunrt sebuah pendapat maksudnya adalah pemaafan

suami, yaitu dalam bentuk menyempumakan mahar untuk istri.

Atas dasar ifu, pemaafan ini satu jenis dengan pemaafan yang itu,

yaitu pemberian seluruh mahar. Sedangkan pemaafan perempuan

adalah pembebasan seluruh mahar. Alasan ulama yang

berpendapat demikian adalah karena menurut mereka selain

perempuan tidak berhak membebaskan haknya yang wajib,

sebagaimana orang lain tidak bisa membebaskan seluruh

piutangnya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang memegang
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ikatan pemikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad

secara mandiri tanpa meminta izin kepada perempuan, seperti

ayah bagi anak gadis yang masih kecil, atau seperti tuan bagi

budak perempuannya. Atas dasar ifu, kedua pemaafan tersebut

satu jenis. Karena itu kalimatnya tidak berbunyi e tfi-'ti ott[- oi lt
(kecuali perempuan tersebut memaafkan, atau mereka ..,''

memaafkan). Pembicaraan dalam ayat ini ditujukan kepada suami. "

Allah juga berfirrnan yang berisi kisah tentang Luqman

bahwa ia berkata kepada anaknya,

"r;6ffi(, & ];5 S5&;5 ,-/

,i,ji;rbA-,
"Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan

cegahlah (mereka) dari pefruatan Smng mungkar dan bersabarlah

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian

itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). " (Qs. Luqmaan

[31]: 17)

Di ayat lain Allah {p berfirman,

til @,W,i #6 +ie -ag'$. i:;r( e.J5

6s A n-i'it c'r#j Jui 5ir5-i,5i g 3;ri

li d q' i; ft, i; ;:r@ al g ff" ;{ dr$j

@r-fr(
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"Dan orang-orang yang membela diri
sesudah terania5n, tdak ada suafu dosa ptn atas mereka.

Saungguhnya dosa ifu atas orang-orang yang berbuat zhalim

kepada manusia dan melampaui bbs di muka bumi tanpa hak.

Mereka itu mendapat adzab yang pedih. Tetapi orang yang

bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian

itu termasuk hal-hal5ang diutamakan "(Qs. Asy-Syuuraal42l: 4L'
43)

Dalam perkataan Luqman, Allah menyebutkan sabar

terhadap musibah, lalu Allah $i berfirman, 'sesungguhnya yang

demikian itu termasuk hal-hal yang (oleh Allah)."
Sedangkan dalam ayat yang kedua Allah menyebutkan sabar dan

maaf, lalu Allah Si berfirman, "Tetapi orang yang bersabar dan

memaalkan (perbuatan) yang demikian ifu termasuk

hal-hal yang diutamakan " Allah menjelaskan demikian sesudah

firman-Nya, oDan orang-orang yang membela diri
saudah teraniaya, frdak ada suafu dosa pn abs mereka.

Sesungguhnya dosa ifu atas orang-orang yang berbuat zhalim

kepada manusia dan melampaui babs di muka bumi tanpa hak."
Setelah itu Allah menyebutkan tiga golongan manusia dalam

pembicaraan tentang kezhaliman yang terjadi tanpa ada pilihan

orang yang dizhalimi. Mereka adalah orang yang adil, orang yang

zhalim, dan orang yang berbuat baik.

Orang adil adalah orang yang membalas setelah dizhalimi.

Balasan untuk orang ini adalah tidak ada suatu dosa pun atas

mereka. Ia tidak terpuji dengan perbuatannya ihr, tetapi juga tidak

tercela. Allah menyebut orang zhalim dalam firman-Nya,
'Sesungguhnya dosa ifu atas orang-orang yang berbuat zhalim
kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak."
Mereka ini memiliki alasan untuk dikenai sanksi dan pembalasan.
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Setelah ifu Allah menyebut orang-orang yang berbuat baik, "Tetapi

orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan)

yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan " Al Qur'an
membahas masalah ini dengan kalimat yang singkat tetapi sarat

makna.

Hal ini seperti yang disebutkan Allah di akhir surah AI

Baqarah, yaitu penjelasan tentang golongan-golongan manusia

dalam mu'amalah. Mereka terdiri dari tiga golongan, yaitu yang

berbuat baik, zhalim dan adil. Yang berbuat baik adalah orang

yang bersedekah. Yang zhalim adalah yang menjalankan riba.

Sedangkan yang adil adalah pedagang. Kemudian di sini Allah

menjelaskan hukum sedekah, hukum riba, serta hukum jual-beli

dan utang-piutang.

Orang yang mengira bahwa seseorang yang memaafkan itu
haknya hilang atau berkurang adalah keliru, bodoh dan sesat.

Sebaliknya, dengan memaafkan maka ia memperoleh pahala yang

lebih besar. Demikian pula, orang yang mengira pemaafan

mengakibatkan kerendahan sedangkan omng yang zhalim

memperoleh kekuatan ifu keliru, sebagaimana diriwayatkan secara

valid dalam kitab .4sh-Shahih dan selainnya dari Nabi 4} bahwa

beliau bersabda,

r-rl; iur Ir:v tWe:a* tf LX
ir'

$r2 t' a o

tlJ,JU ,t Ola

r>"AAJ YJ cl YI _f..
c

-9
t"'

Az/tlz

.At ^;4 YI !lLi yt;
'Ada tiga hal yang aku bersumpah uUrn*, yaitu: tidaHah

Allah menambahkan bagi seomng hamba bqkat pemaafan
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melainkan kemuliaan; tidaklah sedekah mengurangi harta; dan

b:dailah s*eoftng merendahkan hati karena Allah melainkan

Atlah pasti mengangkabtp.'v

Dalam kitab Ash-Shahihain terdapat riwayat dari Aisyah 
'4p,,

katanya:

o A u

to
dj,

t

*:, ^XL ,'V 4jJtJ-f) q:e4lll
) z a ./

t1

t,,
L3 t*I,

o.e
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t-,U.
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'l:7:; \)';i:;t \) 'i 6:G

€.+t;;l*,'\) I
o

y6.(.ri,t itZ 
"r#:i
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I

o 4

r) Yl
1, .t .o. 

t 
6. 

uo-

Nj&.;; .;;,ihA.
a

t;I z:o -/o I irodi ,
l)

"Rasulullah $ udak pemah memukul pelayan, perempuan,

hanran, dan sesuafu apapun sama sekali, kecuali saat beliau

berjihad di jalan Allah. Dan tidaklah beliau disakiti lalu beliau

membalas untuk diri beliau sendiri, kecuali jika larangan{arangan

Allah dilanggar. Jika larangan{arangan Allah dilanggar, maka tidak

ada sesuatu pun yang bisa membendung kemarahan beliau hingga

ia membalasnya karena Allah."8

z HR. Muslim (penrbahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 2588,/59), At-Tirmidzi
(pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 2029) dengan menilainya hasan-shahih, darr

Ahmad (2/3861, mereka semua dari Abu Hurairah ig.
8 HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup, 3506), dan Muslim (pembahasan'

Keutamaan-keutamaan, %28nq. Redaki hadits milik Muslim.
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Akhlak Rasulullah $ adalah Al Qur'an, akhlak yang paling

sempurna. Di antara akhlak beliau adalah tidak menunfut balas

bagi diri sendiri. Tetapi jika larangan{arangan Allah dilanggar,

maka tidak ada sesuafu pun yang bisa membendung kemarahan

beliau hingga beliau menuntut balas untuk Allah. Jadi, beliau

memaafkan haknya tetapi menuntut balas atas hak Tuhannya.

Manusia dalam hal ini terbagi menjadi empat golongan,

yaitu:

Pertama, orang yang menunfut balas bagi diri sendiri dan

Tuhannya. Dalam diri orang ini ada agama yang baik dan juga

kemarahan.

Kdua, orang yang tidak menunhrt balas sama sekali, baik

bagi diri sendiri atau bagi Tuhannya. Inilah jenis orang yang bodoh

dan lemah secara agama.

Ketiga, orang yang menuntut balas bagi dirinya sendiri,

bukan bagi Tuhannya. Ini adalah golongan yang paling buruk.

Keempat, orang yang sempuma, yaifu orang yang

menuntut balas bagi hak Allah tetapi memaafkan bagi haknya,

sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik rg,
azAr\

.O. . . l. / Ol. i t l/ j, I I , . , O / /p rb: * tur ;* "lt J;t i):*
2.
-bJ

t3
I c.

',lG 
l1e l'^:-,,vV-/

a

,.

i'r:iii
'Jl| 

vJI tl .'.
4:I*9

og)

;e,,).
z'

t;Ili Y \;13 I
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ct. Ie.
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Aku melayani Rasulullah $ selama sepuluh tahun. Selama

itu beliau sama sekali tidak pemah berkata kepadaku, "Ah!" Beliau

tidak pemah berkata kepadaku terkait suatu hal yang aku lakukan,

"Mengapa engkau melakukannya?" Tidak pula beliau berkata

kepadaku terkait sesuahr yang tidak aku lakukan, "Mengapa kamu

tidak melakul<aruryn?" Jika salah seorang keluarga beliau

menegurku atas suatu hal, beliau bersabda, "Biarkan dia!
Sandainya sauafu telah ditakdirkan, nisaSn ia pasti terjadi.'9

Akhlak beliau ini berkaitan dengan hak-hak pribadi beliau.

Sedangkan dalam urusan batasan-batasan Allah, ketika beliau

dimintai keringanan sanksi oleh Usamah bin Zaid agar memaafkan

seorang perempuan bangsawan yang mencuri supa5a tangannya

tidak dipotong, maka beliau marah. Padahal Usamah bin Zaid

adalah orang kesayangan beliau putra orang kesayangan beliau,

bahkan lebih beliau cintai dan lebih berharga bagi beliau daripada

Anas. Beliau bersabda,

9 HR. Muslim (pernbahasan: Keutamaan-keutamaan, 2309/51/53), Abu Daud
(pembahasan: Adab, 47741, Ath-Thabrani dalam kitab N Aunth (97521. Hadits ini
disebutkan oleh Al Haitsami dalam kitab Majma' Az-hwa'id l9/l9l dan ia berkata,
"Dalam kitab Ash-Shahih terdapat sebagian hadits ini. Hadits ini diriwayatkan oleh
Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath dan Ash-Shaghir. Dalam sanadnya terdapat
beberapa periwagrat yang tidak sa5ra kenal."
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"Wahai Usamah! Apakah engkau memintakan s5nfabt
dalam salah safu sanksi Allah? Sesungguhn5n tang membinasakan

unat sebelum l<alian adalah iika orang bangsawan di antam
mereka mencuri, mal<a mereka membiarkann5a. Tetapi jika orang
lemah di antam mereka mencuri, maka mereka menjatuhl<an

sanksi padanya. Demi Dzat yang jium Muhammad benda di
tangan-N3n, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri,

nisaya aku potong tangannSn!'tro

Rasulullah {$ marah kepada Usamah ketika ia meminta

syafa'at dalam masalah sanksi Allah, tetapi beliau memaafkan

Anas terkait dengan hak pribadi beliau. Demikian pula, ketika

beliau diberitahu Usamah bahwa ia membunuh seseorang sesudah

orang itu mengucapkan kalimat s5nhadat, beliau bersaMa,
'Apakah kamu membunulnya sesudah ia menguapkan tiada

l0 HR. Al Bukhari (penrbatrasan: Keutamaan-kemtamaan, 3733) dan Muslim
(pembahasan: Sanksl Hdana, 1688/8, 91.
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tuhan selain Allah?" Beliau tems mengulang-ulang pertanyaan ini

hingga qasamah berkata, "Andai saia beliau diam!"Il

Ada ban5rak s€&ali hadits dan atsar tentang anjuran

memaafkan orang zhalim, dan bahr,ua pahalanya lebih besar. Ini

mempakan salah safu ilrnu yang telah tertanam kuat dalam fitrah

manusia. Allah & berfirnran kepada Nabi-Nya g$,

<Agx *,,f' +:{u';i';i;i i
"Jadilah englau pemaaf dan suruhlah orang mengeriakan

Jnng makruf, sqb berpalinglah daripada orang-orang yang

bodoh. "(Qs. Al A raaf l7l:7991

Allah memerintahkan beliau untuk menjadikan maaf

sebagai akhlak dalam memperlakukan manusia. Ibnu Zubair

berkata, "Maksudnlra adalah Allah memerintahkan Nabi-Nya #
unfuk memaafkan akhlak manusia." Ini seperti firman Allah,

",fr\$iid-$uaw;
'Dan merel<a futanya kepadamu apa yang mereka

naflahkan. Kablanlah, 'Yang l&ih dari keperluan " (Qs. Al
Baqarah 121:2L9l-

Ayat ini berisi inti dari akhlak mulia, karena seseorang yang

hidup di tengah maslrarakat itu senantiasa diperlakukan secara

tidak menyenangkan, sehingga ia diperintahkan untuk menyikapi

mereka seperti ia senang dengan pemaafan yang mereka berikan,

tidak menuntut lebih, dan jika mereka melakukan hal.hal yang

11 HR. Al Bukhari (perrbahasan: Pepemngan, 42691 dan Muslim (pernbahasan'

lnan,96/L58, 159).
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tidak ia senangi maka ia berpaling dari mereka. Sedangkan ia

sendiri selalu menyuruh mereka berbuat Snng baik. Ini merupakan

bahasan yang sangat luas cakupannln.

Pemilik Hak Mengambil Barang Milik Pengambil
Seukuran Haknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimilryah Ditanp
Ada seseorang yang memiliki piutang pada orang lain, lalu

orang tersebut mengingkarinla; atau hartanya diambil tanpa izin.

Kemudian pemilik hak menemukan harta gnng sejenis dengan

haknya milik penanggung hak. Apakah pemilik hak boleh

mengambilnya setrkuran haknya?

Syaikhul Islam Ibnu TaimitDrah Menjawab

Jika seseorang memiliki hak pada orang lain, baik berupa

barang atau piutang, apakah ia boleh mengambilnya atau yang

setara dengannya tanpa izinnya? Ada dua jenis masalah di sini,

yaitu:

Pertama, penyebab haknya jelas sehingga tidak

membufuhkan pembuktian. Misalnya adalah hak nafkah istri atas

suaminya, hak nafkah anak pada ayahnya, hak tamu terhadap
perjamuan atas fuan rumah. Di sini mereka boleh mengambil

tanpa izin penanggung hak, tanpa ada keraguan dalam masalah

ini, sebagaimana dijelaskan dalam Urtab Ash-Shahihain,
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"Hindun bin Utbah bin Rabi'ah berkata, 'Ya Rasulullah,

sesungguhnya Abu Sufun itu orang yang sangat pelit. Ia tidak

memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku.' Beliau

bersabda, 'Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan

cara yang baik'!"L2

Nabi $ mengizinkan Hindun untuk mengambil nafkahnya

dengan cara yang ma'mf tanpa seizin wali anaknya. Demikian pula

dengan orang yang mengetahui seseorang telah mengambil

hartanya secara nyata dan diketahui oleh banyak orang, lalu ia
mengambil harta yang diambil atau yang sepadan dari pengambil.

Demikian pula seandainya seseorzrng memiliki piutang yang

ditetapkan di hadapan hakim, tetapi orang yang berhutang enggan

membayar hutang. Ia boleh mengambil harta orang tersebut

seukuran haknya.

Kedua, penyebab haknya tidak jelas, seperti seseorang

mengingkari hutang, atau menyangkal telah mengambil tanpa izin,

sedangkan pendahua tidak memiliki bukti.

Dalam kasus yang kedua ini terdapat dua pendapat, yaitu:

3E

tz Takhriihdits telah disebrnkan
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Pertama, ia tidak boleh mengambil. Ini adalah madzhab

Malik dan Ahmad.

Kedua, ia boleh mengambil. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya mengambil yang

sejenis dengan hak karena. dianggap sebagai pelunasan. Abu
Hanifah tidak membolehkannya mengambil yang tidak sejenis

dengan hak, karena yang demikian itu termasuk kategori tukar-

menukar sehingga hukumnya tidak boleh kecuali dengan seizin

penanggung hak.

Kelompok yang membolehkan mengatakan bahwa jika

penanggung hak menolak membayar kewajiban, maka

diperbolehkan fukar-menukar tanpa izinnya karena ada hajat.

Akan tetapi, kelompok 5nng melarang dalam keadaan haknya

tidak jelas berargumen dengan hadits yang terdapat dalam kitab
As-Sunan dari Abu Hurairah & dari Nabi # bahwa beliau

bersabda,

**GA'u4 1')'eW;t ; )ydu\r'ri
'sampikanlah amanah *.puau orang yang

memperayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang

mengl<hianatimu!'tr3

Dalam kitab l/ Musnad terdapat riwayat dari Basyir bin

Khashashi5ryah, bahwa ia berkata,

13 Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnyra.
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"Ya Rasulullah, karni memiliki beberapa tetangga yang tidak

membiarkan sesuafu pun milik kami, baik keril atau besar,

melainkan mereka pasti mengambilnSa. Jika kami mampu

mengambil sestrafu milik mereka, apakah kami boleh

mengambilnya?" Beliau menjaunb, "Tidak. Tunailanlah ananah
kepada oftng Wng memperca5nimu, dan janganlah kanzu

ti onng 5nng mengl<hianatimulaa

Dalam krtab k-Sman juga terdapat riwa5rat dari Nabi $
bahwa beliau ditanya,

(r;i'r'&f qe u:Wy:idr bi ot

y :'JG y;.tL os$i ;*
"sesungguhnya para amil zakat melanggar h"k ku*;

Apakah kami boleh menyembunyikan sebagian harta kami

seukuran yang mereka langgar?" Beliau menjawab , "Tidak. " ft7R.
Abu Daud dan lainnya)ls

t4 Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya.
15 HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1586).
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Hadits-hadits ini menjelaskan bahwa apabila hak orang

yang dizhalimi itu sendiri tidak jelas penyebabnya, maka
pengambilannya dianggap sebagai khianat. Ia tidak boleh

melakukan hal tersebut. Meskipun ia bermaksud untuk mengambil

sesuafu yang serupa dengan haknya, tetapi ia telah mengkhianati

orang yang mempercayainya. Karena jika pemilik barang

menyerahkan kepadanya, maka ia mengambil sebagiannya tanpa
izinnya. Hak di sini tidak jelas, sehingga ia dianggap berkhianat.

Jika ia mengatakan, "Aku berhak atas apa yang aku ambil," maka

klaimnya itu tidak jelas dan tidak definitif. Ini seperti ia menikahi
seorang perempuan lalu perempuan tersebut mengingkari

pemikahannya, sedangkan ia tidak memiliki bukti. Jika ia

memaksa perempuan tersebut bersetubuh tanpa ada argumen

yang jelas, maka hal itu tidak boleh. Seandainya hakim
menjatuhkan keputusan bagi suami unfuk menceraikan istrinya

berdasarkan bukti yang di5nkini hakim benar, padahal sebenamya
perempuan tersebut bohong, maka suami tidak boleh

menggaulinya lagi lantaran berpegang pada perkara lrang
tersembunyi.

Barangkali dikatakan, "Tidak diragukan bahwa ia dilarang

melakukan hal tersebut secara lahir, dan ia tidak boleh

menampakkan hal ifu di hadapan manusia karena mereka

diperintahkan unfuk mengingkari hal tersebut lantaran hukumnya

haram secara lahir. Akan tetapi, bagaimana jika ia sendiri

mengetahui halyang rahasia antara dia dan Allah?"

Jawabnya, perbuatannya secara rahasia dapat

mengakibatkan banyak kerusakan yang dilarang, karena hal itu
seharusnya dilakukan secara terus terang dan tidak difutup-futupi.
Ia tidak boleh meniru seseorang yang keadaan luarnya tidak
seperti keadaan dalamnya, karena terkadang seseorang mengira
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masalah tersebut dapat tersembunyi selamanya, tetapi temyata

kemudian memperlihatkan banyak kerusakan. Perbuatan tersebut
juga bisa membuka pintu takwil, dan pelakunya menjadi seperti

orang yang terzhalimi tetapi tidak bisa menunfut balas kecuali

dengan berbuat zhalim; seperti orang yang menunfut qishash

tetapi ia tidak menjalankan qishash kecuali dengan melampaui

batas karena ia tidak boleh menjalankan qishash.

Yang demikian ifu merupakan khianat itu sendiri,

diharamkan jenisnya. Jadi, tidak boleh menuntut hak dengan cara

khianat, seperti seandainya seseorang dipaksa minum khamer,

atau disodomi, atau diberi kesaksian palsu. Ia tidak boleh

melakukan hal yang sama terhadap pelakunya karena yang

demikian ifu diharamkan jenisnya, sedangkan khianat ifu termasuk
jenis kebohongan.

Barangkali ada yang berkata bahwa perbuatan tersebut

bukan khianat, melainkan funfutan hak. Nabi $ melarang khianat

terhadap orang yang berkhianat, yaitu mengambil harta yang

setara sebagai haknya. Jawabnya, pendapat ini lemah dilihat dari

beberapa sisi, yaifu:

Pertama, dalam hadits tersebut dilelaskan: "Kami memiliki

beberapa tetangga yang tidak membiarkan sesuatu pun milik kami,

baik kecil atau besar, melainkan mereka pasti mengambilnya.

Apakah kami boleh mengambil harta mereka seukuran harta yang

mereka ambil?" Beliau menjawab, "Tidak. Tunaikanlah amanah

kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu

mengkhianati orang yang mengkhianatimu!" Demikian pula sabda

beliau dalam hadits tentang zakat, "Apakah kami boleh

menyembunyikan sebagian harta kami seukuran yang mereka

Ianggar?" Beliau menjawab, "Tidak."
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Kedua, beliau bersabda, 'Dan janganlah kamu

mengl<hianati orang yang mengl<hianatimu!" Seandainya yang

dimaksud dengan khianat adalah mengambil dengan cara hrkar-

menukar, maka tidak ada beda antara orang yang

mengkhianatin!,a dan orang yang tidak mengkhianatinya.

Pengharaman semacam ini sangat jelas, tidak membufuhkan
penjelasan dan pertanyaan. Nabi ,$ secara tegas bersaMa, 'Dan

janganlah katnu mengkhianati orang yang mengl<hianatimu!' Da/,
sini dapat diketahui bahwa png beliau maksud adalah, janganlah

kamu membalas khianatrya, yaitu melakukan terhadapnya seperti

yang ia lakukan terhadapnya. Jika orang pertama menitipkan

harta pada orang kedua lalu orang kedua mengkhianati

sebagiannya, kemudian orang kedua menitipkan harta yang setara

pada orang pertama lalu ia melakukan hal yang sarna, maka inilah
yang dimaksud dengan saMa beliau: "Dan janganlah kamu

mengkhianati orang Sang mengkhianatimu ! "

Ketiga, keberadaan perbuatan ini sebagai khianat tidak

diragukan, dan yang menjadi masalah adalah kebolehannya

dengan cara qishash. Ada sebagian perkara yang di dalamnya

diperbolehkan qishash seperti membunuh, merampok dan

mengambil harta; tetapi ada pula perkara yang tidak

diperkenankan qishash di dalamnya seperti zina, dusta dan

semisalnya. Mengenai Snng pertama Allah S berfirman,

6r:'4'#'tf,'
'Dan balasan suatu kelbhatan adalah kejahatan yang

serupa. " (Qs. Asy-Syuuraa l42l: 40)

o-a,':i; 
u, Ji W6'1.7G d)
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'Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah

dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan

kepadarnu. " (Qs. An-Nahl ILSI: 126)

W 6a v,b,*\t *e "&,;s.;t ;s
"Oleh sebab ifu barang siapa Wng menyerzrng kamu, maka

sennglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. " (Qs. Al
Baqarah 121:1941

Allah memperkenankan pembalasan yang setimpal. Namun

ketika dalam kasus ini Nabi Ei$ bersabda, "Dan janganlah kamu

mengkhianati orang yang mengkhianatimu!' maka dapat diketahui

bahwa kasus ini termasuk perkara yang tidak diperkenankan

melakukan balasan yang setimpaldi dalamnya.

Mayit Menanggung Hutang pada Seseorang, tetapi
Ia Juga Memiliki Barang dan Pembayaran Padanya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyryah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang, tetapi ia memiliki

barang pada pemilik piutang serta pembayaran sebesar fujuh

puluh dirham. Adapun nilai barang tersebut adalah tujuh puluh

dirham. Ketika penanggung hutang meninggal dunia, pemilik

piutang ingin menyerahkan barang tersebut kepada para ahli

waris, tetapi ia khawatir mereka akan mengambilnya dan tidak

memberikan haknya. Tetapi jika ia menyembunyikannya, maka ia

akan berdosa dan takut dituntut. Bagaimana jalan keluamya?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pemegang barang tersebut boleh menjual barang dan

melunasi hutang mayrt dari hasil penjualannya. Sedangkan sisanya

diberikan kepada orang yang berhak atas warisannya. Jika mereka

memintanya bersumpah, maka ia boleh bersumpah bahwa ia tidak

memegang barang maynt selain ini.

Apakah Tuntutan Hak terhadap Orang yang
Meninggal Dunia Boleh Dilakukan Terhadap Ahli
Warisnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditan3la

Ada seseorang lnng menguasai harta Srang diambil tanpa

izin, atau enggan membayarkan hutang, kemudian ia meninggal

dunia? ApalGh tuntutan terhadapngra terjadi di akhirat, ataukah

terhadap ahli warisn5a? Mlah lorr-ti fatwa, semoga Allah

membalas fuida.

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Orang 5rang mengambil harta tanpa ffi, atau enggan

membayar hutang, maka tuntutan terhadapnya dilakukan di

akhirat sebagaimana dijelaskan dalam lrjtab ,Ash-Shahih dari Nabi

$ bahr,rn beliau bersabda,

)i Jtl si r3 Gaap;;:rb *g,fu.Us u
l,

P 3u-: Y 8-P
/Ooi; ,ii"oi ,F 'u

O/
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"Barangsiapa yang saudaranya memiliki hak kezhaliman

padanya terkait darah, harta atau kehormatan, maka hendaklah ia

meminta kehalalannya sebelum datang hari dimana tidak ada dinar

dan dirham. Jika ia memiliki kebaikan-kebaikan, maka sebagian

kebaikannya diambil. Jika ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan,

maka dosa yang berhak diambil lalu ditimpakan padanya.'\6

Nabi S menjelaskan bahwa jika kezhaliman terjadi dalam

masalah harta, maka orang yang dizhalimi hanya boleh menunfut

orang yang menzhalimi, bukan kepada ahli warisnya. Para ahli

waris ifu akan menggantikannya di dunia. Apa saja yang bisa

dilunasi di dunia, maka ahli warislah yang melunasinya (dari harta

warisan). Tetapi jika tidak bisa dilunasi, maka yang menuntutnya di

akhirat adalah orang yang dizhalimi itu sendiri. Wallahu a'lam.

Ladang yang Dirusak Hewan Ternak Milik Orang
Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

45
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Ada suatu kaum yang ladang mereka dimasuki dua ekor
sapi, lalu mereka memukulinya hingga mati padahal bisa dihalau

tanpa dipukuli. Apa kewajiban mereka? Apa yang harus dilakukan

pemilik temak untuk menjaganya? Dan apa yang harus dilakukan

pemilik tanaman unfuk menjaganlra?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyph Menjawab

Mereka tidak boleh menghalangi her,tran temak yang

memasuki ladang mereka keorali dengan cara lnng paling mudah.

Jika kedua sapi tersebut bisa diusir tanpa dipukuli, maka mereka

harus dikenai sanksi lantaran menyiksa heuran dengan jalan yang

tidak benar, dan karena melanggar hak harta orang lain, dengan

sanksi lrang bisa menjerakan mereka. Mereka juga diminta
bertanggung jawab untuk memba5arkan penggantingra kepada

pernilik sapi.

Hasil Perkembangan dari Harta lnng Diambil tanpa
lztn

Syaikhul Islam lbnu TaimiySTah DitanSn

Ada harta yang diambil seseorang tanpa izin berupa unta

atau selainnya. Jika harta tersebut berkembang di tangann5n

kemudian ia bertaubat, bagaimana caranya agar ia bisa terlepas

dari harta tersebut. Apakah hasil perkembangan itu hukumnya

haram atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab
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Pendapat yang paling adil dalam masalah ini adalah hasil

perkembangan tersebut dibagi antara pemilik harta dan pengelola,

seperti seandainya pemilik harta menyerahkan hartanya kepada

orang yang mengelolanya dengan pembagian berupa sebagian dari

hasil perkembangannya. Kemudian, jika bagian pemilik harta ifu

tidak bisa diserahkan kepadanya, maka ia disalurkan untuk

kepentingan umat Islam.

Hukum Kambing yang Diambil tanpa Izin ketika
Pelaku dan Pemilik Saling Rela

Syaikhul Islam Ibnu Taimigrah Ditanya

Ada seseorang yang mengambil kambing tanpa izin,
kemudian ia dan pemiliknya saling merelakan. Apakah boleh

memakan kambing tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, jika pelaku dan pemilik kambing dan saling rela, maka

boleh memakannya.

Pertanggungan Akibat Sepakan Kaki Kuda

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang budak yang memegang kuda, kemudian

muncul burung merpati dari kandang dan terbang ke arah kuda

sehingga kuda tersebut kaget. Budak tersebut masih memegangi
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kuda, tetapi kuda menyepak seseorang yang tengah duduk hingga

tewas. Pertanggungan apa yang wajib bagi budak tersebut? Dan
pertanggungan apa yang wajib bagi pemilik kuda?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryrah Menjawab

Jika kuda menyepaknya dengan kaki, maka tidak ada

pertanggungan pada budak tersebut, dan tidak pula pada pemilik

kuda. Sebaliknya, kuda tersebut tetap menjadi milik empunya. Ini
adalah madzhab mayoritas imam seperti Malik, Abu Hanifah,
Ahmad dan selainnya.

Dalam kttab As-Sunan terdapat riwayat dari Nabi $ bahwa

beliau bersabda,

i. z) l,o

3e,y:sr
"(Sepakan) kaki (heqran) itu sia-sia (b'dak ada

pertanggwngannya).'17

Namun Asy-Syafi'i mengatakan, "Sepakan kaki kuda itu
dipertanggungkan dalam keadaan kuda dikendarai, ditunfun atau

digiring," sebagaimana yang disepakati oleh Imam Ahmad dan

selainnya terkait tangan (kaki depan). Adapun jika budak yang

memegang kuda itu tidak teledor, maka ia tidak bertanggung jawab

berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Misalnya hrda
tersebut mengamuk, dan ia sudah memperingatkan orang yang

ada di dekatnya dengan mengatakan, "Awas!" Jika ia telah berkata

t7 HR. Abu Daud (pembahasan: diyat (4592), Al Baihaqi dalam krab As-Swan Al
Kubn (pembahasan: minuman (8/343), dan Ad-Daruquthni (pembahasan: Sanksi

Pidana, 3/1521, mereka semua dari Abu Hurairah tg.
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demikian, maka orang yang disepaklah yang teledor, dan tidak ada

seorang pun yang bertanggung jawab dalam masalah ini

berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Wallahu a'lam.

Pertanggungan atas Serangan Unta yang Satu
terhadap Unta yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seekor unta besar milik seseorang yang diikat di
penambatan. Sedangkan di sampingnya ada unta kecil milik orang

lain yang sudah duduk. Kemudian para pemilik unta tersebut pergi

dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian, unta yang besar

menyerang unta yang kecil hingga mati. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu TaimiyTah Menjawab

Jika pemilik unta yang besar tidak teledor dalam

mencegahnya, maka ia tidak bertanggung jawab. Misalnya ia

sudah mengikatnya dengan ikatan yang bisa mencegah. Adapun
jika ia teledor lantaran mengikatnya secara ringan dan tidak bisa

mencegahnya, maka ia bertanggung jawab atas segala sesuatu

yang dirusak oleh untanya. Wallahu a'lam.
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Bab: Syrf'dfita

Validitas Syuf'ah dan Pendapat para Imam

Para imam menyepakati berlakunya syfah pada harta tak

bergerak yang bisa dibagi dengan pembagian yang dipaksa, seperti

perkebunan, ladang dan semisaln3n. Namun para ulama berbeda

pendapat terkait harta tak bergerak yang tidak bisa dibagi secara

pal$a (dibagi oleh hakim karena tidak ada kesepakatan antara dua

sehilr"r), melainkan dengan cara lnng mengakibatkan kenrgian,

atau dengan carr mengembalilon pengganti sehingga

membutuhkan sikap saling rela. Apakah di dalamnln berlaku

sryfah atau tidak? Ada dua pendapat tentang hal ini, laitu,

Perbma, berlaku spfah. Ini adalah ma&hab Abu Hanifah

dan dipilih oleh sebagian sahabat AqrSyrafi'i seperti lbnu Surail,

serta dipilih oleh sekelompok sahabat Imam Ahmad seperti Abu
Wafa' bin 'Uqail. Ini juga meriwayatkan riwayat Al Muhdzdzab
dari Malik. Pendapat inilah yang benar sebagaimana akan kami
jelaskan nanti, Insya'allah.

Kdua, tdak berlalot syufah. Ini adalah pendapat Aq1
Syafi'i sendiri, serta dipilih oleh banfk sahabat Ahmad.

Pendapat kedua ini memiliki dua alasan, yaitu:

Pertama, syufah disyari'atkan untuk menghilangkan

mudharat akibat biaya pembagian. Sesuatu yang tidak wajib dibagi

ifu tidak mengandung mudharat ini.

LB Syuf'uh berarti pengambilalihan dengan cam paksa oleh tetangga atau sekutur

atas harta tak bergerak yang dijual dari pembelinya dengan harta kansaksinyra.
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Kedua, seandainya di dalamnya wajib berlaku s5ruf'ah,

tentulah hal itu merugikan sekutu, karena jika sekutu ingin

menjualnya maka orang-orang tidak ingin membelinya karena

khawatir direbut dari pembeli dengan jalan syuf'ah. Tetapi jika

sekufu meminta pembagian, maka permintaannya tidak wajib

dipenuhi sehingga ia tidak bisa menjualnya dan tidak pula

membaginya. Dengan demikian ia tidak bisa terlepas dari kerugian

yang ditimbulkan oleh sekutunya. Jadi, seandainya kita

memberlakukan syufah di dalamnya untuk menghilangkan

kerugian sekutu yang tidak menjual bagiannya, maka hal itu
mengakibatkan kerugian bagi sekuhr yang menjual. Sedangkan

mudharat tidak bisa dihilangkan dengan mudharat.

Namun pendapat pertama lebih shahih karena ada riwayat

valid dalam lrotab Ash-Shahih dan Nabi 4} bahwa beliau bersabda,

y,w li y., si uori ,e {F;i irs;
aa-a

*iit;'oy e.f o;i &'er"of {krJ
I . ( ..1 7 lo.o 1 o l. o / / o

.y ,?T|#'i)"i l: 7C ot; ,,!j ,A JLJ
//

iu*ngr,uru yang memiliki sekutu atas tanah, atau rumah,

atau kebun, maka ia tidak boleh menjual hingga sekufunya itu
mengizinkan. Jika mau, sekutu itu boleh mengambilnya. Jika tidak,

ia boleh meninggalkan- Jika ia menjual bagiannya tetapi sekufunya

itu tidak mengizinkannya, maka sekutunya itu lebih berhak atas

bagiannya.'il9

Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah
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Nabi S tidak mensyaratkan agar tanah dan kebun tersebut

bisa dibagi. Jadi, tidak boleh membatasi ucapan Rasulullah $
dengan selain indikasi dari ucapan beliau, terlebih lagi hadits ini
disebutkan sebagai dasar ketetapan syfah-

ndak ada redaksi yang shahih dan gamblang tentang

syfah yang lebih valid daripada hadits ini. Dalam kitab Ash-
Shahihain terdapat riwayat dari Nabi 4$:

It
lr!,

o . o I c I ./--';-dr, Jt A,&
ot

-/ .t. lt
Ar-o;Jl-r/. e l'"8

4;l

,Oz, lrO,'*tG 
it'r4t ",rt*: ltfii'-a)

"Sesungguhnya beliau memberlakukan hak sytf'ah pada

setiap barang tidak bisa dibagi. Apabila ada batasannya dan
jalannya tampak jelas, maka tidak berlaku hak sgtuf'2fi."2o

Nabi S tidak melarang syuf'ah kecuali dalam keadaan ada

batasan dan jalur jalannya jelas. Hadits ini terdapat dalam kitab

Ash-Shahih dari Jabir, dan dalam lrjitab As-Sunan darinya juga,

dari Nabi $, bahwa beliau bersabda,

ot{ ",:y1 .a;w- ysG -rr:r"'*i ]u.i'
t,

.ti+$,:4^-pik ;y*v
"Tetangga lebih berhak atas syuf'ah tekngganya; dan

tetangganya ifu harus menunggunya seandainya ia tidak ada di
tempat, jika jalan satu.'2\

20 HR. AI Bukhari (pembahasan, Syf'ah, 2257) dan Muslim (pembahasan,

Musaqah, 7608/7341.
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Jika Nabi $ memutr.rskan syuf'ahkarena hak bersama atas

jalan, maka terlebih lagi beliau menetapkan qruf'ah karena

kepemilikan bersama atas harta tak bergerak.

Para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat terkait

syufah tetangga. Pendapat yang paling adil adalah pendapat ini,

yaifu jika ia memiliki andil atas hak aset, maka ia memperoleh hak

sytfah. Jika tidak, maka ia tidak memperolehnya.

[-agi pula, kita tahu bahwa jika Nabi 6]$ menetapl<an sytf'ah
pada sesuatu yang bisa dibagi, maka terlebih lagi dengan sesuafu

yang tidak bisa dibagi. Karena risiko pada sesuatu yang bisa dibagi

itu bisa dihilangkan dengan pembagian. Sedangkan sesuatu yang

tidak bisa dibagi itu mengandung risiko persekutuan yang lebih

besar.

Sebagian orang mengira bahwa syufah ditetapkan untuk

menghilangkan pembagian, bukan karena risiko kepemilikan
bersama. Ini merupakan pendapat yang jelas keliru, karena telah
jadi ketetapan nash dan ijma' bahwa jika salah satu dari dua sekutu

menuntut pembagian pada harta tak bergerak yang bisa dibagi,

maka funfutannya wajib dipenuhi. Seandainya risiko persekutuan

lebih kuat, maka risiko yang lebih kecil tidak bisa dihilangkan

dengan risiko yang lebih besar. Allah dan Rasul-Nya tidak

memasukkan seseorang unfuk memasuki sesuafu yang banyak

unfuk meniadakan sesuafu yang sedikit, karena syari'at Allah suci

dari hal semacam itu.

Mengenai pemyataan mereka bahwa pemberlakuan syuf'ah
mengakibatkan kerugian bagi sekutu yang menjual, jawabannya

21 HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3518), Ibnu Majah (pembahasan:

Syufah,2494l, dan Ahmad (3/303), mereka semua dari Jabir bin Abdullah.
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adalah' jika ia menuntut pembagian tetapi barang tidak bisa dibagi,

maka barang dijual, pihak yang menolak dipaksa untuk menjual,

lalu hasil penjualannya dibagi dua. Ini adalah madzhab mayoritas

ulama seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin,Hanbal. ,

Sebagian ulama madzhab Maliki menyebutkan bahwa

pendapat ini adalah hasil ijma', dan ia ditunjukkan oleh riwayat
valid dalam kitab Ash-Shahihain dari Nabi # bahwa beliau

bersabda,

S";xiJ 'u;i o.r.r cG e
I

IJ
o I r c

I ,.t
/O

\ J }S J \ J"re ^;4 ,:lL ?:; ffil '";: $ C
,/

i:ir o,2de ;ir<; e:6q
/ // -/ to / ,/ zz d'f u+,p ki ylj

. /// o Jz /e)ffi

"Barangsiapa yang memerdekakan bagian persekufuannya

pada seorang budak, sedangkan ia memiliki harta yang menapai
harga budak, maka budak itu dinilai dengan penilaian yang adil,

tidak boleh kurang dan tidak boleh bbih, kemudian orang tersebut

memberikan kepada para sekufunya bagian mereka, lalu budak

tersebut merdeka atas nama orang tersebut. Jika tidak, maka

budak tersebut merdeka sesuai ukuran yang dimerdekakan.'22

Hadits ini menunjukkan bahwa hak sekutu ada pada

setengah dari nilai seluruhnya, bukan pada nilai dari setengah dari

22 HF.. Al Bukhari (pembahasan: Pemerdekaan Budak, 2522-2524), dan Muslim
(pembahasan: Sumpah, 7501/47 -5O).
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seluruhnya. Jadi, jika budak tersebtrt dijual selunrhnya dengan

harta seribu dirham misalnya, maka jika setengahnya dijual maka

nilainya kurang dari lima rafus dirham, padahal hak sekutu adalah

setengah dari seribu.

Demikian pula dalam harta tak bergerak yang tidak bisa

dibagi; sekutu berhak atas setengah dari nilai seluruhnya. Jadi,

seluruh harta tak bergerak dilual lalu sekutu diberi bagiannya dari

hasil penjualan jika ia memintanya sehingga mudharat dapat

dihilangkan. Dengan demikian, tampak jelas kesempumaan

syari'at serta maslahat yang terkandung di dalamnya bagi manusia

di dunia dan akhirat. Segala puji bagi Allah semata.

Hak Syuf'ah pada Jual-Beli yang tidak Sah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiy5rah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki suafu aset, dan ia memiliki
hak perseroan di dalamnya, lalu ia perlu menjualnya. Kemudian

seseorang menawamya dengan harga tertenfu, dan ia pun

menjualnya kepada orang tersebut. Kemudian pembeli

mengatakan, "Timbanglah!" Namun barang tersebut kurang

timbangannya. Apakah pembeli wajib menyerahkan pembayaran

kepadanya atau tidak? Apakah sekutunya memiliki hak syuf'ah

atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pemilik menjual dengan harga tertenfu, maka pembeli

wajib menyerahkan pembayaran. Jika jual-beli tidak sah tetapi

sudah terlanjur, maka ia menanggung nilai yang setara. Jika
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barang tidak dapat dibagi, maka sekutu memiliki hak sytf'ah dr

dalamnya. Wallahu a'lam.

Siasat unfuk Menggugurkan Hak Syuf'ah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli lahan yang dikenai hak

syufah. Setiap kali pemegang hak sytfah menuntutnya, penjual

pura-pura bahwa jual-beli tersebut tidak didahului dengan

pertimbangan yang matang, hakim menghapus jual-beli tersebut,
pembeli mengakui penjual tidak bersalah atas apa yahg telah ia

terima, lalu penjual mewakafkan aset kepada pembeli. Semua ifu
dilakukan untuk menolak syuf'ah. Apakah hal itu dapat
menggugurkan s5ruf'alf Apakah transaksi ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu TaimiSryah Menjawab

Siasat untuk menggugurkan hak sSai'ah sesudah hak

tersebut ditetapkan ifu hukumnya boleh menurut pendapat yang

disepakati. Para ulama hanya berbeda pendapat mengenai siasat

terhadap s5ruf'ah sebelum ditetapkannya dan sesudah terjadi
penyebabnya, yaitu jika pemilik ingin menjual barang milik
bersama yang dikenai s5ruf'ah. Meskipun yang benar adalah tidak

boleh melakukan siasat untuk menggugurkan hak seorang muslim.

Tindakan apa saja yang dilakukan untuk fujuan siasat yang

diharamkan itu hukumnya batal.

Keterangan bahwa penjual berpura-pura jual-beli terhapus,

aset kembali kepada penjual, kemudian pembeli pura-pura bahwa

penjual tidak bersalah, lalu penjual mewakafkan aset kepadanya,
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semua itu hukumnya batal. Aset tersebut tetap sebagai milik
pembeli, dan hak syufah tetap berlaku di dalamnya kecuali ia

meninggalkan hak tersebut dengan cara yang bisa menggugurkan

syufah. Wallahu a'lam.

Apakah Hak Syuf'ah Bisa Membatalkan Wakaf?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiynh Ditanya

Ada sebuah lahan 5ang dikenai hak s5uf'ah, dan lahan

tersebut telah ditetapkan sebagai harta wakaf oleh pemiliknya.

Namun hakim menetapkan hak s5atfah atasnln bagi sekufu.

Bagaimana hukumngn?

Slrailfiul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Wakaf udak batal kecuali jika sekutu membuktikan bahwa ia

memiliki aset lnng dikenai hak sytfah Snng diunkafkan itu. Ini

sesuai dengan perbedaan pendapat ulama mengenai pengalihan

kepernilikannya.

Keputusan semata dari hakim akan adanln hak sytfah
tidak membatalkan wakaf yang terjadi sebelum ifu, sebagaimana

keputusan hakim tidak menghilangkan kepemilikan pembeli.

Sebaliknya, masalah ini tetap tergantung pada sekutu. Jika sekutu

mengambilnya dengan jalan s5ruf'ah, maka tindakan terhadapnya

sebelum ifu batal menurut ulama yang berpendapat demikian. Jika

tidak, maka tidak batal.
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Pengambilan Aset yang Diwakafkan dengan Jalan
Syuf 'ah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli setengah ladang, sedangkan

setengah yang lain dibeli oleh orang lain. Kemudian pembeli kedua

ini mewakafkan bagiannya sebelum ada h-rnfutan pembeli yang

pertama, tetapi kemudian pembeli pertama berkata, "Aku akan

mengambilnya dengan hak s5ruf'ah." Apakah ia boleh melakukan

haldemikian?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika masalahnya demikian, maka ia tidak memiliki hak

s5ruf'ah di dalamnya, karena pembeli kedua telah mewakafkannya

sehingga tidak ada hak syuf'ah di dalamnya. Syuf'ah hak pertama

batal karena ia menunda funtutan sesudah ia mengetahui

penjualannya hingga aset tersebut keluar dari kepemilikan pembeli

dengan cara wakaf atau selainnya, sehingga tidak ada hak syuf'ah.

Jika pembeli kedua mengeluarkan aset dari kepemilikannya

dengan cara jual-beli sebelum pembeli pertama mengetahui jual-

beli, maka ia memiliki hak syuf'ah. Sedangkan pengeluaran

kepemilikan dengan jalan wakaf dan hibah itu diperselisihkan hak

syuf'ah di dalamnya. Wallahu a'lam.

Apakah Hak Syuf'ah Gugur dengan
Persekongkolan

Syaikhul Islam Ibnu Tairni5ryah Ditanya
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Ada seseorang yang memiliki bagian dari harta milik

bersama dengan dikuatkan oleh seorang saksi. Kemudian

sekutunya menjual bagiannya bersama saksi lain dengan harga

yang jauh lebih tinggi dari harga standar. Keduanya (sekutu dan

pembeli) lantas bersekongkol untuk mengatakan harga standar

demi menolak hak syufah. Apakah hak sytfah gugur atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Tidak boleh berbohong dan melakukan siasat untuk

menggugurkan hak seorang muslim. Pembeli wajib menyerahkan

aset yang dikenai syufah dengan harga yang disepakati kedua

pihak secara sembunyi-sembunyi manakala sekutu menuntut hal

tersebut. Sikap penolakannya dapat menciderai kredibilitas

agamanya. Hakim juga wajib menetapkan hak sytf'ah jika ia
mengetahui masalah yang sebenamya.

Bab: Wadi'ah (Titipan)

Makelar yang Diserahi Barang Menitipkannya
kepada Orang Lain yang Amanah

Syaikhul Islam Ibnu TaimiS6rah Ditanya

Ada seorang makelar yang diberi kain oleh seseorang

dikemasnya dan dijualnya. Namun makelar tersebut tidak

menemukan kemasan, lalu ia menitipkannya pada seorang

penjahit yang amanah. Orang-orang biasanya menitipkan barang

padanya. Setelah itu pemilik kain datang bersama makelar lain dan
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mengambil kain dari tangan penjahit, tetapi orang yang dititipi
tidak ada di tempat. Kemudian pemilik kain mengklaim bahwa ada

satu lembar kainnya yang hilang, namun makelar pertama

menyangkalnya. Apakah makelar yang menerima titipan ifu
menanggung atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pemilik

kain mengklaim tidak menerima kembali titipan sedangkan

makelar menyangkalnya, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan makelar dengan disertai sumpahnya selama tidak ada

hujjah syar'i yang menunjukkan kebenaran dah,vaan mereka.

Adapun jika ada sebagian dari titipan yang hilang, bilamana

makelar teledor lantaran melakukan sesuatu yang tidak diizinkan

secara ucapan dan kebiasaan, maka ia bertanggung jawab. Tetapi
jika menurut kebiasaan mereka menitipkan barang kepada orang

yang amanah ini, dan pemilik pakaian mengetahui hal ih-r, maka

makelar tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam.

Penitipan Warisan pada Orang yang Amanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimigrah Ditanya

Ada seseorang yang mati meninggalkan dua anak
perempuan dan seorang istri. Salah seorang anaknya tidak ada di
tempat. Apakah orang yang bertanggung jawab atas harta warisan

ini boleh menitipkan harta anak yang tidak ada di tempat tersebut,

padahal ia tidak tahu apakah penerima titipan akan menjaganya

atau memakainya sendiri?
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Jika terjadi kezhaliman atas sejumlah harta warisan, apakah

imbasnya diambilkan dari harta anak yang tidak ada di tempat,

ataukah mencakup seluruh harta warisan? Jika orang yang

mengelola warisan itu menitipkan pada orang lain, bisa jadi ia

menjaganya, dan bisa jadi ia menggunakannya unfuk

kepentingannya sendiri. Apakah orang yang berhak menuntut

orang yang menguasainya ataukah orang yang menitipkannya?

Slnikhul Islam Ibnu Taimignh Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Harta ini telah

menjadi amanah di tangannya, sehingga ia harus menjaganya

seperti menjaga amanah, dan ia tidak boleh menitipkannya kecuali

ada kebutuhan. Jika ia menitipkannya kepada orang yang diduga

kuat bisa menjaganya, seperti hakim yang adiljika ada, atau orang

lain yang ia tidak dianggap teledor dalam menitipkan harta

kepadan5n, maka ia tidak bertanggung jaunb. Tetapi jika teledor

dalam menitipkan harta, seperti menitipkan kepada pengkhianat

atau orang yang lemah padahal ada kemungkinan baginya untuk

tidak melakukan hal tersebut, maka ia dianggap teledor dan harus

bertanggung jawab.

Adapun apabila penerima titipan tidak mengetahui bahwa

harta tersebut dititipkan padanya, maka ada dua pendapat ulama

dalam madzhab Ahmad dan selainnya mengenai

pertanggungannya. Pendapat yang paling jelas ke-shahibannya

adalah ia tidak bertanggung jawab.

Apa yang terjadi akibat harta milik bersama, seperti kutipan
yang diambil secara zhalim atau tidak zhalim, maka ia dibebankan

pada seluruh harta, bukan pada sebagiannya saja.
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Jika seseorang mengambil titipan tanpa izin, maka

pengelola warisan yang menitipkan boleh menuntutnya. Penitip
juga berhak menuntutnya dalam keadaan penerima titipan tidak

ada di tempat.

Adapun pemilik harta boleh menunfut orang yang

mengambil tanpa izin, dan juga boleh menuntut pengelola atau

penerima titipan jika terjadi keteledoran padanya. Adapun jika

tidak ada keteledoran dan tindakan yang melarnpaui batas, maka

ia tidak berhak menuntut pengelola dan penerima titipan.

Jika penerima titipan meninggal dunia dan keadaan harta

titipan tidak diketahui, apakah harta titipan telah diambil darinya,

ataukah penitip telah mengambilnya, ataukah harta tersebut sudah

msak, maka ia menjadi hutang yang dibebankan pada harta

peninggalannya menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah,

Malik dan Ahmad. Ini juga merupakan pendapat yang jelas ke-

shahilrannya dalam redaksi Asy-Syafi'i, serta salah safu dari dua

pendapat dalam ma&habnya.

Jika harta tersebut menjadi hutang atasnya, maka ia rrnjib

dilunasi dari hartanya. Jika ia memiliki harta selain wakaf, maka

hutang tersebut dilunasi dengan hartanya itu. Tetapi jika ia tidak

memiliki harta selain harta wakaf, maka ada perbedaan pendapat

yang masyhur di kalangan ulama mengenai wakaf orang yang

menanggung hutang yang meludeskan seluruh hartanya.

Demikian pula dengan wakaf yang belum keluar dari tangan

orang yang mewakafkan hingga penanggung hutang meninggal

dunia. Wakaf tersebut batal menurut salah safu dari dua pendapat

ulama seperti Malik. Ini juga merupakan salah safu dari dua

pendapat dalam madzhab Abu Hanifah dan Ahmad.
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Adapun jika wakaf telah jatuh dan mengikat, serta telah ada

orang-orang yang berhak atasnya, sedangkan penanggung hutang

bukan termasuk orang yang terjangkau wakaf, maka ia tidak boleh

melunasi hutang dari harta wakaf. Akan tetapi, jika ia termasuk

orang yang terjangkau wakaf, seperti wakaf diberikan kepada

omng-orang fakir sedangkan penanggung hutang termasuk fakir,

maka tidak diragukan bahwa penyaluran wakaf kepada orang fakir

yang menanggung hutang itu lebih utama daripada penyalurannya

kepada orang lain. Wallahu a'lam.

Menitipkan Harta dengan Catatan Jika Penitip Mati
Maka Harta Tersebut Diserahkan kepada Anak-
Anaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanln

Ada seseotang yang menitipkan harta dengan catatan

bahwa jika penitip mati maka penerima titipan menlnmpaikan

harta tersebut kepada anak-anaknya yang laki-laki. Kemudian
penitip tersebut mati dan meninggalkan para ahli waris selain

anak-anak4n itu, yaifu dua ishi. lstri grang satu memiliki dua anak

lakilaki, sedangkan ishi yang lain memiliki dua anak perempuan.

Kemudian pihak berwenang mengklaim bahwa ibu dua anak laki-

laki tersebut adalah seorang budak. Kemudian salah sahr dari dua

anak laki-laki tersebut mati, kemudian ibunya ikut rnati. Apakah

anak-anak tersebut (1nng dituniuk oleh penrtip pertama ltalil

menguasai seluruh harta? Ataukah harta tersebut milik semua ahli

waris? Jika dakwaan bahwa ibu dua anak adalah seorang budak itu

tidak benar, apakah penerima titipan boleh menyampaikan harta

kepada semua harta kepada anak-anak dan ibu mereka? Ataukah
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ia menyisakan bagian mereka untuk anak dengan harapan unfuk
menebusnya dari perbudakan? Apakah ia boleh meniagakan,harta
tersebut jika ia menyirnpannya agar tidak dimakan zakat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika harta ini milik orang yang menitipkan, maka penerima
titipan wajib memberi setiap ahli waris sesuai haknya, baik pemilik
harta mengistimewakan anak-anaknya itu atau tidak
mengistimewakan mereka. Penitip ini tidak boleh

mengistimevuakan sebagian ahli waris kecuali dengan seizin ahli
waris yang lain, karena Nabi $ bersabda,

+j\"b',- e:k eLl'" tur U

O )

'Sesungguhnya Allah telah membeikan hak kepada setiap
yang berhak, sehingga tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris.'23

Seandainya pemberi wasiat berterus terang bahwa ia
mengistimewakan sebagian ahli waris dengan harta tersebut, maka

hukumnya tidak boleh tanpa izin dari para ahli waris lain
berdasarkan pendapat yang disepakati para imam.

Orang yang menggugat budak perempuan yang melahirkan
anak bagi tuannya, gugatannya tidak dikabulkan hanya

berdasarkan gugatan saja menurut pendapat yang disepakati umat
Islam, terlebih lagi jika ia mengakui bahwa ia memberikan budak

23 HR. Abu Daud (pembahasan: wasiat l287ol dan At-Tirmidzi (pembahasan:
wasiat (2120, 212L1 dengan menilain5ra hasan-shahih.

1
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tersebut kepada mayit, karena yang demikian itu merupakan

pengakuan akan terjadinya pengalihan kepemilikan. Sebaliknya,

budak tersebut telah menjadi ummu walad, yaitu budak yang

melahirkan anak bagi tuann5/a, dan anak-anak yang lahir darinya

berstatus merdeka. Seandainya diasumsikan bahwa perempuan

tersebut benar-benar menrpakan budak perempuan milik

penggugat, sedangkan !,ang menggauli meyakini bahwa budak

tersebut adalah budaknya, maka anak-anaknya berstatus merdeka

berdasarkan pendapat Snng disepakati para imam.

Penerima titipan ini harus menjaga bagian anak-anak yang

masih kecil itu. Jika di tempatnya ada hakim yang alim, adil,

memiliki kekuasaan, dan bisa menjaga harta ini unfuk mereka,

maka penerima titipan boleh menyerahkannya kepada hakim

tersebut. Tetapi jika ia tidak menemukan seseorang yang bisa

menjaga harta unfuk mereka, maka ia harus menyimpannya

sendiri, meniagakannya dengan cara yang ma'nrf, dan keuntungan

menjadi hak anak yatim, sedangkan pahalanya ada pada Allah.

Sedangkan ummu walad tidak memperoleh warisan dari fuannya

sama sekali, kecuali jika salah seorang anaknya meninggal dunia.

Wallahu a'lam.

Sumpah Penerima Titipan Unta Bahwa Unta
Tersebut Miliknya dengan Maksud Mencegah
Kezhaliman

Syaikhul lslam Ibnu Taimiglah Ditanya

Ada seseorang yang memegang unta titipan, lalu sebagian

untanya dicuri. Ia pun mengejar pencuri dan merebut kembali

unta-untanya. Kemudian pencuri tersebut menolak unfuk
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menyerahkan unta titipan ifu hingga ia memintanya bersumpah

bahwa unta tersebut adalah miliknya. Ia pun bersumpah dengan

nama Allah bahwa unta tersebut miliknya. Tetapi yang ia maksud

adalah kepemilikan dalam arti menjaga. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimignh Menjawab

Jika ia memiliki hak untuk mengambil dan menguasainSn,

maka ia tidak dianggap mengucapkan sumpah palsu, dan ia tidak

berdosa. Tetapi jika yang ia maksud adalah kepemilikan yang

lazim, maka ia telah berbohong. Akan tetapi, jika ia meyakini

kebolehan tindakan ini untuk mencegah kezhaliman, sedangkan

kata-kata yang bersumpah itu bisa menjadi jalan keluar dari dusta,

maka hendaklah ia memohon ampun dan bertaubat kepada Allah,

tetapi ia tidak wajib membayrar laffarah. Wallahu a'lam.

Meminjam Titipan tanpa Seizin Pemiliknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimi5ryah Ditanya

Apa hukumnya meminjam titipan tanpa seizin pemiliknya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiy5rah Menjawab

Mengenai peminjaman harta titipan, jika penerima titipan

mengetahui dengan yakin bahwa pemilik harta rela, maka tidak

dilarang. Yang demikian itu dapat diketahui dari seseorang yang

telah teruji dengan pengalaman, dan Anda mengetahui kedudukan

Anda baginya, seperti yang dikutip dari banyak ulama. Juga

sebagaimana yang dilakukan Nabi i$) di rumah salah seorang
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sahabatnya, dan sebagaimana Nabi S melakukan bai'at atas nama

'Utsman 
-iS, 

saat ia tidak berada di tempat. 24 Manakala ada

keraguan terhadap perkenan pemilik harta, maka tidak boleh

meminjamkan- Wallahu a'lam.

Harta Titipan pada Seorang Pendeta

Syaikhul Islam Ibnu Taim[;yah Ditanya

Ada suatu kaum yang memiliki harta titipan pada seorang

pendeta di sebuah gereja, kemudian pendeta tersebut mengklaim

titipannya hilang bersama semua barang yang ada di gereja. Tetapi

kemudian terbukti bahwa barang yang diklaimnya hilang dari

gereja itu sebenamya telah ia jual. Apakah ia menanggung harta

tersebut atau tidak? Apakah perkataan yang dipegang adalah

perkataannya?

Gereja milik pendeta ini berada di tepi laut, dan ia memiliki

saudara yang berstatus kafir harbi (wajib diperangi). Saudaranya itu

berlindung di tempat pendeta tersebut. Apa yang hams dilakukan

pihak berwenang terhadapnya? Apakah pihak berwenang boleh

membunuhnya dan menghancurkan gerejanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika terbukti

bahwa harta titipan tersebut tidak hilang namun pendeta tersebut

z4 HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup, 3698), AfTirmidzi (pembahasan:

Keutamaan-keutamaan, 3706), dan Ahmad (1/ 59).
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mengklaim hilar,g tidak bersama hartanya, maka di sini ia
bertanggung jawab atas titipan menunrt salah satu dari dua ulama

sepedi pendapat Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua
riwayat pendapat, karena Umar bin Khaththab S pernah

meniafutrkan pertanggungan pada Anas bin Malik atas titipan 3nng
ia klaim hilang tidak bersama hartanp.

Adaptrn jika ia mengaku selunrh hartanla hilang tetapi

ternyata ia bertohong, maka kamjiban pertanggungan di sini lebih

kuat. JilG pernilik banng titipan mengklaim bahua ia sudah

meminta titipan darin3n tetapi ia tidak menyerahkan, atau ia
menggelapkan titipan dan bukan nrsak, maka ucaparurp lebih

kuat alasannya untuk diterirna dengan dis€rtai sumpahnya. Bahkan

dalam kasrls seperti ini, pendeta tersebut pantas diberi sanl$i
unfuk menjerakannya dan orang-orang sepertinga agar tdak
berbohong lagi.

Jika orcng yang seagama dengannSn dan diterima

ucapannya di kalangan mereka memberikan kesaksian yang

memberatkannya, maka kesaksian mereka diterima menurut salah

satu dari dua pendapat ulama. Ini adalah ma&hab Abu Hanifah,

serta salah satu riwayat pendapat dari Ahmad. Diterimanya

kesaksian yang memberatkannya dalam kasus ini lebih kuat

alasannya. Sedangkan jika kesaksian mereka tidak diterima, maka

perkara dipufuskan dengan saksi terdaku/a dalam kasus seperti ini

karena unggulnya perkataan pendakrua dalam salah satu dari dua

pendapat Imam Ahmad juga.

Adapun orang kafir dzimmi yang memberi tempat tinggal

dan perlindungan kepada orang kafir harbi, atau membanfu

mereka memerangi umat Islam, maka ia telah melanggar

perjanjiannya sehingga darah dan harta bendanya halal.

Pemerintah Udak boleh membiarkan orang-orang seperti mereka
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yang tidak memberi rasa aman kepada umat Islam di suafu tempat

yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi umat Islam, atau

dikhawatirkan mereka memurtadkan anak-anak umat Islam,

karena ia telah melanggar perjanjiannya serta telah halaldarah dan

harta bendanya.

Titipan dalam Peti yang Isinya tidak Diketahui oleh
Penerima Titipan

Syaik'hul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menerima titipan dalam sebuah peti

yang tertutup. Ia tidak mengetahui isinya dan tidak pemah

melihaturya. Penitip menyebutkan bahwa isin5n adalah uang seribu

lima ratus dirham dan tiga potong pakaian. Kemudian titipan

tersebut hilang bersama sejumlah barang miliknya. Ketika hilang,

pemilik titipan berkata, "Sesungguhnya dalam peti itu terdapat

barang yang senilai tujuh ribu dirham." Apakah penerima titipan
wajib bertanggung jawab atas apa yang pertama disebutkan

penerima titipan ataukah 5rang terakhir disebutkan olehnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimilryah Menjawab

Jika barang titipan nrsak bukan karena keteledoran dan

tindakan melampaui batas dari penerima titipan, maka ia tidak

menanggung apapun. Jika barang titipan hilang bersama hartanya,

maka itu lebih kuat alasannya. Jika penitip mengklaimnyra dengan

faktor penyebab yang bersifat lahiriah dan diketahui, maka ia

diharuskan untuk membuktikan, tetapi perkataannya diterima.
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Menitipkan Barang dalam Peti yang tidak Dikunci

Syaikhul Islam Ibnu TaimigrSrah Dtanya

Ada pendapat para fuqaha tentang seseorang yang

meletakkan titipan di rumah seseorang selama lebih dari sepuluh

tahun. Titipan tersebut diletakkan dalam sebuah peti png tidak

terkunci, dan ia mengetahui hal itu. Kemudian penerima titipan
sakit hingga tampak tanda-tanda kematian padanya: Pemilik

titipan ada di tempat tersebut dari pagi hingga malam. Penerjma

titipan selalu memintanya unfuk mengambil titipannya atau

mengunci peti dengan gembok, tetapi ia tidak kunjung

melakukannya. Setelah itu titipan tersebut hilang dari tempat
penyimpanannya bukan karena keteledoran, sedangkan barang-

barang yang lain tidak ikut hilang. Tidak dapat diketahui apakah

barang titipan itu hilang pada waktr.r penerima titipan sakit atau

sewaktu sehat. Apakah penerima titipan wajib menanggung dalam

keadaan seperti ini atau tidak? Apakah pemilik titipan boleh

menuntutnya atau tidak? Jika ia bersikeras menuntut, apakah

wali5ryul amr wajib menegumya dan memberinya sanksi atau tidak?

Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiy5nh Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika

masalahnya seperti yang digambarkan di atas, yaitu barang

tersebut hilang bukan karena keteledoran dan tindakan melampaui

batas dari penerima titipan, dan barang tersebut hilang bersama

hartanya, maka ia tidak menanggungnya berdasarkan pendapat

yang disepakati para imam. Demikian pula, jika barang hilang

karena keteledoran pemiliknya sebagaimana telah dilelaskan, maka
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penerima titipan tidak menanggung apapun, baik barang tersebut

hilang sendiri atau bersama harta penerima titipan.

Bab: Menghidupkan l-ahan Mati

Hukum Mendirikan Bangunan di Jalan Umum

Slraikhul Islam Ibnu TaimgSTah DitanSTa

Bagaimana hukumnya mendirikan bangunan di jalan yang

luas yang dilalui umat Islam jika bangunan tersebut tidak

membahapkan pengsluna jalan?

Slnikhul Islam Ibnu Taimilrlrah Menjawab

Ada dua motif pendirian bangunan tersebut, 5nitu

Pertama, ia membangun untuk dirinya sendiri. Tindakan ini
tidak boleh menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab

Ahmad. Tetapi sebagian dari kalangan ma&hab Ahmad

membolehkannya dengan seizin imam. Pendapat ini disebutkan

oleh Al Qadhi Abu Ya'la, dan dari redaksinya penulis mengutip
pendapat ini, yaitu bahwa masalah ini pernah terjadi di zamannya.

Jawaban para mufti tentang masalah ini berbeda-beda. Ia

menufurkan pertanyaan yang muncul tentang jalan yang luas,

apakah imarn boleh mengizinkan seseorang menguasai

sebagannya. Sebagian mufti memfatwakan boleh, sedangkan

sebagian yang'lain memfatwakan tidak boleh. Fatwa yang tidak

membolehkan dipilih oleh Al Qadhi, dan disebutkannya sebagai

pemyataan Imam Ahmad, karena Imam Ahmad dalam riwayat
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hnu Qasim mengatakan, "Jika jalan dilalui banyak orang, maka ia

telah menjadi jalan umum sehingga tidak seorang pun yang boleh

mengambil sebagian darinya, baik sedikit atau banyak." Ada png
bertanya, "Meskipun jalannya luas seperti jalan raya?" Ia

menjawab, "Meskipun luas." Ia juga berkata, "Larangannya lebih

keras daripada orang yang mengambil pembatas antara tanahnya

dan tanah sekufunya, karena yang ini mengambil dari safu orang,

sedangkan yang itu mengambil dari jama'ah umat Islam."

Saya katakan, Abu AMullah bin Baththah menulis sebuah

buku tentang orang yang mengambil sebagian dari jalan umat

Islam. Ia menyebutkan atsartentang hal itu dari Imam Ahmad dan

ulama salaf lainnya. Masalah ini disebutkan oleh banyak ulama

pendahulu serta ulama generasi akhir dari kalangan sahabat Imam

Ahmad. Di antara mereka adalah Slraikh Abu Muhammad Al
Maqdisi. Dalam l<fiab Al Mughni ia berkata, "Mengenai jalan raya

dan tanah lapang yang berada di antara gedung-gedung, tidak

seorang pun yang boleh menghidupkannya, baik ukurannya luas

atau sempit, baik mempersulit warga atau tidak, karena tempat

tersebut merupakan milik bersama umat Islam dan maslahat

mereka melekat padanya sehingga ia serupa dengan masjid. Boleh

mengslunakan fasilitas umum dengan cara duduk di tempat ynng

luas untuk juaLbeli asalkan tidak mempersempit warga dan tidak

menyusahkan pengguna jalan, karena telah ada kesepakatan di

antara ulama di semua wilayah untuk memberi kesempatan

kepada orang-orang untuk memanfaatkan ruang tertuka urnum.

Juga karena Undakannya ifu merupakan pemanfaatan lahan umum

tanpa mernbahapkan sehingga ia tdak dilarang, tidak ada

bedanSn dengan melerpati tempat tersebut.

Mengenai orang yang datang lebih dahulu ke kios pasar

(bukan milik pribadi), Imam Ahmad b€rkata, "Biarkan dia, karena
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yang datang terlebih dahulu.'25
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tempat ifu menjadi haknya hingga malam. Ketentuan ini berlaku

di pasar Madinah di masa lalu. Nabi $ bersaMa,

"la boleh memasang payung atau tenda bagi dirinya dengan

cara yang tidak membahayakan karena ia memang

membutuhkannya. Tetapi ia tidak boleh mendirikan bangunan di

tempat tersebut, baik perrnanen atau tidak, karena dapat

mempersempit ruang gerak warga, serta dapat mengakibatkan

pengguna jalan di malam hari atau orang suka menabrak dan

tersandung. Ada kalanya orang yang mendirikan bangunan

mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Jadi, orang

yang datang terlebih dahulu lebih berhak atas tempat yang

didudukinya selama ia berada di sana."

Pendirian Bangunan tanpa Membahayakan Umat
Islam dengan Seizin Umat

Saya katakan, semua ketentuan ini berlaku ketika seseorang

membuat lapak untuk dirinya sendiri sebagaimana yang

ditr-rnlukkan oleh awal dan akhir bahasan. Karena itu
mengemukakan alasan larangannya, yaitu terkadang pelaku

z5 HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 2lo9l, At-Tirmidzi (pembahasan: Haji,
881) dengan menilainya hasan-shahih, Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 3005,
3007), dan Ahmad (6/787,207'1, mereka semua dari Aisyah ,9,.
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mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya lantaran perbuatannya

itu. Namun, alasan yang ia ajukan dalam masalah ini menunjukkan
bahwa larangan berlaku hanya di tempat yang diduga kuat
membahayakan. Jadi, seandainya bangunan sejajar dengan tepi
kanan atau kiri, serta tidak membahayakan pengguna jalan sama

sekali, maka alasan ini tidak ditemukan. Implikasi dari alasan ini

adalah hukumnla boleh jika alasan tersebut tidak ada, sama

seperti dua pendapat yang disebutkan oleh AI Qadhi.

Secara garis besar, ada dua pendapat tentang kebolehan

pendirian bangunan yang digunakan khusus bagr orang yang

mendirikannya tanpa menimbulkan bahaya sama sekali.

Kasus serllpa adalah jika seseorang mengeluarkan talang ke
jalan yang tembus tanpa menimbulkan bahaya. Apakah hukumnya
boleh dengan seizin imam atau tidak? Ada dua pendapat dalam

madzhab Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, hukumnya boleh sebagaimana pendapat yang

dipilih oleh Ibnu 'Uqaildan Abu Barakat.

Kedua, hukumnya tidak boleh sebagaimana yang dipilih
oleh banyak ulama serta merupakan pendapat yang masyhur dari

Imam Ahmad, baik dalam pengertian haram atau makruh tanzih.

Abu Bakar Al Marwazi dalam kitab Al Wara' menyebutkan

beberapa atsartentang hal itu. Di antaranya adalah yang dikutip Al
Marwazi dari Imam Ahmad bahwa ia membuat atap rumahnya lalu

mengarahkan talangnya ke jalan. Pada pagi harinya ia berkata,
"Panggilkan aku fukang unfuk memindahkan aliran air ke dalam

rumah. Aku (Al Marwazi) lantas memanggilkan tukang untuk
memindahkan talang tersebut. Imam Ahmad berkata, "Yahya Al
Qaththan dahulu talang mmahnya mengarah ke jalan, lalu ia

mengubahnya ke rumah."
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Dituturkan dari Imam Ahmad bahwa ia menceritakan sikap

wara' Syu'aib bin Harb. Ia berkata, "Kamu tidak boleh memplester

dindingmu agar tidak keluar ke jalan." Imam Ahmad pemah

ditanya oleh Al Marwazi tentang seseorang yang menggali sumur

di pelataran rumahnya. Ia menjawab, "Tidak boleh, itu adalah jalan

yang dilalui umat Islam." Al Marwazi berkata: Aku bertanya, "Ifu

adalah sumur yang digali lalu atasnya ditufup." Ia menjawab,

"Tidakkah ia berada di jalan umat Islam?"

Ibnu Hakam pemah bertanya kepada Imam Ahmad tentang

seseorang yang mengeluarkan tenda ke jalan: Apakah orang

tersebut bisa disebut adil? Ia menjawab, "la tidak bisa dianggap

adil, dan kesaksiannya tidak diterima."

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali
bahwa ia memerintahkan unfuk menggali aliran lembah dan

menghilangkan tenda di atas jalan umat Islam. Imam Ahmad juga

meriwaSratkan dari A'i& bin 'Amr Al Muzanni bahwa ia berkata,
"Aku lebih senang rontokan dindingku jatuh ke kamarku daripada
jahrh di jalanan-" Imam Ahmad juga berkata, "Kami menerima

kabar bahwa A'idz bin 'Amr tidak mengeluarkan air hujan dari

mmahnya ke jalan. Kemudian ada seseorang yang bermimpi

bahwa A'idz termasuk ahli surga? Ketika ia ditanya, "Apa

penyebabnya?" Ia menjawab, "Karena ia menahan agar tidak

menimbulkan gangguan bagi umat Islam."

Sedangkan kalangan yang membolehkan berargumen

dengan hadits tentang talangnya Abbas.

Kedua,26 ia mendirikan bangunan yang tidak mengganggu

pengguna jalan di jalan yang luas untuk maslahat umat Islam,
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seperti mendirikan masjid yang dibufuhkan umat, atau memperluas

masjid yang sempit dengan memasukkan sebagian jalan yang luas

ke dalamnya, atau mengambil sebagian jalan untuk kepentingan

masjid, seperti toko png manfaatnya kembali kepada masjid.

Motif ini hukumnya boleh dalam Ahmad. Seperti itu pula yang

disebutkan oleh para sahabat Abu Hanifah. akan tetapi, apakah ia

membuhfikan izin waliyytrl amr atau tidak? Ada dua riwayat
pendapat dari Imam Ahmad. Di antara sahabat Imam Ahmad ada

yang tidak menceritakan terjadinya perbedaan pendapat mengenai

kebolehan motif ini, dan ada pula yang menyebutkan riwayat
pendapat ketiga, yaifu yang melarang secara mutlak.

Masalah ini terdapat dalam kitabkitab para sahabat Imam

Ahmad, baik dahulu atau sekarang, sejak zarnan sahabat, sahabat

dari sahabatnya, hingga zaman para penulis madzhab generasi

akhir semisal Abu Barakat, hnu Tamim, Ibnu Hamdan dan lain-

lain.

Redal$i Imam Ahmad disebutkan alam kitab Jami' Al
I{hallaldan AqrSwfikarya Abu Bakar Abdul 'M4 Zad Al Musfir
dan Al Mutarjim kuryu Abu Ishaq AI Jauzajani, dan lain{ain. Isma'il

bin Sa'id As-Syalinji mengatakan, "Aku bertanya kepada Ahmad
tentang jalan yang luas dan tidak diperlukan umat Islam. Tetapi

mereka membutuhkan lahan untuk masjid. Apakah boleh

membangun masjid di tempat tersebut?" Ia menjawab, "Tdak
dilarang selama tidak membahayakan jalan."

Masalah-masalah yang disebutkan Isma'il bin Sa'id ini
termasuk masalah-masalah yang penting dari Imam Ahmad.

Masalah-masalah ini telah disyarah oleh Abu Ishaq hrahim bin
Ya'qub Al Jauzajani dalam l<fiab Al Mutarjim. Ia adalah seorang

khatib di Masjid Damaskus. Ia menuturkan berbagai masalah

hukum dari Imam Ahmad. Dia sering membacakan surat-surat
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Imam Ahmad kepadanya di atas mimbar Masjid Damaskus. Jadi,

Imam Ahmad membolehkan pendirian bangunan di sini secara

mutlak tanpa mensyaratkan izin imam. Namun, Muhammad bin

Hakam pemah bertanya kepadanya, "Apakah kamu

memakruhkan shalat di masjid yang lahannya diambil dari jalan?"

Ia menjawab, "Saya memakruhkan shalat di tempat tersebut

kecuali dengan seizin imam." Jadi, di sini Imam Ahmad

mensyaratkan izin imam bagi kebolehannya.

Masalah-masalah yang disebutkan oleh Isma'il dari Imam

Ahmad terjadi sesudah masalah-masalah hnu Hakam, karena hnu
Hakam bersahabat dengan Imam Ahmad lebih dahulu. Ia wafat

sekitar dua puluh tahun sebelum wafatnya Imam Ahmad. Adapun

Isma'il, pada mulanya ia mengikuti madzhab ahlur-raQ bhli nalar),

kemudian ia pindah kepada madzhab ahli Hadits. Ia bertanya

kepada Imam Ahmad belakangan bersama Sulaiman bin Daud Al
Hasyimi dan ulama ahli Hadits lainnya. Sedangkan Sulaiman

mendampingi Ahmad sehingga Asy-Syafi'i berkata, "Selama di

Baghdad aku tidak pemah bertemu dengan orang yang lebih

cerdas daripada dua orang ini, yaitu Ahmad bin Hanbal dan

Sulaiman bin Daud Al Hasylmi."

Mereka yang menganggap ada riwayat pendapat ketiga

dalam masalah ini mengambilnya dari pendapat Imam Ahmad

dalam riwayat Al Marwazi. Hukum masjid yang dibangun di jalan

ini adalah harus diruntuhkan. Muhammad bin Yahya Al Kahhal

berkata: Aku bertanya kepada Imam Ahmad, "Ada seseorang yang

memperluas masjid dengan mengambil lahan dari jalan.

Bagaimana hukumnya?" Ia menjawab, "Tidak boleh shalat di

dalamnya." Sedangkan kalangan yang tidak menetapkan adanya

riwayat pendapat ketiga mengatakan bahwa ini adalah isyarat dari

Imam Ahmad terhadap masjid-masjid yang mempersempit jalanan
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dan menyusatrkan umat Islam. ndak diragukan bahwa masjid

sernacam ini tidak boleh dibangun. Pemaparan ini
menggabungkan di antara pendapat-pendapat yang diredaksikan

Imam Ahmad sehingga pemaparan ini lebih baik daripada

membenfurkan di antara pendapat-pendapat png diredal$ikan.

Kebolehan Mengganti Masjid Menjadi Tempat Lain
Karena Maslahat

Lebih dari itu, Imam Ahmad membolehkan mengganti

masjid dengan bangunan lain jika ada maslahat seperti ynng

dilakukan oleh para sahabat $. Shalih bin Ahmad berkata: Aku
bertanya kepada ayahku, "Ada sebuah masjid yang dirunfuhkan
sehingga jama'ahn5n pergi. Apakah menurutnu sebaiknya masjid

tersebut dipindahkan ke tempat lain?" Ia menjawab, "Jika

hrjuannya untuk memberi manfaat kepada umat, maka boleh. Jika
Udak, maka tidak boleh."

Shalih bin Ahmad iuga berkata, "hnu Mas'ud telah
memindahkan masjid dari Tamarin. Jadi, jika hal itu lebih

bermanfaat bagi umat, maka tidak dilarang. Jika tidak, maka tidak
dilarang. Aku bertanyra kepada ayahku tentang seseorang lang
membangun masjid kemudian ia ingin memindahkannya ke tempat
lain. Aphku menjawab, "Jika gang membangun masjid ingin
memindahkannya karena takut pencuri, atau tempatnla kotor,
maka tidak dilarang."

Imam Ahmad berkata: Yazid bin Harun menceritakan

kepada kami, AI Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Qasim,
katanya: Ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke baitulmal, Sa'd bin
Malik telah membangun kesultanan serta mendirikan masjid di
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dekat para penjual kurma." Kemudian ia menulis surat kepada

Umar bin Khaththab untuk mengadukan hal tersebut. Umar &
pun memerintahkan untuk memindahkan masjid dengan

meletakkan baitul mal di arah kiblat masjid karena di masjid selalu

ada orang yang shalat.

Abu Khaththab berkata: Abu Abdullah pernah ditanya,
"Apakah boleh memindahkan masjid?" Ia menjawab, "Jika

tempatnya sempit dan tidak bisa menampung jama'ah, maka tidak

dilarang memindahkan ke tempat yang lebih luas darinya." Imam

Ahmad juga membolehkan meninggikan masjid di atas tanah,

sedangkan di bagian bawah dibangun tempat air karena ada

maslahat. Sebagian orang berkata, "Tetapi kami para orang fua

tidak bisa naik tangga." Sebagian dari mereka pun memilih model

bangunannya, lalu Imam Ahmad berkata, "Uhatlah apa yang

dipilih mayoritas jama'ah." Sebagian sahabat Imam Ahmad

menakwili pemyataannya ini bahwa maksudnya adalah awal mula

pendirian masjid. Sementara para sahabat penelitinya tahu bahwa

takwil ini keliru karena redaksi hadits di banyak tempat berbicara

secara tegas tentang pemindahan masjid.

Imam Ahmad memfatwakan demikian berdasarkan

tindakan yang dilakukan para sahabat, yaifu mereka mengubah

masjid menjadi selain masjid lantaran ada maslahat, meskipun

kehormatan masjid lebih besar daripada kehormatan tempat lain,

karena dalam kitab Shahih Muslim terdapat riwayat dari Abu
Hurairah ig, bahwa Rasulullah $ bersabda,

Lgti_*?rc:uar JLgt'Jf
,

wt-ia' J
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"Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan

tempatyang paling dibenci Allah adalah Fsar.'27

Jika mengubah tempat yang sakral dan milik bersama umat
Islam menjadi tempat yang tidak sakral saja boleh jika ada

maslahat, maka terlebih lagi mengubah tempat yang tidak salral
seperti jalan yang luas menjadi tempat yang dihormati dan

mengikuti areal yang dihormati. Karena tidak diragukan bahwa

kehormatan masjid lebih besar daripada kehormatan jalan, dan

keduanya merupakan milik bersama.

Perkara-Perkara yang Berkaitan dengan Imam Juga
Berkaitan dengan para Wakilnya

Perkara-perkara yang berkaitan dengan imam iuga
berkaitan dengan para wakilnya. Apa saja yang keputusannya

diserahkan kepada hakim, maka keputusan hakim !,ang
mempakan wakil imam itu sama seperti keputusan imam, seperti

menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali, mengelola

wakaf, menyalurkan wakaf sesuai syrarat-syarat yang ditetapkan
pewakafnya, memakmurkan masjid dan mauakafkannya. Jadi,

manakala imam boleh melakukan tindakan terhadap suafu hak,

maka wakilnya juga boleh melakukannya.

Jika muncul masalah ijtihad lnng di dalamnya terjadi

perbedaan pendapat yang luas, maka tidak seorang pada-Nya

yang boleh menentang imam atau wakilngn, baik dari kalangan

hakim atau selainnya; serta tidak boleh mernbatalkan apa yang

27 HR. Mr.rslim (pcrnbahasan: rnasikl 167l/2881.
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dilakukan oleh imam dan para wakilnya. Ketentuan ini berlaku

manakala pendirian bangunan di lalan, meskipun ia bersenfuhan

dengan jalan menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i

dan Ahmad.

Demikian pula dengan halaman rumah. Akan tetapi,

apakah halaman mmah itu menjadi hak pemilik rumah ataukah

merupakan salah satu hak jalan? Ada dua tuntnan pendapat dalam

madzhab Ahmad, yaitu:

Pertama, ia menjadi hak pemilik rumah. Ini adalah

madzhab Malik dan AsySyafi'i. Bahkan berkaitan dengan halaman

yang ada di jalan Malik berkata, "Pemiliknya boleh

menyewakannya." Kemudian ia berkata, "Tetapi jika halaman

sempit dan membahayakan umat Islam lalu ia mengadakan

sesuatu di tempat tersebut, maka mereka dilarang, tidak diizinkan.

Adapun setiap halaman yang dimanfaatkan oleh pemiliknya dan

tidak mempersempit para pengguna jalan, maka saya tidak melihat

adanya larangan padanya."

Ath-Thahawi berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa

halaman itu milik empunya, karena ia boleh menyau.rakannya

sehingga sepatutrya jual-beli dengan syarat halaman itu tidak

rusak, melainkan sah." Ath-Thahawi menambahkan, "Hal ini

ditunjukkan oleh perkataan Asy-Syafi'i bahwa jika hal tersebut

mengandung maslahat bagi rumah, maka ia menjadi milik
empunya. Hanya saja, menumt Asy-Syafi'i ia tidak boleh

menjualnya." Ath-Thahawi menyebutkan menurut ma&hab Abu

Hanifah halaman tersebut adalah milik umat Islam, tidak bisa

dimiliki oleh pribadi, sama seperti bagian-bagian, jalan yang lain.

Yang disebutkan oleh Al Qadhi, Ibnu 'Uqail dan para

sahabat Ahmad yang lain adalah turunan pendapat kedua, yaifu
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tanah tersebut dapat dimiliki, tidak dengan jalannya. Hanya saja,

pemilik tanah lebih berhak untuk menggunakannya daripada orang

lain. Karena itu ia lebih berhah atas halaman mmah daripada

selainnya. Ini juga merupakan madzhab Ahmad terkait rerumputan
yang tumbuh di tanah seseorang bahwa ia berhak atas rerumputan

tersebut daripada orang lain, meskipun ia tidak memilikinya... 28

sesuai pendapat mayoritas ulama, yaifu Malik, AsySyafi'i dan

Ahmad. 2e

Jika pendirian bangunan di halaman masjid dan rumah,

maka itu lebih diperkenankan daripada di tengah jalan. Ada
riwayat valid dalam Urtab Ash-Shahih dari 'Aisyah ap bahwa Abu
Bakar :{h membangun masjid di halaman rumahnya. Tempat ini
seperti tempat yang dibuat Umar di luar najis Rasulullah # unhrk

berbincang dan melakukan hal-hal yang fidak sepantasnya

dilakukan di masjid. Jadi, ia bukan bagian masjid, dan bukan juga

seperti jalan, melainkan salah satu fasilitas masjid. Tempat seperti

ini boleh dibangun di halaman masjid. Bangunan tersebut sama

seperti akses masuk (semacam pinfu gertang) lrang letaknya

berbelok dari bahu jalan, menempel dengan rumah dan masjid

serta menempel dengan jalan. Para pengguna jalan tdak
membutuhkannya, keorali jika ukurannln lapang di luar kebiasaan.

Ia senrpa dengan jalan yang tembus dan menyambung dengan
jalan yang tembus lainnln.

Seandainya mereka ingin mendirikan bangunan di tempat

tersebut serta mengadakan pinfu padanya, maka hukumnya boleh

menurut mayoritas ulama sesuai alasan yang telah kami

sampaikan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukumnya tidak

I Kosong pada naskah asli.
29 Kosong pada naskah asli.
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boleh karena dapat menganulir hak orang lain untuk memasukinya

pada saat dibufuhkan- Adapun mayoritas ulama mengatakan

bahwa hak umum pada halaman tersebut adalah kebolehan

memanfaatkan manakala tidak dipagari oleh pemiliknya, seperti

kebolehan memanfaatkan tanah lapang yang menjadi milik pribadi

dengan cara yang tidak memgikan pemiliknya, seperti shalat,

singgah dan bermalam di sana bagi musafir. Yang demikian ifu
hukumnya boleh. Boleh juga di halaman rumah tanpa izin

pemiliknya menurut mayoritas ulama.

Para sahabat Asy-Syafi'i menyebutkan dua pendapat terkait

pemanfaatan halaman mmah tanpa izin pemiliknya. Sedangkan

para sahabat Imam Ahmad menyebutkan satu furunan pendapat

yang melarang shalat di tanah lapang milik seseorang. Tumnan
pendapat ini jauh dari pendapat-pendapat yang diredaksikan oleh

Imam Ahmad dan ushulnya. Karena buah-buahan di tempat

seperti ifu saja boleh dimakan. Lalu, bagaimana dengan manfaat-

manfaat lain yang tidak merugikan pemiliknya. Menurut pendapat

yang diredaksikan dari Imarn Ahmad, boleh menggembala

kambing di padang rumput yang dimiliki. Seseorang boleh

memasukinya tanpa izin pemiliknya unfuk mengambil rumput,

meskipun di antara sahabat Imam Ahmad ada yang melarangnya.

Adapun pemanfaatan yang tidak merugikan sama sekali itu

seperti berteduh dan mencari penerang dari lampunya. Hal

semacam ini tidak membutuhkan izin. Tetapi jika halaman tersebut

dipagari pemiliknya, maka tempat tersebut menjadi terlarang.

Karena itu Imam Ahmad membedakan antara buah-buahan yang

tidak dipagari. Karena ifu membolehkan musafir memakan buah-

buahan yang tidak dipagari tanpa perlu memberi pengganti, tidak

buah-buahan yang dipagari menurut madzhab Ahmad, baik secara
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mutlak atau bagi yang membutuhkan saja, meskipun tidak boleh

membawanya pergi dari tempat.

Jika boleh mendirikan bangunan di halaman rumah bagi

pemiliknya, maka terlebih lagi pendirian bangunan di halaman

masjid unfuk kepentingan masjid. Halaman rumah dan masjid

tidak hanyra di depan pintu, melainkan bisa di semua sisinyn. Al

Qadhi, hnu 'Uqail dan selainnya rnengatakan bahwa jika ada

seseorang yang menghidupkan tanah, maka ia lebih berhak atas

halamannya. Seandainya orang lain ingin menggali surnur di

fondasi dindingnya, maka hukumnya tidak boleh." Seperti itulah
pendapat yang disebutkan oleh Abu Hamid, Al Mawardi dan para

sahabat AsySyafi'i yang lain. Wallahu a'km.

Bab: Barang Temuan

Kebolehan Menjual Kuda Temuan yang Sakit untuk
Pemiliknp

Syaiktrul Islam lbnu Taimi!,yah Ditanya

Ada seseortrng yang menenrukan kuda milik seoriang

muslim bersama beberapa orang Hui, kemudian ia mengambil

kuda tersebut dari mereka. Setelah ihr kuda tersebut sakit sehingga

tidak mampu berjalan. Apakah orang yang mengambil kuda itu
boleh menjualnya untuk pemiliknp atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu TaimilDrah Menjawab
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Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, hukumnya

boleh, bahkan wajib dalam keadaan seperti ini unfuk menjualnya

guna menyelamatkan kuda bagi pemiliknya, meskipun pemiliknya

tidak mewakilkannya unfuk menjual kuda tersebut. para imam
meredaksikan pendapat unfuk masalah ini dan masalah-masalah

yang serupa. Hasil penjualan kuda disimpan oleh orang yang

menjualnya . Wallahu a'lam.

Kewajiban Mengumumkan Barang Temuan Selama
Setahun

Syaikhul Islam Ibnu TaimiyTah Ditanya

Ada seseorang yang menemukan barang di padang pasir,

dan ia telah mengumumkannya hingga ia masuk ke dalam kota.

Apakah barang temuan tersebut halalbaginya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia harus mengumumkan barang temuan tersebut selama

sekitar setahun dari tempat ia menemukan barang. Jika ia tidak
menemukan pemiliknya setelah satu tahun, maka ia boleh

membelanjakannya atau menyedekahkannya- Wallahu a'lam.

Menemukan Dirham yang Tersebar di Jalan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya
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Ada seseorang lrang menemukan dirham yang tersebar di

ialan. Apa yang harus dilakukannya?

Slpikhul Islam lbnu Talmlyph Meniauab

la harus mengumunrkannyra sdama setahun. Jika ia

menemukan pemilil.qn, mal6 ia menyerahkan dirham ihr

kepadangra. Jika tdak, maka ia boleh membelaniakanryn atau

menyedekahlonrya.

Hukum Mengumumkan Barang Secara Samar
Selama Beberapa Hari Saja

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyph Dtanya

Ada seseorang yang menemukan barang temuan dan telah

mengumumkannya kepada sebagian orang secara rahasia dalam

beberapa hari, kemudian ia menyimpannga selama bertahun-

tahun. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Tairnig5lah Menjanmb

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. la Udak boleh

mengumumkan barang temuan dengan cara seperti ifu.

Sebaliknya, ia hanrs menglumumkan secara, terang-terangan tetapi

dengan bahasa lnng samar, seperti mengatakan, "Siapa Srang

kehilangan uang,'atau serracam ihr. Wahhu a'hn.
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Hukum Mengambil Unta Milik Perampok dan
Pakaian Hasil Perampokannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada jama'ah'haji yang bertemu dengan orang-orang badui

yang merampok orang-orang, lalu orang-orang badui tersebut

mengambil' pakaian mereka. setelah itu mereka kabur dan

meninggalkan unta dan pakaian. Apakah boleh mengambil unta

milik para perampok itu dan pakaian yang mereka rampok atau

tdak?

SyaiL*rul Islam Ib, nu Taimiylph Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Harta yang

mereka ambildari jama'ah haji wajib dikembalikan kepada jama'ah

haji apabila memungkinkan, karena yang demikian itu sama

seperti barang temuan; harus diumumkan selama setahun. Jika
pemiliknya datang, maka barang diserahkan kepadanya. Jika tidak,

maka orang yang mengambilnya boleh membelanjakannya dengan

syarat ia menanggungnya. Tetapi jika tidak ada harapan lagi untuk

menemukan pemiliknya, maka ia menyedekahkannya dan

menyalurkannya untuk kepentingan umat Islam.

Demikian pula dengan harta yang udak diketahui

pemiliknya, seperti harta yang diambil tanpa izin, harta pinjaman

dan harta titipan.'Semua ifu hanrs disedekahkan dan disalurkan

untuk kepentingan umat Islam.
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Kebolehan Menggurlakan Harta Temuan Bempa
Hewan dan Perabotan

Syaikhul Islarn Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ketika pasukan Tatar datang, orang-orang melarikan diri
dengan meninggalkan heuan temak, perabotan rumah lrang
terbuat dari penrnggu, dan lain-lain. Kemudian ada seorang

muslim yang mengumpulkannya dan menyimpannya dalam uraktu

lama, tetapi tidak kunjung muncul pemiliknya atau orang yang

mencarinya. Apakah ia boleh m€nggunakan hewan temak dan

perabotan tersebut atau tidak? Apa yang hams ia lakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimi!,yah Menjaunb

Ia boleh menggunakaDnga, dan boleh iuga
menyedekahkannya kepada orang yang memanfaatkanngla.

Walkhu a'lam.

Hukum Terkait Penyelamatan Minyak yang Tumpah
ke Laut

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanln

Ada sebuah kapal yang tenggelam, dan diketahui kapal

tersebut menuju ke suatu kota untuk mengangkut minyak dalam

drum-drum. Kemudian penduduk desa dekat kejadian berusaha

untuk mengeluarkannya ke daratan dan membaliknya, tetapi
kemudian minyaknya tumpah ke laut dan bercampur dengan air.

Kemudian penduduk desa tersebut masuk ke laut dan mendapati
minyak mengambang di atas air, lalu setiap orang mengambil
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minyak tersebut sesuai kesanggupannya. Apakah minyak yang

mereka kumpulkan itu halal atau haram?

Ada juga kapal yang mengangkut buah demikian pula

tenggelam sehingga seluruh isinya tercebur ke laut. Setelah ihr

setiap orang mengumpulkannya sehingga tidak diketahui siapa

pemiliknya. Apakah harta yang tidak diketahui pemiliknya itu
hukumnya halal atau haram?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyph Menjawab

Mereka yang mengumpulkan minyak yang mengambang di

permukaan laut itu telah menyelamatkan harta seseorang yang

terjaga haknya dari kerr.rsakan sehingga mereka berhak atas upah

standar, sedangkan minyak tersebut tetap hak pemiliknya.

Mengenai keberadaan minyak sebagai hak pemiliknya, saya tidak

mengetahui adanya perbedaan pendapat kecuali sedikit saja,

karena diriwayatkan dari Hasan bahwa ia mengatakan minyak

tersebut milik orang yang menyelamatkannya.

Mengenai kewajiban upah standar untuk orang yang

menyelamatkan minyak ada dua pendapat ulama. Pendapat yang

paling shahih adalah hukumnya wajib. Pendapat ini diredaksikan

oleh Imam Ahmad dan selainnya. Mereka yang berpegang pada

pendapat ini mengatakan bahwa jika ia menyelamatkannya karena

Allah, maka pahala mereka ada pada Allah. Tetapi jika mereka

menyelamatkannya unfuk memperoleh kompensasi, maka mereka

berhak atas kompensasi. Karena seandainya ia tidak

melakukannya, maka dapat berujung pada kerusakan harta benda,

karena manusia tidak mau menyelamatkannya dari kerusakan jika

mereka tahu bahwa mereka tidak memperoleh manfaat darinya.
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Terkait orang yang membeli harta umat Islam dari orang-

orang kafir, para sahabat mengatakan bahwa ia mengambilnya

dari orang yang menjualnya dengan harga, karena dialah yang

membebaskannya membayarkan harganya. Juga karena harta ini
pasti rusak seandainya ia tidak mengambilnya, sedangkan upaya

penyelamatannya itu hukumnya mubah, sehingga ia tidak

dianggap melanggar syari'at seandainya ia tidak melakukannya.

Jadi, manakala harta diperoleh melalui perbuatan safu orang

tetapi awal miliknya milik orang lain, maka harta tersebut menjadi

harta bersama di antara keduanya. Akan tetapi, tidak meski terjadi

perseroan atas barang, sehingga sebagai penggantinya adalah

upah standar. Juga karena orang seperti ini diizinkan dari segi

kebiasaan, karena kebiasaan manusia adalah mereka mencari

orang yang bisa menyelamatkan hartanya dengan memberikan

upah kepadanya.

Sewa-menyeura atau upah-mengupah ihr dapat ditetapkan

dengan kebiasaan dan tradisi, seperti orang yang masuk ke

pemandian umum, naik kapal, menyerahkan bahan makanan

kepada jum masak, dan menyerahkan pakaian kepada binafu

dengan tanpa pengajuan syarat terlebih dahulu. Selain itu masih

banyak lagi yang semacam ifu.

Seandainya hartanya berupa her,van lalu seseorang

menyelamatkannya dari kematian, maka ia memilikinya

sebagaimana dijelaskan dalam atsar, karena hewan memiliki

kesakralan pada nyawanya, Iain halnya dengan barang karena

kesakralan barang ifu ada pada pemiliknya. Jadi, ia membebaskan

hewan karena hak hewan, sedangkan pemiliknya sudah putus asa.

Lain halnya dengan barang, karena pemiliknya akan mengatakan

kepada barang, "Kamu boleh menyelamatkannya sejak aku

meninggalkannya, tetap hak atas barang ifu tetap menjadi milikku.
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Jika kamu tidak memberikan hakku kepadaku, aku tidak

mengizinkanmu unfuk menyelamatkannya. "

Adapun buah delima yang tidak diketahui pemiliknya itu

sama seperti barang temuan. Manakala ada harapan

ditemukannya pemilik barang temuan, maka diumumkan selama

setahun. Tetapi jika tidak ada harapan untuk menemukan

pemiliknya, maka ada dua pendapat mengenai penglumumannla.

Akan tetapi, menurut dua pendapat tersebut, mereka boleh

memakan buah tersebut, atau menjualnya dan menyimpan hasil

penjualannya, kemudian mengumumkannya selama setahun.

Wallahu a'lam.

Hukum Terkait Penemuan Bayi

Syaikhul Islam lbnu Taimig;ah Ditanya

Ada seseorang yang menemukan bayr yang membawa

harta benda. Kemudian ia mendidik anak tersebut hingga

mencapai dua bulan. Kemudian datanglah orang lain untuk

mengambilnya agar disusui oleh istrinya dengan niat mencari ridha

Allah. Setelah anak tersebut besar, perempuan tersebut

mendakwakan bahwa anak itu adalah anaknya, dan ia telah

mendidiknya di bawah pengasuhan ayahnya. Apakah ucapannya

itu diterima atau tidak? Apakah perempuan tersebut wajib

memberikan pengganti nafkah kepada orang yang

menemukannya?
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Jika anak tersebut tidak diketahui nasabnya lalu perempuan

tersebut mengaku bahwa anak itu adalah anaknya, maka

ucapannya diterima. Harta yang ditemukan bersama anak tersebut

digunakan untuk menafkahinya selama ia tinggal bersama orang

yang menemukannya - Wallahu a'lam.
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KITAB WAKAF

Membangun Masjid di Tanah Sewa, Lalu Pemilik
Tanah Menjual Tanah Seluruhnya

Slnikhul Islam Ibnu Taimi!,!,ah DitanSn

Ada seseorang yang menyet#a tanah kebun dari orang lain,

kemudian penyewa membangun di tanah kebun itu sebuah masjid

beserta mihrabnya- Ia berkata kepada lrang bertanya, "Aku

mendirikan bangunan ini sebagai masjid. Karena ifu, janganlah

kamu mengambil sanranya!" Pemilik tanah menyetujui permintaan

penyerd/a. Tetapi kemudian pemilik tanah menjual kebun tersebut

tanpa mengecualikan apapun darinya. apakah tempat tersebut

menjadi masjid atau tidak? Jika ia tidak menjadi masjid, apakah

sikap pemilik tanah yang tidak mengambil seura atas tempat

tersebut menjadikannya sebagai masjid? Jika penjualan kebrln

tidak mencakup seluruhnya, apakah orang yang mendirikan
bangunan lrang berberltuk nrasikt itu lebih menrntuhkan apa yang

diban$mnln atau tidak?
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Syaikhul Islam Ibnu TaimigTah Menjawab

Jika bangunan tersebut tidak diramaikan oleh jama'ah

seperti halnya masjid diramaikan, yaifu digunakan untuk shalat

lima waktu seperti halnya di masjid-masjid lain, maka bangunan

tersebut tidak menjadi masjid hanya dengan adanya izin unfuk
mendirikan bangunan tersebut. Jika tidak ada niat taqamrb yang

mengakibatkan tempat tersebut terkecualikan dari obyek yang

dilual, maka ia tercakup ke dalam obyek yang dijual, karena

rencana untuk menjadikannya najis ifu tidak serta-merta

menjadikannya masjid.

Demikian pula pendapat tentang pendirian bangunan

tersebut. Akan tetapi, orang yang mengeluarkan biaya unfuk
pendiriannya seyogianya tidak memintanya kembali, seperti orang
yang mengeluarkan sebagian hartanya unfuk disedekahkan tetapi
ia tidak menemukan peminta yang pantas diberi sedekah, lalu ia
menyedekahkannya kepada orang lain. Ia tidak boleh menariknya
kembali meskipun akad tersebut tidak wajib.

Tetapi jika ia menyalurkan hasil penggantinya untuk
kepentingan masjid lain, maka hukumnya boleh. Bahkan, jika ia
telah menjadi masjid tetapi tidak ada seorang pun yang shalat di
dalamnya, maka ia boleh dipindahkan ke masjid lain unfuk

dimanfaatkan. Bahkan, jika boleh dijual dan hasil penjualannya

disalurkan kepada masjid lain.

Wakaf yang tidak Sampai Keluar dari Tangan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Dtanya

95



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

Ada seseorang yang membangun sebuah masjid lalu ia
menrrakafkan toko kepada muadzin dan pengurus yang lain. Tetapi

muadzin belum menerima toko tersebut di masa hidupnya.

Apakah per,vakaf boleh mengambilnya lagi sesudah muadzin itu

meninggal dunia?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia telah

meunkafkan suatu wakaf tetapi ia tidak sampai keluar dari

tangannya, maka ada dua pendapat masyhur di kalangan ulama,

llattu:

Pertama, urakafn5a batal. Ini adalah madzhab Malik dan

lmam Ahmad-dalam salah satu dari dtn riwapt pendapat, serta

menrpakan pendapat Abu Hanifah dan sahabatnya yang bemama

Muhammad.

Kdua, wakafnya berlaku. Ini adalah madzhab AsSrSpfi'i
dan Imam Ahmad-dalam salah safu dari dua riwayat pendapat.

Pendapat kedua ini juga ada dalam madzhab Abu Hanifah, dan

merupakan satu pendapat dari Abu Yusuf. Wallahu a'lam.

Menambahkan Bangunan Satu Lantai di atas
Tempat yang Bermihrab

Syailfiul Islam lbnu Taimiylnh Ditanp
Ada sebuah bangunan yang di dalamnlp didirikan mihrab

sejak dua tahun. Orang yang mengelola tempat tersebut melihat

adanya maslahat unhrk membangun satu lantai di atas mihrab
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tersebut, baik unfuk tinggal imam atau unfuk orang yang

mengurusi tempat tersebut tanpa menimbulkan bahaya pada

tempat tersebut dan pemiliknya. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika tempat

tersebut bukan masjid yang disiapkan untuk shalat lima wakfu,
melainkan hanya mempakan tempat hak milik, maka boleh

mengadakan bangunan tambahan padanya unfuk maslahat tempat

tersebut. Pengadaan suafu mangan yang berbenfuk mihrab semata

tidak menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Sedangkan

unfuk masjid yang dipersiapkan unfuk shalat lima waktu, ada

perbedaan pendapat di antara ulama mengenai pengadaan

bangunan di atasnya.

Hukum Mewakafkan Bangunan di atas Tanah Sewa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyeura tanah lalu ia mendirikan

sebuah rumah dan toko atau sesuafu yang dengan itu ia

memperoleh sewa sebesar dua puluh dirham setiap bulan.

Sedangkan ia menanggung sewa sebesar safu setengah dirham

setiap bulannya. Selain mendirikan bangunan miliknya itu, apakah

penyewa boleh mendirikan masjid dan mewakafkan harta miliknya

itu kepada masjid?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab
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Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia boleh

mewakafkan bangunan lrang ia bangun di tanah sewa, baik sebagai

masjid atau selainnya. tetapi hal itu tidak menggugurkan pemilik

tanah, karena manakala masa sewa telah habis dan bangunan

telah runtuh, maka hukum wakaf hilang, baik itu masjid atau selain

masjid. Pemilik tanah boleh mengambil tanahnya dan

memanfaatkannya. Selama bangunan tersebut berdiri, maka

peurakaf wajib membayar harga sewa standar. Seandainya ia

mewakafkan rumah kepada masjid kemudian rumah tersebut

runhfi, maka hukum wakaf telah berakhir. Karena wakaf lantai

atas tidak menggugurkan hak pemilik lantai bawah. Demikian
pula, wakaf bangunan tidak menggugurkan hak pemilik tanah.

Wasiat dan Wakaf kepada Tetangga

Syaik*rul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berwasiat atau meurakafkan kepada

tetangga-tetangganya. Bagaimana hukumnya?

Slnilfiul Islam Ibnu TaimigTah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika maksud

pauakaf dan pemberi wasiat tidak diketahui, baik dengan indikasi

kalimat atau kebiasaan, sedangkan dalam tradisi tidak dikenal

definisi tetangga, maka masalah ini dikembalikan kepada istilah

syari'at, yaih.r empat puluh rumah dari setiap arah. Pendapat ini
sesuai dengan riuraft dari Nabi $ bahrra beliau bersaMa,
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"Tetangga itu empat puluh rumah dari sini dan sini. Dqni

Dzat yang menguasai jiwaku, tidak masuk surga orang tnng
tetangganSn fidak aman dari gangguanganggwannya.'8o

Allah Mahatahu.

Menggaji Imam

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang pekerjaannya mengawasi kapal-kapal.

Ia membangun masjid dan menggaji imam setiap bulan dari

uangnya sendiri. Apakah gaji itu halal atau haram? Apakah boleh

shalat di masjid tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia memberikan dirhamdirham yang bersumber dari

hasil penyewaan kapal miliknya, maka hukumnya boleh. Tetapi
jika ia memberikan dirham hasil pungutan dari orang-orang

dengan jalan yang tidak benar, maka hukumnya tidak boleh.

m Hadits ini disebutkan Al Qurthubi dalam tafsimya (3/l2l). Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6016). Muslim (pernbahasan: Irnan,
46/73) tanpa menyebutkan kalimat, "Tetangga adalah empat rumah dari sini dan
stil-
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Menyalurkan Wakaf Secara tidak Sesuai dengan
Syarat Pewakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suafu kaum yang menguasai wakaf (berupa

perkebunan) dari kakek mereka selama lebih dari 150 tahun.

Wakaf tersebut diberikan kepada monumen makam yang digabung

dengan masjid, serta kepada sanak kerabat pewakaf dan orang-

orang fakir. Wakaf tersebut telah diketahui sejak lama dan telah

dikukuhkan di hadapan majelis hakim. Mereka juga memegang

surat resmi para raja sejak zaman Nuruddin dan Shalahuddin.

Namun para pengelola wakaf saat ini meminta unhrk memisahkan

setengah hasil buminya untuk pemakmuran masjid, sedangkan

setengahnya yang lain unfuk keluarganya tanpa memberikannya

kepada orang-orang yang seharusnya menerima wakaf tersebut.

Bagaimana hukumnya?

Syaithul Islam lbnu Taimiryah Menjawab

Yang demikian itu tidak boleh dilakukan oleh pengelola

wakaf. Mereka juga tidak menyalurkan wakaf kepada orang-orang

yang tidak berhak secara syar'i, dan tidak boleh pula

menghentikan penyaluran wakaf kepada para ahli waris pewakaf

dan orang-orang fakir yang tercakup ke dalam syarat wakaf.

Sebaliknya, keluarga pa,trakaf dan orang-orang fakir lebih berhak

untuk diberikan wakaf sesuai dengan syarat yang ditetapkan. I alu,

seandainya wakaf hanya diberikan kepada monumen saja, maka

penyaluran kelebihannya kepada orang-orang fakir yang

membutuhkan itu lebih utama daripada penyalurannya kepada

selain mereka.
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Barangsiapa yang menyalurkan sebagian wakaf kepada

monumen, mengambil sebagiannya untuk ia salurkan kepada

kalangan yang tidak diminta dalam mudharat, serta tidak
memberikan hak kepada kerabat yang tercakup ke dalam syarat,

maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta

telah melanggar batasan-batasan-Nya, yaifu keurajiban menunaikan

wakaf kepada kerabat pewakaf.

Wakaf kepada kerabat ifu hukumnya boleh menumt para

imam yang membolehkan wakaf. Ini merupakan perkara lama

sejak zaman para sahabat dan tabi'in.

Adapun pembangunan monumen di atas makam dan

pemberian wakaf kepadanya merupakan perbuatan bid'ah yang

tidak dikenal di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'i-tabi'in.

para imam sepakat bahwa pembangunan monumen di atas

makam itu tidak disyari'atkan, tidak pula memberikan bantuan

terhadapnya dalam bentuk wakaf dan selainnya, tidak pula

melakukan nadzar terhadapnya dan i'tikaf di dalamnya. Shalat dan

doa di tempat tersebut tidak memiliki keutamaan dibanding shalat

dan doa di masjid-masjid yang jauh dari makam. Karena dapat

diketahui bahwa yang demikian itu bertentangan dengan agama

Islam, dan hal itu dapat diketahui dengan serta-merta dan

disepakati oleh para imam. Barangsiapa yang tidak menarik

pendapatnya, maka ia harus diminta bertobat. Bahkan, para imam
yang otoritatif meredaksikan bahwa pembangunan masjid di atas

kuburan seperti monumen ini dan semisalnya itu hukumnya

haram. Hal ini sesuai dengan riwayat valid dalam kitab .4si-
Shahihain dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,
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'eqf'rri tr':Iir ur6t , / l.o,t ')d aA
dJ)

"Allah melalaat oftng-oftng Yahudi dan Nasmni Mereka

menjadikan kubwan nabi-nabi mereka sebagai masiid. ar

AisFh i6 berkata, "Seandainya bukan karena larangan

tersebut, aku pasti meninggikan makam beliau. Akan tetapi, beliau

tidak senang kuburan beliau dijadikan masjid."

Dalam kttab Shahih Muslim terdapat riwayat dari Nabi $
bahwa beliau bersaMa pada lima hari sebelum wafat,
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"Sesungguhng oftng-orang sebelum kalian menjadikan

kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan

kubunn sebagai masjid, karena aku melarang kalian melakukan

hal demikian.a2

Dalam trotab As-Sunan terdapat riwayat dari Nabi $ bahwa

beliau bersaMa,

31 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Jenazah, 1330) dan Muslim (pembahasan:

Masjid,53l/221.
32 HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 532/23).
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,AL ;Ag tr-#t ?trtb hr jl
ciltr-^-rir

'Allah melaknat perempuzn-perempuan O*n senang

beziarah kubur, serta orang-orang Jmng mengadakan masjid dan
lampu di atasrym.'83

Jadi, Allah melaknat orang yang membangun masjid di atas

kuburan, Ialu memasang lampu di atasnya seperti lilin atau

semacam ifu. Lalu, apa alasan mereka menyalurkan wakaf kepada

hal-hal yang dilarang Rasulullah $, tetapi mereka menghentikan

penyalurannya kepada orang-orang yang disebutkan dalam syarat

padahal mereka memiliki hak atasnya dalam agama Allah? Ya,

seandainya ini adalah masjid yang jauh dari kuburan, maka mereka

dan masjid tersebut dalam kedudukan yang sama dalam cakupan

syarat pewakaf.

Adapun penyaluran wakaf kepada pembangunan monumen

makam itu dianggap sebagai perbuatan maksiat kepada Allah,

sedangkan penyalurannya kepada kerabat pewakaf dan orang-

orang fakir itu hukumnya wajib. Jika masjid terpisah dari makam,

maka hukumnya sama seperti hukum masjid-masjid lain milik umat
Islam, tetapi ia tidak memiliki keutamaan atas selainnya. Wallahu

a'lam.

33 HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3220), AtTirmidzi (pernbahasan: Shalat,
320) dengan menilainya hasan, dan Ahmad (7/229).
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Pembatalan Syarat Wakaf karena tidak Bisa
Dilaksanakan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan suatu wakaf kepada

mudharabah. Dalam surat wakaf ia mensyaratkan bahwa

madrasah tersebut tidak boleh ditinggali kecuali oleh orang yang

tidak memiliki gaji. Hasil dari wakaf tersebut tidak boleh disalurkan

kepada orang yang sudah mendapat gaji. Pewakaf juga

mensyaratkan agar setiap murid di madrasah tersebut

mendapatkan tunjangan. Apakah syarat tersebut hukumnya sah

atau tidak? Jika wakaf sah tetapi hasil wakaf tidak memenuhi

sehingga tidak setiap murid mernperoleh tun;angan, apakah murid

tersebut boleh mengambil tunjangan dari tempat lain? Jika hasil

wakaf kurang sehingga setiap murid tidak memperoleh haknya

secara utuh, apakah pengelola boleh membatalkan syarat tersebut

atau tidak? Jika wakaf tersebut dihukumi sah oleh hakim, apakah

dalam keadaan seperti ini syarat u,akaf bisa batal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pokok masalah ini adalah jika syarat pewakaf berisi upaya

taqamrb dan taat kepada Allah dan Rasul-Nyu, maka hukumnya

sah, meskipun itu bukan syarat yang mengikat, melainkan syarat

yang mubah (tidak mengikat), sebagaimana Nabi # tidak

membolehkan perlombaan kecuali perlombaan dengan kuda, anak

panah dan unta, meskipun perlombaan tanpa hadiah itu
diperbolehkan, baik dengan kuda atau selainnya. Juga karena

Allah & berfirman terkait harta fai' (mmpasan tanpa melalui

perang), & 
-,8fi',;r}r;"i51-1,{ "supuyu harta itu jangan hanya
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beredar di antan orang-orang ka5n saja di antara kamu. "(Qs. Al
Hasyr 1591 7) dari sini dapat diketahui bahwa Allah tidak senang

sekiranya kekayaan hanya beredar di antara orang-orang kaya

saja.

Meskipun kaya merupakan sifat yang mubah, namun tidak
boleh memberikan wakaf kepada orang-orang kaya. Seluruh sifat

yang mubah dapat diqiyaskan kepadanya. Juga karena jika amal

tersebut bertujuan unfuk taqamrb, maka palakaf tidak diberi

pahala atas harta yang ia berikan kepada orang-orang kaya karena

ia telah menyalurkan harta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat,

baik di masa hidupnya atau setelah ia meninggal dunia. Kemudian,
jika pelaksana wakaf tidak memperoleh manfaat di dunia, maka itu
akan menjadi siksaan baginya, tanpa ada manfaat yang kembali

kepadanya dan pewakaf. Hal ini serupa dengan wakaf yang

dilakukan masyarakat jahiliyah yang dilelaskan dalam surat Al
An'am dan Al Ma'idah.

Jika perbuatan yang disyaratkan dalam seluruh akad itr.r

tidak mengandung manfaat bagi agama dan dunia, maka ia sia-sia

berdasarkan pendapat yang disepakati dalam banyak perkara-

perkara pokok, karena ifu merupakan syarat yang tidak terdapat
dalam Kitab Allah sehingga hukumnya batal, meskipun berupa

seratus syarat.

Misalnya, pewakaf mensyaratkan agar pengelola wakaf

memakai suafu jenis pakaian, makanan atau tempat tinggal yang

tidak dianjurkan syari'at, atau meninggalkan sebagian perbuatan

yang dianjurkan syari'at, atau hal-hal semacam ifu.

Kini tinggal mengkaji secara mendalam acuan dalam

melihat masalah-masalah ini, karena terkadang ia disepakati dan

terkadang diperselisihkan mengikuti perbedaan ijtihad terhadap
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sebagian amal perbuatan. Syarat untuk meninggalkan suatu

perbuatan harus dilihat dari sisi lain. apa saja yang tidak

mengandung fujuan syari'at, baik yang mumi atau yang dominan,

maka hukumnya batal meskipun syarat tersebut sah. Kemudian,

jika hasil wakaf kurang dari yang disyaratkan pewakaf, maka murid

boleh mencari tunjangan unfuk mencukupi kebufuhannya dari

pihak lain, karena kecukupan biaya bagi para penuntut ilmu ihr

termasuk keurajiban syar'i, bahkan termasuk maslahat umum yang

manusia tidak bisa eksis tanpanya. Jadi, seseorang tidak boleh

mensyaratkan hal-hal yang meniadakan maslahat tersebut. Lalu,

bagaimana jika pengelola wakaf tidak tahu bahwa yang dimaksud

pau.rakaf adalah demikian?

dalam keadaan seperti ini, pengelola wakaf boleh

memberikan funjangan kepada para penunfut ilmu, tetapi ia tidak

boleh menghalangi mereka unfuk memperoleh funjangan dari

pihak lain unh.rk mencukupi kebutuhan mereka. Yung demikian itu

bukan mempakan pembatalan syarat, melainkan tidak

menjalankan syarat dalam keadaan tidak mungkin dijalankan.

Syarat-syarat Allah juga demikian, dan keputusan hakim tidak

menghalangi cara tersebut.

Gaji yang diberikan atas kontribusi-kontribusi keagamaan

mempakan penunjang unhrk menjalankan agarna, sama

kedudukannya dengan gaji yang diberikan kepada tentara dan

ulama yang diambil dari fai'. Kewajiban-kewajiban syar'i dapat

gugur karena ada halangan, tidak seperti gaji atas pekerjaan

duniawi, dan tidak sama kedudukannya dengan akad pengupahan.

Inilah hakikat harta ini. Wallahu a'lam.
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Hukum ketika Syarat Wakaf tidak Bisa Dijalankan

Syaikhul Islam Ibnu Taimgph Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan madrasah, dan ia

mensyaratkan agar orang yang bekerja di tempat tersebut tidak

boleh bekerja di madrasah lain. Ia juga mensyaratkan gaji tertentu

unfuk setiap pekerjanya. Dalam surat wakaf ia mengatakan, "Jika

masih ada kelebihan dari hasilwakaf ini, maka sisa dari hasilwakaf
disalurkan kepada para pekerja madrasah; masing-masing

mendapatkan tambahan sesuai dengan besaran gaji mereka."

dalam surat wakaf tersebut ia juga mengatakan, "Jika terjadi

kenaikan harga barang, maka pengelola boleh memberikan

tambahan gaji untuk mereka sebatas unfuk mencukupi kebuttfian
mereka pada waktu itu." Kemudian, jika terjadi penyusutan hasil

wakaf akibat berkurangnya pokok wakaf sehingga apabila syarat

tersebut tidak bisa dijalankan bisa menghentikan kegiatan

madrasah, apakah pengelola wakaf boleh mengambil pekerjaan di

luar madrasah untuk mencukupi kebuhfian mereka atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Syarat-syarat

yang ditetapkan atas para pengelola madrasah, seperti tidak boleh

menerima gaji dari dua tempat, wajib dilalankan hanya jika tidak

mengakibatkan terhentinya tujuan syari'at, baik hukumnya wajib

atau sunnah. Adapun menjaga sebagian syarat dengan risiko

tujuan syari'at tersebut tidak dicapai, maka hukumnya tidak boleh.

Jadi, syarat unfuk tidak menerima gaji dari dua ternpat ifu batal,

selain dapat menghilangkan sebagian pokok wakaf tidak

terpenuhinya kebutuhan para pekerja itu tidak boleh
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dipertahankan secara konsekuen dan tidak boleh dipaksakan

berdasarkan dua alasan, yaifu:

Pertama, hal tersebut disyaratkan pada mereka dalam

keadaan ada hasil dari pokok yang diwakafkan pada mereka, baik

sempuma atau kurang. Jika sebagian pokok wakaf telah lenyap,

maka syarat-syarat tersebut tidak berlaku lagi dalam keadaan

seperti ini. harus dibedakan antara kekurangan hasil wakaf dalam

keadaan pokoknya tetap dengan hilangnya sebagian pokok wakaf.

Kedua, terpenuhinya kebufuhan adalah suahr keharusan

sehingga seandainya pewakaf menyatakan secara tegas hal yang

bertolak belakang dari itu, maka syarat tersebut batal. Misalnya ia

mengatakan, "Orang yang bekerja di madrasah tidak boleh

mencari bekerja di tempat lain meskipun kebufuhannya belum

terpenuhi." Seandainya pewakaf menyatakan hal ini secara tegas,

maka hukumnya tidak sah karena ini merupakan syarat yang

bertentangan dengan Kitab Allah. Terpenuhinya kebutuhan adalah

suafu keharusan, dan setiap muslim wajib terpenuhi kebutuhannya,

sehingga mensyaratkan yang bertentangan dengan hal tersebut

hukumnya tidak sah.

Tampak jelas bahwa yang dimaksud pewakaf tidak

demikian, karena ia mensyaratkan kecukupan bagi mereka. Akan

tetapi, hilangnya sebagian harta wakaf itu sama kedudukannya

dengan rusaknya barang yang diwakafkan atau semacam itu.

Pengelola Wakaf Menambahkan Gaji di atas Syarat
Pewakaf saat Terjadi Peningkatan Hasil Wakaf

S!/aikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditarya
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Ada seseorang yang memberikan wakaf kepada masjid dan

kafan unfuk mayrt. Dalam wakaf tersebut ia mensyaratkan agar

wakafnya dikelola oleh orang yang paling bijak di antara para ahli

warisnya, kemudian oleh hakim. Ia juga mensyaratkan agar imam

masjid memperoleh gaji enam dirham; begifu juga dengan muadzin

sekaligus penguus makam. Pewakaf juga mensyaratkan agar

keduanya memperoleh mmah. Selanjutnya, hasil dari wakaf

meningkat lima kali lipat sedangkan tidak ada kebutuhan

tambahan kafan, maka pengelola wakaf menetapkan keduanya

memperoleh gaji sebesar tiga puluh dirham setiap bulannya.

Setelah itu pengelola wakaf melihat syarat pewakaf dan berhenti

menyalurkan tambahan kepada mereka sesuai dengan syarat

pa*akaf. Apakah ia boleh melakukan hal itu atau tidak? Apakah
keduanya boleh mengambiltambahan tersebut atau tidak?

Selain ifu, mmah tersebut telah rusak, lalu pewakaf

menyewakannya dua dirham setiap tahun. Kemudian penyerdJa

merenovasinya lalu menyewakannya lima puluh dirham setahun.

Apakah penyewaan tersebut hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengelola

wakaf boleh memberi imam dan muadzin gaji dua kali lipat ketika
terjadi peningkatan hasil wakaf, meskipun kenaikan gaji itu
mencapai dua pertiga. Bahkan jika keduanya orang fakir
sedangkan kelebihan hasil wakaf tidak disalurkan kepada pihak

tertenfu, maka pengelola wakaf boleh menyalurkan kepada

keduanya unfuk rnencukupi kebutuhan keduanya. Ketentuan ini
didasarkan pada dua alasan, yaifu:
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Pertama, penetapan jumlah gaji dalam wakaf sesuai dengan

ukuran hasil wakaf itu bisa jadi maksudnya adalah mengikuti

proporsi. Misalnya, pewakaf mensyaratkan gaji sebesar sepuluh

dirham dari hasil wakaf serafus dirham, tetapi yang ia maksud

adalah sepersepuluh. Jika ada indikasi yang menunjukkan maksud

demikian, maka inilah yang diterapkan. Kita tahu menurut

kebiasaan bahwa jika hasil wakaf adalah serahrs sedangkan

peurakaf mensyaratkan gaji enam dirham, kemudian hasil wakaf

naik menjadi lima ratus, maka biasanya dalam kasus seperti ini

pa.r,rakaf mensyaratkan gaji yang berlipat, seperti naik lima kali

lipat. Parakaf yang menetapkan gaji enam dirham dari hasil wakaf

seratus ifu biasanya tidak mensyaratkan enam dirham dari hasil

wakaf lima rahrs. Karena ifu, ucapan manusia ihr dipahami sesuai

dengan kebiasaan mereka dalam bertutur kata.

Kedua, pewakaf tidak mensyaratkan demikian, sehingga

peningkatan hasil wakaf disalurkan unfuk maslahat yang serupa

dengan maslahat yang disyaratkan, seperti disalurkan kepada

masjid lain, atau orang-orang fakir tetangga masjid, atau semacam

ifu. Karena perintahnya berkisar antara disalurkan unfuk hal-hal

semacam itu, atau disimpan unfuk kebufuhan di masa mendatang

seperti renovasi masjid dan semisalnya. Penyimpanannya secara

tems-menerus dalam keadaan hasil wakaf selalu berkembang tidak

menghasilkan manfaat, melainkan mengakibatkan mudharat. Ifu
sama dengan menyimpan harta unfuk orang-orang zhalim yang

berkuasa dan para pejabat yang mengambil harta masyarakat

dengan jalan yang tidak benar.

Karena itu, pendapat yang benar dalam masalah wakaf

adalah pendapat ini, lnitu menyedekahkan kelebihan yang tidak

terpakai dari wakaf, seperti Umar bin Khaththab setiap tahun
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menyedekahkan kiswah Ka'bah dan membagikannya di antara

para penziarah haji.

Jika demikian, kita tahu bahwa penyaluran hasil wakaf yang

lebih kepada imam dan muadzin dalam keadaan ada hak itu lebih

utama daripada penyalurannya kepada selain keduanya. Ukuran

yang ditetapkan oleh pewakaf udak menghalangi perolehan hak

atas tambahan karena sebab lain, sebagaimana hal itu fidak

menghalangi peroleh hak masjid selain masjid tersebut.

Jika demikian, dan setelah jatah kafan telah terpenuhi

dengan sebagian hasil wakaf, maka kelebihan wakaf disalurkan

kepada imam dan muadzin. Wallahu a'lam.

Keharusan Menjalankan Syarat Pewakaf

Slraikhul Islam Ibnu Tairniyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan harta mereka, tetapi ia
mensyaratkan pengelolaannya kepada seorang syaikh. Ia juga

mensyaratkan agar tempat wakafnya ifu tidak ditempati oleh orang

yang jahat dan orang-orang yang mendukung kejahatannya.

Kemudian ada seseorang yang tampak terhormat menempati

tempat tersebut, tetapi kemudian muncul tanda yang menunjukkan

bahwa dia itu orang jahat. Akhimya syaikh tersebut melihat adanya

maslahat untuk mengusimya dengan berpegangan pada syarat

pewakaf. Kemudian syaikh menempatkan orang lain sesuai syrarat

pa,ruakaf. Apakah boleh melengserkan orang yang menempati

dengan syarat pewakaf tanpa ada sandaran yang syar'i? Apakah

tindakan pengelola dan syaikh ters€but haram serta menciderai

perwaliannya?
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Syaik*rul Islam Ibnu Taimiglah Menjawab

Jika syarat paruakaf telah diketahui, maka syarat tersebut

ditinggalkan untuk beralih kepada syarat Allah manakala syarat

pev.rakaf bertentangan dengan syarat Allah.

Tokoh-tokoh agama seperti khawanik, guru dan semisalnya

tidak boleh menempatkan orang fasik di tempat tersebut, baik

kefasikannya disebabkan karena ia menzhalimi orang lain serta

menyakiti mereka dengan ucapan dan perbuatannya, atau karena

ia melanggar hak-hak pribadi antara dia dengan Allah. Karena

masing-masing dari dua jenis fasik ihr hams ditentang dan diberi

sanksi. [alu, bagaimana mungkin ia diberi posisi dalam lembaga-

lembaga agama dan semisalnya? [alu, jika pewakaf mensyaratkan

hal tersebut, maka ka,vajibannya menjadi lebih diperkuat.

Jika ada orang png berhak menempat tempat tersebut

secara syar'i, maka fidak boleh memberhentikannya karena

kezhaliman ini atau karena alasan lain? [.alu, bagaimana mungkin
orang zhalim diminta menggantikan orang adil, dan orang yang

ahli maksiat diminta menggantikan orang yang shalih?

Barangsiapa yang membantu hal tersebut, maka ia telah

membanfu terjadinya perbuatan dosa dan permusuhan, baik ia
mengetahui s5rarat pa,vakaf atau tidak mengetahuinya.

Pengalihan Pos Biaya dalam Wakaf untuk
Pekerjaan yang tidak Disebutkan dalam Syarat
Wakaf

Slnikhul Islam Ibnu Taim!67ah Dtanya
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Ada seseorang yang meunkafkan suafu wakaf kepada

madrasah, tetapi ia mensyaratkan agar sepertiga hasil wakaf

digunakan unfuk pembangunan, sedangkan dua pertiganya

disalurkan kepada fuqaha, kegiatan madrasah dan para

pegawainya. Ia juga mensSraratkan agar pengelola wakaf
mengamati maslahat. Keadaan berjalan seperti ifu selama tiga

puluh tahun.

Gaji petugas mengisi kolam itu sahr kategori dengan

tunjangan fuqaha karena mereka terkadang tidak ada di tempat

serta bekerja di tempat lain- sedangkan gaji imam setiap bulannya

sebesar 20 dirham. Demikian pula muadzin. Setelah itu fuqaha

meminta para pegawai unfuk menyamakan mereka dalam hal gaji.

Seandainya mereka tidak punya pekerjaan selain pekerjaan di
madrasah tersebut, apakah pengelola wakaf wajib memenuhi

funhrtan fuqaha tersebut dengan mengurangi tunjangan orang-

orang miskin yang sedikit atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pengelola

wakaf berinisiatif untuk mendahulukan para petugas tetap yang

menerima gaji atas pekerjaan tertenfu seperti imam dan muadzin,

maka ia telah bertindak tepat asalkan gaji yang mereka ambil tidak

lebih dari gaji standar menurut kebiasaan. Sebagaimana pengelola

wakaf wajib mendahulukan pekerja bangunan, pekerja wakaf dan

semisalnya lnrlg menerima gaji atas pekerjaan yang ia lakukan

untuk menghasilkan penghasilan, atau membangun gedung.

Mereka didahulukan menerima gaji.

Tugas imam dan mua&in merupakan syiar ynng tidak
mungkin dihentikan dan dikurangi sama sekali. Jadi, penggaji
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wajib mendahulukan pemba5nran gaji semacam itu kepada yang

berhak daripada kepada fuqaha- Hal ini berbeda dengan pengajar

karena mereka safu kelompok dengan yang pertama.

Jika dimungkinkan untuk menyalurkan mengambil biaya

penyediaan air kolam dari sepertiga biaya pembangunan gedung

atau semisalnya, maka langkah terebut dapat diambil sehingga dua

pertiganya dapat disalurkan kepada mereka yang berhak. Karena

jika pewakaf mensyaratkan agar sepertiga hasil wakaf digunakan

untuk pembangunan sedangkan dua pertiganya dialokasikan untuk

para pekerja, maka pengambilan biaya penyediaan air dari alokasi

yang satu tidak lebih kuat daripada alokasi yang lain, kecuali wakaf

memiliki syarat syar'i yang bertentangan dengan ini.

Syarat Agar Tempat Wakaf Dikelola oleh Orang
lnng tidak Menikah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan sebuah furbah (sejenis

padepokan) dan mensyaratkan agar orang yang mengelolanya

adalah seorang yang bujang. Apakah orang yang sudah menikah

boleh tinggaldi tdmpat tersebut?

Syaikhul Islam lbnu Taim[7yah Menjawab

Ini merupakan syarat yang batal. Gang yang berkeluarga

lebih berhak untuk menjalankan pekerjaan semacam ini daripada

orang yang membujang manakala keduanya sama dalam sifat-sifat
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yang lain, karena kehidupan membujang bukan menrpakan fujuan

sSEr'i.

Hukum Terkait Penyaluran Hasil Wakaf kepada
Kerabat Pewakaf yang Membutuhkan

Syaik*rul Islam Ibnu Taim[67ah Ditan3la

Ada seseorang yang merpakafkan suafu wakaf kepada

sejumlah orang tertenfu yang terdiri dari perempuan, janda dan

anak yatim. Ia mensyaratkan agar yang mengelolanya adalah

dirinya sendiri semasa ia hidup, kemudian anaknya yang shalih

sesudah ia meninggal dunia, baik lakilaki atau perempuan.

Sedangkan pewakaf memiliki kerabat berupa cucu-cucu yang

membutuhkan. Pengelola lantas ingin memisahkan mereka dari
yang lain dalam hal penyaluran. Apakah boleh memisahkan

merel<a?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika kerabat pewakaf dan orang-orang yang ditunjuk dalam

wakaf ifu sama-sama membutuhkan, maka kerabat peu,rakaf lebih

didahulukan daripada orang-orang yang senasib dengan mereka

tetapi tidak memiliki hubungan nasab, sebagaimana mereka

didahulukan di masa hidup pauakaf lantaran ada hubungan rahim.
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi,$,
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€s> ,h fie:r:c ,*
'a4*c$z /C ct

lz ilz

+,)i:r2 €,)l
'sdekahmu terhadap kaun muslimin itu dihifung'r.bugui

sdekah. Sdangkan sdel<ah terhadap orzng-orang yang memiliki
hubungan rahim itu dihitung sebagai sdekah dan silaturahmi.'&

Karena itu, ada perintah agar setiap orang memberikan

wasiat untuk para kerabatrya yang tidak memperoleh bagian

warisan, baik ini perintah wajib menumt pendapat sebagian ulama,

atau perintah sunnah seperti pendapat mayoritas ulama. Di sini

ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Wallahu a'lam.

Ditemukannya Surat Wakaf yang Hilang Sesudah
Ada Keputusan yang Berbeda dari Hakim

Syaih*rul Islam Ibnu Taim[ryah Ditanya

Ada seseorang yang merruakafkan suafu wakaf kepada

pihak tertenfu dan menetapkan beberapa syarat. ketika pewakaf

meninggal dunia, wakaf tersebut tidak dikukuhkan di hadapan

hakim, dan sebelum itu juga tidak ada surat wakaf. Kemudian

dibuatlah surat keputusan yang berbeda dari syarat dan hukum
yang disebutkan dalam kitab wakaf. Dua tahun kemudian, surat

wakaf ditemukan, dan di dalamnya terdapat syarat-syarat tidak

s4 HR. At-Tirmi&i (pernbahasan: ?al<al,658); An-Nasa'i (pembahasan: 7al<al,
25821MnAhrnad l4/l4l dqt€ian lafazh, 'S€dekah k.pada orang miskin...".

At-Tirmidd berkomentar, "Hadits irrd hasn."
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termuat dalam surat keputr:san tersebtrt. Apakah r,aliditas surat

tersebut boleh ditiadakan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimi!,lph Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Validitas surat

tersebut tidak boleh diabaikan sama sekali. Sebaliknya, jika

dimungkinkan unh.rk ditetapkan, maka ia wajib ditetapkan dan

dijalankan meskipun berbeda dari surat keputusan yang

dikeluarkan hakim sesudahnya. Jika hakim memufuskan sesuai

surat kepufusan tersebut, maka ia bisa ditolerir karena menumfurya

hal-hal lnng berlawanan dari surat kepufusan tersebut belum valid.

Akan tetapi, jika yang disebut dengan surat wakaf itu telah nyata

validitasnya, maka ia harus ditetapkan dengan cara yang syar'i.

Jika ia sudah ditetapkan, maka isinya harus di;alankan. Wallahu

a'lam.

Pewakaf Mensyaratkan Pembacaan Al Qur'an dan
Dzikir Sesudah Shalat Shubuh Hingga Matahari
Terbit

Syaikhul Islam Ibnu Taim[ryah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan suafu wakaf kepada

masjid. Di antara mensyaratkan yang ia tetapkan adalah agar

diadakan kegiatan membaca Al Qur'an yang ringan-ringan saja,

tasbih, tahlil dan takbir serta shalawat pada Nabi $ sesudah shalat

Shubuh hingga matahari tertit. Apaloh yang paling utama bacaan-

bacaan tersebut dibaca dengan samar atau dengan suara keras?

Jika per,vakaf mensyaratkannya, bagaimana ketenfuannyra?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pembacaan

dzikir dan doa seperti shalawat untuk Nabi $ itu lebih utama

dilakukan dengan sarnar, tetapi ia tidak paling utama secara

mutlak, kecuali ada faktor yang kuat. Dzikir dan doa dengan suara

pelan di waktu ini pada khususnya lebih utama karena

Allah S berfirman,

'q #i I'ii'^ry, q; 6;44 !tr,
'u[rt)t';Kvil("$ii;,Ku,);{l

*Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan

merendahkan din dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan

suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk

orang-orang yang lalai. " (Qs. Al A'raaf 17\ 205)

Dalam kitab ,4si-Shahih terdapat riwayat dari Nabi $}
bahwa ketika beliau para sahabat berdzikir dengan suara yang

keras, beliau bersaMa,

o"-;-c Y .Kif '#l;":-Srt 
d6tW-o-l

a c i,to'. '.cte 1,2'q,? .t-.1 i,. ot f
,1rit lt ,qi tu o"*"i 6D tft.v Yr ?i

{l.>l)Fc.f, FJ> er:ji '" -f Ji
trc c

I
)z I o z

"Wahai manusia, pelankan suarz, kalian karena kalian tidak
menyent dzat Snng tuli tagi jauh, melainkan katian menyeru Dzat
yang Maha Mendengar lagi Mahadekat. Saungguhnt/a tnng kalian
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senr itu lebih dekat kepada salah seorang di anbra kalian daripda
tali kendaraannya-'85

Dalam hadits lain disebutkan,

.P 6 o:l) tt'*:t
frJl j>

c Ilcz
c* j* toz

"Sebaik-baiknSn dzikir adalah Wng samar, dan sebaik
bailmg rqeki adalah tmng cukup.&

Wallahu a'lam.

Pewakaf Mensyaratkan Agar para Ahli Qira'ah
Membaca Al Qur'an Setiap Hari di Kompleks
Pemakaman

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan suatu wakaf, dan ia

mensyaratkan beberapa syarat terhadap sejumlah ahli qira'ah,

yaitr,r agar mereka datang setiap hari sesudah shalat Shubuh untuk

membacakan Al Qur'an hingga matahari terbit. Kemudian mereka

bergiliran menjalankan syarat tersebut; setiap hari dua orang.

Mereka juga berkumpul sesudah shalat Ashar unhrk membaca Al

Qur'an; masing-masing dua hizib. Mereka juga berkumpul di

setiap malam Jum'at. Jurnlah perkumpulan mereka dalam sebulan

adalah tujuh puluh tuiuh kali di samping makamnya di kompleks
pemakaman.

ss HR. Ahmad (4/4021.
36 HR. Ahmad (7/172,180, 187i, dan hnu Hibban t2323).
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Pewakaf juga mensyaratkan kepada mereka unhrk

menginap setiap malam di kompleks pemakaman tersebut, dan ia

membuatkan tempat tinggal yang layak bagi mereka. palakaf juga

mensyaratkan tunjangan bagi mereka yang diambil dari hasil wakaf

untuk mereka ambil setiap hari dan setiap bulan. Apakah mereka

wajib datang sesuai yang ia syaratkan pada mereka? Apakah

mereka hanrs menjalankan ketenfuan-ketenfuan yang dibuat

pewakaf di suafu tempat yang memungkinkan mereka unfuk

menjalankan tugas membaca Al Qur'an, ataukah tempat dan

waktunya tidak wajib?

Apakah mereka juga harus menginap di tempat tersebut

atau tidak? Jika dikatakan wajib lalu salah seorang di antara

mereka menunjuk pengganti unfuk membacakan Al Qur'an di

tempat wakaf, sedangkan pewakaf dalam surat wakaf

mensyaratkan agar mereka menunjuk pengganti pada wakfu-waktu
damrat saja, maka damrat apa saja yang membolehkan

penunjukan pengganti?

Selain itu, jika pengelola wakaf mengurangi tunjangan

mereka yang terhrang dalam surat wakaf, apakah mereka juga

boleh mengurangi fugas-fugas lnng disyaratkan pada mereka?

Baik pengurangannya disebabkan keadaan danrrat, atau

berdasarkan ijtihad pengelola wakaf, atau bahkan tanpa ijthad.

Syaikhul Islam Ibnu Taim!ryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pokok masalah

ini, yaitu wakaf terhadap para pelaku amal taqam.rb kepada Allah,

serta terhadap para ahlinya dan nadzar untuk mereka, (pokok

masalah ini) adalah amal-amal tersebut harus merupakan amal

ketaatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nf. Jika amal tersebut
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dilarang, maka tidak boleh memberikan wakaf terhadapnya, dan

tidak boleh mensyaratkannya dalam wakaf berdasarkan pendapat
yang disepakati umat Islam. Demikian pula dalam masalah nadzar

dan semisalnya. Masalah ini disepakati oleh umat Islam dalam hal

wakaf, nadzar dan semisalnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan

pendapat di antara ulama sama sekali.

Di antara pokoknya adalah hadits yang diriwayatkan oleh
Al Bukhari dalam kitab Shahihrrya dari Aisyah q,, katanya:

Rasulullah $ bersabda,

O a a O, ^ o - ,/ oz -1. .. e .. lct t,- i. . . I 1z .. o.

$fu- dl J$ Lt) A,W dltl e rr. - dl J$ dJ,

#-xtur
"hrangsiapa yang bemadzar unfuk menaati Allah, maka

hendaHah ia menaatin5n. Dan tnng bemadzar unfuk
maksiat kepada Allah, maka janganlah ia maksiat kepada-Nya. a7

Pokok lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari
dan Muslim dalam kfiab Ash-Shahihain dari Aisyah a6u juga, bahwa

Rasulullah $ berkhutbah di atas mimbar ketika para tuan Barirah

ingin mensyaratkan perwalian bagi selain orang yang

memerdekakannya. Beliau bersaMa,

voq
o . o7 .'1 o l, t tt;; v\? r*-e rrI

3

I

o t

J(

t# iut .-rtf
. ,t '

C dtL'; b:Pti.9;ul qgzl

37 HR. Al Brkhari (pernbatnsan: $rnpah ddr Dladzar, 5696) dan Ahrnad 16/%1.
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*rL';'r'6;i ar lE y'r:" iv ots'ob &6
tio
e)

3

I

"Ada apa geft,ngan dengan suafu kaum Wng menqnratkan
syant-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Barangsiapa yang

menetapkan suatu s5mrat tnng tidak terdapat dalam Kitab Nlah,

maka syarat tersebut batal makipun sentus qnmt. Kitab Allah

lebih benar, dan syant Allah lebih kokoh. a8

Hadits mulia yang masyhur ini disepakati validitasnya oleh

para ularha. Mereka sepakat bahwa hadits ini mencakup syarat-

syarat dalam semua akad. Tidak ada seorang ulama pun yang

berpendapat bahwa hadits ini khusus untuk syarat-syarat dalam

jual-beli. Sebaliknya, barangsiapa yang menetapkan syarat-syarat

yang bertentangan dengan Kitab Allah, baik dalam masalah wakaf,

pemerdekaan budak, hibah, jual-beli, nikah, seura-menye\ ra,

nadzar atau masalah-masalah lain, dimana syarat-syarat tersebut

mengandung perintah terhadap hal ynng dilarang Allah, atau

larangan terhadap perintah-Nya, atau menghalalkan hal yang

diharamkan-Nya, atau mengharamkan hal yang dihalalkan-Nya,

maka syarat-syarat tersebut batal berdasarkan pendapat yang

disepakati umat Islam dalam sernua akad, baik wakaf atau

selainnyra.

38 HR. AI Bukhari (pembahasan: Slprat, 27291 dan Muslim (pembahasan

Pernerdekaan Buddk, 1504, /81.
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Tidak Boleh Wakaf untuk Selain Ketaatan

Para penghimpun kttab As-Sunan, yaitu Abu Daud dan

selainnya, meriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,

Fl LL vr 'd$t ;. y.c 
"tL:rl\e)? ;' o::.$I,v>6 ??"r'tt17

Yic ??'r't11; Flv';
"Perdamaian di antara kaun muslimin ifu bolelz kecuali

tang menghalalkan squatu gng hanrn atau

mengharamkan sauafu yang halal. lhun muslimin itu tqikat
pda qtamt-sSarat muel<a, kecuali sgant tnng manghalall<an

sauatu 3ang haram atau menghanmkan sauafu 5rug halal-'89

Hadits Aist/ah 4:, itu terrnasuk hadits yang maknan!,a umutn

tetapi dilatari oleh suatu sebab. Meskipun demikian, mayoritas

ulama mengatakan bahwa hadits diberlakukan umum sesuai

lafazhnya, tidak terbatas pada perkara yang melatarin5a. Karena

itu tidak ada pertedaan pendapat di antara mereka bahwa

kebanyakan redaksi umum yang dilatari sebab khusus itu tidak

terbatas pada sebabnyra, seperti aSnt-agnt yang turun karena sebab

tertenfu. Misalnya adalah a5rat tentang waris, jihad, zhihar, li'an,

menuduh zina, perang, peradilan, fai', riba, sedekah dan lain-lain.

Kebanyakanngra turun karena sebabsebab tertentu yang maqfiur
dalam kitabktab hadits, tafsir, fiqih dan sqarah perang. Namun

3e HR. Abu Daud (pernbahasan: Peradilan, 3594), At-Tirmidzi (pernbatrasan,

Hukum-hukum, 1352) dengan menilainya hasn-shahih, dan hnu Majah (pernbahasan:

Hukum-hukum, 2353).
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umat Islam sepakat bahwa hukum berlaku umum untuk selain

orang-orang yang disebut dalam ayat.

Demikian pula dengan hadits. Hadits Aisyah cip di atas

termasuk hadits yang disepakati berlaku umum, dan ia termasuk

jawami' al kalim kalimat yang singkat tapi sarat makna) yang
diberikan kepada Nabi $. Beliau bersabda, "Barangsiapa yang

menetapkan suatu s5arat Wng tidak terdapat dalam Kitab Allah,

maka syarat tersebut batal meskipun seratus s5nrat. Kitab Atlah

lebih benar, dan s5nnt Allah lebih.kokoh. "

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai akad-

akad yang mtrbah seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan nikah.

Apakah makna hadits tersebut adalah: barangsiapa yang

menetapkan suafu syarat yang tidak valid bahwa ia bertentangan

dengan syari'at? Ataukah maknanya adalah' barangsiapa yang

menetapkan syarat yang diketahui dengan pasti bahwa ia

bertentangan dengan syari'at Allah? Ada perbedaan pendapat

dalam masalah ini, karena sabda beliau di akhir hadits 'Kitab Allah
lebih benar, dan syarat Allah lebih kokoh" menunjukkan bahwa

syarat yang batal adalah yang bertentangan dengan Kitab Allah.

Sedangkan sabda beliau "Barangsiapa yang menetapkan suafu

syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut

batal"terkadang dipahami sebagai syarat yang tidak disyari'atkan.

Pengikut pendapat pertama mengatakan bahwa apa saja

yang tidak dilarang itu hukumnya mubah, sehingga ia termasuk

perkara yang diizinkan, sehingga ia termasuk perkara yang

dis5rari'atkan dengan Kitab Allah, Adapun syarat d:rlam akad yang

ditulukan unfuk taat seperti nadzar, maka perkara yang

dinadzarkan harus berupa ketaatan. Jadi, manakala perkara yang

dinadzarkan adalah mubah, maka tidak wajib memenuhi nadzar.

Akan tetapi, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara
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ulama mengenai kauajiban kaffanh terhadapnya, sama seperti

perbedaan pendapat dalam kaffarah terhadap nadzar maksiat.

Akan tetapi, nadzar maksiat tidak boleh dipenuhi, sedangkan

na&ar mubah diberi pilihan antara memenuhinya atau Udak

memenuhinya. Demikian pula wakaf.

Hukum syaratrsyarat dalam qral<af dapat diketahui dengan

mengacu pada dua ketenfuan pokok, yaitu bahura pa,rnkaf

merryakafkan hartanp sesudah matinya agar ia memperoleh

manfaat pahalanga. Pahalanla ada di sisi Allah, tidak ia rasakan

manfaatnya di dunia. Karena sesudah mati mayit tidak

memperoleh manfaat selain pahala.

Karena itu dibedakan antara yang ditujukan untuk manfaat

dunia dan yang Udak ditujukan selain pahala. Yang pertama

seperti jual-beli, seu/a-menye\ /a dan nikah. Seseorang boleh

membelanjakan har.tangra dalam perkam-perkara tersebut unfuk
mencapai tujuan mubah duniawi, atau sunnah, atau agama. [.ain
halnya dengan fujuan-hrjuan yang diharamkan. Adapun dalam

masalah wakaf, seseorang tidak boleh mendermakan hartanya

kecuali unfuk hal yang bermanfaat baginya secara agama. Karena
jika seseorang mendermakan hartanya unfuk hal-hal yang tidak
bermanfaat baginya dalam hal agama, sedangkan wakaf ihr

dimanfaatkan sesudah kematiannya di dunia, maka pendermaan

harta tersebut tidak menghasilkan manfaat yang kembali

kepadanya, baik secara agama atau dunia. Yang demikian ifu
hukumn5ra tidak boleh.
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Boleh Memberikan Wakaf kepada Orang Tertentu
meskipun Kafir

Karena itu para ulama membedakan antara wakaf pada

orang tertentu dan pada golongan. Seandainya seseorang

mewakafkan atau berwasiat unhrk orang tertenhr, maka hukumnya

boleh meskipun ia orang l<aiir dzimmi karena menjalin silaturahmi

dengannya ifu tetap disyari'atkan sebagaimana ditunjukkan oleh

Kitab dan Sunnah dalam semisalfirman Allah,

fi'{, ./n)1:FoI 1f !t''*i 55-+JtA\i,t

L")A.91 Qs €

"utrFGtri aci,zq?i-S;
'Uika kduanya memaksamu unfuk mempersekufukan

dengan ,4ku sesuafu tnng fidak ada pengetahuanmu tentang itu,

maka janganlah kamu mengikuti dan pergaulilah

keduan5n di dunia dengan baik. " (Qs. Luqmaan [3U: 15)

Juga seperti hadits tentang Asma' binti Abu Bakar ketika

ibunya yang masih musyrik datang. Ia berkata,

i tI
I

a
O/

t:rc19
,dl t,iul J-r)

axi'*.o ils eqt'Gi
"Ya Rasulullah, sesungguhnya datang unfuk membujukku

keluar dari Islam. Apakah aku boleh menjalin silahrrahmi
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dengannya?"

ibumu!'4o
Beliau menjawab, 'Ualinlah silaturahmi dengan

Mengenai hal itu turun firman Allah,

nf;?-i;,Di c'{M. {'uii v'it' K*.s
'&;5#*6i";'LULTL-iin;;i6{;.,

"Allah tiada melarang kamu unfuk berbuat baik dan berlaku
adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama

dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesunggwhnya

Allah menSrukai orang-ofting Wng berlaku adil." (Qs. Al
Mumtahanah [50]: 8)

Juga firman Allah,

"{6- -},s #-i,fi !h15 A'i 6$ ;.i
..6ri $ y5 # C;"'p;:^t; f q.\j$ \13

t;;$ 1'{i ?i;?i * bii,a; vi' fri #,
"Bukanlah kewaiibanmu menjadikan mereka mendapat

petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi

taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik
yang kamu nalkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk
kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sauafu

40 HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 59791 dan Muslim (pembahasan: Zal<at,
1003,/5).
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melainkan karena menai keidaan Allah. Dan apa saja harta

yang baik Snng kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diben
pahalanym dengan cukup sdang l<amu sdikit pun tidak akan

dianiaSa (diruSikan). "(Qs. Al Baqarah l2l 2821

Di sini Allah menjelaskan bahwa memberikan sesuatu

kepada orang-orang seperti mereka itu semata untuk

mengharapkan ridha Allah. Dalam kitab Ash-Shahih terdapat

riuraSnt valid dari Nabi $ bahwa beliau bersaMa,

z9.l,c e

I J.f d,,15 [.f
t (_l-r G

'Dakm setiap tnng memiliki iantwg Wng basah itu ada

pahalang.ar

Jika seseorang memberi wasiat atau wakaf kepada orang

tertenfu, dan ia orang kafir, atau fasik, maka kekafiran dan

kefasikannyra ifu bukan merupakan sebab haknya dan bukan pula

sebagai syarat. Jadi, maksiat tidak memiliki pengaruh. [-ain halnya

jika ia menjadikan kefasikan sebagai syarat seperti mewakafkan

kepada golongan orang-oftrng kafir dan fasik, atau kepada

kelompok fulan dengan syarat mereka harus kafir atau fasik. Inilah

syarat yrang tidak diragukan batalnya oleh para ulama.

4l HR. Al Br*hari (pernbahasan: Adab, 5009), Muslim (pembahasan' Salam,

22M/1531, kedrnnya dari Abu Hurairah iifu.
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Hukum Wakaf kepada Orang-Orang Kaya

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat menjadi dua

pendapat yang masyhur mengenai wakaf kepada golongan yang

mubah,' seperti wakaf kepada orang-orang kaya. Menurut

pendapat yang shahih dan dihmjukkan oleh Kitab dan Sunnah

serta ushul, syarat tersebut batal juga karena Allah S berfirman

tentang harta fai',

e;5{rt'6,w:,K,i6
'Supya harta ifu jangan hanya beredar di antara oftrng-

orang kaya saja di antara kamu. "(Qs. Al Hasyr l59lr 7\

Dalam ayat tersebut Allah mengabarkan bahwa Allah

rnensyari'atkan hal-hal tersebut agar harta fai' hdak beredar di

antara orang-orang kaya saja, tanpa menyentuh orang-orang

miskin. Dari sini dapat diketahui bahwa Allah tidak menyukai hal

ifu, melarangnya dan mencelanya. Barangsiapa yang menyalurkan

wakaf kepada orang-orang kaya saja, maka ia telah menjadikan

harta beredar di antara orang-orang kaya saja, dari satu kelompok

ke kelompok lain tanpa pemah singgah kepada orang-orang fakir.

Hal ini berlawanan dengan perintah dan agama Allah sehingga

hukumnya tidak boleh.

Dalam ktab As-Sunan terdapat riwayat dari Nabi $ bahwa

beliau bersabda,

"V 
"J't jG "1i ,aL 

G \L'6? \
ll/
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"Tidak boleh ada hadiah kemenangan kecuali dalam lomba

menunggangi unta, berkuda, atau melemparkan panah.'42

Jika Allah melarang pemberian hadiah kemenangan kecuali

dalam perlombaan yang dapat membantu ketaatan dan jihad,

padahal pemberian hadiah tersebut sifatnya insidental dan tidak

berkelanjutan, lalu bagaimana dengan wakaf? Hal ini tampak jelas

dalam pokok-pokok synri'at dari dtn sisi, lnitu:

P*tama, tidak boleh mendermakan harta kecuali unfuk

manfaat agama dan dunia. Ini menrpakan pokok yrang disepakati

ulama. barangsiapa lnng keluar dari pokok ini, maka dianggap

tidak bijak sehingga hak transaksinln harus dibatasi menurut

mayoritas ulama lang membatasi hak transaksi orang yang lemah

akal. Ia dianggap memboroskan hartanya, sedangkan Allah

melarang pemborosan harta benda dalam Kitab-Nya.

Allah $ berfirman,

lt tz -tZl9f ii{5
"Dan janganlah kamu mengharnbur-harnbwkan (hartamu)

seara boros. "(Qs. Al Israa' lLTl:261

Boros berarti pembelanjaan harta untuk hal-hal yang tidak
bermaslahat. Nabi $ melarang penghamburan harta dalam hadits

yang disepaloti keshahihannya dari Mughirah bin Syu'bah dari
Nabi $,

4z HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 25741, At-Tirmi&i (pernbahasan: Jihad,
1700) dengan menilairnTa hasn. dan lbnu Majah (pernbahasan: Jihad, 28781, merd<a

semua dari Abu Hurairah 45.
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)ti;t ,,s: Jt| t
.,_ o. .c, Jk rfl
U f ,.s.{*-

o

Jrrr *bti
"Beliau melarang kabar bumng, banyak bertanSa, dan

menghambur-hamburkan harta. "43

Allah l& berfirman dalam Kitab-Nya,

$ltm(y:.,{v3Jti/;#5$$5
"Dan janganlah kamu senhkan kepada orzrng-orzng tlang

belum sempuma akahya, harta (mereka yang ada dalam

u) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupn."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 5)

Banyak sahabat dan tabi'in yrang berkata bahwa yang

demikian ifu seperti memberikan perwakilan kepada orang yang

lemah akal, yaitu seseorang menyerahkan hartanya kepada

anaknya atau istrinya yang lemah akal, lalu keduanyalah yang

menafkahinya. Ulama lain mengatakan bahwa maksudnya adalah

menyerahkan kepada orang yang lemah akal hartanya sendiri,

karena Allah melarang menyerahkan hartanya sendiri kepadanya

kecuali setelah terlihat bijak.

Ayat ini sebenamya menunjukkan dua macam penyerahan

tersebut, karena rnemang Allah melarang memberikan hak

kansaksi kepada orahg yang lemah akal,,baik bagi dirinya,,sendiri

atau bagi orang lain melalui perunkilan: atau" pcrunlian.

43 HR. Al Bukhari (pemLahasan' Pinjaman,'Zloq, dan Musiim (pernbahasan'

Peradildn, 593 / 12-741.
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Penggunaan harta unfuk hal-hal yang tidak memfatwakan secara

agama dan dunia termasuk kebodohan yang paling besar sehingga

hal tersebut dilarang dalam syari'at.

Setelah masalah dipahami, kita pun tahu bahwa pewakaf

tidak memperoleh manfaat dari wakafnya di dunia, sebagaimana ia

tidak memetik manfaat dari harta yang ia bayarkan dalam jual-beli,

sewa-menyevJa dan nikah. Pewakaf ini juga tidak memetik manfaat

dari wakaf dalam hal agama manakala ia tidak menginfakkan

hartanya di jalan Allah. Yang disebut jalan Allah adalah ketaatan

kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nf. Allah hanya

memberikan pahala kepada hamba-hamba-Nya atas harta yang

mereka infakkan untuk hal-hal yang diantai-Nya. Adapun
pembelanjaan harta untuk hal-hal yang tidak dicintainya, tidak ada

pahala di dalamnya. Na{kah seseorang terhadap diri sendiri, anak

dan isbinya ifu hukumnya wajib. Karena ifu, pahala nafkah ini

lebih besar daripada pahala infak sunnah kepada orang-orang

yang bukan kerabat.

Jika demikian, perkara-perkara mubah yang tidak diberikan

pahalanya oleh Syari' itu juga tidak diberikan pahala infak dan

wakaf di dalamnya. Wakaf terhadap perkara-perkara tersebut tidak

mendatangkan manfaat dan pahala. Bahkan tidak ada manfaat

dunia dari rrnkaf terhadapnya. Jadi, wakaf terhadapnya itu nihil
manfaat bagi pauuakaf, baik secara agama atau dunia, sehingga

hukumnya batal. Hal ini tampak jelas pada wakaf terhadap orang-

orang kaln. Kalaupun bisa meningkat menjadi zunrnh,
bahkan wajib, maka itu karena mereka diberi u,akaf bukan karena

faktor kekapannln, melainkan karena faktor kekerabatan, jihad,

agama dan semisatrya.

Adapun jika kekafan dffadilon sebagai faktor seseorang

memperoleh hak, serta pengistimeuraan orang-orang kap dalam
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hal pemberian padahal orang fakir memiliki kesamaan dalam hak,

bahkan hak orang fakir itu lebih besar, maka yang demikian itu
dapat diketahui dengan serta-merta dalam setiap agama bahwa

Allah tidak mencintai dan tidak meridhainya,.sehingga hal tersebut

tidak boleh dijadikan syamt dalam wakaf.

Kedua, wakaf tersebut tersalurkan untuk hal-hal yang dapat
memberikan dukungan kepada orang-orang kafir dan orang-orang

seperti mereka, serta untuk hal-hal yang dapat menghalangi

peruuarisan. Jika tidak ada manfaat yang kuat di dalamnya, maka

pewakaf dilarang mewakafkan hartanya kepada mereka karena

yang demikian itu sama dengan menghalangi harta agar tidak

sampai kepada ahli waris dan orang-orang yang berhak

menerimanya. Inilah acuan ulama yang mengatakan tidak boleh
menahan bagian-bagian yang ditetapkan Allah. Akan tetapi,
pendapat ini meninggalkan pendapat Umar dan selainnya, serta

maslahat yang kuat di dalamnya. Adapun jika di dalamnya tidak

ada maslahat yang kuat, melainkan ia menahan harta agar tidak

sampai kepada ahli waris dan orang-orcng yang berhak untuk
memanfaatkannya, dan pewakaf sendiri tidak memetik manfaat

darinya, maka syarat ini tidak boleh dijalankan tanpa ada keraguan

dalam masalah ini.

Wakaf untuk Amal-Amal Keagamaan Seperti
Pengajaran AI Qur'an dan Hadits

Selanjutnya, masalah yang diperselisihkan ini berlaku pada

wakaf terhadap golongan dengan sifat-sifat yang mubah setara
duniawi seperti sifat kaya. Adapun wakaf untuk amal-amal

keagamaan seperti pengajaran Al Qur'an, Hadits, Fiqih, shalat
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dan adzan, imam, jihad, dan semisaln5a, maka pembahasan

tentang hal ini merupakan penjelasan tentang pokok kedua. Tidak

mungkin terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa

tidak boleh mer,trakafkan kectrali unfuk hal-hal yang diq,r.ari'atkan

Allah dan dicintai-Nya.

Adapun orcng png melakukan perbuatan bid'ah yang tidak

disyari'atkan Allah dan menjadikannya sebagai agama; perbuatan

ini saja dilarang, lalu bagaimana mungkin disyari'atkan wakaf

terhadapnya? Sebaliknya, wakaf terhadapnya tidak ada bedanya

dengan wakaf unhfi hal-hal yang dipkini umat Yahudi dan

Nasrani sebagai ibadah, padahal keduanya menrpakan agama

yang telah diubah atau dihapus. Karena itu, kami menjadikan hal

ini sebagai salah satu dari dua pokok dalam masalah wakaf.

Alasannya adalah karena masalah ibadah, agama dan

taqamrb harus bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak seorang

pun yang berhak mengadakan suafu ibadah atau taqamrb kecuali

dengan dalil syar'i. Allah S berfirman,

*';# { v e}i G 4't * \.i43 ;4l

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain

Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak

diizinkan Allah?. " (Qs. Asy-Syuuraa I42l: 21l,

;-tiil\ w s : z4A (+;:,*b t:i6 -"6,

,g"e-{-',-ip

^
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"Dan bahwa (yan7 Kami perinbhkan) ini adalah jalan-Ku

yang lunts, maka ikufrlah.dia; dan kamu mengikuti ialan-
jalan (yang lain), karena jalan-jalan ifu menceni-benikan kamu dari
jalan-N5n. "(Qs. Al An'aam [6]: 153)

;e&$axLrj{.{@ fir
K; *'gL ij-( W( @ <-wt+ a{r'' .+''*

@irSsufi"aSottt$Y
"Alif Laam Mim Shaad. Ini adalah sebuah kiab gang

diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kaempitan di dalam

dadamu karenanya, supatm kamu membei peingatan dengan

kibb itu orang kafir), dan menjadi bagi omng-

orang yang beiman. Ikutilah apa tnng diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin

selain-N5m. Amat sdikitkh kamu mengatnbil (darirya). "

(Qs. Al A'raaf [7], 1-3)

Selain itu masih banyak lagi a5rat serupa dalam Kitab Allah
yang berisi perintah untuk taat kepada Rasul-Nya dan mengikuti

Kitab-Nya, serta larangan mengikuti selain ihr.

Seluruh bid'ah adalah seperti itu, karena bid'ah 5rang syar'i
(maksudnya yang tercela dalam syari'at) adalah hal-hal yang tidak

disyari'atkan Allah dalam agama. Malsudnya adalah sesuahr Srang

tidak tercakup ke dalam perintah Allah dan Rasul-Nya serta

ketaatan kepada Allah dan Rasul-N3n. Adapun jika ia tercakup ke

dalamnya, maka ifu adalah bagian dari qnri'at, bukan termasuk

bid'ah meskipun dikerjakan sesudah wafatrya Nabi ;l$, seperti
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mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani sesudah beliau wafat,

penghimpunan mushaf, men5nfukan umat Islam pada satu imam

dalam shalat Tarawih, dan semisalnlra.

Umar bin Khaththab yang memerintahkan hal demikian
meskipun menyebufuT ya dengan kata bid'ah namun yang dimaksud

adalah bid'ah secara bahasa, karena setiap perkam yang dilakukan

tanpa ada contoh sebelumnya itu secara bahasa disebut bid'ah.

Tetapi ia bukan termasuk perkara yang oleh syari'at disebut bid'ah

dan dilarang, sehingga ia tidak tercakup ke dalam hadits yang

diriwayatkan Muslim dalam l<ttab Shahih*rya dari Jabir, katanya:
Rasulullah $ bersabda dalam khutbah beliau,

o

'6:re,jQt ;r,nl iyt f)<jl O:;bily
tl zz et

rtlit:J* );\.zJY.; r"+ F: 6z z 6.,
(J-o.r-rc

I
L J

"Saungguhn5m kalam Wng Fling benar adalah kalam
Allah, sebaik-baiknya petunjuk adahh petunjuk Muhammad #,
seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan

setiap bid'ah ifu sasat.'M

Karena ucapan beliau betiap bid'ah adalah sesat" ifu benar

adanya, tetapi perkara yang ditunjukkan anjurannya oleh dalil-dalil
syar'i itu tidak bisa disebut bid'ah sebagaimana sabda Nabi i{$
dalam hadits yang diriwayatkan oleh para penghimpun kitab .4s-

Sunan dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dari 'lrbadh bin Sariyah
dari Nabi $, beliau bersabda,

++ HR. Muslim (pembahasan: Jum'at (867/g) dan Ahmad (3/310)

136

I



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimifyah

+'; *:r 11; hr J:"
I z -.1 ..

-r) ws
lih oratW|)*il oitW d:;*{
W $6 ?\; +7 er6Lk,rr Jh u.

7/

*r. #r.lr a*. €vri ,'Jul sqil
, -/ z / / o O'e 

"e"- u ttr l* 6b oL{ 
"ob 

*J,irt)

t 2.tPs a,

,g;
Ll ..

JA--^, ,Ls;"v.A u-#flr ;itlir
. ;)-.-J
Q.

zlz,(6 uy+l

1I
.irt J

6t-'ntdt;,r) ) ts-.*c L5*
c/

Ot 4 z qr",:i\r ou:tx3 €tt; )tl;.,
Szz

il)2 y+
,y dP

"Rasulullah # menasihati kami dengan nasihat *"n
membuat mata menangis dan hati takut. Kami lantas bertanya,

"Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat orang yang hendak

berpamitan. [alu, apa yang engkau perintahkan kepada kami?"

Beliau menjawab, uAku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa

kepada Allah, dan kalian wjib mendengar dan taat meskipun

kepada seorang budak nqro, karena barangsiapa di antara kalian
yang hidup maka ia akan melihat perselisihan tang
bantnk. Kalian harus tetap memegang teguh Sunnahku dan

sunnah l{hulafa' Rasyidun gng diberi petunjuk saudahku.
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Berpeganglah padanjm dan gigitlah ia dengan gigi geraham.

Jauhilah kalian perkara-perkam 
'mng 

diada-adakan (bid'ah), karena

setiap bid'ah itu s6at. "

Dalam riwayat lain disebutkan,

Tv*)er; F:b*i:^X "f Lr;

"Karena ,.rup wng aiuL-uau*rn adalah' U,r'*,
sedangkan sefiap bid'ah adalah sqat. "

Dalam riwayat lain disebutkan,

ti 
// 4t

)Jt G!>V,F:
"Dan setiap kesaatan ada di neraka. "45

Dalam hadits ini disebutkan perintah kepada umat Islam

untuk mengikuti Sunnah Nabi $ dan Sunnah Khulafa' Rasyidun.

Hadits ini menjelaskan bahwa perkara-perkara baru yang

mempakan bagian dari bid'ah dan dilarang adalah yang selain itu.

Jadi, shalat Tarawih dan semisalnya meskipun tidak ada dalil nash

dan perbuatannya, namun setidaknya ia merupakan sunnah

Khulafa' Rasyidun sehingga ia tidak termasuk bid'ah dalam

pengertian syari'at yang disebut oleh Rasulullah S sebagai bid'ah

dan dilarangnya.

Secara garis besar, tidak ada perbedaan pendapat di antara

ulama bahwa barangsiapa yang memberikan wakaf untuk ibadah

shalat, puasa, bacaan Al Qur'an, dan jihad dengan cara yang tidak

4s HR. Abu Daud (pernbahasan: Sunnah, 46On, At-Tirmiizi (p6nbatrasan: llmu,
26761 dclngan menilainSra hasan-shahih,lbnru Maiah dalam kata p€ngantar 64, Ad-
Darimi dalam kata pengantar (!,44,45), dan Ahmad 14/126,1271.
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sesuai dengan syari'at atau hal-hal semacam itu, maka wakafn5ia

tidak sah. Sebaliknya, perbuatannya dilarang, dan derma harta di

dalamnya juga dilarang. Perbedaan yang terjadi di antara ulama

dalam perkara-perkara mubah tidak bisa diterapkan di sini, karena

yang terjadi di sini adalah menjadikan sesuatu sebagai ibadah,

meyakininya sebagai ibadah, dan mengamalkannya. hadah se@ra

umum itu bisa jadi diperintahkan dan bisa jadi dilarang. Jika ia
diperintahkan, baik wajib atau sunnah, maka keyakinan

terhadapnya sebagai ibadah, kecintaan terhadapnya, dan

pengamalannya menlpakan perkara yang disyari'atkan. Tetapi jika

Allah tidak mencintai dan tidak meridhainya, maka ia bukan wajib

dan bukan sunnah. Tidak seorang pun yang boleh meyakini bahwa

ia disunnahkan, tidak boleh meyakininya sebagai perbuatan

taqamrb dan taat, tidak boleh menjadikannya sebagai agama, dan

tidak boleh mencintainya karena keberadaannla sebagai ibadah.

Ini merupakan pokok besar di antara pokok-pokok agama,

yaifu membedakan antara perkara mubah ylang dikerjakan karena

ia mubah, dan apa yang dijadikan sebagai agama, ibadah,

ketaatan, taqarnrb, keyakinan, cinta dan amalan. Barangsiapa

yang menjadikan sesuafu yang tidak disyari'atkan, bukan agama,

bukan ketaatan dan bukan taqamrb sebagai agama, ketaatan dan

taqamrb, maka hukumnya haram berdasarkan pendapat yang

disepakati umat Islam.

Akan tetapi, terkadang para ulama berbeda pendapat

mengenai sebagian perkara; apakah ia termasuk kategori taqamrb

dan ibadah atau tidak? dalam hal ini tidak ada perbedaan antara

keSrakinan yang bersifat qauli (ucapan), atau kehendak lang
bersifat amali (perbuatan), sehingga seorang ulama bisa melihat

sesuatu sebagai wajib sedangkan ulama lain melihatnya sebagai

sesuafu yang haram. Misalnya sebagian ulama berpendapat wajib
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membunuh orang murtad, sedangkan sebagian yang lain

mengharamkannya. Sebagian ulama mewajibkan pemisahan

antara suami mabuk yang mencerai istrinya, sedangkan sebagian

yang lain mengharamkan pemisahan keduanya. Sebagian ulama

berpendapat wajib membaca surat Al Fatihah bagi makmum,

sedangkan sebagian yang lain memakruhkannya, baik secara

mutlak atau ketika ia mendengar bacaan keras imam. Juga seperti

kasus-kasus lain yang diperselisihkan hukumnya.

Adapun setiap amalan yang diketahui setiap muslim sebagai

bid'ah yang dilarang, orang yang mengetahui hal itu tidak boleh

memberikan wakaf kepadanya berdasarkan pendapat yang

disepakati umat Islam, meskipun sebagian dari mereka

mensyaratkan amal-amal ini, yaifu orang yang belum mengetahui

syari'at, atau orang yang bertaklid dalam masalah tersebut kepada

orang yang tidak boleh ditaklidi. Yang demikian itu hukumnya
batal sebagaimana yang dikatakan oleh Urnar bin Khaththab ;9,,

"Kembalikanlah kebodohan-kebodohan ifu kepada Sunnah."
Dalam htab Ash-Shahih terdapat riwayat dari Aisyah @, dari Nabi

S bahwa beliau bersabda,

i. . - t ' z / / I z

,t -te6;1 tL dt;,rA
"Barangsiapa yang melakukan suafu amalan 5rang tidak

didasari dengan perinbh kami, maka ifu ditolak.'46

Karena itu, para ulama sepakat bahwa kepufusan hakim
yang adil manakala bertentangan dengan nash atau ijma' yang

belum ia ketahui, maka keputusannya itu dibatalkan. I alq,

46 HR. Al Buhhari (p€rnbahasan: Jual-treli, 21421 dan Muslim (pernbahasan:

Peradilan, 17 18/77, 181.
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bagaimana dengan tindakan orang 5ang udak mengetahui masalah

ini, yaitu panrakaf yang tidak mengetahui hukum syari'at serta para

wakilnya yang menjalankan wakaf? Jika diasumsikan ada seorang

hakim yang memufuskan perkara berdasarkan formalitasnya, maka

paling jauh ia bisa disebut hakim Snng tahu dan adil, sehingga

kepuhrsannya yang bertentangan dengan nash atau ijma' itu tidak

boleh dilaksanakan berdasarkan pendapat yrang disepakati umat

Islam.

Syarat yang mengandung perintah terhadap hal-hal yang

dilarang Allah dan larangan terhadap hal-hal yang diperintahkan

Allah merupakan syarat yang bertentangan dengan nash dengan

Uma', serta setiap yang diperintahkan Allah atau dilarang-Nf.
Ketaatan kepada Allah dalam masalah ini harus dilaksanakan

sebisa mungkin sebagaimana firman Allah,

"Maka bertakumlah l<amu kepda Alkh menuntt
kesanggwpanmu. "(Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Nabi $ iuga bersabda,

iffiYrtVi'6

c

Iiu;L,.
o )x.'
rNJ/

c hl .c

frh:.,' v ,o
4;, t5!

'Jika aku memerinbhkan suafu perkara kepada kalian,

maka kerjakanlah ia semampu kalian!'47

Kaidah-kaidah ini termasuk pemyataan yang singkat namun

sarat makna, serta mempakan pokok-pokok universal 1rang

47 HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Agama, 72881 dan
Muslim (pembahasan : Haji, 7337 / 4121.
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menjadi landasan semua masalah ini dan yang semisalnya.

Sebelumnya kami telah menyampaikan hikmah yang komprehensif

sekadar yang bisa tercakup dalam kertas jawaban ini, tetapi hal itu

dapat diketahui oleh orang yang ahli di bidang Fiqih.

Setelah ifu, analisa terhadap acuan hukum dalam kasus

yang ditanyakan dan selainnya hams dilihat seperti ini. Jadi, apa

saja yang tampak sebagai syarat yang tidak sah, maka ia
digugurkan. Sedangkan apa saja yang tampak sebagai syarat yang

sejalan dengan kepada Allah, maka ia dijalankan. Adapun yang

samar hukumnya atau diperselisihkan, maka padanya berlaku

hukum perkara-perkara yang sejenisnya. Di antara syarat-syarat

yang tidak sah ini terdapat syarat yang perubahannya

membutuhkan tekad yang kuat dan kekuasaan yang efektif, serta

mendapat dukungan dari Allah dalam benfuk ilmu dan agama. Jika

tidak, usaha semata dari seseorang karena didorong oleh nafsu

darinya untuk mendatangkan duniawi atau menolak mudharat

agama, manakala ia membungkus perbuatannya itu dengan amar

ma'ruf dan nahi mungkar, maka usahanya ifu nyaris tidak akan

berhasil. Tetapi jika ia mempakan pihak dizhalimi dan mencari

orang yang bisa membantunya, lalu Allah menolongnya melalui

tangan orang yang memiliki sifat-sifat tersebut atau memberinya

kemampuan unfuk melakukan fugas tersebut, maka fujuannya

pasti tercapai. Tiada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah.

Kasus yang disebutkan penanya ifu benar-benar terjadi.

Semoga Allah memudahkan bagi mereka dan orang-orang seperti

mereka unfuk menemukan orang lrang membanfu mereka dalam

mencapai kebaikan agama dan dunia. Sesungguhnya Allah
Mahakuasa atas segala sesuafu.

Di antara perkara yang tidak diperselisihkan ulama adalah

tidumya seseorang di tempat tertentu se@ra kontinyr bukan
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termasuk perbuatan taqam.rb dan ketaatan berdasarkan pendapat

yang disepakati ulama. Yang demikian itu hanya ada di sebagian

wakfu manakala penenfuan tempatnya membawa maslahat syar'i,

seperti bermalam di malam-malam Mina, atau seperti tinggalnya

seseorang di pertatasan dengan musuh untuk berjaga, atau

bermalam di suatu tempat untuk berjalan di jalan Allah, atau

bermalam di tempat orang alim atau orang shalih agar bisa b.laj*
darinya, atau hal-hal semacam itu.

Adapun keharusan seorang muslim untuk menetap di suatu

tempat pada malam hari bukan untuk maslahat agama itu bukan

termasuk ajaran agama. Bahkan, seandainya ia bermalam hanya

sesekali waktu, maka itu juga bukan termasuk ajaran agama.

Barangsiapa yang mens5raratkan hal tersebut dan merr,rakafkan

harta unfuk fujuan tersebut, maka tidak diragukan bahwa syarat

tersebut batal dan gugur.

Bahkan, penunjukan satu tempat tertentu unfuk shalat lima
wakfu serta membaca Al Qur'an dan menghadiahkan pahala,

bukan di tempat yang ditentukan oleh Syari', juga bukan perkara
yang disyari'atkan berdasarkan pendapat yang disepakati umat
Islam. Karena ifu seandainya seseorang bemadzar unfuk shalat,

membaca Al Qur'an, atau i'tikaf di masjid tertentu selain tiga

tempat yang disebutkan dalam hadits, yaitu Masjid Al Haram,

Masjid An-Nabawi, dan Masjid Al Aqsha, maka hukumnya tidak

wajib. Ia boleh melakukannya di tempat lain. Akan tetapi, ada dua

pendapat ulama mengenai kaffarah atas Udak ditepatinya
penunjukan tempat tersebut-
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Hukum Membaca Al Qur'an dan Dzikir di Samping
Makam

Para ulama memiliki dua pendapat terkait sampainya

pahala ibadah fisik seperti bacaan Al Qur'an, shalat dan puasa

kepada mayrt. Pendapat yang paling shahih adalah pahala tersebut

sampai kepada mereka. Akan tetapi, tidak seorang ulama pun

yang mengatakan ada perbedaan keutamaan antara tempat yang

safu dengan tempat yang lain. Selain itu, tidak seorang ulama yang

menjadi panutan pun yang mengatakan bahwa shalat atau

membaca Al Qur'an di samping makam itu lebih utama daripada

di tempat lain. Sebaliknya, para ulama berbeda pendapat

mengenai makruhnya membaca Al Qur'an di samping makam.

Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad dalam salah sahr dari dua

riwayat pendapat, serta beberapa kelompok ulama salaf

memakruhkannya. Sedangkan kelompok lain dari kalangan

sahabat Abu Hanifah, Imam Ahmad dan selainnya memberikan

keringanan. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat

pendapat dari Ahmad. Sedangkan dari Asy-Syafi'i tentang semua

masalah tersebut, kami tidak mengetahui adanya pendapat yang

diredaksikan.

Tidak seorang ulama pun yang mengatakan bahwa bacaan

Al Qur'an di samping makam itu lebih utama. Barangsiapa yang

mengatakan bahwa mayit dapat memetik manfaat dari

mendengarkan bacaan Al Qur'an di samping makam, sedangkan

bacaan yang jauh tidak memberi manfaat baginya, maka pendapat

ini jelas bid'ah dan batil, bertentangan dengan ijma' ulama.'Mayit

sesudah meninggal dunia tdak memperoleh manfaat dari

perbuatan-perbuatan yang ia kerjakan, baik mendengar, membaca

atau selainnya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.
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Yang bermanfaat baginya adalah jejak-jejak dari amal
perbuatannya semasa hidupnya sebagaimana sabda Nabi ,4$,
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'Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terpufuslah

pahala amahya kecuali dari tiga hal, 3nitu sdekah jaijah, ilmu
yang dimanfaatkan, atau anak sahih yang mendoakannya.'48

Mayrt juga memperoleh manfaat dari pahala ibadah-ibadah

harta yang dihadiahkan kepadanya, seperti sedekah dan hibah

berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula

dengan ibadah-ibadah fisik menumt pendapat yang paling shahih

di antara dua pendapat mereka. Memaksa seorang muslim unfuk
tidak beramal dan bersedekah kecuali di tempat tertentu seperti itu

hukumnya batil.

Bagaimana pun, penggantian amal-amal yang disyaratkan

ini hukumnya boleh. Mengenai keberadaan syarat tersebut dari
pewakaf, manakala wakil berkedudukan seperti orang yang

mewakilkan, maka bisa jadi syarat-syarat tersebut mengandtrng

kerusakan yang kuat dibanding maslahat syar'i, seperti pekerjaan-

pekerjaan yang disyaratkan dalam akad ser,ua atas pekerjaan dalam

pertanggungan. Karena penenfuan spesifikasi mengandung

maslahat syar'i. Dengan demikian, qnrat png ditetapkan oleh

pawakaf tersebut batal. Manakala penyerdra mengurangi apa yang

diq,raratkan sebagai hak pekerja, maka pihak pekerja boleh

-t_
I

4a HR. Muslim (p€rnbahcan: Wasiat, l63l/l4lddr Ahrnad lC/3721.
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mengurangi apa yang disyaratkan sebagai kewajiban mereka sesuai

dengan kadar kekurangan tersebut. Wallahu a'lam.

Kaidah Tentang Syarat-Syarat Wakaf

Kaidah ini terkait dengan perkara-perkara yang disyaratkan

manusia dalam wakaf, karena di dalamnya ada yang mengandung

pengganti duniawi dan ukhrawi, dan ada pula yang tidak demikian.

Sebagian syarat ada yang mengakibatkan beban berat bagi

penerima wakaf.

Perbuatan-perbuatan yang disyaratkan dalam wakaf pada

perkara agama itu seper.ti wakaf terhadap para imam dan

muadzin, orang-orang yang menekuni ilmu di bidang Al Qur'an,
Hadits, Fiqih dan semisalnya, atau dengan ibadah-ibadah dan jihad

di jalan Allah. Perbuatan-perbuatan tersebut terbagi menjadi tiga
jenis, yaifu:

Perbma, amalan yang menjadi sarana taqamrb kepada

Allah, yaitu amalan wajib dan sunnah yang diserukan Rasulullah

$. Syarat semacam ini wajib dipenuhi, dan hak perolehan wakaf

tergantung pada pelaksanaannya secara garis besar.

Kedua, perkara yang dilarang Nabi $ dengan larangan

haram atau tanzih (menghindai yang haram). Syarat perbuatan

semacam ini hukumnya batal berdasarkan pendapat yang

disepakati umat Islam karena ada riwayat yang masyhur dari Nabi

S ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Beliau bersabda,
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'Ada ap gerzngan dengan suafu kaum yang menqaratkan
sSnrat-syant yang tidak ada dalam Kitab Allah? Barangsiapa Jnng
menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalant Kitab Allah,

maka 4mrat tercebut babl meshpun serafus syarat. Ktab Allah
lebih benar, dan sgarat Atlah lebih kokoh.'4e

Meskipun hadits ini muncul dengan latar belakang syrarat

perwalian bagi selain orang yang memerdekakan, namun lrang
berlaku adalah lafazh yang umum, bukan sebab atau latar belakang

yang bersifat khusus menurut mayoritas ulama. Hal ini disepakati

dalam hadits ini.

Demikian pula syarat lnng mengakibatkan terjadinya hal

yang dilarang Syari'. Syarat tensebut sarna kedudukannya dengan

perkara yang dilarang itu sendiri. Apa saja yang diketahui sebagai

perkara yang dilarang dengan sebagian dalil syar'i, maka ia sama

kedudukannya dengan perkara yang diketahui bahwa ia dilarang

secara tegas dan gamblang. Akan tetapi, terkadang ijtihad ulama

tentang sebagian perbuatan ini berMa-beda; apakah termasuk

kategori Sang dilarang atau tdak? dari sini iitihad mereka'terkait

4g Takhtjhdits telah disebutkan sebelumnyra.
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syarat tersebut pun berbeda. Ini merupakan perkara yang pasti

terjadi di tengah umat.

Termasuk kategori ini adalah perbuatan yang disyaratkan

tidak diharamkan, tetapi ia menghalangi terjadinya perkara yang

dituju dan diperintahkan. Contoh syarat ini adalah pewakaf

mensyaratkan kepada orang-orang yang berjaga di perbatasan

musuh untuk senantiasa berjaga. Yang demikian itu hukumnya

makruh dalam syari'at, dan termasuk perkara yang diada-adakan

manusia. Atau pewakaf mensyaratkan fuqaha unfuk meyakini

sebagian bid'ah yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah, atau

meyakini sebagian pendapat yang diharamkan. Atau seperti

pewakaf mensyaratkan kepada imam dan muadzin untuk

meninggalkan sebagian sunnah shalat dan adzan, atau melakukan

sebagian bid'ah shalat dan adzan, seperti pewakaf mensyaratkan

imam untuk membaca surat-surat yang pendek dalam shalat

Shubuh, atau menyambung adzan dengan dzikir yang tidak

disyari'atkan, atau mendirikan shalat 'ld di madrasah atau masjid

padahal umat Islam telah menjalankan shalat 'ld sesuai Sunnah

Nabi S.
Termasuk kategori ini adalah pewakaf mensyaratkan agar

mereka shalat sendiri-sendiri. Syarat yang bisa disamakan dengan

syarat ini adalah syarat meninggalkan hal-hal yang dianjurkan

Syari', seperti syarat kepada sufi yang tinggal di ribath atau bekerja

di madrasah yang berada di samping masjid besar agar mereka

shalat di dalam ribath atau di madrasah tersebut. Syarat seperti ini

berarti mengajak untuk meninggalkan pelaksanaan ibadah fardhu

dengan cara lnng dicintai Allah dan Rasul-Nya sehingga ryarat
seperti ini tidak perlu dihiraukan. Sebaliknya, shalat di masjid besar

itulah yang paling utama. Bahkan, masjid yang mengakibatkan
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menielaskanrqa.

Maimu'ah Frtawa lbnu Taimilyah

ful<an di sini ternpat trntuk

Ternrasuk kateggri ini adalah syarat mhrk nrcnyalakan api

di atas makam, baik b€rupa lilin, mirgak dan seicnisnya, karena

Nabi S) bersaMa,
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'Allah melaknat peremptnn-perempun yang senang

beziarah kubur, serta orang-onng tnng mengadakan masjid dan

lanpu di absn5n.'ffi

Juga seperti mendirikan masjid dan menyalakan lampu di
atas kuburan. Penulis tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan maksiat kepada

Allah dan Rasul-Nya. Perincian tentang masalah ini sangat

panjang, dan di sini penulis hanya menyebutkan garis besar dari

syarat-syarat tersebut.

Ketiga, perkara yang tidak makruh dalam syari'at dan tidak

pula dianjurkan, melainkan mubah dan seimbang kedua sisinya.

Menurut sebagian ulama, syarat seperti ini wajib dipenuhi.

Sedangkan mayoritas ulama dari berbagai ma&hab yang masyhur

dan selainnya mengatakan bahwa syarat tersebut batal. jadi,

menumt mereka tidak sah membuat syarat kecuali yang berupa

taqamrb kepada Allah, karena seseorang tidak boleh

mendermakan harta bendanya kecuali untuk hal-hal yang

fi Takhriihdits telah disebutkan sebelumnya.

L49



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimryyah'

membawa' manfaat secara agama atau'dunia. Jadi, selama'"omng

itu hidup, ia boleh membelanjakan hartanya untuk mencapai

tltjLrap tujuan yang mubah karena ia mempqroleh manfaat dari itu.

Sedangkan ,ma1nt sesudah kematiannya tidak dapat memetik

manfaat dari amal perbuatan orang hidup kecuali amal shalih yang

ia perintahkan, atau ia bantu, atau dihadiahkan kepadanya, atau

semacam ifu. Jadi, amal-amal yang bukan ketaatan kepada Allah

dan Rasul-Nya itu tidak memberi manfaat bagi mayit sama sekali.

Karena ifu seandainya pemberi wasiat atau wakaf mensyaratkan

suatu amal atau sifat yang tidak mengandung pahala, maka

usahanya itu tidak mendatangkan manfaat baginya, baik manfaat

dunia atau manfaat akhirat. Syarat semacam ini tidak boleh,

sedangkan fujuannya dalam memberikan wakaf adalah taqarrub

kepada Allah. Wallahu a'lam.

Mewakafkan Ribath dengan Syarat-Syarat yang
tidak Disyari'atkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimi3;yah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan ribath atau tempat

berjaga di perbatasan musuh. Ia juga menempatkan di tempat

tersebut sejumlah ahli Al Qur'an, dan mencukup kebutuhan

mereka setiap hari. Namun ia mensyaratkan pada mereka syarat-

syarat yang tidak disyari'atkan. Di antaranya adalah mereka harus

berkumpul di dua waktu tertenhr pada siang hari untuk

membacakan bagian tertentu dari AI Qur'an di tempat yang ia
wakafkan, bukan di tempat lain. Mereka harus membaca dalam

keadaan berjama'ah, tidak boleh terpisah-pisah. Ia juga

mensyaratkan agar mereka menghadiahkan pahala bacaan AI
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Qur'an kepadanya. Barangsiapa yang tidak melakukan apa yang

ia syaratkan di tempat yang ia wakafkan, maka ia tidak boleh

mengambil insentif yang ia tentukan. Apakah semua syarat ini

berlaku dan mengikat bagi orang yang rnengambil insentif atau

sebagiannya? Ataukah semua syarat tersebut tidak berpengaruh?

Jika bacaan Al Qur'an tersebut wajib, apakah sanua yang

disyaratkan di dalamnya juga wajib? Apakah mereka boleh

membaca ayat-ayat Al Qur'an tanpa menghadiahkan pahalanya

kepada pa,vakaf?

Syaikhul Islam lbnu Taimilryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pokok dalam

masalah ini adalah setiap amal yang disyaratkan peurakaf yang

memberikan wakaf terhadap amal tersebut hanrs berupa amal

taqarrub, baik wajib atau sunnah. Adapun persyaratan bempa

amalan yang diharamkan itu hukumnya tidak sah menumt

pendapat yang disepakati ulama. Bahkan demikian pula dengan

amal yang maknrh, dan demikian pula dengan persyaratan amalan

yang mubah menumt pendapat yang shahih.

Umat Islam sepakat bahwa syarat-syarat pa,vakaf terbagi

menjadi sah dan tidak sah, sama seperti syarat-syarat dalam

seluruh akad. Fuqaha yang mengatakan syarat-syarat pewakaf

adalah nash seperti lafazh-lafazh Syari' maksudnya adalah ia
seperti nash dalam hal indikasinya terhadap maksud pewakaf,

bukan dalam hal ka*ajibannya untuk menjalankan syarat.

Maksudnya, maksud petuakaf dapat disimpulkan dari redaksi

ucapannya, sebagaimana maksud Syari' disimpulkan dari redaksi

Syari'. Jadi, sebagaimana makna urnum dan khusus, mutlak dan

terbatas, keserentakan dan penrrutan dalam syari'at itu dapat
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diketahui dari redaksi Syari', maka demikian pula hal-hal tersebut

dalam masalah wakaf dapat dipahami dari redaksi pewakaf.

Inti dalam masalah ini adalah bahwa redaksi pewakaf,

orang yang bersumpah, pemberi syafa'at, pemberi wasiat dan

setiap pelaku akad ifu disesuaikan dengan kebiasaannya dalam

berbicara dan bahasa yang ia gunakan, baik sesuai dengan bahasa

Arab asli, atau bahasa Arab serapan, at4u bahasa Arab yang tidak

mengikuti gramatika, atau bahasa selain Arab; baik ia sejalan

dengan bahasa Syari' atau tidak. Karena tujuan dari lafal dan

ucapan adalah indikasinya terhadap maksud dan kehendak orang

yang mengucapkannya.; Jadi, kita perlu memahami kalam Syari'

karena pengetahuan tentang bahasa dan kebiasaan Syari'

menunjukkan pengetahuan tentang kehendak-Nya. Demikian pula

dalam pembicaraan setiap umat dan kaum. Jika mereka saling

berkomunikasi dalam jual-beli, sewa-menyewa, wakaf, wasiat,

nadzar dan akad-akad lain dengan suafu pembicaraan, maka

pengetahuan tentang maksud mereka dikembalikan kepada hal-hal

yang menunjukkan maksud mereka, yaitu kebiasaan mereka dalam

berbicara, serta sebab-sebab yang beriringan dengannya.

Adapun menyamakan redaksi pewakaf atau redaksi pelaku

akad lain dengan redaksi Syari' dalam hal kewajiban untuk

menerapkannya, yang demikian mempakan kekafiran berdasarkan

pendapat yang disepakati umat Islam. Karena tidak seorang pun
yang berhak ditaati setiap perintahnya sesudah Rasulullah S.
Manakala syarat-syarat sejalan dengan Kitab Allah, maka

hukumnya sah. Tetapi jika ia bertentangan dengan Kitab Allah,

maka hukumnya tidak sah sebagaimana dilelaskan dalam kitab

Ash-Shahihain dari Nabi $ bahwa beliau berkhutbah di atas

mimbar. Dalam khutbah tersebut beliau bersabda,
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Ucapan ini hukumnyra berlaku dalam jual-beli, seuro-

menye'd/a, wakaf dan selainnya berdasarkan pendapat lang
disepakati para imam, baik terjangkau oleh redaksi Syari' atau

tidak. Karena yang berlaku adalah makna utnum lafazh, btrkan

sebab yang khusus. Atau ia mencakup selain syrarat dalam jual-beli

dengan jalan qiyas.

Jika syarat-syarat parakaf terbagi menjadi sah dan batal

berdasarkan pendapat yang disepakati, maka jika ia mensyaratkan

perbuatan yang diharamkan, maka jelas bahwa syarat tersebut

batal. Karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam

maksiat kepada Allah. Jika ia mensyaratkan perbuatan yang

mubah dan tidak mengandung taqarnrb, maka syarat tersebut juga

batal karena ia menetapkan syarat yang tidak mengandung

manfaat, baik baginya atau bagi penerima urakaf. Ia sendiri tidak

bisa memperoleh manfaat keorali dengan membantu orang lain

berbuat kebajikan dan takura.

Adapun mendermakan harta benda unfuk perkara yang

mubah, manakala seseorang mernbelanjakan hartanya di masa

hidupnya, seperti membeli dan menyanra sesuafu, maka hukumnya

boleh karena ia memetik manfaat dengan memperoleh perkara-

perkara yang mubah di masa hidupnya.

Adapun pemberi wakaf dan wasiat, keduanya tidak

memetik manfaat dari perkara-perkara mubah yang dikerjakan

penerima wakaf dan wasiat di dunia; dan keduanya pun tidak

diberi pahala atas pembelanjaan harta untuk tujuan tersebut di

akhirat. Jadi, seandainya ia membelanjakan harta unfuk perkara

mubah secara sia-sia dan bodoh, maka ia tidak mengandung

argumen untuk mengambil harta. I-alu, bagaimana jika ia

memaksakan perkara mubah yang tidak mengandung fuiuan

baginya. Manfaat dunia tidak ia pefik, dan manfaat akhirat prn
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tidak ia petik. Sebaliknya, orang seperti ini tetap dianggap sebagai

orang yang menginfakkan harta untuk kebatilan, dihinakan dan

disiksa, serta dianggap sebagai orang yang memakan harta

manusia dengan jalan yang batil.

Jika Syari' telah mengatakan, "Tidak boleh ada hadiah

kemenangan kecuali dalam lomba menunggangi unta, berkuda,

atau melemparkan panah," maka itu berarti Syari' tidak

membolehkan hadiah untuk sesuatu yang tidak bisa digunakan

sebagai pendukung jihad meskipun hukumnya mubah dan

terkadang mengandung manfaat, sebagaimana dalam

pertandingan gulat dan lari. Lalu, apa alasan seseorang

memberikan insentif yang berkelanjutan untuk perbuatan yang

tidak mengandung manfaat, temtama wakaf tersebut ditahan unfuk

selama{amanya? Apa alasan .seseorang boleh menahan harta

untuk selama-lamanya guna membiayai perbuatan yang tidak

dipetik manfaatnya, baik oleh pewakaf sendiri atau oleh

pelaksananya. Yang demikian ifu mengakibatkan syarat berupa

tertahannya para ahli waris dan orang-orang lain yang berhak

unfuk memperoleh harta tersebut tanpa ada manfaat yang bisa

diperoleh seseorang. Yang demikian ifu mengakibatkan bahaya

bagi orang memperolehnya karena mereka dipekerjakan untuk

amalan yang karenanya mereka akan dihinakan serta dapat

menghalangi mereka unfuk mencapai maslahat agama dan dunia.

Jadi, tidak ada maslahat yang bisa dicapai pewakaf dan para

pelaksana wakaf. Kami telah menjelaskan kaidah ini di tempat lain.

Setelah masalah ini dipahami, maka selanjutnya perlu

dipahami bahwa bacaan Al Qur'an secara orang per orang ifu
lebih utama daripada bacaan Al Qur'an secara berjama'ah dengan

satu suara. Cara membaca Al Qur'an seperti ini dimakruhkan oleh

beberapa kelompok ulama seperti Malik, sekelompok sahabat
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Imam Ahmad dan selainnya. Sedangkan ulama yang memberikan

keringanan terhadapnya seperti sebagian sahabat Imam Ahmad

tidak mengatakan bahwa ia lebih utama daripada bacaan orcng

per orang, dimana masing-masing dari mereka membaca

keseluruhan Al Qur'an.

Adapun bacaan seperti ini, setiap orang tidak memperoleh
pahala seluruh Al Qlrr'an, melainkan setiap orang memperoleh
pahala dari apa yang ia baca. Barangsiapa lnng tidak menghafal

Al Qur'an selumhnya, maka ia tinggalkan bacaan surat yang tidak

ia hafal.

Pembacaan AI Qur'an sesudah shalat Maghrib tidak lebih

utama daripada pembacaan Al Qur'an di tengah malam atau

sesudah shalat Shubuh, serta waktu-waktu lain. Jadi, tidak ada nilai
taqamrb pada pengkhususan bacaan Al Qur'an di waktu tersebut.

Seandainya seseorang bemadzar unfuk mengerjakan shalat,

puasa, membaca Al Qur'an atau i'tikaf di suatu tempat tertenfu,
jika tempat yang ditunjuknya itu memiliki keistima;man dalam

syari'at, seperti shalat dan i'tikaf di tiga masjid (Masjid Al Haram,

Masjid Nabawi dan Masjid Al Aqsha), maka nadzar tersebut wajib
dipenuhi. Tetapi jika tempat yang ditunjuknya tidak memiliki

keistimeuraan, seperti shalat dan i'tikaf di masjid berbagai kota,
maka na&ar tidak mesti dikerjakan di tempat tersebut. Nabi $
bersaMa,

';ti )iJ Ut .'ib:rV l,r U bf )i A
3- )i, .11 \Fp-

Ot a.
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"Barangsiapa yang bemadzar unfuk menaati Allah, maka

hendaHah ia menaati Allah. Barangsiapa yang bemadzar untuk

maksiat kepada Allah, maka hendaklah ia tidak maksiat kepada

Allah.'61

Nadzar yang wajib dipenuhi saja tidak menjadi wajib kecuali

na&ar yang berupa ketaatan berdasarkan pendapat yang

disepakati para imam. Jadi, tidak wajib memenuhi nadzar terhadap

perkara yang mubah, sebagaimana tidak wajib memenuhi nadzar

yang diharamkan berdasarkan pendapat yang disepakati para

ulama dalam dua kasus tersebut. Mereka hanya berbeda pendapat

mengenai kewajiban ka{farah seperti madzhab Malik, Abu Hanifah

dan AsySyafi'i.

[alu, bagaimana dengan akad selain nadzar yang

kawajibannya tidak dijelaskan oleh dalil-dalil syar'i seperti dalam

nadzar?

Adapun persyaratan agar pahala tilawah dihadiahkan

kepada pau,rakaf, masalah ini didasarkan pada penghadiahan

pahala ibadah-ibadah fisik seperti shalat, puasa dan bacaan Al

Qur'an. hadah-ibadah harta boleh dihadiahkan pahalanya tanpa

ada perbedaan pendapat. Sedangkan dalam penghadiahan pahala

ibadah fisik terdapat dua pendapat yang masyhur.

Adapun persyaratan agar pahala tilawah dihadiahkan

kepada pewakaf, masalah ini didasarkan pada penghadiahan

pahala ibadah-ibadah fisik seperti shalat, puasa dan bacaan Al

Qur'an. Ibadah-ibadah harta boleh dihadiahkan pahalanya tanpa

ada pertedaan pendapat. Sedangkan dalam penghadiahan pahala

ibadah fisik terdapdt dua pendapat yang masyhur.

sr Takhriinya telah disebutkan sebelumnya.
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Ulama yang madzhabn5n tidak membolehkan

penghadiahan pahala ibadah fisik seperti mayoritas sahabat Malik

dan Asy-Syafi'i, syarat ini batal menunrt mereka seperti seandainya

syarat agar penerima wakaf menanggung hutang panrakaf, karena

seseorang tidak menanggung dosa orang lain.

Sedangkan ulama yang madzhabnya membolehkan

penghadiahan pahala ibadah fisik seperti Imam Ahmad, para

sahabat Abu Hanifah dan sekelompok sahabat Malik, maka

masalah ini dilihat dari sisi lain. Yaitu, penghadiahan pahala itu
hanya dilakukan untuk ibadah yang ditulukan unfuk mencari ridha

Allah. Adapun ibadah 5nng terlaksana karena pengupahan dengan

akad sewa-menyewa dan ji'alah, maka ia tidak dianggap sebagai

amal taqam.rb kepada Allah. Karena jika boleh mengupah orcmg

untuk menjadi imam, adzan, membaca Al @r'an dan semisalngra,

maka kami katakan...52

Kebolehan Mengambil Gaji Tanpa Memenuhi
Syarat Pewakaf untuk Shalat di Madrasah

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang merpakafkan madrasah di Baitul

Maqdis, tetapi ia mensyaratkan kepada para penerimanSn untuk
shalat lima waktu di madrasah tersebut. Apakah syarat ini sah atau

tidak? Apakah orcmg yang ditempatkan di tempat tersebut boleh

shalat lima waktu di Masjid Al Aqsha, bukan di madrasah tersebut,

tetapi mereka tetap mengambil gaji mereka? Ataukah mereka

52 Kosong pada naskah asli.
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tidak boleh mengambil sedikit pun dari gaji terebut kecuali dengan

menjalankan syarat ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Syarat ini tidak sah dan tidak menjadi faktor yang

menentukan hak sebagaimana yang difatwakan oleh Syaikh

'lzzuddin bin Abdussalam dan ulama lain berdasarkan banyak dalil.

Kami telah menjelaskan di tempat lain berikut pendapat para

ulama tentang hal tersebut.

Orang-orang yang tinggal di madrasah tersebut boleh shalat

lima waktu di Masjid Al Aqsha, bukan di madrasah. Meski

demikian, mereka tetap berhak atas gaji yang ditetapkan bagi

mereka, dan yang demikian itu lebih utama bagi mereka daripada

shalat di madrasah. Penolakan untuk shalat di Masjid Al Aqsha

demi memperoleh kehalalan gaji merupakan sikap wara' yang

salah dan menghalangi pelakunya untuk memperoleh pahala yang

besar dari shalat di masjid. Wallahu a'lam.

Hukum Terkait Wakaf Ribath Terhadap Kaum Sufi

Syaikhul Islam Ibnu Taim\ryah Ditanya

Apa pendapat para ulama tentang seseorang yang

mewakafkan ribath (sejenis padepokan) kepada kaum sufi. Tempat

tersebut sudah lama dan telah berjalan sesuai norrna-nolrna kaum

sufi seperti dalam masalah makanan, pertemuan sesudah shalat

Ashar, dan lain sebagainya. Kemudian tempat wakaf tersebut

dikelola oleh seseorang, lalu orang ini berusaha untuk
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menghilangkan norma-norrna sufi, serta menetapkan pada orang

yang tinggal di tempat tersebut syarat-syarat yang selama ini tidak

berlaku di dalamnya sama sekali. Kemudian mereka shalat lima

waktu di tempat ini, membaca Al Qur'an sesudah shalat Shubuh

sekitar satu setengah juz dan sesudah shalat Ashar sekitar tiga juz.

Jika salah seorang di antara mereka tidak menghadiri shalat atau

bacaan Al Qur'an, maka ia ditulis absen, padahal tempat ini tidak

diketahui memiliki surat wakaf dan syarat.

Apakah boleh mengadakan synrat-syarat yang baru atas

mereka atau tidak? Apakah orang yang mengadakannya berdosa

atau tidak? Apakah pengelolanya sekarang boleh menulis

kehadiran mereka atau tidak? Apakah syarat-syarat ini wajib
dibatalkan atau tidak? Apakah waligryul amr memperoleh pahala

seandain5n ia membatalkan syarat-syarat tersebut atau tidak? Jika
syarat-syarat ini telah ditetapkan oleh pewakaf, apakah wajib

dipenuhi atau tidak? Apakah jika di antara jama'ah tersebut ada

yang menekuni ilmu-ilmu syari'at ifu lebih utama daripada.orang
yang hanya berpenampilan luar tetapi tidak punya ilmu? Apakah
orang yang tidak memiliki ilmu syari'at boleh mengambil gaji

darinya atau tidak? Jika di antara mereka ada yang menekuni ilmu
tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, apakah ia
lebih berhak daripada orang yang tdak menguasai ilmu-ilmu

syari'at? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda. Kami
juga memohon Anda unfuk memberikan penjelasan yang memadai

dengan dalil dari Kitab dan Sunnah. Semoga Allah meridhai Anda.

SSlaikhul Islam Ibnu Taimgph Menjawab

Pengelola wakaf tidak boleh mengadakan syarat-syarat ini
atau syarat-syarat lain, karena pengelola hanyra menjalankan q,rarat
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pewakaf. Ia tidak boleh berinisiatif mengadakan syarat-syarat bam

yang tidak diwajibkan oleh pewakaf dan tidak pula diwajibkan oleh

Syari'. Orang yang mengadakan syarat-syarat tersebut berdosa

karena menghalangi hak orang yang berhak sehingga mereka

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajib. Ia juga tidak

boleh mencatat absensi orang yang tidak hadir. Sebaliknya, syarat-

syarat ini wajib dibatalkan, sedangkan orang yang bemsaha

membatalkannya untuk mencari ridha Allah mendapat pahala.

Adapun sufi yang boleh masuk ke dalam wakaf atas kaum

sufi itu harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

Pertama, ia harus adil dalam agamanya; menjalankan

berbagai ka,r,rajiban dan menjauhi berbagai larangan.

Kedua, ia harus menjaga sebagian besar adab syari'at di

sebagian besar waktunya meskipun fidak wajib, seperti adab

makan, minum, berpakaian, tidur, bepergian, mengendarai,

bergaul dengan orang lain, serta adab-adab mulia lain dalam

bentuk ucapan dan perbuatan. Ia tidak boleh beralih kepada adab

yang dimunculkan oleh sebagian sufi dan tidak memiliki dasamya

dalam agama, seperti mengikuti model pakaian tertenfu dan hal-

hal semacam ifu yang tidak dianjurkan dalam syari'at. Karena

landasan adab adalah mengikuti Sunnah.

Ia juga tidak boleh menghiraukan adab-adab syari'at yang

dirunh-rhkan oleh sebagian orang yang mengaku ahli Fiqih-
Iantaran ilmunya yang minim, bahwa ia bukan termasuk adab

syari'at karena tidak terdapat dalam ilmu yang sampai kepadanya,

atau tidak,terdapat dalam kitab-kitab yang ia telaah. Sebaliknya,

ketentuan yang berlaku dalam masalah adab adalah apa yang

diajarkan oleh syari'at dalam benfuk ucapan, perbuatan dan
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meninggalkan sesuatu, sebagaimana yang berlaku dalam perkara

fardhu dan haram adalah ajaran syari'at.

Kefiga, qana'ah terhadap rezels yang seadanya, dengan

pengertian ia tidak mengejar dunia di luar kebutuhannya.

Barangsiapa yang mengumpulkan kekayaan yang tidak diperlukan

maka ia bukan termasuk golongan sufi yang kepada mereka itulah

panakaf bemiat unfuk menSnlurkan rea.elrj, meskipun terkadang

\/akaf bisa menampung mereka untuk tinggaldi dalamnp.

Jadi, barangsiapa yang memenuhi tiga kriteria ini, maka ia

termasuk sufi yang dimaksudkan untuk tinggal di tempat tersebut

dan menerima wakaf. Sedangkan orang-orang yang berada di atas

mereka, yaitu orang-orang yang mencapai tingkatan-tingkatan

yang tinggi dan kondisi spirihral yang bersih, mencapai hakikat-

hakikat agama dan menerima karunia nbbani, mereka tercakup ke

dalam maksud umum. Akan tetapi, wakaf tidak dikhususkan bagi

mereka karena jumlah mereka sangat minim. Juga karena sulit

membedakan keadaan batin pada sebagian besar manusia,

sehingga tidak mungkin untuk mengaitkan hak duniawi pada sifat-

sifat tersebut. Juga karena jarang sekali orang seperti mereka

tinggal di ribath.

Adapun orang-orang yang berada di bawah tingkatan

tersebut, yaifu orang-orang yang sangat lemah spirifual dan

amalnya, melainkan sekedar menjalani formalitas dalam hal

pakaian, cara berjalan dan semacamnya, mereka tidak berhak atas

wakaf dan tidak tercakup ke dalam apa yang disebut sufi, terlebih
jika hal tersebut merupakan perkara baru yang diada-adakan, tidak

ada dasarnya dalam Sunnah. Pendermaan harta benda kepada

orang-orang hanya menjalani formalitas merupakan tndakan
bermain-main dengan agama, mengambil harta manusia dengan
jalan yang batil, dan menghalangi manusia dari jalan Allah.
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Jika ada sufi yang memiliki nilai tambah, seperti

kesungguhan dalam ibadah-ibadah sunnah, atau berusaha unfuk

memperbaiki keadaan hati, atau berusaha memenuhi ilmu yang

fardhu hfayah, maka ia lebih utama daripada sufi lain.

Adapun orang yang tidak menerapkan etika syari'at, ia

tidak berhak atas insentif apapun. Penuntut ilmu yang tidak

sampai batasan cukup secara sempurna itu lebih utama daripada

orang yang fidak menerapkan etika syari'at dan tidak memiliki

ilmu. Bahkan, orang seperti ini tidak memiliki hak sama sekali.

Sebagian Syarat Bermaslahat, Sedangkan Sebagian
yang Lain tidak Bermaslahat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyryah Ditanya

Apa pendapat para ulama tentang syarat-syarat yang telah

menjadi kebiasaan dari para pewakaf kepada para penerima

wakaf, yaifu syarat-syarat yang sebagiannya memiliki manfaat yang

nyata dan mengandung maslahat yang difunfut, tetapi sebagiannya

tidak mengandung tujuan yang besar bagi pewakaf. Ada kalanya

syarat tersebut memberatkan penerima wakaf sehingga apabila ia

melaksanakannya maka ia merasakan beban yang berat. Tetapi
jika ia mengabaikannya, maka ia khawatir berdosa dan menerima

sesuatu yang haram.

Contohnya adalah persyaratan orang yang me\ rakafkan

nbath (padepokan suft) dan madrasah agar orang yang tinggal di

dalamnya harus menetap, tidak menikah, mengerjakan shalat

fardhu di ribath, mengkhususkan bacaan tertenfu di tempat

tertentu, atau berasal dari kota dan kabilah tertenfu, atau
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mengikuti madzhab tertenfu, serta syarat-syarat lain yang serupa.

Apakah syarat-syarat ini dan semisalnya ifu hukumnya mubah

secara garis besar, dan pewakaf memiliki fujuan yang mengikat

sehingga tidak seorang pun yang boleh melepaskan hrjuan

tersebut? Ataukah hanya sebagian syarat saja yang mengikat,

sedangkan sebagian yang lain tidak? Syarat mana yang mengikat

dan yang tidak mengikat? Apa kriteria untuk syarat yang mengikat

dan yang tidak mengikat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimil6rah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perbuatarr-

perbuatan yang disyaratkan dalam wakaf pada perkara agama ifu
seperti wakaf terhadap para imam dan muadzin, orang-orang yang

menekuni ilmu di bidang Al Qur'an, Hadits, Fiqih dan semisalnya,

atau dengan ibadah-ibadah dan jihad di jalan Allah. Perbuatan-

perbuatan tersebut terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

Pertama, perbuatan yang menjadi sarana taqam.rb kepada

Allah, yaitu amalan wajib dan sunnah yang diserukan Rasulullah

$. Syarat semacam ini wajib dipenuhi, dan hak perolehan wakaf

terganfung pada pelaksanaannya secara garis besar.

Kedua, perbuatan yang dilarang Nabi S dengan larangan

haram atau tanzih (menghindari yang haram). Syarat perbuatan

semacam ini hukumnya batal berdasarkan pendapat yang

disepakati umat Islam karena ada riwayat yang masyhur dari Nabi

S ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Beliau bersabda,
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"Ada apa gerangan dengan suafu kaum yang mensSnratkan

syarat-syamt yang tidak ada dalam Kitab Allah? Barangsiapa yang

menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah,

maka syarat tersebut batal meskipun semfus syarat. Kitab Allah
lebih benar, dan syarat Allah lebih kokoh.'53

Meskipun hadits ini muncul dengan latar belakang syarat

perwalian bagi selain orang yang memerdekakan, namun yang

berlaku adalah lafazh yang umum, bukan sebab atau latar belakang

yang bersifat khusus menumt mayoritas ulama. Hal ini disepakati

dalam hadits ini.

Demikian pula syarat yang mengakibatkan terjadinya hal

yang dilarang Syari'. Syarat tersebut sama kedudukannya dengan

perkara yang dilarang itu sendiri. Apa saja yang diketahui sebagai

perkara yang dilarang dengan sebagian dalil syar'i, maka ia sama

kedudukannya dengan perkara yang diketahui bahwa ia dilarang

secara tegas dan gamblang. Akan tetapi, terkadang ijtihad ulama

tentang sebagian perbuatan ini berbeda-beda; apakah termasuk

kategori yang dilarang atau tidak? dari sini ijtihad mereka terkait

ss Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya.
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syarat tersebut pun berbeda. Ini merupakan perkara yang pasti

terjadi di tengah umat.

Termasuk kategori ini adalah perbuatan yang disyaratkan

tidak diharamkan, tetapi ia menghalangi terjadinya perkara yang

difuju dan diperintahkan. Contoh syarat ini adalah pewakaf

mensyaratkan kepada orang-orang yang berjaga di perbatasan

musuh untuk senantiasa berjaga. Yang demikian itu hukumnya

makruh dalam syari'at, dan termasuk perkara yang diada-adakan

manusia. Atau pewakaf mensyaratkan fuqaha unfuk meyakini

sebagian bid'ah yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah, atau

meyakini sebagian pendapat yang diharamkan. Atau seperti

pevuakaf mensyaratkan kepada imam dan muadzin unfuk
meninggalkan sebagian sunnah shalat dan adzan, atau melakukan

sebagian bid'ah shalat dan adzan, seperti pewakaf mensyaratkan

imam unfuk membaca surat-surat yang pendek dalam shalat

Shubuh, atau menyambung adzan dengan dzikir yang Udak

disyari'atkan, atau mendirikan shalat 'ld di madrasah atau masjid

padahal umat Islam telah menjalankan shalat 'ld sesuai Sunnah
Nabi nS.

Termasuk kategori ini adalah pauakaf mensyaratkan agar

mereka shalat sendiri-sendiri. Syarat yang bisa disamakan dengan

syarat ini adalah syarat meninggalkan hal-hal yang dianjurkan
Syari', seperti syarat kepada sufi yang tinggal di ribath atau bekerja

di madrasah yang berada di samping masjid besar agar mereka

shalat di dalam ribath atau di madrasah tersebut. Syarat seperti ini
berarti mengajak unfuk meninggalkan pelaksanaan ibadah fardhu

dengan cara yang dicintai Allah dan Rasul-Nya sehingga syarat

seperti ini tidak perlu dihiraukan. Sebaliknya, shalat di masjid besar

itulah yang paling utama. Bahkan, masjid yang mengakibatkan
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mudharat harus diruntuhkan. Bukan di sini tempat untuk

menjelaskannya.

Termasuk kategori ini adalah syarat unfuk menyalakan api

di atas makam, baik berupa lilin, minyak dan sejenisnya, karena

Nabi $ bersabda,

,A; ;i$tt tr-$t -ttf:: hr ';)

j;tt-r*raire
"Allah melaknat perempuan-perempuan yang senang

berziarah kubw, serta orang-orang Wng mengadakan masiid dan

lampu di atasnya.'54

Juga seperti mendirikan masjid dan menyalakan lampu di

atas kuburan. Penulis tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat bahwa perbuatan tersebut menrpakan maksiat kepada

Allah dan Rasul-Nya. Perincian tentang masalah ini sangat

panjang, dan di sini penulis hanya menyebutkan garis besar dari

syarat-syarat tersebut.

Ketiga, perkara yang tidak makruh dalam syari'at dan tidak

pula dianjurkan, melainkan mubah dan seimbang kedua sisinya.

Menurut sebagian ulama, syarat seperti ini wajib dipenuhi.

Sedangkan mayoritas ulama dari berbagai madzhab yang masyhur

dan selainnya mengatakan bahwa syarat tersebut batal. jadi,

menumt mereka tidak sah membuat syarat kecuali yang berupa

taqam.rb kepada Allah, karena seseorang tidak boleh

mendermakan har.ta bendanya kecuali untuk hal-hal yang

s Takhaihdits telah dts€butkan
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membawa manfaat secara agama atau dunia. Jadi, selama orang

itu hidup, ia boleh membelanjakan hartanya untuk mencapai

tujuan-tujuan yang mubah karena ia memperoleh manfaat dari itu.

Sedangkan mayrt sesudah kematiannya tidak dapat memetik
manfaat dari amal perbuatan orang hidup kecuali amal shalih yang

ia perintahkan, atau ia banhr, atau dihadiahkan kepadanya, atau

semacam itu. Jadi, amal-amal yang bukan ketaatan kepada Allah

dan Rasul Nya itu tidak memberi manfaat bagi mayit sama sekali.

Karena itu, seandainya pemberi wasiat atau wakaf

mensyaratkan suatu amal atau sifat yang tidak mengandung

pahala, maka usahanya itu tidak mendatangkan manfaat baginya,

baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Syarat semacam ini tidak
boleh, sedangkan tujuannya dalam memberikan wakaf adalah

taqamrb kepada Allah. Syari' lebih tahu daripada para pewakaf

tentang hal-hal yang menjadi sarana taqamrb kepada Allah.
Karena itu, syarat-syarat mereka harus disesuaikan dengan apa

yang disyaratkan dan diridhai Allah.

Nabi $ bersabda,

,f* "J'l 
-)G'11t';L e \L'J*, \

ll-z

"ndak boleh ada hadiah kemenangan kecuali dalam lomba

menunggangi unta, berkuda, atau melemparkan panah.'5s

Hadits ini diterapkan oleh fuqaha ahli hadits dan para

pengikut mereka. Beliau melarang pemberian hadiah dalam

perlombaan kecuali dalam perlombaan yang bisa mendukung jihad

ss HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 25741, At-Tirmidzi (pembahasan: Jihad,
1700) dengan menilainya hasan, dan Ibnu Majah (penrbahasan: Jihad, 28781, mereka
semua dari Abu Hurairah q5.
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yang merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. L-alu,

apa alasan kebolehan memberi insentif yang kontinu kepada orang

yang senantiasa melakukan perbuatan yang bukan merurpakan

ketaatan kepada Allah?

Para ulama pasti mengetahui kaidah ini, tetapi mereka

berbeda pendapat dan selera dalam sebagian masalahnya, namun

hal tersebut tidak bisa dirinci di sini. Akan tetapi, seseorang yang

memperoleh hidayah dari Allah pasti melihat dengan jelas maksud

dalam sebagian besar perkara tersebut. Para ulama menyebut

pokok-pokok semacarn ini dengan istilah tahqiq aJ manath
(menyimpulkan alasan dengan nash atau ima).Misalnya adalah

mereka semua mensyaratkan keadilan dalam kesaksian dan

mev.rajibkan nalkah dengan cara yang ma'ruf, atau hal-hal

semacam itu. Kemudian terkadang ijtihad mereka berbeda-beda

mengenai sebagian syarat tersebut; apakah itu syarat dalam sifat

adil? Mereka juga berbeda pendapat mengenai sifat infak dengan

cara yang ma'ruf. Berikut nanti kami akan menyampaikan

penjelasannya dalam bentuk contoh.

Adapun jika parakaf mensyaratkan kepada orang-orang

tinggal di ribath atau madrasah agar mereka shalat fardhu lima

waktu di tempat tersebut, maka harus dilihat apakah di dalamnya

ada tujuan syar'i atau tidak. Seperti seandaingra seseorang

bemadzar untuk shalat di suafu tempat tertentu. Jika penunjukan

tempat itu mengandung nilai taqamrb, maka wajib dipenuhi, yaifu

dengan shalat di tempat tersebut manakala ia tidak bisa

mengerjakan shalat yang setara dengan shalat di tempat tersebut

atau lebih utama. Jika tidak demikian, maka yang wajib dipenuhi

adalah shalatnya, sedangkan penenhran tempatnya tidak.

Biasangn, penentuan ternpat tidalr mengandtrng fuiuan q;ar'i.
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Jika pewakaf mensyaratkan agar mereka shalat lima waktu
secara berjama'ah di tempat wakaf, maka yang diambil adalah
jama'ah-nya karena jama'ah merupakan fujuan syar'i sehingga

barangsiapa yang tidak shalat secara jama'ah maka ia Udak

memenuhi syarat yang sah. Sedangkan penentuan tempaforya

seperti telah dijelaskan di atas.

Mengenai syarat agar mereka hidup tanpa nikah, pendapat

yang paling mendekati Kitab dan Sunnah adalah syarat tersebut

tidak sah sama sekali, baik terhadap ulama, ahli ibadah, atau ahli
jihad. Karena kebanyakan manusia memiliki syahwat, dan
pemikahan adalah hak mereka manakala ada kemampuan, baik

hukumnya wajib atau sunnah. Jadi, persyaratan hidup tanpa nikah
bagi mereka ifu bertentangan dengan syari'at.

Jika dikatakan bahwa yang diminta untuk tidak menikah

adalah orang yang tidak disunnahkan menikah menurut ulama,

maka kebanyakan pemuda tidak tercakup ke dalam syarat ini.

Padahal, mereka inilah yang pada umumnya diharapkan memberi

konhibusi unfuk mengajar, sehingga seolah-olah palakaf
mengatakan, "Aku meuuakafkan kepada para pengajar yang pada

umumnya tidak diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi."
Padahal Nabi fl$ apabila menerima kiriman harta benda, maka

beliau membaginya; dua bagian untuk yang sudah berkeluarga,

dan safu bagian untuk yang belum berkeluarga. L-alu, apa alasan

dalam wakaf ini orang yang sudah berkeluarga dihalangi untuk
memperoleh haknya? Nabi # pemah bersabda kepada para

sahabat beliau yang menuntut ilmu dan ahli ibadah,
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"Wahai para pemuda! Banngsiapa di antara kalian Jnng
sanggup mengadakan bkw pemikahan, maka hendaklah ia
menikah karena pemikahan ifu lebih menundukkan pandangan

dan tebih menjaga kemaluan.'66

Apa alasan melarang nikah kepada para pelajar dan ahli

ibadah, sedangkan Syari' menganjurkan amalan tersebut. Bahkan

Nabi $ bersabda, "Tidak ada kehidupan rahib dalam Jslam.'57

L-alu, bagaimana mungkin persyaratan kehidupan rahib itu

dihukumi sah?

Dugaan sebagian orang bahwa kehidupan membujang itu

lebih membantu dalam menghadapi muslihat syetan, belajar dan

ibadah mempakan dugaan yang keliru serta bertentangan dengan

syari'at dan realitas. Sebaliknya, pemikahan itu lebih membantu

untuk menghadapi muslihat syetan. Dukungan kepada para ahli

ibadah dan pelajar itu lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya daripada

dukungan kepada orang-orang yang menjalani kehidupan pendeta,

namun bukan di sini tempat untuk merinci masalah tersebut.

s6 HR. Al Brkhari (pembahasan: Nloh, 5066) dan Muslim (pernbahasan: Nikah,
t40o./31.

s7 At 'Aihrni dahm kitab l{aryf Al l(lnla'(3154) berkata, "hnu Ha}u berkata.
"Menunrtku hadts tosebut bulon dernikhn redakshya, tetapi hadits Sa'd bin Abu
Waqqa"h riu,alrat AI Baihaqi berlnrnyi: '%wguhngn Albh t&h nanganti
kdidupn tdtib fui kita dagin rynn jang lws &n tolenn."
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Demikian pula dengan persyaratan agar orang yang tinggal

di madrasah berasal dari kota tertenfu, atau dari kabilah tertenfu,
baik bagi imam atau bagi rnua&in, karena Nabi $ bersabda,

G t;g "u) ar qv,<. i3ji ?'-rtt ?U

tfur G t; -'ot] 4*u.'jIjLG ,t? ;ir;st

it? ,4t G t;s"o\t ,i:,.e"&nL ,t;
,6 c tt.c-{i

. tj*., f-€r.l9t9

'Yang berhak mengimami suafu kaum adalah Wng paling
pandai membaca Kitab Allah di antara mereka. Jika mereka sama

dalam hal bacaan, maka yang paling mengetahui Sunnah di antara

mereka. Jika mereka sama dalam pengetahuan tentang Sunnah,

maka yang paling dahulu hijrahnya di antara mereka. Jika mereka

sama dalam hal hijrah, maka yang paling fua di antara mereka.'68

Masjid adalah milik Allah. ia dibangun karena Allah dengan

cara yang disyari'atkan Allah. Jika imam masjid ditunjuk dari

daerah tertenfu, maka bisa jadi di wilayah tersebut ada seseorang

yang lebih berhak darinya untuk menjadi imam menurut syarat

yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Jika kita menjalankan syarat

pewakaf dalam keadaan ini, maka akibatrya perintah Allah dan

Rasul-Nya ditinggalkan, padahal syarat Allah itu lebih berhak

ditunaikan dan lebih kokoh.

5a HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 673/291\
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Adapun syarat-syarat lain Sang ditanyakan, masing-masing

dari syarat tersebut membufuhkan penjelasan tersendiri, tidak muat

untuk dipaparkan dalam kertas jawaban ini. Tetapi kami

menjelaskan prinsip dalam masalah ini. Karena ifu, orang yang

beriman kepada Allah hams selalu memperhatikan setiap hal 5nng
dicintai Allah dan Rasul-Nya dari manusia, lalu berusaha untuk

mewujudkannya dengan wakaf dan selainnya; memperhatikan

setiap hal yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, lalu berusaha untuk

meniadakannya; serta memperhatikan hal yang tidak dicintai Allah

dan tidak pula dibenci-Nya, lalu ia tinggalkan haltersebut dan tidak

menautkan hak wakaf padanya. Wallahu a'lam. Segala puji bagi

Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan karunia

dan keselamatan pada Muhammad beserta keluarga dan para

sahabat beliau hingga hari pembalasan.

Tinggalnya Perempuan di Zawiyah Wakaf Bersama
para sufi

Syaikhul Islam Ibnu Taimi5ryzah Ditanya

Ada sebuah awiyah (rumah sufi) yang dihuni oleh sepuluh

orang sufi. Sedangkan di zawi5nh tersebut terdapat satu menara

yang dihuni oleh seorang perempuan 1nng Udak menikah. Ia
termasuk kelompok wanita pertengahan. Padahal panrakaf tidak

mensyaratkan kepada perempuan tersebut unfuk tinggal di
zawiyah, dan ia juga bukan kerabat patakaf. Tidak ada yang

tinggal di menara tersebut selain perempuan tersebut. Apakah ia

boleh tinggal di menam tersebut bersama para sufi? Berilah kami

fatwa, semoga Allah membalas Anda.
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Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika syarat

per,vakaf adalah tidak boleh ditinggali selain kaum laki-laki, baik
yang sudah menikah atau yang belum menikah, maka perempuan

tersebut dilarang tinggal sesuai dengan tuntutan syarat- Demikian
pula, perempuan dilarang tinggal bersama laki-laki, dan lakilaki
dilarang tinggal bersama perempuan lantaran hak Allah. Wallahu

a'lam.

Seorang Hakim Ikut Pengelola Wakaf Bersama
Pengelola yang Sah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pengelola wakaf yang memiliki kewenangan

yang syar'i atas wakaf tersebut. Sedangkan wakaf tersebut dikelola

oleh seseorang tanpa memperoleh kewenangan oleh pengelola

wakaf yang sebenamya. Ia mengelola hanya berdasarkan

kewenangan salah seorang hakim karena ia memiliki hak

pengawasan umum. Kemudian pengelola memberhentikan

pengurus ini, tetapi ia tetap bekerja sesudah diberhentikan.

Kemudian pengelola meminta hakim mencegah orang tersebut

agar tidak ikut mengelola, namun hakim mendakwa pengelola

dengan suafu dakwaan, lalu ia mengingkarinya. Apakah orang

tersebut boleh mengelola wakaf tanpa ada perintah dari pengelola

yang sah? Apakah ia boleh menjadi hakim antara dirinya dan

pengelola yang menjadi seterunya tanpa melibatkan hakim-hakim

yang lain? Jika ia melanggar hak pengelola, apa sanksi yang

pantas untuknya atas pelanggaran haknya ifu?
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Syaikhul Istam lbnu Taimiyyah Menjawab

Hakim tersebut tidak boleh mengelola wakaf tanpa ada

perintah dari pengelola yang sah, keorali jika pengelola yang sah

tersebut bertindak melampaui batas sehingga hakim boleh

mencegahnya manakala ia telah keluar dari kauajibannya.

Jika terjadi perselisihan antara pengelola dan hakim, maka

yang menghakimi keduanya adalah hakim lain berdasarkan hukum

Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang melanggar hak orang lain,

maka pelanggaran haknya ifu diberi sanksi, baik dengan sanksi

yang serupa dengan tindakannya manakala dimungkinkan, atau ia

diberi sanksi sesuai kemungkinan se@ra syari'at. Wallahu a'lam.

Adanya Dua Pengelola atas Satu Wakaf

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyrah Ditanya

Ada sebuah wakaf yang dikelola dua orang pengelola.

Apakah keduanya boleh berbagi atas wakaf sehingga masing-

masing mengawasi bagiannya sendiri-sendiri?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keduanya tidak

boleh mengelola kecuali secara bersama-sama atas seluruh obyek

kelola. Jika salah satunya melakukan tindakan sendiri, maka

hukumnya tidak boleh. Lalu, bagaimana jika keseluruhan wakaf itu

dibagi? Syari'at menetapkan afuran untuk menyafukan aset yang

terpecah akibat pembagian dan syuf'ah. Lalu, bagaimana mungkin
yang tersatukan itu dipecah?
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Masalah Pengutamaan Gaji unfuk Pengelola
daripadp,Fgqaha

Sytrikhul Islam Ibnu Taimiygrah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan suatu wakaf, dan ia
menetapkan gaji unfuk pengelola, sebagaimana ia menetapkan gaji

untuk fuqaha yang berkecimpung di dalamnya. Apakah gaji untuk
pengelola lebih diutamakan atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam redaksi

pertanyaan di atas tidak ada hal yang menunjukkan bahwa

pengelola lebih didahulukan dalam memperoleh gaji. Sebaliknya,

dalam redaksi tersebut digunakan kata sambung "dan" yang

menunjukkan kebersamaan yang mutlak. Jika ada dalil terpisah

yang menunjukkan kebolehan unfuk mengistimewakan dan

mendahulukan salah safu pihak di luar syarat tersebut, seperti

pengelola memperoleh upah pekerjaannya dalam keadaan miskin

semisal pembawa wasiat anak yatim, maka dalil yang tcjrpisah dan

syar'i tersebut diberlakukan. Jika tidak, maka syarat perkataan

tidak menunjukkan pengistimewaan. Wallahu a'Jam.

Pemberian Hak oleh Pewakaf kepada Pengelola
unfuk Bertindak Sesuai Maslahat

Syaikhul Islam lbnu Taimiglah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan suafu wakaf kepada

sekelompok orang tertenfu. Di antara mereka ada yang ditetapkan

175



Maimu'ah Fatrwa lbnu lhimiyyah

gaiin!,a oleh peuakaf dalarn iumlah tertenhr karena pekerjaannya.

P€il,altaf menrberikan hak kepada pengelola rrnttrlc mer4phrrkan

u,akaf kepada siapa saia di antan merelo, serta mengelratkan

siapa saia di antara merelra, meng nti siapa sa!a, menambatrkm
gaji siapa saja yang ia maq dan mengurangi gaii siapa saja sesrai

kebilakannya. Pengelola lantas memberhentikan salah seorang di

antara mereka dan menggantin5ra dengan orang yang memiliki

kecakapan unfuk bekerja dengan gaji tertenhr sesuai dengan

pekerjaannya, tetapi ia merrpertahankan sisanya karena maslahat

wakaf. Apakah pengelola boleh melakukan hal tersebut atau tidak?

Jika ia mengeluarkan ses€oftrng karena maslahat tetapi orang

tersebut tetap menerima gaji sesudah ia mengetahui

pemberhentiannya, apakah ia dianggap fasik dan wajib

mengembalikan apa yang telah ia ambil atau tidak? Apakah
pengelola wajib menjelaskan maslahat atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengelola tidak

boleh melakukan sesuafu terkait umsan wakaf kecuali sesuai

dengan funtutan maslahat syar'i, dan ia harus mengerjakan yang

paling besar maslahatnya. Jika wakaf memberinya hak untuk

menghentikan siapa saja dan menambahkan insentif siapa saja

atau menguranginya, maka orang yang berhak dengan syarat ini

Udak boleh menumti nafsu dan dugaan, melainkan ia harus

melakukan hal yang tertaik untuk mencari ridha Allah dan Rasul-

Nya. Ketenhran ini berlaku pada setiap orang yang bertindak

terhadap orang lain berdasarkan hukum perunlian, seperti imam,

hakim, peurakaf, pengelola wakaf dan lain-lain. Jika dikatakan

bahwa ia diberi kebebasan memilih antara ini dan ifu, atau
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melakukan apa yang ia mau dan lihat, maka yang dimaksud adalah

agar ia memilih menumt maslahat, bukan menurut syahwat-

Maksudnya, ia tidak harus melakukan tindakan tertenfu,

melainkan ia boleh meninggalkannla untuk beralih kepada

tindakan yang lebih bermaslahat dan lebih diridhai Allah dan Rasul-

Nya. LaSi pula pewakaf mengatakan, "sesuai dengan

kebijakannya, pilihannya, dan maslahat yang dilihatnyra."

Implikasinya adalah ia boleh pengelola dengan pandangan dan

pilihannya yang syar'i, dimana ia mengikuti maslahat yang syar'i.

Ada kalanya ia melihat suatu maslahat sedangkan Allah dan Rasul-

Nya memerintahkan hal sebaliknya. Ada kalanya suatu hal tidak

bermaslahat tetapi ia melihatnya bermaslahat. Ada kalanya ia

memilih apa yang diinginkan nafsunya, bukan mengikuti ridha

Allah. Dari sini pilihannya itu tidak dihiraukan, sehingga

seandainya pewakaf menyatakan secara tegas bahwa pengelola

boleh berbuat suka hati secara muflak, maka syarat ini tidak sah,

melainkan batal karena bertentangan dengan Kitab Allah:

Jyu. ,+:t qq C Atb"; bFt u
a'rf it L';:, 6;i nr luf y'-i iv orr',:1j

"Barangsiapa t/ang menetapkan suatu s5mrat yang tidak

terdapat dalam Kiab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun

seratus syarat. Kitab Allah lebih benar, dan syarat Allah lebih

kokoh.'69

s9 Takh li hadits telah disebutkan sebellrmnya.
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Jika demikian, lalu pengelola wakaf menghentikan

seseorang dan menggantinya dengan orang lain sesuai dengan

perintah Allah dan Rasul-Nya, maka yang diberhentikan atau

selainnya tidak berhak menolak keputusannya, dan ia tidak boleh

mengambil sedikit dari hasil wakaf dalam keadaan seperti ini.

Tetapi jika kebijakan pengelola wakaf tersebut tidak sesuai dengan

perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus ditentang sebisa

mungkin karena Nabi $$ bersabda,

. ri 3
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"Ehrangsiapa yang melakukan suafu amalan 3nng tidak

didasari dengan perintah kami, maka amalannya ifu ditolak.'60

Nabi g$ juga bersabda,

dAteb; GgH.'-GGi
"Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam maksiat

kepada l{haliq.6t

Jika mereka berselisih apakah yang ia lakukan merupakan

perkara yang diperintahkan atau tidak, maka hal yang mereka
perselisihkan itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika

yang dilakukan pengelola wakaf itu lebih diridhai Allah dan Rasul-

Nya, maka dilaksanakan. Jika yang pertama lebih diridhai, maka

pengelola dipaksa untuk mempertahankannya. Jika ada altematif
ketiga yang lebih diridhai, maka itulah yang harus diikuti.

60 Taklvijhadits telah dlsebutl€n sebelumnya.
6r Takhdjhdits telah disebutkan sebelumnya.
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Pengelola wakaf harus menjelaskan maslahat. Jika maslahat

tersebut tampak jelas, maka wajib diikuti. Jika temyata sesuatu

yang dikiranya maslahat itu justru menrsak, maka harus ditolak.
Jika masalahnya samar sedangkan pengelola adalah seoftrng yang

alim dan adil, maka ia diperkenankan berijtihad. Walkhu alam.

Pengelola Wakaf Menyewatkan Aset Wakaf kepada
Orang yang Merusaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki perkebunan, dan di
perkebunan tersebut terdapat pohon wakaf untuk orang-orang

fakir. Hasilnya dijual setiap tahun dan disalurkan kepada orang-

orang yang berhak. Kemudian, pengelola wakaf menyewakan aset

wakaf kepada orang yang tindakannya membahayakan aset wakaf.

Di sana juga ada kolam air untuk pengguna jalan dan tempat
bersuci bagi umat Islam. Kemudian penye\r/a menghancurkan

tempat tersebut dan merobohkan dindingdindingnya. Apakah ia

boleh melakukan hal tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taim[7yah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak boleh
menyewakan aset wakaf kepada orang yang tindakannya

membahayakan aset wakaf berdasarkan pendapat yang disepakati

umat Islam. Bahkan tidak boleh menyewakan pohon tersebut

sama sekali. Jika diadakan akad musaqafi dengan bagian tertenh-r

sebagai upaya siasat, maka hal terSebut tidak boleh, dilakukan
terhadap wakaf berdasarkan pendapat Vang: disepakati ulama.
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Tidak boleh pula menghilangkan fasilitas yang dimanfaatkan umat

Islam untuk minum dan bersuci. Sebaliknya, penyewa yang zhalim

ini harus diberi sanksi penjera atas tindakannya ifu, serta dimintai

tanggung jawab atas kemsakan bangunan. Sedangkan aset wakaf

dan pohonnya tetap hanrs dikelola sebagaimana biasanya, lalu

hasilnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Wallahu

a'lam.

Qadhi tidak Boleh Mengalihkan Penyaluran Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimi56nh Dtanya

Ada sebuah masjid yang memiliki aset wakaf, dan di

dalamnya ada beberapa pekerja, pdm imam dan muadzin. Apakah
qadhi setempat boleh mengalihkan hasil wakaf kepada dirinya

sendiri?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Menjawab

Tidak, sebaliknya qadhi wajib menyalurkan hasil wakaf
kepada orang-orang yang berhak secara syar'i. Hasil wakaf masjid

itu harus disalurkan kepada para imam, muadzin dan para

pengufusnya sesuai dengan hak mereka. Demikian pula, hasil

wakaf disalurkan unfuk pembiagraan dan perawatan alas masjid

dan penerangannya secara mencukupi. Sedangkan sisanya bisa

disalurkan untuk kepentingan masjid lain serta berbagai maslahat

lainn5n, seperti gaji para qadhi menunrt salah satu dari dua
pendapat ulama. Sedangkan pen3nluranngra kepada para qadhi

dan p"nshentian rnTa kepada masjid itu hukumnya tidak

boleh. Walbhu a'hrn.
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Pengutamaan Gaji Pengurus daripada Fuqaha
ketika Hasil Wakaf Berkurang

S5nikhul Islam Ibnu Taimignh DitanSn

Ada seseorang yang membangun madrasah, kemudian ia

memberikan wakaf produktif kepada madrasah tersebut unfuk

disalurkan kepada para fuqaha dan para pengurus madrasah.

Kemudian pihak kesultanan mengambil sebagian besar dari hasil

wakaf. Perlu diketahui bahwa pewakaf mensyaratkan pembagian

yang setara di antara para pegawai dan fuqahu. Apakah pengelola

wakaf boleh memberikan gaji utuh kepada para pengunrs,

sedangkan sisanya unfuk para fuqaha?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika insentif
yang diperoleh dengan jalan pembagian sama rata oleh penjaga

gerbang, pembantu rumah tangga, pengisi air dan semisalnya itu
setara dengan gaji standar, maka mereka diberi lebih dari itu. Jika
yang mereka peroleh kurang dari gaji standar sedangkan

dimungkinkan seseorang melakukan pekerjaan tersebut, maka

tidak perlu menambahkan insentif kepadanya. Jika yang rnereka

peroleh kurang dari gaji standar sedangkan tidak bisa didapatkan

seseorang yang mau bekerja dengan gaji yang kurang dari gaji

standar, maka harus dipenuhi gaji standamya manakala maslahat

tempat tersebut tidak bisa dicapai kecuali dengan keberadaan

mereka.

Jika dimungkinkan seseorang dipekerjakan sebagai

pembantu rumah tangga sekaligus penjaga gerbang, atau mudzin
sekaligus sebagai pembantu rumah tangga, .atau beberapa
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pekerjaan digabung pada seseorang dan ia mampu

menjalankannya, maka langkah ini harus diambil. Pengelola wakaf

tidak perlu memperbanyak orang yang tidak dibutuhkan.

Sebaliknya, jika dimungkinkan empat pekerjaan ditumpuk pada

satu orang, maka itu boleh dilakukan. Wallahu a'lam.

Persengketaan Dua Hakim atas Hak Pengelolaan
Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Dtanya

Ada sebuah madrasah baru yang pewakafnya mensyaratkan

dalam sebuah surat wakaf dengan redaksi sebagai berikut,
"Pengelolaan terhadap un$an penghuni rumah ini dengan

berbagai jenis golongan mereka dalam hal menetapkan,

menyalurkan, memberi, menghentikan pemberian, menambahkan

dan mengurangi, atau hal-hal semacam ifu diserahkan kepada

syaikh madrasah tersebut. Demikian pula dengan pengelolaan

terhadap perpustakaannya diserahkan kepadanya, serta hal-hal

yang serupa atau yang bisa dikategorikan kepadanya. Jika ia
menerima hak kelola atas wakaf lain, maka ia boleh

menyerahkannya kepada orang yang diberinya kuasa."

Kemudian pauakaf mengatakan, "Pengelolaan terhadap

un$an wakaf dan masalah keuangan diserahkan kepada peurakaf.

Kemudian ia berhak menyerahkannya kepada orang yang ia

tuniuk. Manakala ia telah menyerahkan kawenangan kepada

sceorang, maka orang tersebut menerimanSra dengan hukum

syarat yang dikeluarkan bersamaan dengan wakaf. Sesudah ifu ia
beralih kepada hakim umat Islam di Damaskus. Ia boleh
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menyalurkan kepada orang lain, baik pegawai atau bukan, hasil

dari wakaf sesuai dengan keadaan."

Jika dalam syarat pengelolaan pada surat wakaf tersebut

tidak ada keterangan lain, apakah pengelolaan yang disyaratkan

unhrk hakim itu dik{rususkan untuk hakim madzhab tertentu sesuai

dengan funtutan syarat tersebut? Ataukah ia tidak dikhususkan

unfuk hakim tertenhr, melainkan pengelolaan tersebut diserahkan

kepada hakim mana saja di Damaskus dari ma&hab manapun di

antara empat ma&hab 5nng ada? Jika ia tidak dikhususkan untuk

hakim tertentu, lalu sebagian hakim menyerahkan pengelolaan

kepada orang yang menunrtnya pantas menerimanya, apakah

hakim lain boleh melarangnya?

Slnikhul Islam Ibnu TaimigTah Menjawab

Dalam redaksi yang berisi syarat pamkaf tersebut tidak ada

keterangan yang menunjukkan keistimewaan suafu madzhab

tertentu secara mutlak. Karena yang demikian itu menunjukkan

bahwa seandainya di tempat tersebut hanya ada seorang hakim
yang berbeda madzhab dengan pewakaf, maka ia tidak memiliki
hak pengelolaan. Syarat seperti ini batal berdasarkan pendapat

yang disepakati umat Islam, karena umat Islam senantiasa

memberikan wakaf dan mensyaratkan pengelolaannya kepada

hakim, atau tidak mensyaratkan hal itu dalam surat wakaf. Yang

demikian itu menunjukkan batalnya permulaan wakaf umum
dimana walilyul amr tidak menunjuk seorang pengelola khusus

baginya. Sedangkan dalam wakaf khusus terjadi perbedaan

pendapat yang masyhur.

Selanjutnya, terkadang hakim pada waktu u/akaf mengikuti
suatu madzhab, lalu sesudah itu ia berpindah madzhab
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sebagaimana yang biasa terjadi di Irak dan wilayah-wilayah Islam

lainnya. Mereka terkadang menyerahkan jabatan kepala qadhi

kepada qadhi madzhab Hanafi, terkadang kepada qadhi madzhab

Maliki, terkadang kepada qadhi madzhab Asy-Syafi'i, dan akad

kepada qadhi madzhab Hanbali. Kepala qadhi ini terkadang

mengangkat qadhi yang satu madzhab dengannya, dan terkadang

mengangkat qadhi yang berbeda madzhab darinya. Seandainya

imam mensyaratkan kepada hakim, atau hakim mensyaratkan

kepada penggantinya agar memufuskan berdasarkan madzhab

tertentu, maka syarat tersebut batal. Ada dua furunan pendapat

mengenai tidak sahnya akad ini.

Tidak diragukan bahwa jika dimungkinkan para qadhi

memufuskan dengan ilmu dan keadilan tanpa syarat ini, maka

mereka melakukannya. Adapun jika sikap keluar dari syarat

tersebut mengakibatkan kemsakan lantaran kebodohan dan

kezhaliman, maka yang demikian itu merupakan tindakan

mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menanggung

kemsakan yang lebih ringan. Akan tetapi, hal ini tidak

memperkenankan pewakaf unfuk menyerahkan wakaf kepada

madzhab tertenfu secara kontinu. Lalu, bagaimana seandainya

pau.rakaf mensyaratkan hal tersebut?

Karena itu, di sebagian wilayah Islam terdapat syarat bagi

hakim untuk tidak memufuskan kecuali dengan madzhab tertentu.

Kemudian, cakupan umum pengelolaan itu tergantung pada

cakupan umum pekerjaan, meskipun dalam setiap masalah ini
terjadi perbedaan pendapat yang masyhur. Perbedaan pendapat

juga terjadi terkait orang yang berhak menunjuk manakala dua

pihak berseteru; apakah yang paling dekat wilaS,ah kerjanya,

ataukah difunjuk dengan undian? Ada perbedaan pendapat yang

masyhur tentang: masalah ini. Ini merupakan perkara ijtihad
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sehingga apabila waligryul amr telah memufuskan, maka

keputusannya tidak boleh diganggu gugat.

Jika demikian, maka hakim dengan madzhab apapun

manakala kewenangannya mencakup pengelolaan wakaf ini, maka

wakaf boleh diserahkan kepadanya, dan hakim lain tidak boleh

membatalkannya, terlebih jika penyerahan wakaf kepadanya

membawa maslahat bagi harta dan orang yang berhak, tidak

seperti jika wakaf diserahkan kepada orang lain.

Seandainya ada dua hakim yang salah satunya menunjuk

seseorang dan hakim lain menunjuk orang lain, maka waliyyurl amr

wajib mendahulukan yang hakim yang paling berhak atas

kewenangan tersebut. Jika kekuatan dan amanahnya dapat

diketahui, maka ia didahulukan daripada hakim yang tidak

demikian berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Waktu Permulaan Menerima Gaji Bagi Pengelola
Wakaf

Slraikhul Islam Ibnu Taimilrlph Ditanya

Kapan seseorang berhak menerima gajinya dari wakaf?

Apakah sejak wakaf diserahkan kepadanya, ataukah sejak ia

dikukuhkan kedudukannya oleh pihak berwenang, ataukah sejak ia

bekerja pengelola wakaP

Syaikfiul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Harta 5nng
disSraratkan bagi pengelola wakaf menjadi haknp atas pekerjaan
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yang disyaratkan baginya. Barangsiapa yang melakukan syarat

yang wajib baginya, maka ia berhak atas gajinya. Wallahu a'lam.

Tanah Wakaf yang Disewa Penyewa Pertama
Dikuasai oleh Penyewa Kedua dengan Klaim Sewa

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah DitanSp

Ada seseorang yang menyeu/a tanah wakaf dari pengelola

wakaf yang sah selama tiga puluh tahun dengan harga sanra

standar. Akad se\r/a-menyewa tersebut dikukuhkan di hadapan

seorang hakim. Kemudian penyewa mendirikan bangunan di

atasnya dan menanaminya selama empat tahun. Setelah itu
penyewa pergi sedangkan tanah tersebut masih disewanya. Ia

menghilang selama sebelas tahun, dan setelah ia datang ia

mendapati sebagian orang telah menguasai tanah tersebut dan

mengklaim bahwa mereka juga menyewanya dengan jalan yang

syar'i. Apakah ia berhak mencabut hak penyanra kedua ini dan

menunfutnya atas selisih harga sewa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika penyeu.ra

kedua telah menyeura tempat tersebut dari selain orang yang

memiliki kewenangan untuk menyewakan, sedangkan sewa yang

pertama masih sah, maka penyewaan penye\{/a pertama batal dan

ia dianggap melanggar hak sehingga ia harus angkat kaki.

Jika penyewa kgdua menyen ranya dan menerimanya dalam

keadaan tanah dalam keadaan diseura penyeu/a pertama, maka
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penyeu/a pertama diberi pilihan antara menghapus akad ser.,r.a

sehingga akad sewa gugur darinya sejak ia menghapus, lalu ia
menunfut kepada pemilik tanah karena telah menyalakan tanah

kepada penyewa kedua yang menguasai tanah. Kemudian, para

pemilik tanah menuntut upah kepada penye\r/a kedua jika akad

sewa tersebut tidak sah. Jika akad tersebut sah, maka mereka bisa

menuntutrya untuk menghapus akad. Atau (pilihan lain) penye\^/a

pertama bisa meneruskan sewa dengan memberikan pemilik

tempat tersebut hak sewa mereka, lalu ia menuntut orang yang

menguasai tanah setd/anya atas harga se\ ra standar sejak ia

menguasai tanah yang diseuranya.

Satu Aset Wakaf yang Disewakan kepada Dua
Pihak

Syaikhul Islam Ibnu Taimil6nh Dtanya

Ada suafu kaum yang menerima wakaf berupa sebagian

dari toko, sedangkan sebagian toko yang lain diwakafkan kepada

pihak lain. Pewakaf mensyaratkan agar pengelolaannya diserahkan

kepada yang paling tua. Jika mereka sama usianya, maka mereka

bersekutu dalam mengelola. Kemudian aset wakaf tersebut hampir

roboh sehingga mereka menyewakannya kepada para pemilik

bagian selebihnya selama tiga puluh tahun dengan harga sewa

yang dibayarkan tunai dan tempo. Mereka juga menunjuk
beberapa saksi sewa-menyerdJa atas semua aspek toko tersebut,

mulai dari kagr, lantai, dinding, panjang dan lebamya, dan lain-

lain. Dalam kesaksian tersebut pada saksi mengatakan, "Fulan dan

fulan mengakui telah menerima pembayaran yang hrnai secara

utuh."
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Kemudian penyewa toko tersebut meninggal dunia, lalu

kepemilikannya berpindah kepada orang lain. sesudah berakhir

masa serduanya, wakaf tersebut berpindah kepada generasi kedua.

Apakah generasi keduanya boleh menerima toko tersebut

sebagaimana adanya sekarang, sedangkan fulan dan fulan tersebut

telah mengakui bahwa mereka telah menerima pembayaran tunai

unhrk digunakan merenovasi aset wakaf dan mengembalikannya

seperti sedia kala? Ataukah mereka harus membuktikan bahwa

fulan dan fulan tersebut ketika menerima pembayaran maka

keduanya menggunakannya unfuk merenovasi bangunan? Apakah

para penyewa atau orang yang menerima pengalihan harta

penyewa ifu berhak melarang menyerahkan bagian dari toko

tersebut kecuali dalam benfuknya yang pertama?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebaliknya,

bangunan yang ada di tanah kosong antara dua bangunan ifu tetap

di tangan pemiliknya dan ditetapkan dengan hukum kepemilikan

bersama juga, hingga salah seorang di antara mereka mengajukan

bukti s5nr'i mengenai kepemilikan pribadinya atas bangunan

tersebut. Dakwaan semata dari salah seorang sekutu tanah lapang

bahwa ia memiliki bangunan tersebut tidak diterima, baik tanah

lapang tersebut berada di antara aset wakaf dan fasilitas umum,

atau di antara dua fasilitas umum, atau di antara dua aset wakaf.

Kekuasaan penyewa hanya ada pada manfaat. Penyewaan semata

tidak membuktikan haknya itas bangunan tersebut kecuali ia
mengajukan bukti akan hal itu. Wallahu a'lam.
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Pengakuan Seseorang Sebelum Meninggal Dunia
Bahwa di dalam Hartanya Ada Harta Wakaf

Srcikhul Islam lbnu Taimi!,yah Ditanya

Ada seseorang yang pada sepuluh hari sebelum

kematiannya mengakui bahwa semua toko dan barang yang ada di

dalamnya ada wakaf untuk jalan kebaikan. Harga sara dan

penghasilannya sejak lama telah disalurkan sesuai pengakuannya

ini selama dua puluh tahun. Kemudian qprat yang diakuinp itu

pun dijalankan. Sesudah kernatianngn, pihak benrrenang menunjuk

pengelola. Kemudian pihak benrenang menunjuk pengelola lain

tanpa menghentikan pengelola 1nng p€rtama. Kemudian salah

seorang pengelola mengalokasikan dana unfuk pengukuhan wakaf

seperti biasanya dengan mengambil dari hasil wakaf tanpa

mengalokasikannln kepada orlng-otang yang berhak atas hasil

unkaf sedikit pun.

Apakah biaya tersebut diambil dari hasil wakaf, ataukah dari

peninggalan mayrt yang mengakui adanya wakaf tersebut? Jika

penyewaan barang yang diwakafkan tidak bisa dilakukan karena

digunakan oleh harta para ahli waris, apakah para ahli waris wajib

membayarkan harga se\ ra selama masa tersebut? Jika pihak

berwenang menunjuk seorang pengelola lalu ia menunjuk

pengelola lain, apakah yang demikian itu dianggap sebagai

pemberhentian terhadap pengelola pertama meskipun ia tidak

mengucapkan pemberhentiannya? Ataukah keduanya berserikat

dalam mengelola? Jika para saksi mengetahui adan5ra harta unkaf
dalam peninggalan mayit, apakah mereka boleh menyembunyikan

kesaksian tersebut atau tidak?

l0!t



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Biaya pengukuhan wakaf dan berbagai upaya untuk

menjaga maslahatnya tidak diambil dari warisan mayit, karena

harta di luar harta yang diakui mayit sebagai harta wakaf adalah

milik pemaparan ahli waris. Mereka hanya berkewajiban unfuk

melepaskan kekuasaan atas harta tersebut dan mempersilakan

pengelola untuk menguasainya. Dan pengelola pun tidak wajib

mengukuhkan wakaf dan tidak menanggung biayanya. Adapun

barang yang diakui sebagai wakaf tersebut, jika para ahli waris

memanfaatkannya atau menguasainya, maka mereka harus

membayarkan sewa atas manfaat yang mereka ambil menurut

madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa

manfaat barang yang diambil tanpa izin itu dipertanggungkan.

Perbedaan pendapat dalam masalah ini masyhur. Pengakuan

mayit bahwa harta tersebut merupakan harta wakaf sejak lama

fidak menunjukkan secara gamblang bahwa ia menguasainya

dengan jalan yang tidak benar, sedangkan pertanggungan ifu tidak

wajib manakala sebatas kemungkinan.

Mengenai penunjukan seorang pengelola sesudah

penunjukan pengelola lain, hal itu kembali kepada kebiasaan wakaf
seperti ini. Jika tindakan tersebut menurut kebiasaan dianggap

sebagai pemberhentian, maka itu adalah pemberhentian. Tetapi
jika dalam redaksinya ada keterangan yang menunjukkan hak

pengelola kedua unfuk bertindakan secara mandiri, maka seperti

ifulah ketentuannya. Jika tidak ada, maka Anda pasti sudah

memahami masalah ini, yaifu ketika seseorang mewasiatkan suatu

barang kepada seseorang kemudian ia manraslatkannya kepada

orang lain; apakah yang demikian itu dianggap sebagai penarikan

wasiat dari yang pertama atau tidak?
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Pengetahuan para saksi mengenai hak yang harus

disampaikan kepada orang yang berhak itu tidak boleh mereka

tutup-tutupi.

Wakaf unfuk Anak Kefurunan dengan Syarat
Pembagian Mereka Sesuai dengan Bagian yang
Syar'i

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanp
Ada sebuah surat wakaf yang redaksinya demikian, "lnilah

yang diwakafkan 'Amir bin Yusuf bin 'Amir kepada anak-anaknya,
yaifu Ali, Tharifah dan Zubaidah. Ia dibagikan di antara mereka

menumt pembagian yang syar'i. Kemudian wakaf ini akan jahrtr

kepada anak-anak mereka sepeninggal mereka, kemudian kepada

cucu-cucu mereka, kemudian kepada cicit-cicit mereka, kemudian

kepada keturunan sesudah mereka dan setemsnya. Semua ifu
mengikuti pembagian yang syar'i. Jika ada yang meninggal di
antara anak-anak tersebut, cucu-cucu tersebut dan kefurunan

mereka dengan meninggalkan anak atau cucu, maka apa saja lrang
diwakafkan kepadanya kembali kepada anaknya, cucunya, cicitrya
dan seterusnya. Semua itu mengikuti pembagian yang syar'i. Jika
ada di antara mereka yang mati tanpa meninggalkan anak, cucu

dan keturunan seterusnya, maka ia dikembalikan kepada orang
yang setingkat dengannya sesuai dengan pembagian yang syar'i.

Kemudian wakaf ini disalurkan kepada pihak-pihak lrang
disebutkan dalam surat unkaf."

Kami meminta agar para ulama mencerrnati slarat peunkaf
tersebut. Orang tersebut mati meninggalkan dua anak perempran,
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lalu keduanya pun mengambil semua harta yang berpindah kepada

keduanya dari ayahnya. Kemudian salah satu dari dua anak

perempuan tersebut mati meninggalkan seorang anak laki-laki dan

cucu perempuan dari anak laki-laki. Apakah keduanya bersekutu

atas bagian keduanya? Ataukah anak laki-laki saja yang

memilikinya sedangkan cucu perempuan dari anaknya itu tidak

memperoleh bagian? Kemudian, anak laki-laki tersebut mati

meninggalkan seorang anak laki-laki. Apakah ia memiliki sesuai

apa yang diterima ayahnya, tanpa melibatkan cucu perempuan

dari anak laki-laki tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taim\;yah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam masalah

ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalam-Nya ulama

dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Akan tetapi,

pendapat yang paling kuat adalah perkataan tersebut

menunjukkan pengurutan individu sesudah individu, dan bahwa

cucu menggantikan ayahnya seandainya anak masih ada dan

berhak serta hidup sesudah kakeknya meninggal. Atau, cucu

tersebut hidup tetapi tidak memperoleh hak karena ada

penghalang padanya, atau karena ia tidak menerima wakaf, atau

hal-hal selain itu, atau ia tidak hidup melainkan mati di masa hidup

kakek. Dengan asumsi ini, gabungan dipasangkan dengan

gabungan, dan itu meniscayakan distribusi individu pada individu

sebagaimana dalam firman Allah,

HSi,XtrC.:"afi3
"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dai harta yang

ditinggalkan oleh istri-istrimu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)
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Maksudnya adalah masing-masing suami memperoleh

setengah dari harta warisan yang ditinggalkan istrinya. Juga

seperti firman Allah,

"#,x"#u;p4t?d6a?
"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan. "

(Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Dalam ayat ini Allah tidak mengharamkan bagr setiap

individu Sang diajak bicara untuk menikahi semua ibu dan anak

perempuan mereka, melainkan Allah mengharamkan bagi setiap

individu unfuk menikahi ibu dan anaknya sendiri.

Demikian pula dengan kalimat: pada anak-anak mereka,

kemudian kepada cucu-cucu mereka. Maksudnya adalah kepada

masing-masing setelah kematian ayahnya. Adapun dalam kalimat

ini, pewakaf menyatakan dengan gamblang bahwa barangsiapa

yang mati dengan meninggalkan seorang anak, maka bagiannya

berpindah kepada anaknya. Kalimat ini secara gamblang

menunjukkan pengurutan individu sesudah indMdu, sehingga tidak

ada lagi perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Yang menjadi masalah adalah jika anak mati di masa hidup

ayahnya tetapi ia memiliki anak, kemudian ayah tersebut mati

meninggalkan anak lain dan cucu dari anak pertama; apakah

keduanya bersekutu, ataukah han3a lnng pertama yang berhak?

Menurut pendapat yang jelas keshahihannyra dalam masalah ini

adalah keduanya bersekutu, karena jika Snng dimaksud adalah

masing-masing anak berhak sesudah kematian a5aahnyra, baik
panEnnya masih hidup atau mati, maka perkataan semacam ini

manakala disyaratkan tidak ada4ra hak a3lah sebagaimana lrang
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pendapat fuqaha dalam mengurutkan 'ashabh (yaitu anak,

kemudian cucu, kemudian ayah, kemudian paman, kemudian

anak-anak paman, dan seterusnya), maka tidak ditetapkan syarat

pada tingkatan kedua selain tidak adanya hak orang yang paling

dekat. Jadi, manakala tingkatan kedua ada sedangkan tingkatan

pertama tidak sampai memperoleh hak, maka tingkatan yang

kedua itulah yang berhak, baik yang pertama telah memperoleh

hak atau belum memperoleh hak. Hak tingkatan kedua tidak

mensyaratkan terjadinya hak tingkatan pertama, karena tingkatan

kedua memperoleh wakaf dari pewakaf, bukan dari tingkatan

pertama. Jadi, ia tidak seperti warisan yang diwarisi anak

kemudian berpindah kepada anaknya, melainkan seperti penrralian

atas mantan sahaya yang dimerdekakan. Jika anak orang yang

memerdekakan telah mati di masa hidup orang yang

memerdekakan, maka perwalian tersebut diwarisi oleh cucunya.

Sebagian orang keliru dalam masalah seperti ini ketika ia

mengira bahwa tingkatan kedua memperoleh wakaf dari tingkatan

sebelumnya, sehingga apabila tingkatan pertama tidak
memperoleh hak maka yang kedua tidak memperoleh hak juga.

Kemudian mereka mengira bahwa apabila anak mati sebelum

sempat memperoleh hak, maka anaknya juga tidak memperoleh

hak. Ifu tidak benar, melainkan mereka memperoleh wakaf dari

pewakaf sehingga seandainya yang pertama terhalang karena

suafu faktor penghalang, seperti seandainya pewakaf

mensyaratkan agar yang berhak menerima wakaf adalah orang

fakir, atau ulama, atau orang yang shalih, atau selain ifu,

sedangkan ayah tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan,

tetapi anaknya memiliki sifat tersebut, maka anaklah yang berhak

meskipun ayahnya tidak memperoleh hak.
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Demikian pula, seandainya ayah meninggal sebelum

memperoleh hak, maka anaknya tetap memperoleh hak.

Dernikian pula dengan urutan-urutan dalam hak pengasuhan,

perwalian nikah dan harta, pengurutan ashabah nasab dan

perwalian dalam warisan, serta seluruh hak dimana r4ereka 5nng
berhak diletakkan dalam beberapa tingkatan. Ketenfuannya seperti

yang saya sebutkan.

Makna inilah yang dimaksud oleh para pewakaf ketika

mereka ditanya tentang kemauan mereka. Barangsiapa di antara

mereka yang menyatakan kemauannlra dengan gamblan!, maka ia

menyatakan bahwa cuqr menerima bagian seperti ayahnya

menerima bagian seandainyra aphnya masih hidup. Apalag
biasanya manusia ifu iba dengan anak yang ditinggal mati anaknya

tanpa memperoleh warisan, hingga terkadang kakek mernberi

wasiat unfuk cuctrnya. Kita tahu bahwa hubungan cucu dari anak

yang satu dan cucu dari anak yang lain kepada kakeknya itu sama.

[alu, bagaimana mungkin cucu yang ]ratim ini tidak diberi

sedangkan cucu lain yang tidak yatim diberi? yang demikian itu
sarna sekali tidak' diinginkan oleh orang yang berakal. Wallahu

a'lam.

Mendahulukan Hak Kerabat dalam Penyaluran Hasil
Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimi!,lph Ditanya

Ada seorang perempuan 3nng menrberikan strafu unkaf
kepada kompleks pernakamannya sesudah ia meninggal kelak. Ia
juga menetapkan insentif untuk para ahli qira'ah 5rang bertempat di
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kompleks tersebut. Sedangkan hasil wakaf selebihnya dibagikan

kepada orang-orang fakir atau untuk jalan-jalan kebaikan.

Perempuan tersebut memiliki seorang paman yang hidup miskin

dan membutuhkan, sedangkan pengelola wakaf tidak menyalurkan

wakaf kepadanya sekadar unfuk memenuhi kebutuhannya.

Apakah pengelola wakaf wajib dipaksa memenuhi kebutuhan

sanak kerabat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pa,vakaf memiliki kerabat yang membufuhkan seperti

paman, maka ia lebih berhak daripada orang miskin yang setara

dengannya dalam hal kebutuhan. seyogianya ia lebih didahulukan.

Jika hasil wakaf cukup untuk memenuhi kebufuhannya, maka

kebutuhannya dipenuhi dari hasil rrnkaf.

Pengangkatan Pejabat Inspekfur untuk Memeriksa
para Pengelola di Banyak Aset Wakaf

Syaik*rul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa wakaf di suatu kota yang tempatnya berbeda-

beda dalam benfuk madrasah, masjid, penginapan, rumah sakit,

pondokan sufi, dan kegiatan unfuk pembebasan tawanan dari

orang-orang kafir. Sebagiannya ditangani oleh pengelola khusus,

sedangkan sebagian yang lain ditangani oleh pengelola dari pihak

pemerintahan. Pemerintahan pun telah mendirikan sebuah kantor

untuk menjaga wakaf ini dan menyalurkan hasilnya sesuai

alokasinya dan mengawasi kinerja para pengelola dan pengurus.

Kantor ini juga memeriksa neraca keuangan unfuk menjaga aset
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wakaf ketika terjadi perubahan lokasi. Apakah pemerintah berhak

melakukan hak tersebut manakala melihat maslahat di dalamnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taim!67ah Menjawab

Ya, pemerintah berhak mendirikan sebuah instansi unfuk

menghifung aset wakaf ketika ada maslahat, sebagaimana

pemerintah berhak mendirikan instansi untuk menghitung aset

negara seperti harta fai' dan selainnya. Pemerintah berhak

menetapkan gaji yang sesuai bagi orang-orang yang bekerja di

kantor tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

W'4$i'ii
"Dan pengunts-pengunts zakat. "(Qs. At-Taubah [9]: 60)

Dalam kitab Ash-Shahih dijelaskan bahwa Nabi #
mengangkat seseorang untuk menangani zakat. ketika ia pulang,

beliau pun meminta perhitungannya.52 Ini merupakan dasar dalam

permintaan pertanggungjawaban terhadap para pekerja yang

terpisah-pisah. Sedangkan orang yang meminta perhitungan

adalah wakil imam, dan hal itu harus dilakukan ketika aset negara

sudah sangat besar.

Karena ifu, ketika terjadi peningkatan aset di masa Amirul
Mu'minin Umar bin Khaththab &, ia mendirikan beberapa

instansi, seperti instansi pajak dan instansi yang menangani

kepegawaian. Umar juga mengangkat 'Utsman bin Jtrnaif unfuk

memimpin instansi tersebut. Ada pula instansi yang disebut ditvan

5z HR. Al Bukhari (pernbatnsan: 7al<al, f50O) dan Muslim (pernbatrasan:

Kepemimpina n, 7832 / 27, 28).
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nafaqat, yaitu instansi yang mengurusi insentif bagi para prajurit

dan keluarganya, serta mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai

pengelolanya.

Demikian pula dengan harta wakaf. Pihak berwenang

-baik itu imam, hakim atau semisalnya- harus menjalankannya

sesuai syarat-syarat yang sah dan sejalan dengan Kitab Allah, serta

menunjuk amil atas aset yang tidak dikuasai oleh pengelola. Amil

dalam tradisi syari'at mencakup apa yang disebut nazhir atau

pengelola. Ia juga mencakup selain pengelola untuk menguasai

harta benda dari orang yang wajib mengeluarkannya dan

menyerahkannya kepada orang yang berhak, sesuai dengan firman

Allah,

r"6 dy *li'.ii t;:i,J -Flt_ K6y

"Sesungguhnya Allah men5ruruh kamu merymmpaikan

amanat kepada yang berhak menerimanlm." (Qs. An-Nisaa' [4]:

58)

Pengangkatan pehrgas inspektur dan membawahi para amil

yang bekerja secara terpisah ifu sesuai hajat dan maslahat. Ada

kalanya hukumnya wajib manakala maslahat penerimaan dan

penyaluran aset tidak bisa dijalankan tanpanya, karena perkara

yang tanpanya kewajiban tidak terlaksana ifu hukumnya juga wajib.

Tetapi ada kalanya petugas tersebut tidak diperlukan ketika

pekerjaan yang ada minim sehingga imam bisa memeriksa sendiri,

seperti dalam pengangkatan hakim oleh imam. Ia harus

mengangkat seorang hakim ketika ada hajat dan maslahat,

manakala hak tidak sampai kepada orang yang berhak, atau ketika

kewajiban tidak terlaksana dan keharaman tidak bisa ditinggalkan

kecuali dengan mengangkat seorang hakim. Tetapi terkadang
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hakim tidak perlu mengambil langkah tersebut manakala ia bisa

menangani peradilan sendiri.

Karena itu, Nabi $ melangsungkan peradilan dan inspeksi

sendiri. Tetapi lama kemudian, beliau mengangkat seseorang

untuk menggantikan beliau. ketika jumlah umat Islam di masa Abu
Bakar dan Umar serta para khalifah lain mengalami peningkatan

yang pesat, maka mereka pun mengangkat para qadhi dan

mendirikan berbagai kantor pemerintahan di kota-kota mereka.

Umar menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai qadhi dan pejabat

administrasi di Madinah. Sedangkan di Kufah Umar menunjuk
'Ammar bin Yasir untuk menangani masalah shalat dan perang.

Menurut afuran Sunnah, yang mengimami shalat jama'ah adalah

panglima perang mereka. Umar juga menunjuk Abdullah bin
Mas'ud sebagai qadhi dan pengelola baiful mal, serta menunjuk
'Utsman bin Junaif unfuk menangani kantor pajak.

Jika pejabat inspektur telah melaksanakan pekerjaan yang

wajib baginya, maka ia berhak atas gaji yang ditetapkan untul'*ya.
Jika ia telah melakukannya tetapi gajinya tidak diberikan, maka ia
berhak menunfut gaji atas pekerjaan yang khusus, karena sesuafu

yang wajib melalui jalan mu'amalah itu harus dibayarkan.

Larangan Mencabut Tanaman di Tanah Wakaf yang
Disewakan Sesudah Masa Wakaf Berakhir

Syaikhul Islam Ibnu Taimigrynh Ditanya

Ada seseorang yang menyewa sebidang tanah wakaf lalu ia

menanaminya dengan tanaman hingga berbuah. Tetapi pada saat

itu masa sewa telah berlalu, kemudian para pengelola wakaf
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bemiat untuk mencabut tanaman tersebut. Apakah mereka berhak

melakukannya, ataukah mereka berhak atas sewa standar?

Apakah wali5ryul amr mendapat pahala seandainya ia membanfu

penyewa tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyry;ah Menjawab

Pemilik tanah tidak boleh mencabut tanaman, melainkan

mereka berhak menunfut harga sewa yang standar, atau

mengambil alih tanaman dengan membayarkan nilainya, atau

menanggLlng penyusutan tanaman jika ia mencabutnya. Selama

tanaman tersebut masih ada di tanah wakaf yang disewanya, maka

pemilik tanaman tersebut wajib membayarkan harga sewa standar.

Wali5yul arrr wajib mencegah pihak yang zhalim agar tidak

berbuat zhalim. Wallahu a'lam.

Kewenangan Imam Khatib dalam Mengelola Wakaf
Direbut oleh para Pengelola Wakaf Lain dari Pihak
Pemerintah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjabat sebagai imam dan khatib di

sebuah masjid. Ia juga pengelola wakafnya selama beberapa tahun
berdasarkan surat kepufusan dari waliyryr.rl amr. Selain ifu, ia

berhak atas sejumlah gaji berdasarkan kewenangannya yang syar'i.

Apakah para pengelola wakaf lain boleh menguasai aset wakaf ini
dan menyalurkannSn tanpa melibatkan pengelola wakaf ini,

ataukah mereka harus dilamng sebisa mungkin? Seandaingra urakaf

ini berada dalam keurenangan kantor mereka untuk berapa lama,
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kemudian wali Allah mengeluarkannya dan memberikannln

kepada imam sekaligus khatib tersebut, apakah mereka berhak

mengelolanya dan menghalangi pengelolaan imam tersebut

padahal kewenangannya masih ada? Jika aset wakaf dikelola oleh

orang yang melanggar hak, lalu ia menyalurkan sebagian dari hasil

wakaf secara tidak sesuai dengan sgnrat penyalurann5n padahal

imam tersebut membutuhkan, apakah hal itu menciderai keadilan

orang tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengelola yang

bukan pengelola yang menguasai aset ini tidak boleh menguasai

aset dan mengelolanya tanpa seizin pengelola khusus tersebut,

baik sebelumnya mereka menangani pengelolaannya atau tidak.

Mereka juga tidak boleh menyalurkan aset masjid kepada selain

penyaluran yang disyaratkan dalam wakaf. Sebaliknyra, imam

tersebut dan selainnya harus diberi hak mereka secara utuh, tidak

boleh dikurangi hak mereka sedikit pun untuk disalurkan

kelebihannya kepada wakaf lain. Tidak ada perbedaan pendapat

bahwa tindakan ini hukumnya tidak boleh. Ulama hanya berbeda

pendapat mengenai kebolehan menyalurkan kelebihan hasil wakaf.

Ulama yang membolehkannya tetap tidak boleh selain pengelola

wakaf yang menguasai aset wakaf unfuk dikurangi haknya.

Barangsiapa yang bersikeras untuk menyalurkan harta kepada

selain yang berhak serta merampas hak dari orang yang berhak,

maka tindakannya itu menciderai agama dan keadilannya.
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Penyaluran Hasil Wakaf kepada Kerabat Pewakaf
yang Fakir

Syaikhul Islam lbnu TaimiySnh Ditanya

Ada seseorang lnng memberikan wakaf untuk orang-orang

fakir. Apakah pengelola wakaf boleh menyalurkan seluruh hasil

wakaf kepada tiga orang saja? Jika ia boleh menyalurkan kepada

tiga orang saja, sedangkan di antara kerabat pewakaf ada

seseorang yang fakir, apakah ia boleh menyalurkan kepadanya

sebagai ganti dari salah satu dari tiga orang yang tidak memiliki

hubungan kekerabatan dengan pa,vakaP Jika boleh menyalurkan

hasil wakaf kepadanya, apakah ia lebih berhak daripada dua orang

asing lainnya? Jika ia lebih berhak, apakah pengelola wakaf boleh

menyalurkan hasil unkaf kepada kerabat pewakaf tersebut sesuai

dengan kebuhrhannyra? Jika boleh, apakah tindakannya itu lebih

baik daripada menguranginya dari batas cukup lalu menyalurkan

selebihnya kepada orang asing?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyrah Menjawab

S"gala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengelola

wakaf wajib berijtihad dalam menyalurkan hasil wakaf agar ia
mendahulukan orang yang paling berhak. Jika ia menurutnya

maslahat s5nr'i mengharuskan penlnluran hasil wakaf kepada tiga

orang saja seperti karena pembagian yang kurang dari ihr tidak

mencrrlnrpi bagi mereka, sehingga tidak mencakup orang-orang

fakir lainnya. Jika hasil wakaf ctrkup unhrk mereka dan orang
orang fakir selain mereka, maka orangorang fakir tersebut bisa

masuk bersama mereka, lalu pengelola wakaf menyamakan bagian

mereka dari hasil wakaf. Mereka ini lebih berhak darinya ketika

terjadi benturan.

202



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

Sedangkan para kerabat pa*akuf yang fakir lebih berhak

daripada orang-orang fakir yang tidak memiliki hubungan kerabat

ketika mereka sama tingkat kebutuhannya. Pengelola wakaf boleh
menyalurkan hasil wakaf sesuai kebutuhan kerabat panrakaf yang

miskin tersebut jika tidak ditemukan orang yang lebih berhak

darinya. Jika ditemukan seorang fakir yang berada dalam kondisi

darurat, maka tindakan untuk menanggulangi keadaan daruratnya

itu hukumnya wajib. Jika keadaan tersebut tidak bisa ditanggulangi

kecuali dengan mengurangi ukuran keorkupan mereka dari hasil

wakaf ini tanpa membahayakan mereka, maka tindakan ini harus

diambil. Wallahu a'lam.

Beberapa Hal Terkait Manajemen Wakaf

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyerahkan kewenangan atas wakaf
berupa masjid, ribath dan selainnya dengan berpegangan pada

agama orang tersebut, dan karena ada keyakinan akan niabnya

unfuk menjaga maslahat. Namun ketika kewenangan diserahkan

kepadanya, ia mendapati wakaf tersebut berjalan tidak sesuai

dengan sunnah yang lurus. Namun ia tidak mampu unfuk
mencegah campur tangan pihak luar terhadapnya meskipun ia

telah berusaha dengan keras. Apakah orang yang meminta jabatan

itu boleh menghentikan diri dari jabatan dan tugas untuk menjaga

maslahat semampu tenaganya, padahal ia tahu bahwa jabatan

tersebut menawarkan gaji yang besar sehingga banyak orang yang

berambisi untuk mendudukinya?
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Apakah ia boleh mengambil gaji atas pekerjaannya dalam

keadaan ia memiliki keluarga tetapi tidak mampu mendapat

penghasilan dari tempat lain? Jika pengelola wakaf mendapati

sebuah tempat fasilitas umum yang hendak runfuh, apakah ia

boleh menyalurkan hasil wakaf untuk maslahat selain wakaf

tersebut ketika ia memastikan bahwa renovasi tempat tersebut

membawa maslahat yang besar? Jika ada kelebihan dari
penyaluran hasil wakaf, apakah pengelola wakaf boleh

menyalurkannya untuk kepentingan lain?

Spik*rul Islam Ibnu Taimiglah Menjawab

l-andasan masalah ini adalah perbuatan taat dan takwa

yang diwajibkan Allah padanya itu terbatasi dengan syarat mampu

sebagaimana firman Allah,

'Maka bertakwalah kamu kepada Allah menuntt
kesanggupanmu. "(Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Juga seperti sabda Nabi $,

,IL,*t t1 L t iv i\ $,"i r;y

'Jika aku memerintahkan suafu perkara kepada kalian,

maka ia semampu kalian!63

Karena itu, ketika terjadi benturan antara maslahat dan

kerusakan, syari'at mengajarkan untuk meraih maslahat lang

iffi('ifrV;t6
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paling besar di antara dua maslahat dengan melepaskan maslahat

yang lebih rendah, serta menanggung kerusakan yang lebih rendah

untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Manakala

kerusakan yang besar atas harta wakaf dan penyalurannya 5rang

syar'i tidak bisa tertanggulangi kecuali dengan menanggung

kerusakan yang kecil, yaifu menduduki jabatan tersebut, maka

hukumnya wajib secara syari'at.

Jika hal tersebut menjadi fardhu 'ainbagi seseorang, maka

ia tidak boleh meninggalkannya kecuali ada bahaya yang harus ia

hindari, atau berbenturan dengan perkara yang lebih wajib darinya.

berdasarkan Uma' umat Islam disertai adanya hajat, ia boleh

mengambil gaji atas pekerjaannya. Bahkan sebagian ulama

membolehkannya meskipun ia dalam keadaan kaya sebagaimana

Allah membolehkan para amil zakat unfuk mengambil bagiannya

meskipun mereka kaya.

Jika tempat yang diwakafkan hendak runtuh sehingga

manfaahrya tidak tercapai, maka ia boleh dijual lalu hasil

penjualannya disalurkan kepada wakaf yang senrpa. Demikian pula
jika sebagian tempat yang diwakafkan padanya seperti masjid

hendak runtuh dan tidak bisa direnovasi, maka hasil wakaf dapat

disalurkan kepada tempat lain. Sedangkan kelebihan dari hasil

wakaf yang tidak dibutuhkan lagi untuk menjaga maslahaturya,

maka ia disalurkan kepada wakaf lain yang serupa, atau untuk

maslahat umat Islam. Harta wakaf tidak boleh ditahan selama-

lamanya tanpa manfaat. Umar bin Khaththab di setiap tahunnya

membagi-bagikan kiswah Ka'bah kepada para jama'ah haji. Yang

serupa dengan kiswah Ka'bah adalah masjid yang tidak diperlukan

akibat terkepung dan semisalnya. Umar juga memerintahkan untr.rk

memindahkan masjid Kufah dari safu tempat ke tempat Iain

hingga tempatnya yang pertama berubah fungsi menjadi pasar.
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Wakaf kepada para Syarif (Habib)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiylnh Ditanya

Ada wakaf yang diberikan kepada para syarif, dan ada yang

mengatakan bahwa mereka adalah kerabatnya. Apakah mereka

boleh mengambil hasilwakaf atau tidak?

Slraikhul Islam Ibnu Taimiyph Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika wakaf
diberikan kepada ahlul bait Nabi $, atau sebagian dari ahlul bait

seperti AlawiSyun, Fathimiyyun, atau ThalibiynTun yang mencakup

Bani Ja'far, Bani Uqail, atau kepada Abbasi5ryun dan semisalnya,

maka tidak ada yang berhak atas wakaf tersebut kecuali orang
yang nasabnya benar dan valid. Adapun orang yang mengaku

sebagai ahlul bait seperti bani Abdullah bin Maimun Al Qaddah,
para ahli nasab dan selainnya tahu persis bahwa mereka tidak
memiliki nasab yang benar. Hal itu disaksikan oleh beberapa

kelompok ulama Fiqih, Hadits, Kalam dan nasab. Hal itu juga

dibuktikan dalam berbagai diskusi syari'at dan disebutkan dalam
kitab-kitab besar karya umat Islam, bahkan termasuk berita yang

mutawatirdi antara ulama.

Demikian pula, orang yang memberikan wakaf kepada para

syarif. Sebutan ini menurut tradisi hanya mencakup orang yang

benar nasabnya dari ahlul bait Nabi 6$. Adapun jika pevvakaf

memberikan wakaf kepada bani fulan, atau kerabat fulan, atau

semacam itu, sedangkan dalam wakaf tersebut tidak ada

keterangan yang menunjukkan bahwa ia diperuntukkan bagi ahlul

bait Nabi, sedangkan harta yang diwakafkan adalah milik pewakaf
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dan ia sah untuk mewakafkannya kepada keluarga tertenfu, maka

wakaf ini tidak mencakup Bani Hasyim.

Hak Pengelolaan Wakaf tidak Turun kepada Anak

Syaikhul lslam Ibnu TaimiS4yah Ditanya

Ada seseorang yang memegang surat kuasa untuk
pengelola sebuah masjid menggantikan pemegang surat kuasa

sebelumnya. Kemudian, anak pengelola yang pertama berusaha

merusuhi pengelola yang sekarang serta meminta unfuk'dilibatkan

di dalamnya, padahal ia tidak memiliki legalitas selain alasan

bahwa masjid tersebut dahulunya dikelola oleh ayahnya. Apakah ia

boleh ikut terlibat dalam pengelolaannya tanpa kerelaan dari

pengelola yang sah sekarang?

Syaikhul lslam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak boleh

memaksa seorang imam masjid unfuk melibatkan orang lain di

dalamnya, atau menghentikannya dengan alasan bahwa ayahnya

adalah imam pada periode sebelumnya. Karena masjid wajib

dikelola oleh brang yang paling berhak secara syari'at, yaifu oiang

yang paling pandai membaca Kitab Allah, paling tahu tentang

Sunnah Rasulullah $, serta paling terdepan dalam mengerjakan

amal-amal shalih, seperti yang paling dahulu hijrahnya, atau paling

tua umum5ra. I-alu, bagaimana jika'orang yang paling berhak ifu
diberi kaurenangan yang sah? Ia tidak boleh diberhentikan

berdasarkan pendapat yang disepakati ulamit. Wallahu a1arn. 'i
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Larangan Mengeluarkan Penerima Wakaf dari
Tempat Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taim!;yah Dtanya

Ada sebuah madrasah yang diwakafkan kepada fuqaha dan

orang-orang yang belajar Fiqih. Apakah hak tinggal di madrasah

tersebut khusus untuk orang-orang yang bekerja di dalamnya?

Apakah boleh mengeluarkan seseorang yang tinggal di sana

meskipun ia termasuk kelompok penerima wakaP

Syaikhul Islam Ibnu Taimiglah Menjawab

Hak tinggal dan hak perolehan insentif tidak dikhususkan

unhrk satu orang. Seseorang boleh tinggal di tempat tersebut

meskipun ia tidak bekerja di tempat tersebut, sebagaimana

seseorang boleh bekerja tanpa hams tinggal di dalamnya. ndak
boleh mengeluarkan salah satu dari dua jenis penerima wakaf

tersebut kecuali dengan sebab yang syar'i, baik ia menghadiri

pelajaran atau tidak.

Cara Pembagian Wakaf yang Disyaratkan Turun-
Temurun (1)

Slpikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanyn

Ada seseorang yang mengalihkan kepemilikan kepada

ora6S lain atas sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf

3ang.diuakafkan selama orang tersebut hidup, dan sesudah ia mati

wakaf al€n beralih kepada anak-anakn3n, kemudian kepada cucu-

cucunlra baik laki-laki atau perempuan dengan pembagian png

2(E



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

sama. Jika ada di antara mereka yang mati dan meninggalkan

seorang anak, maka bagian wakafnya fumn kepada anaknya, atau

cuolnya, dan seterusnya, baik safu atau lebih, baik lakilaki atau

perempuan. Tetapi jika ia mati tanpa meninggalkan anak atau

cucu, maka bagiannya disalurkan kepada orang yang setingkat

dengannya, ditambahkan kepada haknya semula dari hasil wakaf.

Jika ia tidak memiliki saudara laki-laki atau perempuan, atau orang

yang setingkat kepadanya, maka bagiannya disalurkan kepada

orang yang paling dekat kekerabatannya dengan catatan tingkatan
yang tinggi menutupi tingkatan yang rendah. Jika tidak tersisa lagi

seseorang yang memiliki kaitan nasab dengan penerima wakaf,

baik dari jalur ayah atau dari jalur anak perempuan, maka aset

wakaf disalurkan kepada orang-orang fakir dan miskin di
perbatasan Dimyath, serta orang-orang yang datang ke sana.

Pengelola wakaf membagikannya kepada orang yang menurutnya

pantas menerimanya, kemudian disalurkan unfuk membebaskan

tawanan umat Islam.

Kemudian, di antara para penerima wakaf yang pertama

terdapat seorang anak perempuan yang meninggal dunia dalam

keadaan tidak memiliki anak, sehingga bagiannya diambil oleh

saudara-saudaranya. Kemudian anak perempuan yang kedua mati

dalam keadaan memiliki dua anak perempuan yang mengambil

bagiannya ifu. Sesudah ifu anak perempuan yang ketiga mati

dalam keadaan tidak memiliki anak sehingga bagiannya diambil

oleh saudara-saudaranya. Kemudian sesudah ifu anak perempuan
yang keempat mati. Dengan demikian, saudara-saudaranya itu

mengambil dua pertiga bagian. Apakah anak-anak bibinya itu
memperoleh bagian bersamanya atau tidak? ' ; I
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Syaikhul Islam lbnu Taimigryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagian anak

perempuan pertama berpindah kepada tiga saudaranya

sebagaimana yang disyaratkan pa,vakaf. Sedangkan anak-anak

dari perempuan yang ini tidak bersekutu dengan anak-anak dari

perempuan yang itu atas bagian asli yang menjadi hak ibunya.

Adapun bagian yang kembali, yaitu yang menjadi milik anak

perempuan ketiga dan berpindah kepada anak perempuan yang

keempat, bagian tersebut menjadi hak bersama antara anak-anak

dari perempuan yang ini dan anak-anak dari perempuan yang itu,

sebagaimana ibu keduanya bersekutu di dalamnya. Ini adalah

pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat

ulama dalam masalah ini.

Pendapat lain mengatakan bahwa seluruh bagian yang

diperoleh anak perempuan keempat serta bagian anak perempuan

yang ketiga berpindah kepada anak-anak dari anak perempuan

yang keempat saja, karena pewakaf mengatakan, "Jika ia mati

dalam keadaan tidak memiliki anak, cucu dan selebihnya, maka

bagiannya disalurkan kepada orang yang setingkat dengannya,

ditambahkan kepada bagiannya dari hasil wakaf." Para ulama

mengatakan bahwa harta yang ditambahkan itu seperti harta yang

ditambahi. Jika yang ini berpindah kepada anak-anaknya, maka

demikian pula bagian yang lain. Karena pernyataan pewakaf,

"Barangsiapa yang mati di antara mereka dan meninggalkan

seorang m*, maka bagiannya dari wakaf berpindah kepada

anaknya" mencakup bagian asli dan bagian kembalian.

Pendapat 5nng paling jelas keshahihannya adalah pendapat

pertama, karena pemyataannSra "bagiannya" mencakup bagian

yang telah disebutkan di atas. Sedangkan cakupannya terhadap

bagian sesudah itu diragukan sehingga ia tidak mencakup dalam
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keadaan diragukan. Bahkan bisa dikatakan bahwa pada mulanya

itu adalah bagian mayit sebagaimana yang disebutkan pa,rakaf.

Dari ucapan dan kebiasaan peunkaf tampak bahwa ia

menyamakan antara satu tingkatan dalarn bagian untuk anak 5nng
merniliki anak. Karena itu ulama lrang menyamakan mengambil

alasan ini karena ia dalam tingkatan yang sama, sedangkan anak-

anaknya berada di tingkatan yang srna, sarna seperti anak-anak

ma5nt yang pertama. Seperti seandainya dua mayit itu masih

hidup, maka keduanya bersekufu atas bagian kembalian ini.

Demikian pula, anak-anak keduanya sepeninggal keduanya juga

bersekutu di dalamnya, karena hubungan keduanya kepada

pemilik bagian adalah sama.

Inilah yang dimaksud oleh oftmg-orang dengan syarat-qnarat

seperti ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam kebiasaan dan

tradisi mereka. Maksudnya adalah menjalankan wakaf menurut

syarat-syarat yang dikehendaki pewakaf. Karena itu fuqaha

mengatakan bahwa redaksi pewakaf ifu sama seperti redaksi syar'i

dari segi pemahaman dan indikasinya. Maksud redaksi pewakaf

bisa dipahami dari banyak sisi sebagaimana maksud Syari'.

Seseorang yang mengetahui hal ihwal para pe'{/akaf tahu

dengan pasti bahwa yang mereka maksud adalah makna seperti ini

karena ia lebih mendekati keadilan. Hubungan cucu-cucu kepada

pewakaf adalah sama. Ia tidak memiliki tujuan unhfi memberi

cucu yang ini dua bagian atau tiga bagian karena ayahnya mati
belakangan, sedangkan mereka yang ayahnya mati lebih dulu

diberi satu bagian saja. Terlebih lagi, orang yang mati belakangan

ini telah memperoleh hasil wakaf sehingga bisa jadi ia

meninggalkan sebagian hasil wakaf untuk anak-anaknya.

Sedangkan orang yang mati lebih dahulu tidak memperoleh bagian

dari hasil wakaf kecuali sedikit saja, sehingga anak-anaknp justru
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lebih membutuhkan. Selain itu, hubungan keduanya kepada

pewakaf adalah sama. [-alu, bagaimana mungkin orang yang

mampu memenuhi kebutuhan itu lebih didahulukan daripada

orang yang lebih lemah dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan

keduanya memiliki kedekatan yang sama kepada mayrt sesudah

orang-orang yang setingkat dengannya lenyap?

Hal ini tidak berbeda ketika pemilik bagian mati belakang.

Seandainya ia mati belakangan, maka seluruh anaknya bersekutu

atas bagiannya. Bahkan, masalah ini tercakup ke dalam

pemyataan pewakaf, "Jika ia mati sedangkan ia tidak memiliki

anak atau cucu, maka bagiannya disalurkan kepada orang yang

setingkat dengannya. Jika ia tidak memiliki saudara laki-laki atau

saudara perempuan yang setingkat dengannya, maka bagiannya

disalurkan kepada kerabat yang paling dekat." Mereka semua

sama dalam hal kedekatan dengannya. Wallahu a'lam.

Cara Pembagian Wakaf yang Disyaratkan Turun-
Temurun (2)

Syaikhul Islam lbnu Taimi!,yah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan wakaf kepada anak-

anaknya, kemudian diturunkan kepada cucn-cucunya, kemudian

kepada cicit-cicitnya, kemudian kepada keturunannya selama

mereka berkefurunan; dengan catatan bahwa jika ada di antara

mereka 3ang mati tanpa meninggalkan anak, cucu atau cicit, maka

bagian yang selama ini diberikan kepadanya disalurkan kepada

orang yang setingkat dengannya. Jika sebagian dari penerima

wakaf itu mati dengan meninggalkan anak, atau ctlctl atau
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ketumnannya, kepada siapa bagiannya ihr jatuh? Apakah jatuh

kepada anaknya, atau kepada orang yang setingkat dengannya

yang terdiri dari saudara, anak paman dan semisalnya?

Syaikhul Islam Ibnu TaimiS4yah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagian orang

tersebut berpindah kepada anaknya, bukan kepada saudara-

saudaranya dan anak-anak pamannya berdasarkan banyak alasan.

Berikut ini kami menyebutkan tiga alasan di antaranya, yaifu:

Pertama, pemyataan parakaf "kepada anak-anaknya,

kemudian kepada cucu-cucunya" terbatasi dengan sifat yang

disebutkan sesudahnya, yaitu pemyataan pewakaf "jika ada di

antara mereka yang mati tanpa meninggalkan anak, cucu atau

cicit, maka bagian yang selama ini diberikan kepadanya disalurkan

kepada orang yang setingkat dengdonld:" Setiap kalimat. yang

terkait dengan kalimat lain yang membatasinya ifu harus

mempertimbangkan kalimat yang membatasi tersebut, bukan yang

disebutkan secara mutlak di awal kalimat.

Penjelasan premis pertama adalah kalimat ini, yaitu
"dengan catatan bahwa barangsiapa di antara mereka yang mati"

berkedudukan sebagai keterangan, sedangkan keterangan itu
mempakan sifat dari segi makna. Sifat membatasi kalimat gang

disifati. Kalau mau, Anda juga bisa mengatakan karena kalimat

tersebut diawali dengan huruf janyang terkait dengan kata kerja,

sedangkan kalimat seperti ini dapat berkdudukan sebagai obyek

dalam kalimat negatif, sehingga kalimat ini membatasi kata kerja.

Jika mau, Anda juga bisa mengatakan karena kalimat pertama

tidak dibiarkan oleh pembicara tanpa ada penjelasan, sehingga ia

menyambungnya dengan kalimat lain. Sambungan kalimat ih.l
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berfungsi unfuk membatasi kalimat pertama. Semua masalah ini

dapat diketahui dengan serta-merta dalam setiap bahasa.

Penjelasan premis kedua adalah bahwa manakala kalimat

disambung dengan sifat, syarat atau kata-kata lain yang mengubah

maknanya ketika disebut secara mutlak, maka sifat dan syarat

tersebut harus diterapkan. Kalimat tidak boleh diputus dari sifat

yang bersambung dengannya. Hal ini termasuk perkara yang tidak

diperselisihkan di antara fuqaha, bahkan di antara orang yang

berakal sehat. Ini menjadi landasan bagi semua hukum yang

berkaitan dengan perkataan mukallat baik itu ibadah atau

mu'amalah, seperti wakaf, wasiat, pengakuan, jual-beli, hibah,

gadai, se\A/a-menyeura, perseroan dan selainnyn.

Makna Harus Dikembalikan kepada Kalimat Mutlak
dan Terbatasi Pewakaf

Karena ifu fuqaha mengatakan bahwa masalah ini

dikembalikan kepada redaksi petvakaf dalam hal pemyataan

mutlak dan terbatasi. Dan karena ifu, seandainya kalimat yang

pertama adalah mutlak atau umum, lalu pembicara

menyambungnya dengan kalimat yang memberi kekhususan atau

batasan, maka yang berlaku adalah kekhususan dan batasan

tersebut. Jika Anda mengatakan, "Aku mewakafkan kepada anak-

anakku," maka ifu bersifat umum. Tetapi jika Anda mengatakan

"yang fakir," atau "yang adil," atau "5ang laki-laki," maka wakaf

hanya diberikan kepada mereka meskipun awal kalimat bersifat

khr-rsus.
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Seseorang tidak boleh mengatakan bahwa kata "anak-

anak" ifu bermakna umum, sedangkan pengkhususan dengan

salah satu jenisnya, yaitu laki-laki, tidak meniadakan hukum bagi
jenis yang lain. Sebaliknya, semua kaum cerdik pandai sepakat

bahwa hukum hanya diberlakukan pada orang-orang yang

dikhususkan di akhir kalimat, baik yang mengafirmasi makna yang

dipahami atau yang meniadakannya. Mereka menyebut hal ini

dengan istilah at-takhshish al muttashil (pengkhususan Wng
bersambung). Mereka mengatakan, "ketika lafal umum disambung

dengan sifat khusus, maka hukum hanya terkait pada sifat tersebut

saja. Sedangkan orang-orang yang berada di luar sifat tersebut juga

berada di luar hukum tersebut. Adapun menurut kalangan yang

meniadakan makna yang dipahami, alasannya adalah karena

mereka tidak berhak apapun kecuali mereka tercakup ke dalam

lafal. Manakala lafal umum disambung dengan sifat khusus, maka

hal itu mengeluarkan mereka dari lafal tersebut sehingga tidak
tercakup ke dalamnya sehingga mereka tidak berhak. Jadi,

kalangan ini meniadakan hak mereka karena tidak adanya faktor
yang mengakibatkan hak.

Adapun bagi kalangan yang mengafirmasi makna yang

dipahami, mereka mengeluarkan orang-orang yang tidak tercakup

sifat berdasarkan makna ini dan makna lain, yaitu pengkhususan

salah sahr dari dua jenis dengan sifat "laki-laki" menunjukkan

bahwa pembicara bemiat untuk mengkhususkan hukum padanya.

Pengkhususan hukum itu mengakibatkan peniadaan hukum dari
selain mereka- Jadi, mereka terhalang unfuk memperoleh hak

karena tidak ada faktor lnng mengakibatkan dan karena adanya

faktor penghalang.

Demikian pula seandainp lafal fnng mutlak dibatasi, s€perti

perkataan, "AI(LI meunlofkan kepada anak-anakku dengan
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ketenfuan mereka diberi hasil wakaf lika mereka fakir," atau

"dengan ketentuan mereka berhak atas wakaf iika mereka fakir,"

atau "aku mewakafkan kepada anak-anakku dengan syarat hasil

wakaf disalurkan kepada orang-orang yang masih ada di antara

mereka jika mereka fakir," atau "aku metu.rakafkan dengan

ketentuan bahwa barangsiapa yang fakir maka ia termasuk orang

yang berhak menerima hasil wakaf. Semua kalimat ini serupa

dengan kalimat, "Aku mewakafkan kepada anak-anakku, yaifu

kepada yang fakir di antara mereka," atau "dengan syarat mereka

fakir," atau "jika mereka fakir."

Seandainya seseorang mengatakan, "Aku mer,tuakafkan

kepada anak-anak perempuanku dengan ketenfuan bahwa

barangsiapa yang hidup menjanda maka aku beri; dan siapa yang

menikah kemudian dicerai suaminya, maka aku beri juga."

Perkataan ini serupa dengan perkataan, "Aku mewakafkan kepada

anak-anak perempuanku, yaitu yang janda di antara mereka,"
karena kata yaifu dan dengan ketenfuan sama kedudukannya

dengan syarat sebagaimana firman Allah,

+i.Y n -,Y #"64 cLYGI$it t ii OY-

bz z /a

ffiE
"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan

salah seorang dari kedua anakku ini, dengan ketenfuan kamu
bekerja denganku delapan tahun. "(Qs. Al Qashash l28l:27)

Para' ulama sepakat bahwa seandainya seseorang

mengatakan, "Aku menikahkanmu dengan anak perelnpuanmu

atas' seribu dirham;" atau' "dengan ,ketenfuan kamu

mernberikannyra seribu 'dirham," atau "dengan ketentuan ia
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memperoleh seribu dirham dalam tanggunganmu," maka itu
merupakan syarat yang valid, dan penyebutannya sah. Tidak ada

pertedaan pendapat dalam masalah ini. Orang yang meyakini

adanya perbedaan pendapat dalam ma&hab Imam Ahmad dan

selainnya telah keliru, karena perbedaan pendapat di antara
mereka hanya terjadi ketika seseorang berkata kepada istinya,
"Aku kucerai dengan seribu dirham," atau seseorang yang berkata

kepada budaknya, "Engkau merdeka dengan seribu dirham," lalu

istri dan budak tersebut tidak menerima. Menumt salah satu dari

dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad, cerai dan pemerdekaan

tersebut sah dengan alasan bahwa bentuk kalimat ini tidak
digunakan untuk menetapkan syarat. Hal ini tidak berbeda dari

madzhabnya seandainya seseorang mengatakan, "Aku melakukan

khulu' padamu dengan seribu dirham," atau "aku melakukan

kitabah kepadamu dengan seribu dirham," atau. .'jgku

menikahkanmu dengan seribu dirham," atau "aku menjual

kepadamu budak ini dengan ketentuan engkau menggadaikannya

kepadaku sekian," atau dengan syarat Zaid menjaminkannya,"

atau "aku menikahkanmu dengan anak perempuanku dengan

ketentuan engkau merdeka." Semua syarat ini sah, dan tidak ada

perbedaan pendapat tentang masalah in! di antara seluruh fuqahi.

Yang menjadi pegangan dalam masalah ini adalah bahwa

pemerdekaan budak dan cerai tidak membutuhkan pengganti.

Selain itu, ia tidak mengaitkan cerai pada syarat, melainkan

menetapkan syarat dalam kalimat cerai. Ulama membedakan

antara pengaitan pada syarat dan penetapan syarat dalam kalimat
yang efektif. Karena ifu, banyak tindakan yang dikaitkan pada

syarat ih.r tidak sah meskipun syarat yang ia buat di dalamnya sah.

Sifat ini tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Sedangkan cerai

yang disifati manakala sifatnya tiada; apakah seluruhnya gugur
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ataukah cerainya tetap sedangkan sifaturya tdak gugur? Ada
perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Setelah jelas bahwa pemyaban pa,vakaf "barangsiapa yang

di antara mereka yang mati..-" merupakan syarat hukum dan sifat

bagi wakaf tersebut, dan bahwa qprat tersebut harus diberlakukan

dan diterapkan, maka kita tahu bahwa jika batasan yang ada

dalam kalimat tersebut diberlakukan, maka perpindahan bagian

orang yang mati kepada orang-onmg !,ang setingkat dengannya ifu

dibatasi dengan syarat tidak adanln anak. Selain itu, pewakaf Udak

menyalurkan bagian orang yang mati kepada mereka dalam

kondisi yang berlawanan dengan kondisi ini- Pada saat ihr dapat

diketahui bahwa bagian orang yang meninggal tidak boleh

disalurkan kepada orang-orang !,ang setingkat dengannya dalam

kondisi yang berlawanan dengan kondisi ini, yaifu jika mayrt

tersebut memiliki anak. Inilah yang dimaksud oleh pewakaf.

Dapat diketahui bahwa ketentuan ini berlaku menurut
pendapat yang disepakati fuqaha, bahkan oleh kaum cerdik

pandai, baik yang mempertimbangkan makna yang dipahami atau

yang meniadakannya. Karena penyaluran wakaf kepada selain

orang yang ditetapkan pewakaf sebagai penerima ihr hukumnya
haram, dan ia tdak menyalurkannla kepada mereka. Pencegahan

penyaluran wakaf karena tidak adanya faktor yang mengharuskan

ini disepakati ulama. Juga karena pa*akaf melarang

penyalurannya kepada merel<a, sedangkan larangan yang

disebabkan adanya faktor penghalang ini diperselisihkan. Perkiraan

makna dari pemyataan pewakaf adalahr aku mewakafkan pada

anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka, dengan syarat

bagian orang yang mati di antara mereka kembali orang-orang

yang setingkat dengannya manakala ia mati tanpa meninggalkan

seorang anak.
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Tidak seorang fuqaha pun yang berbeda pendapat bahwa

masalah ini dibatasi pada batasan-batasan tersebut. Yang keliru di
sini adalah orang yang tidak menghukumi indikasi-indikasi bahasa

dari suafu perkataan, serta tidak membedakan di antara jenis-jenis.

Ushul Fiqih yang didasarkan pada wahyu, serta tidak terlatih untuk

memahami hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan

perkataan mukallaf. Selain itu, dalam memahami kalimat ia tidak

mengikuti karakter bahasa Arab dan fitrah yang bersih, sehingga ia
jauh dari persoalan masyarakat umum karena tidak berbaur

dengan mereka dalam memahami tradisi ucapan mereka. Ia juga

jauh dari pergaulan dengan kalangan khusus sehingga tidak

menemukan jalan unfuk membedakan antara kalimat-kalimat yang

samar dan sempa, agar fitrah tetap pada keadaan semula seperti

saat diciptakan Allah yang membaguskan segala sesuatu yang

diciptakan-Nya. Padahal para rasul diutus unfuk menyempumaliin
fitrah, bukan mengubahnya sebagaimana firman Allah, 

'''' ' ')IIi'l

Gzt >/

411,'rli.J
--a'

"(Tbtaplah abs) fttah Attah yang tel* ,xtenciptdtin

manusia menurut frtah ifu. Tidak ada pantbahan pda fibdh
Allah. "(Qs. Ar-Ruum [30]: 30)

Kita tahu bahwa setiap orang yang mendengar kalimat ini

dari orang yang berbahasa Arab, baik kalangan khusus atair

kalangan awam, tidak akan memahaminya selain pemberian

kepada orang-orang yang setingkat dengan orang yang mati

dengan syarat orang yang mati tersebut tidak memiliki anak.

Mereka memahami bahwa kalimat ini safu dan terkait sebagiannya

dengan sebagian yang lain. Kekeliruan sementara orang terjadi

karena ia salah memahami bahwa kalimat pertama mengandung

't;ilfu,iuifiei4t 
ES;-
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makna umum, sedangkan kalimat kedua mengkhususkan salah

satu jenis kelamin, yaitr-r laki-laki, sehingga menumtnya dalam

kalimat ini terjadi benturan antara makna umum dan makna

implisit.

Selanjukrya, terkadang orang tersebut adalah orang yang

mengkaji kitab-kitab sebagian dari ahli Kalam atau sebagian fuqaha

yang tidak mempertimbangkan indikasi makna implisit. Kalaupun

mereka mempertimbangkannya, namun mereka melihat indikasi

makna umum lebih kuat darinya karena perbedaan di dalamnya

lebih lemah daripada perbedaan dalam indikasi makna implisit.

Karena tidak ada yang berbeda dalam hal makna umum kecuali

beberapa orang saja yang tidak diperhitungkan. Sedangkan dalam

masalah makna implisit, ada sekelompok fuqaha dan beberapa

kelompok ahli Kalam yang berbeda pendapat, sehingga dari sini

muncul dugaan bahwa tidak seyogianya syarat yang gamblang atau

umum ditinggalkan lantaran adanya sifat yang lemah.

Kami memohon perlindungan dari mata batin yang buta,

atau dari pandangan rabun yang melihat sesuafu yang safu sebagai

dua, karena orang yang buta ifu lebih selamat keadaannya

daripada orang yang rabun manakala orang yang buta tersebut

bertaklid kepada orang yang melihat. Orang yang melihat itu benar

persepsinya. Seandainya bukan karena khawatir adanya seseorang

yang mengira bahwa pendapat ini sah-sah saja, atau bisa jadi

benar berdasarkan ushul sebagian fuqaha, maka sebaiknya kami

tidak perlu menjelaskannya.

Karena itu muncul pertanyaan: apakah indikasi makna

implisit yang dibicarakan orang-orang ini merupakan hujjah atau

tidak? Jika ia hujjah, apakah makna umum bisa dikhususkan

dengannya atau tidak? Ia hanya berada dalam dua kalimat yang

terpisah dari safu pembicara, atau yang dihukumi sebagai safu
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pembicara. Ia tidak berada dalam satu kalimat yang tersambung

sebagian dengan sebagian yang lain; dan tidak pula berada dalam

kalimat dua pembicara yang tidak wajib disatukan maksud

keduanya. Jadi, di sini ada tiga jenis sambungan kalimat, gartu,

Pertama, dua kalimat dari seorang pembicara atau

dihukumi sebagai satu pembicara. Kami menyebutkan hal ini agar

mencakup kasus ketika kalam yang satu adalah kalam Allah
sedangkan kalam yang lain adalah kalam Rasul-Nya g.
Hukumnya adalah sama dengan hukum ketika kedua kalam

berasal dari kalam Allah, atau dari kalam Rasul-Nya $. Misalnya

adalah sabda Nabi fl$,
rf

Ylzl,tOa

,4
'iL

etJ1
Jo

9 @

pun- '64

Dan sabda beliau,

o / At t o ./ /

e*JAt, f+;:J,.,;b dl 
^Ii 

li!' Y' -1'?- - L' e

"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia frdak

membawa kotoran (najis).'65

Yang mengucapkan kedua kalam tersebut adalah safu

pembicara, yaitu Nabi $. Barangsiapa yang mengatakan bahwa

makna implisit itu berfungsi unfuk mengkhususkan makna umum,

a4 HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 66) dan At-Tirmidzi (pembahasan:

Bersuci, 56) dengan nrenilainya hasan.
65 HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 53) dan At-Ttumidzi (pembahasan,

Bersuci, 57).

"Air ifu men5rucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sauatu
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maka ia akan mengkhususkan sabda beliau, 'Air ifu menSrucikan,

tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun"dengan sabda beliau, "Jika

air telah menapai dua qulkh, maka ia tidak membawa kotoran
(najs). " Meskipun makna implisit berupa bilangan itu lebih lemah

daripada makna implisit berupa sifat. Ini adalah ma&hab Asy-

Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, serta

madzhab fuqaha lainnya. Sedangkan fuqaha yang melarangnya

mengatakan bahwa sabda beliau "Air ifu menytcikan" adalah

umum, sedangkan sabda beliau, "Jika air telah menapai dua

qullah, maka ia tidak membawa kotoran (najis)" adalah sebagian

dari kalimat umurn tersebut. Ia sejalan dengannya dari segi

hukumnya, sehingga indikasi makna umum tidak ditinggalkan

Iantaran adanya makna implisit ini.

Demikian pula dengan sabda beliau dalam masalah sedekah

yang dilansir oleh Abu Bakar,

$oeaW,,* eJ$ e
l-//.

'Dalam (akat) unta, dalam setiap lima unta ada kewajiban

seekor karnbing betina. 6

Dan saMa beliau,

" . ti t o '6)ri'F ,eqtt 
"}l!Jr "*G) 9-t ..-t rx#rr # G 

:n_ 
. .: :. s ,

at* Jr;G $

e6 HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1567), At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat,
25 1), dan An-Nasa'i (pernbahasan : Zakat, 24551.
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"Dalam (zakat) unb yang ditemakkan, dalam setiap empat
puluh unta ada kewajiban binfu labun, dan dalam setiap lima puluh

unta ada hiqqz1;.6t

Selain itu masih banyak lagi hadits lnng sempa. Di
antaranya ada yang ulama sepakat untuk mengunggulkan makna

implisit di dalamnya, seperti sabda beliau,

tr*Jt:r*.Z er\t J."d+
"Bt)mi dijad*an t*" sebagai -*rO dan sarana

bersuci.'68

Dan sabda beliau,

ta, * ) (r-*Z # & ri,f r;'d+.a

"Setiap tanah t/ang baik dijadil<an bagiku sebagai masjid
dan sarana bersuci.'69

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa tanah yang buruk
(najis) bukan merupakan sar?na bersrci- Ada pula yang ulama

berbeda pendapat di dalamryra, seperti ucapan beliau dalam hadits

ini,

tt*,!.6;'dr*:j

oz HR. Abu Daud (p€rnbahasan: Takat 1575) dan An-Nasa'i (pembahasan: Zal<at,
2M7).

6s HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 438) dan Muslim (pembahasan, Masjid,
522/4',).

6e HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 52L/31dan Ad-Darimi (pembahasan: Shalat,
1/322-32s).
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"Dan tanahnya dijadikan bagiku sebagai sarana bersuci. "

Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya menjadikan makna

implisit hadits ini dikhususkan dengan sabda beliau, "Setiap tanah

yang baik dijadikan bagiku sebagai masjid dan sarana bersuci.'vo

Ada pula yang ulama sepakat untuk mendahulukan makna umum,

seperti firman Allah, '$'aSu,Lr$i\(V;i$ "Dan janganlah

kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih

baik."(Qs.Al Israa' Il7l 34\ dengan firman Allah, lfiyGlUit
ircS$tij "Dan jangankh kamu makan harta anak yatim lebih

dari batas kepafutan dan kamu) tergesa-gesa

(membelanjakannSm) sebelum mereka dewasa. "(Qs. An-Nisaa' [4J:

6)

Memakan harta anak yatim itu hukumnya haram, baik ia
bemiat unfuk buru-buru membelanjakan hartanya sebelum anak

yatim dewasa atau tidak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai dua dalil tersebut

manakala berbenfuran. Kalangan ahk m'yt (nalar) dan teksfual,

serta banyak dari ahli Kalam dan sekelompok ulama madzhab

Maliki, Asy-Syafi'i dan Hanbali berpendapat untuk mengunggulkan

makna yang umum. Sedangkan mayoritas ulama dari madzhab

Maliki, Asy-Syafi'i dan Hanbali, serta sekelompok ahli Kalam lebih

mendahulukan makna implisit. Pendapat inilah yang dituturkan
secara gamblang dari Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Tetapi

masalah ini masih mengandung kemungkinan; bukan di sini

tempat untuk menjelaskannya karena ia memiliki banyak cabang

70 Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya.
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dan berkaitan dengan masalah mutlak dan muqayyad (yang

terbatasi). Ia menjadi salah satu kajian pelik dalam bidang Ushul

Fiqih, dan jenis-jenisnya samar bagi orang-orang yang

berkecimpung di dalamnya.

Akan tetapi, tujuan bahasan di sini adalah bahwa masalah

ini bukan termasuk kategori tersebut. Meskipun seandainya

masalah ini termasuk kategori tersebut, maka orang yang berfatwa

dengan madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad harus mendasarkan

masalah ini pada ushul keduanya dan ushul para sahabat

keduanya, bukan ushulyang dibangun oleh para ahli Kalam yang

tidak mendalami ayat-ayat Al Qur'an dan dalil-dalil-Nya yang

dijelaskan dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya. Mereka

tidak mengetahui secara menyeluruh aspek-aspek dalil dan detil

detilnya yang disisipkan Allah dalam wahyu yang Dia hrrunkan.

Mereka juga tidak mencerrnati aspek-aspek indikasi bahasa yang

mempakan bahasa yang paling terang, padahal dengan bahasa itu
Allah menumnkan Kitab-Nya yang paling mulia.

Sesungguhnya masalah ini termasuk kategori kedua, yaitu

kalam safu pembicara yang sebagiannya bersambung dengan

sebagian yang lain; bagian akhimya membatasi bagian awalnya.

Misalnya adalah seandainya beliau mengatakan, "Air itu

men5rucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun jika ia telah

mencapai dua qullah, " atau beliau mengatakan, "Air itu
menyucikan bila mencapai dua qullah, tidak bisa dinajiskan oleh

sesuafu prm," atau beliau mengatakan, "Dalam setiap lima ekor

unta ada kewajiban zal<at seekor kambing, dalam setiap sepuluh

ekor unta ada kewajiban dua kambing; zakat ini wajib untuk unta
yang digembalakan," sebagaimana firman Allah,
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./ -)

'€;4iS\ &:*s{r6iKfrt? u4 *r;iI\
'Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang

tidak cukup perbelanjaannya unfuk mengawini wanita merdeka lagi

beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-

budak yang kamu miliki. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 25)

Dalam ayat ini Allah menyebut pemikahan secara mutlak
dan umum. Kemudian di akhir ayat Allah S berfirman,

i 7-i(z '( ?/ |\-{^rrt-f ,P_ ,Aft

"(Kebolehan mengawini budak) ifu, adalah bagi orang-orang
yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di
antaramu. "(Qs. An-Nisaa' l4l:25)

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa

kalam ini tidak diambil makna umumnya di bagian awal, melainkan

mengandung penjelasan tentang kesucian air dua qullah atau lebih,

serta kewajiban zakat pada unta 5rang digembalakan.

Di antara penjelasan tentang perbedaan antara kalimat
yang tersambung dan yang terpisah adalah seandainya seseorang

mengatakan, "Aku wasiatkan harta ini kepada para ulama, mereka

diberi jika mereka fakir," dan seandainya ia berkata di safu

kesempatan, "Aku wasiatkan harta ini untuk para ulama,"

kemudian ia mengatakan di kesempatan lain, "Mereka diberi

sebagian dari hartaku jika mereka fakir," maka di sini dikatakan

terjadi benturan antara makna umum dan makna implisit. Akan

tetapi, hal semacam ini tidak terjadi dalam wakaf. Karena jika

i'ry4lJf;v"&wi;;

:2P
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seseorang memberikan wakaf dengan sifat umum atau khusus,

maka sifat tersebut tidak bisa diubah, lain halnya dengan wasiat.
Karena itu kami mengatakan bahwa pembatasan kalimat ini
dengan sifat yang disebutkan belakangan itu hukumnya wajib
menurut semua ulama, baik yang memberlakukan makna implisit
atau yang meniadakannya. Karena kalimat tersebut tidak termasuk

kategori ini, melainkan termasuk kategori kalimat yang dibatasi

dengan sifat di akhirnya.

Ketiga, kalam berasal dari dua pembicara yang tidak wajib
disatukan maksud keduanya, seperti dua saksi yang bersaksi

bahwa keseluruhan mmah milik Zaid, sedangkan dua saksi yang

lain bersaksi bahwa ada sebagian darinya yang menjadi milik Amr.
Kedua keterangan tersebut berbenturan terkait tempat tersebut.

Tidak seorang pun yang mengatakan bahwa keterangan umum ini
didasarkan pada keterangan khusus. Sebagian orang keliru dalam

masalah seperti ini sehingga mereka berpendapat bahwa dua

keterangan tersebut disatukan, karena ifu termasuk kategori umurn

dan khusus, sebagaimana sebagian dari mereka keliru dalam

kategori kedua lalu memasukkannya ke dalam kategori pertama.

Barangsiapa yang diberi cahaya ilmu oleh Allah, maka ia
bisa membedakan antara ketiga jenis ini. Ia juga tahu bahwa

perbedaan di antara ketiga kategori tersebut telah ada dalam

semua fitrah, sedangkan keistimewaan ulama adalah

mengeluarkan suatu potensi menjadi realita. Seandainya diterima
bahwa kalimat pertama adalah umum atau mutlak, maka

sesungguhnya kalam tersebut telah disambung dengan kalimat
yang membatasinya dan mengkhususkannya. Semua orang yang

berakal sepakat bahwa kalimat semacam ini dikhususkan dan

dibatasi, tidak lagi umum dan mutlak.
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Karena itu, hendaklah Anda membedakan antara kalimat

umum dan mutlak diucapkan secara sempurna tanpa kelanjutan

keterangan, kemudian ia berbenfuran dengan makna implisit yang

khusus atau membatasi, (membedakan) dengan kalimat yang

disambung dengan kalimat lain yang mengkhususkan dan

membatasinya. Tidakkah Anda melihat bahwa semua hukum itu
dibangun berdasarkan ketenhran ini? Seandainya seseorang

bersumpah lalu diam dalam urakfu yang lama, kemudian ia
menyambungnya dengan pengecualian, atau kata sambung, atau

sifat, atau lafal-lafal lain, maka hal itu tidak berpengaruh.

Seandainya ia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pergi,"

kemudian ia diam dalam waktu yang lama, kemudian ia berkata,
"lnsya'allah," atau ia mengatakan, "Ke tempat fulan," atau ia
mengatakan, "Dan tidak menikah," atau ia mengatakan, "Aku

tidak bepergian dengan berjalan kaki," maka sumpahnya tidak
terbatasi dengan kalimat terakhimya ini. Seandainya ia bersumpah

sekali, "Aku tidak pergi," kemudian ia bersumpah dua kali," "Aku

tidak pergi dengan berjalan kaki," maka sumpah yang pertama
tidak terbatasi dengan sumpah yang kedua. Seandainya ia

mengatakan, "Aku tidak bepergian dengan berjalan kaki," maka

sumpahnya terbatasi dengan cara "jalan kaki" berdasarkan
pendapat yang disepakati.

Seandainya pewakaf di sini mengatakan, "Aku mewakafkan

kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka,

kemudian kepada cucu-cucu mereka, dengan ketenhran bahwa

barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan

seorang anak maka bagiannya menjadi milik orang-orang yang

setingkat dengannya," maka maknanya adalah: aku memberikan
wakaf yang terbatasi dengan batasan-batasan ini, yaitu
berpindahnya bagian orang yang mati kepada kerabatnya yang
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setingkat dengannya dengan syarat tidak ada anak. Ucapan seperti

ini sama seperti ucapan, "Aku mewakafkan kepada anakku,

cucuku dan kefurunannyd dengan syarat anak-anak berhak atas

wakaf ini sesudah kematian ayah mereka." tidakkah setiap orang
yang paham Fiqih mewajibkan hak anak terbatasi syarat kematian
ayahnya? dan seandainya pewakaf hanya mengatakan, "Pada

anakku dan cucuku," maka pemyataan ini menunjukkan
persekufuan di antara mereka.

Masalah yang dikira serupa ini dapat dilelaskan dengan

kasus seandainya seseorang mewakafkan kepada Zaid, Amr dan

Bakar, kemudian kepada orang-orang miskin. Tidak ada sedikit

pun dari hasil wakaf yang berpindah kepada orang-orang miskin
hingga ketiga orang tersebut mati. Pendapat inilah yang masyhur.

Seandainya dalam kasus ini pewakaf mengatakan, "Aku

mewakafkan kepada Zaid, Amr dan Bakar, kemudian kepada

orang-orang miskin, dengan ketenfuan bahwa barangsiapa yang

mati di antara ketiga orang tersebut, maka bagiannya berpindah
kepada dua orang lainnya jika di sekitar tempat wakaf tidak ada

orang miskin," atau ia mengatakan, "dengan ketenfuan

barangsiapa yang mati di antara tiga orang tersebut dalam keadaan

tidak ditemukan orang miskin, maka bagiannya berpindah kepada

dua orang lainnya," atau ia mengatakan, "dengan ketenfuan

barangsiapa yang mati di antara ketiga orang tersebut maka

bagiannya berpindah kepada dua orang lainnya jika keduanya

fakir," atau "jika keduanya tinggal di sekitar tempat wakaf," atau

hal-hal semacam itu, maka tidakkah setiap fuqaha, atau bahkan

setiap orang yang mampu berpikir dapat memutuskan bahwa hak

kedua orang yang masih hidup atas bagian orang yang sudah mati

ifu terbatasi dengan syarat ini. syarat yang termuat dalam kalimat
tersebut harus dijadikan acuan, karena kalimat ifu sempuma hanya
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dengan bagian akhirnya. Kalimat tersebut tidak boieh dilihat sisi

mutiaknya saja tanpa melibatkan sisi terbatasnya. Ini termasuk

perkara yang dapat dimengerti orang yang berakal dengan serta-

merta, kecuali ada faktor yang menghalangi pikirannya untuk

mencema masalah. Masalah ini lebih jelas jika dilihat dari contoh-

contoh di atas.

Misalnya, seseorang mengatakan, "Aku memberikan wakaf

kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka,

dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka

dan ia seorang yang shalih, maka bagiannya berpindah kepada

anaknya." Apakah wakaf boleh berpindah kepada anak, baik yang

mati itu muslim atau kafir, baik ia shalih atau fasik? Barangsiapa

yang mengira bahwa bagiannya berpindah kepada anaknya karena

ia tercakup ke dalam lafal umum, maka pemyataannya dapat

dibantah bahwa lafal umum tersebut belum terhenti dan belum

sampai titik sehingga lafal umum tersebut dijalankan, melainkan ia

disambung dengan penjelasan yang membatasi dan

mengkhususkannya. Satu bagian dari kalimat tidak boleh

diberlakukan tanpa rnempertimbangkan bagian yang lain dari

kdirnat. Yang demikian itu lebih terang dari cahaya Shubuh. Akan

tetapi, barangsiapa yang tidak dikaruniai cahaya oleh Allah, maka

ia tidak memperoleh cahaya dari selain-Nya.

Barangsiapa yang ingin membungkam pemyataan tersebut,

maka hendaklah ia banyak mengamati kasus-kasus sempa dimana

kalimat umum atau mutlak digandeng dengan kalimat yang

mengkhususkannya dan membatasinya. Misalnya adalah Anda

mengatakan, "Aku memberikan wakaf kepada fuqaha dengan

ketentuan bahwa barangsiapa yang menghadiri pelajaran pada

pagi hari di setiap hari, maka ia berhak atas wakaf," atau Anda

mengatakan, "Aku memberikan wakaf kepada orang-orang fakir
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dengan ketenfuan bahwa barangsiapa yang bertetangga dengan

Haramain, maka ia berhak," atau Anda mengatakan, "dengan

ketentuan ia bertangga dengan salah satu dari Haramain," atau

Anda mengatakan, ",Aku memberikan wakaf kepada fuqaha yang

menghadiri pelajaran di setiap Fdgi," atau ungkapan:ungkapan lain

semacam ihr yang tidak terbilang jumlahnya.

Di antara hal yang keliru dipahami banyak orang dalam

kasus seperti ini adalah mereka mengira bahwa antara awal

kalimat dan akhirnya terjadi kontradiksi atau benturan. Ini

merupakan salah satu s5rubhat orang yang mengingkari makna

umum, karena mereka mengatakan, "Seandainya benfuk kalimat

ini adalah umum, maka pengecualiannya dimaknai sebagai koreksi

atau pembatalan." Ini jelas sebuah kebodohan; karena kata-kata

bilangan merupakan nash, tetapi boleh terjadi pengecualian

terhadapnya, seperti firman Allah,

,t"4$g"3i6<;.4
*Maka ia tinggal di antara mereka seibu lahun kurang lima

puluh tahun. "(Qs.Al'Ankabuut l29l: l4l
Demikian pula, lafal yang berbenb,tk nakirah (definiti| dalam

kalimat positif ihr bermakna mutlak, tetapi ia boleh dibatasi seperti

dalam firman Allah,

/// e, o/l

9+)t*
'Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang buciak. " (Qs.

AI Mujaadilah [58]: 3)

Mereka mengeluarkan pendapat sesuai dengan perkiraan

mereka bahwa jika bentuk-bentuk kalimat ini dianggap sebagai
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kalimat umum, maka dikatakan bahwa ifu adalah kalimat umum

secara mutlak. Jika dikatakan bahwa itu adalah kalimat umum

secara mutlak, kemudian sebagian implikasinya ditiadakan dengan

pengecualian, maka dalam bagian yang ditiadakan itu terhimpun

makna umum yang ditetapkan dan pengecualian yang

meniadakan. Yang demikian itu merupakan sebuah kontradiksi

atau koreksi.

Jawaban untuk mereka adalah, jika dikatakan bahwa

kalimat tersebut adalah kalimat umum, maka barangsiapa yang

mensyaratkan makna umumnya agar ia terpisah dari sambungan

yang mengkhususkan, maka itu adalah kalimat umum ketika

disebut secara mutlak. Sedangkan satu lafal itu bisa berbeda-beda

indikasinya sesuai penyebutannya secara mutlak atau terbatasi.

Karena ifu fuqaha sepakat bahwa seandainya seseorang

mengatakan, "Baginya seribu dirham dari mata uang fulan, atau

yang pecah, atau dirham hitam, atau dirham yang tak sempuma,

atau dirham dari Thabariyyah, atau seribu dirham kecuali lima
puluh," atau sifat-sifat semisal itu, maka pemyataan tersebut

merupakan pengakuan terhadap sifat yang membatasi. Seandainya

pengecualian ini dianggap sebagai koreksi, tentulah hal itu tidak

bisa diterima dalam hal pengakuan, karena koreksi orang yang

mengakui terkait hak manusia itu tidak diterima.

Sering kali sebagian fuqaha yang tidak obyektif keliru dalam

masalah seperti ini, karena yang ditanyakan adalah syarat

pewakaf, atau sumpah orang yang bersumpah, atau semacam ifu.

Ia melihat awal kalimat sebagai kalam yang mutlak atau umum,

dan ia dibatasi di akhir kalimat. Ada kalanya ia menjadikan hal ini

sebagai benfuran dua dalil, Ialu ia menghukumi keduanya dengan

hukum-hukum yang populer untuk dalil-dalil yang berbenturan,

yaifu keseimbangan dan pengunggulan. Ada kalanya ia melihat

232



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

bahwa kalam ini kontradiktif karena berbeda bagian awal dan

akhimya. Ada kalanya ia bersikap bimbang dan menuduh orang
yang menyatakannya sebagai orang yang kurang pandai. Ada
kalanya ia berkata, "lni adalah kesalahan dari penulis." Semua ini

timbul akibat sikapnya yang tidak membedakan antara kalimat
yang bersambung dan kalimat yang terpisah. Barangsiapa yang

memahami bahwa pembicara tidak boleh diambil bagian awai

kalimatnya sebelum ia diam unhrk memufus pembicaraan, dan

bahwa penulis tidak boleh diambil tulisannya sebelum ia selesai

dalam arti memutus tulisannya, maka segala kesamaran dalam

masalah ini akan tersingkir, dan ia pasti mengetahui kebenaran

pendapat para ulama mengenai indikasi-indikasi pembicaraan.

Di antara kenaifan terbesar adalah menuduh pembicara

keliru padahal kalimahrya bisa dibenarkan dan diselaraskan dengan

gaya bahasa yang paling indah. Kemudian, ia menganggap salah

satu dari dua letak kalimat yang kontradiktif itulah yang salah,

sedangkan yang lain tidak. Seandainya boleh dikatakan bahwa

pemyataan pewakaf "dengan ketenfuan barangsiapa yang mati di
antara mereka tanpa meninggalkan seorang anak" ifu keliru, maka

itu tidak lebih kuat alasannya daripada dikatakan bahwa

pemyataan "kemudian" itulah yang keliru. Karena kekeliruan

dalam mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain bagi

penulis itu lebih pantas daripada kekeliruan dengan menyebutkan

sejumlah kata, karena pemyataan "tanpa meninggalkan seorang

anak, anaknya anak (cucu) dan kefurunan seterusnya" itu
mencakup lebih dari sepuluh kata.

Herannya, ia mengira bahwa ini adalah penegasan,

sedangkan penegas ifu hanya unfuk menyingkirkan kesamaran.

Jadi, pemyataan pewakaf "barangsiapa yang mati di antara

mereka dengan meninggalkan anak" itu lebih baik daripada
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pemyataan "barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa

meninggalkan anak." Jika hukum yang ada pada dua kategori ini

sama, lalu pewakaf bemiat unfuk menegaskan, maka pemindahan

bagian orang yang mati kepada saudara-saudaranya bersamaan

dengan adanya anak dari orang yang mati itu merupakan

penegasan terhadap pengalihan bagiannya kepada mereka dalam

keadaan tidak ada anak. Adapun keberadaan penegas sebagai

penjelasan hukum yang terang, bukan yang samar, yang demikian

itu telah keluar dari batasan-batasan akal dan perkataan.

Selanjutnya, penegasan tidak dilakukan dengan sifat-sifat

yang membatasi lafal yang disifati. Karena seandainya seseorang

mengatakan, "Muliakanlah para lelaki yang muslim ihr," lalu ia
mengatakan, "Yang saya maksud adalah memuliakan semua laki-

laki, tetapi saya hanya menyebut yang muslim untuk fujuan
penegasan, dan penyebutan mereka tidak meniadakan selain

mereka sesudah mereka tercakup ke dalam sebutan yang

pertama," maka pernyataan ini tidak bisa diterima sama sekali.

Karena muslim adalah sifat laki-laki, sedangkan sifat itu
mengkhususkan yang disifati sehingga tidak ada lagi makna umum
padanya. Akan tetapi, seandainya ia mengatakan, "Muliakanlah

para lelaki dan orang-orang lslam" dengan kata sambung, disertai

kesamaan hukum pada keduanya dan keberadaan yang safu

sebagai bagian dari yang lain, maka ih-r disebut sebagai penegasan,

karena yang digandengkan (orang-orang Islam) tidak mesti

membatasi yang digandengi (para lelaki) dan tidak mesti

mengkhususkannya, karena di antara keduanya terdapat
perbedaan yang dihasilkan dari kata sambung. Akan tetapi, bukan

di sini tempat unfuk merinci masalah ini. Dan karena ihr, para

fuqaha membedakan antara penyambungan yang menimbulkan
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perubahan dan yang tidak menimbulkan perubahan dalam masalah

pengakuan, cerai dan akad.

Barangsiapa yang ingin menjadikan suatu kalimat sebagai

makna yang benar sebelum kalimat tersebut lengkap, maka

implikasinya adalah ia menjadikan awal kalimat tauhid sebagai

kalimat kufur, sedangkan bagian akhimya sebagai kalimat iman.

Orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu dianggap telah kufur

kemudian beriman. Kami berlindung kepada Allah dari kebodohan

ini, meskipun dituturkan dari sebagian orang bahwa ia berkata,
"Apa itu kalimat yang awalnya adalah kufur dan akhimya adalah

iman?" Kemudian ada yang balik bertanya, "Apa itu?" Ia
menjawab, "Kalimat ikhlas (tauhid)." yang dimaksud adalah

seandainya ia berhenti bicara pada bagian awalnya, maka ia telah

kufur. Maksudnya bukan ia teiah kufur meskipun melanjutkan

kalimat dengan pengecualian, karena seandainya yang ia maksud

seperti itu maka ia sendiri telah kafir.

Pengecualian Menurut Ulama Ushul

Karena ifu, para ulama peneliti mengatakan bahwa

pengecualian itu diucapkan dengan selain yang dikecualikan.

Sebagian dari mereka lantas keliru dan mengira bahwa jika

seseorang mengatakan "seribu kecuali lima puluh," maka seribu

adalah majazi (bukan arti yang sebenamya) karena ia digunakan

untuk selain makna yang diperunfukkan baginya, karena ia

digunakan unfuk jumlah bilangan, sedangkan pembicara tidak

bermaksud demikian. Karena ifu dikatakan kepadanya bahwa kata

seribu digunakan untuk makna yang diperunfukkan manakala ia

berdiri sendiri dan tidak diikuti dengan kata penghubung,
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sedangkan syarat tersebut telah hilang. Kemudian dikatakan

kepadanya bahwa makna di sini dipahami dari gabungan lafal

seibu kecuali lima puluh, bukan dari kata seribu itu sendiri. Jadi,

tiga kata inilah yang menunjukkan bilangan sembilan ratus lima
puluh. Inilah letak kerancuan orang yang melihat bahwa kata

umum yang dikhususkan dengan pengkhususan yang bersambung

ifu disebut majazi, seperti kata umum yang dikhususkan dengan

pengkhususan yang terpisah menurut banyak ulama.

Konteks perkataan ini meniscayakan bahwa setiap kata

benda atau kata kerja yang disambung dengan sifat, atau 'athaf

bayan (kata sambung yang ber{ungsi sebagai keterangan), atau

badal (keterangan pengganti), atau salah safu dari maf'ul (obyek)

yang membatasi, atau hal (keterangan kondisi), atau tamytz
(keterangan pembeda), atau semacam ifu, maka penggunaan kata

tersebut adalah secara majaz\. Kekeliruan pendapat ini dapat
diketahui dengan serta-merta. Perbedaan antara keterangan-

keterangan berupa lafal yang bersambung dengan lafal yang

menghasilkan makna sesuai perunfukannya, serta keterangan yang

tidak demikian yang tidak menunjukkan makna dengan

perunfukannya seperti kalimat aku melihat Asad (singa) menulis

dan Bahr (aut) menaiki kapal laut, (perbedaannya) dengan lafal-

lafal yang terpisah dapat diketahui dengan pasti dari bahasa Arab

dan non-Arab.

Selain ifu, tidak ada keraguan pada seorang pun yang

berakal sehat bahwa kesempumaan kalimat ditentukan oleh

akhimya, dan bahwa maknanya disimpulkan hanya sesudah ia

sempurna dan lengkap. Tidak boleh menarik indikasi dari awal

kalimat tanpa melibatkan akhir kalimat, baik awal kalimat disebut

hakiki atau majazi. Tidak boleh pula dikatakan bahwa bagian awal

kalimat berbenfuran dengan bagian akhimya, karena benfuran
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terjadi pada dua dalil yang berdiri sendiri. Sedangkan kaliinat yang

tersambung seluruhnya merupakan safu dalil. Jadi, benfuran di

antara bagian-bagiannya itu sama seperti benfuran antara bagian-

bagian dari nama-nama yang kompleks (terdiri dari dua kata atau

Iebih).

Ini merupakan penjelasan yang gamblang, khususnya dalam

masalah wakaf. Karena pewakaf ingin menetapkan banyak syarat
pada obyek wakaf dan penerima wakaf, mulai dari penggabungan,

hirarki, penyamaan hak, pengutamaan, mutlak dan terbatas-

Selanjutnya, tidak ada seorang muslim pun yang berbeda pendapat

bahwa tidak boleh mengambil kesimpulan dari awal kalimat secara

mutlak dan umum dengan mengesampingkan bagian akhirnya,

atau menganggap bagian kalimat yang membatasi, merinci dan

mengkhususkan di akhir kalimat berbenfuran atau kontradiktif
dengan kata-kata yang mutlak dan umum di permulaan kalimat.

Yang demikian itu tidak ada bedanya dengan orang yang

mengelola wakaf yang pewakafnya mengatakan, "Aku

memberikan wakaf kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-

anak mereka," lalu sesudah ihr ia mengatakan, "Di antara syarat
penerima wakaf adalah fakir, atau shalih, atau semacam ihJ."

Kemudian pengelola wakaf tersebut mengatakan, "Perkataan ini

kontradiktif, karena di awal kalimat ia mewakafkan kepada

seluruhnya. Ini bertentangan dengan pengkhususan terhadap

sebagiannya." Kemudian ia memasukkan kalimat ini ke dalam

kategori umum dan khusus, serta ke dalam masalah benfuran di

antara dalil-dalil. Kita tahu bahwa semua ini salah besar, karena

benturan dalil-dalil merupakan kelanjutan dari kemandirian masing-

masing dalam menghasilkan dalil. Sedangkan kemandirian dalam

menghasilkan dalil merupakan kelanjutan dari terputus dan

terpisahnya kalimat-kalimat. Sedangkan dalam keadaan kalimat
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tersambung dengan penjelasan yang dapat mengubah hukumnya,

tidak boleh menjadikan sebagian kalimat sebagai dalil yang

bertolak belakang dengan bagian yang lain. Semoga Allah

memberi kita dan semua umat Islam taufiq kepada hal-hal yang

dicintai dan diridhai-Nya.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa pemyataan

pewakaf "barangsiapa yang mati di antara mereka" dimungkinkan

pewakaf mensyaratkannya unhrk menjelaskan bahwa wakaf

berpindah kepada orang yang masih hidup, dan bahwa ia tidak

terpufus di tengahnya. Karena di fuqaha ada yang melansir tiga

pendapat terkait perkataan pewakaf, "Aku memberikan wakaf

kepada anakku, kemudian kepada anak dari anakku. Jika salah

seorang di antara mereka mati...." Tiga pendapat ini sama dengan

tiga pendapat terkait pemyataan, "Pada ketiga anakku, kemudian

kepada orang-orang miskin...." Ketiga pendapat tersebut adalah,

Pertama, ini adalah pendapat yang masyhur, yaifu wakaf

berpindah kepada mereka yang masih hidup dari tingkatan yang

paling tinggi.

Kedua, ia berpindah kepada tingkatan kedua seperti

seandainya tingkatan yang paling tinggi telah mati seluruhnya.

Ketiga, tidak dijelaskan sehingga ia terputus di tengah,

seper.ti seandainya pewakaf mengatakan, "Aku mewakafkan

kepada Zaid, dan sesudah sepuluh tahun kematiannya kepada

orang-orang miskin." Jika terpufusnya di tengah pada wakfu

kematian seseorang itu dimungkinkan, maka pewakaf

menyebutkan syarat ini unfuk meniadakan kemungkinan ini. Jika

syarat ini merupakan tunfutan wakaf sesuai pendapat pertama,

kemudian di antara syarat-syarat tersebut ada yang sesuai dengan
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tuntutan apa yang ditunjukkan, maka implikasinya menambahkan

penegasan.

Kami katakan, Mahasuci Allah yang Mahabesar. Ini adalah
perkataan orang yang jauh dari subyek argumentasi kami, karena

kami tidak berargumen dengan redaksi syarat yang mutlak,

melainkan kami berargumen dengan pembatasan yang terkandung
dalam syarat. Penjelasan ini bagus seandainya pewakaf

mengatakan, "dengan ketenhran bahwa barangsiapa di antara

mereka yang mati maka bagiannya berpindah kepada orang-orang

yang setingkat dengannya." Seandainya ia berkata demikian, maka

dalam masalah ini tidak ada kesamaran bahwa bagian mayrt

berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengannya, baik

ada anak atau tidak ada anak dengan dilihat dari banyak sisi. Di
antaranya adalah:

Pertama, ini mempakan implikasi dari perkataan yang

pertama ketika disampaikan secara mutlak dan tidak disambung

dengan kalimat lain.

Kedua, pewakaf menyambungnya dengan penjelasan yang

menegaskan implikasi makna mutlaknya.

Ketiga, ia menetapkan syarat tersebut untuk meniadakan

pengalihan bagian kepada tingkatan kedua dan mencegah

keterputusan, baik orang yang mati ih-r memiliki anak atau tidak.

Sedangkan bentuk masalah yanE sedang dibahas ini adalah

pewakaf mengatakan, "dengan ketenfuan bahwa barangsiapa yang

mati di antara mereka tanpa meninggalkan anak, cucu atau

kefurunan selanjuforya, maka bagiannya berpindah kepada orang-

orang yang setingkat dengannya." Jadi, pewakaf mensyaratkan

perpindahannya kepada mereka dengan kematian yang

bersangkutan tanpa meninggalkan anak. Syarat ini -sebagaimana
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mencegah keterpufusan- juga membatasi perpindahan bagian

kepada orang-orang yang setingkat. Redaksi ini menunjukkan dua

hal tersebut secara gamblang, sehingga penarikan kesimpulan

unfuk salah satu dari kedua hal tersebut tidak meniadakan

penarikan kesimpulan untuk hal yang lain. Seperti seandainya

pewakaf mengatakan, "Aku mewakafkan kepada ketiga anakku

ini, kemudian kepada orang-orang miskin dengan catatan bahwa

barangsiapa di antara mereka yang mati di masa hidup pewakaf,

maka bagiannya dialihkan kepada orang yang setingkat

dengannya." Apakah bagiannya boleh dialihkan kepada orang-

orang yang setingkat dengannya manakala ia mati sesudah

kematian pewakaf? yang demikian itu udak dikemukakan oleh

seorang ulama pun dalam kasus ini, tetapi bisa dikatakan bahwa

tidak ada penjelasan tentang kematiannya sesudah kematian

pewakaf, sehingga ia terpufus tengahnya.

Pendapat yang benar dan menjadi pegangan ulama sejak

dahulu hingga sekarang adalah bagian tersebut dialihkan kepada

umat Islam yang miskin, karena redaksi pewakaf menunjukkan

bahwa wakaf diberikan kepada tiga anaknya, kemudian kepada

orang-orang miskin, sehingga seandainya wakaf tidak lagi

disalurkan kepada ketiga anaknya ifu maka ia harus disalurkan

kepada orang-orang miskin, karena perkataan telah membatasi

wakaf untuk mereka. Selain ifu, pembahasan tentang masalah

yang ditanyakan lebih jelas daripada masalah ini sebagaimana telah

dijelaskan. Bahkan, seandainya seseorang mengatakan, "Jika ia
mati tanpa meninggalkan anak, maka wakaf terpufus; tetapi jika ia

mati meninggalkan anak, maka tidak terpufus," maka boleh

dikatakan bahwa syarat ini berfujuan unfuk mencegah terpufusnya

wakaf. Meski demikian, ia juga menunjukkan pembatasan

sebagaimana telah kami jelaskan- karena ia menunjukkan
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penyaluran bagian ma5nt yang mati tanpa meninggalkan anak

kepada orang-orang yang setingkat dengannya; serta menunjukkan
bahwa wakaf tidak disalurkan kepada mereka dalam keadaan

mayit mati meninggalkan anak. Jadi, indikasi yang pertama

meniadakan terputusnya wakaf. Sedangkan indikasi yang kedua

menghamskan kompromi, tidak ada pertentangan di antara

keduan5ra.

Bahkan, indikasi pertama dicapai dari makna yang

diperuntukkan bagi lafal ini. sedangkan indikasi yang kedua dicapai

dari gabungan syarat atau kalimat pertama.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa syarat ini berfujuan

unfuk meniadakan kemungkinan dalam kasus ini, meskipun ia

tidak meniadakannya dalam kasus lain. Kami katakan, ketentuan

ini berjalan konsisten seandainya kasus tersebut tidak membatasi

redaksi yang mutlak. Karena pemyataan paLrakaf "barangsiapa

yang mati di antara mereka" itu bersifat mutlak, dan ia dibatasi

dengan penjelasan "tanpa meninggalkan seorang anak." Dalam

pemyataan seperti ini tidak boleh dikatakan bahwa ia
menyebutkan satu kasus dan meninggalkan kasus lain, kecuali lika
kalimat tersebut berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan yang

lain. Adapun jika kalimat bersambung dengan yang lain, maka

sambungannya menjadi pembatas bag kalimat yang pertama.

Karena pemyataan "tanpa meninggalkan seorang anak"

berkedudukan sebagat hal (keterangan kondisi), sedangkan hal ltu
sama fungsinya dengan sifat, sedangkan sifat ifu berfungsi unfuk

membatasi. Seolah-olah pewakaf mengatakan, "dengan syarat

bahwa barangsiapa yang kematiannya terjadi dengan sifat seperti

ini, maka bagiannya berpindah kepada orang-orang yang setingkat

dengannya," atau "bagian mayt berpindah kepada orang-orang

yang setingkat dengan syarat mayit tidak memiliki anak." Kita tahu
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dengan serta-merta bahwa perpindahan yang disyaratkan dengan

suatu sifat itu tidak ditetapkan tanpa adanya sifat tersebut.

Jadi, pemyataan pewakaf "tanpa meninggalkan seorang

anak" merupakan sifat mayit. Perpindahan ketika mayit mati

dalam keadaan seperti ini merupakan sifat wakaf. Wakaf yang

disifati dengan suafu sifat, dan sifat tersebut disifati dengan sifat

lain tidak boleh ditetapkan kecuali dengan adanya sifat dan sifat

bagi sifat tersebut. Jadi, ia tidak bisa menjadi wakaf untuk anak-

anak, kemudian untuk anak-anak mereka, kecuali dengan syarat

perpindahan bagian orang yang mati kepada orang-orang yang

setingkat.

Tidak boleh memindahkan bagian mayit kepada orang-

orang yang setingkat kecuali dengan syarat kematiannya terjadi

tanpa meninggalkan seorang anak, atau cucu, atau kefurunan

selanjutnya, sehingga seandainya ia memiliki anak meskipun jauh

maka keberadaannya itu menghalangi perpindahan bagian kepada

orang-orang yang setingkat, dan mengharuskan perpindahannya

kepada anak tersebut. lni sesuai dengan pemyataan pewakaf
"pada anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya, kemudian

ketumnan seterusnya selama mereka beranak-pinak."

Perlu Anda tahu bahwa pertanyaan ini nyaris tidak bisa

dipastikan sisi-sisi kesalahannya berdasarkan apa yang telah kami
jelaskan, yaifu:

Pertama, seandainya tujuan pewakaf adalah unhrk

meniadakan kemungkinan terputusnya wakaf, maka yang harus ia

Iakukan adalah menyampaikan pemyataan umum dengan

mengatakan, "Barangsiapa di antara mereka yang mati, maka

bagiannya berpindah," atau menegaskan dengan mengatakan,
"Barangsiapa yang mati di antara mereka meskipun meninggalkan
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seorang anak, maka bagiannya tetap berpindah kepada orang-

orang yang setingkat dengannya." Jika bagiannya berpindah

kepada orang-orang yang setingkat dengannya meskipun ada

il*, maka terlebih lagi dalam keadaan tidak ada anak.

Peqnkaf tidak mungkin menetapkan perpindahannya

kepada orang-orang setingkat dalam keadaan tidak ada anak

dengan tujuan untuk meniadakan kemungkinan terpufusnya wakaf,

tetapi kemudian ia ingin kita memahami perpindahannya kepada

mereka juga dalam keadaan ada anak lantaran ia mengatakan,
"Pada anakku, kemudian pada crrcuku." Padahal, kemungkinan

terpufusnya wakaf tetap ada dalam kasus ini, di samping

kemungkinan lain, yaifu perpindahan bagian wakaf kepada anak.

Karena kemungkinan perpindahannya kepada cucu di sini lebih
jelas daripada kemungkinan terputusnya wakaf. Selain itu,

kemungkinan memahami pengkhususan yang disertai pembatasan

ih: lebih jelas daripada memahami terpuhrsnya wakaf. Selain ihr,

indikasi perkataan "pada cucuku" terhadap perpindahan kepada

orang-orang yang setingkat dalam keadaan tidak ada anak ifu lebih
jelas daripada indikasinya terhadap perpindahan kepada mereka

dalam keadaan ada anak-

Jika peruakaf bertuat demikian, maka ifu berarti ia meminta

kita untuk memahami kalimat yang terbalik serta keluar dari

batasan-batasan akal dan retorika. Sikap palakaf yang tidak

meniadakan kemungkinan terpufusnya wakaf dan kemungkinan

lain dalam kasus yang lebih jelas, dan sikap pewakaf yang beralih

dari ungkapan yang memastikan untuk meniadakan terpufusnya

wakaf secara mutlak tanpa ada kesamaran (beralih) kepada

ungkapan yang lebih jelas dalam hal membatasi, (sikap pewakaf

ini) merupakan dalil yang pasti bahwa ia memang tidak bermaksud

demikian.
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Kasus serupa adalah perkataan seseorang kepada

budaknya, "Muliakanlah Zaid! Jika ia seorang yang shalih, maka

muliakanlah ia!" Temyata Zaid bukan seorang yang shalih

sehingga budak tersebut tidak mernuliakannya. Kemudian tuannya

berkata, "Kamu menentang perintahku? tidakkah aku

menlruruhmu memuliakannya?" Budaknya menjawab, "Tadi kamu

mengatakan, 'Jika ia shalih, maka muliakanlah ia!"' Si tuan

menjawab, *Aku berkata demikian agar kamu tidak salah mengira

bahwa aku membenci orang-orang shalih, sehingga kamu tidak

memuliakannya padahal ia seorang yang shalih. Jadi,

kemungkinan terjadinya pengkhususan dalam kasus ini ditiadakan.

Apakah perkataan seperti ini bisa diterima oleh orang yang berakal

sehat, ataukah budak tersebut yang dianggap teledor? Ataukah

budak tersebut harus berkata kepada fuannya, "Ungkapan fuan

menunjukkan pengkhususan. Seandainya fuan menginginkan

perintah yang umum, maka fuan hams mengatakan, "Muliakanlah

ia meskipun ia bukan seorang yang shalih!" karena memuliakan

orang yang shalih ifu termasuk kategori penegasan."

Demikian pula di sini. Kalangan yang berbeda pendapat

mengatakan bahwa pewakaf memindahkan bagian kepada orang-

orang yang setingkat, baik ia memiliki anak atau tidak memiliki

anak. Jika ia ditanya mengapa pewakaf membatasi pemindahan

dengan pemyataan, "dengan ketenfuan bahwa barangsiapa yang

mati di antara mereka tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya

berpindah kepada orang-orang yang setingkat," maka ia menjawab

unfuk meniadakan kemungkinan terpuhrsnya wakaf dalam kasus

ini, bukan dalam kasus yang lebih kuat alasannya untuk

meniadakan terpufusnya wakaf .

dari sini dapat dikatakan kepadanya bahwa ungkapan Arab

unfuk hal semacam ini adalah, "dengan ketentuan bahwa
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barangsiapa yang mati di antara mereka, jika ia memiliki anak,

maka bagiannya berpindah kepada orang-orang yang setingkat

dengannya," atau kalimatnya berbunyi, "Barangsiapa yang mati di

antara mereka, jika ia tidak memiliki anak..." Jadi, di dalamnya

disisipkan kata sambung. Adapun jika pewakaf mengatakan,
"dengan ketenfuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka

tanpa meninggalkan seorang anak," maka ini adalah redaksi unfuk

membatasi makna umum; tidak bisa diterima fungsi lainnya.

Barangsiapa yang mengira hal selain ini atau

membolehkannya meskipun jauh, atau memungkinkan orang yang

berakal unfuk membolehkannya, maka tidak diragukan bahwa ia

telah terlepas dari nikmat Allah yang dikaruniakan-Nya kepada

manusia dalam benfuk pengajaran- Menun-rtku, seandainya ia
mengikuti fitrahnya, maka ia pasti tidak berpikir demikian. Akan
tetapi, terkadang fitrah mengalami berbagai kemsakan sehingga

tidak jemih lagi sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai

hadits.

Alasan lain adalah orang yang berakal tidak akan

meniadakan kemungkinan yang jauh dengan menetapkah

kemungkinan yang lebih jelas darinya. kita tahu bahwa seandainya

peurakaf tidak menyebutkan syarat ini, maka kemungkinan

terputusnya wakaf masih sangat jauh. Tetapi jika ia menyebutkan

syarat tersebut, maka kemungkinan unfuk membatasi dan

membuat umtan pembagian wakaf menjadi kemungkinan yang

kuat, baik secara jelas bagi orang yang berbeda pendapat, atau

secara pasti bagi selainnya.

Alasan lain adalah kemungkinan ini hanya terpikir oleh

sebagian fuqaha. Barangkali ia baru saja hidup dalam Islam.

Kemungkinan pembatasan merupakan perkara yang bersifat

kebahasaan dan ada sebelum Islam. Lalu, bagaimana mungkin
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pemyataan pewakaf di atas dipahami sebagai upaya untuk

mencegah kemungkinan yang tidak tebersit kecuali di pikiran

beberapa orang saja? Barangkali hal itu tidak tebersit dalam

pikiran pewakaf sama sekali. Mengapa pemyataan pewakaf tidak

dipahami sebagai upaya unhrk mencegah kemungkinan

pemahaman yang muncul di setiap pikiran orang yang bicara,

sebagai sebagian besar orang yang berbicara sejak anak diajari

bicara.

Alasan lain adalah jika pewakaf bertujuan untuk

meniadakan kemungkinan terputusnya wakaf dalam kasus ini

dengan mengatakan "tanpa meninggalkan seorang anak," maka

sepantasnya pemyataan ini digunakan untuk meniadakan

kemungkinan terpufusnya wakaf dalam kasus lain. Pencegahan

kemungkinan terpufusnya wakaf di dalamnya dilakukan dengan

memindahkan bagian orang yang mati meninggalkan anak kepada

anaknya. Yang demikian ifu dapat menjaga pembatasan ini dari ke

sia-siaan, serta dapat meniadakan terpufusnya wakaf dalam dua

kasus tersebut. Kita tahu bahwa memahami pemyataan pewakaf

dengan pemahaman demikian itu lebih baik daripada

menganggapnya sia-sia dan tidak bermakna.

Alasan lain adalah tujuan ini dapati dicapai sepenuhnya

seandainya pewakaf mengatakan, "dengan catatan bahwa

barangsiapa yang mati di antara mereka," tanpa menyebut

masalah anak. Jadi, penambahan kata dan pengurangan makna

merupakan sebuah kesalahan, sehingga tidak boleh memahami

perkataan seseorang dengan pemahaman seperti ifu manakala

dimungkinkan ia memiliki sisi pemahaman yang benar. Seperti

itulah yang terjadi di sini.

Alasan lain adalah perkataan ini berdasarkan pemyataan

pewakaf, "Pada anak-anakku, kemudian pada anak-anak mereka"
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mengimplikasikan urutan-urutan dari satu kelompok disusul

kelompok lain. Implikasi ini terbatasi dengan syarat lafal tidak

disambung dengan lafal lain yang membatasinya. Jika ia

disambung dengan lafal lain yang membatasin5ra, dan ia

menunjukkan urutan-urutan dari indMdu-individu kepada individu-

individu lain, seperti pemyataan pewakaf, "dengan ketentuan

bahwa barangsiapa lang mati di antara mereka dengan

meninggalkan anak, maka bagiannya jafuh kepada anaknya," atau

ungkapan-ungkapan lain semacam itu, maka implikasi tersebut

tidak ada berdasarkan pendapat yang disepakati.

tafal ini, 5raitu pemyataan, "dengan ketenfuan bahwa

barangsiapa di antara mereka yang mati tanpa meninggalkan

seorang anak" jelas-jelas membatasi perpindahan kepada orang-

orang yang setingkat dengan ketiadaan anak. Sedangkan orang

yang mengalihkan kalimat ini dari pemahaman yang jelas lantaran

menumtn5a tertenfur dengan kalimat pertama. Ia mens5raratkan

keberadaan kalimat pertama sebagai dalil tentang ketiadaan

sambungan yang mengubah hukum, sehingga masalahryn berputar-

ptrtar sehingga argumentasi tersebut gugur dengan

adalah karena tidak bisa ditetapkan keberadaan kalimat

pertama menunjukkan unrtan-r.rmtan kelompok penerima uakaf
keoali dalam keadaan terpuhrs dari sambungan grang mengubah

makna; sedangkan di sini terpuhrsnSn ia dari sambungan lnng
mengubah makna itu fidak dinyatakan ada.

Alasan lain adalah terkait pemyataan pa,vakaf "tanpa

meninggalkan seorang anak." Apakah ia menjadi batasan dalam

perpindahan bagian atau tidak? Jika ulama tersebut mengatakan

bukan sebagai batasan, maka itu jelas merupakan sikap yang keras

kepala dalam memahami bahasa. Tetapi jika ia mengatakan

sebagai batasan, maka boleh menetapkan hukum yang dibatasi
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tanpa pembatasnya. Jika ia mengatakan sebagai pembatas dengan

dalil pertama, maka dikatakan: hal ifu berarti boleh berargumen

dengan awal kalimat secara mutlak tanpa mempertimbangkan

kalimat yang membatasinya di akhir. Jika ia mengatakan boleh,

maka ifu berarti ia telah mengakui bahwa ia keras kepala. Jika ia
mengatakan tidak boleh, maka terbuktilah apa yang kita ingin gali

di sini. Ini merupakan premis-premis meyakinkan, serta tidak

terciderai oleh keberadaan kalimat memiliki pesan-pesan lain.

Barangsiapa yang mencermati ha[ ini, maka tidak ada lagi yang

tersisa selain memilih unfuk bersikap keras kepala atau menerima

kebenaran.

Alasan lain adalah jika dikatakan bahwa wakaf itu akan

terpufus di tengah jika mayit mati tanpa meninggalkan anak, tetapi

tidak terputus jika ia mati meninggalkan anak, maka pertanyaan ini

memiliki alasan. Akan tetapi, hal itu menjadi argumen unfuk

mematahkan pihak yang berbeda pendapat. Karena jika

kalimatnya disambung dengan keterangan tentang kematiannya

dengan meninggalkan anak, maka jika bagiannya berpindah

kepada anak, maka itulah yang dimaksud. Tetapi jika bagiannya

berpindah kepada orang-orang yang setingkat, maka mustahil

pewakaf mengatakan bahwa ia berpindah kepada orang-orang

yang setingkat meskipun ada anak, dan ia terpufus dalam keadaan

tidak ada anak.

Dengan demikian, terbukti bahwa menjadikan pemyataan

ini sebagai pemyataan yang bertujuan mencegah terpufusnya

wakaf merupakan dalil yang jelas tentang perpindahan bagian

orang yang mati dengan meninggalkan anak kepada anaknya.

Dalil-dalil ini seperti hujah. Allah jua yang menunjuki siapa saja

yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.
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Dasar kedua adalah masalah ini adalah pemyataan "pada

anak-anaknya, kemudian pada anak-anak mereka" menunjukkan

urutan-unrtan, yaitu munculnya hak cucu itu sesudah kematian
anak. Di sini ada dua kelompok; yang sahr diurutkan sesudah yang

lain. hukum-hukum yang didasarkan pada kata-kata umum itu ada

dua jenis, yaitu:

Perhma, dilekatkan pada setiap individu atau satuan di
antara individu-individu atau safuan-safuan dari yang urnum

tersebut, baik mereka indMdu lain ada atau tidak ada.

Kdua, dilekatkan kepada keseluruhan dari individu-individu

tersebut, sehingga keberadaan setiap individu menjadi syarat

munculnya hukum bagi yang lain.

Contoh yang pertama adalah firman Allah,

'# a iilii'trL,s iti'Fr b 3i;ii\it i qYs-
'

.. )-/a z

$t;i ,efi
"Hai manusia, sqtbahlah Tuhanmu 'Wng tblah

mencipbkanmu dan oftrng-orang tang sebelurunu, agar katnu

bertakwn. "(Qs.Al Baqarah l2l:zll

;tA( JL ;* riyi-fir. G-$i (l4
"Hai orang-orang tnng beriman, apbila kamu hendak

mengerjakan shalat "(Qs.Al Maa'idah [5]' 6)

Sedangkan contoh untuk yang kedua adalah firman Allah,
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,iqe.F*3r#
"Kamlt adalah umat yang terbaik yang dilahirkan unfuk

manusia. "(Qs. Aali 'lmraan [3]' 110)

\)#)'i1"8.eqKS
"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat

klam), umat yang adil dan pilihan. "(Qs. Al Baqarah [2]: 143)

Penciptaan Allah terjadi pada setiap diriwayatkan manusia,

dan masing-masing dari mereka diperintahkan unfuk ibadah dan

bersuci, namun tidak semua umat merupakan umat yang adil dan

pertengahan, dan bukan merupakan umat terbaik.

Selanjutnya, makna umum yang berpasangan dengan

makna umum lain ihr ada kalanya setiap satuan dari yang ini
berpasangan dengan setiap safuan yang itu, sebagaimana dalam

firman Allah,

'JvkZ;-;l\i45n;lLX j-v-,\j:)iGv

i#'&'o{;si;'u-
"Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang dirurunkan

kepadanya dari Tuhannya, demikian puk orang-orang yang

beriman. Semuanya beriman ke1nda Allah, malaikat-malaikat-Nq,

ki ta b-ki ta b-Nya dan ras u l-ras ul-Nya. " (Qs. Al Baqarah [2): 285)

Setiap individu dari orang-orang mukmin ifu beriman

terhadap setiap dari malaikat, kitab suci dan para rasul. Ada
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kalanya gabungan berpasangan dengan gabungan dengan syarat

keduanya terhimpun, sebagaimana dalam firman Allah,

U-all #a.e'i1;$sStZ;
*Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua

yang telah bertemu (bertempur). " (Qs. Aali 'lmraan [3]:
13)

Pertemuan terjadi pada masing-masing dari dua kelompok

ketika keduanya berhimpun. Dan ada kalanya syarat perhimpunan

terjadi pada salah satu dari keduanya, seperti dalam firman AIIah,

,rq;F*3t#
"Kamu adalah umat yang tefraik yang dilahirkan unfuk

manusia. "(Qs. Aali'lmraan [3]: 110)

Keseluruhan dari umat ini merupakan yang terbaik bagi

manusia, baik dalam keadaan mereka berhimpun atau sendiri-

sendiri. Ada kalanya gabungan berpasangan dengan gabungan

tetapi individu-individu yang satu dipasangkan pada individu-

individu yang lain, sehingga masing-masing dari dua makna urnurn

memiliki safu dari makna umurn yang lain, seperti kalimat "orang-

orang memakai pakaian mereka, dan orang-orang mengendarai

kendaraan mereka," karena masing-masing dari mereka menaiki

kendaraannya sendiri dan memakai pakaiannya sendiri. Demikian
pula dengan kalimat "mereka mencintai anak-anak merel<a,"

maksudnya adalah masing-masing mencintai anaknya. Ini safu

kategori dengan firman Allah,
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1iy( 6; "ui'ii'Gi La:;6

"Para ibu hendaHah menSrusukan anak-anaknya selama dua

tahun pqtuh. "(Qs. Al Baqarah lzlt 233],

Maksudnya adalah masing-masing dari ibu men5nrsui

anaknya. Lain halnya dengan kalimat, "Manusia memuliakan para

nabi," yang dimaksud adalah masing-masing dari mereka

memuliakan setiap nabi.

Jadi, pemyataan pewakaf "pada anak-anaknya, kemudian

pada anak-anak mereka" menunjukkan umtan-umtan dari salah

satu dari dua makna umum kepada makna umum yang lain,

sehingga dimungkinkan maksudnya adalah makna umum yang

kedua secara gabungan diurutkan sesudah gabungan dari makna

umum yang pertama; demikian pula dengan setiap individunya.

Sehingga tidak ada sahr individu pun dari gabungan yang kedua ini
memasuki wakaf (menerima bagian wakafl hingga seluruh individu

dari gabungan yang pertama hilang. Tetapi dimungkinkan juga

urutan-umtan tersebut disebar pada tiap individu kepada tiap

indMdu yang lain, sehingga setiap individu cucu memasuki wakaf

ketika ayahnya mati, bukan ketika ayah orang lain mati. Ini seperti

dalam firman Allah, upara ibu hendaklah men5rusukan anak-

anaknya selama dua tahun penuh. " Juga seperti kalimat "orang-

orang itu mencintai anak-anak mereka."

Redaksi tersebut sesuai unfuk dua makna ini dengan

kesesuaian yang kuat. Akan tetapi, terkadang salah satunya lebih

diunggulkan daripada yang lain karena sebab-sebab lain,

sebagaimana mayoritas ulama mengunggulkan pengurutan

masing-masing pada masing-masing dalam kalimat "aku

mewakafkan kepada Zaid, Amr dan Bakar, kemudian kepada
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orang-orang miskin." Di antara orang-orang miskin dan ketiga

orang tersebut tidak ada kesamaan dari segi jumlah sehingga

masing-masing diurutkan sesudah masing-masing yang lain. Selain

itu, tidak ada hubungan yang mengharuskan bagian milik Zaid

diberikan kepada orang miskin A, bagian milik Amr diberikan

kepada orang miskin B, dan bagian milik Bakar diberikan kepada

orang miskin C. L-ain halnya dengan kalimat "orang-orang itu

mencintai anak-anak mereka," karena yang dimaksud di sini

adalah orang yang memiliki anak.

Seperti halnya makna yang kedua diunggulkan dalam

firman Allah, '#rX "#9.;:{3-4\ 4L ,A?
"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan " (Qs. An-
Nisaa' [4J' 23) dalam ayat ini Allah tidak mengharamkan bagi

setiap individu yang diajak bicara untuk menikahi semua ibu dan

anak perempuan mereka, melainkan Allah mengharamkan bagi

setiap indMdu untuk menikahi ibu dan anaknya sendiri.

Demikian pula dengan firman Allah,

'Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang

difinggalkan oleh isti-istimu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Tidak semua suami memperoleh setengah dari harta

warisan yang ditinggalkan semua istri, melainkan masing-masing

dari suami memperoleh setengah dari harta warisan yang

ditinggalkan istrinya saja.

Demikian pula firman Allah,

@-PsHSjlf(
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"#j, bffi *+ #} ";45 tFt; tiG
'Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu

mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak

cucu mereka dengan mereka. "(Qs. Ath-Thuur 152\ 2l)

Makna ayat ini adalah: setiap orang akan dihubungkan

dengan kefurunannya. Ayat ini bukan bermakna: masing-masing

dari keturunan mengikuti setiap ayah.

Hal seperti ini banyak te4adi dalam pembicaraan, seperti

kalimat "orang-orang di mmah-rumah mereka, bersama istri-istri

mereka, mengelola harta mereka, dan menafuahi anak-anak

mereka," serta kalimat-kalimat lainnya yang serupa.

Kemudian, yang menunjukkan bahwa makna inilah yang

kuat dalam masalah wakaf ada tiga hal, yaifu'

Pertama, banyak pewakaf yang memindahkan bagian setiap

ayah kepada anaknya. Mereka tidak menunda pemindahannya

hingga berakhimya orang-orang yang setingkat dengannya.

Banyaknya kejadian dapat dijadikan dalil akan kekuatan makna

tersebut, bahkan keunggulannya.

Kedua, harta wakaf untuk anak-anak itu biasanya

dimaksudkan unfuk dijadikan setara dengan harta warisan tetapi

tidak bisa dijual. Tujuan terbesamya adalah agar ketumnannya

dapat memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang tidak

mungkin dilenyapkan pokoknya.

Selain ifu, antara wakaf dan warisan disebutkan ini ada titik
kesamaan, yaitu perpindahannya kepada cucu terbatasi dengan

syarat ayah sudah tidak ada lagi. Kemudian, ungkapan semacam

ini seandainya dikemukakan secara mutlak dalam warisan
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sebagaimana ia diungkapkan Allah secara mutlak dalam firman-

Nya,

",U$5"$tut{t<A#t;,a?
"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu Wng perempuan. "

(Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Juga dalam firman-Nya,

;Kit gli€:6s
"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu

"(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Maka ia tidak dipahami selain pembagian individu-individu
ke individu-individu, bukan gabungan ke gabungan, bukan masing-

masing kepada masing-masing, dan bukan masing-masing kepada

gabungan. Seperti ketika seorang faqih berkata kepada seseorang,

"Hartamu akan berpindah kepada ahli warismu, kemudian kepada

ahli waris mereka." pemyataan ini dipahami bahwa harta setiap

orang itu akan berpindah kepada atrli warisnya. Karena itu,

semestinya kalimat "kepada anak-anak mereka, kemudian kepada

cucu-cucu mereka" juga dipahami demikian.

Ketiga, ungkapan "pada anak-anak mereka" itu mustahil

menghasilkan pemasangan antara setiap indMdu dengan setiap

individu, karena tidak setiap anak ifu dipasangkan dengan masing-

masing dari dua ayah. Maknanya yang benar adalah kemudian

anak-anak masing-masing. Jadi, jika pewakaf mengatakan, "Aku

mewakafkan kepada Zaid, Amr dan Bakar, kemudian pada anak-

anak mereka," maka kata ganti di sini kembali kepada Zaid, Amr
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dan Bakar. Jadi, bagian masing-masing disebarkan kepada jalumya

sendiri-sendiri.

Dalam kalimat tersebut terdapat dua makna, yaitu

penyandaran dan umtan-urutan. Jika pemasangannya dengan cara

penyandaran adalah pemasangan dengan cara distribusi
(pembagian kepada saluran masing-masing), maka dimungkinkan
pemasangan dengan cara umtan-urutan itu juga merupakan
pemasangan dengan cara distribusi, seperti dalam firman Allah,

"fu?fi ;'ui$\1:;)L$:)6
'Para ibu hendaHah meryrusukan anak-anaknya selama dua

tahun penuh. " (Qs. AI Baqarahlzl:2331

Oleh karena menyusui ifu bermakna penyandaran,

sedangkan penyandaran itu mempakan distribusi, maka berarti
persusuan ifu terdistribusi. Juga seperti dalam firman Allah,

Hsixtr(,:"aff;
"Dan bagimu (suami-suamf seperdua dari harta Wng

oleh isti-istrimu. "(Qs. An-Nisaa' I4l 121

Oleh karena penyandaran ifu terdistuibusi, maka hak di sini
juga terdistribusi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai implikasi dari
ungkapan ini ketika disebutkan secara mutlak dalam hal wakaf,

meskipun banyak di antara mereka-atau mayoritas mereka-
mengunggulkan pengumtan gabungan sesudah gabungan tanpa
ada distribusi, sebagaimana dalam pemyataan "pada Zaid, Amr
dan Bakar, kemudian kepada orang-orang miskin." Sedangkan
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para sahabat kami memiliki dua turunan pendapat terkait implikasi

ungkapan tersebut ketika disampaikan secara mutlak, meskipun

mereka tidak menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam

pemyataan "Aku mewakafkan kepada dua orang ini, kemudian

kepada orang-orang miskin." Perbedaan di antara keduanya

menurut salah safu dari dua turunan pendapat adalah seperti yang

telah kami sampaikan di atas. Pendapat yang masyhur menurut

kalangan sahabat Asy-Syafi'i adalah ungkapan tersebut bertujuan

unfuk membuat urutan-umtan gabungan sesudah gabungan.

Mereka memiliki safu turunan pendapat yang lain, yaitu bahwa

barangsiapa yang mati di antara mereka, baik ia meninggalkan

anak atau tidak, maka bagiannya terputus di tengah. Sedangkan

sebagian yang lain melansir sebuah tumnan pendapat bahwa

bagian mayrt berpindah kepada semua tingkatan kedua.

Tujuan di sini bukan untuk membahas implikasi dari
pemyataan ini seandainya disebutkan secara mutlak. Kami hanya

berbicara dengan asumsi pendapat tersebut diterima karena ia
menunjukkan urutan-umtan gabungan sesudah gabungan. Karena

bahasan dengan asumsi pendapat yang lain sudah jelas.

Kecocokan kalimat unhrk dua makna tersebut tidak

diperselisihkan oleh orang yang memahami pemaparan kami. Jika

terbukti bahwa kalimat tersebut cocok, maka kita tahu bahwa jika

kalimat disambung dengan keterangan yang mengidentifikasi salah

safu dari dua makna yang layak baginya ifu, maka makna itulah

yang diterapkan. Orang yang berakal sehat tidak mungkin ragu

bahwa kalimat kedua menjelaskan bahwa pewakaf bertujuan untuk

memindahkan bagian dari masing-masing orang tua kepada

anaknya, meskipun ia tidak membedakan antara seseorang di

antara mereka mati dengan meninggalkan anak atau tanpa

meninggalkan anak. Bahkan penyebutan syarat tersebut tidak
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dibutuhkan sama sekali. Paling jauh dapat dikatakan bahwa itu
hanya unh.rk penegasan seandainya kosong dari indikasi implisit.

Karena ifu dikatakan bahwa memahaminya sebagai taUs
(menghasilkan makna baru gnng tidak ada sebelwnnya) itu lebih

baik daripada memahaminyra sebagai taukid (penegasan).

Perlu Anda ketahui bahwa indikasi ini diambil dari beberapa

hal, yaitu:

Pertama, kecocokan lafal pertama untuk mengumtkan

distribusi.

Kedua, makna implisit memberikan kesan pengkhususan.

Hal ini tidak diperselisihkan oleh orang yang berakal, meskipun ia

memperselisihkan keberadaannya sebagai dalil.

Ketiga, ta'sis lebih utama daripada taukid, karena ini bukan

termasuk l.ategori benfuran dua dalil, dan bukan termasuk kategori
pembatasan terhadap kalimat yang muflak, melainkan termasuk

kategori penafsiran kalimat grang mengandung kemungkinan dua

makna.

Jika Anda mengatakan, "Jika kalimat pertama jelas dalam

membuat urutan-urutan gabungan," maka ifu b€rarti mengalihkan

makna lrang jelas tersebut. Jika Anda mengatakan, 'la
mengandung kemungkinan makna, atau jelas unfuk diskibusi,"

maka kami menolak pernyataan Anda. Jika Anda mengatakan,
"Kalimat tidak bisa disebut jelas atau sempuma kecuali setelah

lengkap, sedangkan kalimat pertama belum lengkap," maka inilah

dalil pertama. L-alu, apa perbedaan di antara keduan5a?

Kami katakan, dalam dalil pertama terdapat penjelasan

bahwa seandainya kalimat pertama merupakan ketetapan

redaksional yang tidak bisa ditakruili ketika disebut secara mutlak,
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maka jika ia disambung dengan penjelasan yang membatasinya

maka hal itu membatalkan indikasi tersebut. Seperti seandainya
pewakaf mengatakan, "Aku mewakafkan kepada Zaid," kemudian

ia berkata "jika ia fakir." Ini Udak dianggap sebagai penafsiran

terhadap laf.al yang mengandung dua kemungkinan makna,

melainkan ini adalah pembatasan. Sedangkan dalam dalil ini
dijelaskan bahwa kalimat pertama mengandung kemungkinan dua

makna, dan ia tidak disebut jelas untuk salah safu maknanya

kecuali ia terpisah dari kalimat sesudahnya. Adapun jika ia
bersambung dengan kalimat sesudahnya, maka penyambungan ini
menjelaskan salah satu dari dua makna.

Jadi, pemyataan kalian bahwa kalimat pertama tidak
terlepas sebagai kalimat yang jelas untuk salah satu makna, atau

mengandung dua kemungkinan makna, (pemyataan kalian) dapat

kami bantah bahwa sebelum sempuna kalimat tidak bisa disebut

sebagai salah sahr dari tiga jenis sifat tersebut. Ia juga tidak bisa

disebut sebagai pengalihan terhadap makna yang jelas, karena

kalimat yang belum sempuma tidaklah bisa dianggap jelas.

Kejelasan kalimat ihr tampak ketika pembicara selesai bicara.

Dengan demikian, tampak jelas asal kesalahan terkait

makna umum lafazh pertama, karena pemyataan pa,trakaf 'pada

anak-anakku, kemudian pada anak-anak mereka" mencakup cucrl-

cucunya tanpa ada keraguan, sehingga tidak boleh mengeluarkan

salah seorang di antara mereka. Hal ini juga menunjukkan

pengurutan, karena anak-anak ifu diurutkan sebelum cucu-cucu.

Akan tetapi, apa sifat kata umum ini? Apakah ia adalah kata

umum dalam kedudukan sebagai penjelasan dan distribusi yang

menunjukkan pemasangan setiap individu dengan individu?

Ataukah ia umum yang menunjukkan pemasangan setiap individu

dengan setiap individu mana saja? Barangsiapa yang mengklaim
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bahwa redaksi menunjukkan hal tersebut secara gamblang, dengan

arti bahwa itu mempakan nash tentang hal tersebut, maka ia tidak

mengetahui dalil-dalil wahyu dan hukum-hukum syar'i, serta telah

keluar dari cara berpikir yang logis. Dan barangsiapa yang

menerima kecocokan lafazh unfuk kedua makna tersebut, tetapi ia

mengklaim keunggulan salah satu makna ketika kalimatnya

terputus, maka kami tidak membantahnya karena itu bukan

masalah yang kita bahas. Dan jika ia berbeda pendapat terkait

keunggulan makna yang pertama sesudah sambungan tersebut,

maka ia juga keliru secara pasti.

Inilah argumen kalangan yang menetapkan makna implisit

dan meniadakannya, sama seperti turunan pendapat yang

pertama. Karena orang yang meniadakan makna implisit

mengatakan bahwa perkara yang tidak disebutkan tidak tercakup

ke dalam kalimat kedua. Akan tetapi, jika ia tercakup ke dalam

kalimat pertama, maka itulah yang diterapkan. Kami dapat

menerima bahura jika terjadi dugaan yang kuat atau diketahui

dengan pasti bahwa tidak ada hal yang mengimplikasikan

pengkhususan selain pengkhususan hukum, maka makna implikasi

tersebut menjadi dalil. Jika ia mencermati pemyataan pewakaf
"dengan ketenfuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka

tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya menjadi milik orang-

orang yang setingkat dengannya," maka ia akan mengatakan

bahwa jika yang dimaksud pewakaf adalah makna urnum, maka

laf.azh ini dibatasi untuk menjelaskan maksudnya.

Manakala masalahnya berkisar antara menjadikan kalimat

ini sebagai penjelas kalimat pertama atau diabaikan tanpa fungsi,

maka memahaminya sebagai kalimat yang berfungsi menjelaskan

ifu lebih tepat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut,
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Pertama, saya mempertimbangkan kalimat tersebut.

mempertimbangkan kalimat pewakaf tersebut lebih tepat daripada
mengabaikannya.

Kedua, saya menjadikannya sebagai penjelasan terhadap
lafazh yang mengandung kemungkinan makna. Dengan kalimat
inilah saya menolak kemungkinan yang saya ambil seandainya

tidak ada kalimat tersebut. Jika kalimat mengandung dua

kemungkinan makna, maka yang faktor yang menentukan salah

safunya pasti ada, baik faktor penenfuan tersebut menghalangi

kebalikannya atau tidak menghalangi. Jika Anda memahami
kalimat ini sebagai penjelasan, maka Anda telah memfungsikan

faktor penenfu ifu secara semestinya, dan Anda telah menjaga

kalimat yang membedakan antara halal dan haram dari kesia-

siaan. Silakan bandingkan pemahaman ini dengan orang yang

mengambil apa yang terkadang dalam lafazh pertama tetapi ia
mengabaikan lafazh tersebut, serta menuduh pembicaranya lemah

dan sia-sia!

Penjelasan masalah ini adalah redaksi pe{lrakaf "dengan

ketenfuan" itu termasuk bentuk kalimat syarat. Pembatasan dan

syarat hanya diberikan unhrk sesuafu yang terkadang dalam akad,

dimana pengadaan akad secara mutlak tidak menunjukkan
berlakunya syarat. Penjelasannya, perkataan "aku menjual" dan
"aku membeli" tidak menunjukkan batas waktu, gadai,

penjaminan, mata uang, dan sifat tambahan pada obyek jual-beli.

Akan tetapi, lafaah tersebut mengandung kemungkinan makna-

makna tersebut, dengan arti bahwa lafazh tersebut cocok unfuk ini
dan ifu. Akan tetapi, ketika ia disebut secara mutlak, maka ia
meniadakan semua ini karena memang lafazh tersebut tidak
mengimplikasikannya, dan menumt ketenfuan dasamya memang

tidak ada. Jadi, manakala seseorang mengatakan, "dengan syarat
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engkau menggadaikannya kepadaku sekian," maka pemyataan ini

menjadi penafsiran bagi pemyataan "aku menjualmu dengan harga

seribu," sama kedudukannya dengan pem5rataan 'dengan harga

seribu se@ra terkait dengan gadai."

Ketiga, pemyataan pauakaf "dengan ketentuan bahwa

barangsiapa di antara mereka Snng mati tanpa meninggalkan

anak, maka bagiannya untuk orang-orang yang setingkat

dengannya" merupakan dalil bahwa barangsiapa yang mati di

antara mereka dengan meninggalkan anak, maka bagiannya tidak

untuk orang-orang yang setingkat dengannya. Ini adalah indikasi

implisit, tetapi bukan di sini tempat untuk memaparkannya. Kami

di sini hanya akan menyebutkan beberapa poin unfuk mencapai

maksud dan tujuan bahasan, yaitu:

Pertama, pendapat yang berdasarkan dalil ini mempakan

madzhab mayoritas fuqaha dari dahulu hingga sekarang, baik dari

kalangan madzhab Maliki, Asy-Syafi'i atau Hanbali. Bahkan ini

merupakan redaksi para imam tersebut. Yang berbeda pendapat

dalam hal ini hanya beberapa kelompok ahli Kalam bersama

sebagian fuqaha. Karena ifu, yang disandarkan kepada madzhab

fuqaha itu harus yang sesuai dengan ushul mereka. Barangsiapa

yang menisbatkan pendapat yang berteda dari pendapat ini

kepada madzhab mereka, maka ia telah keliru. Jika ia seorang

mujtahid dengan apa yang ia bicarakan itu, maka bicaranya harus

mengandung perangkat-perangkat ijtihad.

Herannya, sebagian orang mengira bahwa indikasi makna

implisit mempakan hujjah dalam kalam Syari', bukan dalam

ucapan manusia, sama kedudukannya dengan qiyas. lni jelas

bertentangan dengan Uma' umat, karena umat hanya terbagi

menjadi dua kelompok dalam masalah ini, yaifu antara

mengatakan bahwa makna implisit mempakan bagian dari indikasi
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laf.azh, atau mengatakan bahwa ia bukan merupakan bagian dari

indikasi lafazh. Sedangkan perincian ini merupakan hal baru yang

diada-adakan.

Selanjuhya, kalangan yang mengatakan indikasi makna

implisit merupakan hujjah mengatakan bahwa ia menrpakan hujjah

dalam semua perkataan secara mutlak. Mereka membuktikan
keberadaannya sebagai hujjah dengan ucapan manusia, dengan

apa yang dijelaskan oleh para ahli bahasa, dan dengan dalildalil
logika yang menjelaskan kepada setiap orang yang mencermati

masalah ini bahwa indikasi makna implisit itu termasuk jenis dalil

untuk menunjukkan makna umum, mutlak dan terbatas. Ia

merupakan salah satu dari indikasi lafazh. Hal ini dapat diketahui
dengan jelas dalam pemaparan para ulama. Sedangkan qiyas

bukan termasuk indikasi lafazh yang dapat diketahui dari segi

bahasa, melainkan ia menjadi dalil berdasarkan nash Syari'. I ^in
halnya dengan makna implisit, karena ia merupakan dalil dalam

bahasa sedangkan Syari' menjelaskan hukum-hukum dengan

bahasa Arab.

Kedua, makna implisit ini safu kategori dengan makna

implisit sifat khusus yang disebutkan sesudah nama umum. Hal ini

disepakati oleh banyak orang yang berbeda pendapat terkait sifat

yang disebutkan di awal, sehingga makna implisit ini menjadi

hujjah dalam kata benda non-derivatif, sebagaimana ia dijadikan

hujjah oleh Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam sabda Nabi $,

l:r*.; J.o

8t
c

YI

"Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid.'v7

o 1t
d-lr-*,)=

7r Takhrijhadits telah disebutkan sebelumnya
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.a l7 , .t o /(r*ju*.Z?r,lt C)d+
'Bumi dijadikan bagiku sebagai saftna bersuci.'v2

Alasannya adalah jika seseorang berkata, "Manusia itu
terbagi dua, yaitu muslim dan kafir. Omng muslim wajib engkau

perlakukan dengan baik," maka dapat diketahui dengan serta-

merta bahwa pembicara bermaksud unfuk mengkhususkan hukum

ini bagi orang muslim. [-ain halnya jika ia berkata sejak awal,
"Kamu wajib berbuat baik kepada orang muslim," maka terkadang

muncul dugaan bahwa ia menyebutkan hal itu secara biasa, karena

orang muslimlah yang dibufuhkan penjelasan hukumnya, seperti
dalam sabda Nabi S,
'lc, lt 7? 4xir ;, p*jr k

t, c /
+b-€s

'Setiap muslim bagi muslim lain ifu haram darah, harta dan

kehormatannya.'13

Demikian pula dengan sabda Nabi S,

iv'yt N.ilt;rllr 
"*

'Dalam unta Smng digembala kdu *.r*liOuniruliu-1a+

t z Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnyra.
73 HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 2564/32), Abu Daud

(pembahasan: Adab, 4882\, At-Tirmidzi (pembahasan: Kebajikan, 1927), dan Ibnu
Majah (pembahasan' Fihah, 3933).

7a Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya.
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Sabda beliau ini lebih kuat daripada perkataan, "Di dalam

hewan yang digembala ada kewajiban zakat." karena seandainya

hukum unta dalam keadaan digembalakan atau diberi pakan di

kandang sama, maka beliau telah memperpanjang kalimat tetapi
mengurangi makna. Adapun jika beliau mengatakan "Dalam

henu.ran temak yang digembalakan," maka terkadang muncul
dugaan bahwa beliau menyebuhrya secara khusus karena itu
mempakan harta yang paling umum, atau karena kebufuhan

terhadap penjelasannya lebih mendesak. Hal ini tampak jeias.

Demikian pula dalam kasus yang kita bahas di sini manakala

maksudnya adalah perpindahan bagian mayit kepada orang-orang

yang setingkat dengannya dalam keadaan ada anak atau tidak ada.

Seandainya pewakaf mengatakan, "Barangsiapa yang mati
di antara mereka, maka bagiannya unfuk orang-orang yang

setingkat dengannya," maka ia telah menjadikan hukum yang ia
inginkan berlaku urnurn dengan meringkas kalimat. Tetapi jika ia
mengatakan, "Barangsiapa di antara mereka yang mati tanpa
meninggalkan anak, cucu atau kehrrunan selanjutr, ya, maka apa

yang selama ini ia terima dari wakaf dialihkan unh.rk orang-orang

yang setingkat dengannya," maka ia telah memperpanjang kalimat
tetapi mengurangi makna. Lain halnya jika kalimat tersebut

dipahami sebagai pengkhususan hukum, karena kalimat tersebut

tetap sah dan berlaku. Kita wajib memberlakukan ucapan

pembicara sebisa mungkin, tidak boleh menganulirnya sama sekali

dalam keadaan bisa diberlakukan.

Orang-orang yang meniadakan makna implisit sebenamya

berargumen di banyak tempat dengan makna-makna implisit

karena mereka tidak menolak adanya maksud pengkhususan di

sebagian makna-makna implisit. Masalah yang dibahas ini

termasuk kategori tersebut, karena pernyataan "barangsiapa yang
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mati di antara mereka tanpa meninggalkan seorang anak"

memberi kesan adanya dua klasifikasi, dan ia memiliki fujuan

dalam menjelaskan syarat. Yang demikian itu bukan termasuk

kategori penegasan, karena jika pa,rnkaf menetapkan baEan

mayrt berpindah kepada saudara-saudaranya pada saat tidak ada

anak, maka hal ifu tidak menunjukkan bahwa ia memindahkan

bagian mayrt kepada mereka dalam keadaan ada anak. Ada

kebutuhan unhlk menjelaskan dua klasifikasi tersebut. Bahkan,

seandainya dua klasifikasi tersebut baginya sama-sedangkan ia

menyebutkan keadaan tidak ada anak saja, maka bahasanya rancn

karena ia mengesankan kebalikan dari apa yang ia maksud. Lain
halnya jika ia memaksudkannya sebagai pengkhususan.

Keempat, manakala sifat sesuai maka ia meniscayakan

alasan. Keberadaan mayit tidak meninggalkan anak itu sesuai

dengan perpindahan haknya kepada orang-orang yang setingkat

dengannya, sehingga hal itu menunjukkan bahwa alasan

perpindahan kepada orang-orang yang setingkat adalah kematian
tanpa meninggalkan anak. C-ara perpindahan ini hilang dengan

hilangnya alasan, Snitu adanya anak.

Kelima, setiap orang yang mendengar ungkapan ini pasti

memahaminya sebagai pengkhususan, dan implikasinya adalah

kalimat ini merupakan fakta dalam kebiasaan manusia, baik ia asli

se@ra bahasa, atau ia menrpakan kreasi manusia yang dituturkan
secara luas. Dengan dua asumsi tersebut, kalimat tersebut wajib

dipahami sebagai pengkhususan berdasarkan pendapat yang

disepakati fuqaha.

Perlu Anda tahu bahwa penetapan hal ini dalam kasus yang

khusus ini tidak membufuhkan keberadaan makna implisit sebagai

dalil, karena pihak yang berbeda pendapat dalam masalah makna

implisit pun hanya mengklaim negatifnya cakupan umum dari
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makna-makna implisit, karena sebagian makna implisit terkadang

menjadi dalil akan kejelasan maksud di dalamnya. Makna implisit

ini seperti ifu, dengan dalil orang-orang memahaminya. Sedangkan

orang yang berbeda pendapat dalam memahaminya itu bisa

akalnya rusak atau keras kepala.

Jika dapat dikukuhkan bahwa kalimat ini menunjukkan

tidak terjadinya perpindahan bagian wakaf kepada orang-orang

yang setingkat dalam keadaan ada anak, maka alternatifnya adalah

bagian wakaf tidak disalurkan kepada mereka dan tidak pula

kepada anak-anak-namun hal ini jelas bertentangan dengan

pemyataan pewakaf "pada anak-anak mereka, kemudian kepada

cucu-cucu mereka selama-lamanya selama mereka beranak-pinak";

atau (altematif lain) dipindahkan kepada anak-anak, dan inilah

yang dimaksud.

Barangkali ada yang mengatakan: bisa diterima bahwa

makna implisit adalah sebuah dalil, tetapi ia bertenfuran dengan

lafazh yang gamblang di awal, atau lafazh umum, sehingga dalil

tersebut tidak bisa ditinggalkan demi makna implisit. Pemyataan

tersebut dapat dijawab dengan beberapa jawaban sebagai berikut:

Pertama, lafazh pertama tidak mengandung indikasi

terhadap suatu hal sama sekaii, karena lafazh menjadi dalil

manakala telah sempurna dan diputus. Adapun jika ia disambung

dengan kalimat sesudahnya, maka lafazh pertama hanya

merupakan bagian dari dalil, bukan dalil itu sendiri. Bagian dari

dalil itu bukan dalil. Barangsiapa yang meyakini bahwa kalimat

yang bersambung sebagiannya dengan sebagian yang lain ifu
berbenhrran adanya bagian akhirnya yang membatasi dengan

bagian awalnya yang mutlak, maka ia tidak tahu apapun tentang

benturan dua dalil.
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Kedua, kalaupun lafazh pertama diasumsikan sempuma,

namun ia tidak gamblang-sebagaimana telah dijelaskan,

melainkan mengandung dua kemungkinan makna. Adapun

keberadaan sebagai lafazh umum itu dapat diterima. Tetapi kami

tidak mengkhususkannya, melainkan membiarkannya tetap dalam

keadaan umum. Namun, yang menjadi bahasan adalah sifat

umumnya. Sebaliknya, pemahaman yang kami simpulkan itu lebih

kuat dalam hal cakupan umumnya, karena masing-masing cucu

mengambil bagian di masa hidup paman-pamannya dan sesudah

kematian mereka. Dengan asumsi tersebut, bagian hanya diambil

di masa hidup mereka saja. Sedangkan lafazh yang mencakup

mereka dalam dua keadaan itu lebih umum daripada lafazh yang

mencakup mereka dalam salah safu keadaan saja.

Ketiga, seandainya diasumsikan bahwa ini termasuk

kategori benturan antara lafazh urnum dan makna implisit, maka

pendapat yang benar adalah makna implisit seperti ini lebih

didahulukan daripada lafazh urnum sebagaimana pendapat

mayoritas ulama madzhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hanbali.

Sebagian ulama menuturkannya sebagai ijma' dari kalangan yang

berpegang pada makna implisit, karena makna implisit merupakan

dalil khusus, sedangkan dalil khusus itu lebih didahulukan daripada

dalil umum. Perbedaan dalam makna implisit tidak berlaku, karena

qiyas yang terang lebih didahulukan daripada makna implisit,

meskipun orang-orang yang berteda pendapat dalam masalah

qlyas ifu pendapat mereka dekat dengan orang-orang yang

berbeda pendapat dalam masalah makna implisit. Berita
perorangan dapat digunakan untuk mengkhususkan cakupan

umum Al Qur'an, padahal orang-orang yang berbeda pendapat

dalam berita perorangan ifu lebih banyak daripada mereka yang

berbeda pendapat dalam masalah makna umum Al Qur'an.
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Barangkali ada yang mengatakan: Apa yang kalian

sebutkan ini didasarkan dengan pemahaman bahwa kata ganti

dalam lafazh "barangsiapa yang mati" kembali kepada seluruh

orang yang disebut. Yang demikian itu ditolak, karena di antara

frrqaha yang memberlakukan makna implisit ada yang mengatakan

bahwa pengeanalian dalam qrarat-syarat pewakaf manakala disusul

dengan kalimat yang disambungkan, dan jika kata ganti kembali

kepada kalimat yang terakhir, maka kalimat-kalimat pertama tetap
pada urutan-umtannya.

Menurut sebuah pendapat, pemahaman tersebut keliru dari

beberapa sisi, yaitu:

Pertama, implikasi pendapat ini adalah seandainya pewakaf

mengatakan "kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak

mereka, kemudian kepada cucurucu mereka, kemudian kepada

cicit-cicit mereka, serta keturunan mereka selanjutnya, dengan

ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka dengan

meninggalkan anak, maka bagiannya untuk anaknya. Dan
barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan

anak, maka bagiannya unfuk orang yang setingkat dengannya,"

niscaya syarat ini hanya berlaku untuk tingkatan terakhir saja.

Sedangkan tingkatan pertama, kedua dan ketiga, apabila salah

seorang di antara mereka mati, maka bagiannya tidak berpindah

kepada anaknya, melainkan kepada orang-orang yang setingkat

dengannya sesuai dengan urutan-urutan yang muflak.

Jika pihak yang berbeda pendapat tetap komit pada

implikasi ini dan mengatakan, "Seperti itulah pendapat kami,"

maka ini jelas merupakan pendapat yang bertentangan dengan

praktik umat Islam sejak dahulu hingga sekarang di setiap tempat
dan zaman, karena wakaf dengan syarat-syarat seperti ini tidak
terhitung jumlahnya; hanya Allah yang tahu.
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Umat Islam mulai dari kalangan qadhi, mufti, kalangan

khusus dan awam, menjadikan syarat ini berlaku pada semua

tingkatan tanpa ada yang menentang dan berbeda pendapat

mengenainya. Barangsiapa yang berpendapat sebaliknya, maka

dapat dipastikan ia telah merekayasa sebuah pendapat yang

bertentangan dengan pendapat yang diikuti semua generasi

terdahulu. Pengetahuan tentang hal ini bersifat aksioma.

Selanjutnya, seandainya diasumsikan bahwa dalam masalah

ini terdapat pendapat yang berbeda, maka ifu adalah pendapat

yang janggal dan dianggap tergelincir. Pendapat yang didasarkan

pada alasan ini dianggap lemah. Di antara implikasi pendapat ini

seandainya pewakaf mengatakan, "Aku memberikan wakaf
kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka,

kemudian kepada cucu-cucu mereka, dengan ketenhran bahwa

barangsiapa yang hidup fakir di antara mereka maka bagian wakaf
disalurkan kepadanya. Tetapi barangsiapa yang kaya di antara

mereka, maka bagian wakaf tidak disalurkan kepadanya,"
(implikasi pendapat ini) adalah warisan disalurkan kepada tingkatan
pertama dan kedua saja, baik mereka kaya atau miskin; atau

perincian tersebut hanya berlaku pada tingkatan ketiga saja.

Demikian pula seandainya pewakaf mengatakan, "Yang

sudah menikah diberi wakaf, sedangkan yang belum menikah

diberi." Juga seandainya ia mengatakan, "Di antara syarat wakaf

adalah ia disalurkan orang-orang fakir di antara mereka, bukan

kepada orang-orang kaya."

Demikian pula dengan bentuk-bentuk syarat yang tidak

terhitung jumlahnya. Barangsiapa yang dalam masalah ini

berpegang teguh pada pendapat di atas, maka ia telah

mendatangkan sesuatu yang sangat bodoh! Jika ia mengatakan,
"Sebaliknya, syarat tersebut kembali kepada semua tingkatan

270



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

sebagaimana yang semua orang ketahui, maka ia telah memahami

dengan serta-merta bahwa masalah kita ini satu, termasuk kategori
ini, antara masalah tersebut dan benfuk-benfuk ini tidak ada

perbedaan yang membolehkan untuk berpendapat secara berbeda.

Kdua, umat tidak memahami perkataan ini selain sebagai

syarat di semua tingkatan. Dalilnya adalah wakaf dengan syarat

seperti ini nyaris tidak terhitung jumlahnya, dan umat tidak
memahaminya selain seperti di atas. Barangkali tidak tebersit

dalam satu pikiran pun bahwa syarat tersebut hanya berlaku pada

tingkatan akhir saja, baik dalam pikiran pewakaf, penulis surat

wakaf, saksi, pendengar, hakim atau penerima wakaf- Karena itu
perkataan pembicara harus dipahami sesuai dengan kebiasaan

mereka dalam berbicara, baik kebiasaan mereka sesuai dengan
perunfukan bahasa atau berbeda, karena makna bahasa

menunjukkan bahwa syarat tersebut berlaku pada semua

tingkatan, lalu kebiasaan dan tradisi memperkuatrya. Jika
diasumsikan bahwa makna bahasa membatasinya pada tingkatan

terakhir saja, maka tradisi mengubah makna bahasa tersebut.

Perkataan orang-orang yang memberikan ',mkaf,
bersumpah dan semisalnya itu dipahami sesuai dengan kebiasaan-

kebiasaan mereka, bukan sesuai disiplin bahasa mereka.

Maksudnya, inilah yang dipahami dari ucapiu-r sesuai tradisi dan

kebiasaan- Menumt ketenfuan dasamya, bahasa hanya

menguatkan, bukan mengubahnya. Dari sini dapat diambil

argumen bahwa inilah yang dipahami dari perkataan menumt

bahasa, karena ketenfuan dasamya adalah tidak ada penularan

perkataan secara umum. Barangsiapa yang menentang pendapat

bahwa manusia-baik dari kalangan khusus atau dari kalangan

awam-memahami kalimat ini dalam keadaan mutlak bahwa syarat

tersebut kembali kepada semua tingkatan, maka ia dianggap keras
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kepala. Tetapi jika ia menerimanya dan berbeda pendapat dalam

memahami perkataan pelaku sesuai makna yang mereka pahami,

maka diketahui bahwa ia telah keluar dari batasan hukum-hukum
syari'at. Kedua premis tersebut meyakinkan, dan pengetahuan

tentang keduanya mengharuskan pengembalian syarat kepada

semua tingkatan.

Ketiga, apabila kalimat tersebut dipahami bahwa syarat

kembali kepada tingkatan terakhir saja, maka implikasinya

menumt pendapat pihak yang berbeda pendapat adalah

seandainya tanpa syarat ini, niscaya kehrmnan memiliki andil hak

atas semua wakaf yang berpindah kepada mereka dari tingkatan di

atasnya, dan yang berpindah kepada mereka dari orang yang mati

di antara mereka, baik dalam keadaan meninggalkan anak atau

tanpa meninggalkan anak. Jika ia mengatakan bahwa barangsiapa
yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan anak maka

bagiannya unfuk orang-orang yang setingkat dengannya, maka

implikasinya adalah hanya orang-orang yang setingkat saja yang

memperoleh bagian orang yang mati manakala ia tidak memiliki
anak, bukan yang di atas mereka, dan bukan di bawah mereka.

makna ini jelas tidak dipahami dari kalimat tersebut. Dan jika yang

mati ifu memiliki anak, maka semua penerima wakaf memperoleh
andil hak pada bagian orang yang mati tersebut, baik anaknya atau

bukan. Jika kalimat dipahami bahwa syarat kembali kepada semua

tingkatan, maka implikasinya adalah bagian orang yang mati

berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengannya jika ia
tidak memiliki anak, dan kepada anaknya jika ia memiliki anak.

Kita tahu-secara pasti dari keadaan umat-bahwa
barangsiapa yang menjadikan seluruh tingkatan bersekutu, maka

bagian mayit tidak berpindah kepada orang-orang yang setingkat

dengannya saja, bukan kepada orang-orang yang di atasnya.

272



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimryyah

Kalaupun ia memiliki anak, maka bagiannya tidak berpindah

kepada anaknya, melainkan anak tersebut hanya salah satu dari

seluruh penerima. Dengan asumsi ini, ia telah menjadikan orang-

orang yang setingkat dengannya lebih utama daripada anak mayit.

Selain ifu, ia tidak mempertimbangkan urutan-unrtan tingkatan.

Kita tahu bahwa yang demikian itu tidak mungkin dimaksudkan

oleh orang yang berakal, karena orang yang berakal pasti memilih

antara mempertimbangkan urutan-umtan tingkatan sehingga ia

tidak menjadikan mereka bersekufu, atau ia memindahkan bagian

orang yang mati kepada anaknya seperti warisan. Adapun jika ia
menjadikan mereka bersekutu dengan menjadikan bagian orang

yang mati unfuk saudara-saudaranya saja, tidak untuk anaknya,

maka ini jelas bertentangan dengan apa yang diketahui dari

keadaan umat. Seandainya diasumsikan kembalinya kata ganti

berkisar antara seluruhnya atau kepada tingkatan terakhir saja,

maka bukti nyata sesuai hadisi menenhrkan salah safu dari dua

kemungkinan tersebut.

Barangkali ada png mengatakan bahura pernyataan ini
harus kalian pegang jika kalian mengembalikan kata ganti kepada

seluruhnya, karena lafazh menunjukkan urutan-urutan dalam empat

tingkatan dan persekuhran pada tingkatan selebihnlra. Jadi, terkait

tingkatan selebihnya, kalian berpendapat seperti pendapat kami?

Jawabnya, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Apakah tingkatan-tingkatan selebihnya itu bersekufu sesuai dengan

implikasi kata sambung "dan"? Ataukah tetap diterapkan urutan-

urutan di antara mereka dengan berargumen dengan tingkatan

sebelumnya sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas orang dari

ucapan seperti ini? Sebenamya, kata sambung "dan" itu tidak

mengharuskan urutan-unttan, dan tidak pula meniadakannya. Jika

dalam kalimat ada indikasi keterangan yang menunjukkan urutan-
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urutan, maka harus diterapkan. Para ulama berbeda pendapat

tentang hal ini. Jika kami berpegang pada pendapat kedua, maka

tidak ada masalah. Jika kami berpegang pada pendapat pertama,

maka kami katakan bahwa kata sambung tersebut menunjukkan

perpindahan bagian mayrt kepada anaknya pada semua tingkatan,

karena perpindahan bagian mayit kepada orang-orang yang

setingkat dengannya manakala ia tidak memiliki anak-bukan
kepada semua penerima wakaf-menegaskan bahwa bagian wakaf

tersebut dipindahkan kepada anaknya jika ia memiliki anak.

Penegasan merupakan dalil yang lebih kuat daripada nash, bahkan

daiam syarat-syarat para pewakaf.

Karena ihr, seandainya pewakaf mengatakan, "Aku

mewakafkan pada anakku dengan ketenfuan bahwa barangsiapa

yang fasik maka ia tidak diberi safu dirham pun," maka tidak

diragukan bahwa ia tidak boleh diberi dua dirham, karena

penghalangan yang sedikit itu menegaskan penghalangan yang

banyak. Demikian pula, perpindahan bagian orang yang mati

tanpa anak kepada saudara-saudaranya itu menegaskan

perpindahan bagiannya kepada anak manakala keduanya (anak

dan saudara) sama-sama ada. Dengan demikian, terhalangnya

saudara bersamaan dengan adanya anak itu diambil dari

pembatasan, sedangkan pemberian kepada anak diambil dari

penegasan dan kandungan kalimat.

Penjelasannya, pemberian bagian mayrt kepada orang-

orang yang setingkat dengannya, bukan kepada para penerima

wakaf yang lain dan tanpa pengkhususan bagi yang paling dekat

dengan mayit, merupakan dalil bahwa pewakaf menjadikan

kedekatan kepada mayit sebagai penyebab kekhususan, bukan

kedekatan kepada pewakaf, dan bukan pula sembarang pemberian

hak. Kita tahu bahwa anak dalam keadaan ada saudara-saudara itu
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lebih dekat kepada mayit, sehingga penyebab hak anak itu lebih

kuat. Hal itu menjadi bukti bahwa per,vakaf bemiat untuk
memberikan bagian kepada anak.

Keempat, kata ganti wajib dikembalikan kepada seluruh

satuan yang disebut sebelumnya. Jika tidak bisa dikembalikan
kepada seluruhnya, maka ia dikembalikan kepada yang paling

dekat penyebutannya, atau kepada yang ditunlukkan oleh dalil.

Adapun pengkhususan kata ganti untuk sebagian satuan yang

disebut tanpa ada faktor yang menghamskannya, hal tersebut

termasuk pengkhususan yang bertentangan dengan ketentuan
pokok. Kalimat tidak boleh dipahami seperti ini kecuali dengan

dalil, karena kata ganti ihr menyembunyikan diri yang tidak disebut

secara jelas dalam perkara umutn, dan ia digunakan untuk diri
yang telah disebutkan sebelumnya tanpa ada indikasi mengenai
jenis atau ukuran. Seandainya seseorang mengatakan, "Aku

menemui Bani Hasyim, kemudian Bani Muththalib, kemudian
seluruh orang-orang Quraisy; dan aku memuliakan mereka dan

duduk bersama mereka," atau kalimat semacam ifu, maka kata
ganfl "mereka" kembali kepada diridiri 3nng disebut sebelumnya.

Yang demikian itu bukan termasuk kategori perbedaan para

ahli mengenai pengectralian yrang ada sesudah beberapa kalimat;
apakah pengecualian tersebut kembali kepada seluruhnya atau

kepada yang paling dekat? karena perbedaan di sana muncul

akibat pengecualian itu meniadakan sebagian yang sebelumnya

tercakup ke dalam kalimat. Para ahli yang membatasi
pengecualian pada kalimat terakhir mengatakan bahwa faktor yang

mengakibatkan masuknya ke dalam kalimat-kalimat sebelumnya

masih ada, sedangkan yang mengeluarkannya diragukan, sehingga

sesuatu yang berimplikasi itu tidak dihilangkan berdasarkan

keraguan. Sedangkan makna ini tidak ditemukan dalam kata ganti,
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karena kata ganti adalah kata yang diperuntukkan bagi diri yang

telah disebutkan sebelumnya, dan ia bisa digunakan untuk

mencakup umum dalam bentuk jamak. Karena kata ganti tersebut

hams dipahami bermakna umum manakala tidak ada faktor yang

mengkhususkan. Atas dasar itu, kata ganti dipahami bermakna

umum secara hakiki, dan dipahami bermakna khusus seperti

pengkhususan lafazh umum.

Adapun masalah tradisi, sebelumnya telah kami jelaskan

bahwa manusia tidak memahami kalimat semacam ini melainkan

bahwa syarat tersebut kembali kepada seluruhnya. Pengetahuan

tentang hal ini merupakan perkara aksioma. Sedangkan

pemaparan para ahli dari kalangan fuqaha dan ahli ushul, mereka

berbicara tentang pengecualian yang terjadi sesudah beberapa

kalimat. Satu kelompok mengatakan bahwa pengecualian tersebut

kembali kepada seluruh kalimat. Sedangkan kelompok lain

mengatakan bahwa ia kembali kepada kalimat terakhir. Ada pula

yang mengatakan bahwa jika pengecualian terletak di antara dua

kalimat, maka ia kembali kepada seluruh kalimat- Tetapi jika ia
berada di antara dua komponen yang tidak memiliki hubungan,

maka ia kembali kepada kalimat terakhir.

Demikian pula, para fuqaha menyebutkan hal ini dalam bab

sumpah dan wakaf. Kemudian mereka melandasinya dengan ushul

mereka, dimana mereka mengatakan bahwa pengecualian dan

kata sambung manakala terletak sesudah beberapa kalimat, maka

ia kembali kepada seluruhnya atau kepada sebagiannya. Orang

yang merinci masalah ini mengakui bahwa para imam membahas

bahasan ini secara mutlak, dan bahwa dia sendirilah yang merinci.

Jadi, tidak boleh menyandarkan kepada imam selain apa yang

mereka katakan.
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Mengenai hukum, seandainya seseorang mengatakan,

"Demi Allah, aku pasti memukul Zaid, kemudian Umar, kemudian

Bakar, jika Allah menghendaki," maka pengecualian kembali

kepada seluruhnya. Demikian pula seandainya seseorang

mengatakan, "Cerai harus bagiku, aku pasti memukul orang ini,

kemudian orang ini, kemudian orang ini." atau ia mengatakan,
"Aku pasti akan mengambil pisau, pasti menyembelih kambing,

dan pasti memasaknya." Serta bentuk-benfuk kalimat lainnya.

Adapun hal yang dijadikan dalil, jika yang disambung

menunjukkan umtan-umtan, maka pengarahan kepada seluruh diri
yang disebut itu mengandung kesamaran, karena pengarahan

pengecualian kepada orang-orang yang disebut sebelum

pengecualian itu dapat dipastikan. Begitu juga penyambungan

kepada orang-orang yang disebutkan sebelumnya. Penyambungan

dengan partikel yang menghasilkan makna umtan-urutan ifu
dimungkinkan, tidak dipastikan. Jika hak ditetapkan dengan

pemyataan pewakaf secara redaksi sedangkan tidak ada yang

keterangan yang mengubahnya, maka hak tersebut wajib

dikukuhkan dan tidak boleh diubah lantaran adanya kemungkinan
yang tipis. Karena itu, pendapat mereka dapat kami jawab dari

beberapa sisi, yaihr:

Pertama, masalah ini sendiri (urutan-urutan) terdapat dalam

pen5rambungan dengan huruf wawu (dan), karena

persambungannya dengan semua yang disebutkan sebelumnya ihr

bersifat mungkin, tidak bisa dipastikan, baik penyambungan

menggunakan partikel yang menunjukkan urutan-unttan atau

kebersamaan. Inilah yang dijadikan dalil ulama yang mewajibkan

pembatasan pengecualian pada kalimat terakhir.

Secara garis besar, ulama yang menerima bahwa kalimat-

kalimat yang disambung dengan huruf wawu (dan) ihr
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pengecualiannya kembali kepada seluruhnya, maka penyebutannya

terhadap dalil ini justru membatalkan apa yang ia terima. Karena

menerima suatu hukum itu sama dengan menerima batalnya hal

yang menunjukkan kebalikannya, sehingga tidak diterima darinya

dalil yang menunjukkan tidak kembalinya pengecualian kepada

seluruhnya.

Kedua, pemyataan bahwa pengecualian diarahkan kepada

mereka yang disebut sebelum pengecualian itu dapat dipastikan

(pemyataan ini) tidak bisa diterima. Sebaliknya, pengecualian boleh

kembali kepada kalimat pertama saja manakala ada dalil yang

menunjukkan hal tersebut. Pembicara boleh meniatkan dan

memaksudkan hal tersebut. Seandainya ia mengatakan,
"Perangilah ahli Kitab, musuhilah mereka, dan bencilah mereka,

kecuali mereka membayar jizyah," maka pengecualian kembali

kepada kalimat pertama saja. Allah S berfirman,

J3 "q*#i gi u';a!J lrl3( i'Ugi #i
ii-i n+itr3 it $y z6 c ;'( o,fi 4:t Ft;-

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orung

kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mul<rnin.

Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dai
pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dai
sesuatu yang ditakuti dari mereka."(Qs. Aali 'lmraan [3]: 28)

Pengecualian dalam kalimat yang jelas ini kembali kepada

kalimat pertama, yaifu larangan mengambil orang-orang kafir

sebagai wali. Hal ini berbeda dengan firman Allah berikut ini,
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6$i'g i "* ifui 7t=na ;'i'ii;V

fr\.,lj,i;tiOt;_,;,
"(Inilah pmrSataan) pemufunn perhubungan daripada

Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang
musStrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan

perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kanu (kaum

musyrikin) di muka bumi selama empat bulan"

Hingga firman Allah,

eJ {,*{_ { ?'"{;;i'i }'ii oJi * y-

i:Y JL i'^i; g y:$f' \1;J F-S'b#- {'
"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah

mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak

mengunngi sasuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula)

mereka membanfu s*eoftrng yang memusuhi kamu, maka
terhadap mereka itu penuhilah janjiryn ampai baAs waktun5n."
(Qs. At-Taubah [9]: 1-4)

Pengecualian di atas bukan hanlra yang disebutkan terakhir

saja, melainkan dari awal kalimat.

Mengenai firman Allah, @ d.g J;$Aiifi7 *Tentulah

kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 83) Sekelompok ulama mengatakan bahwa

kata i.$ 'sebagian kecil saja"kembali kepada firman Allah, r-i1_!
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:ri&(,\ .>,;si ; i.ii'n'5 'ii€"Dan apabila datans kepada

mereka suatu berita tentang kamanan atau pun ketakutan,

mereka lalu menyiarkannya. " (Qs. An-Nisaa' [4]: 83) Pengecualian

ini kembali kepada kalimat yang antara ia dan pengecualian

terdapat kalimat lain.

Pengubahan posisi ke depan atau ke belakang menjadi

topik bahasan tersendiri dalam ilmu Al Qur'an. Ada banyak ulama

yang menulis karya tentang ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad

dan selainnya. Tampaknya, pengecualian ini diletakkan di belakang

secara redaksi, tetapi ia didahulukan dalam niat.

Pemisahan antara yang Disambung dan yang
Disambungkan

Selanjutrya, pengubahan posisi ke depan dan belakang

dalam bahasa Arab, serta pemisahan antara yang disambung dan

yang disambungkan dengan kalimat yang baru itu tidak diingkari

kecuali oleh orcung yang fidak memahami bahasa.

Allah S berfirman,

',F iJ -65\, $4f, i<rt F &'11"ji, dC;

{; @'a;;j'i;r, :a\; Y;}{\5 )6i'^4 1 i;r; 6Ji
'i6t;t6 i,i,s:,j. u,i)i iys.Kri,; ,;_*yi:ili

€;ur:;
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"Segolongan (lain) dai Ahli Kitab berkata (kepada

sesamanya),'Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada

apa yang difurunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-

sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada

akhimya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada

kekafiran). Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang

yang mengikuti agamamu. Katakanlah,'Sesungguhnya petunjuk

Aang harus diikuti) ialah petunjuk Allah', dan (ianganlah kamu
percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang

diberikan kepada kalian. "'(Qs. Aali 'lmraan l3l:72-731

Kata A9- 6 *Akan diberikan" merupakan kelanjutan dari

ucapan ahli Kitab. Maksudnya adalah, sekiranya ada seseorang

yang diberi Kitab seperti yang diberikan kepada kalian. Jadi, ia

adalah obyek dari kata f# it 'janganlah kamu beriman. "

Keduanya dipisahkan dengan firman Allah, 5iu'i e31fr 43
"I{atakanlah, 'Sesungguhnya Wtunjuk (5nng harus diikufr) ialah

pefunjuk Allah. "'Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak ada

hubungannya dengan kalimat yang dipisahkan, bukan bagian dari

ucapan ahli Kitab. Mana yang lebih kuat antara pemisahan kata

kerja dan obyeknya atau antara yang dikecrralikan dan yang

mengeoralikan? Jika kembalinya pengecualian kepada kalimat

terakhir Udak dipastikan, maka tidak wajib dikembalikan

kepadanya. Sebaliknya, bisa jadi dalam rangkaian kalimat terhadap

hal yang menunjukkan bahwa kembalinya ia ke kalimat pertama

itu lebih kuat. Masalah yang kita bahas ini termasuk kategori ini

sebagaimana telah dilelaskan.
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Ketiga, jika hak ditetapkan dengan ucapan pewakaf secara

redaksi, sedangkan faktor yang mengubahnya tidak pasti, maka

hak tersebut harus dikukuhkan.

Pertama kami mengatakan bahwa masalah yang kita bahas

ini tidak termasuk kategori ini, karena perkataan "kepada anak-

anaknya, kemudian kepada anak-anak mereka" bukanlah redaksi

pasti tentang umtan-urutan dari safu tingkatan ke tingkatan

berikutnya, karena ia juga bisa unfuk urutan-urutan individu

sesudah individu. Akan tetapi, hal ini harus diterapkan dalam

kekhususan masalah yang kita bahas bersama orang yang ingin

memasukkannya ke dalam cakupan umum ucapan ini.

Selanjutn5ra, sebagian orang mengatakan, "Kami menerima

hak ditetapkan dengan ucapan pa,vakaf dalam bentuk redaksi pasti

unfuk suafu benfuk kalimat yang disusul dengan pengecualian atau

syarat, karena suafu kalimat dapat dikatakan sebagai redaksi pasti

manakala tidak disambung dengan unsur lain. perubahan masih

bisa dimungkinkan, sehingga syarat keberadaannya sebagai redaksi

pasti ifu diragukan. Manakala syarat hukum diragukan, maka ia
tidak dikukuhkan, karena tidak ada redaksi pasti bersamaan

dengan adanya kemungkinan perubahan, terlebih lagi

kemungkinan perubahan yang seperti ini menumt mayoritas ulama

sangat kuat."

Jika ia mengatakan bahwa faktor yang mengharuskan

mereka masuk ke dalam cakupan umum itu masih ada, sedangkan

faktor yang menghalangi keluamya mereka itu diragukan, maka

kami menjawab bahwa sesuai pendapat ulama yang menolak
pengkhususan alasan hukum, kami tidak menerima adanya faktor
yang mengharuskan masuknya mereka ke dalam cakupan umum.

Karena yang mengharuskan masuknya mereka adalah lafazh yang

tidak disambung dengan keterangan yang mengeluarkan mereka.
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Saya tidak tahu bahwa lafazh ini tidak disambung dengan

keterangan yang mengeluarkan mereka sampai saya tahu bahwa

pengecualian ini tidak mengeluarkan mereka. Sedangkan syarat ini

diragukan. Adapun menurut pendapat ulama yang mengatakan

berlakunya pengkhususan pada alasan hukum, saya menerima

adanya faktor tersebut. Akan tetapi, syarat implikasinya adalah

tidak adanya faktor penghalang. Sedangkan apa yang ada di sini

bisa dijadikan sebagai faktor penghalang. Jadi, selamat tidak ada

dalil, maka potensinya untuk menjadi penghalang itu tetap. Jika

tidak, maka faktor tersebut tidak bekerja.

Bahasan ini sendiri mempakan bahasan ulama yang

mengatakan bahwa pengecualian kembali kepada seluruh kalimat

bersama orang-orang yang membatasinya pada kalimat terakhir.

Namun, orEtng lrang keras kepala mengatakan, "Seandainya

peulakaf mengatakan, 'Aku metrrakafkan kepada anakku,

kemudian kepada orang-orang fakir kecuali orang-orang lrang
fasik,' maka kalangan yang berbeda pendapat mengatakan bahwa

kata "anakku" menrpakan redaksi 5rang pasti unfuk anak-anakn5n,

sedangkan kata "orang-orang yang fasik" dikhususkan unfuk

orang-orang fakir.

Kami jawab, hal ini dapat terbantahkan dengan alasan png
sama, karena kata "orang-orang yang fasik" mentpakan redaksi

pasti unfuk semua yang fasik, karena itu adalah kata jamak yang

definiUf. Jika ia bersifat urnum, maka harus mencakup setiap

orang fasik. Klaim bahwa ia hanya dikhususkan untuk orang-orrng

fakir yang fasik, bukan anak-anak, membufuhkan kata yang

mengkhususkan. Jadi, menjaga cakupan umum anak karena tidak

diketahui adanya pengkhususan itu tidak lebih kuat daripada

menjaga cakupan umum lafazh "orang-orang fasik" dalam keadaan

tidak diketahui adanya lafazh yang mengkhususkan.
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Bahkan, pendapat yang kuat adalah mengeluarkan anak-

anak yang fasik dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, awal mulanya mereka tidak masuk ke dalam

wakaf. Ada dua makna umum yang berbenturan terkait masuk dan

keluamya mereka. Namun faktor yang meniadakan masuknya

mereka selamat dari benturan yang kuat.

Kedua, kita meyakini keluamya mereka dari salah satu dari

dua kalimat, karena salah satu dari dua kalimat umum yang

disambung itu dikhususkan. Jadi, memasukkan sekutunya ke

dalam pengkhususan itu lebih kuat daripada memasukkan

pengkhususan pada yang bukan sekutunya.

Ketiga, yang disambung dan yang disambungkan itu sama

kedudukannya dengan sahr kalimat. L-ain halnya dengan cakupan

umum pengecualian, karena pengkhususan tidak terjadi padanya.

Keempat, keberadaan sifat fasik sebagai penghalang

menghamskan keunggulannya menumt pewakaf atas faktor yang

mendorong pemberian. Jika kita meyakini keunggulannya di safu

tempat, maka pengunggulannya di tempat lain itu lebih kuat

alasannya daripada pengunggulan sesuafu yang tidak diketahui

keunggulannya sama sekali.

Kelima, pemyataan "redaksi pasti pewakaf" jika yang

dimaksud adalah makna tekstualnya, maka kembalinya

pengecualian kepada seluruh kalimat merupakan makna

teksfualnya menumt pendapat ini, sehingga tidak ada perbedaan di

antara keduanya. Tetapi jika yang dimaksud adalah redaksi pasti

yang tidak mengandung selain satu kemungkinan makna, maka

kita tahu bahwa setiap lafazh itu bisa dikenai pengecualian.
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Kelima, pemyataan "Tidak boleh diubah lantaran adanya

kemungkinan yang tipis" merupakan pemyataan yang

memaksakan, karena menumt kami kembalinya pengecualian

kepada semua kalimat bukan merupakan kemungkinan yang tipis,

melainkan ia juga merupakan redaksi pasti berdasarkan penafsiran

pertama. Dalilnya adalah makna ini sering digunakan dalam Al
Qur'an. Allah & berfirman,

"6tti'"J,r;- 
$j 7c r?y ;rt c 5;;,-\ tlIV

ffi',ti;,Att $n $ ?;;;{; 6\ * yxl i; 6i
'i I @ Gr{: -e4.i5:' }K.ii \36'(iJ.i,A@td(-,

"Dan orang-onng yang tidak menyembah fuhan 5nng hin
beserb Allah dan tidak mernbunuh itm yang diharunkan Allah
(membunuln5a) k@nli dangan (al6an) J/ang bnar, dan tidak
berzina, barang siap tnng melalrukan demikian ifu, nisala dia

mendapt (pembalasan) doa (nya), (Wlni) akan dilipt gandakan

adzab untulaSn pada Hari Kiamat dan dia akan kelal dalam adab
ifu, dalam kadaan terhina, kq.tali orzng-oftng tang bertobat."
(Qs. Al Furqaan I25l:68-70l

Pengecualian dalam ayat-ayat di atas kembali kepada kata

63',ti; "mendapat pembalasan dosanya, " 4(:4f i , -ratli- "dilipat

gandakan adzab baginya, " dan liil--e "kekal dalam adzab itu. "

Allah juga berfirman,

;c;
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\;6 -uiiiL 5i4i '&:s-'r'jt\'#-qi\
\KuiaAs

"Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua

(makhluk) yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah tobat

dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran). " (Qs.

Al Baqarah [2]: 159-160)

^iA 
i*qi3K iui;r;, Vf cjiiy-

'# 5{i,{ \Ar}\L@a;* o.(x!')<43G

5;bf$;tr:si
"Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam

keadaan kafir, mereka ifu mendapat laknat AJlah, para malaikat
dan manusia Mereka kekal di dalam laknat ifu; fidak

akan diingankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi
tangguh. "(Qs. Al Baqarah l2l: 16l-1621

'j;,3 6i ig 1N\3,^y *7 U ij,6 iji J y.

Majmu'ah Fatawa lbnu Taimiyyah

"Kecuali orang-orang yang tobat, sesudah (kafir) ifu dan

mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. "(Qs.Aali 'lmraan [3]: 89)

II8s
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c b";,:sj i$5;'i'i ai_;\3, e4\v;Gy
4- +5'F 5 1:t4: i ri,S. 5 rts,f;.ii

;;)Aj;|ar'ji <j\"rri3\ * GA%j
{l @ I-$ $(i r-Si c;ilir;lti cb;
'iF 

^i 
<i r#-,6 a*\b;, S r;e\i( -/ .rrl

-2jtt
t,
)r-">-)

'Sesunggwhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-N5a dan membuat keruskan di muka
bumi, hanyalah merel<a dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan
dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamann5n). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan unfuk merel<a di dunia, dan di al<hint merel<a bqoleh
siksaan yang fuar, keq.tali oftng-oftng gng bertobat (di anbra
mereka) sebelum kamu dapt meng.Etfii (menangl<ap) mael<a;
maka ketahuilah bahura Allah Maha Pengampun lagi Maha
PenSnyang- "(Qs. Al Maa'idah [5]: 33-34)

Yang dimaksud di sini adalah lafazh yang sebagiannyra bisa

dikeluarkan. Itulah yang disebut kata umurn atau kata bilangan;

bukan kalimat yang terdiri dari dua kata benda, atau kata benda

dan kata kerja, atau kata benda dan partikel. Ada riwayat valid dari

para sahabat bahwa lafazh i;€ 32$i *y- "kecuali orang-orang
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yang bertobat" dalam ayat tentang fuduhan zina kembali kepada

dua kalimat sebelumnya. Nabi S bersabda,

;;"'l t4.W G'b\t'b')r i'i \
cao/.ii! \1 yft,*

"Janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam

kerajaannya, dan jangan pula duduk di tempat kehormatannya

kecuali dengan seizinnya-'v 5

Nabi $ juga bersabda,

JL "'#- \ J,# JL :j;'Jb Y

;;( ;-',-alU .l ,'Ei 'b;?:u.'l: 
"A;t

o/ 4

'c5';Jt{ Y!

"Tidak ada keutamaan bagi oftng Arab atas orang non-

Arab, tidak pula bagi orang non-Anb abs orang Arab, tidak pula

orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit putih, dan tidak

pula bagi orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam,

kecuali karena takwa.'v 6

Bentuk kalimat seperti ini banyak terdapat dalam Kitab dan

Sunnah. Bahkan, barangsiapa yang mencermati kebanyakan

pengecualian yang terdapat dalam Kitab dan Sunnah, yang terletak

75 HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 673/290,2911.
76 HR. Ahmad (5/4lll, Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath (4749), dan AI

Haitsami (8/87).

288



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

sesudah beberapa kalimat, maka ia akan mendapatinya kembali

kepada seluruh kalimat. Ini terjadi pada pengecualian. Adapun

dalam syarat dan sifat, ia nyaris tidak ada yang bisa

menghitungnya selain Allah.

Jika kebanyakan yang ada dalam Kitab dan Sunnah serta

perkataan Arab adalah pengeoralian kembali kepada seluruh

kalimat, maka yang menjadi ketenhran dasar adalah

menggabungkan individu dengan yang lebih umwn dan mayoritas,

karena pengecualian itu bisa jadi diperunhrkkan bagi keduanya

secara hakiki. Jadi, asal mulanya adalah tidak ada persekuhran.

Atau, ia diperuntukkan bagi yang paling sedikit saja sehingga

penggunaannya untuk selebihnya adalah secara majazi. Sedangkan

majazi ifu berseberangan dengan ketentuan awal. Dengan

demikian, kebanyakannya justru bertentangan dengan ketenfuan

awal.

Jika telah dibuktikan bahwa kembalinya pengecualian

kepada seluruh kalimat merupakan redaksi yang pasti dalam arti

lafazh yang jelas, maka ifulah yang dimaksud. Tujuan kami di sini

bukan unfuk memperdalam masalah ini.

Bahasan yang disebutkannSn ini ada dalam setiap

pengkhususan yang bersambung, karena menjaga cakupan umurn

lafazh !,ang dikhususkan itu Udak lebih kuat daripada menjaga

cakupan umum lafazh yang mengkhususkan.
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Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun
dengan Ketentuan Laki-Laki Mendapat Dua Bagian
Perempuan

Syaikhul Islam lbnu Taimi5ryah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan kepada empat orang,

yaifu Amr, Yaqutah, Jahmah dan Aisyah. Cara pembagian mereka

adalah laki-laki memperoleh dua bagian perempuan. Lalu,

barangsiapa yang di antara mereka mati meninggalkan anak, cucrr

atau kefumnan lebih bawah lagi, maka wakaf yang ia terima ifu
diberikan kepada anaknya, kemudian cucunya, kemudian ciciforya

hingga seterusnya. Dan barangsiapa yang mati tanpa

meninggalkan anak, bagiannya diberikan kepada saudara-

saudaranya dengan syarat dan urutan-urutan seperti yang

disebutkan di atas. Jika saudara-saudara yang menerima wakaf
tersebut tidak ada lagi, melainkan mereka semna mati tanpa

meninggalkan seorang anak, maka wakaf disalurkan kepada para

tawanan, kemudian kepada orang-orang fakir.

Setelah wakaf tersebut ditetapkan, Amr mati meninggalkan

anak perempuan yang bemama Fathimah. Kemudian Fathimah

mati meninggalkan Ainasyi, anak periwayatnya dari Isma'il bin Abu
Ya'la. Kemudian Ainasyi mati tanpa meninggalkan kefurunan.

Tidak ada yang tersisa dari keturunan mereka selain anak

perempuan Isma'il bin Abu Ya'la, tetapi keduanya termasuk

keturunan Jahmah. Jadi, kedua jalur itulah yang disusul oleh
'Ainasyi sesudah kematian ayahnya. Apakah bagian tersebut

berpindah kepada saudarinya yang bemama Ruqa5nTah ataukah

kembali kepadanya, atau kepada anak pamannya yang bemama
ShafiSnTah?
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Syaikhul Islam lbnu Taimiyyrah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagian yang

menjadi milik 'Ainasyi dari ibunya ini berpindah kepada kedua

anak paman tersebut, tidak boleh dikhususkan trntuk saudarinya

seayah, karena pamkaf mengatakan, "Barangsiapa grang mati di
antara saudara-saudaranya yang menerima wakaf tersebut tanpa
meninggalkan anak, cucu, cicit dan seterusnya, maka bagiannya

dikembalikan kepada saudara-saudaranya, kemudian kepada

keh.rrunan mereka dengan syarat dan urutan yang disebutkan di
atas." Ungkapan ini mencakup orang yang kefunrnannya terpufus
di awal dan di akhir. Jadi, setiap orang yang terpuhrs

kefurunannya di antara saudara-saudararyn tersebut, maka

bagiannya dipindahkan kepada saudara-saudaranla, kemudian
kepada anak-anak mereka. Karena seandainya panrakaf tidak
bermaksud demikian, tentulah ia tidak menjelaskan hukum jalur

yang meninggalkan kefurunan pertama kali kemudian terputus
sesudahnya. Pewakaf tidak menjelaskan penyaluran bagiannya,

dan yang demikian itu hukumnya boleh karena ia hanya

memindahkan wakaf kepada tawanan dan orang-oftmg fakir
manakala tidak tersisa lagi keturunan darinp dan dari penerima

wakaf. Manakala mereka masih menghasilkan keturunan meskipun
hanya seseorang di antara mereka, maka wakaf tidak berpindah
kepada tawanan sama sekali, dan tidak pula kepada orang-orang

fakir. Hal itu meniscayakan perpindahan bagian orang yang

terputus keturunannya di antara mereka kepada saudara-

saudaranya yang masih hidup. Itulah yang dimaksudkan wakaf.

Selain ifu, keadaan kematian dari empat penerima wakaf
dapat dibagi menjadi dua keadaan; bisa jadi ia memiliki ketunrnan,

dan bisa jadi tidak. Jika ia memiliki keturunan, maka wakafnya
berpindah kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, kemudian
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kepada keturunan selanjutnya. Jika ia tidak memiliki ketumnan,

maka bagian wakafnya berpindah kepada saudara-saudaranya,

kemudian kepada anak-anak mereka. Karena ifu, seyogianya

bagian ini mencakup bagian pertama agar penjelasan mencakup

semua keadaan, karena itulah yang tampak jelas dari keadaan

pembicara. Juga karena seandainyra tidak demikian maksudnya,

maka akibatnya wakaf diabaikan dan dibatalkan menurut sebuah

pendapat. Sedangkan petunjuk keadaan meniadakan kemungkinan

tersebut. Jika ia mencakup apa yang tidak tercakup ke dalam

bagian pertama, maka ia mencakup orang yang tidak memiliki

anak, cucu dan ketumnan selanjutnya. Jadi, siapa saja di antara

empat orang tersebut yang tidak memiliki kefurunan, maka

bagiannya dipindahkan kepada saudara-saudaranya, kemudian

kepada kefurunannya.

Selain ifu, mewakafkan menyebutkan dengan gamblang

bahwa barangsiapa di antara mereka yang mati tanpa

meninggalkan keturunan, maka bagiannya berpindah kepada

saudara-saudaranya, kemudian kepada anak-anak mereka. Maksud

ini tidak berbeda antara ia tidak meninggalkan seorang anak atau

ia meninggalkan anak kemudian anaknya meninggalkan anak.

Karena orang yang berakal tidak bermaksud membedakan antara

dua keadaan tersebut, karena dapat diketahui dari hukum

kebiasaan bahr,ua orang yang berakal tidak mungkin bermaksud

demikian. Karena itu, semestinya ucaparulya tidak dipahami

demikian, melainkan dipahami sesuai yang ditunjukkan oleh

pefunjuk keadaan dan kebiasaan lnng berlaku konstan manakala

dalam kalimat tidak ada keterangan yang lebih layak dUadikan

petunjuk. Jika terputusnya keturunan di awal dan di akhir itu
hukumnya sama dalam hal perpindahan wakaf kepada saudara-

saudaranya, maka ucapan pewakaf harus dipahami demikian.
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Perlu Anda tahu bahwa barangsiapa yang mencermati
masalah ini, maka ia pasti tahu bahwa pewakaf hanya bermaksud

demikian berdasarkan petunjuk keadaan, dan redaksinya pun

memperkenankan maksud tersebut. Dalam ucapan tersebut tidak

ada sisi makna lang mungkin yang lebih kuat darinya, sehingga

ucapan tersebut harus dipahami demikian.

Selain itu, tujuan dari wakaf adalah untuk memberikan

bantuan dan dukungan, sehingga harus dijelaskan keadaan orang

yang mati dalam semua tingkatan keturunan. Dengan demikian,

ucapan pewakaf "barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa
meninggalkan anak, cucu dan kefurunan selanjutrya" ifu sama

kuatnya dengan ucapan "barangsiapa di antara mereka yang mati
tanpa ada penenls," karena tidak adanya kefurunan sesudah

kematiarueya ifu sama kedudukannya dengan tidak adanya rnereka

saat ia mati. Karena itu, tidak ada perbedaan antara ucapannya ini

dan ucapanngra "barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa
memiliki anak," dan ucapannya "barangsiapa yang mati di antara

mereka, dan ia tidak memiliki anak." Ungkapan ini meskipun

dipahami Udak ada keturunan hir,gga mati di s€bagian unktu,
tetapi redalsin5ra mengizinkan unhrk makna Udak adanya

kefurunan se@ra mutlak. Karena seandainya pembicara berkata,

"Aku bermakzud demikian," maka tidak bisa disebut bahua ia
gagal memahamkan maksudnya. Jika lafalnya mengizinkan,

sedangkan kasus yang dibahas ini tidak bisa dijangkau kecuali

dengan lafal ini, maka bentuk kasus tersebut hams dicakupkan ke

dalamnya.

Jika hal ini diterima dengan mantap, lalu kakek dari

pamannya 'Ainasyi ifulah sekarang mati tanpa meninggalkan anak,

cucll dan keturunan selainnya, maka bagiannya dipindahkan

kepada ketiga saudaranya unfuk diteruskan kepada kefurunan
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mereka. Keadaan dimana keturunannya terputus tidak terjadi pada

ketumnannya kecuali pada dua perempuan ini, sehingga keduanya

hams disamakan dalam memperoleh bagian 'Ainasyi. Demikian
pula pendapat yang berlaku pada setiap orang yang terpuhrs

ketumnannya, karena bagiannya berpindah kepada ketumnan

saudara-saudaranya, kecrrali masih tersisa seseorang dari
keturunan ayah mereka yang kepadanya wakaf berpindah dari

ayah mereka, atau dari kefurunan ibunya yang kepadanya wakaf
berpindah dari ibunya. Dengan demikian, keturunan selebihnya

itulah yang berhak atas bagian ibu mereka atau ayah mereka,

karena mereka tercakup ke dalam ucapan pewakaf "barangsiapa

yang mati di antara mereka dengan meninggalkan anak, atau

cucu..."

Perlu Anda tahu bahwa jika ucapan tersebut tidak dipahami
demikian, maka bagian orang ini akan terputus dan berakhir,

karena pewakaf mengatakan, "Barangsiapa yang mati di antara

mereka dengan meninggalkan anak, maka bagiannya dipindahkan
kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, kemudian kepada

keturunan selanjutnya." Sesudah berakhimya ketunrnan, panrakaf

tidak menjelaskan siapa yang menerima pengalihan wakaf. Akan
tetapi di akhir syarat ia menjelaskan bahwa ia tidak berpindah
kepada para tawanan dan orang-orang fakir hingga kefurunan
keempat orang penerima wakaf tersebut habis. Dengan demikian,

makna implisit dari ucapan ini adalah wakaf disalurkan ketunrnan,

sedangkan kedua orang tersebut termasuk kefurunan, dan
keduanya sarna tingkatannya dan tidak ada yang tersisa selain

keduanya. Karena itu, keduanya wajib bersekutu dalam
memperoleh wakaf. Jauhnya dua kemungkinan makna ini tidak
lain karena kata ganti dalam kalimat "barangsiapa yang mati di
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antara mereka" kembali kepada keempat orang penerima wakaf
dan kefurunan mereka.

Pada saat itu dapat dikatakan bahwa 'Ainasyi mati

meninggalkan saudarinya seayah dan anak perempuan pamannya.

Kemungkinan makna ini keliru secara mutlak, dan kepufusan

hakim tidak bisa dilaksanakan jika ia memutuskan sesuai

kemungkinan makna tersebut. Karena kata ganti di awal dalam

kalimat "barangsiapa yang mati di antara mereka" kembali kepada

keempat penerima wakaf. Sedangkan kata ganti di kalimat kedua

dalam kalimat "Dan barangsiapa yang mati di antara mereka" juga

kembali kepada keempat orang tersebut. Karena jika seseorang

berkata, "Empat orang itu, jika seseorang di antara mereka

berbuat demikian, maka perlakukan ia demikian dan demikian.

Jika seseorang di antara mereka berbuat demikian, maka

perlakukan anaknya demikian," maka dapat diketahui dengan

serta-merta bahwa kata ganti kedua tidak ada bedanya dengan

kata ganti pertama.

Juga karena p€unlof mengatakan, 'Barangsiapa 5rang mati

di antara mereka tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya

kembali kepada saudara-saudaranSn lrang masih hklup." Ucapan

ini tidak disampaikan kectrali unhrk orang lnng memiliki saudara-

saudara yang masih hidup sesudah kematiannya. Kita hal ini
berlaku pada keempat orang tersebut, karena salah seorang dari

keturunan mereka itu terkadang tidak memiliki saudara yang masih

hidup. Seandainya makna ini yang diinginkan, tentulah kalimatnya

berbunyi "kepada saudara-saudaranya jika ia memiliki saudara,"

atau kalimatnya berbunyi "barangsiapa yang mati di antara mereka

dengan meninggalkan saudara-saudaranya," sebagaimana

dikatakan terkait il*, "Barangsiapa yang mati di antara mereka
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dengan meninggalkan anak." Masalah ini jelas, tidak mengandung

kesamaran.

lagi pula, seandainya diasumsikan bahwa barangsiapa yang

mati di antara para penerima wakaf dengan meninggalkan

saudara-saudaranya, maka bagiannya unfuk saudara-saudaranya.

Yang demikian itu berlaku unfuk saudara-saudaranya yang

bersekufu dengannya dalam memperoleh bagian ibunya dan

ayahnya, bukan saudara-saudaranya yang tidak ikut memperoleh

bagian yang ditinggalkan ayahnya-sebagaimana telah dijelaskan di

tempatnya dalam kitab-kitab fiqih yang mengacu madzhab-

ma&hab yang masyhur. Bagian ini diterima 'AnasSn dari ibunya,

sedangkan saudarinya yang bemama Ruqagyah tidak ada

hubungan dengan ibunya karena ia adalah saudarinya dari ayahnya

saja. Jadi, hubungan saudarinya seayah dan hubungan anak

perempuan pamannya kepada bagian ibunya itu sama. Masalah
jelas bagi siapa saja yang merenungkan- Wallahu a'lam.

Tata Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-
Temurun dengan dari Safu Tingkat Keturunan Ke
Tingkat Kefurunan yang Lain

Syaikhul Islam lbnu TaimiSryah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan wakaf kepada kedua

anaknya, yaitu Amr dan Abdullah. Keduanya memperoleh

sebagian yang sama, yaifu setengah-setengah, selama keduanya

masih hidup. Kemudian wakafnya diteruskan kepada anak-anak

keduanya sepeninggal keduanya, serta cucu-cucu keduanya dan

kefurunan keduanya selanjutnya selama-lamanya selagi mereka
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beranak-pinak, dari satu tingkat kefurunan ke tingkat keturunan
yang selanjutnya.

Setelah wakaf ditetapkan, Abdullah tersebut mati

meninggalkan beberapa anak. Kemudian Amr mengadukan anak

Abdullah kepada hakim yang memutuskan pembagian wakaf

sesuai umtan-umtan. Ia meminta hakim untuk menghilangkan hak

anak AMullah atas wakaf dan menyerahkan wakaf kepadanya.

Hakim pun menghilangkan hak anak Abdullah atas wakaf dan

menyerahkan wakaf kepada Umar saja karena ia termasuk

tingkatan keturunan pertama. Apakah hukum tersebut berlaku

pada semua tingkatan kefurunan atau tidak?

Setelah itu Amr mati dan meninggalkan beberapa anak.

Mereka pun menguasai wakaf tanpa ada kepuhrsan dari hakim.

Anak Abdullah lantas meminta hakim lrang memutuskan

persekutuan di antara mereka komoditas wakaf agar ia
memasukkannya bersama mereka, karena pa,rnkaf

menggabungkan antara anak dan kefurunan sesudahn5a dalam

hak atas wakaf sesudah AMullah dan Amr dengan kata 'dan"
yang menunjukkan persekutuan, bukan pengunrtan, sedangkan

bahura kata "tingkatan ketun-man sesudah tingkatan kefurunan
yang lain" menunjukkan persekutuan, bukan urutan-urutan.

Apakah keputusan hakim bahwa mereka bersekutu atas hak wakaf

itu sah atau tidak? Apakah keputusan hakim pertama yang

memenangkan Amr untuk mendahulukannya daripada anak

Abdullah itu bertentangan dengan keputusan persekutuan hak di
antara anak-anak Amr dan anak-anak AMullah? Apakah hakim

ketiga berhak membatalkan kepuhrsan ini atau tidak?
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Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Kepuhrsan semata yang memenangkan salah satu dari dua

orang bersaudara yang pertama atas semua bagian wakaf sesudah

kematian saudaranya ifu tidak berlaku pada semua tingkatan

kefurunan, serta tidak menjadi hukum bagi anak-anaknya. Karena

perkataan "kemudian pada anak-anak keduanya" itu

diperselisihkan maksudnya; apakah bertujuan untuk menetapkan

urutan jamak sesudah jamak, atau unfuk menetapkan umtan

individu sesudah individu sehingga bagian setiap orang yang mati

berpindah kepada anaknya? Ada dua pendapat ulama dalam hal

ini.

Demikian pula dengan perkataan "Dan anak-anak

keduanya sepeninggal keduanya dari satu tingkatan kehrrunan ke

tingkatan kefurunan selanjutnya." Apakah ungkapan ini

menunjukkan urutan-umtan ataukah persekufuan? Ada dua

pendapat tentang hal ini.

Jika hakim memutr.rskan Amr berhak atas semua wakaf
sesudah kematian Abdullah, maka kepufusan ini didasari

keyakinannya terhadap urut-umtan jamak sesudah iarnak. Namun

ketika Amr mati, ada kalanya hakim tersebut mengikuti pendapat

yang menetapkan urut-umtan pada tingkatan pertama saja

sebagaimana yang dapat ditangkap dari redaksi kalimat. Dan ada

kalanya hakim mengikuti pendapat yang menetapkan umt-umtan
pada semua tingkatan keturunan, akan tetapi ia menetapkan unrt-

umtan jamak sesudah jamak, dan menjadikan setiap satu tingkatan
dari dua tingkatan ifu bersekutu atas wakaf, bukan tingkatan png
di bawahnya lagi. Ada kalanya hakim melihat hal lain, dan bahwa

itu terjadi sesudah urut-urutan indMdu-indMdu. Jika hakim kedua

memutuskan perkara yang belum diputuskan oleh hakim pertama

dengan keputusan yang tidak bertentangan dengan kepufusan
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hakim pertama, maka ifu tidak dianggap sebagai pembatalan

terhadap keputusan hakim kedua. Jadi, hakim kedua ini tidak
membatalkan kepufusan kecuali karena bertentangan dengan nash

atau ijma'. Wallahu a'lam.

Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun
Dimana Anak Mati Terlebih Dahulu di Masa Hidup
Pewakaf dalam Keadaan Meninggalkan Cucu (1)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan kepada @cunya yang

bernama frrlan, kemudian kepada anak-anaknya, baik saht atau

lebih, kemudian kepada q.rar-qrcunlra, kemudian kepada

keturunan di bawahnya- Barangsiapa di antara mereka yang mati
meninggalkan anak atau cuor atau kefumnan di baunhnya, maka

wakaf yang selama ini disalurkan kepadanya dikembalikan kepada

orang hidup bersamanya dalam safu tingkatan kefurunan.

Setelah urakaf ini ditetapkan, lnng pertama mati
meninggalkan beberapa anak. Sedangkan salah seorang anak mati
di masa hidup ayahnya dengan meninggalkan beberapa anak.

Kemudian yang pertama mati dan meninggalkan anak

perempuannya dan dua cucunya. Apakah anak perempuan

tersebut mengambil seluruh bagian? Ataukah apa yang menjadi

hak ayah keduanya seandainya ia masih hidup itu kembali kepada

dua cucunya?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Bagian yang menjadi hak Muhammad (anak pertama) yang

mati di masa hidupnya itu seandainya ia hidup kembali kepada

kedua anaknya, bukan kepada saudarinya, karena mev,rakafkan

menyebutkan "anak-anaknya, kemudian kepada crrcu-cucunya."

Yang ia maksud adalah urutan-unrtan individu sesudah individu,

bukan urutan-urutan jamak sesudah jamak, meskipun itu juga yang

ditunjukkan oleh lafal ketika disebut secara mutlak menurut salah

safu dari dua pendapat.

Hak-hak yang para penerimanya diurutkan secara syari'at
dan syarat itu perpindahannya kepada tingkatan berikutnya

dibatasi dengan syarat tidak adanya tingkatan pertama, seperti

yang dikatakan oleh fuqaha dalam masalah ashabah pada warisan

dan pemikahan, yaifu: anak, cucu, ayah dan kakek. Jadi, hak cucu

itu terbatasi syarat tidak adanya anak lantaran tidak adanya hak

anak lantaran adanya faktor penghalang padanya seperti kafir dan

selainnya. Tidak disyaratkan si anak berhak atas sesuatu yang

belum berpindah kepadanya. Demikian pula dengan ibu dalam

masalah nikah, persusuan, kewenangan memandikan mayit dan

menshalatinya.

Orang salah mengira berlakunya syarat hak tingkatan yang

pertama karena ia mengira bahwa wakaf berpindah dari yang

pertama kepadanya, sedangkan yang kedua menerimanya dari
yang pertama seperti dalam warisan. Padahal itu tidak benar,

melainkan yang kedua menerimanya dari pewakaf sebagaimana
yang pertama menerimanya, dan sebagaimana para kerabat

menerima hak mereka dari Syari'. Akan tetapi, hak mereka

merujuk kepada umtan-urutan yang ditetapkan oleh Syari' dan
pewakaf.
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Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun
Dimana Anak Mati Terlebih Dahulu di Masa Hidup
Pewakaf dalam Keadaan Meninggalkan Cucu (2)

Syaikhut Islam lbnu Taimiyyah Ditan5Ta

Ada seseorang yang panrakaf kepada Zaid, kemudian pada

anak-anak Zaid yang berjumlah delapan. Kemudian salah seorang

anak Zaid yang delapan itu mati di masa hidupnya Zaid, tetapi
anak tersebut meninggalkan seorang anak (cucu). Setelah itu Zaid

mati. Apakah hak yang dimiliki anak Zaid seandainya ia hidup itu
berpindah kepada cucunya Zaid? Ataukah seluruhnya menjadi hak

anak-anak Zaid?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, cucn

tersebut berhak atas apa lnng menjadi hak ayahnya seandainya ia

hidup, dan hak tersebut tidak berpindah kepada orang-onmg yang

setingkat dengan mayrt selama masih ada anak atau cucu dari

mayit tersebut. Alasannya adalah karena terkait perkataan per ral<af

"pada 7aid, kemudian pada anak-anaknga, kemudian pada cuctr-

crlcrmya" terdapat dua pendapat di kalangan fuqaha para sahabat

Imam Ahmad dan selainnya ketika disebutkan secara mutlak, yaitu:

Pertama, perkataan tersebut digunakan untuk menetapkan

umtan-urutan jamak sesudah jamak, seperti pendapat yang

masyhur terkait perkataan pewakaf "kepada Zaid dan Amr,
kemudian kepada orang-orang miskin."

Kdua, perkataan tersebut digunakan untuk menetapkan

urutan-urutan indMdu sesudah individu, sebagaimana dalam

firman Allah,
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H;ixtr(:"aHs
"Dan bagimu (suami-suani) seperdua dari harta Wng

ditinggalkan oleh istri-istrimu. " (Qs. An-Nisaa' l4l: L2)

Maksudnya adalah masing-masing memperoleh setengah

dari harta yang ditinggalkan istrinya. Demikian pula dalam firman

Allah,

"ru;*"#sst*-<it?4;a?
"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan. "
(Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Maksudnya adalah setiap orang diharamkan untuk menikahi

ibunya. Karena pemasangan jamak dengan jamak itu
mengakibatkan distribusi individu pada individu, sebagaimana

dalam kalimat "orang-orang memakai pakaian mereka," dan

"orang-orang mengendarai kendaraan mereka."

Makna inilah yang dimaksud dalam kasus yang ditanyakan

secara pasti, karena pauakaf menyatakan secara gamblang bahwa

barangsiapa yang mati di antara mereka dengan meninggalkan

seorang anak, maka bagiannya berpindah kepada anaknya. Jadi,

yang dimaksud pewakaf adalah menetapkan urutan-urutan indMdu
sesudah individu dalam kasus yang terbatasi ini tanpa ada

perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat terjadi ketika

disebutkan dalam benhrk mutlak.

Jika demikian, maka orang yang ditetapkan dalam

umtan dalam syari'at dan syarat dalam wasiat, wakaf dan

selainnya itu perindahannya kepada tingkatan kedua disyaratkan
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Udak te4adinya hak tingkatan pertama, baik hak tersebut sudah

ada dan telah terjadi, atau hak tersebut ada tetapi tidak terjadi,

atau tidak ada sama sekali. Ini seperti pendapat fuqaha dalam

unrtan-unrtan ashabah dalam warisan, para wali dalam nikah,

persusuan, dan lain-lain. Jadi, yang berhak atas hak-hak tersebut

adalah anak, kemudian anaknya lagi (cucrr) hingga ke bawah,

kemudian ayah, kemudian ayahnya lagi (kakek) hingga ke atas.

Karena jika yang paling dekat ifu tidak ada atau terhalang lantaran

statusnya kafir atau budak, maka hak tersebut berpindah kepada

orang yang selanjutnya. Perpindahan hak orang pertama kepada

orang yang di bawahnya itu tidak disyaratkan orang pertama telah

menerima hak.

Demikian pula seandainya ia mengatakan, "Hak
pengelolaan wakaf diberikan kepada fulan, kemudian kepada

fulan, atau kepada anaknya." Manakala hak pengelolaan tidak jadi

diambil orang pertama karena tidak ada, jauh atau kafir, maka ia
berpindah kepada orang kedua, baik ia anak atau bukan.

Demikian pula dengan umtan-unrtan ashabah dalam warisan,

panrarisan karena faktor perwalian, persu$man dan lain{ain.

Demikian pula dalam wakaf- Seandainya seseor.rng

mewakafkan kepada anak-anaknya satu tingkat sesudah safu

tingkat, dan ia mensyaratkan agar mereka orang-orang lang
shalih, atau fakir, atau selain ifu, sedangkan syarat jafuhnya hak

tidak ditemukan pada seseorang atau semua orang dari tingkatan
pertama, maka hak berpindah kepada tingkatan kedua manakala

mereka memiliki sifat yang membuat mereka berhak.

Alasannya adalah karena tingkatan kedua menerima wakaf

dari pewakaf, bukan dari tingkatan pertama. Akan tetapi,
penerimaan wakaf mereka dibatasi dengan syarat tidak adanya

tingkatan pertama, sebagaimana ashabah yang jauh menerima
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warisan dari mayit, bukan dari ashabah yang dekat. Akan tetapi,

syarat perolehan hak ashabah yang jauh adalah tidak adanya

ashabah yang dekat. Demikian pula dengan perwalian menurut

pendapat yang masyhur di kalangan para imam. Dengan

perwalian itulah ashabah mayrt mendapatkan warisan pada hari

budak yang dimerdekakan mati, karena budak itu diwariskan

seperti harta diwariskan.

Pemikiran sebagian orang keliru dalam kasus seperti ini

karena mengira bahwa anak mengambil hak ini sebagai warisan

dari ayahnya, atau seperti warisan, sehingga mereka mengira

bahwa perpindahan wakaf kepada tingkatan kedua dibatasi dengan

syarat bahwa tingkatan pertama telah menguasai hak,

sebagaimana yang diduga sebagian fuqaha. Kemudian mereka

mengatakan bahwa jika ayah tidak meninggalkan sesuafu, maka

anak tidak mewarisinya. Ini keliru karena anak tidak mengambil

apa yang diambil ayahnya sarna sekali, dan tidak mengambil

sesuatu pun dari ayah. Karena seandainya ayah ada, tenfulah ia
mengambil hasil wakaf di masa hidupnya. Kemudian, hasil wakaf
yang dihasilkan belakangan sesudah kematian ayahnya berpindah

kepada anaknya, bukan hasil wakaf yang telah ia ambil.

Karena ifu, umat Islam sepakat terkait tingkatan-tingkatan

wakaf bahwa seandainya syarat-syarat pada seluruh orang atau

sebagian orang dari tingkatan pertama tidak ditemukan, maka

tidak mengakibatkan terhalangnya tingkatan kedua manakala

syarat-syarat ada pada mereka. Sebagian dari ulama berbeda

pendapat hanya dalam kasus ketika tingkatan kedua tidak ada

pada masa perolehan hak. Tidak ada perbedaan di antara dua

benfuk perkara tersebut.

Penjelasannya adalah, seandainya dikatakan bahwa

perpindahan bagian mayit kepada saudara-saudaranya lantaran ia
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satu tingkat, maka hal itu mengimplikasikan urut-urutan seluruh

tingkatan sesudah seluruh tingkatan, atau sebagian dari tingkatan

kedua atau seluruhnya tidak berhak kecuali dalam keadaan seluruh

tingkatan pertama tidak ada. Sedangkan redaksi pewakaf

menjelaskan bahwa ia ingin menetapkan urut-urutan indMdu-
individu sesudah indMdu-indMdu. Selain itu, kami menyebutkan

dua pendapat terkait pem5ataan seandainya disampaikan dalam

benfuk mutlak; dimana pendapat yang paling kuat adalah urut-
umtan individu sesudah indMdu secara mutlak, karena itulah yang

dimaksud dari ungkapan ini. Mereka memilih unfuk mendahulukan

anak mayit daripada saudaranya dalam memperoleh hak yang

diwarisi ayahnya, karena anak memang didahulukan daripada

saudara. Jika dikatakan bahwa wakaf dalam kasus ini terputus,

maka sesungguhnya wakaf ini dijelaskan secara gamblang dengan

lafal-lafal yang menunjukkan persambungan. Dari sini dapat
dibuktikan bahwa bagiannya berpindah kepada anaknya.

Secara garis besar, pendapat inilah yang dipastikan, tidak
mungkin terjadi perbedaan pendapat di dalamnya secara Hqih,
tetapi mungkin terjadi perbedaan pendapat di dalamnya lantaran

keliru. Perkataan pewakaf "barangsiapa yang mati di antara anak-

anak Zaid, atau cucu-cucunya, dan ia meninggalkan seorang anak,

atau cucu, atau lebih bawah lagi, maka bagiannya berpindah

kepada cucunya, atau kepada cicitnya. Dalam hal ini dapat

dikatakan, bisa jadi kata "bagiannya" mencakup bagian yang ia

terima sebagai hak manakala ia memiliki sifat yang membuatnya

berhak, baik haknya itu telah ia peroleh atau belum. Sedangkan ia

tidak mencakup selain apa yang telah ia peroleh. Jika yang

pertama, maka tidak ada bahasan, dan ifulah yang paling unggul

karena sesudah kematiannya ia tidak lagi sebagai pemilik hak.

Juga karena seandainya ayah terhalang lantaran tidak adanya sifat
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yang disyaratkan padanya, seperti ketika pewakaf mensyaratkan

agar penerima wakaf beragam Islam, atau shalih, atau fakir, maka

dengan adanya penghalang itu bagiannya berpindah kepada

anaknya, sebagaimana bagiannya berpindah ketika ia tidak ada.

Juga karena sesuatu disandarkan kepada sesuafu yang lain dengan

persentuhan yang minim. Karena ifu benar sekiranya dikatakan

bahwa ia memperoleh bagiannya dengan pertimbangan ini. Juga

karena makna ini sesuai dengan kerunutan pemyataan. Bukan itu

makna yang dipahami dari pemyataan tersebut menurut kalangan

awam yang membuat syarat seperti ini.

Ini pula yang menjadi implikasi qiyas menurut ulama terkait

syarat mereka terhadap hak cucu yang yatim dalam keadaan ia

dan ayahnya tidak mevuarisi sedikit pun dari kakek. Karena itu,

mewakafkan berpikir unfuk menanggulangi masalah ini dengan

menetapkan hak baginya, karena dengan demikian ia dapat

memperoleh bagian peninggalan yang diwarisi ayahnya, dan

warisan itu berpindah kepadanya. Apa yang menjadi tujuan umat

ini juga sejalan dengan tujuan Syari'. Karena ifu, mereka sering

membuat wasiat unfuk anak seperti ini.

Jika dikatakan bahwa lafal ini tidak mencakup selain apa

yang telah ia peroleh sebagai hak, maka ini adalah makna yang

dipahami dari kalimat yang dituturkan yang diberlakukan menumt

lazimnya, sehingga ia tidak memiliki makna implisit. Jika ia tidak

memiliki makna implisit, maka ia tidak disebutkan di tempat ini.

Akan tetapi, terkadang makna tersebut tercakup ke dalam

perkataan "Zaid, kemudian kepada anak-anaknya, kemudian

kepada cucu-cucunya."

Sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa implikasi lafal

ini dengan lafal yang disebutkan sesudahnya, yaitu bahwa bagian

mayrt berpindah kepada anaknya, (implikasi lafal ini) secara
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gamblang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah urut-urutan
individu sesudah individu. Asumsi maknanya adalah: kepada Zaid,
kemudian kepada anak-anaknya, kemudian kepada masing-masing

anak sepeninggal ayahnya. Lafal ini mengimplikasikan bahwa

setiap anak berhak atas apa yang menjadi hak ayahnya seandainya

ia memiliki sifat yang membuatnya berhak, sebagaimana bagian

tersebut menjadi hak orang-orang yang setingkat dengan ayahnya.

Ketenfuan ini disepakati di antara ulama dalam kasus seperti ini
secara syari'at dan syarat. Jika ini mengimplikasikan hak bagi

anak, sedangkan perinciannya adalah bisa jadi mengimplikasikan
hak anak juga, dan itulah yang paling jelas, atau tidak
mengimplikasikan keterhalangannya, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa yang diberlakukan adalah dalil yang fidak
mengalami pertentan gan- Wallahu a'lam.

Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun
kepada Tiga Anak Laki-Laki dan Satu Cucu Lak-
Lalii, Lalu Cucu Laki-Laki Tersebut Mati Tanpa
Meninggalkan Anak

Syaikhul Islam Ibnu TaimiS;yah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan wakaf kepada tiga orang

anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki, dengan ketentuan bahwa

barangsiapa yang mati di antara anak-anak tersebut dengan

meninggalkan seorang anak laki-laki, maka bagiannya berpindah

kepada anaknya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mati

meninggalkan seorang anak perempuan, maka bagiannya

berpindah kepada anak perempuan tersebut, kemudian kepada
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paman-pamannya dari jalur ayah, kemudian kepada anak-anak

dari paman-pamannya dari jalur ayah yang paling dekat.

Setelah wakaf berjalan, cuo.l tersebut mati tanpa

meninggalkan anak, tetapi ia meninggalkan saudari sekandung dan

paman-paman dari jalur ayah. Siapa di antara mereka yang paling

berhak?

Syaikhul Islam Ibnu TaimiS6ph Menjawab

Bagiannya berpindah kepada saudarinya sekandung, karena

tampak jelas bahwa tujuan pewakaf adalah memberikan secara

khusus apa yang seyogianya menjadi hak induknya, dan

memberikan secara khusus bagian orang yang mati tanpa

meninggalkan anak kepada orang yang paling dekat kepadanya.

Tampak jelas pula bahwa pewakaf mendudukan cucll sama

kedudukannya dengan anaknya. Wallahu a'lam.

Hak Orang yang Menghidupkan Kembali
Perkebunan Wakaf yang Sempat Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah perkebunan yang diwakafkan Sultan

Shalahuddin. Ia menjadikan hasil wakafnya untuk seseorang

tertentu, kemudian kepada anak-anaknya sepeninggalnya,

sedangkan tiga perempatnya untuk orang-orang fakir.

Wakaf ini berlangsung seperti itu dalam wakfu yang lama,

dan perkebunan tersebut terkelola dengan baik. Kemudian, pada

tahun masuknya pasukan Tatar yang dipimpin Ghazan,
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perkebunan tersebut rusak, dan ia terus terbengkalai selama

delapan tahun. Sesudah itu datanglah seorang syaikh yang

mendapatkan surat kuasa dari sultan untuk mengelola perkebunan

tersebut. Ia lantas mengelolanya hingga wafat. Ia mati

meninggalkan anak-anak yatim yang masih kecil dan miskin, tidak
punya harta. Kemudian datanglah seorang perempuan kefurunan
penerima wakaf, dan ia telah membuktikan nasabnya. Ia lantas

mengambil hasil dari wakaf tersebut, sedangkan tiga perempatnya

tetap disalurkan kepada orang-orang fakir sesuai syarat pewakaf.

Sedangkan anak-anak dari syaikh yang mengelola perkebunan

tersebut dalam keadaan miskin. Apakah mereka boleh mengambil

sesuatu unfuk mencukupi kebutuhan mereka bersama golongan

orang-orang fakir? Ataukah mereka berhak atas jerih payah orang

tua mereka unfuk mengelola perkebunan tersebut selama

kompensasinya belum terpenuhi sebelum ia mati?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika anak-anak tersebut tercakup ke dalam syarat-syarat

yang ditetapkan pewakaf, maka mereka berhak memperoleh

bagian sesuai yang ditunlukkan syarat tersebut. Seandainya

penyaluran wakaf kepada orang-orang yang disebutkan sifat-

sifatrnya oleh pewakaf itu terhalang karena tidak ditemukannya

sebagian sifat, maka anak-anak tersebut bersekutu dalam

memperoleh hak dengan orang yang mendapat pembagian wakaf,

sehingga seyogianya sebagian dari wakaf disalurkan kepada

mereka atas konkibusi yang diberikan ayah mereka unfuk

menghidupkan kembali perkebunan tersebut supaya

kompensasinya dapat dipenuhi, karena mereka memperoleh
pembayaran kompensasi dari hasil wakaf.
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Cara Pembagian Wakaf dan Manfaat-Manfaatnya

Syaikhul Islam Ibnu Taim[;yah Ditanya

Bagaimana cara pembagian wakaf dan manfaat-

manfaatnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika wakaf disalurkan untuk satu pihak, maka bendanya

tidak boleh dibagi. Yang boleh dibagikan adalah manfaat-

manfaatnya dengan cara muhaya'ah (bergiliran dan berbagi). J'il<a

mereka melakukan muhaSn'ah kemudian mereka ingin

menggugurkannya, maka mereka boleh melakukan hal itu.

Wallahu a'lam.

Hukum Pembagian Wakaf yang Disalurkan kepada
Safu Golongan

Syaik*rul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada wakaf yung diberikan kepada satu golongan, kemudian

pokok wakaf tersebut dibagi oleh seseorang yang bermadzhab

Hanbali dalam keadaan meyakini kebolehannSn, karena ia
menemukan dalam kitab Al Mukhtasharat keterangan yang

bertunyi, "Jika kita mengatakan bahwa pembagian adalah suafu

bentuk pengakuan, maka boleh membagi pokok wakaf."
Kemudian dua orang yang bersekufu saling memindahkan

sebagian dari barang wakaf, kemudian sebagian dari mereka

meminta bagiannya yang pertama dari pembagian tersebut.

Bagaimana hukumnya?
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Syaikhul Islam Ibnu TaimiS;yah Menjawab

Jika wakaf disalurkan kepada satu golongan, maka barang

wakaf tidak boleh dibagi dengan pembagian yang mengikat, baik

dalam madzhab Ahmad atau selainnya. Keterangan yang terdapat

dalam kitab Mukhtasharaf ketika mereka ingin menjelaskan

cabang-cabang dari pendapat kami, apakah pembagian itu
merupakan pengakuan atau penjualan, adalah, "Jika kita
mengatakan bahwa pembagian adalah penjualan, maka tidak
boleh karena wakaf tidak boleh dijual. Tetapi jika kita mengatakan

bahwa pembagian itu adalah pengakuan, maka wakaf boleh dibagi

secara garis besar."

Mereka tidak menyebutkan syarat-syarat pembagian seperti

yang menjadi kebiasaan dalam masalah-masalah seperti itu.
Namun sekelompok ulama menyebutkan dua furunan pendapat

terkait pembagian pokok wakaf. Sedangkan para sahabat kami

mengatakan bahwa wakaf boleh dibagi hanya jika ia disalurkan

kepada dua golongan. Adapun wakaf terhadap satu golongan, ia

tidak boleh dibagi menunrt pendapat yang disepakati, karena hak

tingkatan kedua dan ketiga melekat padanya. Akan tetapi, boleh

melakukan muhaya'ah atas manfaat-manfaatrya. Muhaya'ah

adalah pembagian manfaat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan

antara pemindahan manfaat-manfaat dan pembiarannya pada

muhaya'ah tanpa ada pemindahan. Jika mereka tidak merelakan

hal itu, maka tempat tersebut dikembalikan sebagai tempat milik
bersama seperti yang terjadi pada barang dan manfaat. Wallahu

a'lam.
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Salah Seorang Penerima Wakaf tidak Rela Hasil
Wakaf Dibeli oleh Penerima Wakaf yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimilr!/ah DitanSn

Ada uakaf yang diberikan kepada sekelompok orang,

sedangkan sebagian sekutu telah membayarkan sejumlah uang

unfuk menyewa pohon guna menghasilkan buah-buahan, namun
sebagian sekutu yang lain menolaknya. Ia menunfut untuk

mengambil buah-buahan seukuran bagiannya dari orang yang

membelinya. Apakah hakim boleh memutuskan sah jual-beli

tersebut dalam keadaan ada hak bersama terhadap obyek jual-beli

atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Jika pembagian buah-buahan fidak mungkin dilakukan

sebelum terjadi jual-beli tanpa menimbulkan mudharat, maka ia
harus menjualnya ikut menjual bersama para sekuhrnyra, dan ia
harus berbagi hasil penjualannya bersama mereka.

Pengalihan Wakaf dari Maslahat Masjid Al Haram
kepada Orang-Orang Fakir dan para Pekerja di
Masjid Al Haram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah wakaf yang diberikan untuk maslahat Masjid Al
Haram dan untuk pemakmurannya. Sesudah itu wakaf tersebut

disalurkan unhrk berbagai jalan kebaikan dan sedekah, serta

kepada orang-orang fakir dan miskin yang tinggal di sekitar Masjid
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Al Haram. Apakah sebagian dari wakaf tersebut boleh disalurkan

kepada orang-orang yang bekerja di tempat tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, orang-orang mengerjakan berbagai pekerjaan yang

dibutuhkan oleh masjid, seperti petugas kebersihan, pengamanan,

penerangan, penjaga pinfu dan semisalnya, pekerjaan mereka itu
termasuk maslahat Masjid Al Haram sehingga mereka berhak atas

wakaf yang diberikan untuk maslahat Masjid Al Haram.

Hukum Mendirikan Bangunan di Dinding Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli sebuah mmah, sedangkan

rumah tersebut tidak memiliki dinding tersendiri selain tiga dinding.

Sedangkan dinding keempat adalah milik sebuah rumah wakaf.

Kemudian, pembeli rumah tersebut menghancurkan rumahnya dan

membangunnya kembali. Kemudian ia membuat bukaan pada

rumahnya itu menghadap ke rumah wakaf sebagai celah masuknya

sinar. Ia juga mengadakan saluran air di samping dinding yang

bertetangga dengan wakaf sehingga membahayakan dinding

wakaf. Ia juga membangun lantai dua dan menempatkan kayu

atap pada dinding rumah wakaf. Apa melakukan hal ini tanpa

seizin waliyyul amr, tetapi ia menyebutkan bahwa ia menyewanya

tiga dirham setiap tahun. Sedangkan wali54arl amr tidak

menyewakannya sampai saat ini. Bagaimana hukumnya masalah

lnli
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh mendirikan bangunan di atas dinding wakaf

yang bisa membahayakannya berdasarkan pendapat yang

disepakati umat Islam. Bahkan, ia juga tidak boleh melakukan hal

itu meskipun tidak membahayakan dinding wakaf menumt

mayoritas ulama. Pengakuannya bahwa ia menyerrra dinding tidak

bisa diterima tanpa ada bukti, dan kendati ia menyau,ra dengan

cara yang membahayakan wakaf, maka ifu bukan sewa-menyewa

yang syar'i. Barangsiapa yang meminta unfuk menyewanya

sesudah itu dan hal tersebut membawa maslahat bagi wakaf, maka

hukumnya boleh, bahkan ia wajib disewakan. Jika ia memiliki niat

yang baik, maka ia mendapat pahala sesuai dengan niatnya.

Wallahu a'lam.

Penyewa Pondokan Wakaf Memberitahu Pengelola
Bahwa Bangunan Hendak Runtuh, Tetapi Ia tidak
Menghiraukann5la

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanln

Ada seseorang yang tinggal di pondokan wakaf, dan di

pondokan tersebut ada seseorang yang bertugas unfuk mengelola

dan merenovasinya. Kemudian penghuni tersebut memberitahu

pengelola bahwa tempat tinggalnya dikhawatirkan runtuh.

Kemudian pengelola tersebut naik ke atas tempat tinggal tersebut

dan melihat dengan mata kepala sendiri. Ia lantas menendang atap

dengan kaki, lalu ia berkata, "[ni bukan mau jatuh, dan ini tidak

berbahaya bagimu." Ia pun meninggalkannya dan furun. Sesudah

turun, bangunan tersebut jafuh dan menimpa istri orang yang
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tinggal bersama anak-anaknya hingga ada tiga orang yang mati

dan memsak seluruh harta bendanya. Apakah pengelola tersebut

bertanggung jawab atas n5nwa yang hilang dan menanggung harta

benda yang rusak atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyryah Menjawab

Pengelola tersebut bertanggung jawab atas segala sesuatu

yang rusak diakibatkan jatuhnya bangunan tersebut seandainya

pemilik tempat tersebut telah diberitahu akan bahaya bangunannya

meskipun yang memberitahunya bukan penyeu/anya menumt

mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam

pendapat yang masyhur, sekelompok sahabat Asy-Syafi'i, dan lain-

lain. Akan tetapi, sebagian fuqaha mensyaratkan adanya kesaksian

terhadapnya, sedangkan mayoritas ulama tidak mensyaratkannya.

Ia dikenai pertanggungan karena ia lalai dengan fidak

merobohkannya dan membangunnya kembali. Seandainf ia

menduga bangunan tersebut Udak runtuh, maka ia tetap harus

meminta para ahli bangunan untuk memeriksanya. JilG ia tidak

melakukan tindakan ini, maka ia dianggap lalai dan hanrs

bertanggung jawab atas berbagai kerusakan yang timbul akibat

kelalaiannya, terlebih jika ia berkata kepada penyewa, "Kalau mau

silakan tinggal, dan kalau tidak silakan pergi!" Ini menrpakan

tindakan yang sewenang-wenang dan melampaui batas.

Penyewa berhak menuntut pemberi sewa unfuk melakukan

renovasi yang dibutuhkan dan menjadi funtutan akad. Renovasi ini

hukumnya wajib dari dua sisi, yaitu dari sisi hak penerima wakaf

dan dari sisi hak penyewa. Para ulama sepakat bahwa pengelola

wakaf tidak boleh teledor dalam melakukan renovasi yang menjadi

hak penyewa. Dua keteledoran ini akibatkan pertanggungan atas
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segala sesuatu yang rusak akibat keteledorannya. Jadi, ia

menanggung harta wakaf kepada para penerima wakaf, termasuk

berbagai manfaat yang menjadi hak penyewa.

tain halnya seandainya barangnya masih utuh, karena

penyeura boleh memintakan pertanggungan kepadanya atas

barang tersebut, dan ia juga berhak menghapus se\ ra. Adapun

kerusakan akibat keteledorannya, baik ifu jiwa atau harta benda

milik penyewa, menjadi pertanggungan pengelola dari ketiga sisi

ini. Ia juga bertanggung jawab atas kerusakan harta milik tetangga

dari sisi pertama sebagaimana pendapat yang dipegang oleh

mayoritas ulama.

Menyalurkan Wakaf unfuk Melunasi Hutang
Pembebasan Tawanan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada harta yang diwakafkan untuk membebaskan budak.

Jika dipinjamkan harta dalam pertanggungan tawanan untuk

membebaskan mereka, maka mereka tidak memperoleh uang

untuk melunasinya. Apakah boleh menyalurkan wakaf untuk
melunasi hutang? Dernikian pula seandainya orang yang berhrgas

unfuk membebaskan mereka meminjam hutang atas perintah
pengelola wakaf atau selainnya.

Sfiaik*rul Islam lbnu Taimiyryah Menjawab

Hukumnya boleh, cara unfuk membebaskan tawanan

tersebut lebih baik daripada memberikan harta sejak awal kepada
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seseorang untuk 
.membebaskan pafa tawanan, karena ada

kekhawatiran terhadapnya, dan bisa jadi ia menggunakan harta
tersebut unfuk selain pembebasan tawanan. Adapun dengan cara

ini, wakaf tersalurkan untuk pembebasan tawanan secara pasti.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara harta wakaf disalurkan

untuk tujuan secara langsung, atau disalurkan untuk membayar
pinjaman, sebagaimana Nabi S terkadang menyalurkan harta

zakat kepada para golongan penerima zakat, dan terkadang beliau

meminjam unfuk para penerima zakat kemudian memberikan

zakat kepada orang yang menghutangi. Dari sini dapat diketahui
bahwa pengeluaran unfuk melunasi hutang itu sama seperti
pengeluaran untuk penyaluran - Wallahu a'lam.

Renovasi yang Melebihi Batas Sewa atas
Pemandian Umum Wakaf

Syaik*rul Islam Ibnu Taimi!,lrah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki bagan dari pemandian

umum, sedangkan pemandian urnurn ifu sendiri diwakafkan
kepada orang-orang fakir dan miskin. Kemudian ada sebagian dari
pemandian umum itu yang rusak pada saat terjadi serangan

musuh. Ia lantas menyevuakan bagiannya ifu kepada seseorang

selama delapan tahun dengan harga se',rua sebesar 800 dirham. Ia
mengizinkan penyar/a untuk menggunakan harga sewa tersebut

unfuk melakukan renovasi yang diperlukan. Kemudian penyewa

tersebut merenovasinya dengan menggunakan harga sewa

tersebut. Tetapi kemudian penyewa menyatakan bahwa telah

menghabiskan biaya yang melebihi harga sewa. Apakah ia boleh

melakukan hal itu atau tidak?
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Syaikfiul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia

melakukan renovasi secara lebih dari yang diharuskan sesuai yang

diizinkan, maka pemilik pemandian tidak wajib menanggung

kelebihan dari renovasi tersebut dan tidak pula nilainya.

Sebaliknya, penyewa boleh mengambilnya asalkan tidak

membahayakan wakaf. Jika renovasi melebihi harga sewa, lalu

mereka sepakat untuk membiarkan renovasi tersebut, lalu mereka

tidak memberinya nilai dari renovasi ifu, melainkan apa yang

diperoleh dari tambahan sewa itu digunakan untuk menufupinya,

maka hukumnya boleh.

Jika para pemilik wakaf ingin mencabut renovasi yang

melebihi batas itu, maka mereka berhak melakukannya manakala

tidak mengurangi manfaat yang menjadi hak melalui akad. Tetapi
jika mereka sepakat unfuk memberinya sisa renovasi dan ia

menambahkan harga sev,ra kepada mereka sesuai dengan manfaat

yang bertambah, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam.

Pengalihan Kelebihan Hasil Wakaf dari Biaya Kafan
Ke Sedekah untuk Kerabat Pewakaf yang Fakir

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada wakaf yang diberikan untuk biaya kafan bagi para

mayit. Setiap tahun hasil wakaf tersebut disalurkan sesuai syarat

tersebut dan masih ada kelebihannya. Apakah kelebihannya itu
boleh disedekahkan? Apakah kelebihannya boleh diberikan kepada

kerabat petvakaf yang fakir?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika hasil wakaf lebih dari kebutuhan untuk kafan, maka

boleh disalurkan unfuk maslahat umat Islam. Jika kerabat pewakaf

membufuhkan, maka mereka lebih berhak daripada orang lain.

Wallahu a'lam.

Hak Gaii Guru Selama Libur

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang faqih yang ditempatkan di sebuah madrasah,

kemudian ia absen selama libur. Apakah ia boleh dihalangi untuk

menerima gaji atau tidak?

Slnikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia tidak

absen kecuali selama masa libur, maka ia berhak atas apa yang

menjadi hak orang 5nng hadir. Tidak ada perbedaan terkait bulan-

bulan liburan antara seseorang hadir di tempat atau tidak. Wallahu

a'lam.

Hak Gaji Guru yang Pergi Sesudah Menunjuk
Wakilnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang guru qira'ah yang diberi fugas unfuk

mengajari, kemudian ia bepergian jauh dan menunjuk
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penggantinya tetapi ia tidak menetapkan syarat baginya. ketika ia

pulang, ia mengambil seluruh gaji dan tidak keluar dari tempat

tersebut. Apakah wakilnya itu berhak atas gaji atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, wakil

tersebut berhak atas selunfi gaji. Akan tetapi, jika guru yang

menunjuknya sebagai wakil itu datang, maka ia lebih berhak atas

posisinya 1tu. Wallahu a'lam.

Hukum Menjual Wakaf untuk Melunasi Hutang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiglah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan lahan produktif,

kemudian orang tersebut mati dan temyata ia menanggung

hutang. Apakah wakaf tersebut boleh dgual unhrk melunasi

hutangnya?

Syaikhul Islam lbnu Taimiygrah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika

dimungkinkan hutang dilunasi dari hasil wakaf, maka aset wakaf
tidak boleh dijual. Tetapi jika hutang tidak bisa dilunasi kecuali

dengan menjual sebagian dari aset wakaf, sedangkan wakaf

tersebut ia berikan pada waktu sakit menjelang mati, maka wakaf

tersebut boleh dijual berdasarkan pendapat yang disepakati ulama.

Tetapi jika wakaf ia berikan pada waktu sehat, apakah aset wakaf
boleh dijual untuk melunasi hutang? Ada perbedaan pendapat di

320



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

antara ulama tentang hal ini dalam madzhab Imam Ahmad dan

selainnya. Tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang

melarangnya.

Pembatalan Wakaf karena Menanggung Hutang

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berkata saat sakit, "Jika aku mati

nanti, maka rumahku ini menjadi wakaf unfuk masjid." Tetapi

temyata ia sembuh, dar sesudah itu ia berhutang. Apakah wakaf
tersebut sah dan mengikat atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Ia boleh menjual rumahnya itu untuk melunasi hutang yang

ia tanggung meskipun pengaitan tersebut sah menurut salah safu

dari dua pendapat ulama. Yang demikian ihi Udak lebih kuat

daripada tadbir, yaitu menetapkan kemerdekaan budak sesudah

kematian tuannya. Ada riurayat valid dari Nabi $ bahwa beliau

menjual budak mudabbar untuk melunasi hutang. 77 Wallahu

a'lam.

77 HR. Al Bukhari (pembahasan: Pelebur Sumpah, 67161 dan Muslim
(pernbahasan: Sumpah, 997 /591.
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Pengalihan Wakaf dari Makam Rasulullah # kepada
Orang-Orang Fakir Madinah

S3nikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan suatu wakaf kepada

makam Rasulullah $ berupa lampu, tetapi wakaf tersebut efekUf

sesudah ia mati kelak. Kemudian ia ingin mengubah wakaf dan

memberikannya kepada orang-orang fakir dan miskin di Kairo.

Jika hal itu tidak boleh, apakah boleh unhrk orang-orang fakir
yang tinggal di Madinah Rasulullah @ atau tidak?

Syaihfiul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seseorang boleh menarik dan mengubah wasiat yang bakal

dijalankan sesudah kematiannya berdasarkan pendapat yang

disepakati umat Islam, meskipun ia telah mempersaksikannya dan

mengukuhkannya, baik itu wasiat wakaf, pemerdekaan budak, atau

selainnya. ada dua pendapat masytrur terkait wakaf yang dikaitkan

dengan kematian pewakaf dan pernerdekaan budak. Wakaf berupa

minyak atau lilin yang dinyalakan di kuburan bukan merupakan

kebajikan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Bahkan ada riwayat valid dari Nabi $ bahwa beliau bersaMa,

t* . 6t o,.

J*;^Jl
'$ir -J

.C l.
)) d̂lllJ. ) ,) L> )

eh\ r7t;rl
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'Allah melaknat perempuan-perempuan yang senang

beniarah kubur, serta orang-orang yang mengadakan masjid dan

lampu di atasnya.'vB

Adapun penerangan di Masjid Nabawi untuk orang yang

shalat dan selainnya mempakan bagian dari penerangan rumah-

rumah Allah, dan itu baik. Akan tetapi, jika masjid telah memiliki
penerangan yang orkup, maka penambahan yang tidak

menghasilkan manfaat itu tidak disyari'atkan. Karena itu wakaf
tersebut tidak boleh disalurkan unfuk penerangan masjid,

melainkan disalurkan unfuk hal lain. Wallahu a'lam.

Cara Penyaluran Kelebihan dari Hasil Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana cara penyaluran kelebihan dari hasil vvakaf dan

tidak dibuhrhkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Menjawab

Kelebihan dari hasil wakaf disalurkan untuk hal yang sempa

dengan saluran wakaf yang disyaratkan. Misalnya, jika ada

kelebihan hasil wakaf untuk suatu masjid, maka ia disalurkan

kepada masjid lain, karena tujuan pewakaf adalah jenis, sedangkan
jenisnya sama. Seandainya diasumsikan masjid pertama runfuh

dan tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya, maka hasil

wakaf disalurkan kepada masjid lain. Demikian pula jika ada

78 Takhrti hadits telah disebutkan sebelumnya.
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kelebihan hasil wakaf sesudah terpenuhi maslahahya; kelebihan

ini tidak mungkin disalurkan kepadanya lagi, dan tidak mungkin

pula didiamkan, sehingga lebih baik disalurkan untuk hal yang

sejenis dengan hrjuan pewakaf, atau jalan yang paling dekat

dengan tujuan peruakaf. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali &
bahwa ia menganjurkan infak unhrk markas pasukan, lalu ada

lebihnya sesudah kebutuhann5ra terpenuhi lalu ia pun

menyalurkannya kepada pasukan.

Hukum Merebut Hak Sedekah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang shalih yang ditetapkan oleh qadhi untuk

memperoleh bagian sedekah untuk kepentingan dirinya dan orang-

orang fakir yang datang kepadanya. Apakah seseorang boleh

merebut haknya itu dengan menggunakan pihak-pihak yang

memiliki kekuasaan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada riwayat valid dalam kitab .4s6-Shahih dari Nabi 6$
bahwa beliau bercaMa,

c/
tJl,4t

4.;\) c
j O.

?-r\i(€o.
t*J

,';a-k Y 4:-:ir

e?u-
;( pJr

t
I

/
I ,*

C.
a*;-

^d
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t1 t4 otj,t&- e Y'\ka, ti+i',il,b if;t
q'r'-G

"Muslim adalah saudam muslim lainng. Sarang muslim
frdak boleh menjual dengan merugikan saudaranya, dan

frdak boleh menawar barang tnng ditawar audannSn. Seorang
perempuan tdak boleh merninta agar nudarin5m (madunya)

diceraikan agar ia bisa menguasai apa yang ada di piing4n,
karena baginya apa Jnng telah ditakdirkan.'vg

Jika dalam akad tukar-menukar saja Nabi S melarang

seseorang menawar barang yang ditawar saudaranya, serta

, meminang perempuan yang dipinang saudaranya meskipun yang

diminta itu belum menjadi hak milik seseorang, maka bagaimana

mrlngkin seseorang boleh mendatangi orang yang ditetapkan oleh

waliyyr.rl amr unfuk menerima hak dari sedekah atau selainnya dan

ia pun membutuhkannya, lalu orang tersebut mendesaknya dan

ingin mengambil hak itu dari tangannya? yang demikian itu lebih

keras keharamannya daripada yang pertama. Wallahu a'lam.

Hukum Mencabut Pohon yang tidak Produktif di
Tanah Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

7e HR. A1 Bukhari (pernbahasan: Jrnl-beli, 2l40l.
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Ada sebuah tanah yang diwakafkan kepada masjid. Di

tanah tersebut ada pohon-pohon yang tidak berbuah, dan karena

itu juga tanah tersebut tidak bisa ditanami. Apakah boleh

mencabut pohon-pohon tersebut dan menyalurkan hasil

penjualannya unhrk maslahat masjid, lalu tanah tersebut ditanami

dan dimanfaatkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hukumnya boleh manakala pencabutan pohon justru

membawa maslahat bagi tanah karena dapat meningkatkan
pemanfaatannya. Pengelola seyogianya mencabut pohon tersebut

dan melakukan hal yang paling bermaslahat bagi wakaf, serta

menyalurkan hasil penjualannya untuk halyang paling bermaslahat

bagi wakaf, seperti renovasi wakaf atau masjid manakala

diperlukan . Wallahu a'lam.

Perubahan Sebagian Fasilitas Masjid untuk Tempat
Wudhu

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah tempat istirahat musim panas yang merupakan

fasilitas masjid. Di tempat itu dibangun sebuah kuburan yang

dihiasi faqi5ryat$o. Kemudian tempat tersebut dibongkar
berdasarkan hukum syari'at. Masjid tersebut juga memiliki

80 FasqUyah adalah kolam yang terbuat dari batu marrner dan sejenisnya, biasanya
berbentuk bulat, dipasangi air mancur, dan adanya di istana, taman dan lapangan. Uh.
Al Mu jam Al Wasith entri.;-r.
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bangunan unfuk buang hajat, tetapi tidak cukup tempat unfuk
wudhu. Apakah di tempat istirahat musim panas tersebut boleh

dibangun tempat wudhu, tetapi fasqigah yang dibangun sebagai

makam itu dibiarkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiglah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika perubahan

ini dilakukan untuk maslahat masjid dan jama'ah yang datang, dan

di dalamnya fidak ada hal yang dilarang melainkan hanya

membangun tempat wudhu di masjid, maka hal ihr boleh

dilakukan. Karena wudhu di masjid ifu hukumnya boleh, bahkan

tidak dimakruhkan menurut mayoritas ulama. Wallahu a'lam.

Hukum Merenovasi Masjid Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimi!,lph Ditanya

Ada sebuah masjid yang sudah ditutup dan hampir runtuh.

Kemudian masjid tersebut dipugar menjadi seperti sedia kala dari
segi panjang dan lebamya, tetapi orang yang membangunn!/a

meninggikannya dan memajukannya ke depan. Ia juga membuat

nrangan di bawah masjid untuk kepentingan masjid. Apakah boleh

mernpe$aiki ruangan dan menempatinya?

Syaikhul Islam lbnu TaimiySlah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, ia boleh

membuat mangan tersebut di tempat tersebut selama ifu memberi

maslahat bagi masjid dan para pengelolanya. Ia boleh merenovasi
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masjid, serta mengubah bangunan dari satu benfuk ke benfuk lain

Wallahu a'lam.

Pembayaran Gaji Petugas Masjid saat Ada
Kebutuhan Renovasi Masjid

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah masjid yang perlu direnovasi. Masjid tersebut

harus membayarkan gaii tetap kepada orang yang bertugas

mengisi air. Apakah boleh menyalurkan hasil wakaf kepada

seseorang sebelum terselesaikannya renovasi yang wajib? kepada

siapa hasil wakaf tersebut disalurkan? Apa yang boleh dilakukan

terhadap kelebihan dari hasil wakaf? Apakah disimpan ataukah

dibelikan aset lain?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika

dimungkinkan unfuk memenuhi dua maslahat tersebut secara

bersama-sama, yaifu masing-masing diberikan haknya karena

memang harus dan untuk menjalankan pekerjaan yang wajib,

sedangkan sisanya digunakan untuk merenovasi masjid, maka

inilah yang disyari'atkan. Seandainya sebagian dari renovasi

tertunda dalam ukuran waktu yang tidak membahayakan, maka

sesungguhnya renovasi ifu hukumnya wajib, pekerjaan yang tidak

bisa terlaksana kecuali dengan gaji juga wajib, dan tindakan

memenuhi berbagai kebutuhan yang mendesak juga wajib. Jika

kewajiban-kewajiban tersebut dapat dilaksanakan, maka itu lebih

baik daripada meninggalkan sebagiannya.
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Adapun orang yang tanpanya renovasi masjid tidak bisa

berjalan, seperti para pekerja dan penghitung, maka mereka ini
merupakan bagian dari renovasi. Sedangkan kelebihan dari hasil

wakaf di luar saluran yang disyaratkan dan kepentingan masjid,

disalurkan kepada hal yang sejenis, seperti merenovasi dan
memenuhi maslahat masjid lain, serta maslahat-maslahat lain yang

sejenis. Harta urakaf tidak boleh disimpan untuk selama{amanya

tanpa alasan yang definitif, terlebih lagi di masjid itu diketahui
bahwa hasilnya lebih dari cukup selalu. Penahanan hasil wakaf
seperti ini termasuk bagian dari kerusakan. Allah @ berfirman,

',ciii 1l-{';\(,
"Dan Allah tidak menWkai kerusakan "(Qs. Al BaqarahlZl:

2O5l

Rapel Gaji dari Hasil Wakaf

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang hakim sekaligus khatib yang diberi gaji dari
kelebihan hasil wakaf. Namun selama dua tahun, ia Udak

memperoleh gaji sedikit pun karena tidak ada kelebihan hasil

wakaf. Kemudian pada tahun ketiga, hasil wakaf meningkat.

Apakah ia boleh mengambil gajinya selama tiga tahun dari hasil

wakaP
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiryah Menjawab

Jika hasil wakaf pada tahun ketiga hanrs disalurkan secara

syar'i berdasarkan syarat yang sah, maka hasil wakaf tersebut

wajib disalurkan kepadanya, dan hakim tersebut tidak boleh

mengambilnya. Adapun jika tidak ada saluran sama sekali, dan

kebijakan pemerintah menghamskan penyaluran hasil wakaf

kepada hakim sebagai ganti untuk gajinya di waktu yang lalu,

maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam.

Mengganti Wakaf

Pasal ini berbicara tentang penggantian wakaf, seperti

penggantian masjid dengan masjid llang sempa atau lebih baik

karena ada hajat atau maslahat. Demikian pula dengan

penggantian hadiah, kurban dan na&ar. Juga seperti penggantian

hak dengan sesuafu yang setara manakala hak tersebut tidak bisa

diserahkan kepada yang berhak. Penggantian ihr terkadang

dengan menukar dengan penggantinya, dan terkadang dengan

menjual dan membelikan penggantinya dengan hasil penjualannya.

Menumt madzhab Ahmad terkait selain masjid, aset wakaf

boleh dUual jika ada hajat. Adapun masjid juga boleh dijual

lantaran ada hajat menumt salah safu dari dua riwayat pendapat

darinya. sedangkan menumt riwayat pendapat yang lain, masjid

tidak boleh dijual, melainkan alat-alakrya dipindahkan ke tempat

lain.

Kasus yang sempa dengan itu adalah mushaf. Imam

Ahmad memakruhkan penjualan mushaf secara tahrim (haram)

atau tanzih (menghindari haram). Sedangkan penggantian mushaf
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menumt Imam Ahmad hukumnya boleh dalam salah sahr dari dua

riwayat pendapat darinya tanpa disertai makruh. Akan tetapi, jika

ia dijual dan hasil penjualannlp digunakan mernbeli mushaf lain,

maka ini sama jenisnya dengan penggantian, karena ifulah

tujuannp. Yang demikian ifu sama dengan mengalihkan
manfaatrya kepada yang serupa dengan hak manakala tidak bisa

disalurlGn kepada barangnya.

Jika yang diwakafkan berupa masjid di suatu negeri atau

kota, namun penduduk setempat terhalang unfuk
memanfaatkannya, maka manfaat tersebut boleh dialihkan kepada

yang sejenis. Jadi, dengan manfaat itu bisa digunakan untuk
membangun masjid di tempat lain. Pendapat yang sama

dikembalikan Imam Ahmad terkait minyak dan pagar masjid

manakala tidak dibutuhkan; ia bisa dialihkan ke masjid lain.

Menurutnya, ia juga bisa dialihkan kepada orang-orang fakir
tetangga masjid. Dalam hal ini ia beralasan dengan kebijakan
Umar bin Khaththab rg yang membagikan kis'anh Ka'bah di

antara umat Islam. Demikian pula dengan kiswah masjid-masjid

lain, karena umat Islam{ah yang memiliki manfaat masjid.

Mengenai penyalurannya kepada yang maslahat yang

serupa, Imam Ahmad berargumen dengan riwayat bahwa AIi bin
Abu Thalib rg menganjurkan infak unfuk markas pasukan, lalu ada

lebihnya sesudah kebutuhannya terpenuhi sehingga ia

menyalurkannln unfuk markas yang lain.

Maksudnya, pendapat Imam Ahmad terkait penjualan

masjid yang Udak diperlukan itu berbeda-beda. Sedangkan

pendapatnya terkait penjualan wakaf selain masjid ketika

diperlukan itu tidak berbeda. Dalam riwayat anaknya yang

bemama Abdullah ia berkata, "Jika masjid mntuh, maka ia boleh

dijualdan hasil penjualannya diinfakkan ke masjid lain."
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Al Qadhi Abu Ya'la dalam kttab Al Mujarmd dan Ibnu
'Uqail dalam kitab .4/ Fushul serta para ulama lain mengatakan-

redaksi milik Al Qadhi, "Pembiayaan wakaf diambil dari hasil

wakaf, karena tr-rjuannya adalah pemanfaatan aset wakaf tetapi ia
tetap utuh. Yang demikian itu tidak mungkin dicapai kecuali

dengan memberikan infak kepadaryn. Jadi, upaya untuk menjaga

aset wakaf ifu membufuhkan biaya, sedangkan sisanya unhrk para

penerima wakaf. Jika aset wakaf tidak menghasilkan seperti budak

yang tidak bisa bekerja atau temak yang kurus, maka penerima

wakaf diberi pilihan antara membiayainya karena dialah pemilik

aset tersebut, atau menjualnln dan menggunakan hasil

penjualannya untuk membeli aset gnng sama. Jika penerima wakaf

adalah orang-orang miskin, maka biayanya diambil dari baitul mal

karena aset wakaf udak memiliki pemilik sehingga ia serupa

dengan masjid...81 Jika imam mengambil kebijakan unhrk

menjualnya dan menggunakan hasil penjualannya untuk membeli

aset yang sama, maka hukumnya boleh. Jika wakaf berupa rumah

lalu ia runtuh sehingga tidak bisa dimanfaatkan, maka ia boleh

dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli mmah,

serta dijadikan wakaf pengganti. Dernikian pula, jika kuda wakaf

sudah tua dan tidak mampu bekerja, maka ia dijual dan hasil

penjualannya dibelikan kuda yang pantas tuetuk diwakafkan."

Dalam riwayat Bakar bin Muhammad, Al Qadhi Abu Ya'la
berkata, "Jika dimungkinkan hasil penjualannya digunakan unfuk

membeli kuda, maka dibelikan kuda lalu dijadikan wakaf. Tetapi
jika tidak, maka digunakan unfuk membeli her,r.ran temak apa saja.

Demikian pula dengan masjid; jika ia telah runtuh dan tidak lagi

digunakan untuk shalat, maka boleh dipindahkan ke tempat lain

8l Tidak terdapat tulisan pada naskah asli.
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yang ramai." Pendapat ini diredaksikan oleh Imam Ahmad dalam

riwayat Abdullah. Abu Bakar berkata, "Kesaksian dalam masalah

ini diserahkan kepada imam."

Abu Bakar dalam kitab Al Qaulain mengatakan,
"Diriwayatkan dari Ali bin Sa'id bahwa masjid tidak boleh dilual,

melainkan dipindahkan." Abu Bakar berkata, "Pendapat

pertamalah yang saya pegmg, yaifu riwayat Abdullah, karena

terjadi ijma'ulama mengenai kebolehan menjual kuda wakaf."

Imam Ahmad dalam riwayat Hasan bin Tsatryunb berkata

tentang budak milik seseorang di Makkah (maksudnya budak

wakaf), lalu budak tersebut menolak bekerja, bahwa budak tersebut

boleh dijual dan digantikan dengan budak lain. pendapat ini
disebutkan oleh AI Qadhi Abu Ya'la dalam masalah pembebasan

budak yang digadai dalam krtab At-Ta'llq.

Abu Barakat berkata, "Pembangkangan budak ihr dianggap

serupa dengan hilangnya manfaat budak." Maksudnya, ia harus

dipaksa untuk bekerja sebagaimana penyewa boleh memaksa

orang yang diseunnya, dan penolakannya ifu hukumnp haram-

Terhalangnya pemanfaatan dengan cara seperti ini sama seperti

hilangnya manfaat dengan mempertimbangkan maslahat wakaf.

Hukum Penggantian Masjid dengan Masjid lain
dalam Keadaan Masjid Pertama Masih Bisa
Dimanfaatkan

Mengenai penggantian masjid dengan masjid lain unfuk
maslahat dalam keadaan masjid pertama bisa dimanfaatkan ada

dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Sedangkan para sahabat
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berteda pendapat tentang hal tersebut. Akan tetapi, pendapat

yang membolehkan lebih kuat dari segi redaksi dan dalilnya.

Sedangkan pendapat lain tidak didukung dengan redaksi yang

gamblang, melainkan orang-orang mengiktrtinya berpegang pada

makna implisit dari redaksi tersebut. Sering kali Imam Ahmad

memfatwakan boleh jika ada hajat. Ini bisa menjadi pengkhususan

kebolehannya dengan hajat, tetapi bisa jadi pengkhususan ini

dilakukan karena itulah yang ditanyakan dan memerlukan

penjelasannya.

Abu Bakar Abdul 'Aziz memaparkan hal tersebut dalam

krtab As5rSyafi yang diringkas menjadi htab hd Al Musafir. la
berkata: Al Khallal menceritakan kepada kami, Shalih bin Ahmad

menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami,

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, AI Mas'udi

menceritakan kepada kami, dari Qasim, ia berkata: ketika

Abdullah bin Mas'ud datang ke baitul mal, Sa'd bin Malik telah

membangun kesultanan serta mendirikan masjid di dekat para

penjual kurma. saat ifu baitul mal dilobangi (seseorang untuk

dicuri), kemudian hnu Mas'ud menangkap orang yang

melobanginya. Kemudian ia menulis surat kepada Umar bin
Khaththab untuk mengadukan hal tersebut. Umar & pun

menjawab, "Jangan potong tangan orang ifu, tetapi pindahkanlah

masjid dan letakkan baitul mal di arah kiblat masjid karena di

masjid selalu ada orang yang shalat." Abdullah bin Mas'ud lantas

mengerjakan perintah Umar ini.

Shalih berkata: Ayahku berkata, "Konon, baitul mal pemah

dilobangi dari arah masjid Kufah, lalu Abdullah bin Mas'ud

memindahkan masjid. Jadi, pasar kurma saat ini berada di tempat

masjid lama."
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Shalih berkata: Aku bertanya kepada ayahku (lmam

Ahmad) tentang seseorang yang membangun masjid kemudian ia

ingin memindahkannyra ke tempat lain. Ayahku menjawab, "Jika

yang membangun masjid ingin memindahkannya karena takut
pencuri, atau tempatnlra kotor, maka tidak dilarang. Konon, baiful
mal pemah dilobangi dari arah masjid, lalu hnu Mas'ud

memindahkan masjid tersebut. Konon, baitul mal pemah dilobangi

dari arah masjid Kufah, lalu Abdullah bin Mas'ud memindahkan

masjid."

Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya
menceritakan kepada kami, Abu Thalib menceritakan kepada

kami, Abu AMullah ditanya, "Apakah masjid boleh dipindahkan?"
Ia menjawab, 'Jika tempatnya sempit dan tidak bisa menampung
jama'ah, maka tidak dilarang memindahkan ke tempat yang lebih

luas darinya."

Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, AMullah
bin Ahmad menceritakan kepada kami, katanya: Aku bertanya

kepada ayahku tentang masjid yang runfuh, "Apakah menurufunu

tanahnya boleh di;ual dan diinfakkan kepada masjid lain yang baru

mereka bangun?" Ia menjawab, 'Jika masjid tersebut tdak
memiliki tetangga, dan fidak ada seoremg pun yang

memakmurkannya, maka menumtku tidak dilarang menjualnya lalu

menginfakkan hasilnya kepada masjid lain."

Muhammad bin AMullah menceritakan kepada kami, Abu
Daud menceritakan kepada kami, katanya: Aku mendengar Imam

Ahmad ditanya tentang masjid yang di dalamnya ada dua kagr
yang memiliki nilai, tetapi mereka khawatir kayu tersebut jatuh.

Apakah kedua kayr itu boleh dijual dan hasilnya diinfakkan kepada

masjid lain, lalu kedua kayr-r tersebut diganti dengan kayu lain yang

lebih kuat?" Ia menjawab, "Menurutku ifu tidak dilarang." Ia
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berargumen dengan hewan temak wakaf yang tidak bisa

dimanfaatkan bahwa ia boleh dijual dan hasil penjualannya

digunakan unhrk membeli temak wakaf lainnya.

tidak diragukan bahwa dalam pemaparan Imam Ahmad

terdapat indikasi yang menjelaskan kebolehan mengganti masjid

karena maslahat meskipun masih bisa dimanfaatkan karena

pemanfaatan masjid yang kedua lebih sempuma. Abu Bakar dalam

kitab hd Al Musalir mengatakan: Imam Ahmad berkata dalam

riwayat Shalih, "Baitul mal di Kufah pemah dilobangi. saat itu

baitul mal tersebut dikelola oleh hnu Mas'ud. Ia lantas menulis

surat kepada Umar bin Khaththab untuk mengabarkan hal

tersebut. Umar igb pun menjawab, "Pindahkanlah masjid dan

letakkan baitul mal di arah kiblat masjid karena di masjid selalu ada

orang yang shalat." Abdullah bin Mas'ud lantas memindahkannya

ke tempat pasar kurma hari itu, sedangkan pasar kurma

dipindahkan ke tempat masjid. Baitul mal dibuat di arah kiblat

masjid. Jadi, tidak ada larangan untuk memindahkan masjid jika ia
telah runtuh."

Pemindahan Masjid yang tidak Bisa lagi
Menampung Jama'ah ke Tempat yang Lebih Luas
ketika Tidak bisa lagi Menampung Jama'ah

Dalam riwayat Abu Thalib, Imam Ahmad berkata, "Jika

masjid tidak bisa lagi menampung jama'ah, maka tidak ada

larangan untuk memindahkan ke tempat yang lebih luas." Ia

membolehkan pemindahan masjid karena kurangnya pemanfaatan

terhadap masjid yang pertama, bukan karena tidak bisa

dimanfaatkan.
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Al Qadhi Abu Ya'la berkata: Imam Ahmad dalam riwayat

Abu Shalih berkata, "Masjid boleh dipindahkan karena takut
pencuri, dan ketika tempatnya kotor." Alasan yang kedua ini
dipegang oleh Al Qadhi Abu Ya'la. Sementara dalam riwayat Abu
Daud, Imam Ahmad berkata, "Jika jama'ah masjid ingrn

meninggikan masjid dari tanah, serta membuat tempat penyediaan

air dan toko di bawahnya, tetapi sebagian jama'ah yang lain

menolaknya, maka dilihat pendapat mayoritas jama'ah, dan hal itu
tidak dilarang." Ia juga berkata, "Tampaknya Imam Ahmad

membolehkan trntuk menjadikan lantai bawah masjid sebagai toko
dan penampungan air." Ia juga berkata, "Kebolehan ini harus

dipahami karena ada hajat demi maslahat yang kembali kepada

masjid." Ia melanjutkan, "Syaikh kami Abu Abdullah-yaihr lbnu

Hamid-melarangnya dan menahpili masalah ini bahwa para

ulama berbeda pendapat mengenai hal ifu ketika penempatan

tersebut dilakukan di awal pembangunan masjid, sebelum

diwakafkan. Ia mengatakan, "Berdasarkan ushul kami, tidak ada

halangan unfuk membolehkannya manakala membawa maslahat,

karena kami membolehkan penjualan masjid dan pemindahannya

ke tempat lain." Ia juga berkata, "lmam Ahmad dalam riwayat

Bakar bin Muhammad berkata tentang masjid yang tidak terjaga

dari anjing dan selainn5ra, dan ia memiliki menara, bahwa ia

memberikan keringanan unfuk merobohkan menara tersebut dan

menggunakannya untuk membangun dinding masjid demi

maslahat."

hnu 'Uqail dalam kitab Al Fushul condong kepada

pendapat hnu Hamid. Ia mengatakan, "Kebolehan ini harus

dipahami karena ada hajat yang menuntut, sebagaimana

perubahan dan pemindahan masjid itu hukumnya tidak boleh

kecuali ada hajat." Jadi, pemyataan yang mutlak tersebut harus
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dipahami demikian, bukan unhrk masjid yang stabil- Ia berkata,
"Yang paling mendekati kebenaran adalah pemyataan tersebut

dipahami untuk masjid yang baru dibangun. Di sinilah para
jama'ah berbeda pendapat tentang bagaimana masjid dibangun.

Adapun sesudah menjadi masjid, ia tidak boleh dijual dan tidak

boleh dibuat tempat penyediaan air di bawahnya."

Demikianlah Abu Muhammad mengtrnggulkan pendapat

Ibnu Hamid. Ia berkata, "Pendapat ini lebih shahih dan lebih kuat

meskipun bertentangan dengan pendapat redaksional." Ia juga

berkata, "Masjid tidak boleh dipindahkan, diganti, dijual

halamannya dan dijadikan tempat penyediaan air dan toko kecuali

tidak bisa dimanfaatkan. Kebutuhan terhadap tempat penyediaan

air dan toko tidak menggugurkan manfaat masjid, sehingga

manfaat masjid tidak boleh dialihkan untuk keperluan tersebut." ia
juga berkata, "Seandainya bagian bawah masjid boleh dijadikan

tempat penyediaan air dan toko karena hajat ini, tentulah boleh

merobohkan masjid dan menjadikannya sebagai tempat
penyediaan air dan toko, lalu ia diganti dengan masjid di tempat

lain."

Ini merupakan pemahaman yang mengada-ada karena

redaksi Imam Ahmad secara gamblang menjelaskan bahwa jika

para jama'ah ingin meninggikan masjid dari tanah, serta

menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat penyediaan air dan

toko, tetapi sebagian dari jama'ah menolak rencana tersebut,

maka Imam Ahmad menjawab bahwa pendapat mayoritas yang

dilihat. Seandainya hal ini terjadi di awal pembangunan masjid,

maka tidak seorang pun yang berbeda pendapat mengenai

pembangunannya manakala hukumnya boleh, dan tidak perlu

dilihat pendapat mayoritas jama'ah, karena jika mereka bersekufu

atas bangunan, maka salah seorang sekutu tidak boleh dipaksa
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unhrk menerima apa yang diinginkan sekufu lain manakala tidak

wajib, dan masjid tidak dibangun kecuali dengan kesepakatan

mereka. Juga karena perkataan Imam Ahmad "ingin

meninggikann5ra dari tanah serta menjadikan bagian bawahnya

sebagai tempat penyediaan air" se@ra gamblang menunjukkan
bahwa tadinya masjid tersebut menempel di tanah lalu mereka

ingin meninggikannya dan menjadikan bagian bawahnya sebagai

tempat perryediaan air.

lmam Ahmad mempertimbangkan pilihan mayoritas
jama'ah lnng shalat di masjid tersebut karena wajib

mengunggulkan hal5ang paling bermaslahat. Sedangkan apa yang

dipilih mayoritas jama'ah itu lebih bermanfaat bagi mayoritas

sehingga maslahat tersebut lebih unggul.

lagi pula, redaksi masalah sesuai yang disebutkan Abu
Bakar Abdul 'Aziz adalah: Dalam riwayat Sulaiman bin Asy'ats

Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang membangun masjid lalu

orang lain ingin memugamya dan mendirikan bangunan yang lebih

bagus daripada yang pertama, namun pendiri yang pertama

menolak, maka kepufusannya diserahkan kepada pendapat dan

kerelaan orang-orang !,ang tinggal di sekitar masjid; apakah

mereka lebih senang memugamya dan memban5lunnya kembali

ataukah lebih senang dengan bangunan 5nng pertama. Dan jika

para jama'ah masjid ingin meninggikan masjid dari tanah dan

menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat penyediaan air, lalu

di antara mereka ada beberapa orang tua yang menolak dengan

alasan tidak sanggup menaikinya, maka masjid tersebut tetap

boleh ditinggikan dan bagian bawahnya dijadikan tempat
penyediaan air. Saya tidak mengetahui adanya larangan tentang

hal itu, dan keputusannya diserahkan kepada pendapat mayoritas
jama'ah."
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Imam Ahmad telah meredaksikan pendapat ini, serta

penggantian bangunan masjid dengan bangunan yang lebih bagus

meskipun pewakaf pertama tidak suka. Imam Ahmad juga

meredaksikan kebolehan meninggikan masjid dari tanah dan

menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat penyediaan air

meskipun ren@na tersebut ditentang oleh para orang fua yang

lemah manakala hal itu telah dipilih oleh orang-orang yang tinggal

di sekitar masjid. Pendapat mayoritaslah yang berlaku. Sedangkan

dalam riwayat hnu Hakam, Imam Ahmad berkata, "Jika masjid

memiliki menara sedangkan masjid tidak dalam keadaan terpagari,

maka tidak ada larangan untuk merobohkan menara untuk

dijadikan pagar guna melindungi masjid."

Abu 'Abbas berkata, "Kalaupun dalil-dalil yang mereka

sebutkan itu benar, hal itu tetap menunjukkan keunggulan selain

pendapat ini sehingga dalam masalah ini ada dua pendapat, dan

mereka telah mengunggulkan salah satunya. [-alu, bagaimana jika

dalildalil tersebut lemah? Adapun pendapat yang mengatakan

tidak boleh memindahkan dan mengganti masjid kecuali ada

halangan unhrk memanfaatkannSa, pendapat tersebut ditolak.

Mereka tidak menyebutkan adanya argumen tentang hal itu, baik

argumen syari'at atau argumen madzhab. Jadi, tidak ada

keterangan dari Syari' atau pengikut madzhab tentang peniadaan

untuk mereka jadikan argumen. Sebaliknya, dalil-dalil syar'i dan

pendapat para pengikut madzhab menunjukkan sebaliknya.

Imam Ahmad berkata, "Jika masjid tidak bisa lagi

menampung jama'ah, maka tidak dilarang untuk memindahkannya

ke tempat yang lebih luas darinya." Sempitnya masjid sehingga

tidak bisa menampung jama'ah ifu tidak menghilangkan manfaat

masjid, melainkan manfaatrya tetap ada seperti sedia kala. Akan

tetapi, jama'ah bertambah jumlahnya dan dimungkinkan unfuk
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membangun masjid lain, karena di antara syarat masjid tidak harus

bisa menampung seluruh jama'ah. Meskipun demikian, Imam

Ahmad membolehkan pemindahan masjid ke tempat lain karena

berkumpulnya jama'ah di satu tempat itu lebih utama daripada

terpisah-pisah di dua masjid. Juga karena semakin banyak jama'ah

maka semakin utama sesuai dengan sabda Nabi $,

N, d ,5")
I

I ,h';t :Y'*o

tj=
') p

{ e* b ;:i ,F'st c'^{t;t ,;:l-'r
;* a' Jt 'Ci';"';ri;:tt vj,;,l)t
"Shalahya seseorang bersama safu onng lain itu lebih

men5rucikan daripada shalahrya sendirian- Shalahrya seseorang

bercana dua orang ifu lebih menyucikan daripda shalahya
bersama safu orang. Dan semakin banyak orang yang ikut shalat,

maka ia setnakin dicirlbi Allah Ta ala. 'ez 1HR. Abu Daud dan

selainnya)

Kebolehan Membangun Masjid Lain ketika Masjid
Pertama fidak Bisa Menampung Jama'ah

Meskipun demikian, boleh membangun masjid lain

manakala jama'ahnya semakin banyak meskipun berdekatan,

meskipun ada larangan untuk membangun masjid lain dengan

82 HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 554) dan An-Nasa'i (pembahasan: Imam

Shalat, 843) dari Ubai bin l(a'b +.
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tujuan untuk menimbulkan kerusakan. Ahmad dalam riwayat

Shalih mengatakan, "Tidak boleh membangun maksud dengan

tujuan untuk menimbulkan kerusakan bagi masjid yang ada di

sampingnya." Jadi, jika jama'ah semakin banyak, maka tidak

dilarang membangun masjid meskipun berdekatan. Selain

membolehkan pembangunan masjid lain ketika jama'ah semakin

banyak meskipun jaraknya dekat, Imam Ahmad juga

membolehkan pemindahan masjid manakala tidak bisa lagi

menampung jama'ah ke tempat yang lebih luas, karena yang

demikian itu lebih memberi maslahat dan manfaat, bukan untuk

fujuan menimbulkan kerusakan. Juga karena para Khulafa'

Rasyidun seperti Umar dan 'Utsman iS pemah mengubah masjid

Nabi $.
Umar bin Khaththab juga pemah memerintahkan untuk

memindahkan masjid Kufah dari satu tempat ke tempat lain,

sedangkan tempat yang pertama menjadi pasar kurma lantaran

adanya maslahat yang kuat, bukan unfuk menghilangkan manfaat

masjid-masjid tersebut karena manfaatnyra tidak hilang melainkan

masih ada. Demikian pula dengan para khalifah sesudah mereka

seperti Walid, Al Manshur dan Al Mahdi. Mereka melakukan hal

yang sama terhadap Masjid Al Haram. Khalilah Walid juga

melakukan hal sama pada masjid Damaskus dan selainnya dengan

didasari saran dan pengakuan dari para ulama. Bahkan Malik dan

selainnya memanfaatkan untuk membeli wakaf yang berada di

samping masjid dan mengganti para pemiliknya. Jadi, mereka

membolehkan penjualan wakaf dan penggantiannya unh:k

maslahat masjid, bukan untuk maslahat pemilik wakaf. Jika wakaf

dijualdan diganti unfuk maslahat para penerimanya, maka itu lebih

kuat alasannya untuk diperbolehkan.
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Sebelumnya telah disampaikan bahwa ada seorang ulama
yang mengatakan, "Seandainya bagian bawah masjid boleh
dijadikan tempat penyediaan air dan toko karena hajat ini, tenfulah
boleh merobohkan masjid dan menjadikannya sebagai tempat
penyediaan air dan toko, lalu ia diganti dengan masjid di tempat
lain." Pemyataan ini dapat dijawab bahwa kami mengikuti
pendapat yang menjadi implikasinya. Inilah yang disebutkan oleh
Ahmad dan diriwayatkannya dari Umar bin Khaththab ;,9,. Inilah

dasar madzhabnya karena Umar bin Khaththab pernah

merobohkan masjid pertama, yaitu masjid jami' milik penduduk

Kufah, lalu ia memberikan gantinya berupa masjid di tempat lain di
kota yang sama. Sedangkan masjid yang pertama menjadi pasar

kurma.

Kasus yang mereka jadikan dasar dalam qlyas mereka ini
adalah kasus yang dituturkan Ahmad dan selainnya dari para
sahabat, serta dijadikan argumen oleh Ahmad dan para
pengikutnya untuk menangkis pendapat kalangan yang berbeda
pendapat. Para pengikut Imam Ahmad mengatakan, 'Hal ini
menunjukkan Uma' para sahabat." Kemudian mereka

mengatakan-redaksi milik lbnu 'Uqail dalam Uitab Al Mufmdat
dalam bahasan tentang penggantian masjid: Yazid bin Harun

meriwayatkan, katanya: Al Mas'udi menceritakan kepada kami,

dari Qasim, katanya: ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke baitul

mal, Sa'd bin Malik telah membangun kesultanan serta mendirikan

masjid di dekat para penjual kurma. saat itu baihi mal dilobangi
(seseorang untuk dicuri), kemudian Ibnu Mas'ud menangkap orang

yang melobanginya. Kemudian ia menulis surat kepada Umar bin
Khaththab unfuk mengadukan hal tersebut. Umar .&, pun

menjawab, "Jangan potong tangan orang ifu, tetapi pindahkanlah

masjid dan letakkan baitul mal di arah kiblat masjid karena di
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masjid selalu ada orang yang shalat." Abdullah bin Mas'ud lantas

mengerjakan perintah Umar ini."

Imam Ahmad berkata, "Baitul mal pemah dilobangi dari

arah masjid Kufah, lalu Abdullah bin Mas'ud memindahkan masjid.

Jadi, pasar kurma saat ini berada di tempat masjid lama."

Ibnu Qutaibah berkata, "Peristiwa ini terjadi saat masih

banyak sahabat sehingga ia seperti ijma' karena tidak ada seorang

pun yang menentang kebijakan tersebut, padahal mereka tidak

pemah diam terhadap hal-hal yang mereka anggap salah. Mereka

pemah menentang Umar saat ia bermaksud menjafuhkan sanksi

pidana pada perempuan hamil. Mereka mengatakan, "Jika Allah

memberimu jalan untuk mendera punggungnya, maka Allah tidak

memberinya jalan unfuk mencelakai janin yang dikandungnya."

Mereka juga mengkritik 'Utsman terkait penyempumaan bilangan

rakaat shalat dalam haji, hingga 'Utsman berkata, "Sesungguhnya

aku memasuki negeri yang di dalamnya ada keluargaku." Mereka

juga menentang Ali ketika ia berpendapat boleh menjual budak

perempuan yang memiliki anak kecil. Seandainya pemindahan

masjid merupakan perkara mungkar, maka hal itu lebih pahrt

untuk ditentang karena itu perkara yang jelas

keburukannp.

Imam Ahmad juga berargumen dengan riwayat Abu Hafsh

dalam masalah manasik dari Aisyah g, bahwa ia ditanya, "Wahai

Ummul Mu'minin! Sesungguhnya kiswah Ka'bah sudah usang." Ia

menjawab, "sebaiknya ia dijual lalu hasil penjualannya disalurkan

untuk jalan kebaikan." Jadi, Aisyah cg memerintahkan penjualan

kiswah Ka'bah padahal itu adalah wakaf, lalu hasil penjualannya

disalurkan unhrk jalan kebaikan karena yang demikian itu lebih

bermaslahat bagi umat tslam.
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Demikianlah komentar orang yang mengunggulkan
pendapat hnu Hamid terkait wakaf seperti Muhammad. Ia

berkata, "Jika manfaat wakaf tidak hilang sama sekali; akan tetapi,
saya tambahkan: atau ketika aset lain lebih bermanfaat dan lebih

besar hasilnya bagi pemilik wakaf, maka tidak boleh menjualwakaf
karena ketenfuan dasamya fidak haram menjual wakaf. Ia
diperbolehkan hanya karena darurat untuk menjaga tujuan wakaf
agar tidak hilang, selama masih menghasilkan dan dapat

dimanfaatkan. Meskipun kami mengatakan tujuan hilang, namun
maksudnya adalah manfaat tidak mengalami pen5msutan hingga

batas yang tidak bisa dianggap sebagai manfaat, sehingga adanya

seperti tidak adanya.

Dapat dikatakan bahwa pemyataan yang mereka

sampaikan ifu ditolak karena mereka tidak menyebutkan satu

argumen pUtr, baik argumen syari'at atau argumen madzhab.

Kalaupun mereka menyebutkan sebagian dari makna implisit atau

eksplisit dari pemyataan Imam Ahmad, namun paling jauh

pemyataan tersebut benrpa riwayat yang berbenfuran dengan

riwayat lain yang lebih sesuai dengan redaksi dan ushul Imam
Ahmad. Jika terbukti dalam redaksi dan ushul Imam Ahmad boleh

mengganti masjid karena adanya maslahat yang lanat, maka

terlebih lagi dengan wakaf selain masjid. [-agi pula, Imam Ahmad

telah meredaksikan kebolehan menjual selain masjid untuk
maslahat, bukan karena darurat sebagaimana akan kami
sampaikan nanti, Insyabllah.

Selain itu dapat dikatakan kepada mereka bahwa tidak ada

keadaan darurat untuk menjual wakaf, melainkan wakaf dijual

karena ada maslahat yang kuat dan karena kebutuhan para

penerima wakaf terhadap kesempumaan manfaat, bukan karena

darurat yang membolehkan larangan. Karena Imam Ahmad
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membolehkan penjualan wakaf untuk mencapai kesempumaan

manfaat meskipun para penerima wakaf tidak dalam keadaan

terdesak. seandainya penjualannya tidak boleh karena haram,

maka tidak boleh menjualnya karena darurat atau karena faktor

lain, sebagaimana tidak boleh menjual orang merdeka atau budak

yang sudah dimerdekakan meskipun fuannya yang memerdekakan

itu terdesak kebutuhan terhadap hasil penjualannya.

Solusi untuk Wakaf yang Rusak

Selanjutrya dapat dikatakan kepada mereka bahwa

penjualan wakaf dalam sebagian besar kasus ini tidak lain karena

manfaahya yang minim, bukan karena manfaatnya yang hilang

secara total. Karena seandainya manfaatnya hilang sama sekali,

maka tidak seorang pun yang bisa memetik manfaat darinya, baik
pembeli atau selainnya. Penjualan sesuatu yang tidak mengandung

manfaat ihr hukumnya tidak boleh. Jadi, paling banter aset wakaf
tersebut akan runfuh dan menjadi tanah lapang. Aset tersebut

dapat dimanfaatkan dengan cara disewakan kepada orang unfuk

dibangunnya. Tetapi bisa juga dilakukan pinjaman unh.rk biaya

membangunnya, lalu pinjaman tersebut dilunasi dari hasil sewa

wakaf. Yang demikian itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Pertama, seseorang mau memberikan pinjaman dengan

sukarela. Tetapi cara ini tidak bisa dijadikan pegangan.

Kdua, disarrakan dengan cara penyetil/aan yang disebutkan

sifat-sifatnya dalam pertangguDgil, lalu harga sewanya diambil

terlebih dahulu untuk digunakan membangunnya supaya penyewa
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yang telah membayarkan sewa ifu memetik manfaat yang setara

dengan harga sewa.

Kedua cara ini dilakukan masyarakat jika wakaf runtuh.
Terkadang mereka menyeurakan tanah sehingga tanah tersebut

tetap dalam keadaan tersewakan, dan terkadang mereka

meminjam dari harga sewa unfuk membangunnya. Ada kalanya

harga sewa menjadi lebih kecil daripada harga sala yang tidak
didahului pinjaman. Sebagian besar aset wakaf yang runtuh dapat
ditanggulangi dengan cam ini.

Meskipun demikian, para ulama membolehkan penjualan

aset wakaf tersebut dan mengganti dengan hasil penjualannya

karena yang demikian itu lebih bermaslahat bagi para penerima

wakaf, bukan karena darurat dan bukan karena hilangnya manfaat

secara total. Karena yang demikian ifu nyaris fidak memberi
manfaat, sedangkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan itu tidak
akan dibeli oleh seseorang. Akan tetapi, terkadang sulit untuk
menemukan penyewa atau pembeli. Namun, penjualan wakaf
yang telah runtuh itu fidak terbatasi dengan sgarat fidak

ditemukannya penyeu/a. Sebaliknya, ia boleh diiual dan dihrkar
manakala lebih bermaslahat daripada diserpakan. Karena jika tanah
disetu,akan dalam keadaan kosong, maka hasil seuranya minim.
Demikian pula jika harga sewa dipinjam terlebih dahulu untuk
merenovasinya, maka manfaatnya juga minim. Karena mereka

tidak bisa memanfaatkannya selama masa pengambilan manfaat
yang setara dengan harga seu/a yang digunakan unfuk
merenovasinya. Mereka hanya bisa memperoleh manfaat sesudah

itu, akan tetapi harga sewa yang dipinjamkan tidak besar sehingga

manfaat sewa tetap kecil.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa faktor yang

membolehkan penjualan dan penggantian aset wakaf adalah
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karena kurangnya manfaat, Iantaran penggantinya lebih

bermaslahat dan lebih bermanfaat. Seandainya memang

manfaatnya hilang sama sekali, maka itu bukan termasuk perkara

darurat yang membolehkan perkara-perkara yang diharamkan.

Setiap kali sesuatu diperbolehkan karena hajat bukan karena

darurat, seperti perhiasan emas dan sutera bagi perempuan, serta

pengobatan dengan emas dan sutera, maka ia diperbolehkan

untuk mencapai manfaat yang sempuma, bukan karena darurat

yang membolehkan bangkai dan semisalnya. Yang menjadi hajat di

sini adalah penyempurnaan manfaat, karena manfaat yang kurang

ifu mengakibatkan kesempitan sehingga hal ifu mendorong unfuk

menyempumakan manfaat. Inilah yang disebut hajat dalam kasus

seperti ini. Adapun kondisi darurat yang mengakibatkan kematian,

sakit, atau tidak mampu mengerjakan kewajiban, seperti darurat
yang menjadi pertimbangan dalam kebolehan memakan bangkai,

darurat tersebut tidak berlaku di sini. Wallahu a'lam.

Karena itu, sekelompok ulama dari kalangan sahabat kami

membolehkan apa yang dibahas di sini. Mereka menjelaskan

bahwa ketika manfaat hilang sama sekali maka itu berarti wakaf

telah berakhir. Padahal yang menjadi bahasan adalah jika masih

tersisa sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Di antara kelompok ulama

tersebut adalah Abu AMullah bin Taimi5yah. Ia berkata dalam

kitab Targhib Al Qashiddalam hukum ketiga, 'Jika wakaf terhenti,

maka ia memiliki beberapa keadaan, gaifu:

Pertama, ia hilang secara total, seperti kuda yang mati.

Dengan demikian, nilai wakafnya telah habis.

Kedua, tersisa sebagian yang bisa dijadikan harta, seperti

pohon yang kering, kuda yang kums, masjid yang runfuh. Semua

itu bisa dijual dan hasilnya digunakan untuk memperoleh obyek

yang sama, atau sebagian dari obyek yang sama.
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Ketiga, pagar masjid yang sudah msak, atau tiang-tiang

masjid yang sudah keropos. Ia bisa dijual dan hasilnya disalurkan

untuk maslahat masjid. Demikian pula ketika rusuk-rusuknya mulai
patah atau dindingn5n mulai runhrh. Dapat diketahui bahwa

seandainya renovasinya ditangguhkan, maka ia bisa tidak bisa

dimanfaatkan, sehingga bagian-bagian tersebut boleh dilual.

Imam Ahmad dalam riwayat Abu Daud berkata, "Jika

dalam masjid terhadap kagr-kay.r yang memiliki nilai tetapi ia
sudah mulai lapuk, maka ia boleh dijual dan hasil penjualannya

digunakan untuk masjid. "

Keempat, ketika masjid runtuh sedangkan alat-alatnya

dapat digunakan untuk masjid lain yang membutuhkan alat-alat

seperti itu. Alat-alat tersebut boleh dipindahkan ke masjid lain.

Sedangkan tanahnya boleh dijual. Ketentuan ini berlaku manakala

masjid tidak bisa direnovasi dengan menjual sebagian dari alat-

alatrya. Jika bisa, maka ia dijual dan hasilnya disunakan untuk
merenovasi. Imam Ahmad meredaksikan pendapat ini.

Kelima, jika masiid Udak lagi bisa menampung jama'ah.

Dalam kondisi seperti ini, masjid boleh dijual dan hasil

penjualannya digunakan unfuk membangun masjid lain.

Ulama yang berpendapat demikian telah menjelaskan

bahwa masjid tidak mungkin dijual dalam keadaan manfaakrya

hilang sanna sekali, melainkan ia bisa dijual jika disisakan sebagian

dari masjid yang bisa dimanfaatkan. Pada saat itu, yang menjadi

fujuan adalah mengganti masjid dengan yang lebih bermanfaat

bagi para penerima wakaf daripada masjid tersebut. Tidak seorang

pun sahabat kami yang mensyaratkan terjadinya halangan unfuk

menyewakan lahan masjid, karena kita tahu bahwa biasanya

penyewaan lahan masjid itu dimungkinkan. Akan tetapi, para
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penerima wakaf memperoleh hasil yang lebih sedikit dari

penyewaan dibandingkan seandainya masjid telah direnovasi. Dan
jika ia dilual, maka terkadang hasil penjualannya dapat digunakan

untuk membeli masjid yang hasil serlrranya lebih bermanfaat unfuk

mereka, karena lahan masjid biasanya dibeli oleh orang yang akan

merenovasinya unfuk dirinya sendiri, sehingga ia

memanfaatkannya sebagai hak milik. Sedangkan hasil

penjualannya dapat digunakan untuk membeli sesuafu yang lebih

bermanfaat daripada lahan masjid yang sudah rusak. tnilah letak

kebolehan yang disepakati oleh para sahabat kami- Sedangkan inti
dari masalah ini kembali kepada upaya mereka unfuk mengganti

para penerima wakaf dengan sesuafu yang lebih bermanfaat bagi

mereka.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa redaksi Al Kharqi

adalah, "Jika wakaf telah rusak dan tidak bisa dikembalikan, maka

ia dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli sesuatu

yang hasilnya kembali kepada para penerima wakaf." Jawabnya,

redaksi ini bisa jadi maksudnya adalah aset wakaf tidak

memberikan hasil seperti yang dihasilkan saat aset wakaf masih

berdiri, seperti rumah dan toko yang rusak. Dalam kondisi msak,

rumah dan toko masih bisa memberikan hasil, tetapi hanya

sebagian dari hasil yang diberikannya dalam keadaan sempuma

bangunannya. [-ain halnya jika aset wakaf rusak total, maka ia
tidak menghasilkan apapun. Bisa jadi pula maksud redaksi tersebut

adalah aset wakaf tidak menghasilkan apapun karena manfaatnya

hilang dari semua sisi.

Jika yang dimaksud adalah yang pertama, dan itulah yang

tampak jelas dan selayaknya dipahami seperti itu, maka ia sejalan

dengan pendapat kami. Karena itu ia mengatakan "dijual." Dan

seandainya manfaatnya hilang dari semua sisi, maka ia tidak boleh
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jual. Tetapi seandainya yang dimaksud adalah para penerima

wakaf tidak bisa memanfaatkannya lagi dari semua sisi karena

mangan masjid tidak bisa disevrnkan padahal orang lain bisa

memanfaatkannya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad

terkait budak, maka makna eksplisit yang dapat dipahami dari
pemyataannya sejalan dengan penjelasan di atas. Akan tetapi,

makna implisibrya menunjukkan bahwa jika dimungkinkan para

penerima wakaf menyewakannya dengan harga seu/a yang minim,

maka tidak boleh menjualnya.

Tingkatan paling jauh yang bisa dicapai makna ini adalah

menjadi safu pendapat dalam madzhab. Akan tetapi, redaksi lmam

Ahmad berbeda dari pendapat tersebut dalam hal penjualan masjid

dan kuda wakaf serta wakaf-wakaf yang lain, sebagaimana ia telah

menjelaskan masalah wakaf masjid. Sedangkan kuda wakaf

manakala telah fua, oftmg yang membelinya terkadang bertuluan

unhrk ia naiki atau untuk memutar giliran. Tetapi dimungkinkan
para mujahid memanfaatkan kuda tersebut unfuk seperti

mengangkut barang bararaan. Akan tetapi, manfaat png menjadi

tujuan wakaf, yaitu sebagai kendaraan jihad, telah hil*g,
meskipun pemanfaatan mereka terhadapnya fidak hilang dari

semua aspek.

Penjualan Wakaf Produktif Karena Maslahat

Menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam

madzhab Imam Ahmad terkait masjid yang diwakafkan untuk

dimanfaatkan bangunannya-sedangkan bangunannya ifu memiliki

kesakralan secara syari'at, boleh menggantinya dengan masjid lain

manakala ada maslahat, karena penggantian ifu lebih bermanfaat
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dan lebih bermaslahat. Jika manfaatnya tidak hilang secara

keseluruhan, apakah boleh menjualnya? Ada dua riwayat pendapat

dari Imam Ahmad. Karena itu, kebolehan unfuk mengganti wakaf
produktif dengan yang lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat ihr

lebih utama dan lebih kuat, karena menumtrya boleh menjual aset

yang diwakafkan untuk diambil manfaatnya karena ada hajat

sebagai satu pendapat. Sedangkan dalam masalah penjualan

masjid karena ada hajat ada dua rirarayat pendapat.

Jika Imam Ahmad menumt pendapat yang kuat dalam

madzhabnya membolehkan untuk menjadikan masjid pertama

sebagai aset bebas (bukan wakaf), lalu masjid lain diwakafkan

sebagai gantinya karena ada maslahat meskipun manfaat masjid

pertama tidak hilang secara total, maka terlebih lagi menjadikan

aset wakaf produktif itu lebih boleh untuk diladikan aset beban, lalu

penggantinya yang lebih bermaslahat darinya dijadikan wakaf

meskipun manfaat aset pertama tidak hilang sama sekali. Karena

penjualan wakaf produktif itu lebih kuat alasannya daripada

penjualan masjid, dan penggantiannya juga lebih kuat daripada

penggantian masjid, karena masjid ifu dihormati bendanya secara

syari'at, dan pemanfaatan bendanln juga dijadikan tujuan. Karena

itu tidak boleh menyewakan masjid dan tidak pula melakukan

fukar-menukar atas manfaatnya, lain halnya dengan wakaf
produktif karena ia boleh disev,rakan dan dilakukan tukar-menukar

atas manfaatnya. [a juga tidak memiliki kehormatan syar'i demi
menjaga hak Allah seperti yang dimiliki masjid.

Selain itu, wakaf karena Allah berupa masjid itu serupa

dengan pembebasan budak dan senrpa dengan pengalihan

kepemilikan. Ia lebih menyerupai ummu walad hudak perempuan
yang melahirkan anak wtuk tuannya) menumt fuqaha yang

melarang pemindahan kepemilikan atasnya, karena wakaf dari segi
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tidak boleh bagi seseorang untuk menjualnya, memiliki hasil
penjualannya, menghibahkannya dan mewariskan ifu serupa

dengan pembebasan budak. Sedangkan dari sisi bahwa masjid bisa

ditukar dengan cara mengambil penggantinya untuk dibelikan

masjid lain lrang menggantikan kedudukannya, wakaf serupa

dengan pengalihan kepemilikan. Karena seandainya seseorang

memsaknya, maka ia menanggung penggantinya dan dengan hasil
penjualannya ia membeli masjid lain yang menggantikan

kedudukan masjid pertama menurut mayoritas ulama. Lain halnya

dengan orang yang memerdekakan; budak tersebut menjadi

merdeka dan tidak bisa dijadikan obyek tukar-menukar. Jadi, jual-

beli yang terjadi pada aset bebas itu tidak terjadi pada wakaf sama

sekali, yaitu pemiliknya, atau walinya, atau wakilnya menjualnya,

lalu ia memiliki penukamya tanpa harus ada pengganti yang

menggantikan kedudukannya. Inilah jual-beli 5nng disertai dengan

hibah dan panrarisan sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin
Khaththab rS terkait wakaf masjid, "la tidak boleh dijual, tidak

boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan."

Kasus yang serupa dengan kasus tersebut adalah kebijakan

Umar bin Khaththab dan 'Utsman bin 'Affan 6, dalam menjadikan

tanah yang dibebaskan dengan jalan perang sebagai /ai'unfuk
umat Islam, seperti ardhu sawad83 dan selainnya. Keduanya tidak

membagikan sedikit pun dari tanah yang dikuasai dengan jalan

perang. oleh karena mereka melarang pembelian tanah tersebut,

maka sebagian ulama mengira bahwa mereka melarang

penjualannya karena tanah tersebut adalah tanah wakaf, dimana

wakaf tidak boleh dilual. Mereka mengklaim bahwa hal itu

83 Ardhu sawad atau tanah hitam adalah tanah pertanian Irak yang berasal dari
perluasan wilayah yang tidak dibagikan.
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meniscayakan Maka tidak boleh dijual karena ia dikuasai dengan
jalan peperangan. Ini jelas keliru karena tanah kharaj (dikenai

pajak) yang dikuasai dengan jalan perang dan dijadikan /ai' ihr

boleh dihibahkan dan dir,,rnriskan, karena ia berpindah dari orang

yang menguasainya kepada pev,rarisnya, dan ia boleh

menghibahkann5a. Sedangkan hal tersebut tidak boleh dilakukan

dalam urakaf.

Jika tanah l$aral dijual oleh orang yang berkedudukan

sebagai penjual di dalamnya, dan hal ifu tidak mengubah apapun,

maka hukum-hukum syari'at masalah ini terkait dengan barangnya,

sedangkan masalah lain terkait dengan jenisnya, bukan barangnya,

sehingga pajaknya dibayarkan. Jadi, hal itu fidak merugikan
pemiliknya dan hak mereka tidak hilang darinya. sedangkan aset

wakaf dilarang dijual agar hak pemiliknya tidak Sugur. Sedangkan

unfuk tanah kharal, boleh terjadi penggantian indMdu dengan

indMdu lain berdasarkan pendapat yang disepakati, baik dengan
jalan tukar-menukar atau dengan jalan lain.

Apakah Wakaf kepada Orang Tertentu
Membutuhkan Qabul?

Yang dimaksud di sini adalah wakaf itu mengandung unsur

pembebasan dan pengalihan kepemilikan. Karena itu fuqaha

berbeda pendapat terkait wakaf terhadap orang tertenfu; apakah

wakaf tersebut membutuhkan qabul seperti hibah, ataukah tidak
membutuhkan qabul seperti pemerdekaan budak? Ada dua

pendapat yang masyhur. Ini berbeda dengan wakaf terhadap

masyarakat umum seperti masjid. Wakaf terhadap orang tertentu

lebih mendekati pengalihan kepemilikan daripada wakaf masjid
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dan semisalnya yang diberikan kepada umum. Wakaf masjid lebih

menyerupai pembebasan daripada selainnya karena ia mumi
karena Allah ffi sebagaimana firman Allah,

@ff/1,1tWrt
6. ,. ./.

2

"Dan sesungguhnya masjid-masjid ifu adalah kepunyaan

Allah. Maka janganlah kamu menyembah sneorang pun di
dalamnya di samping (menyembah) Allah. "(Qs. Al Jinn I72l: l8l

'u-)4/ ;f 3"fA, ltS- S'4{.:.A3(Y

l 16\ $ A3d,# Jri- it";K\ # oy

4\ (3r1, "c; ;i{ 3+a'}X- t13!@ 5t3tL

* t- ;+ 7:',41\ $r;, i t:a\ i6S )+<it 4Ai,

O-i4ri'or1;,K6A13C3k
"TidaHah pantas orang-orang musyrik ifu memaknurkan

masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka

sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaann5m, dan

mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah Wng memal<nurkan

masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah
dan hari kemudian, serh tetap mendirikan shalat menunaikan

zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka

merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk

orang-orang yang mendapat petunjuk. "(Qs. At-Taubah 19] L7-L8)
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Masjid adalah rumah Allah, sebagaimana budak yang

dibebaskan itu menjadi merdeka. Maksudnya mumi untuk Allah.

Pemerdekaan itu sarna dengan memumikan dari perbudakan.

Darinya terambil kata !.ir ljlr yunS berarti tanah yang mumi.

Jadi, pembebasan berarti memumikan seorang hamba unfuk

Allah.

Karena ifu, Syari' melarang seseorang menjadikan sebagian

dari diri budaknya merdeka sedangkan sebagian yang lain tetap

berstahrs budak, karena Allah tidak memiliki sekutu. Jika ia
membebaskan sebagiannya, maka hendaklah ia membebaskan

seluruhnya. Dalam htab Ash-Shahihain terdapat riwayat dari hnu
Umar dari Nabi $ bahwa beliau bersaMa,

* l" { ;:tsj * G d s"-*'6iLi';
iitrT eL(i JG ^;4 ,11 ?:; *ir ';;,

$ir ,\Lh'fr24
'Barangsiap Wlg memerdelal<an bagan milikn5n Wda

seoftng budak, sdangkan ia memiliki harta yang menapai harga
budak, maka (fugtan para mitanya) dihitung sebagai

tanggungannya dengan nilai Sang adil (tidak lebih dan tidak
kurang), kqnudian ia metnberi kepda pra mitanya bagian

muela, lalu budak tercebut merdeka (seluruhnSa) sefugai
tangunganrya.e

Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

e4 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Persekutuan, 2503) dan Muslim (pernbahasan:

Sumpah, lill/471.
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Demikian pula, dalam kitab Ash-Shahihain terdapat riwayat
sempa dari Abu Hurairah. 85 Dalam hadits ini Nabi $ mevvajibkan

pen!,empumaan pemerdekaan budak meskipun ia adalah milik
orang lain. Beliau memaksa orang !,ang memerdekakan untuk

memberikan sekutu-sekufunya bagian mereka dari hasil penjualan

unfuk menyempumakan pembebasan budak agar Allah tidak

memiliki sekutu padanya.

Ma&hab Imam Empat dan para imam lain adalah wajib
menyempumakan pembebasan budak. Akan tetapi, mayoritas

ulama mengatakan bahwa jika orang yang membebaskan budak

dalam keadaan lapang secara finansial, maka ia diharuskan

memberikan pengganti sebagaimana dalam hadits hnu Umar dan

Abu Hurairah. Tetapi jika ia dalam keadaan sempit, maka

sebagian ulama ada Snng mengatakan hams dilakukan sibSah,

yaifu memberikan kesempatan kepada budak unfuk bekerja

menutupi kekurangannya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan

Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Pendapat ini
dipilih oleh Abu Khaththab. Ada puna yang tidak berpendapat

demikian, dan ini merupakan ma&hab Malik, Asy-Syafi'i dan

Ahmad dalam riwayat lain, serta dipilih oleh mayoritas sahabatnya.

Maksudnya, masjid merupakan wakaf yang paling sempa

dengan pembebasan. Tidak seorang pun yang boleh mengganti

manfaatnya, sebagaimana hal ifu diperbolehkan dalam selain

masjid, sebagaimana seseorang yang memerdekakan budaknya itu

tidak memiliki manfaat-manfaatnya. Meskipun demikian, Imam

Ahmad mengikuti para sahabat dalam hal kebolehan mengganti

masjid dengan masjid lain, serta menjadikan masjid pertama

85 HR. Al Bukhari (pembahasan: Persekutuan, 2503) dan Muslim (pembahasan:

Sumpah, l503/54l,.
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sebagai pasar. Ia juga membolehkan penggantian hewan kurban

dengan yang lebih baik, padahal hewan yang telah ditetapkan

sebagai kurban telah disedekahkan karena Allah sehingga wajib

disembelih karena Allah.

Jadi, kebolehan mengganti pada selainnya yang lebih

mendekati pengalihan kepemilikan itu lebih kuat kebolehannya,

karena hak-hak manusia itu bisa dijadikan obyek tukar-menukar

dan penggantian, sedangkan hak-hak Allah tidak bisa dijadikan

obyek tukar-menukar. Tukar-menukar atas hak manusia itu tidak

dilarang kecuali mengandung kezhaliman terhadap pihak lain, atau

di dalamnya ada hak Allah, atau memang itu adalah bagian dari

hak Allah. Tidak boleh mengganti shalat dan haji dengan amalan

lain, kiblat dengan kiblat lain, bulan Ramadhan dengan bulan lain,

wakfu haji dengan waktu lain, tempat haji dengan tempat lain.

Bahkan, ketika orang-orang Jahililyah membuat bid'ah dengan

mengganti wakil haji dengan wakil lain, Allah $ berfirman,

l;it 6i\ + 3-ir';4st Oi;4)'.a.ti fiy-

i*x1t Y 
1,3+ Wgv,6 fr;;4_5 v6 r,jJ

'6tl ti.,7 r,2IP
'Saungguhnya mengundur-undurkan bulan haram ifu

adalah menambah kel<afiran, disqatl<an orEng-oreng 5nng l<afir

dengan mengundur-undurkan ifu, mereka menghalalkannya pda
suafu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar
mereka dapat mensauaikan dengan bilangan yang Allah
mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang

dihanmkan Allah. "(Qs. At-Taubah [9]: 37)
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Ketiga masjid yang dibangun oleh para nabi, disyari'atkan
perjalanan kepadanya, dan perjalanan kepadanya menjadi wajib

akibat nadzar, masjid-masjid tersebut tidak boleh diganti

mangannya dengan mangan lain, melainkan boleh ditambah,

diganti susunan dan bangunannya dengan yang lain sebagaimana

yang ditunjukkan oleh Sunnah dan ijma' para sahabat. lain halnya

dengan masjid-masjid lain karena perjalanan kepadanya tidak wajib

akibat nadzar, serta juga tidak di.ladikan tujuan perjalanan. Karean

ifu ia bisa diganti karena funtutan maslahat sebagaimana telah

dijelaskan. Wallahu a'lam.

Di antara penjelasannya adalah wakaf terhadap orang

tertentu itu diperselisihkan oleh ulama; apakah itu merupakan
pengalihan kepemilikan terhadap penerima wakaf? Ataukah ia

tetap sebagai milik pewakaf? Ataukah ia sudah menjadi milik
Allah? Ada tiga pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-

Syafi'i, Ahmad dan selainnya. mayoritas sahabat Imam Ahmad

memilih pendapat bahwa ia menjadi milik penerima wakaf, seperti

Al Qadhi dan lbnu Uqail. Sedangkan masjid dan semisalnya bukan

merupakan milik orang tertentu berdasarkan pendapat yang

disepakati umat Islam. Melainkan ia disebut sebagai milik Allah.

Terkadang ia juga disebut sebagai milik jama'ah umat Islam karena

merekalah yang berhak untuk memanfaatkannya. Jika boleh

mengganti masjid ini dengan masjid yang lebih baik karena ada

maslahat, maka kasus yang pertama lebih kuat yang lain, baik

diadakan penggantinya, atau ia dijual dan hasil penjualannya

dibelikan penggantinya. Penggantian itu sebagaimana telah

dijelaskan harus dengan sejenisnya dan lebih bermanfaat bagi

penerima wakaf.
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Hukum Zakat Atas Harta Wakaf

Imam Ahmad meredaksikan hal yang lebih kuat dari itu,

yaihr wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan

menggantikan barangnya. Abu Bakar Abdul 'Aziz dalam kitab .4s.p

Syafi mengatakan, "Al Maimuni mengutip dari Ahmad bahwa jika

dirham diwakafkan kepada keluarganya, maka di dalamnya ada

kewajiban zakat. Tetapi jika ia diwakafkan kepada orang-orang

miskin, maka di dalamnya tidak ada kewajiban zakat. Kemudian

aku bertanya, "Bagaimana jika seseorang meurakafkan uang seribu

dirham di jalan Allah?" Jika menjawab, "Jika unfuk orang-orang

miskin, maka tidak ada ker,vajiban apapun di dalamnya." Aku
bertanya, "Bagaimana jika ia mer.r.rakafkannya unh-rk senjata?" Ia

menjawab, "lnilah masalah yang samar."

Abu Barakat mengatakan, "Yang bisa terlihat dengan jelas

dari pendapat ini adalah boleh mewakafkan alat penukar untuk

tujuan pinjaman, pengembangan dan sedekah keunfungannya

sebagaimana yang kami tuturkan dari Malik dan Al Anshari." Abu

Barakat juga berkata, "Menumt madzhab Malik, mewakafkan alat

penukar unhrk dipinjamkan itu hukumnya sah." Pendapat ini

disebutkan oleh pengararng l<fiab At-Tahdzib dan selainnya dalam

bahasan tentang zakat. Mereka manrajibkan zakat di dalamnya,

sama seperti pendapat mereka terkait hev,an temak yang

diwakafkan kepada orang-orang fakir. Muhammad bin AMu[ah Al
Anshari berkata, "Boleh mer,rnkafkan dinar karena ia tidak bisa

dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskan barangnya. Ia juga

bisa dijadikan obyek mudharabah lalu keuntungannya disalurkan

kepada para penerima wakaf.

Kita tahu bahwa barang yang dipinjamkan itu hilang,

sedangkan penggantinya menempati kedudukannya unhrk

maslahat wakaf. Masalah ini diperselisihkan dalam madzhab Malik.
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Banyak sahabatnya yang melarang wakaf dirham dan dinar
berdasarkan alasan yang disebutkan oleh Al Kharqi dan ulama
yang mengikutinya. Tetapi mereka tidak menyebutkan pendapat
yang diredaksikan dari Imam Ahmad. AI Qadhi dan selainnya juga

tidak menuturkannya selain dari Al Kharqi dan selainnya.

Al Qadhi menakruili riwayat Al Maimuni dengan

mengatakan, "Wakaf dirham dan dinar hukumnya fidak sah

menurut pendapat yang ditr-rturkan Al Kharqi." Ia juga berkata,
"Ahmad dalam riwayat Al Maimuni mengatakan bahwa jika

seseorang mewakafkan uang seribu dirham di jalan Allah dan

untuk orang-orang miskin, maka tidak ada kalajiban zakat di
dalamnya. Tetapi jika ia mewakafkannya untuk lexda dan senjata,

maka ini adalah masalah yang samar." Ia melanjutkan, "Yang ia
maksud bukan wakaf dirham, melainkan jika seseorang

mewasiatkan uang seribu dirham untuk diinfakkan unfuk
pembelian kuda yang digunakan di jalan Allah, maka Imam Ahmad
menangguhkan pendapat mengenai keabsahan wasiat tersebut."

Abu Bakar berkata, "Alasannya adalah karena biaya perawatan

kuda dan senjata itu ditanggung oleh orang yang ma.r,rakafkannSa,

sehingga seolah-olah sarnar baginya mengenai kepada siapa wakaf

ini disalurkan manakala biaya la-rda dan senjata itu diberikan

kepada para penerimanya."

Pendapat pertama lebih shahih karena masalah ini sangat

gamblang bahwa ia meunkafkan uang seribu dirham, bukan

meurasiatkannya sesudah ia mati kelak. Karena seandainya ia

berwasiat agar seribu dirham tersebut diinfakkan untuk biaya

perawatan kuda yang diwakafkan oleh orang lain, maka hukumnya

boleh tanpa ada perbedaan pendapat, seperti seandainya ia

mewasiatkan uang untuk biaya perawatan masjid yang dibangun

orang lain.
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Pemyataan seseorang bahwa biaya kuda dan senjata itu

ditanggung orang yang mewakafkannya tidak bisa diterima dalam

pendapat yang kuat dalam madzhab. Akan tetapi, jika wakaf
mensyaratkan biayanya, maka dialah yang memberikan biayanya.

Tetapi jika ia tidak mensyaratkannya, maka biayanya diambil dari

baihrl mal, sama seperti aset-aset lain yang diwakafkan unfuk

masyarakat urnurn semisal masjid. Jika orang yang membiayainya

tidak bisa lagi membia5ninya, maka aset dijual. Per,vakaf tidak wajib

membiayainya.

Imam Ahmad hanya menangguhkan pendapat terkait

kanrajiban zakat, bukan terkait wakafnya karena ifulah yang

ditanyakan kepadanya. Menurut madzhabnya, manakala wakaf

diberikan kepada kalangan khusus, seperti bani fulan, maka

menumtrya wajib dikenakan zakat pada barangnya. Seandainya

seseorang mewakafkan empat puluh ekor kambing kepada bani

fulan, maka zakat wajib dikenakan pada barangnya menumt
pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad. Ini juga

mempakan pendapat Malik. Dalam riwayat Muhanna terkait orang

yang mewakafkan tanah atau kambing di lalan Allah, Malik
berkata, "la tidak dikenai zal<at, dan tidak pula kamjiban
sepersepuluh karena ia disalurkan di jalan Allah. Kev.rajiban zakat

hanya berlaku jika pewakaf memberikannya kepada kerabahrya.

Karena itu, para sahabat Malik mengatakan, 'Hal ini

menunjukkan kepemilikan penerima wakaf atas barang wakaf."
Mereka menjadikan pendapat ini sebagai salah satu dari dua

riwayat pendapat dari Malik. Sedangkan dalam madzhabnya ada

pendapat lain, yaihr tidak ada ketmjiban zakat atas barang wakaf

karena terbatasnya kepemilikan. Pendapat ini dipilih oleh AI Qadhi
dalam kutab Al Mujanad dan Ibnu 'Uqail. Ini juga mempakan
pendapat mayoritas sahabat Asy-Syafi'i.
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Adapun barang yang diwakafkan untuk kalangan urnum,

seperti jihad, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka ia
tidak dikenai zakat dalam madzhabnya dan ma&hab Asy-Syafi'i.

Sedangkan Malik tetap malajibkan zakat di dalamnya. Jadi, Imam

Ahmad menanggungkan pendapat terkait barang yang diunkafkan
untuk kuda dan senjata karena ada kesamaran di dalamnya,

lantaran kuda dan senjata itu terkadang diperuntukkan bagi suatu

kaum tertenfu, baik kepada anak-anak mereka atau selainnya. lain
halnya dengan yang disusul dengan kepemilikan pribadi.

Wakaf Pelana dan Tali Kekang yang Dihiasai
dengan Perak

Dalam riwayat Bakar bin Muhammad tentang orang yang

mewasiatkan kuda, pelana dan tali kekang yang dilapisi perak,

Imam Ahmad berkata, "Harta yang diwakafkan di jalan Allah itu
dibiarkan tetap seperti saat ia diwasiatkan atau diwakafkan. Jika
perak dari pelana dan tali kekang itu dijual lalu digunakan untuk

mengadakan wakaf yang serupa, maka itu lebih saya sukai karena

perak fidak bisa dimanfaatkan. Barangkali perak tersebut

digunakan untuk membeli pelana dan tali kekang juga sehingga

bermanfaat bagi umat Islam." Imam Ahmad ditanya, "Apakah

perak tersebut boleh dijual dan digunakan untuk biaya perawatan

kuda?" Ia menjawab, "Tidak."

Ini merupakan salah sattr keterangan yarlg disebutkan oleh

Al Khallal dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar Abdul 'Aziz, serta Al

Qadhi, Abu Muhammad AI Maqdisi dan lain-lain. Imam Ahmad

menyatakan dengan tegas bahwa kuda dan pelana yang dilapisi

perak tersebut diwakafkan sebagaimana ia diwakafkan, dan bahwa
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jika perak dari pelana dan tali kekang dijual untuk mengadakan

wakaf yang serupa, maka itu lebih saya sukai karena perak tidak

bisa dimanfaatkan. Barangkali perak tersebut digunakan untuk

membeli pelana dan tali kekang juga sehingga bermanfaat bagi

umat Islam." Jadi, penerima wakaf diberi pilihan antara

membiarkan hiasan yang diwakafkan tersebut tetap sebagai wakaf,

atau dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuafu yang

lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam benh-rk pelana dan tali

kekang. Hal ini menjelaskan yang paling utama di antara dua

perkara.

Pemyataan "karena perak tidak bisa dimanfaatkan"

maksudnya ia tidak memiliki manfaat sama sekali, karena fungsi

perhiasannya merupakan manfaat yang mubah, dan orang yang

boleh memakai perhiasan boleh menyewa perhiasan yang mubah.

Seandainya seseorang merusak perhiasan yang mubah, maka ia
bertanggung jawab. Imam Ahmad pun meredaksikan pendapat

tersebut. Seandainya ifu bukan dianggap sebagai manfaat, maka ia

tidak boleh diseruua dan tidak pula dipertanggungkan manakala

dirusak. Sebaliknya, yang dimaksud Imam Ahmad adalah

manfaatnya tidak sempuma, seperti ungkapan "benda ini tidak

bermanfaat" dengan maksud bahwa ia tidak bisa dimanfaatkan

dengan sempuma. Hal itu dapat ditunjukkan dengan redaksi Imam

Ahmad "Dan hasil penjualannya digunakan unfuk membeli sesuafu

yang lebih bermanfaat bagi umat Islam." Jadi, redaksi ini

menunjukkan bahwa keduanya sama-sarna boleh, tetapi yang

kedua lebih bermanfaat.

Seandainya ia tidak mengandung manfaat sama sekali,

maka ia tidak boleh diwakafkan karena wakaf sesuatu yang tidak

bisa dimanfaatkan itu hukumnya tidak boleh. Hal ini menjelaskan

bahwa yang terbaik di antara dua pilihan tersebut adalah perak
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wakaf dilual lalu diganti dengan yang lebih bermanfaat bagi

penerima wakaf. Yang demikian itu lebih utama daripada

membiarkannya sebagai wakaf seperti awalnya, karena
penggantinya boleh bermaslahat bag penerima wakaf. Akan
tetapi, Imam Ahmad tidak malajibkan penggantian.

Pemyataan 'dibiarkan tetap seperti saat ia diwasiatkan atau

diwakafkan" menunjukkan bahwa inilah hukum barang yang ia
wakafkan dan ia wasiatkan unfuk diunkafkan, meskipun masalah

yang ditanyakan adalah terkait orang yang merwasiatkan wakaf

barang. Kita tahu bahwa syarat dalam wasiat wakafnSn harus

diikuti, sebagaimana syarat dalam wakafnya hams diikuti.

Ucapannya terkait wasiat pemerdekaan budak harus diikuti,

sebagaimana ucapannya terkait pemerdekaan budak wajib diikut.
Barang yang diwakafkan dan budak yang dimerdekakan tidak

boleh kecuali sesuai dengan wasiatnya unfuk meunkafkan dan

memerdekakanngra. Sebagaimana tidak boleh menjadikan barang

yang diwakafkan dan budak yang dimerdekakan ifu bukan yang ia

wakafkan dan ia merdekakan. Jadi, kebolehan melakukan

penggantian pada salah sah-rnya ifu seperti kebolehan melakukan

penggantian pada yang lain. Imam Ahmad memberi alasan unhrk

anjuran menggantinya hanya karena keberadaan pengganti lebih

bermanfaat bagi umat Islam daripada perhiasan.

Serupa dengan ifu, jika seseorang mevlrakafkan sesuah.t

yang dihiasi dengan ukiran, marrner, kayu atau sema@m ifu yang

harganya sangat tinggi, maka ia boleh dijual dan hasil

penjualannya digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih

bermanfaat bagi para penerima wakaf. Jadi, yang menjadi

pertimbangan adalah yang paling bermanfaat bagi penerima

wakaf. Ada kalanya perak itu lebih bermanfaat bagi pembelinya

karena pemanfaatan pemilik berbeda dengan pemanfaatan
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penerima wakaf. Karena ifu, boleh menjual wakaf yang roboh

karena manfaatnya terbengkalai. Kita tahu bahwa sesuafu yang

tidak mengandung manfaat itu tidak boleh dijual. Akan tetapi, di

sini manfaakrya nihil bagi penerima wakaf, tidak nihil bagi

pemiliknya karena tujuan penerima wakaf adalah mengelola dan

menempati, sedangkan hal itu tidak bisa dicapai pada bangunan

yang runtuh. Adapun orang yang ingin memilikinya bisa

membelinya lalu merenovasinya dengan hartanya.

Ada perbedaan dalam madzhab Imam Ahmad terkait
perhiasan seperti ini menjadi dua pendapat, seperti perhiasan

pada gagang pedang dan seragam jihad. Pakaian kuda jihad itu
tidak ada bedanya dengan pakaian mujahid. Riwayat ini

menunjukkan kebolehan menghiasi pakaian kuda dengan perak,

seperti pada pelana dan tali kekang, karena Imam Ahmad

membolehkan wakafnya. Namun ia lebih mengnrkai penjualannya

lalu hasil penjualannya digunakan untuk membeli wakaf yang

sempa. Seandainya hal itu tidak boleh, maka tidak ada pilihan

antara dua hal tersebut.

Al Qadhi dalam kitab Al Mujarad mengatakan,
"Tampaknya ia membatalkan wakaf perak yang ada pada pelana

dan tali kekang, karena pemanfaatannya diharamkan. Ia tidak

seperti perhiasan yang penggunaannya mubah. Ia membolehkan

penggunaannya untuk sejenis dengan yang diwakafkan, yaihl

pelana dan tali kekang; dan melarang penggunaannya untuk biaya

perawatan kuda karena ia tidak termasuk jenis wakaf.

Al Qadhi melandasi masalah ini dengan ketentuan bahwa

perhiasan ini diharamkan, dan bahwa jika seseorang me\A/akafkan

sesuafu yang haram dimanfaatkan, maka ia harus dijual dan

hasilnya dibelikan sesuatu yang boleh dimanfaatkan, lalu ia
diwakafkan untuk saluran yang sama. Kita tahu bahwa implikasi

366



Majmu'ah Fatawa lbnu Taimiyyah

dari akad wakaf adalah boleh mengganti aset wakaf karena ada

maslahat, maka penjualan ini hukumnya tidak boleh, sebagaimana

dalam jual-beli dan nikah. oleh karena akad jual-beli dan nikah

tidak mengimplikasikan kebolehan penukaran, maka fldak sah

menjual sesuatu yang tidak halal dimanfaatkan, dan tidak pula

menikahi perernpuan yang haram digauli. Hal ini serupa dengan

kasus seseorang berlarban dengan hetryan yang tidak boleh

dijadikan kurtan. Her,van tersebut dijual lalu hasilnya dibelikan

heuuan yang boleh dijadikan kurban.

Pernyataan lmam Ahmad menunjukkan pendekatan

pertama, bukan pendekatan kedua, yaifu pendekatan Abu

Muhammad dan selainnya dari kalangan sahabat Imam Ahmad.

Abu Muhammad mengatakan, "lmam Ahmad membolehkan

pengslunaan perak yang ada pada pelana unfuk membeli pelana

dan tali kekang, karena yang demikian ifu berarti men5alurkan

perak untuk sesuatu yang sama jenisnya dengan yang dipasangi

perak, yaifu pelana dan tali kekang. Jadi, hal itu senrpa dengan

kuda wakaf yang telah tua sehingga tidak bisa dimanfaatkan dalam
jihad; ia boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli kuda."

Ia menambahkan, "Hasilnya tidak boleh digunakan unfuk biaya

perawatan kuda karena ifu berarti menyalurkan wakaf tidak sesuai

dengan syarat penyalurannya. "

Abu Muhammad menganggap hal itu termasuk kategori

hilangnya manfaat secara total, seperti kuda yang kehilangan

keperkasaan dan rumah wakaf yang roboh, dengan didasarkan

pada pokoknya, karena wakaf tidak boleh dijual kecuali jika

manfaatnya hilang secara total sebagaimana telah dijelaskan. Hal

itu menunjukkan bahwa wakaf perhiasan itu hukumnya sah, dan

ini merupakan pendapat Al Kharqi, Al Qadhi dan selainnya. AI
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Qadhi menjadikan madzhab ini sebagai satu pendapat mengenai

keabsahan wakaf perhiasan.

Adapun Abu Khaththab dan selainn5ra, mereka

menganggap teriadi perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Bahkan mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang

diredaksikan bahwa hukumnya tidak sah sesuai dengan redaksi

Imam Ahmad yang sampai kepadanya. Al Qadhi berkata, 'Apa
hukumnya seseorang yang meurakafkan perhiasan unfuk

dipinjamkan dan dipakai? Imam Ahmad dalam riwayat AI Atsram

dan Hanbal mengatakan, "Hukumnya tidak sah?" Ia menentang

hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah mengenai wakaf
perhiasan."

Al Qadhi juga mengatakan, "Tetapi menurut pendapat yang

jelas keshahihannya yang dituturkan oleh Al Kharqi, perhiasan

boleh diwakafkan karena ia bisa dimanfaatkan tetapi pokoknya

tetap uhrh. Sedangkan kata 'tidak sah' maksudnya adalah tidak

ada hadits yang shahih tentang hal ini, bukan berarti wakaf
perhiasan tidak sah."

Abu t$aththab mengatakan, "Adapun wakaf perhiasan

untuk dipinjamkan dan dipakai itu hukumnya boleh menumt
pendapat yang jelas keshahihannya sesuai yang dituturkan oleh Al
Kharqi. Tetapi Al Atsram dan Hanbal menuturkan darinya bahwa

hukumnya tidak sah."

Pendapatnya yang membolehkan wakaf pelana dan tali

kekang yang dihiasi perak itu sesuai dengan yang disebutkan oleh

Al Kharqi. Namun, ia lebih utama diganti dengan yang lebih

bermanfaat bagi penerima wakaf, yaitu perhiasan tersebut

digunakan untuk membeli pelana dan tali kekang.
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Redaksi Imam Ahmad dan Selainnya Mengenai
Kebolehan Mengganti Hewan Kurban dengan yang
Lebih Baik

Menurut pendapat yang dirdaksikan Imam Ahmad di
banSruk serta pendapat yang dipilih oleh mayoritas sahabatnya

adalah boleh mengganti hewan kurban haji atau kurtan Idul Adha

dengan yang lebih baik. Imam Ahmad dalam riwayat Abu Thalib

berkata bahwa orang yang membeli hewan kurban untuk

digemukkan guna disembelih hari Idul Adha itu boleh

menggantinya dengan yang lebih baik darinya, bukan dengan yang

lebih rendah. Ada yang bertanya, "Bagaimana jika ia

menggantinya dengan yang lebih baik darinya dengan cara

menjualnya?" Ia menjawab, "Boleh. "

Al Qadhi berkata, "Pendapat dalam riwayat Shalih, hnu
Manshur dan AMullah tentang kebolehan mengganti hev.ran

kurban dengan yang lebih baik mempakan pendapat yang

muflak." Ia juga mengatakan, "Saya membaca dalam masalah-

masalah Fadhl bin Ziyrad bahwa jika ia telah memberinya tanda

kurban, maka ia tidak boleh menjualnya kecuali kepada orang

yang akan menjadikannya kurtan.

Kedua riwayat pendapat darinya ifu sarna seperti dua

riwayat pendapat darinya dalam masalah masjid; apakah ia boleh

dijual dan berbagai perlengkapannya dipindahkan ke masjid yang

lebih baik? Demikian pula di sini. Dalam salah satu dari dua

riwayat pendapat, ia melarang mengambil penggantinya kecuali
jika hewan tersebut tetap dikurbankan karena kesakralan kurban

melekat pada diri hewan itu sendiri.

Al Kharqi berkata, "Boleh mengganti hewan kurtan setelah

pemiliknya menetapkannya dengan yang lebih baik darinya." Al
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Qadhi Abu Ya'la dalam lntab At-Ta'liq berkata, "Jika seseorang

menetapkan badanah (unta yang gemuk), maka ia boleh

menjualnya, tetapi ia tetap menanggung badanah sebagai

penggantinya. Jika ia tidak menetapkan penggantinya hingga

hewan tersebut bertambah gemuk, atau bertambah lebat bulunya,

atau melahirkan anak, maka ia menanggng badanah yang sama

dalam keadaan telah mengalami peningkatan, serta yang setara

dengan anaknya. Seandainya ia telah menetapkan penggantinya

sebelum badanah yang digantikan ifu mengalami peningkatan dan

melahirkan anak, maka ia tidak menanggung tambahan apapun."

Mengganti Obyek Nadzar dengan yang Lebih Baik

Saya tidak mengetahui adanya ulama dari kalangan sahabat

Imam Ahmad yang berbeda pendapat dalam hal ini selain Abu

Khaththab, karena ia memilih pendapat yang tidak membolehkan

penggantian hewan kurban. Ia mengatakan, "Jika seseorang

bemadzar unfuk berkurban dan telah menunjuk hewan kurban,

maka kepemilikannya telah hilang dari hewan tersebut. Ia tidak

boleh melakukan tindakan terhadapnya dengan cara menjual atau

menggantinya. Demikian pula jika ia bemadzar untuk

memerdekakan seorang budak tertentu atau menginfakkan dirham

tertenfu." Ia menambahkan, "lni adalah qiyas madzhab menumtku,

karena penunjukan ifu sama kedudukannya dengan nash dalam

nadzar yang tidak bisa dihapus, karena Ahmad telah meredaksikan

dalam riwayat Shalih dan Ibrahim bin Harits terkait orang yang

bernadzar untuk menyembelih hewan kurban tertenfu lalu hewan

tersebut menjadi buta atau cacat, bahwa kurbannya ifu sah. Tetapi

seandainya hewan tersebut masih menjadi miliknya, maka kurban
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dengannya tidak sah, dan ia wajib berkurban dengan heuran yang

sehat, seperti seandainya ia bemadzar untuk menyembelih kurban

secara mutlak-"

Abu l(haththab iuga mengatakan, "Demikian pula redaksi

Imam Ahmad dalam riwayat Hanbal terkait hewan kurban haji

ketika ia menjadi kurus setibanya di Tanah Haram, maka kurban

tersebut sah. Seandainya ia masih menjadi miliknya, maka

kurbannya tidak sah, dan ia wajib menggantinya dengan kurban

yang lain. Selain itu ada masalah-masalah lain yang menunjukkan

pendapat yang saya pegang."

Abu Khaththab mendasari pendapatnya itu dengan alasan

bahwa kepemilikannya telah hilang dari hewan tersebut, sehingga

tidak boleh mengganti sesudah hilangnya kepemilikan. Ini
merupakan pendapat para sahabat Malik. Sedangkan AsySyafi'i
dan Abu Hanifah membolehkan penggantiannya dengan yang

lebih baik. Para sahabat Asy-Syafi'i melandasi pendapat tersebut

bersama AI Qadhi Abu Ya'la dan para ulama yang sependapat

dengannya dengan alasan bahwa kepemilikannya tidak hilang

darinya. Perbedaan di antara dua kelompok tersebut berkaitan

dengan masalah pokok ini.

Ahmad dan fuqaha sahabatnya tidak perlu melandasi

masalah ini dengan masalah pokok ini. Sedangkan Abu Khaththab

berkata, "lni adalah qi5ns dalam masalah na&ar, bahwa jika

seseorang bemadzar unfuk shalat di sebuah masjid terterfu, maka

ia harus mengeriakannya. Tetapi kami meninggalkannya karena

ada syari'a! yraifu sabda Nabi S,
.JAA N Ar\"]lr-';tj;i \
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masjid.

"ndak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke tiga
,86

Kemudian ia ditanya, "Seandain5n seseorang bema&ar
untuk shalat di Masjid Al Aqsha, apakah ia boleh shalat di Maslid

Al Haram?" Ia menjawab, "Jika khabar tentang hal tersebut tidak

shahih, maka kami tidak menerima riwayat pendapat ini."

Apa yang dikatakan oleh Abu Khaththab ini sebagaimana ia

bertentangan dengan pendapat yang diredaksikan Imam Ahmad

dan mayoritas sahabatnya, ia juga bertentangan dengan seluruh

ushullmam Ahmad, karena kebolehan penggantian hewan ktrrban

menurut Imam Ahmad tidak membutuhkan keberadaan hewan

kurban tersebut tetap sebagai miliknya. Bahkan, hal ifu tidak

memiliki pengaruh terhadap kebolehan penggantian, karena

seandainya seseorang bemadzar unfuk memerdekakan seorang

budak lalu ia telah menunjuknya, maka ia tidak boleh

menggantinya tanpa diragukan meskipun budak tersebut belum

keluar dari kepemilikannya. Bahkan ia mengatakan, "Hewan

kurban itu telah keluar dari kepemilikannya, tetapi ia boleh diganti
dengan yang lebih baik, sebagaimana kami berpendapat sarna

dalam masalah masjid, dan sebagaimana kami berpendapat boleh

mengganti perkara-perkara yang dinadzarkan. Karena

menyembelih kurban adalah ibadah karena Allah, sedangkan

penyembelihan kurban yang lebih baik itu lebih dicintai Allah

sehingga_ia seperti penggantian nadzar tersebut, dan hal ifu lebih

balHbaEi penduduk Al Haram. L-ain halnya dengan pemerdekaan

budlk, karena yang berhak atas kemerdekaan adalah budak

tersebut sehingga haknya menjadi gugur seandainya ia diganti-

s6 HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1995) dan Muslim (pembahasan: Haji,
827/4tsl.
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Perbedaan pendapat mengenai keberadaan hewan kurban
yang ditunjuk itu tetap sebagai miliknya atau telah keluar dari
milikn5n ihr sertrpa dengan pe6edaan pendapat dalam masalah

wakaf kepada masyarakat urnurn. Pendapat yang masyhur dalam

madzhab Ahmad dan mayoritas ulama tentang hal ini adalah

masjid tersebut merupakan milik Allah. Ada pula yang mengatakan

bahwa ia milik umat Islam. Yang berhak yang melakukan tindakan
terhadapnya dengan cara memindahkan adalah umat Islam yang

berhak memanfaatkannya. Jadi, mereka melakukan tindakan
terhadap berdasarkan hukum perwalian, bukan berdasarkan

hukum kepemilikan. Demikian pula dengan hewan kurban yang

ditentukan dengan nadzar. Jika dikatakan bahwa ia telah keluar

dari kepemilikan pelakunya, maka ia memiliki kau;enangan unh.rk

melakukan tindakan terhadapnya dalam bentuk penyembelihan

dan pembagian. Demikian pula, ia memiliki kewenangan unfuk
melakukan tindakan terhadapnya dengan cara menggantinya.

Seperti seandainya ada orang yang merusaknya, maka orang yang

berkurban boleh mengambil harganya dan membelikan

penggantinya meskipun ia bukan pemiliknya. Jadi, keluamya

hs.rrcn kurtan dari kepemilikannya ifu tidak menggugurkan

kebolehan untuk melakukan tindakan terhadap berdasarkan

karenangan yang qrar'i.

Perbedaan pendapat terkait orang yang berkurban: apakah

ia memilikinya atau tidak memilikinya, baik dalam masalah kurban

atau dalam masalah-masalah yang sejenisnya, (perbedaan

pendapat tersebut) senrpa dengan perbedaan pendapat mengenai

budak apakah ia dimiliki atau tidak; sempa dengan perbedaan

pendapat terkait orang kafir harbl. apakah mereka memiliki harta

umat Islam atau tidak (seandainya mereka merampasnya); serupa

dengan perbedaan pendapat tentang penerima wakaf, apakah ia

373



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

memiliki wakaf atau tidak. Perbedaan pendapat dalam masalah-

masalah ini timbul akibat dugaan terhadap keberadaan

kepemilikan sebagai safu jenis yang serupa macam-macamnya.

Padahal itu tidak benar, melainkan kepemilikan adalah

kemampuan syar'i. Syari' terkadang mengizinkan seseorang unfuk

melakukan suatu tindakan, tetapi tidak mengizinkan tindakan lain,

serta menetapkan bahwa satu tindakan mengalihkan kepemilikan,

tetapi tidak dengan tindakan yang lain. Dalam hal ini ia dianggap

sebagai pemilik dengan kepemilikan yang khusus. Ia tidak seperti

kepemilikan pewaris. Kepemilikan pewaris pun tidak sama dengan

kepemilikan pembeli dari semua sisi, melainkan terkadang

keduanya berbeda. Demikian pula dengan kepemilikan atas harta

rampasan dan semisalnya ifu berbeda dengan kepemilikan pembeli

dan pewaris.

Jadi, pernyataan seseorang "ia memiliki hewan kurban
yang telah ditunjuknya," jika yang dimaksud adalah ia memilikinya
seperti pembeli memilikinya, dimana ia boleh menjualnya dan

mengambil hasil penjualannya untuk dirinya sendiri,

memberikannya kepada orang yang ia mau, dan mewariskannya

sebagai hak milik, maka ifu tidak benar. Demikian pula, jika yang

dimaksud dengan keluamya hewan kurban dari kepemilikannya

adalah tindakan terhadapnya telah terputus sebagaimana

terputusnya tindakan akibat pemerdekaan atau penjualan, maka

itu Udak benar. Sebaliknya, ia memiliki kepemilikan khusus

terhadapnya, yaifu untuk menjaganya, menyembelihn5ra, dan
membagikan dagingnya, menyedekahkannya dan memakannya.
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Kebolehan Mengganti Bangunan Ka'bah dengan
Bangunan yang Lain

Dalil masalah ini dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, riwayat valid dalam kitab Ash-Shahihain dan
Aisyah @, dari Nabi S bahwa beliau bersaMa,
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"Seandainya bukan karena kaummu baru saja terlepas dari
masa jahilijnh, nisaya aku akan merobohkan l<a'bah, dan aku
pasti akan menempelkann5n di tanah, serta aku pasti membuat
dua pinfu unfuknya, Wifu safu pintu unfuk orang-orzng masuk dan
safu pinfu unfuk mereka keluar.'87

Kita tahu bahwa Ka'bah merupakan wakaf yang paling

mulia di muka bumi. Seandainya perubahan dan penggantiannya

sesuai sifat-sifat yang disebutkan Rasulullah # it, wajib, tenhrlah

beliau tidak membiarkannya seperti keadaannya waktu ifu. Dari
sini dapat diketahui bahwa hukumnya boleh, dan itu lebih

bermaslahat seandainya keadaannya tidak seperti yang beliau

sampaikan, yaitu orang-orang Quraisy baru saja memeluk Islam.

Hadits ini juga menjelaskan penggantian bangunan Ka'bah dengan

bangunan lain. Dari sini dapat diketahui bahwa hukumnya boleh

87 HR. AI BulrCrari (perrbahasan: Ilmu, 126l hn Muslim (pernbahasan: Haji,
r$3,/40r).
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secara garis besar. Penggantian strukfurnya dengan strukfur lain

mempakan salah safu benfuk penggantian.

Dalil-Dalil tentang Kebolehan Menjual Masjid untuk
Maslahat

Selain itu, ada riwayat valid bahwa Umar dan 'Utsman .$
pemah mengubah bangunan masjid Nabi &. Umar

membangunnya dengan yang serupa dengan bangunannya yang

pertama, yaifu dengan bahr bata dan kayu kurma. Sedangkan
'Utsman lg, membangunnya dengan materi yang lebih baik dari

sebelumnya seperti kayr sejenis kay.r jati. Bagaimana pun, bafu

bata dan kayu kurma yang merupakan wakaf ifu telah diganti oleh

Khulafa' Rasyidun dengan yang lain. Ini termasuk perkara terbesar

yang masyhur, tetapi tidak ada seorang pun yang menentangnya.

Tidak ada perbedaan antara mengganti bangunan dengan

bangunan lain, atau mengganti lahan dengan lahan yang lain

manakala maslahat mengharuskannya.

Karena itu Umar bin Khaththab & mengganti masjid Kufah

dengan masjid lain. Ia mengganti mangan ifu sendiri, sehingga

ruangan yang pertama menjadi pasar kurma. Ini merupakan

penggantian wakaf yang paling ekstrem karena ada maslahat.

Selain itu, ada riwayat valid dari Nabi & bahwa beliau

membolehkan penggantian perkara yang dinadzarkan dengan

yang lebih baik. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Sunan

Abu Daud, Abu Daud berkata: Musa bin Isma'il menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami,

Habib Al Mu'allim mengabari kami, dari 'Atha' bin Abu

Mudharabah, dari Jabir bin Abdullah:
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"Ada seorang laki{aki yang berdiri pada hari Fathu

Makkah, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku bemadzar lika Allah

fu memberimu kemenangan atasmu, maka aku akan shalat di

Baitul Maqdis." Abu Salamah menambahkan, "Safu kali dua
rakaat." Nabi & bersaMa, "Shalatlah di sini!" Orang ifu

mengulangi ucapannya, tetapi beliau tetap bersabda, "Shalatlah di
sini!" Kemudian ia mengulangi lagi, lalu beliau bersaMa, 'I{alau

begtfu tersenh kamu frja!'aa

Abu Daud berkata, 'Hadits serupa dirirrrayatkan dari
Abdurrahman bin 'Auf dari Nabi 6l$."

Karena ifu, dalam l<ttab As-Sunan terdapat jalur riraayat

ketiga yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari
sekelompok sahabat Nabi $. Abu Daud berkata: hnu Khalid

menceritakan kepada kami, Abu 'Ashim menceritakan kepada

kami, 'Abbas Al 'Anbari menceritakan kepada kami, Rauh

88 HR. Abu Daud (pernbahasan: Sumpah, 3305), Ad-Darirni (pembalrasan,

Nadzar, 2/LU-1851, dan Ahmad 13/%31.
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menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Yusuf bin Hakam bin

Abu Sufuan mengabari kami, bahwa ia mendengar Hafsh bin

Umar bin Abdurrahman bin Auf berkata: dari beberapa sahabat

Nabi S, dengan redaksi seperti ini. Ia menambahkan: Kemudian

Nabi $ bersabda,

Uiti '42'; ,6;u. t:rL-l ',;. ,S;{r)
oo

.osi1)l
O/ ,c/ {.o

O;e l)*
lze;* 'rl)

'Demi Dzat yang mengufus Muhammad dengan kebenaran,

sandain5a engkau shalat di sini, maka ifu sudah cukup bagimu

sehingga kamu tidak perlu shalat di Baitul Maqdis."

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh para

sahabat Anshar dari hnu Juraij. Hafsh bin Umar untuk Hinnah

berkata: Umar berkata: Keduanya mengabarkan dari
Abdurrahman bin Auf dari beberapa sahabat Nabi g."as

Dalam kitab Al Musnad dan Shahih Muslim terdapat
riwayat dari hnu Abbas .$90'

ilr Gti;- tt :Ut- 66i?k;i;r oi
/

l r'l ,U",5;)l G,eii;
co

O/
(:*J

a!r o A z lo "rjFT

8e HR. Abu Daud (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 3305) dan Ahmad (5/373).
90 Ustadz Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam komentamya terhadap hadits ini

dalam kitab Shahk Muslim berkata, "Hadits ini termasuk hadits yang ditolak oleh
Muslim lantaran sanadnya. Para hafiz mengatakan bahwa penyebutan Ibnu 'Abbas di
dalamnya adalah keliru, dan yang benar adalah dari hrahim bin AMullah dari
Maimunah."
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"Ada seorang perempuan yang menyampaikan suafu

aduan. Ia berkata, "Jika Allah menyembuhkanku, aku pasti akan

pergi untuk shalat di Baitul Maqdis." Kemudian perempuan itu pun

sembuh. Ia lantas bersiap-siap unfuk pergi. Ia mendatangi

Maimunah unfuk mengucapkan salam kepadanya dan

memberitahukan kepergiannya. Maimunah berkata, "Duduklah,

makanlah makanan yang kau buat, dan shalatlah di masjid

Rasulullah $, karena aku mendengar Rasulullah S bersabda,

'Satu kali shalat di masjid ini lebih ubma daripada seibu kali
shalat daripada shalat di masjid-masjid lain kecuali masjid

Ka'bh'. ol

Ini adalah madzhab mayoritas ulama seperti Asy-Syafi'i,

Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah, Ibnu

Mundzir, dan selainnya. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang

er HR. Muslim (pembahasan? Haji,1396/510) dan Ahmad (6/3331
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bemadzar untuk shalat di Baitr-rl Maqdis, maka ia cukup shalat di

Masjid Nabi $. Jika ia bemadzar untuk shalat di Masjid Nabawi,

maka ia cukup shalat di Masjid Al Haram. Jika ia bemadzar untuk

shalat di Masjid Al Haram, maka tidak sah baginya shalat di selain

tempat tersebut menumt mayoritas ulama. Ini juga merupakan

madzhab Ibnu Musayyib, Malik, Asy-Syaf i dalam pendapahrya

yang paling shahih di antara dua pendapat, serta madzhab Abu

Yusuf sahabat Abu Hanifah. Dituturkan dari Abu Hanifah bahwa

tidak ada kewajiban tempat baginya untuk shalat. lain halnya jika

ia bemadzar unhrk pergi ke Masjid Al Haram guna menunaikan

haji atau umrah, karena yang demikian ifu hukumnya wajib

baginya tanpa ada perbedaan pendapat. Abu Hanifah melandasi

pendapatnya ini dengan ushulnya, yaifu suatu perbuatan tidak

wajib akibat nadzar kecuali yang jenisnya wajib berdasarkan

syari'at.

Sedangkan Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i dalam pendapat

yang jelas keshahihannya dalam madzhabnya mewajibkan semua

perbuatan yang mengandung unsur taat akibat nadzar meskipun
jenisnya tidak wajib berdasarkan syari'at, sebagaimana dgelaskan

dalam kitab Shahih Al Bul<hari dari Aisyah @ dari Nabi $ bahwa

beliau bersabda,

I
z/.2 o aa

J-U d)
o
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*Barangsiapa yang bemadzar unfuk menaati Allah, maka

hendaklah ia menaatinya. Dan yang bemadzar unfuk
makiat kepda Allah, maka janganlah ia maksiat kepadanyp.'92

Nabi $ juga bersabda,

I

"shalatlah kanu di sini!'93

Nabi $ juga bersaMa,

l, 'J1- 'iY'* 'Ob'f;:l t;i 42 ';

k

AG

rii6

O/,/ij -0I
\2

"Seandainya engkau shalat di sini, maka ifu cukup bagimu

tanpa perlu shalat-atau setiap shalat4i Baitul Maqdis. D4

Dalam hadits ini Nabi $ hanya menyebut shalat di Masjid

AI Haram, tidak mengatakan: Shalatlah di mana saja! Beliau

bersabda, "Sandainya engkau shalat di sini, maka ifu cukup

bagimu tanpa perlu shalat di Baitul Maqdis." Jadi, beliau

menjadikan shalat yang bisa menggugurkan kewajiban adalah

shalat di masjid yang lebih utama, bukan di setiap tempat. Hal itu
menunjukkan bahwa beliau tidak memindahkannya ke tempat
penggantinya melainkan karena keutamaan, bukan karena shalat

itu tidak wajib.

e2 HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 6700).
9s Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
9a Takhrijhadits telah disebutkan sebelumnya.
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Dalam kitab-kitab Ash-Shahih dijelaskan keutamaan masjid

beliau dan Masjid Al Haram atas Masjid Al Aqsha. Dalam kitab.4s-

Sunan dan Al Musnadjuga dijelaskan keutamaan Masjid Al Haram

atas masjid beliau. Ada riwayat valid dari beliau dalam kitab .4si-
Shahihain melalui jalur Abu Hurairah dan Abu Sa'id, bahwa beliau

bersabda,

+*;ir i'r-t..-;i iv.r a Vf ie'St'l;j\
,;,<)

t-;:

t -r*-i,Jt:r

JL']/.;-txL

o
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c

"Tidak boleh mengadakan kecuali ke figa masjid,

yaitu: Masjid Al Hanm, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini. Ds

Dalam redaksi Muslim disebutkan,

.JAA
^l)i

'Perjalanan yang jauh dilaln*an hanya ke tiga masiid. D6

Hadits ini menunjukkan bahwa perjalanan ke tiga masjid

tersebut dianggap sebagai kebajikan, taqarub dan amal shalih.

Karena itu Nabi @ mengizinkan sahabat di atas pergi ke Masjid Al
Aqsha, meskipun beliau memerintahkannya untuk shalat di Masjid

Al Haram dan memberitahunya bahwa shalat di Masjid Al Haram

sudah mewakili. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa perintah

tersebut adalah perintah anjuran, dan sahabat tersebut diberi

pilihan antara melakukan nadzar secara persis atau melakukan

yang lebih baik darinya.

ss fakhaiffiits telah disebutkan sebelwnrnTa.
96 69. Muslim (pernbahasan: Haii, 1397,1513).
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Kita tahu bahwa nadzar mengakibatkan wajibnya perbuatan

taat yang ia nadzarkan karena Allah, sesuai dengan sabda beliau,
"Barangsiapa yang bemadzar untuk menaati Allah, maka

hendaklah ia menaatinya. " Ini adalah perkara yang ia wajibkan

atas dirinya sendiri, bukan wajib berdasarkan syari'at sejak awal.

Kemudian, Syari' menjelaskan bahwa pengganti yang lebih utama

dapat menggantikan ke-dudukannya. Kurban yang ditentukan

kewajibannya itu termasuk jenis kewajiban nadzar yang ditentukan.

Hal itu menunjukkan bahwa penggantiannya dengan yang lebih

baik itu lebih utama daripada menyembelih kurban yang ditunjuk,

seperti kewajiban dengan syari'at yang ada dalam pertanggungan.

Contohnya adalah seseorang wajib menyembellh bintu makhadh

lalu ia menyembelh binfu labun, atau ia wajib menyembellh binfu
labun lalu ia membayarkan hiqqah. Mengenai hal itu terdapat
sebuah hadits dalam l<rtab As-Sunan dari Nabi $, dimana beliau

menjelaskan bahwa jika ia membayarkan yang lebih baik daripada

kewajibannya, maka ihr sah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu
Daud dalam l<rtab As-Sunan dan selainnya.

Abu Daud berkata: Muhammad bin Manshur menceritakan

kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami,

ayahku menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, AMullah bin

Abu Bakar menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Abdullah bin

Abdurrahman bin Sa'd bin Zrxarah, dari 'lmarah bin Amr bin
Hazm, dari Ubai bin Ka'b, katanya:
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Rasulullah # mengutusku sebagai pengutip zakat,

kemudian aku melewati seorang laki{aki. Ketika ia mengumpulkarrr

hartanya di hadapanku, aku tidak menemukan kewajiban padartya

selain bintu makhadh. Aku lantas berkata kepadany4,
"Bayarkanlah binfu makhadh, karena itulah zakaknu!" :,la

menjawab, 'Tetapi itu tidak ada susu dan punggungnya (fuCak.lirilm

dinaikfl. Sebaliknya ambil ini saja, unta muda yang besar dan
gemuk!" Aku berkata kepadanya, "Aku tidak mau mengambil apa
yang tidak diperintahkan kepadaku. Rasulullah $ sekarang berada

di dekat dari sini. Jika mau, kamu bisa mendatanginya dan

menawarkan kepada beliau apa yang engkau tawarkan kepada

kami. Jika beliau menerimanya, maka aku menerimanya. Tetapi
jika beliau menolaknya, maka aku pun menolaknya-" Orang itu
berkata, "Aku akan menemui beliau." Kemudian orang ifu pergi

bersamaku dengan membawa unta yang ia tawarkan kepadaku,

hingga kami tiba di tempat Rasulullah $. Orang itu berkata,

"Wahai Nabiyullah! Utusanmu ini mendatangiku untuk mengambil

3Es

o



Maimu'ah Fatawa lbnu Taimiy,vah

zaxat hartaku. Demi Allah, Rasulullah i{$ dan utusannya tidak

pemah memeriksa hartaku sebelumnya. Kemudian aku

mengumpulkan hartaku di hadapannya, lalu ia mengklaim bahwa

l<evrajibanku adalah bintu makhadh. Sedangkan bintu makhadh in:
tidak ada susu dan punggungnya. Aku menawarkan kepadanya

seekor unta muda yang gemuk tetapi ia menolaknya. Nah,

sekarang aku membawakannya kepadamu, ambillah!" Rasulullah

i* bersabda, 'Ifulah katmjibanmu, tetapi jika kamu sukarela

memberikan yang lebih baik, maka Allah akan memberimu pahala

Can kami meneriman5n daimu- "Orang itu berkata, "lni, ambillah,

'.;a Rasulullah! Aku sudah membawakannya untukmu, ambillah!"
Rasulullah f$ Iantas menyuruh unfuk menerima unta tersebut dan

mendoakan berkah atas harta orang itu.97

Kesimpulan yang terkandung dalam hadits ini, yaitu

ke:trolelian membayarkan zakat hewan ternak dengan umur yang

iebih fua dari kewajibannya merupakan madzhab mayoritas fuqaha

yang masyhur dan selainnya. Ada riwayat valid bahwa penggantian

ke-rvajiban dengan yang lebih baik darinya itu hukumnya boleh,

bahkan dianjurkan dalam perkara-perkara yang diwajibkan syari'at

dan diwajibkan seorang hamba atas dirinya. Dalam hal ini tidak

ada perbedaan antara keurajiban dalam pertanggungan dan apa

l,ang diwajibkan dalam keadaan telah ditunluk. Meskipun perkara

yang wajib dalam pertimbangan itu bersifat mutlak dari satu sisi,

namun ia tetap dikhususkan dan spesifik. Karena itu, ia tidak boleh

menggantinya dengan yang lebih rendah tanpa ada keraguan

tentang masalah ini.

97 HR. Abu Daud (pernbahasan:7-al<at f 583) dan Ahmad 15/142)-
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Memberikan yang Lebih baik daripada Wakaf yang
Dinadzarkan

Atas dasar ifu, seandainya seseorang bemadzar untuk

mewakafkan sesuahr lalu ia meunkafkan yang lebih baik darinya,

maka ifu lebih utama. Seandainya seseorang bemadzar untuk

membangun masjid dengan sifat-sifat tertenhr atau memberikan

wakaf dengan sifat-sifat tertentu, lalu ia membangun masjid yang

lebih bagus atau memberikan wakaf yang lebih bagus, maka itu
lebih utama. Seandainya ia telah menunjuk bendanya dengan

mengatakan, "Aku berjanji kepada Allah untuk membangun rumah

ini sebagai masjid, atau mer,r,rakafkannp kepada orang-orang fakir

dan miskin," kemudian ia membangun dan mewakafkan yang lebih

baik darinya, maka itu lebih utama. Ini seperti orang yang

bemadzar untuk shalat di Masjid Al Aqsha lalu ia shalat di Masjid

Al Haram, atau ia menanggung kewajiban bntu makhadh lalu ia
membayarkan yang lebih baik darinya-

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kewajiban yang

ditetapkan ukurannya manakala pelakunya menambahkannya,

seperti zakat fitrah ketika dikeluarkan lebih dari satu sha'.

Mayoritas fuqaha membolehkannya. Ini adalah madzhab Astr
Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya. Tetapi dari Malik

diriwayatkan pendapat yang memakruhkannya. Sedangkan

tambahan dari segi sifat, seluruh fuqaha sepakat boleh. Tetapi

yang benar adalah boleh unfuk dua jenis tambahan tersebut sesuai

dengan firman Allah,

/1(! /<
CbF JJ
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'Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya

fika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (vaitu): memberi

mal<an seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati
mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan
berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahur. " (Qs. Al
Baqarah I2l l%l

Ada keterangan valid menumt kesepakatan ulama -dan itu
terdapat dalam kitab-kitab Hadits yang shahih dan selainnya, serta

dalam kitab-kitab Tafsir dan Fiqih- bahwa ketika Allah

mewajibkan puasa Ramadhan, orang yang mukim tetapi berat

untuk berpuasa diberi pilihan antara berpuasa atau memberi

makan satu orang miskin setiap hari. Jadi, yang wajib adalah

memberi makan orang miskin, dan Allah menganjurkan unhrk
memberi makan lebih dari seorang muslim. Allah & berfirman,

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (iika

mereka tidak berpuasa) membayar ftdyah, (yaifu): memberi makan

seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati
mengerTbkan kebajikan. " Kemudian Allah @ berfirman, "Dan

berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."ketika mereka

diberi pilihan, maka mereka terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang

paling tinggi adalah berpuasa. Disusul dengan memberi makan

setiap hari lebih dari seorang miskin. Dan yang paling rendah

adalah hawa nafsu memberi satu orang miskin. Kemudian sesudah

itu Allah memastikan puasa dan menggugurkan pemilihan di

antara tiga pilihan tersebut.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa dalam htab Sunan

Abu Daud terdapat riwayat sebagai berikut: Abdullah bin

Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Abdurrahim,
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dari Jahm bin Jarud, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia

berkata:

* ib hr €, TUtU # 6r^(
-/ e-21/./...2.
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Umar bin Khaththab rg berkurban unta najibalP8 dengan

harga tiga rafus dinar. Kemudian ia mendatangi Nabi # d*
berkata, "Ya Rasulullah, aku berkurban najibah dengan harga tiga

rahrs dinar. Apakah aku boleh menjualnya dan membelikan hasil

penjualannya badanah (unta yang gemukf?" Beliau menjawab,
'Tidak, sembelihlah unta itu sajalog

Dalam hadits ini Nabi $ melarang Umar unfuk menjualnya

dan menggunakan hasil penjualannya untuk membeli badanah.

Jawabnya, masalah ini -dengan asumsi shahih

riwayatnya- merupakan kasus spesifik, tidak ada lafazh umurn
yang menunjukkan larangan penggantian secara mutlak.

Sedangkan kami tidak membolehkan selain penggantian secara

se Naiibahberarti unta yang kuat, ringan dan tangkas. Uh. An-Niha5ah fi Ghafib Al
Hadib(5/L71.

99 t{R. Abu Daud (penrbahasan: Manasik, 1756).
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mutlak. Tidak seorang ulama pun yang membolehkan tanpa ada

sandaran. Dalam hadits ini tidak ada keterangan bahwa

penggantinya lebih baik daripada asalnya. Sebaliknya, tampaknya

najibah itu lebih baik. Ada riwayat valid dalam kitab Ash-Shahih
dari Nabi @ bahwa beliau ditanya:

tf;it tk u>r;( ,Jub tf$i qti')t Lf

t4^i'*
"Budak seperti apa yang paling baik?" Beliau menjawab,

"Yang palins mahal dan paling berharga bagi

pemiliknya.'iloo

Allah & p* berfirman,

"'6 
i'- n 6y ;Jf '*3" #- ;-, A)

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa

mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu timbul

dari ketakonan hati."(Qs. Al Hajj l22l:32)

Menumt sebuah pendapat, di antara bentuk pengagungan

syiar-syiar Allah adalah membaguskan heruuan kurban,

menggemukkannya, dan memahalkan harganya.

Najibah merupakan unta yang berharga. Karena itu Umar

& membayamya dengan harga yang tinggi. Kurban najibah

karena Allah itu lebih utama daripada kurban dengan sejumlah

100 gp. Al Bukhari (pernbahasan: Pemerdekaan Budak, 2518) dan Muslim
(pernbahasan: Iman, 5/771.
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unta dengan kualitas yang lebih rendah dengan harga yang sama.

Raja yang diberi hadiah kuda 5rang bemilai itu lebih disukainya

daripada diberi hadiah sejumlah kuda meskipun dengan harga

yang sarna. Jadi, keutamaan ihi tdak hanya diukur dengan
banyaknya bilangan, melainkan Allah & juga berfirman,

Z#q;"*!;:7i1J6i
"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang

sempuma), sebelum kamu menalkahkan sebahagian harb tnng
kamu cintai. "(Qs. Aali 'lmraan l3l:92),

Apa saja yang paling dicintai seseorang manakala

disedekahkan untuk taqamrb kepada Allah maka itu lebih utama

daripada selainnya meskipun keduanya setara nilainya, karena

hadiah dan kurban mempakan ibadah fisik dan harta, tidak seperti

sedekah mumi. Bahkan, jika seseorang menyembelih hewannya
yang berharga karena Allah, maka ifu lebih dicintai Allah. Seorang

ulama salaf mengatakan, "Janganlah salah seorang di antara kalian

memberikan kurban kepada Allah bempa sesuafu yang ia malu

unfuk ia hadiahkan kepada orang yang ia muliakan."
Allah S berfirman,

6 {y )*gpj -b}*'^, Ldi i# {,

"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri ddak mau
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata

terhadapnya. "(Qs. Al Baqarah [21. 267')

ecj.)

)r2lrir'l
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Dua anak Adam pemah mengadakan kurban, tetapi hanya

kurban salah satunya yang diterima, sedangkan kurban yang lain

tidak diterima- Ada keterangan bahwa penyebab diterimanya
kurban salah safu anak Adam tersebut adalah karena ia
mengurbankan hartanya yang berharga, sedangkan anaknya yang

lain mengurbankan hartanya yang paling rendah. Wallahu a'lam.

Mengganti Wakaf dengan yang Lebih Baik

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Dtanya

Ada seseorang yang bemadzar unfuk mewakafkan sesuatu,

kemudian ia melihat sesuatu lain lebih berharga bagi para

penerima wakaf. Apakah ia boleh menggantinya atau fidak?

Syaikfiul Islam Ibnu Taimiy!/ah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penggantian

perkara yang dinadzarkan atau aset yang divrnkafkan dengan yang

Iebih baik ihr seperti penggantian herr.ran kurban. Ada dua macam

penggantian, yaitu:

Pertama, penggantian karena hajat, seperti aset wakaf tidak
bisa dipakai lalu ia dijual dan hasil penjualan dibelikan sesuatu yang

menggantikannya. Misalnya, jika kuda yang diwakafkan untuk
perang tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk perang, maka ia boleh

dijual dan hasil penjualannya dibelikan kuda yang bisa

menggantikannya. Jika area sekitar masjid msak dan hancur, maka

berbagai perlengkapan masjid boleh dipindahkan ke tempat lain,

atau dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli
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sesuatu yang bisa menggantikannya. Atau seperti aset wakaf tidak

bisa dimanfaatkan sesuai dengan fujuan pewakaf, maka ia boleh

dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli sesuatu

yang menggantikannya. Jika bangunan wakaf runtuh dan tidak

bisa direnovasi, maka bilik-biliknya boleh dijual dan hasilnya

digunakan untuk membeli sesuafu yang bisa menggantikannya.

Semua ini hukumnya boleh, karena manakala asal wakaf tidak bisa

menghasilkan tujuan, maka ia digantikan oleh penggantinya.

Kedua, penggantian karena maslahat yang kuat, seperti

mengganti hewan kurban dengan yang lebih baik, atau mengganti

bangunan masjid dengan bangunan lain yang lebih bermaslahat

bagi masyarakat setempat sedangkan masjid yang pertama dilual.

Hal semacam ini hukumnya boleh menurut Imam Ahmad dan

ulama lain. Imam Ahmad berargumen dengan riwayat bahwa

Umar bin Khaththab .g memindahkan masjid Kufah yang lama ke

tempat yang baru, sedangkan tempat yang pertama menjadi pasar

kurma. Ini merupakan penggantian ruangan masjid.

Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain,

Umar dan 'Utsman & membangun masjid Nabi & dengan

bangunan yang berteda dari bangunan pertama, dan keduanSa

melakukan penambahan-penambahan terhadapnya. Demikian

pula dengan Masjid Al Haram. Ada riwayat valid dalam l<ftab Ash-

Shahihain bahwa Nabi $ bersabda kepada Aisyah q,
6, -. o. ol /
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t o. '-4
|4)

,Ol
t. I I 1zz 1z
L6J t*z*t3 At3t;

O/,
6

g:,'; L( \';
",ilt, 6*::t:, a*Ar

;-

*
.t

o

Jr_
.lo 

t. c ! lg z ,lrzz loy o_f --- u.u.S 9 j6

393



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

"Sandainya bukan karena kaummu baru saja terlepas dai
masa jahilitnh, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah, aku pasti

akan menempelkannya di tanah, dan aku pasti membuat dua pinfu
unfitknya, yaifu safu pinfu unfuk orzng-orang masuk dan safu

pinfu unfuk mereka k.1uut-'4'oL

Seandainya tidak ada faktor penghalang yang larat, Nabi $
pasti mengubah bangunan Ka'bah. Jadi, boleh mengubah

bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lain jika ada maslahat

png kuat.

Adapun penggantian ruangan dengan ruangan lain, Imam

Ahmad dan selainnya meredaksikan pendapat yang

membolehkannya, mengikuti para sahabat Rasululluh # karena

Umar pemah melakukan hal tersebut. masalah tersebut sangat

masyhur, tetapi tidak ada seorang pun yang menentangnya.

Adapun wakaf produktif apabila diganti dengan yang lebih

baik, seperti wakaf rumah, toko dan kebun tetapi hasilnya minim,
lalu parakaf menggantinya dengan yang lebih memanfaatkan,

maka Abu Tsaur dan ulama lain rnembolehkannya. Begitu juga

dengan Abu 'ubaid bin Harmawaih, qadhi Mesir. lni merupakan

qiyas pendapat Ahmad mengenai penggantian masjid dari safu

lahan ke lahan lain karena ada maslahat. Bahkan, jika boleh

mengganti masjid dengan yang bukan masjid karena ada maslahat,

seperti masjid diladikan pasar, maka terlebih lagi boleh mengganti

wakaf produktif dengan wakaf produktif lain. Ini adalah qiyas

terhadap pendapat Imam Ahmad terkait penggantian her.r,ran

kurban yang lebih baik. Imam Ahmad meredaksikan bahwa masjid
yang menempel di tanah manakala mereka meninggikannya dan

tot Tald;rij hadits telah disebutkan sebelumnya.
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membangun tempat penampungan air di bawahnya, sedangkan

para tetangga memilih benfuk seperti ifu, maka hukumnya boleh

dikerjakan. Akan tetapi, di antara sahabat Imam Ahmad ada yang

melarang penggantian masjid, hevuan kurban dan tanah wakaf. Ini
juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan selainnya. Namun,

berbagai nash, atsar, dan qiyas menunjukkan kebolehan mengganti

karena ada maslahat. Wallahu a'lam.

Penggantian Wakaf karena Memgikan Orang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimilrlrah Dtanya

Ada seseorang yang memberikan berupa perkebunan

anggur wakaf kepada orang-orang fakir, tetapi pemberian wakaf
tersebut mengakibatkan kenrgian bagi tetangga kebun. Apakah ia
boleh menariknya dan mewakafkan kebun yang lain? Jika ia

melakukan penggantian, apakah kedua kebun tersebut menjadi

wakaf seluruhnya?

Syaik*rul Islam lbnu Taimiryah Menjawab

Jika pemberian wakaf mengakibatkan mudharat baE

tetangga, maka pewakaf boleh memindahkan wakaf dengan cara

menggantinya. Yang pertama kembali kepadanya sebagai hak

milik, sedangkan yang kedua menjadi wakaf seperti yang dilakukan

oleh Umar bin Khaththab rg terhadap masjid Kufah ketika ia
menggantinya dengan masjid lain. Tempat yang pertama menjadi

pasar kurma.
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Menjual Wakaf Tanpa Membelikan Gantinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah kolam yang terletak di tepi jalan, dan di tempat
tersebut ada wakaf berupa kandang temak. Pengelola menjualnya

tetapi ia tidak menggunakan hasil penjualannya untuk membeli

sesuatu selama enam tahun. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam lbnu Taimig;ah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penjualan

wakaf tanpa mencarikan penggantinya ifu hukumnya tidak boleh

tanpa ada keraguan dalam masalah ini. Adapun jika pengelola

menjualnya lantaran tidak bisa dimanfaatkan, lalu ia menggunakan

hasil penjualannya untuk membeli penggantinya, maka hukumnya
boleh menumt pendapat yang shahih di antara dua pendapat

ulama. Tetapi jika ia mengganti dengan yang lebih baik padahal

aset wakaf masih bisa dimanfaatkan, maka ada perbedaan

pendapat tentang hal ini. Wallahu a'lam.

Hukum Menutup Masjid Kedua yang Telah Runtuh

Syaikhul Islam lbnu Taimiylph DitanSn

Ada sebuah perkebunan yang di dalamnya terdapat
beberapa masjid. Sebagiannya telah runtuh sehingga Udak

diadakan shalat selain di satu masjid saja. Kepada masjid inilah
seluruh wakaf diberikan. Apakah wajib merenovasi masjid yang

telah runfuh tersebut dan mengadakan jama'ah di masjid kedua?

Ataukah masjid tersebut boleh ditutup?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Masjid tersebut wajib direnovasi untuk diadakan jama'ah di

dalamnya. Dernikian pula, pemberian gaji imam di masjid lain

hukumnya wajib ketika ada maslahat dan hajat. Masjid-masjid

tersebut tidak boleh ditutup untuk peruntukan pembangunannya.

Adapun ketika jumlah penduduknya sedikit dan mereka cukup

dengan safu masjid, seperti mereka semua tinggal di sekitar masjid
yang satu ifu, maka tidak boleh memecah persatuan mereka di
masjid lain.

Kesaksian dalam Wakaf

Syaikhul Islam lbnu TaimiSrph Ditanya

Ada suatu uakaf yang diberikan kepada sekelompok orang.

Salah seorang dari mereka meninggal dunia, dan ia memiliki
saudara kandung dan anak. Mengenai masalah semacarn ifu
terdapat perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ularna;

apakah wakafnya itu diberikan kepada anak atau saudaranya.

Kemudian ada suatu kaum yang bersaksi bahwa bagian wakafnya

diberikan kepada anak, bukan kepada saudara sesuai dengan

syarat pewakaf, tetapi mereka tidak menetapkan batasan yang

diwakafkan lantaran mereka telah mengubah sebagian batas dari

batas sebelumnya. Apakah yang demikian ifu hukumnya boleh?

Apakah hakim boleh memufuskan berdasarkan kesaksian mereka

ini tanpa meminta perincian? Berilah kami fatwa, semoga Allah

membalas Anda!
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kesaksian

dalam wakaf tentang hak seseorang tidak diterima. Demikian pula

dalam warisan dan perkara-perkara yang diijtihadkan lainnya,

seperti kesucian dan najisnya air. Akan tetapi, saksi boleh

memberikan kesaksian tentang syarat-syarat yang ia ketahui,

kemudian hakim membuat kepufusan tentang syarat tersebut

sesuai dengan ijtihadnya. Wallahu a'lam.

Larangan Membagi Wakaf yang Diberikan kepada
Orang Tertenfu

Syaikhul Islam Ibnu Taimilryah Ditanya

Ada sebuah wakaf yang diberikan kepada seseorang,

kemudian kepada anak-anaknya. Tetapi kemudian para petani

membaginya di antara mereka sendiri, kemudian sebagian dari

mereka memindahkan bagiannya ke samping bagian sekuh.rnya.

Apakah pembagian dan perpindahan itu terhapus?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiylph Menjawab

Tidak sah membagi aset wakaf yang diberikan kepada

orang tertenfu, tetapi boleh membagi manfaatnya dengan cara

muhayabh (berbagi dan bergiliran atas manfaat barang). Jika

wakaf tersebut mutlak, maka muhaya'ah Xdak mengikat, terlebih

lagi jika aset yang diwakafkan berubah sehingga ia boleh dibagi

tanpa muhayabh.
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Hukum Membangun Masjid di Tanah Wakaf yang
Pemiliknya Semula Beragama Nasrani Lalu Pindah
Ke Agama Islam

Slraikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah perkebunan yang dijual sedangkan dalam

perkebunan tersebut ada tanah wakafnya. Orang-orang Nasrani

yang berada di perkebunan tersebut sudah mati, sedangkan

sisanya masuk Islam. Apakah di tanah wakaf tersebut boleh

dibangun masjid?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Menjawab

Jika tidak tersisa lagi orang kaf* dzimmi ynng berhak atas

wakaf tersebut, maka boleh dijadikan sebagai masjid, terlebih lagi

jika tanah tersebut berada di wilayah Syam karena ia ditaklukkan

dengan jalan perang.

Merobohkan Gereja yang Nyaris Jatuh

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah masjid yang bertetangga dengan gereja yang

telah difuhrp dan roboh. Sebagian dindingnya jatuh menimpa pintu

masjid dan sebagian nrangannya yang digunakan unfuk shalat. Ada

kekhawatiran remnfuhan tersebut menimpa umat Islam dan orang

yang shalat di masjid tersebut. Jika gereja tersebut telah condong

dan nyaris jatuh, apakah ia boleh dihancurkan?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi masjid dan

orang-orang yang shalat di dalamnya, maka bahaya yang

dikhawatirkan pada masjid dan jama'ahnya itu wajib dihilangkan.

Jika bahaya tidak bisa hilang kecuali dengan jalan yang

dihancurkan, maka ia harus dihancurkan. Bahkan, ada riwayat

valid dari Nabi @ bahwa beliau bersabda,

e;"{r,t: ""rli 
p[l!-y

,ru.

"Tidak boleh ada dua kiblat di satu tanah, dan tidak ada

kewajiban jizJnh atas seorang muslim.'\o2

Tetapi jika masjid terletak di tanah yang dibebaskan dengan
jalan peperangan, maka ia tidak boleh dihilangkan, dan tidak

diperbolehkan bertetangga.

Membangun Rumah untuk Imam di Samping Masjid

Syaikhul Islam Ibnu Taimigrah Ditanya

Ada sebuah masjid yang tidak memiliki wakaf, sedangkan di

sampingnya ada tanah kosong. Apakah tempat tersebut boleh

dibangun tempat tinggal untuk imam atau tidak? Berilah kami

fatwa, semoga Allah membalas Anda!

r02 HR. At-l'irmi&i (pembahasanr Zal<at,633) dengan redaksi, "Tidak pantas ada
dua kiblat di satu tanah, dan tidak ada kewajiban ji.ryah atas kaum muslimin " Hadits
ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad l7/223J, keduanya dari hnu 'Abbas +p,.
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Syaikhul Islam Ibnu Taimigryrah Menjawab

Dalam keadaan seperti ini boleh membangun rumah

tersebut karena tanah lapang itu bukan bagian dari masjid

sebagaimana telah dijelaskan. Wallahu a'lam.

Mengambil Kelebihan dari Maslahat Masjid dan
Mengganti Pengums Masjid yang Mengambil Gaji
Tetapi tidak Bekerja

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang tinggal di masjid, makan dari hasil

wakafnya, tetapi ia tidak melakukan maslahat-maslahat masjid,

sedangkan pa,r,rakaf memiliki anak-anak yang membutuhkan.

Apakah mereka boleh mengganti orang lain dan mengambil

kelebihan dari maslahat masjid?

Syaik*rut Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pengurus

tersebut tidak menjalankan keurajiban, maka ia harus diganti oleh

orang yang memiliki ka;.renangan dengan orang yang mau

menjalankan kewajiban manakala pengurus yang pertama tidak

bertobat dan tidak komit terhadap kewajiban. Adapun kelebihan

dari hasil wakaf yang tidak dibutuhkan masjid boleh disalurkan

kepada masjid-masjid lain, dan kepada orang-orang yang berhak

menerima sedekah dari kalangan kerabat pewakaf dan tetangga

masjid.
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Hukum Membangun Rumah untuk Pengelola di
Area Wakaf di Luar Masjid

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Apakah boleh membangun nrmah di area wakaf di luar

masjid sebagai tempat tinggal bagi pengelola masjid yang

memenuhi maslahat-maslahat masjid?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, boleh membangun tempat tinggal di luar masjid unfuk

maslahat orang-orang yang berhak atas hasil wakaf yang

memenuhi maslahat masjid.

Meruntuhkan Lantai atas Masjid yang tidak
Dimanfaatkan karena Lapuk

Syaikhul Islam Ibnu TaimiSlyah Ditary;a

Ada sebuah masjid yang memiliki lantai atas, dan bangunan

masjid tersebut sudah tua. Lantai atas tersebut tidak ditinggali oleh

seorang pun dan tidak pula dimanfaatkan karena rapuh. lantai
atas tersebut membahayakan masjid karena berat dan bisa

meruntuhkannya, sedangkan masjid tidak memiliki kas untuk
merenovasinya. Apakah boleh merunfuhkan lantai atas, ataukah

masjid tersebut ditutup?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika perunh.rhan lantai atas membawa maslahat bagi masjid,

maka ia boleh diruntuhkan, lalu puing-puingnya digunakan untuk
maslahat masjid. Jika dimungkinkan untuk menjualnya dan

membelikan barang-barang yang bisa diunkafkan kepada masjid,

atau digunakan trnfuk rnengelolanya dan mengelola rrakafnya,

maka hal itu boleh digunakan.

Hukum Mengubah Syarat-Syarat Wakaf Setelah
Dikukuhkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyeu/a tanah wakaf dan mendirikan
bangunan png ia mau di atasnya. Kemudian ia meruakafkan

bangunan tersebut dengan syarat hasil serara yang diwakafkan

diberikan kepada tanah wakaf tersebut. Hakim pun memutusi<an

sah wakaf dengan qnrat-syarat tersebut. Apakah keputusan

tersebut boleh dibatalkan atau tidak? Jika pauakaf ingin
membatalkan wakaf sesudah dikukuhkan agar ia bisa memasukkan

sejumlah orang lain ke dalam wakaf kedua, apakah hukumnya

boleh?

Syaikhul Islam lbnu Taimgyah Menjawab

Jika hakim telah menetapkan sahnya wakaf, maka ia tidak
boleh diubah, dan syarat-syaratnya tidak boleh diganti.
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Penggantian Aset Wakaf

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah tanah wakaf yang diberikan kepada orang-

orang fakir dan miskin. Di tanah wakaf tersebut terdapat pohon

zaifun dan pohon lain yang selama bertahun-tahun hanya

menghasilkan sedikit buah-buahan. Apakah pengelola boleh

memotongnya, menjualnya, dan menggunakan hasil penjualannya

untuk menanam pohon yang lebih produktif? Jika sebagian

pemilik hak wakaf menunfut untuk memotong pohon, menjualnya,

dan membagikan hasilnya kepada mereka, apakah yang demikian

itu hukumnya boleh, ataukah harus dibelikan aset lain? Jika

seseorang mengelola wakaf lalu ia mendapati pendahulunya telah

mengubah syarat pewakaf, Ialu ia berusaha untuk mengerjakan

syarat pauuakaf, apakah ia boleh mengambil gaji yang lazim

lantaran ia tidak mengerjakan apa yang disyaratkan pewakaP

Pengelola ini orang yang fakir, tidak memiliki harta. Apakah ia
boleh mengambil bagian orang-orang fakir sedangkan tenaganla

dianggap sukarela? Jelaskan kepada kami masalah ini!

S]/aikhul Islam Ibnu TaimiS6nh Menjawab

Segala puji bagi Allah. Ya, boleh menjual pohon-pohon

tersebut dan menggunakan hasilnya unfuk membeli aset yang lebih

produktif, karena pohon ifu sama seperti bangunan. Pengelola

berhak mengubah bentuk wakaf dari satu bentuk ke bentuk lain

yang lebih bermaslahat, sebagaimana Khulafa' Rasyidun

mengubah bentuk dua masjid yang ada di AI Haramain Asy
Syarifain, dan sebagaimana Umar bin l(haththab & memindahkan

masjid Kufah dari satu tempat ke tempat lain.
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Hasil penjualan pohon tidak boleh dibagikan kepada para

penerima wakaf, karena pohon itu seperti bangunan; hasil

penjualannya tidak dikhususkan bagi orang-orang yang ada waktu
ifu. Ia tidak sama kedudukannya dengan tanaman dan manfaat
yang dikhususkan bagi setiap generasi dengan apa yang bisa

diambil pada waktunya.

Sedangkan pengelola wajib mengerjakan kauajiban yang

snggup ia kerjakan, dan ia boleh mengambil kompensasi yang

sesuai dengan pekerjaannya. Jika ka,vajiban adalah sepuluh bagian

dari pengganti yang menjadi hak, maka ia mengambilnya. Jika
yang menjadi haknya adalah gaji seutuhnya atas apa yang telah ia

kerjakan, maka ia mengambil gaji penuh. Ia juga mengambil hak

orang fakir lantaran kefakirannya- Wallahu a'lam.

Perubahan Bentuk Wakaf

Slpikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana hukumnya mengubah bentuk unkaf?

Slnikhul Islam Ibnu Taimi!,lrah Meniawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagian dari

wakaf yang keluar dari batas-batas wakaf ke jalan umum atau ke

tanah tetangga wajib dihilangkan. Begitu juga, bagian dari wakaf
yang keluar ke jalan yang tembus harus dihaluskan. Adapun jika ia
keluar ke tanah milik orang lain dan orang lain tersebut

mengizinkannya, maka tidak dihilangkan.
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Adapun mengubah bentuk bangunan tanpa berlebihan itu
perlu dilihat maslahatnya. Jika bentuk ini lebih bermaslahat bagi

wakaf dan para penerimanya, maka dibiarkan sebagaimana

adanya. Jika pengembaliannya kepada bentuk semula lebih

bermaslahat, maka bentuknya dikembalikan. Jika

pembangunannya dengan mengikuti bentuk ketiga lebih

bermaslahat bagi wakaf, maka boleh dibangun. Jadi, bentuk

bangunan mengikuti maslahat wakaf dan berkisar pada maslahat.

Ada riwayat valid dari Khulafa' Rasyidun seperti Umar dan Utsman

bahwa keduanya mengubah benhrk wakaf karena ada maslahat.

Bahkan Umar rg melakukan hal yang lebih dari itu, yaitu ia
memindahkan masjid kufah yang lama dan menjadikannya sebagai

pasar kurma, lalu ia membangun masjid untuk mereka di tempat

lain. Wallahu a'lam.

Pengelola Wakaf Menjual Bagiannya dari Hasil
Kelola Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bekeda mengelola tanah wakaf dengan

ketentuan para penerima wakaf memperoleh dua pertiga dari hasil

pohon yang ditanam, sedangkan pengelola memperoleh dua

pertiga. Apakah para pengelola sesudahnya boleh menjual bagian

pohon dari wakafnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigrah Menjawab

Ia tidak boleh menjtralnya kecuali ada hajat. Wallahu a'lam.
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Hukum Pewakafan Aset Hasil Rampasan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan lrang memberikan wakaf kepada

kedua anaknya berupa dua toko dan satu rumah. Kemudian,

sesudah kedua anaknSra dan cucu-cuonya, wakaf diteruskan

kepada madrasah Nuruddin AsySyahid dan perrSnluran-

penyaluran lain yang syar'i. Setelah itu, kerabat perempuan

bertindak seu/enang-wenang dan menjual wakaf. Karena ifu para

ahli waris menggugat pembeli. Dalam gugatan tersebut, qadhi

memutuskan berdasarkan kesaksian surat wakaf, dan surat

tersebut memang sah dan valid. Pernbeli lantas meurakafkannya

unfuk pembuatan roti bagi orang-orang miskin, serta mengangkat

seseorang sebagai pengelola atas sedekah tersebut. apakah wakaf
tersebut sah atau Udak? Jika orang yang diangkat sebagai

pengelola wakaf itu tahu bahwa tanah tersebut merupakan hasil

rampasan, apakah ia boleh menjadi pengelolanya atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiryah Menjawab

Penjualan wakaf 5nng sah dan mengikat serta telah terjadi
pemanfaatan sesuai tujuan wakaf itu hukumnya tidak boleh. Wakaf
pembeli terhadap aset tersebut juga tidak sah. Pengelola urakaf

kedua tidak boleh menyralurkannya kepada orang-orang yang tidak
berhak sebelumnya. Ia juga tidak boleh mengelolanya tanpa izin

syar'i, baik ia mengelola berdasarkan hukum pengelolaan yang

batal atau selain itu. Wallahu a'lam.
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Hukum Mendirikan Dinding di Pemakaman Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiryah Ditanya

Ada seseorang yang membangun sebuah dinding di

pemakaman umat Islam dengan niat orang lain boleh

memanfaatkan dinding tersebut ulntuk memakamkan kerabatnya

lang meninggal dunia di dalam dinding tersebut. Kemudian, ada

seseorang yang mengklaim bahwa makam kerabatnya ada di

bawah dinding tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taiminnh Menjawab

Ia tidak boleh mendirikan dinding di atas pemakaman umat

Islam, dan tidak boleh pula memagari sebagian makam umat Islam

tanpa memasukkan makam lain yang berhak. Wallahu a'lam.

Hal-Hal yang Dilarang Bagi Pemilik Bagian dari
Pemandian yang Sebagian Besarnya Adalah Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah pemandian umum yang sebagian besamya

adalah wakaf untuk orang-orang fakir, miskin dan fuqaha. Di dekat

tempat tersebut ada seseorang yang memiliki beberapa pemandian

umum. Ia lantas melakukan siasat unfuk membeli sebagian dari
pemandian wakaf tersebut. Kemudian ia mengambil batu bata

yang menjadi miliknya dari pemandian tersebut? Apakah ia wajib

merenovasinya untuk menyempumakan wakaf atau tidak?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tidak boleh

melakukan undakan terhadap pemandian milik bersama tanpa

seizin para sekutunya dan tanpa seizin Syari'. Ia juga tidak boleh

menguasai sebagiannya tanpa izin para sekufu, dan tidak boleh

membaginya sendiri dan mengambil bagiannya dari tempat

tersebut, baik ifu berupa bafu bata atau selainnya. Ia juga tidak

boleh mengubah bangunannya sedikit pun, dan udak pula

mengubah kualinya atau peralatan lain. Ini semua disepakaU oleh

umat Islam.

Ia juga tidak boleh menutupnya, melainkan ia wajib

menyewakannya sesuai tuntutan para sekufu, lalu membagi hasil

sewa di antara mereka. Ini adalah ma&hab mayoritas ulama

seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Jika pernandian tersebut

membuhfikan rcnovasi, maka sekutu tersebut wajib merenovasi

bersama mereka menumt pendapat yang paling shahih di antara

dua pendapat ulama. Wallahu a'latn.

Mengalirkan Air Parit ke Tempat Penampungan Air
Suci

Syaikhul Islam lbnu Taimiyph Ditanya

Ada sebuah parit di pinggir ialan png aim5n meluber dan

turun ke parit kotor. Di dekat itu ada sebuah perit yang suci tetapi

sedikit aimya. Apakah boleh mengalirkan tumpahan air tersebut ke

tempat yang suci? Apakah orang yang melakukannya berpahala?

Apakah tindakannya boleh dilarang?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiygrah Menjawab

Ya, ia boleh melakukan dengan seizin waliyyr.rl amr, tetapi

ia tidak boleh dilarang apabila tidak membawa maslahat yang

syar'i. Orang yang berusaha melakukannya mendapat pahala.

Wallahu a'lam.

Pemsakan Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah wakaf yang dijual lalu hasilnya dibelikan

penggantinya. Bagaimana hukumnya?

Srciktul Islam Ibnu Taim[;yah Menjawab

Ada sebuah wakaf yang dijual lalu hasilnya dibelikan
penggantingra. Yang demikian ifu seperti wakaf yang dirusak

seseorang; ia dituntut membayar harganya, Ialu dibelikan
pengganti wakaf. Karena wakaf itu dipertanggungkan akibat
pemsakan berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. ia juga

dipertanggungkan akibat perampasannya. Seandainya seseorang

mengambilnya tanpa izin lalu rusak dalam penguasaannya, maka

ia menanggungnln berdasarkan pendapat png disepakati ulama.

Akan tetapi, sebagian ulama berbeda pendapat tentang sebagian

dari jenis wakaf seperti harta tak bergerak; apakah ia

dipertanggungkan akibat dikuasai tanpa 'uin? Mereka juga berbeda
pendapat tentang sebagian jenis wakaf seperti harta bergerak;

apakah ia boleh diwakafkan atau tidak?
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Akan tetapi, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa ia

dipertanggungkan akibat perusakan dengan tiangan seperti harta

benda. lain halnga dengan ummu onlad lo3 1ur.r.u meskipun

mereka sepakat bahwa ia dipertanggungkan, natnun mereka

berbeda pendapat apakah ia dipertanggungkan akibat p€nsluasaan

tangan atau tdak? Mayoritas mereka mengatakan ia
dipertanggunskan akibat parguasaan tangan, seperti Malik, Asy
Sgrafi'i dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan ia tidak

dipetanggungkan akibat penguasaan tangan, seperti

pertanggungan pembeli unturk menyerahkan obyek jual-beli dan

keselamatannya dari cacat, dan bahun ifu adalah jual-beli dengan

cara ]rang benar. Itu adalah pertanggungan yang jahrh padanya

akibat akad meskipun ia tidak mensyaratkan dengan ucapan.

Di antara prinsip pernMian dengan pengganti wakaf

manakala unkaf tidak bisa dimanfaatkan adalah ia dijual lalu

hasilnya dibelikan penggantinp menurut ma&hab Ahmad dan

selainrya. &andainya wakaf berupa aset produktif, apakah ia

boleh diganti dengan yang lebih baik? Ada dua pendapat tentang

hal ini adalah maa*aUrya. Pendapat lang membolehkan adalah

madzhab Ab,u Tsaur dan selainrnTa.

Maksr.dngra, sekiranya diperbolehkan mengganti wakaf,

apakah diqpratkan penggantinya berada di lalan atau di kota png
sarna dengan 'qnkaf pertama? Ataukah boleh di tempat lain

manakala lebih bermaslahat bagi para penerima wakaP Misalnya,

para penerima wakaf tinggal di negeri yang berbeda dengan

tempat u/akaf. Jika pengganti 5nng dibeli berada di negeri mereka,

103 [Jmmu walad berarti budak perempuan yang melahirkan anak untuk
majikannya.
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maka ifu lebih memanfaatkan bagi mereka karena banyak hasilnya

dan mudah diperoleh.

Kami tidak mengetahui adanya seseorang yang

mensyaratkan pengganti berada di negeri wakaf pertama.

Sebaliknya, pendapat yang diredaksikan Imam Ahmad dan ushul-

Dgd, serta kebanyakan pemaparan Imam Ahmad dan para

sahabatnya petunjuk bahwa yang harus diupayakan adalah

maslahat para penerima wakaf. Karena ketentuan dasar dalam

masalah ini adalah menjaga maslahat wakaf. Bahkan, ketentuan

dasar dalam kebanyakan akad adalah pertimbangan terhadap

maslahat manusia, karena Allah memerintahkan hal-hal yang baik

dan melarang ken-rsakan, serta mengutus para Rasul-Nya untuk

menghasilkan maslahat dan menyempumakannya serta

menghilangkan kerusakan dan meminimalkannya.

Allah S berfirman,

{5 U* c-} 4,# 6'# )A-e;36
1i#5-Jr5"ri,

-lg

'Dan berkata Musa kepada saudaran5n yaifu Harun,
'Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaihlah, dan

janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat

kerusakan "(Qs. Al A'raaf l7l: L42l
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4 6$- "j e'#, & 3 of A'.J rfi i6
J;e'F# u $ i5Qfi5 iJ ur'r* ei

'{EJrr;Ai;T,({l*,,-J

"Sytaib bqkata, 'Hai launku, pikirumu jika

aku manpmjai bukU tarrg ntab dari fuhanku dan dianugerahi-

NW aku daipada-Nga rqel<i yang baik (patutkah aku manplahi
printah-Ng)? dan aku frdak berkehendak manSnlahi l<amu

(dangan mengegal<an) apa tnng aku larang. Aku frdak brnal<sud
kecuali (me-rilabngkan) perbail<an selana aku masih

b*kaanggupn. "(Qs. Huud [11]: 88)

,FUv, K#'o*ri'& 3::' {3:iJ;- tiyi;r; 7#-

6iii tw,375i'{*$l
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"Hai anak-arak Adatn, jila &ang ke@mu nsuLnsul
danpda kamu tnng mqcqitalan kepdamu agt-atnhlfi4 n aka

fu*g siap Wrg ffil<wa dan matg&l@, pqbaikan, frdaldah

ada kel<hauatirut tahdap mereka dan Udak (puh) mereka

Mih hati."(Qs. Al A'raaf [7]: 35)

"2 
Gy rl? ,ylit 4113;\ { &i s 6t;

qliJ J;{i s,i;ai,i #i{1 @F 6}rp
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"Dan bila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah kamu

membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab,
'Sesungguhnjn kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.'

Ingatlah, sesunggwhnya mereka itulah orang-orang yang membuat

kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. "(Qs. Al Baqarah 12\ L7-121

Ahmad bin Hanbal membolehkan penggantian masjid

dengan masjid lain karena maslahat, sebagaimana ia
membolehkan penrbahan masjid karena maslahat. Ia berargumen

dengan kebijakan Umar bin Khaththab rg yang mengganti masjid

Kufah yang lama dengan masjid lain, sedangkan masjid yang

pertama berubah fungsi menjadi pasar kurma. Jika suatu tempat

telah ditinggalkan penduduknya, Imam Ahmad mernbolehkan

untuk memindahkan masjid ke tempat lain. Bahkan, menunrt

riwayat pendapat yang paling kuat darinya, ia mernbolehkan

meniual masjid dan menggunakan hasil penjualannya unfuk

membangun masjid lain di tempat lain manakala masjid di tempat

pertama tidak dibutuhkan lagr. Jadi, ia mempertimbangkan

maslahat pada jenis masjid meskipun ia berada di tempat yang

selain tempat pertama. Karena jenis masjid itu menjadi milik
bersama di antara umat Islam, sehingga wakaf pada suafu kaum

tertentu itu lebih kuat kebolehannya untuk dipindahkan ke kota

mereka daripada masjid. Karena wakaf unhrk orang-orang tertentu

menjadi hak mereka, tidak ada pihak lain yang bersekutu dalam

memilikinya. Paling jauh, sesudah kebuhrhan mereka tercukup,

hasil wakaf akan disalurkan kepada kalangan umum seperti orang-

orang fakir dan miskin, sehingga ia rnenjadi seperti masjid. Jika

wakaf di negeri mereka lebih bermaslahat bagi mereka, maka

pembelian pengganti di negeri mereka itulah yang sehanrsnya

dilakukan oleh pengelola.
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Wakaf seperti ini menjadi seperti kuda wakaf yang dijual

lalu hasil penjualannya dibelikan penggantinya manakala kuda

tersebut diwakafkan kepada orang-orang di suafu perbatasan

musuh, kemudian mereka berpindah ke perbatasan musuh yang

lain. jadi, pembelian pengganti di perbatasan tempat kuda tersebut

ditempatkan itu lebih baik daripada membeli penggantinya di
perbatasan lain. Jika kuda adalah wakaf kepada seluruh umat

Islam, maka ia sama kedudukann5a dengan wakaf untuk umum,

seperti masjid dan wakaf untuk orang-onmg miskin.

Penjelasanryn, seandainla uakaf bisa dipindahkan seperti

peneriangan, senjata dan kitab, sedangkan wakaf tersebut diberikan

kepada keturunan orang tertentu, maka penempatan wakaf

tersebut boleh di mana saja mereka berada, bahkan inilah yang

harus dilakukan. Lain halnya dengan wakaf png diberikan kepada

penduduk suatu kota.

Akan tetapi, jika wakaf telah bisa digantikan, apakah wakaf

boleh dijual lalu dibelikan penggantinya sedangkan wakaf tersebut

bisa dipindahkan? Pembelian pengganti di tempat tinggal mereka

ihr lebih baik daripada membelinya di tempat aset pertama jika hal

itu lebih bermaslahat bagi mereka, karena pengkhususan tempat

aset pertama tidak mengandung tujuan s5rar'i dan tidak pula

maslahat bagi para penerima wakaf. Sesuafu yang tidak

diperintahkan Syari' dan tidak ada maslahatnya bagi manusia itu

tidak wajib dan tidak sunnah. Dari sini dapat diketahui bahwa

penunjukan tempat pertama tidak wajib dan tidak sunnah bagi

orang yang membeli pengganti untuk menggantikan wakaf,

melainkan ia boleh beralih dari tempat tersebut. Tetapi ada

kalanya ia sunnah atau bahkan wajib manakala rnaslahat hanSn

ada di suatu tempat. Wallahu a'lam.
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Bab: Hibah dan Pemberian

Yang kbih Utama Antara Sedeloh dan Hadiah

Syaihhul ldam lbnu Taimiryah Ditaqn
Mana yang lebih utama antara sedekah dan hadiah?

Syaikhul Islam lbnu Taimirrsnh Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sedekah adalah

sesuafu yang dib€rikan unhrk mengharap ridha Allah tanpa ada

fuiuan dalam diri orang tertentu dan tanpa ada pengharapan

darinya. Akan tetapi, sedekah diberikan kepada orcmg-orang !,ang
berhak menerimarryn seperti orang-orang yang membufuhkan.

Sedangkan hadiah dimaksudkan untuk menghormati orang

tertenfu, baik karena cinta, perternanan, atau unhrk
rnengharapkan hajat. Karena ihr Nabi $ menerima hadiah dan

membalasnya sehingga tidak seorang pun yang memiliki jasa

terhadap beliau. Tetapr beliau tidak mernakan kotoran manusia

gang dengan itu mereka menyrcikan diri dari dosa-dosa mereka,

yaihr sedekah. Beliau tidak memakan harta sedekah karena alasan

tersebut dan alasan lain.

Sesudah hal ini dipahami dengan jelas, maka dapat

dikatakan bahwa s€dekah itu lebih utama. Hanya saja, dalam

hadiah terdapat makna yang karena itu ia menjadi lebih utama

daripada sdekah, seperti pemberian hadiah kepada Rasulullah ,6$

di masa hidup beliau atas dasar cinta kepada beliau. Juga seperti

pemberian hadiah kepada kerabat untuk menjalin silaturahmi dan

kepada saudara di jalan Allah. Jadi, ada kalanya hadiah lebih

utama daripada sedekah.
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Menghibahkan Sesuatu yang tidak Definitif

Syaikhul Islam Ibnu Taimiy5rah Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan atau memperkenankan

sesuatu yang tidak definitif kepada orang lain. Apakah hukumnya

sah? Seandainya seseorang memperkenankan orang lain untuk

mengambil buah-buahan dari pohon di masa mendatang, tetapi ia
berharap untuk memintanya kembali, apakah hukumnya sah atau

tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimgyah Menjawab

Para ulama berbeda pendapat mengenai hibah sesuahr

yang tidak diketahui. Malik membolehkannya, bahkan ia
membolehkan seseorang menghibahkan apa yang akan ia warisi

kepada orang lain meskipun ia tidak mengetahui ukurannya, dan

meskipun ia tidak tahu apakah ia memperoleh warisan sepertiga

atau seperempat. Demikian pula dengan menghibahkan sahr

bagian dari rumah tanpa ia ketahui ukurannya. Demikian pula,

Malik membolehkan hibah sesuatu yang tidak tersedia, seperti

hibah buah-buahan dari pohon pada tahun ini, atau sepuluh tahun.

Sedangkan Asy-Syafi'i tidak membolehkann5ra. Demikian

pula pendapat yang masyhur dalam madzhab Abu Hanifah dan

Ahmad. Akan tetapi, Imam Ahmad dan selainnyra membolehkan

perjanjian damai dengan kompensasi yang tidak diketahui dan

pembebasan tanggungan dalam jumlah yang tdak diketahui.

Sedangkan Asy-Syafi'i tidak membolehkannya. Demikian pula,

Abu Hanifah membolehkan sebagian dari hal tersebut yang Udak

diperbolehkan oleh Asy-Syafi'i.
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AqfSyafi'i menq;aratkan pengetahuan tentang ukuran

obyek yang diakadkan dalam sebagian besar akad, bahkan dalam

masalah pengganti khulu'104 6ut, mahar, serta kanrajiban yang

disyaratkan atas orang l<afir dzimmi. Sedangkan mayoritas ulama

memberikan kelonggaran dalam hal ini. Masalah ini disebutkan di
tempatnya, dan madzhab Malik dalam hal ini adalah yang paling

kuat.

Masalah ini berkaitan dengan pokok lain, yaitu bahwa akad

hrkar-menukar seperti jual-beli, nikah dan khulu'ihr mengikat

sebelum serah-terima. Jadi, serah-terima sebagai implikasi akad

bukan merupakan syarat berlakunya akad. Sedangkan dalam

masalah derma seperti hibah dan 'ariyafios, menunrt Abu Hanifah

dan AsySyafi'i tidak mengikat kecuali dengan serah-terima.

Sedangkan menurut Malik, ia telah mengikat dengan terjadinyra

akad. Sernentara dalam madzhab [mam Ahmad teriadi perbedaan

seperti perbedaan pendapat dalam pemberian png
definitif: apakah ia mengikat dengan terjadinya akad atau harus

dengan serah-terima. Ada dua riwagrat pendapat darinya dalam

rnasalah ini. demikian pula dalarn sebagian benfuk 'ariyah.

Padahal, generasi terdahulu senantiasa meminjamkan

pohon kurma dan kambing untuk dimanfaatkan hasilnya.

Demikian pula dengan hibah buah-buahan dan susu lnng belum

tersedia. Mereka menganggap hal tersebut mengikat, tetapi ia

senrpa dengan 'ariSah karena Snng menjadi tuiuan akad itu munc-ul

sedikit demi sedikit seperti manfaat. I(arena itu, ini menjadi salah

safu hak penerima unkaf seperti manfaat. Dan karena ifu, sah

lM l<hulu' berarti perrnintaan ishi kepada suami unhrk menjatuhkan cerai
kepadanya dengan membayarkan pengganti mahar kepada suami.

los Ariyaliberarti meminjamkan sesuatu untuk diambil manfaatnya.
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melakukan mu'amalah dengan memperoleh sebagian dari hasilnya

seperti musaqah.

Sedangkan mengenai perkenan (izin konsumsi)

terhadapnya, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, baik
yang diperkenankannya itu ada di tempat atau tidak ada di tempat,

baik diketahui ukurannya atau tidak. Akan tetapi, perkenan

merupakan akad yang mengikat, sama seperti 'ariyah bagi orang

yang tidak menganggap 'arilmh sebagai akad yang mengikat

seperti Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Malik, ia

menganggap perkenan sebagai akad yang mengikat apabila

dibatasi dengan syarat atau kebiasaan. Adapun dalam madzhab

Imam Ahmad terdapat pertedaan pendapat dan perincian.

Perempuan Memberi Hibah Tanpa lzin Saudaranya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiygrah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menghibahkan kitabnya

kepada suaminya. Ia tidak memiliki ayah, melainkan hanya

memiliki saudara-saudaranya. Apakah mereka boleh melarangnya

menghibahkan bukunya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saudara-

saudaranya tidak memiliki kewenangan terhadapnya, dan tidak

pula kuasa untuk membatasi transaksinya. Jika perempuan

tersebut termasuk kelompok orang yang boleh mendermakan
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hartanya, maka hibahnya sah, baik mereka rela atau tidak rela.

Wallahu a'lam.

Perempuan Mati di Tempat yang Ia Sedekahkan

Slaikhul Islam Ibnu Taimiryah Ditanya

Ada seorang perempuan lrang memiliki beberapa anak

yang bukan anak kandr.rng. Ia lantas mengistimerpakan salah

seorang anak tersebut dan menyedekahkan kepadanya sebagian

dari hartanya, tidak saudara-saudara anak tersebut. Kemudian
perempuan tersebut meninggal saat tinggal di tempat yang ia

sedekahkan. Apakah sedekahnya itu sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu TaimigTah Menjawab

Segah puii bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika anak

tersebut tidak mengambilnya hingga perempuan tersebut mati,

maka hibah batal menurut pendapat yang masyhur dalam

ma&hab Imam Empat. Tetapi jika perempuan tersebut telah

menyerahkan rumah kepadanya, maka menumt pendapat yang

shahih ia tidak boleh menguasai obyek hibah tersebut, melainkan

ia bersekutu dengan saudara-saudaranya png lain. Wallahu a'lam.
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Akad yang Pengukuhannya Mensyaratkan Serah-
Terima

Adapun akad-akad yang dalam pengukuhannya disyaratkan

serah-terima seperti sedehah, hibah, gadai dan wakaf-menumt
ulama yang mengatakan bahwa serah-terima adalah syarat dalam

berlakunya akad, sesungguhnya akad-akad tersebut juga sah

dengan obyek milik bersama menumt mayoritas ulama seperti

Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah tidak

membolehkann5la, karena serah-terima merupakan sgrarat di
dalamnya, sedangkan penyerahanq,ra tidak memungkinkan
sebelum dilakukan pembagian. Adapun mayoritas ulama

rnengatakan bahwa dalam akad ini barang milik bersama tersebut

diterima sebagaimana ia diterima dalam jual-beli, meskipun serah-

terima termasuk keharusan jual-beli, bukan sgarat bagi keabsahan

dan mengikatnya. Sesuatu yang tidak dibagi itu boleh
diserahterimakan, karena mereka sepakat mengenai kebolehan

hibah barang yang menjadi milik bersama lantaran tidak bisa

dibagi.

Kemudian, jika seseorang menghibahkan barang milik
bersama yang sah dihibahkan berdasarkan pendapat yang

disepakati seperti barang yang tidak bisa dibagi, atau yang

diperselisihkan menunrt ulama yang membolehkan hibahnya

seperti Malik, AsySyafi'i dan Ahmad, kemudian barang tersebut

diterima dengan cara yang lazim, lalu penerima hibah dan sedekah

telah menguasainya, maka hibah dan sedekah tersebut mengikat

berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Penerima hibah

boleh melakukan berbagai macam tindakan yang boleh terhadap

barang milik bersama tersebut. Ia bebas memilih antara

menjualnya, menghibahkannln, bergiliran dengan pemilik lain atas
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wakfu atau tempatnya, atau keduanya menyewakannya secara

bersama-sama seperti yang dilakukan setiap dua sekufu.

Fuqaha sahabat Malik dalam kitab-kitab mereka

menetapkan syarat khiWr (hak pilih untuk membatalkan akad).

Mereka juga berpendapat bahwa tetapnya kekuasaan pemberi

hibah atas obyek hibah dalam bentuk penyewaan atau

peminjaman itu membatalkan penguasaan; dan bahwa

penguasaan penerima hibah atas obyek hibah lalu kembali kepada

pemberi hibah dalam waktu dekat itu membatalkan kepemilikan

penerima hibah. Tetapi jika perpindahannya terjadi sesudah jangka

waktu yang lama seperti setahun, maka ada perbedaan pendapat

di dalamnya. Mereka juga berpendapat bahwa jika pemberi hibah

sakit atau pailit sebelum penerima hibah menguasai barang hibah,

maka hibah batal. Ini seperti pertedaan pendapat mereka: apakah

pemberi hibah dipaksa untuk menyerahkan barang hibah atau

tidak? Menurut Abu Hanifah dan AsySyafi'i, ia tidak dipalsa.
Sedangkan Malik, ia harus dipaksa. Adapun menurut funam

Ahmad, ada dua riu/a!,at pendapat dalam kasus terjadi penipuan di
dalamnya. Masalah-masalah sepefii ini juga terjadi pada semua
jenis obyek hibah, baik milik perorangan atau milik bersama.

Adapun setengah sisanya sebagai pemilik pemberi hibah,

para ulama sepakat dengan kesepakatan yang diketahui oleh para

ulama syari'at dengan serta-merta dari agama Islam, bahwa

tindakan pemilik terhadapnya tidak membatalkan hibah dan
penguasaan yang telah teriadi oleh penerima hibah atas bagian

yang dihibahkan. Mereka juga sepakat bahwa kedua sekutu ini

bertindak seperti tindakan para sekutu lainnya. Barangsiapa di
antara mereka yang masih dangkal fikihnya mengira bahwa setelah

penyerahan bagian yang menjadi milik bersama, jika keduanya

berbagi tempat dan sama-sama tinggal dalam rumah, lalu yang ini
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tinggal di setengah rumah dan yang itu tinggal di setengah rumah
yang lain, baik secara bergiliran atau tidak, bahwa hal tersebut

membatalkan hibah seperti seandainya pemberi hibah menempati
tempat yang dihibahkan itu seperti-sebagaimana yang dikatakan

oleh Malik tentang hal ini, maka ia telah menyalahi ijma' umat
Islam. Ia termasuk orang yang paling jauh dari cita rasa Fiqih dan

mengetahui tentang syari'at.

Seandainya pendapat ini benar, niscaya pemberi hibah

barang milik bersama tidak bisa memanfaatkan sisa yang menjadi

haknya, dan itu sama dengan menghibahkan seluruhnya. Juga

karena fuqaha menyebut pendapat tersebut terkait barang yrang

dihibahkan, karena tetapnya penguasaan pemberi hibah atasnya

dan kembalinya barang hibah kepadanya sesudah jangka waktu
yang singkat itu biasanya menghalangi penguasaan penerima

hibah. Bisa jadi cara tersebut menjadi celah untuk mengklaim

hibah tanpa perlu terjadin5ra penguasaan, sehingga seolah-olah ia

mendiaminya dengan akad 'ariyah untuk melakukan siasat. Karena

itu, diriwayatkan dari 'Utsman 4fu bahwa ia berkata, "Ada apa

gerangan dengan suatu kaum yang salah seorang dari mereka

memberikan suatu pemberian kepada anaknya. Tetapi jika

anaknya mati, orang itu berkata, 'ltu hartaku dan ada di tanganku.'

Tetapi jika dia mau mati, maka ia berkata, 'Aku sudah

menghibahkannya.' Hibah tidak ditetapkan kecuali atas barang

yang telah dikuasai anak dari harta ayiahnya." Kemudian orang-

orang bertanya kepadanya tentang anak kecil. 'Utsman menjaurab,

"Penguasaan oleh ayahnya itu sama dengan penguasaan anak

kecil tersebut." Pendapat inilah yang dipegang oleh Malik dan

selainnya. Hal ini tampak jelas pada masalah yang sedang dibahas

ini, baik barang hibah milik perorangan atau milik bersama.
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Sedangkan bagian lain yang tidak dihibahkan itu sama

kedudukannya dengan barang lain yang tidak dihibahkan. Tetapi

pemiliknya melakukan tindakan terhadapnya seperti tindakan

sekutu, sehingga seandainya barang tersebut membutuhkan

renovasi maka ia dipaksa unfuk melakukannya bersama-sama

menurut Ahmad dan Malik dalam pendapatnya yang jelas

keshahihannya. Di dalamnya juga berlaku hak syufah. Jika

pembagian barang dimungkinkan, maka ia harus dibagi. Jika tidak

bisa dibagi, apakah pemberi hibah dipaksa untuk menjual jika

pihak lain menuntutnya agar keduanya bertagi hasil penjualan?

Ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Pendapat yang

membolehkan pemaksaan merupakan pendapat Malik, Abu

Hanifah dan Ahmad. Sedangkan pendapat yang tidak

membolehkannya adalah pendapat Asy-Syafi' i.

Masalah ini tampak jelas bagi orang yang memiliki

pengetahuan tentang syari'at sedikit saja manakala ia telah

memahami acuan fuqaha. Akan tetapi, orang yang tidak dapat

memilah manakala melihat cabang-cabang masalah yang mereka

sebutkan dalam masalah barang hibah, maka ia orang yang jauh

dari kemampuan untuk menganalisa hukum-hukum syari'at dan

masalah-masalah Fiqih. Masalah ini termasuk masalah 5ang udak

bisa diperselisihkan sarna sekali.

Herann5n, mereka berusaha mengutip hukum masalah ini

dari kitab hibah, sedekah dan semisalnya, padahal itu bukan

tempatnya. Tempatnya adalah persekutuan dan pembagian atau

semacam ifu. Karena yang ditanyakan adalah tindakan atas bagian

tersisa, bukan bagian yang dihibahkan. Jika seseorang berpikir

bahwa sikap saling diam menunjukkan tetapnya penguasaan

tangan masing-masing atas seluruh barang, maka dapat dilawab

bahwa pada saat ifu penguasaan tangan masing-masing sekutu
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atas semua barang milik bersama. Jika pendapat ini benar, maka

penguasaan tangan atas barang milik bersama ifu tidak sah sama

sekali, karena Abu Hanifah berpendapat seperti di atas unhrk
barang yang bisa dibagi. Kemudian, jika ia mengasumsikan bahwa

penguasaan tangan sekutu atas seluruhnya, maka hal ini tidak

menghalangi penguasaan yang berlaku dalam barang milik
bersama. Karena jika seseorang menghibahkan suatu bagian dari

suatu barang, maka ia hanya berkewajiban unfuk menyerahkan

bagian yang dihibahkan saja, sedangkan bagian yang tidak ia
hibahkan tetap dalam kekuasaan tangannya; baik dikatakan bahwa

penguasaan tangannya atas bagiannya ifu mencakup keseluruhan,

atau tidak mencakupnya. Dari sini dapat diketahui bahwa

penguasaan sekufu pemberi hibah atas bagiannya serta

tindakannya terhadap bagiannya tidak menghalangi penguasaan

penerima hibah sejak awal, dan tidak menghalanginya unfuk

selama-lamanya berdasarkan pendapat yang disepakati umat

Islam.

Barang Hibah Terbukti Kurang dari yang
Disebutkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimi5ryah Ditanya

Ada seorang yang menghibahkan seperempat tempat,

namun ternyata barang yang dihibahkan kurang dari itu. Apakah

hibahnya batal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimi!,yah Menjawab

Hibah tersebut tidak batal.
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Hukum Pembatalan Hibah oleh Ayah untuk Dua
Anak Perempuan yang Disusul Kelahiran Anak
Laki-Laki dan Kematian Ayah

Syaildrul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki{aki yang memiliki dua anak perempuan.

saat ifu ia mencerai ishinya dalam keadaan hamil. Sesudah ia

menulis surat hibah bn pa uang dua ribu dinar dan empat budak

untuk dua anak perempuannya tersebut, ia memperoleh anak laki-

laki dari perempuan yang dicerainya itu. Ia tidak menulis hibah

apapun untuk anak laki-lakinya ihr. Sesudah ifu orang tersebut

mati meninggalkan harta di luar harta yang telah ia hibahkan.

Harta tersebut pun dibagi di antara mereka menumt fara'idh.

Apakah surat hibah yang ditulis untuk kedua anak perempuan

tersebut dapat dihapus atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada pertedaan pendapat di antara ulama tentang masalah

ini jika ia telah mengalihkan kepemilikan secara sempuma kepada

anak-anak perempuan tersebut. Adapun jika ia hanya menulis

untuk mereka hibah dua ribu dirham dalam pertanggungan tanpa

terjadi serah-terima, atau ia memberi mereka sesuafu tetapi belum

menyerahkann5ra kepada mereka, maka akad ini dapat dihapus,

lalu seluruh harta dibagi antara anak laki-laki dan perempuan.

Adapun dalam keadaan telah terjadi serah-terima, maka di

dalamnya terjadi perbedaan pendapat.

Diriwayatkan bahwa Sa'd bin 'Ubadah membagikan

hartanya di antara anak-anaknya. ketika ia meninggal dunia, ada

anak lain yang lahir. Abu Bakar dan Umar lantas anak

426



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

memberikan kepada anak yang baru lahir tersebut bagiannya dari

warisan.

Karena ifu, seyogianya pendapat ini dipegang karena alasan

tersebut, karena Nabi S bersabda,

€:\:i i t-)ror, hr t-#r

"Bertakwalah kalian kepada Allah, dan berlaku adillah di
an tan anak-anak lruliun.'4'06

Beliau juga berkata kepada orang yang ingin

mengistimewakan sebagian anaknya dalam masalah pemberian,

;; ewi\ Jt,-
"sesunggwhnya aku tidak bersaksi atas k.64ulu4i1*r.'\o7

Nabi $ pemah bersabda kepada seseorang yang ingin

mengistimeurakan sebagian anaknya,

€-.t* ob$i
'Mntalah orang lain unfuk bersaksi atas hal ini!'LB

Ucapan beliau ini adalah ancaman terhadap orang tersebut,

karena di tempat lain beliau bersabda, "Kembalikanlahl" dan laki-

laki itu pun menarik pemberiannya- Adapun jika seseorang

memberikan wasiat unfuk anak-anak perempuan sesudah ia mati,

106 93. AlBukhari (pembahasan: Hibah, 2587) dan Muslim (pernbahasan: Hibah,
1633/13), keduanya dari Nu'man bin Basyir.

107 HR. Muslim (pembahasan: Hibah, 1623/741dan Ahmad (4/2681
108 HR. Muslim (pembahasan: Hitnh, 1623/771.
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maka wasiat ini tidak mengikat berdasarkan pendapat yang

disepakati ulama. Menurut penciapat yang shahih di antara dua

pendapat ulama, orang yang mengistimewakan anak-anak

perempuannyra dalam hal pemberian itu wajib menarik
pemberiannya di masa hidupnya sebagaimana yang diperintahkan
Nabi $. Tetapi jika ia terlanjur mati dan pemberiannya belum

sempat dikembalikan, maka ia harus menarik pemberiannya

menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat

sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti
prinsip keadilan yang diperintahkan-Nya, dan untuk meneladani
perkataan Abu Bakar dan Umar rg. Orang yang diistimewakan

tidak boleh mengambil harta pengistimo.r.raan tersebut, melainkan

ia harus berbagi dengan saudara-saudaranya atas semua harta

dengan adil sesuai perintah Allah. Wallahu a'lam.

Apakah lzin Pemilik Budak Perempuan kepada
Anaknya untuk Menggauli Dianggap Sebagai
Pengalihan Kepemilikan?

Syaik*rul Islam Ibnu Taimiyph Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan.

Kemudian ia mengizinkan anak laki-lakinya untuk menggauli budak

perempuan tersebut, tetapi belum terjadi pengalihan kepemilikan

dan hibah budak tersebut darinya kepada anaknya. Budak

perempuan tersebut akhimya melahirkan anak dari anak pemilik

budak tersebut. Apakah izin unfuk menggauli itu dianggap sebagai

pengalihan kepemilikan kepada anak? Apakah anak budak

tersebut lahir dalam keadaan merdeka dan budak perempuan
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tersebut menjadi ummu walad bagi pemilik budak perempuan,

sehingga ia haram menjualnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiy5rah Menjawab

Masalah ini didasarkan pada dua pokok, yaitu:

Pertama, sifat akad. Menurut madzhab Malik dan Ahmad
dalam pendapat yang masyhur serta para imam lain, penjualan,

hibah dan penyewaan tdak membutuhkan ungkapan lisan,

melainkan dapat ditetapkan dengan saling memberi dan

menerima. Jadi, apa saja yang dianggap umat sebagai jual-beli,

atau hibah, atau seu/a-menyeura, maka itulah yang terjadi.

Sedangkan menumt madzhab Asy-Syafi'i yang masyhur, ungkapan

berlaku kecuali dalam kasus-kasus yang dikecualikan.

Manakala akad dilakukan dengan ungkapan lisan, maka

ungkapan terrsebut menurut mayoritas tidak harus dengan

ungkapan yang ditenfukan dalam syari'at, melainkan kembali

kepada kebiasaan futur bicara masyarakat. Ini adalah madzhab

mayoritas ulama. Karena ifu mereka mengesahkan hibah dengan

semisal ungkapan, "Aku menempatkanmu di rumah ini, aku

memberimu makanan ini, aku mengangkutmu di atas kendaraan

ini," secara ungkapan-ungkapan sempa 5ang dipahami masynarakat

sebagai hibah. Penyiapan bekal dan perlengkapan perempuan

yang dinikahi unfuk diantar ke rumah suaminya dianggap sebagai

pengalihan kepemilikan sebagaimana yang difatwakan oleh para

sahabat Abu Hanifah, Ahmad dan selainnyn.

Alasannya adalah karena Allah menyebutkan jual-beli, seu/a-

menyer//a dan pemberian secara mutlak dalam Kitab-Nya, tidak

ada batasannya dalam bahasa atau syari'at sehingga dikembalikan
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kepada kebiasaan. Tujuan dari percakapan adalah memahamkan

makna. Jadi, kalimat apa saja yang menunjukkan maksud akad,

maka akad sah- Berdasarkan kaidah ini, jika seseorang

membelikan budak perempuan untuk anaknya dan ia berkata,

"Ambillah ini unfukmu, dan bersenang-senanglah dengannya!"

maka menurut fuqaha hal ifu dianggap sebagai pengalihan

kepemilikan.

Selain itu, orang yang tahu bahwa budak perempuan tidak

boleh digauli kecuali dengan memilikinya, manakala ia

mengizinkan anaknya unfuk menggauli budak tersebut, maka

tujuannya tidak lain adalah mengalihkan kepemilikan budak

tersebut. Jika telah terjadi hal-hal yang menunjukkan pengalihan

kepemilikan menunrt mayoritas ulama, dan inilah pendapat ulama

yang paling shahih, maka anak dianggap menggauli budak tersebut

dalam keadaan memilikinya, bayr yang lahir darinya berstatus

merdeka dan memiliki nasab, budak tersebut menjadi unmu walad

hudak perempuan wng melahirkan anak untuk majikannya) yang

Udak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Seandainya

diasumsikan ayah tidak melakukan pengalihan kepemilikan sama

sekali, sedangkan anaknya meyakini bahwa ia telah memilikinya,

maka bayr yang lahir juga berstatus merdeka dan memiliki nasab,

dan anak yang menggauli tersebut tidak dikenai sanksi pidana.

Adapun jika anak mq;akini bahwa ia belum memiliki budak tetapi

ia menggaulinya dengan izin ayahnya, maka masalah ini

didasarkan pada pokok kedua.

Para ulama berteda pendapat mengenai orang yang

menggauli budak perempuan milik orang lain dengan seDinnya.

Malik berkata bahwa ia memiliki budak tersebut dengan

membayarkan nilainya, baik budak tersebut hamil atau tidak.

Sedangkan tiga imam lainnya mengatakan ia tidak memiliki budak
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tersebut. Jadi, berdasarkan pendapat Malik, budak tersebut juga

menjadi milik anak, stafusnya berubah menjadi urnmu walad, dan

bayrnya merdeka. Sedangkan menurut pendapat tiga imam

lainnya, budak tersebut tidak menjadi ummu walad. Akan tetapi,

apakah bayinya menjadi merdeka seperti seandainya anak tersebut

menggauli budak iskinya dengan seizinnya? Ada dua riwayat
pendapat dari Imam Ahmad tentang masalah ini. pertama, bayi
tidak menjadi merdeka. Ini adalah madzhab Abu Hanifah,

meskipun ia mengira bahwa budak tersebut halal baginya- Kdua,
bayi tersebut menjadi merdeka. Pendapat inilah yang shahih

manakala yang menggauli mengira bahwa budak tersebut halal.

Pendapat kedua inilah yang diredaksikan dari Asy-Syafi'i

dan Ahmad terkait budak yang digadaikan lalu digauli penerima

gadai lantaran terjadi syubhat. Karena kesamaran keyakinan atau

kepemilikan ifu menggugurkan sanksi berdasarkan pendapat yang

disepakati para imam. Demikian pula, persetubuhan tersebut

mempengaruhi kemerdekaan anak dan nasabnya- Seperti

seandainya ia menggauli perempuan dalam pemikahan yang tidak

sah, atau dalam kepemilikan yang tidak sah, maka anak tersebut

menjadi merdeka berdasarkan pendapat yang disepakati para

imam. Tetapi Abu Hanifah berbeda pendapat dalam masalah ini.

Ia berpendapat bahwa bayi tersebut lahir sebagai budak.

Sedangkan menurut Malik, orang yang menggauli itu telah

memiliki budak akibat persetubuhan yang diizinkan.

Apakah orang yang menggauli dengan izin itu wajib

membayarkan nilai anak? Ada dua pendapat dalam madzhab Asy
Syafi'i. Pertama, ini adalah pendapat yang diredaksikan dari

Ahmad, ia tidak menanggung nilainya karena ia menggauli budak

dengan seizin pemiliknya. Jadi, kasus ini seperti seandainya ia

merusak harta milik orang lain dengan seizinnya. Kdua, ia wajib
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menanggung nilainya, Ini adaiah pendapat sebagian sahabat

Ahmad. Di antara sahabat Asy-Syaf i ada yang mengklaim bahwa

ini adalah madzhabnya sebagai satu pendapat.

Adapun dalam masalah mahar, ia tidak wajib

menanggungnya menunrt madzhab Ahmad, Malik dan selainnya.

Sedangkan Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. pertama, ia

menanggung mahar sebagaimana madzhab Abu Hanifah. Dan

dalam setiap kasus dimana budak perempuan tidak menjadi ummu

umlad, ia boleh dijual.

Pembatalan Sedekah Rumah Sesudah Diserahkan
Tetapi Pemberi Sedekah Tetap Tinggal di dalamnya

Syaikhul Islarn Ibnu Taimi56rah Ditanya

Ada seorang perempuan yang bersedekah kepada anaknya

dalam keadaan sehat dan selamat berupa sebagian dari harta yang

bisa dibagi sejak lebih dari dua puluh tahun. Kemudian perempuan

yang bersedekah tersebut mati. Kemudian penerima sedekah

menyedekahkan seluruh harta yang disedekahkan ibunya kepada

anaknya saat ia masih hidup. Semua itu terjadi sesudah kematian

penyedekah pertama di hadapan seorang qadhi. Apakah para ahli

waris yang lain boleh membatalkan keputusan tersebut dengan

alasan bahwa perempuan tersebut tetap tinggal di rumah sesudah

rumah diserahkan kepada penerima sedekah atau tidak?
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Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Jika sdekah Udak keluar dari tangan pemberi sedekah

hingga ia mati, maka sedekah batal berdasarkan pendapat yang

disepakafi para imam menurut parc pendapat mereka yang

masyhur. Jika hakim menetapkan hal itu, maka penetapannya atas

akad tersebut fidak meniscayakan keabsahannya. Adapun

keputusan keabsahannya dalam keadaan pemberi sedekah

menriliki para ahli unris itu tidak bisa mr.mgkin diambil oleh

seorang hakim png tatru, kecuali keputusan tersebut diambil udak

dengan sifat seperti ini sehingga saat ihr ia tidak dianggap sebagai

haldm yrang baik.

Adapun jika sedekah telah dikeluarkan oleh pemberi

sedekah dari penguasaan tangannya kepada orang yang ia
sedekahi, serta telah menyerahkannya dengan cara penyerahan

lrang syar'i, maka ini adalah masalah 5ang masyrhur di kalangan

ulama. Jika pemberi tdak memberi harta lang sama kepada anak-

anaknya yang lain, maka ia wajib menarik pemberiannya, atau

memberi anak-anak yang lain s€eerti itu. Hal ini sesuai dengan

riwayat rnlid dalam Urtab Ash-Shahihain dari Nu'man bin Basyir,

katanyat

4ip ;t Uv, ,i)l €J *
hr Jb ar J;r'g & ,?:r( y i;t))
ii3 &3 rlLht ,ru o;tgv *

de
4

C A

& ,?'rl ,t:Uu 'i1l o{:6)b *r a; }t
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Ayalrl, memberiku ,; saat aku masih kecil, lalu ibuku

Amrah binti Rawahah berkata, "Aku tidak rela hingga engkau

mempersaksikan Rasulullah &." Kemudian aku (Nu'man bin

Basyir) mendatangi Nabi # dun berkata, "Aku memberikan harta

kepada anakku, sedangkan ibunya berkata, 'Aku tidak rela hingga

engkau mempersaksikan Rasulullah $.' Beliau bertanya, Apakah

kamu memiliki anak selain dia?' Aku menjawab, 'Ya.' Beliau

bertanya, Apakah engkau membei mereka semlta seperti engkau

memberinya?' Aku menjawab, 'fidak.' Beliau bersabda,

'Persaksikan orang lain atas hal ini!''

Dalam riwayat lain disebutkan,

Y ;Y
tt
lH,

o o o l1-

.,rJ+iJ )
lA.'. to !c.o)i {,0))_,p ) Yt

/ O/ . O ./': *r I Jlpl n
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'Janganlah engkau meminb percaksiaan dariku, karena

saunggahngn aku tidak bersaksi atas ketidakadilan! Bertakwalah
kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian di anbra anak-anak

kalian! Ambillah kembali pembeianmu itu!' Nu'man lantas

mengambil kembali pemberiannya.lo9 Watlahu a'lam.

t@ Takhrij hadnts telah disebutkan sebelumnya.
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Pembatalan Sedekah kepada Saudari karena Ia Mati

Slaikhul Islam lbnu Taimi!,yah Ditan5n

Ada seseorang yang memiliki mmah, lalu ia

menyedekahkan setengah tiga perempaturya kepada anak

kandungnSra, sedangkan sisanya ia sedekahkan saudari

kandungnya. Sesudah itu, saudarinya yang ia sedekahi seperempat

rumah itu meninggal dunia. Kemudian ia menyedekahkan seluruh

rumah kepada anaknya. Apakah sedekah yang terakhir ihr sah dan

membatalkan sedekah sebelumnya atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taim[ryah Menjawab

Jika ia telah mengalihkan kepemilikan seperempat mmah

kepada saudarinya dengan pengalihan kepemilikan yang sah, dan

ia juga telah mengalihkan kepemilikan tiga perempat rumah

kepada anaknya, maka milik saudarinya itu berpindah kepada para

ahli uarisnya, bukan kepada anaknya. Pemilik awal udak boleh

memindahkannya kepada anaknya. Wallahu a'lam.

Ayah Menguasai Pakaian Anak Perempuannya yang
Sudah Meninggal

Syaihhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan

memiliki ayah, ibu, dan strami. Perempuan tersebut adalah orang

yang bijak. Ayahnya lantas mengambil semua pakaian miliknya,

tidak memberikan sedikit pun dari pakaian itu kepada para ahli

waris lainnya. Bagaimana hukumnya?
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Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Tindakannya ihr tidak diterima. Sebaliknya, seluruh harta

yang ada ditangan anak perempuannya itu adalah miliknya
sehingga ia berpindah kepada para ahli warisnya. Jika dia yang

membelikannya tetapi ia memberikannya kepada anaknya dengan

cara yang lazim, maka itu sama dengan pengalihan kepemilikan

kepadanya sehingga ayah tidak boleh menariknya kembali sesudah

kematiannya.

Hukum Hadiah Balasan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyph DitanSn

Ada seseorang yang diberi hadiah anjing pemburu, lalu

penerima balik memberi hadiah kepada pemberi. Apakah ia boleh

mengambil hadiah ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang

nnemberikan anjing terlatih sebagai hadiah dan ia tidak bemiat
untuk meminta pengganti dan penghargaan, melainkan unhrk
memuliakan penerima hadiah, kemudian penerima hadiah balik

memberinya sasuatu, maka ia tidak dilarang menerimanya.
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Hukum Meminta Kembali Hibah

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan sesuafu kepada orang

lain kemudian ia memintanya kembali. Apakah hukumnya boleh

atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam kitab
As-Sunan terdapat riwayat dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,

O//q -q|lt Vl cy G q";'o1t .-+U. A

'Pemberi hibah tidak bolelz meminb kenbal hibahng,
kecuali ayah meninb kembali apa yang ia hibahkan kepda
anaAnga.alo

Ini adalah madzhab AqrSyafi'i, Malik, Ahmad dan

selainnya. Kecuali hrjuannya dari pemberian arlrhh hrkar-menukar,

sefJ€rti seseorang memberikan sesr.nhr kepada orang lain agar ia

menggantinya atau me:runaikan hajahya. Manakala orang lang
diberi tidak menunaikan syarat yang dapat diketahui dari ucapan

atau kebiasaan, maka pemberi b6hak meminta kembali

pemberiannya atau grang seukuran dengan ifu. Wallahu alatn.

ll0 11p. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3539), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-
beli, L2991 dengan menilainya hasan-shahih, dan An-Nasa'i (pernbahasan: Pemberian

Kepada Anak, 3691), mereka semua dari hnu 'Abbas .lg.

.0
l. 1 .9...

P-t *s
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Penarikan Pemberian karena Terjadi Pertengkaran
Antara Pemberi dan Penerima

Syaikhul Islam lbnu Taim[;yah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang

lain, baik tanpa sebab atau karena ia menanggung hutang.

Kemudian terjadi pertengkaran di antara keduanya sehingga

pemberi menarik pemberiannya. Apakah ia boleh melakukan hal

itu? Jika penerima pemberian mengingkari dan bersumpah bahwa

pemberi tidak berhak atas sesuafu dalam pertanggungilnga,

apakah ia dianggap bersumpah palsu atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimig;ah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pemberi tidak

boleh menarik pemberiannya kecuali ayah, dan kecuali pemberian

itu dilakukan atas dasar tukar-menukar yang dapat diketahui dari

ucapan atau kebiasaan. Jika pemberian dilakukan demi pengganti

dan pemberi tidak memperoleh ganti, maka ia boleh menarik
pemberiannya. Wallahu a'lam.

Ayah Melakukan Tindakan Terhadap Barang yang
Dihibahkan kepada Anal'srya

S3Taihhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan hibah kepada anaknya,

tetapi kemudian orang tersebut melakukan tindakan terhadap

hibah tersebut dan mengklaim sebagai miliknya. Apakah
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tindakannya ini menyiratkan penarikannya terhadap hibah atau

tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, tindakannya itu menyiratkan penarikan hibah. Wallahu

a'lam.

Pemberi Hibah Meminta Harga Sewa

Syaikhul Islam lbnu Taimi5ryah Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan kuda kepada orang

lain. Lama sesrrdah ifu, pemberi meminta harga ser,va dari orang

yang diberingra, lalu orang tersebut mengatakan, "Aku tidak
sanggup membaSrar. Jika mau, ambillah kudamu itu!" [-alu

pemberi mengatakan, "Aku tidak mau mengambilnya kecuali

kamu memberiku harga se\uanya." Apakah tindakannya itu boleh?

Apakah ia boleh meminta harga sev,ra atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan sernesta alam. Jika penerima

hibah mengembalikan barang yang dihibahkan, maka tidak ada

kewajiban apapun baginya selain itu. Pemberi juga tidak berhak

menunfut harga setrra dan pertanggungan. Wallahu a'lam.
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Memberi Hibah dengan Syarat Imbalan

Syaikhul Islam lbnu Taimiglah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan seorang budak kepada

seorang pejabat tinggi dengan tujuan untuk memperoleh

penukamya yang biasa terjadi di antara orang-orang tanpa melalui
jual-beli. Budak tersebut tinggal bersama pejabat tersebut selama

setahun untuk melayaninya. Kemudian pejabat tersebut mati.

Apakah pemilik budak beliau menuntut para ahli waris pejabat

tersebut atas suatu kompensasi, baik dalam bentuk harga, atau

upah pelayanan?

Syaik*rul Islam lbnu Taim[;yah Menjawab

Ya, jika ia menghibahkan dengan syarat imbalan, baik
secara ucapan atau kebiasaan, maka ia boleh meminta kembali

barang yang ia hibahkan selama ia belum memperoleh imbalan

yang menjadi haknya manakala barang yang dihibahkan masih

ada. Jika barangnya nrsak, maka ia berhak atas nilainya atau

imbalannya. Imbalan di sini adalah pengganti yang disyaratkan atas

penerima hibah.
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Hadiah untuk Pejabat dengan Motif Tertentu

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada seorang

pejabat dengan maksud agar hajahya dipenuhi, atau mendekatkan

diri kepada pejabat tersebut, atau agar ia mendapat pekerjaan

darinp. Apakah pejabat tersebut boleh mengambil hadiah dengan

tujuan seperti ini atau tidak? Jika ia mengambil hadiah tersebut,

maka hatinya akan terpengaruh agar ia memberinlra pekerjaan.

Dan jika ia tidak mengambil hadiah tersebut, maka hatinya tidak

tergerak untuk memberinya pekerjaan. Apakah ia boleh

mengambil hadiah dan memberinya pekerjaan, ataukah ia tidak

boleh mengambil hadiah dan tidak memberinya pekerjaan? Ada

seseorang ucapannya didengar oleh atasannya. Jika mereka

memberinya suafu jarnuan atau hadiah bukan agar keperluan

mereka dipenuhi, apaloh ia boleh mengambilnya? Jika ia
menolaknya, maka hal ifu dapat menyinggung perasaan

pemberinya. Apakah ia boleh mengambilnya atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam kitab

Sunan Abu Daud dan lainnya terdapat riwayat dari Nabi @ bahwa

beliau bersabda,

ne#t* { an? a'91-e; A->
/ ./. O a

,$ 'r
(- LJ

(;*t;.i'dW ./
dr i;l

lz 'u
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"Barangsiapa tnng memberikan stnfabt (mdiasi) bagi

saudaranya lalu saudaran5n ifu memberinSm hadiah lalu ia
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menerimanya, maka ia telah mendapati suafu pinfu yang besar di
an tara pin fu-pinfu ,i6u.'l'11

Ibnu Mas'ud pemah ditanya tentang suht (kekihran),lalu ia

menjawab, "Yaifu engkau memberi syafa'at kepada saudaramu lalu

ia memberimu hadiah lalu engkau menerimanya." Ia ditanya lagi,

"Apa pendapatmu jika hadiah tersebut unfuk kebatilan?" Ia

menjawab, "Itu adalah kufur. Allah $! berfirman,

'b;]K\ ? .a$i6 ii d; v-, K4 !: ;S
"Barang siapa yang tidak memufuskan menurut apa yang

diturunkan Allah, maka mereka ifu adalah orang-orang yang kafir. "
(Qs. Al Maa'idah [5]' rt4)

Karena ifu para ulama berkata bahwa barangsiapa yang

memberikan hadiah kepada pejabat agar ia melakukan hal-hal

yang tidak diperkenankan, maka itu hukumnya haram bagi

penerima dan pemberi hadiah. Ini termasuk suap yang mengenai
itu Nabi $ bersabda,

-tt

)t .:u1.).

.o t 1..

,F-lls *J
"Allah melaknat perlryap dan penerima suap.'Ll2

Jika seseorang memberikan hadiah kepada pejabat agar

tidak dizhalimi, atau agar ia diberi haknya yang wajib, maka hadiah

ini haram bagi penerima tetapi boleh bagi pemberi sebagaimana
saMa Nabi ,S,

lll HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3541) dari Abu Umamah.
112 HR. Abu Daud (perrbahasan: Peradilan, 3580), At-Tirmidd (pembahasan:

Hukum, 1337) dengan menilainyra hasan-shahih.
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'sungguh aku benar-benar metnberikan *rrO"*, kepda

salah seorang di antara mereka, lalu ia keluar membawa

pembuian ifu dengan mengepih5n sebagai api nenka. " Para

sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memberi

mereka?" Beliau menjawab, "Mereka bersikeras meminta

kepadaku, sdangkan Allah tidak mau uku 6u211i1.'1't3

Misalnya, adalah pemberian kepada sdseorang agar ia
merahasiakan suatu berita yang buruk, atau kepada orang yang

zhalim kepada manusia. Yang demikian ihr hukr-lmnya boleh bagi

pemberi dan haram bagi penerima. Sedangkan hadiah dalam

mediasi ihr seperti seseorang melakukan mediasi bagi orang lain

kepada seorang pejabat atau tidak berhenti menzhaliminya, atau

agar ia memberikan haknya, atau akan memberinya jabatan yang

menjadi haknya, atau agar ia mengangkatnya sebagai prajurit

perang dan ia berhak atas ifu, atau agar ia memberinya sebagian

dari harta yang diwakafkan kepada orang-orang fakir, fuqaha, ahli

qira'ah, ahli ibadah dan lain-lain, dan ia memang berhak

menerimanya. Mediasi semacam ini membanfu terlaksananya

kewajiban atau ditinggalkannya suatu keurajiban. Dalam hal ini

diharamkan menerima hadiah juga, tetapi pemberi boleh

memberikan apa yang bisa menjadi penyebab agar haknya diberi

t
7

,c : t4, .o,, o ! z z

-n Aiail f^J> ;LP

113 HR. Ahmad (3/4,161dari Abu Sa'id Al Khudrl l&.
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atau dihindarkan dari kezhaliman. Pendapat inilah yang dituhrrkan

dari generasi salaf dan para imam besar.

Sebagian fuqaha generasi akhir memberikan kelonggaran

dalam masalah ini dan mengategorikannya ke bab ji'alah. llq
Pendapat ini jelas bertentangan dengan Sunnah serta perkataan

para sahabat dan para imam. Pendapat ini keliru karena pekerjaan

semacam ini termasuk pelayanan umum yang pelaksanaannya

hukumnya fardhu, bark fardhu 'ain atau fardhu kifajnh. Manakala

pengambilan ji'alah semacam disyamtkan untuk hal-hal semacam

ini, niscaya jabatan, pembagian harta fai', seAekah dan selainnya

hanya diberikan kepada orang yang mau membayamya, dan tentu

saja yang tidak dizhalimi hanyalah orang yang mau membayamya.

Sedangkan orang yang tidak membayar tidak diberi jabatan, tidak

diberi harta fai' dan zakat, serta tidak dilindungi dari kezhaliman,

meskipun ia lebih berhak dan lebih memanfaatkan bagi umat Islam

daripada orang Srang memba5rar.

Manfaat dalam hal ini bukan milik orang lrang membayar

sehingga kompensasi juga harus diambil atas budah yang

melarikan diri. Manfaat ini unfuk semua rakyat, yaitu umat Islam.

Yang wajib diangkat untuk menempati jabatan di sanap tingkatan

adalah orang yang paling tepat dan mampu, dan ia harus diberi
gaji yang standar sesuai dengan gaji prajurit, imam, muadzin, dan

ulama yang merupakan kelompok yang paling berhak dan paling

memanfaatkan bagi umat Islam. Tugas.ini hukumnya wajib bagi

pemimpin tertinggi, dan umat lslam hanrs mernbantun3p dalarn

menjalankan karrajiban tersebut. Jadi, pengambilan imbalan dari

lM ,1;'ululi berart kqnitncn untuk meryrberlkan lsnpensari dahm nfiilah tertentrrr

atas pekeriaarr, baik pelcriaan temchn delinitif atau tidak dilretahul dan sulit dib€ri
batasannya.
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seseorang tertentu atas pekedaan tersebut dapat mengakibatkan

semua pekerjaan ini dapat diminta dengan memberi imbalan.

Padahal, meminta jabatan itu sendiri hukumnya dilarang. [alu,
bagaimana jika disertai pernberian imbalan? Akibatrrya, orcmg

lrang menyuap urh-rk mendapat jabatan akan diberi jabatan

meskipun omng lain lebih berhak dan lebih baik. Bahkan, itu dapat

mengakibatkan pernberian jabatan kepada orang bodoh, fasik dan

ahli maksiat, sedangkan orang yang alim, adil dan mampu

disingkirkan. Orang fasik, pengeart dan tidak mampu berperang

iustru menduduki jabatan di der,tran militer, sedangkan orang yang

adil, pemberani dan memanfaatkan bagi umat lslarn ditinggaikan.

Kerusakan semacam ini banyak terjadi.

Jika seseorang mengambil hadiah unfuk memberikan
mediasi kepada otang yang tidak berhak sedangkan orang lain

lebih baik, maka ia tidak boleh mengambil hadiah tercebut dan

tidak boleh melakukan mediasi. Meninggalkan kedua hal tersebut

l€bih baik. Jika h mengambil hadiah dan melakukan mediasi untuk
orang yang lebih baik dan lebih baih dan ia meninggalkan orang

yang tidak Hlalq rnale pada saat ihr sikap meninggalkan mediasi

dan pengambilan hadiah iustuu lebih bertahaya daripada

memberikan mediasi kepada orang yang tidak berhak. Orang yang

melakukan mediasi dan memiliki hajat agar mediasinya diterima ini
perlu diberi nasihat: Anda wajib bersikap hrlus kepada Allah,

Rasul-Nya, para imam, dan umat Islam pada umumnya.

Seandainya ini pertuatan Anda dalam keadaan tidak memiliki
pangkat dan harta, lalu bagaimana jika Anda memiliki pangkat dan

harta? Anda harus bersikap tulus kepada orang yang Anda

mediasikan, sehingga tampak terang siapa yang berhak atas suafu

iabatan dan pemberian dan siapa yang tidak berhak. Anda harus

bersikap fulus kepada umat Islam dalam melakukan hal ihr, dan
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bersikap tulus kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menaati-Nya.

Yang demikian ifu termasuk ketaatan yang paling besar kepada-

Nya. Anda memberi manfaat kepada orang yang berhak dengan

membanfunya unfuk mencapai haknya, sebagaimana Anda wajib
shalat, puasa dan berjihad dl;alan Allah.

Mengenai orang yang ucapannya didengar atasannya ifu,
jika ia memakan makanan dalam porsi yang lebih dari sekadar

pedamuan yang syar'i, maka ia hanrs membalas orang lang
memberi makan dengan png setara. Atau, sebaikryn ia tidak

memakan secara melebihi batas perjamuan yang syar'i. Jika tidak,

maka perjamuan Snng berlebihan itu tiriak ada bedanya dengan

hadiah. Seseorang yang melakukan mediasi sama kedudukannya

dengan saksi. Manakala ia men5rampaikan kesaksian dan

melakukan mediasi lantaran mendapat jamr.ran atau imbalan, maka

ini menrpakan salah safu penyebab kerusakan. Wallahu a'lam.

Status Budak !/ang Dijadikan Hadiah dengan
Imbalan tetapi tidak Pemberinlra tidak lDberi
Imbalan

Syaikhul Islarn lbnu TaimllDah Ditanlra

Ada seseomng yang memberikan seorang hxlak kepada

seorang pembesar. Menurut kebiasaan lrang berlaku, jika

seseorang memberikan hadiah seperti ifu, maka ia diberi harga

budak atau yang setara dengan itu. Namun kali ini ia tidak diberi
apa-apa. Kemudian budak tersebut menikah dan melahirkan
beberapa anak, kemudian ia meninggal dunia. Apakah anak-

anaknya itu merdeka atau tidak? Apakah anak-anak penrilik awal

berhak manarisi atau tidak?
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Syaikhul Islam Ibnu Taim[ryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika menurut

kebiasaan yang berlaku pemberi dapat ganti dan ia memberikan

dengan s5rarat, maka ia berhak atas salah satu dari dua hal, baik itu
pengganti atau menarik kembali hibahnyn.

Sedangkan budak tersebut, manakala penerima hibah tidak

memerdekakannya, maka ia tetap dalam keadaan sebagai budak.

Sedangkan anak-anaknSra mengikuti ibu mereka. Jika ibunya

merdeka, maka mereka merdeka. Jika ibunp budak, maka

mereka menjadi milik pemilik ibunya, bukan pernilik bapaknya.

Karena anak-anak itu dalam madzhab empat dan selainnya

mengikuti ibu mereka dalam hal stahrs sebagai budak atau

merdeka. Mereka mengikuti ayah mereka hanya dalam hal nasab

dan per.tvalian.

Jika pemberi hibah tidak mengambil kembali hingga ler,uat

masanlra, maka ia boleh menuntut penggantin5ra kepada penerima

hibah jika ia masih hidup, dan kepada harta peninggalannya jika ia
sudah mati, sama seperti hutang-hutang !,ang lainnya. Jika budak

tersebut telah dimerdekakan dan ia memiliki anak-anak dari
perempuan yang merdeka, maka anak-anaknya ifu juga merdeka.

Menarik Hibah dari Orang yang Dikiranya Sebagai
Budak

Syaikhul Islam Ibnu TaimigTah Ditanya

Ada seseorang yang membeli budak dan menghibahkan

sesuatu kepada budak tersebut hingga budak tersebut menjadi

kaya. Tetapi temyata budak tersebut orang merdeka. Apakah
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orang tersebut boleh mengambil apa yang telah ia hibahkan

karena mengiranya sebagai budak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, ia boleh menarik hibahnya ifu.

Istri Meminta Kembali Hibah Dinar yang Ia Berikan
dalam Perdamaian agar tidak Dicerai

Syaikhul Islam Ibnu Taim[ryah Ditanp
Ada seseorang yang ingin menceraikan istrinya, lalu ia

meminta istrinya untuk mengadakan perdamaian agar ia tidak

menjatuhkan cerai kepadanya. Sebelum itu ia pemah memberikan

dua dinar kepada istrinya. Ia lantas berkata kepada istrinya,
"Berikan kepadaku safu dinar ifu." Kemudian istrinya itu
memberinya safu dinar, tetapi ia tetap menceraikan istrinya.

Apakah istrinya boleh meminta kembali hibahnya itu dalam

keadaan demikian?

Syaikhul Islam Ibnu Taimig5;ah Menjawab

Ya, ia boleh meminta kembali hibahnya itu karena suami

meminta hibah kepadanya lalu suami mencerainya. Ia jelas tidak

rela karena suaminya itu mengambil hartanya tetapi tetap

mencerainya . Wallahu a'lam.
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Hak Suami Menarik Hibah dari Istrinya

Srnikhul Islam Ibnu Taimi!,Fh Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan uang seribu dirham

kepada istinya dan membuat surat pemyataan tentang hibah

tersebut. Tetapi istrinya tidak menerima sedikit pun dari hibah

tersebut hingga mati. Para ahrli waris ishinya lantas menuntutrya

untuk memberikan sejumlah uang. Apakah suami berhak menarik

hibahnla atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ishinya

tidak memiliki hak apapun dalam pertanggungan suami sebelum

itu, baik sejumlah uang ini atau sesuatu yang pantas dihargai

dengan sejumlah uang ini, seperti suami telah mengambil sebagian

peralatan istri lalu ia mengadakan perdamaian dengan iskinya

dengan membayarkan nilai dari peralatan istrinya dengan sejumlah

uang ini, maka para ahli waris tidak berhak sedikit pun dari

piutang ini. Jika terjadi pengakuan, maka ia boleh meminta

mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui bahun

perkara yang sebenamya dari pengakuan ini berteda dari yang

tampak. Jika ada bukti yang memberatkan pihak yang mengaku

dan yang diakui haknya bahwa pengakuan tersebut hanya akal-

akalan, maka tidak perlu dihiraukan. Seandainya nilai yang diakui

dari harta istri kurang dari jumlah uang tersebut lalu suami

mengadakan perdamaian dengan ishinya dengan membayarkan

lebih besar dari nilainya, maka ada pertedaan pendapat di antara

ulama mengenai keharusan membayarkan tambahan ini. beberapa

kelompok sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad membatalkannya,

sedangkan Abu Hanifah mengesahkannya. Ini adalah qiyas
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pendapat Ahmad dan selainnya, dan inilah yang benar. Wallahu

a'lam.

Hak Pemilik Piutang untuk Menarik Hibah Orang
yang Berhutang

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang, dan hartanya

akan habis juga digunakan unfuk melunasi seluruh hutang, bahkan

hutangnya masih tersisa. Namun, dalam keadaan sakit menjelang

mati, ia menghibahkan sebagian dari hartanya ifu kepada seorang

budak yang dimerdekakan. Apakah orang-orang yang berpiutang

berhak menarik hibahnya itu atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taim!ryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, jika orang

tersebut menanggung hutang yang bisa menghabiskan hartanya,

maka dalam keadaan sakit menjelang mati ia tidak boleh memberi

hibah kepada seseorang, baik karena kasihan atau unfuk

membebaskan dari hutang, kecuali dengan seizin orang-omng
yang berpiutang. Bahkan, para ahli waris tidak memiliki hak

kecuali setelah hutangnya dilunasi. Ketentuan ini merupakan
kesepakatan umat Islam sebagaimana Nabi 6$ melunasi hutang

sebelum wasiat. Derma di wakfu sakit menjelang mati tidak ada

bedanya dengan wasiat berdasarkan pendapat yang disepakati

Imam Empat.

450



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyy"h

Penarikan Hibah Lantaran Syarat Hibah tidak
Tercapai

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mati meninggalkan dua anak laki-laki,

seorang anak perempuan, dan seorang ishi. Warisannya lantas

dibagikan kepada mereka. Kemudian, temyata mereka memiliki

seorang saudari di Masyriq. Ketika ia datang, ia meminta

warisannya tetapi ia mendapati kedua anak laki-laki tersebut sudah

mati. Demikian pula istri ayahnya. Ia mendapati harta bendanya

ada pada saudarinya yang lain. Ketika ia menggugat dan

menghanrskan saudarinya ifu untuk membayarkan harta warisnya,

ia takut hubungan di antara keduanya putus sehingga ia memberi

kesaksian bahwa ia telah membebaskan saudarinya dari
tanggungan. Ketika pembebasan telah terjadi, suami saudari

pemberi hibah itu bersumpah bahwa saudari penerima hibah fidak
pemah datang menemuinya, dan bahwa istrinya tidak

menghibahkan harta melainkan untuk menjalin silaturahmi dan

kasih sayang di antara keduanya. Dengan demikian, fujuannya

tidak tercapai. Apakah ia berhak meminta kembali hibah tersebut

atau tidak? Apakah pembebasan ker,vajiban menghalanginya unfuk

mendakwakan dan menuntut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiylnh Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia berkata

pada wakfu hibah, "Aku menghibahkan kepada saudaraku agar ia

membanfuku menjalankan urusanku, dan agar kami bekerjasama

di tempat asing," atau saudarinya berkata kepadanya,
"Hibahkanlah warisan ini kepadaku," lalu ia berkata, "Aku tidak

menghibahkan kepadamu melainkan agar engkau melayaniku di
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tempat ini," kemudian ia menghibahkan kepada saudarinya, atau

di antara keduanya terjadi kesepakatan semacam itu dimana ia

menghibahkan kepada saudarinya agar ia memperoleh suatu

manfaat, maka apabila tujuan tersebut tidak ia capai, maka ia
berhak menghapus hibah dan memintanya kembali. Ada dua

pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya mengenai

pengganti dalam hibah seperti ini. Satu pendapat mengatakan

bahwa manfaatrya ifu seukuran dengan nilai hibah. Wallahu a'lam.

Pembebasan Mahar oleh Istri saat Sakit Menjelang
Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang perempuan yang bersuami, dan ia memiliki

hak mahar atas suaminya. Ketika ia mendapati tanda-tanda

kematian, ia mendatangkan seorang saksi yang adil dan sejumlah

perempuan. Ia lantas bersaksi sendiri bahwa ia telah

membebaskan suaminya dari kewajiban mahar. Apakah
pembebasan ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu TaimiS;yah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika mahar
telah ditetapkan sebagai pertanggungan suami hingga istri sakit

menjelang mati, maka pembebasannya tidak sah kecuali dengan

seizin para ahli waris istri. Adapun jika ia membebaskannya dalam

keadaan sehat, maka hukumnya sah, dan itu harus ditetapkan di

hadapan saksi dan sumpah menunrt Malik, Asy-Syafi'i dan

Ahmad. Ia juga ditetapkan dengan kesaksian dua perempuan dan
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sumpah menurut Malik dan safu pendapat dalam madzhab

Ahmad.

Jika istri mengaku dalam keadaan sakit bahwa ia telah

membebaskan mahar sewakfu sehat, maka pengakuan ini tidak

diterima menumt Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya. sedangkan

menumt AsySyafi'i diterima. Nabi if| bersabda,

v:)ii,;br'Eqrk eiii ii,r Lt

?11
"Sesungguhnjm Allah telah membenlan bagian kepda

setiap pemilk bagian (ahli waris). Karena itu frdak ada unsiat unfuk

,61i *rit.'1'75

Orang yang sakit tidak boleh mengistimer,uakan seorang ahli

waris dengan pemberian yang lebih banyak daripada yang

diberikan Allah kepadanya. Wallahu aIatn.

Hukum Mengistimewakan Sebagian Anak

Syaik*rul Islam Ibnu Taimiyph Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mengistimeru,rakan sebagian

anaknya dibanding sebagian yang lain. Bagaimana hukumnya?

lls HR. Abu Daud (pernbahasan: Wasiat, 28701, AtsTrmi&i (pernbahasan: Wasiat,
2120) dengan menilainya haant-shahih, dan Ahmad (5/2671 dengan redaksi,
"Sesungguhnya AIah telah mernberil<an hak kepada *tiap jang berhak... " Mereka

semua dari Abu Umamah Al Bahili is,.
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Syaikhul Islam lbnu Taimi5ryah Menjawab

Dalam keadaan sakit seseorang tidak boleh

mengistimewakan salah seorang anaknya dengan harta yang lebih

besar dari ukuran warisannya berdasarkan pendapat yang

disepakati umat Islam. Jika ia melakukannya, maka anak-anaknya

yang lain boleh meminta kembali dan mengambil hak mereka.

Bahkan, seandainya ia melakukan hal itu di waktu sehat, maka

hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang paling shahih di

antara dua pendapat ulama. Bahkan ia wajib memintanya kembali

sebagaimana Nabi $ memerintahkan orang yang demikian untuk

memintanya kembali, baik di waktu hidup atau sesudah mati. Anak

yang diistimeuakan juga harus mengembalikannya jika ayahnya

sudah mati.

Hukum Pemberian kepada Anak yang Berbakti dan
tidak Memberi kepada Anak yang Durhaka

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditan3la

Ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada sebagian

anaknya, tetapi ia tidak memberi sebagian anaknya yang lain

lantaran yang pertama taat kepadan5n. Apakah ia boleh berbuat

baik kepada anak yang menaatinya dan tidak memberi sesuattr

kepada anak yang durhaka kepadanya? Anak png tidak diberi itu

bersumpah cerai bahwa ia tidak akan berbicara kepada ayahn5a

jika ia tidak memenuhi keinginannya. Bagaimana jalan keluamya?

Apakah sumpah dengan cerai ifu sama kedudukannya dengan

sumpah-sumpah yang lain?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimig5Tah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang tersebut

wajib berlaku adil di antara anak-anaknya sebagaimana perintah

Allah dan Rasul-Nya. Dalam kitab Ash-Shahihain terdapat riwayat
valid dari Nabi $ bahwa beliau bersabda kepada Nu'man bin

Basyir ketika ia diberi hibah oleh ayahnya. Ayahngra lantas

menemui Nabi g untuk meminta beliau beral{si atas

pernberiannya itu. Nabi $ lantas bersabda,

.f;rii; riy:,trrrlr
"Bertakwalah kalian kepada Allah dan Muat adillah lalian

di anbn anak-anak kaliant'116

Beliau juga bersabda,

):; e 1.i;f y ;tJ u6 e d:tc:#y
$. ). t'u.-.,

,,
o)

.: lo lo
'j co))1 i ,'i 'JL, 

)
'Janganlah engkau meminta dariku, karena

sesmggahryta aku tidak baski atas ketidal<adilanl Nabi # jrga

bersabda kepadanya, "Mintalah kembali!' Bast/r pr.rn memintanya

ksml3ti."117

Nabi $ juga bersaMa kepadanya untuk mengan@m,

,5-. 1* ob\&f

tt6 TaUini hadits telah disebutkan sebelumnya.
r17 Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya.
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'Mntalah onng lain unfuk bersaksi atas hal inil'118

Akan tetapi, jika ia mengistimewakan salah safu anaknya

karena sebab yang slar'i, seperti ia membuhrhkan dan orang yang

taat kepada Allah sedangkan anak yang lain kaya dan ahli maksiat

sehingga ia selalu rnenggunakan hartanya untuk maksiat, maka jika

ia memberi orang 5nng Allah perintahkan untuk diberi dan tidak

memberi orang yang Allah perintahkan untuk Udak diberi, maka ia

telah berbuat baik.

Adapun orang lang bersumpah unfuk tidak berbicara

kepada ayahngra, maka sumpah apapun yang diucapkan seseorang

manakala ia melanggamya maka ia wajib membayar kaffanh
sumpah. Jika ia melihat melanggar sumpah lebih baik daripada

menemskan sumpah, maka ia harus melanggar sumpah dan

membayar l<affanh sebagaimana yang dittrnjukkan oleh Kitab dan

Sunnah. Dalam hal ini tidak ada beda antara ia bersumpah dengan

nama Allah, atau nadzar, atau cetrai, atau pemerdekaan budak,

atau zhihan atau perkara-perkara !,ang haram. Seperti ia
mengatakan, *Jika aku berbuat denrikian, maka aku sedekahkan

hartaku, atau aku harus mengerjakan sepuluh kali haji, atau puasa

selama setahun, atau is&i-istriku lo,rceraikan, atau budak-budakku

kumerdekakan," atau sernacam itu. Semua yang dianggap sumpah

oleh umat Islam harus ditebus dengan kaffarah.

Adapun yang bukan termasuk sumpah umat Islam, seperti

sumpah dengan Ka'bah, para syaikh, pild raja dan orang fua,

semua itu menrpakan sumpah yang diharamkan, tidak sah, dan

tidak memiliki kesakralan. Dalam syari'at Allah dan Rasul-Nya

hanya ada dua sumpah, yaitu sumpah yang sah sehingga dikenai

rtg TaHidihd|ts telah disebu&an sebelumnya.
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kaffarah, dan sumpah yang tidak sah sehingga tidak ada kewajiban

apapun jika dilanggar. Barangsiapa di antara ulama yang

menetapkan adanya sumpah yang sah tetapi tidak wajib ditebus

dengan kaffarah, maka pendapatnya lemah, bertentangan dengan

Kitab dan Sunnah, serta bertentangan dengan perkataan para

sahabat dan qishash yang terang. Wallahu a'km.

Pengistimewaan Sebagian Anak Sebelum
Meninggal Dunia

Syaik'hul Islam Ibnu Taimilrlnh Dtan3la

Ada seseorang lrang memiliki beberapa anak laki{aki dan

beberapa anak perempuan. Kemudian ia memberikan hibah hanya

kepada anak-anak perempuan, sedangkan anak-anak laki-laki tidak

diberinya. Itu terjadi sebelum ia mati. Apal{ah masih ada sesuatu

dalam pertanggungannya atau tidak?

Syaikfiul Islam Ibnu Taimilr!/ah Menjanab

Tidak halal baginya unhrk memberikan suatu pemberian

kepada sebagian anak, sedangkan anak grang lain tidak diberinya.

Sebaliknya, ia wajib berlaku adil di antara mereka sebagaimana

yang diperintahkan Nabi $. Beliau bersabda,

-f:$si;tlyt:.},r r;fr
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"Bertakwalah kalian kepada Allah dan befruat adillah kalian

di antan anak-anak 112!iznt'Nl9

Ada seorang sahabat yang memberikan suafu pemberian

kepada suafu pemberian kepada sebagian anaknya saja, lalu ia
meminta beliau unfuk menjadi saksi. Beliau bersabda,

"Saungguhnjm aku tidak betsal<si atas ketidakadilan." Beliau

lantas men5ruruh sahabat tersebut untuk mengambil pemberiannya.

Jika pemberian tersebut hanya sebatas ucapan dan ia
belum menyerahkan pemberian kepada anak-anak perempuan

hingga ia mati, atau sakit menjelang mati, maka pemberian ini

dikembalikan menumt pendapat yang disepakati para imam

meskipun di dalamnya ada pendapat berteda yang janggal. Tetapi
jika ia telah menyerahkan pemberian kepada mereka di waktu

sehat, maka ada dua pendapat ulama mengenai pengembaliannya.

Wallahu a'lam.

Pembagian yang Adil di antara Anak Laki-Laki dan
Perempuan

Slnikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki beberapa anak laki-laki dan

beberapa anak perempuan. Anak-anaknya yang perempuan sudah

menikah sebelum ayah mereka meninggal dunia. Mereka juga

telah mengambil perab-otan dalam jumlah yang besar. Kemudian,

ketika ayah tersebut mati, anak-anak yang laki{aki hanya

memperoleh sedikit. Apakah anak-anak perempuan wajib berbagi

rr9 TaHuij hadits telah disebutkan sebelumnya.
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dengan saudara-saudara mereka dalam warisan dan yang ada pada

mereka atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu TaimigTah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang tersebut

wajib menyamakan pemberian di antara anak-anaknya, tidak boleh

mengistimev,rakan sebagian anak atas sebagaimana yang lain
sebagaimana yang diperintahkan Nabi #. Beliau melarang

seorang ayah agar tidak berlaku tidak adil dan menyuruhnya

mengambil kembali pemberiannya. Jika ia melakukannya dan mati

sebelum berlaku adil, maka anak yang diistimer;,rakan harus

mengambil langkah yang adil di antara saudara-saudaranya dengan

cara membagi semua harta sesuai dengan pefunjuk Allah,

€z//4n,.t-

#=jult +,e$r
'Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang

anak perempuan "(Qs. An-Nisaa' [4]: 11) Wallahu a'lam.

Niat Memerdekakan Budak Sesudah
Menghibahkannya kepada Anak

Syaikhul Islam Ibnu TaimiSryah Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan beberapa budak

kepada anak-anaknya, kemudian ia bermaksud memerdekakan

mereka. Apakah yang paling utama adalah meminta kembali

budak-budak tersebut lalu memerdekakan mereka, ataukah

membiarkan mereka ada di tangan anak-anaknya?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimi5iyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika anak-

anaknya membuhrhkan budak-budak tersebut, maka lebih baik

membiarkan budak-budak tersebut di tangan mereka daripada

memintanya kembali dan memerdekakan mereka. Bahkan,

silaturahmi dengan keluarga yang membutuhkan itu lebih utama

daripada pembebasan budak sebagaimana dijelaskan dalam kitab

Ash-Shahili'

*3 ,lL hr Jr" 1r {il zt; o:t
-z

;a ht tb'e, U; -? s Q i:c?;Li
-/a

.,gi(F ok,IJGIqrbLi'j iJta &:)
Maimunah isbi Nabi # memerdekakan seorang budak

perempuan miliknya, kemudian ia menceritakan hal itu kepada

Nabi g. Beliau lantas bersabda, 'SeandainSm engkau

mernberikannSm kepda Wnan-pamE nmu, maka ifu lebih baik

bagimu.'tr2o

Jika pemberian kepada paman saja lebih diutamakan Nabi

& daripada pemerdekaan budak, lalu bagaimana dengan

pemberian kepada anak-anak yang membutuhkan? Adapun jika

anak-anak tidak membuhrhkan budak, maka lebih baik budak-

budak tersebut dimerdekakan. Ia boleh meminta kembali hibah

dari anak-anaknya menunrt Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimip,ah

120 HR. Al Bukhari (penrbahasan: Hibah, 2592)dan Muslim (pembahasan: ?akat,
999/4,r'.l.
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Sedangkan menumt Abu Hanifah, ia tidak boleh memintanya

kembali. Wallahu a'lam.

Hukum Penggunaan Harta Warisan Anak unfuk
Membeli Budak untuk Digauli

Syaikhul Islam Ibnu Taim[6nh Ditanya

Ada seseorang yang ditinggal mati isbin5n. Istrinya ihr juga

meninggalkan beberapa anak dan harta yang dikuasainya. Ia tidak

memiliki kemampuan untuk menikah lagi. Apakah ia boleh

memakai harta anak-anak tersebut untuk membeli budak

perempuan yang bisa melayani mereka, dan ia sendiri bisa

menggaulinya? Intinya, ia menikah dengan menggunakan harta

mereka.

Slnikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika hal itu
tidak menimbulkan mudharat bagi anak-anaknga, maka ia boleh

mengambil alih sebagian harta mereka untuk membeli budak untuk

digaulinya dan untuk rnelayani mereka. Wallahu a'km.

Sumpah Istri untuk Mempertahankan Haknya yang
telah Diberikan Suami di Masa Hidup

Syaikhul Islam Ibnu TaimiSrph Ditanya
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Ada seseorang perempuan yang diberi suaminya hak-

haknya ser,vaktu suaminya masih hidup, dan ia memperoleh
beberapa anak dari suaminya. Suaminya juga telah memberinya

sejumlah uang di luar mahamya agar ia manfaatkan unfuk dirinya
sendiri dan anak-anaknya. Jika seseorang mendakr,vanya dan ingin

memintanya bersumpah, apakah ia boleh bersumpah unfuk

menghindarkan kezhaliman dari dirinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika suaminya

telah memberikan hibah kepada anak-anaknya seperti suaminya

memberikan bahwa kepadanya, dan ia telah menguasai hibah

tersebut, sedangkan hibah tersebut tidak menzhalimi seorang pun,

maka itu adalah hibah yang sah. Tidak seorang pun yang boleh

merebut hibah itu dari tangannya. Jika suaminya telah

menyerahkan bagian anak-anak kepadanya di waktu hidup dan

mati, dan istri tersebut memiliki kecakapan untuk mengelolanya,

maka tidak seorang pun yang berhak merebutnya dari tangannya.

Jika ia bersumpah, maka ia bersumpah bahwa ia memiliki hak atas

suaminya yang sudah mati. Wallahu a'lam.

Meminta Kembali Hibah kepada Anak yang
Durhaka

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan sedekah kepada anaknya,

dan ia memasukkan sedekah tersebut ke dalam mahar istrinya.

Tetapi kemudian keadaannya menjadi lemah sedangkan anaknya
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durhaka kepadanya. Apakah ia boleh meminta kembali hibah

tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiy5Tah Menjawab

Jika ia telah memberikannya kepada istrinya sebagai

mahar, maka ia tidak boleh memintanga kembali berdasarkan

pendapat yang disepakati ulama.

Hukum Penarikan Kembali Hibah lnng Adil di
antara Anak-Anak

S}lail*rul Islam Ibnu Taim[67ah Dtan3n

Ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada anak-

anaknya yang sudah besar, kemudian ia memberikan yang setara

kepada anak-anaknya yang masih kecil. Kemudian ia berkata,
"Gunakan uang kalian untuk membeli kebun yang produktif, atau

wakafkan ia kepada umat Islam!" Ia berkata demikian sesudah

mereka menguasai apa yang ia berikan kepada mereka. Apakah
yang demikian itu dianggap sebagai penarikan hibah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimi!,lph Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hak milik anak-

anak yang telah diberi harta tidak hilang karena ucapan tersebut,

karena yang demikian itu tidak dianggap sebagai penarikan hibah.

Seandainya hal itu dianggap penarikan hibah, maka ia tidak boleh

menarik hibah seperti ini. Jadi, apabila ia telah memberi anak-anak

yang lain dengan pemberian yang adil, maka ia tidak boleh
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menarik pemberian adil yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nira.

Nabi S bersabda,

{:\"si; 6*t: ,?nt trir

"Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian

di antara anak-anak kalianl'\21

Beliau juga bersabda,

.)'r,bWi\ Jtz-/
"sesungguhnya aku tidak bersaksi atas ketidakadilant'L22

Nabi & juga bersabda kepada seorang sahabat yang

mengistimewakan salah seorang anaknya,

.r5* t* ,P i'eif
a/

'Mintalah orang lain unfuk bercaksi atas hal init'\23

Wallahu a'lam.

Hukum Penarikan Hibah kepada Anak Perempuan
Sesudah Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

tzt TaUrijhadis telah disebutkan sebetumnya.
r22 TaHTnj ladits telah disebutkan sebelumn5n.
tzt 7r116ii hadiits telah disebutkan sebelumnya.
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Ada seseorang yang memberikan suafu pemberian kepada

anak perempuannya, kemudian anak perempuilmya itu mati

meninggalkan seorang anak laki-laki. Apakah orang tersebut boleh

meminta kembali apa yang ia tetapkan unfuk anak perempuannya

atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimgyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa 3rang telah

dimiliki anak perempuan tersebut dengan kepernilikan lnng
sempuma dan telah dikuasai, lalu ia mati sesrdah itu, maka

hartanya itu berpindah kepada para ahli unrisryn sehingga

ayahnya berhak atas seperenam sedangkan sisanya untuk cucunya

jika anak perempuan tersebut tidak memiliki ahli waris lain. Ayah

tersebut tidak boleh meminta kembali apa yang telah ia berikan

sesudah kematian anak tersebut berdasarkan pendapat yang

disepakati.

Hukum Menarik Hibah kepada Anak lpng Disertai
Sumpah untuk tidak Menariknya dalam Keadaan
Membutuhkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimi5ryah Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan sesuafu kepada anak

perempuannya, dan tidak ada hak seorang pun yang terkait hibah

tersebut. Ia lantas bersumpah cerai bahwa ia tidak mengambil

sedikit pun dari hibah tersebut, padahal ia perlu mengambil

sesuatu darinya. Apakah ia boleh meminta kembali hibahnya ihr

465



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyy"h

atau tidak? Jika anaknya memberikan sesuatu dengan lapang hati,

apakah ia dianggap melanggar sumpah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimi5ryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia boleh

menarik hibah yang telah ia berikan kepada anak perempuannya.

Akan tetapi, jika ia melakukan hal yang ia sumpahkan, maka ia
dianggap melanggar sumpah. Jika maksudnya adalah Udak

mengambil sesuafu tanpa kerelaan hati anaknya atau tanpa

izi*yu, lalu anaknya rela atau mmgizinkannya unfuk mengambil

hibah, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Hukum Penarikan Hibah kepada Anak yang telah
Dihibahkan [-agi kepada Anaknya (Cucu)

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah DitanSla

Ada seseorang yang memiliki beberapa anak, dan ia telah

memberikan hibah kepada mereka. Salah seorang dari mereka

membagikan bagiannya kepada anaknya, sedangkan ayahnSn

(pemberi pertama) telah menarik semua hibah kepada anak-

anakngra, kecuali hibah anak yang telah ia berikan kepada anaknya
(cucu pemberi pertama). Apakah anak tersebut unjib mengambil

hibah dari anaknya dan menyerahkan kepada ayahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiygrah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang

memberikan hibah kepada anaknya dalam keadaan tidak hak
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orang lain yang melekat pada hibah tersebut, seperti ia menjadi

berhutang, atau mereka menikahkannya lantaran hibah, maka ia
berhak memintanya kembali. Wallahu a'latn.

Penarikan Hibah oleh Anak kepada Orang Tua
dengan Syarat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiy5ph Ditanya

Ada seorang laki laki 5nng ditinggal mati ibunya sehingga ia

hidup bersama ayahnya dan istrinya. Kemudian istrinya meninggal

dunia. Setelah ifu ayahnya ingin agar anaknya menikahkannya.

Tetapi kemudian anak tersebut berkata, 'Aku tidak menikahkanmu

sebelum kamu memberikan kepadaku apa yang engkau warisi dari

ibuku." Ayah tersebut lantas menyedekahkan seperempat bagian

itu kepadanya, dan ia membuktikan hal itu di hadapan para saksi.

Sesudah ihr, ayahnya sakit hingga hilang akal, lalu ayahnya

menarik apa yang ia berikan kepadanya. Ayahnya lantas

mev,rakafkannya kepada istrinya dan anak-anaknya yang laki-laki

dan perempuil, tetapi ia tidak menyebut anaknya ifu. Surat wakaf

tersebut disalin dua kali. Apakah ia boleh mengistimewakan anak-

anaknya dan mengeluarkan salah seorang anaknya dari seluruh

warisan ibunya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyph Menjawab

Jika ayah tersebut telah memberikan sesuatu kepada

anaknya sebagai ganti atas apa yang telah ia ambil darinya, maka

ia tidak boleh menariknya kernbali tanpa ada perbedaan pendapat

di antara ulama. Adapun jika ia menyedekahkan hartanya kepada
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anaknya dengan niat karena Allah, maka ada dua pendapat ulama

mengenai kebolehan penarikannya. Pendapat pertama tidak boleh,

sedangkan pendapat kedua boleh. Pendapat kedua adalah

pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Manakala aSrah meminta kembali hibahnya, atau

meunkafkan hartanya, atau melakukan suatu akad dalam keadaan

akalnya hilang, maka penarikan dan wakaftrya tidak sah tanpa ada

perbedaan per,dapat di antara ulama. Wallahu a'lam.

Sangkaan Seseorang yang tidak Benar Bahwa
AnaknSra Mencuri Hartanya

Syaikhul Islam Ibnu TaimiSryah Ditanya

Ada seseorang lrang uangnya dicrrri, lalu ia menyangka

bahwa lrang mengambilnya adalah salah seorang anaknya

sehrngga ia pun menuduh anaknya ihr dan mendiamkannya.

Padahal anaknya itu udak bersalah dan tidak mengambil apapun.

Apakah anak tersebut mendapat pahala lantamn didoakan celaka

oleh ayatrn5a?

Syaikhul Islam lbnu Taimi!,!/ah Menjawab

Ya, jika anak tersebut dizhalimi maka AUah akan

menghapus dosadosan!,ra lantaran kezhaliman yang ia terima. Ia

juga mendapat pahala atas kesabarannya. Sedangkan orang yang

mendoakan celaka orang lain secara melampaui batas ifu berdosa.
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Hukum Harta yang Diberikan Suami kepada Istri
pada Waktu Sakit Sebelum Mati

Syaikhul Islam lbnu TaimiySnh Ditanya

Ada seseorang yang mati meninggalkan sejumlah harta, lalu

harta tersebut dibagi di antara anak-anaknya, dan mereka juga

menrberikan bagian seperdelapan kepada ibu mereka. tidak lama

sesudah ih.r, anak-anak tersebut mendapati ibu mereka menguasai

harta yang setara dengan sepertiga harta warisan. Mereka lantas

bertanya, "Dari mana harta ini?" Ia menjawab, "Saat ayah kalian

sakit, aku meminta sesuafu kepadanya, dan ia memberiku

sepertiga hartanya." Mereka lantas mengambil harta tersebut dari

ibu mereka, dan mereka berkata, "Ayah kami tidak memberikan

sesuatu pun kepadamu." Apakah harta tersebut wajib

dikembalikan kepada ibu mereka?

Syaikhul Islam lbnu Taim[ryah Menjawab

Apa llang diberikan orang yang sakit menjelang mati

kepada ahli warisnya ihr tidak berlaku kecuali dengan seizin para

ahli waris yang lain. Apa yang diberikan orang yang sakit kepada

istrinya ifu sama seperti harta-harta yang lain; hukumnya tidak

boleh kecuali ada izin dari para ahli waris 5nng lain. Seyogianya

anak-anak tersebut mengakui pemberian kepada ibu mereka,

tetapi mereka tidak boleh dipaksa untuk mengakuinya, melainkan

semua warisan dibagi sesuai syari'at. Nabi $ bersabda,

+,)>b'bV,s> F efb lur Lt

?)lS
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"Sesungguhnya Allah telah membeikan bagian kepada

sehlap pemilik bagian (ahli wans). Karena itu tidak ada wasiat untuk
ul',1i *urit.'4'24

124 7u1r15rii 6u6its telah disebutkan sebelumngra.
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KTTAB WASTAT

Penyerahan Harta kepada Anak-Anak Yatim Fulan
tanpa Diketahui Sebagai Pengakuan atau Wasiat

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanp
Ada seseorang yang berkata, "Harta ini harus diserahkan

kepada anak-anak yatim fulan." Ia berkata demikian di waktu sakit

menjelang mati, tetapi tidak diketahui apakah ucapannya tersebut

adalah pengakuan akan hak atau wasiat. Bagaimana hukumnya?

Syail,hul Islam lbnu Taim[7yah Menjawab

Jika ada indikasi yang menjelaskan maksudnya, apakah itu
pengakuan atau wasiat, maka indikasi tersebut dipegang. Tetapi
jika tidak diketahui adanya indikasi, maka apa yang ia hukumi
sebagai milik anak yatim itu tidak hilang dari kepemilikannya
dengan ucapan yang bersifat garis besar, melainkan harta tersebut

dijadikan sebagai wasiat.
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Ungkapan yang Diakui dalam Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menerima titipan, sedangkan

penitipnya sakit. Kemudian penerima titipan berkata kepada

penitip, "Tidakkah anakmu mengetahui titipan ini?" Penitip ifu
menjawab, "Datangilah fulan yang ditawan; dan ia tidak punya

sesuatu untuk menebus dirinya." Ia berkata demikian dengan

maksud untuk memberikan wasiat bagi fulan tersebut, tidak lebih

dari itu. Jika jumlah yang harus dibayarkan sebagai tebusan lebih

dari sepertiga, apakah harta tercebut boleh digunakan untuk

maslahat tawanan tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyrah Menjawab

Wasiat dianggap sah dengan menggunakan setiap

ungkapan yang menunjukkannya, sebagaimana perkataan dari

pemberi wasiat ifu dipahami. Keabsahan wasiat tinggal tergantung

pada qabul dari penerima wasiat, baik secara ucapan atau

kebiasaan. Pengelolaan harta penerima wasiat tersebut iuga
tergantung pada izinnya atau pada izin Syari'. Tetapi boleh

menggunakan harta tawanan untuk menebusnya tanpa izinnya.

Wallahu a'lam.

Sumpah Istri yang Diakui Flaknya oleh Suami
Sedangkan Istri tidak Mengetahuinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiygrah Ditanp

472



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

Ada seseorang yang penulis wasiahya sendiri. Dalam

wasiabrya ihr ia mengatakan bahwa ia memiliki pertanggungan

unfuk istrin5a sebesar serafus dirham, tetapi istrinya tidak tahu

bahwa ia merniliki hak padanSra. Setelah pembuat wasiat ihr

meninggal dunia, apakah pembawa wasiat boleh menyerahkan

dirham tercebut kepada istrinya tanpa ada sumpah dari iskinya

manakala suami telah mengakui haknya?

Syaikhul tslam lbnu Taimiyyah Menjawab

Ishi tidak boleh mengambil sedikit pun dari dirham-dirham

tersebut karena yang demikian ifu mempakan wasiat unfuk ahli

waris, sedangkan wasiat untuk ahli waris ifu hukumnya tidak boleh

menumt ijma' umat Islam kecuali diperkenankan oleh para ahli

waris 5rang lain.

Adapun se@ra hukum, istui tersebut tidak diberi sedikit pun

dari dirham tersebut hingga ia membenarkan pengakuan suami di

waktu sakit ifu. Jika tidak, maka pengakuan tersebut batal menurut

mayoritas ulama. Jika istri membenarkan pengakuan suami lalu

pembawa wasiat atau bagian ahli waris mengklaim bahwa

pengakuan tersebut fidak benar, maka ifu sama dengan dakwaan

dalam hal pengakuan bahwa suami mengakui sebelum serah-

terima. Pengakuan semacam ini diperselisihkan oleh ulama terkait

permintaan sumpah terhadapnya. Tetapi menumt pendapat yang

benar, ia diminta bersumpah. Dan menurut pendapat yang benar

pula, istri tdak diberi dirham sebelum bersumpah.
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Harta yang Diberikan Majikan Kepada Budak yang
Ia Merdekakan, tetapi Harta Tersebut Tetap di
Tangannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Dtanya

Ada seorang perempuan yang memerdekakan seorang

budak yang belum baligh. Perempuan tersebut memberinya

sejumlah harta, tetapi harta tersebut tetap di tangannya sampai ia

meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris.

Apakah harta tersebut boleh dialihkan kepada budak tersebut?

Ataukah para ahli waris berhak menariknya atau sebagiannSn?

Syaikhul Islam Ibnu Taim[47ah Menjauab

Segala puii bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengalihan

kepemilikan semata tanpa terjadi serah-terima yang syar'i itu tidak

mengakibatkan akad hibah, melainkan ahli waris boleh

memintanya kembali. Demikian pula dengan hibah yang dijadikan

siasat, yaifu terjadinya hibah dan serah-terima secara kasatmata

dengan disertai kesepakatan antara pemberi dan penerima bahwa

pemberi bisa memintanya kembali kapan saja ia mau. Demikian
pula dengan siasat-siasat lain yang dijadikan cara untuk

menghalangi hak ahli waris dan orang yang berpiutang. Jika

masalahnya demikian, maka itu juga merupakan hibah yang batal.

Wallahu a'lam.

Hak Penerima Wasiat ketika Deurasa untuk
Menghapus Akad ljarah dengan Penrbawa Wasiat

Slnikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya
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Ada seseorang yang bersedekah kepada anak perempuan

kandungnya, dan ia menyerahkan wasiafurya kepada seseorang

dengan memberinya imbalan selama tiga puluh tahun. Kemudian
pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Setelah penerima wasiat

tersebut dannsa, ia tidak rela dengan al<ad ijarahdengan pembawa

wasiat tersebut, dan bahwa pembaua wasiat tersebut diupah
dengan upah yang tidak sesuai standar. Apakah penerima unsiat
berhak menghapus ijanhdan mengelola harta4n sendiri?

Slpikhul Islam lbnrr Taimiyfh Menjawab

Ia boleh menghapr.rs akad ijarah ini tanpa ada perbedaan

pendapat di antara ulama. Perbedaan pendapat terjadi mengenai

apakah ia batal dari awalnya, ataukah akad tersebut

dipertanggungkan kepada orang yang menyeura. Wallahu a'lam.

Hukum Wasiat kepada Anak-Anak dengan Bagian
yans Berbeda-Beda

Sllaikhul Islam lbnu Taimi!,lrah Ditanp
Ada seseorang yang benpasiat trnfuk anak-anakn5ra dengan

bagian yang befteda-beda, dan ia mempersaksikan hal itu ketika

menjelang mati. Apakah urasiat ini berlaku atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimii,lrah Menjawab

Segala puji bagr Allah Tuhan semesta alam. Orang yang

sakit udak boleh mengistimer,vakan sebagian arnknya dengan

suatu pemberian, baik berupa pemberian hrnai atau benrpa wasiat
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sesudah mati. Ia juga tidak boleh mengakui suatu bagi anaknya.

Jika ia melakukannya hal itu, maka ucapannya tidak boleh

dilaksanakan tanpa ada izin dari para ahli waris yang lain. Semua

ini disepakati oleh umat Islam. tidak seorang saksi pun yang boleh

bersaksi atas hal itu dengan kesaksian yang membantu orang lain

untuk berbuat zhalim. Pengistimewaan ini termasuk dosa besar

yang mengakibatkan pelakunya masuk neraka, hingga para

penghimpun kitab As-Sunan meriwa5ntkan hadits yang

menunjukkan ancaman yang keras bagi pelakunya, karena

pengistimaraan tersebut menjadi penyebab kerenggangan dan

perpecahan di antara keturunan, terlebih bagi anak yang tidak

diistimeunkan karena dapat membuatrya menjadi durhaka dan

berbakti kepada ayahnya.

Wasiat untuk Cucu yang belum Lahir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiglah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki kebun kurma, lalu ia berkata

pada waktu menjelang kematiannya, "lnfakkan sepertiga dari hasil

kebunku itu kepada orang-orang fakir dan miskin hingga anakku

melahirkan anak." Apakah wasiat ini sah?

Syaikhul Islam lbnu Taimignh Menjawab

Ya, wasiat ini sah karena wasiat untuk cucrr yang belum

mer,uarisi itu hukumnya boleh, sebagaimana Zubair bin 'Awwam

mernberikan wasiat kepada anak Abdullah bin Zubair. Wasiat

untuk orang yang belum lahir dengan sesuatu yang belum tersedia

itu hukumnya sah, sehingga hasil perkebunan tersebut diberikan
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kepada orang-orang fakir sampai cucunya lahir, dan sesudah ifu

barulah dialihkan kepada cucu-cucunya. Wallahu a'lam.

Hukum Pengistimewaan dalam Wasiat

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberilon urasiat kepada anak-

anaknya yang hki-laki, tidak unhrk anak-anak perernpuan. Ia

mengukuhkan wasiat tersebut di hadapan hakim sebelum ia mati.

Apakah hulumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu TaimiS;yah Menjawab

Seseorang tidak boleh mengistimeurakan sebagian anaknya

tanpa memberikan kepada sebagian anak yang lain, atau di waktu

sakit menurut pendapat yang disepakati para ulama. Menurut

pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama, ia
juga tidak boleh mengistimeurakan sebagian dari mereka dengan

pemberian di waktu sehat. Sebaliknya, ia wajib berlaku adil di

antara mereka dan meminta kembali kelebihan pemberian

sebagaimana Nabi f$ memerintahkan Basyir bin Sa'id, "Mintalah

kembali pemberianmu ifut'125 Lalu Basyir bin Sa'id memintanya

kembali.

Nabi $ juga berkata kepadanya dengan nada ancaman,

q*t* oGWi

12s Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya
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"Mntalah orang lain unfuk bersaksi atas hal init'L26

Anak yang diistimewakan juga tidak boleh mengambil

pengistimewaan tersebut, melainkan ia harus mengembalikannya,

baik saat ayahnya yang zhalim ifu masih hidup atau sesudah mati.

Sumpah untuk Anak Kecil Penerima Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang memberikan nrasiat untuk

anak perempuannya yang masih kecil di baunh pengasuhan

ayahnya sebesar sepertiga hartanya. Kemudian perempuan

tersebut meninggal. Ayahnya lantas menerima wasiat untuk
anaknya itu sesudah kematian ibunya. Ia lantas mendakwakan di

hadapan hakim akan wasiat istrinya itu, dan ada bukti yang

menunjukkan kematiannya, dan bahwa ia berhak menerima wasiat

tersebut unfuk anak perempuannya. Namun hakim menunda

keputusan untuk anak perempuan tersebut terkait hak yang telah

dibuktikan baginya karena anak tersebut tidak mungkin bersumpah

lantaran masih kecil. Apakah ayahnya boleh bersumpah? Ataukah
keputusannya ditunda hingga baligh agar bisa dimintai sumpah?

Srcikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayrahnp tidak

boleh bersumpah karena ia bukan Snng berhak, dan keputusan
juga tidak perlu ditangguhkan hingga anak tersebut baligh untuk

t26 TaHTnj hadits telah disebutkan sebelumnva.
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dimintai sumpah. Sebaliknya, wasiat tersebut dipufuskan baginya

tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama selama tidak ada

keterangan yang bertentangan. Bahkan lebih dari itu, seandainya

seorang anak kecil atau orang gila ditetapkan memiliki hak atas

orang yang tidak ada di tempat, baik berupa piutang, pembayaran,

pengganti pinjaman, atar.r denda penynrsutan atas kasus pidana,

atau hak-hak lain png seandainln orang yang berhak baligh dan

berakal maka ia diminta bersumpah bahwa ia tidak membebaskan,

maka hak tersebut diputuskan baginya dan walinya tidak perlu

disumpah sebagaimana pendapat 5nng diredaksikan oleh para

ulama.

Karena ifu, seandainya seseorang mendalsr,/a anak kecil

atau orang gila bahwa ia melakukan perbuatan pidana atau

menanggung hak, maka dal$/aan orang tersebut tidak dikabulkan,

dan anak kecil atau orang gila tersebut tidak diminta bersumpah.

Jika Sang didal$/a adalah orang yang sudah baligh dan berakal,

maka ia tidak perlu mengatakan selain sumpah. Ada banyak 5nng
senrpa dengan kasus ini.

Ketenfuan ini berlaku dalam kasus yang di dalamnya

disyari'atkan sumpah menumt pendapat yang disepakati, atau

menumt salah satu dari dua pendapat ulama. Lalu, bagaimana

dengan wasiat yang para ulama tidak menyebutkan adanya aturan

unfuk meminta sumpah kepada penerima wasiat, melainkan hanya

dipraktikkan oleh sebagian orang saja? Wasiat tersebut diberikan

untuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan pendapat

yang disepakati, dan ia berhak atas wasiat tersebut apabila

dilahirkan dalam keadaan hidup. Tidak seorang muslim pun yang

mengatakan bahwa wasiat tersebut ditangguhkan hingga ia

dewasa, dan tidak pula ia diminta bersumpah. Wallahu a'lam.
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Batalnya Wasiat Perempuan Akibat Melahirkan
Anak Sesudahnya

Syaihhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang memberikan wasiat di waktu

sakit unh.rk suami dan saudaranya. lama sesudah ifu, ia

melahirkan seorang anak laki-laki, dan sesudah ihr ia mati. Apakah

wasiat tersebut batal atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiygnh Menjawab

Kelebihan dari sepertiga warisan menjadi hak ahli waris,

dan anak yang yatim tersebut tidak mendermakan sedikit pun dari

hartanya. Adapun suami yang me\,r/arisi, wasiat untuknya batal

karena ia ahli waris. Sedangkan wasiat untuk saudaranya sah

karena dalam keadaan ada anak ia tidak memperoleh warisan.

Jadi, harta yang diwasiatkannya unhrk saudaranya dan orang-

orang lain harus dilihat. Jika dapat tercukupi dengan sepertiga

harta, maka selesai masalah. Jika tidak, maka sepertiga itu dibagi

di antara mereka sesuai dengan ukuran wasiat mereka.

Kebolehan Wasiat Lebih dari Sepertiga saat Ahli
Waris Hanya Anak dari Saudari Seibu

SSlaiktrul Islam Ibnu Taimiglah Ditanln

Ada seorang perempuan yang mati dalam keadaan tidak

memiliki ahli waris selain anak dari saudari seibunya, dan ia telah

mer,vasiatkan sedekah lebih dari sepertiga hartanya. Apakah

480



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

pemberi wasiat boleh melaksanakan wasiat tersebut dan

memberikan sisanya kepada anak saudaranya?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Penerima wasiat hanya boleh diberi sepertiga. Sedangkan

sisanya, jika ahli waris mengizinkannya, maka hukumnya boleh.

Jika tidak, maka hukumnya batal. anak saudari tersebut mer,rrarisi

seluruh harta menumt pendapat ulama yang memberikan warisan

kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim, dan dialah

ahli waris dalam masalah ini menumt kelompok ulama tersebut. lni

adalah madzhab mayoritas ulama generasi terdahulu, Abu Hanifah,

Ahmad dan beberapa kelompok sahabat Asy-Syafi'i. Ini juga

merupakan satu pendapat dalam ma&hab Malik. Jika anak

saudari seibu tidak ditetapkan menerima warisan, maka harta

peninggalan tersebut dimasukkan ke baitul mal. Wallahu a'lam.

Wasiat unfuk Cucu Laki-Laki dan Cucu Perempuan
dalam Keadaan Ada Anak

Syaihhul Islam Ibnu Taimi5;yah Ditanya

Ada seorang laki{aki yang mati meninggalkan enam anak

laki-laki, seorang cucu laki-laki, seorang qlcu perempuan. Ia

memberikan wasiat untuk cucu laki{akinya seukuran bagian unfuk

anak-anaknya, dan memberikan wasiat unfuk cucu perempuannya

sebesar sepertiga dari sisa sepertiga sesudah cucu laki-laki tersebut

diberikan bagiannya. Jadi, berapa bagian masing-masing dari

anaknya itu?

481



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyryah

Syaikhul Islam Ibnu Taimilryah Menjawab

Segala puji bagi Ailah Tuhan semesta alam. Menurut
pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Asy-Syafi'i,

Abu Hanifah dan Ahmad, dalam masalah ini harta warisan dibagi

menjadi enam puluh. Masing-masing anak mendapat delapan

bagian, sedangkan penerima wasiat memperoleh sepertiga yang

tersisa setelah dikurangi sepertiga-yaitu dua belas. Sepertiga dari

dua belas adalah empat. Kasus ini juga memiliki beberapa cara

perhitungan lain.

Jawaban terhadap masalah ini dapat ditemui dalam

berbagai kitab Fiqih.

Keharusan Menunaikan Wasiat Meskipun dengan
Harga yang Lebih Tinggr

Syaikhul Islam Ibnu Taim!67ah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia dalam keadaan

memiliki banyak harta, dan ia memiliki seorang anak yang masih

kecil. Sewaktu sakit, ia berwasiat untuk menjualkan kudanya lalu

hasil penjualannya diberikan kepada orang yang mau menunaikan

haji Islam (haji wajib) untuknya. Kuda tersebut dijual dengan harga

700 dirham. Kemudian hakim ingin mengupah seseorang yang

bukan kerabat mayrt untuk menunaikan haji baginya dengan

imbalan sebesar uang tersebut. Kemudian datanglah orang lain dan

berkata, "Aku mau menunaikan haji untukn5ra dengan imbalan

400 dirham." Apakah yang demikian itu hukumnya boleh, ataukah

apa yang diwasiatkannya itu harus dijalankan?
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Spikhul Islam Ibnu Taimi5ryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak,
melainkan harus dikeluarkan seluruh wasiatnyra asalkan kurang dari
sepertiga hartanya. Jika lebih dari sepertiga hartanya, maka para

ahli waris tidak wajib mengeluarkan lebih dari sepertiga kecuali

hukumnya wajib, seperti uang sebesar itu tidak bisa menghasilkan

haji unjib. Wallahu a'lam.

Benturan antara Wasiat dan Warisan

Syaik*rul Islam Ibnu Taimiglah DitanSn

Ada seseorang yang mati meninggalkan beberapa anak. Ia

beruuasiat kepada saudarinya sebesar sahr dirham setiap hari,

kemudian saudarinya ihr diberi wasiat tersebut hingga hartanya

habis dan tidak tersisa dari harta peninggalarurga selain harta tak
bergerak png hasilnya setiap tahun sebesar 600 dirham. Apakah
saudarinya itu diberi safu dirham setiap hari sebagaimana yang ia

wasiatkan atau tidak?

Slraikhul Islarn lbnu Taimgyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika harta yang

tersisa Udak cukup untuk diberikan satu dirham setiap hari

kepadanya, sedangkan sisanya safu dirham, maka saudarinya ifu

tidak diberi kecuali dalam ukuran yang menyisakan dua pertiga. Ia

tidak boleh diberi lebih dari sepertiga kecuali dengan seizin para

ahli waris yang berhak manakala yang berhak adalah orang yang

sudah baligh dan dewasa serta memiliki hak untuk bederma. Jika
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yang berhak tidak seperti itu, atau ia tidak mengizinkan, maka

saudarinya itu tidak diberi.

Seandainya mayrt tidak meninggalkan selain harta tak

bergerak tersebut, maka saudarinya diberi ukuran yang paling kecil

dari dua tersebut dari hasil perkebunan, yaifu antara dirham yang

diwasiatkan atau sepertiga hasil wasiat. Jika hasil perkebunannya

kurang dari tiga dirham setiap hari, maka ia tidak diberi selain

sepertiganya. Seandainya hasilnya hanya satu dirham, maka ia
hanya diberi sepertiga dirham saja. Jika ia mengambil lebih dari

ukuran sepertiga hasil perkebunan, maka kelebihannya diambil lagi

darinya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang

hal ini. Wallahu a'lam.

Wasiat untuk Suami dan Paman, tetapi tidak
Memberi Wasiat untuk Ayah dan Nenek

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditaqla

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan ayahnya

dan pamannya, yaitu saudara kandung ayahnya, dan neneknya.

Ayahnya telah menganggapnya dewasa sebelum menikahkannya.

Kemudian ia berwasiat di waktu sakit menjelang waktu untuk

suaminya berupa setengah dari hartanya, dan untuk pamannya

setengahnya lagi. Ia tidak berwasiat untuk kakek dan neneknya

sama sekali. Apakah wasiat ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu TaimigTah Menjawab

Wasiat untuk paman hukumnya sah, tetapi tidak berlaku

lebih dari sepertiga kecuali dengan seizin para ahli waris.
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Sedangkan wasiat untuk suami tidak sah kecuali dengan seizin

para ahli waris. Jika para ahli waris tidak mengizinkan lebih dari

sepertiga, maka suami memperoleh setengah sisanya sesudah

dipotong wasiat sepertiga. Sedangkan kakek memperoleh

seperenam, dan ayah memperoleh sisanya, yaitu sepertiga.

Wasiat untuk Taqamtb pada Waktu Sakit sebelum
Mati

Sfnikhul Islam hnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang berwasiat pada Iima hari

sebelum kematiannya untuk ibadah haji, bacaan Al Qur'an dan

sedekah. Apakah wasiat tersebut sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia

berwasiat untuk mengeluarkan sepertiga hartanya untuk disalurkan

kepada amal-amal taqamrb dan taat kepada Allah, maka wasiatrya

wajib dilaksanakan meskipun sewaktu sakit menjelang mati.

Adapun jika harta yang diwasiatkan lebih dari sepertiga, maka

kelebihannya tergantung pada perkenan ahli waris. Jika ahli waris

meng2inkan, maka boleh. Jika tidak, maka hukumnya

batal. Jika ia berwasiat sesuafu bukan untuk taat, maka wasiatnya

tidak sah.
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Wasiat untuk tidak Memberikan Uang kepada
Pembaca Al Qur'an yang Menghadiahkan
Pahalanya kepada Mayit

Syaikhul Islam Ibnu Taimigrah Ditanya

Ada seseorang yang berwasiat unfuk istrinya pada saat

menjelang mati agar istrinya tidak memberikan apapun kepada

orang yang membacakan Al Qur'an dan menghadiahkan

pahalanya unfuknya. Ia mengaku hafal Al Qur'an dalam ukuran

yang cukup baginya, sedangkan istrinya tidak tahu bahwa ia hafal

Al Qur'an. Apakah wasiatnya itu benar atau tidak? Padahal istri

bemiat untuk memberikan sesuahr kepada orang yang berhak

sebagai hadiah untuk membacakan sebagian dari Al Qur'an dan

menghadiahkan pahalanya untuk mayrt. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam lbnu Taim[yah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wasiatnya sah

karena pemberian upah unfuk orang yang membaca Al Qur'an
dan menghadiahkan pahalanya untuk mayit merupakan perbuatan

bid'ah, tidak dituturkan dari seorang genemsi salaf. Ulama hanya

berbicara tentang orang yang membaca Al Qur'an dan

menghadiahkan pahalanya untuk mayrt. Ada beberapa furunan
pendapat mengenai orang yang memberikan imbalan atas

pengajaran Al Qur'an. Adapun mengupah seseorang unfuk

membaca Al Qur'an dan menghadiahkan pahalanya, tidak
seorang imam pun yang berbicara tentang hal ini, dan tidak pula

mengizinkannya, karena bacaan Al Qur'an dengan imbalan itu
merupakan akad tukar-menukar sehingga di dalamnya tidak ada

pahala, dan tidak ada sesuafu pun yang sampai kepada mayit.

Yang sampai kepada mayrt hanyalah amalshalih.
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Mengupah seseorang untuk membaca Al Qur'an tidak
dianjurkan oleh seorang imam pun. Mereka hanya berbicara

tentang mengupah seseorang unfuk mengajari Al Qur'an. Akan
tetapi, jika perempuan ini ingin memberi manfaat kepada

suaminya, maka hendaklah ia bersedekah atas nama suaminya

dengan uang yang sedianya ia gunakan unfuk mengupah, karena
pahala sedekah bisa sampai kepada mayit berdasarkan pendapat

yang disepakati para imam, dan dengan sedekah tersebut Allah

akan memberikan manfaat kepadanya. Jika ia menyedekahkan

uangnya kepada sekelompok ahli qira'ah 5ang fakir sehingga

dengan uang tersebut mereka bisa tercukupi dalam membaca Al

Qur'an, maka ma3nt memperoleh pahala seukuran banfuan yang

diberikan kepada mereka unfuk membaca Al Qur'an, dan dengan

itu Allah memberikan manfaat kepada mayit. Wallahu a'lam.

Ketika Penyaluran Wasiat yang Ditunjuk tidak Bisa
Terlaksana

SSnikhul Islam Ibnu Taim[4ph Ditarrya

Ada seseorang yang membangun masjid dan memberikan

wakaf kepadanya. Sebelum mati, ia benvasiat untuk mengeluarkan

sepertiga hartanya untuk dibelikan tanah produktif untuk

diwakafkan kepadanya, namun tanah tersebut tidak bisa dibeli

karena berupa wakaf. Padahal, orang tersebut memiliki pam atrli

waris yang lemah keadaannya. Pembawa wasiat telah sepakat

dengan mereka atas sepertiga hartanya unfuk membangun masjid.

Jika ada sebagian dari sepertiga hak anak gratim yang terlambat

dibayarkan, apakah ia berada dalam pertanggungan pembawa

wasiat?
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Syail,hul Islam Ibnu Taimiyryah Menjawab

Pembawa wasiat wajib mengeluarkan seluruh sepertiga

harta sebagaimana yang diwasiatkan mayit, tidak menyisakan

sebagiannya untuk para ahli waris. Jika dimungkinkan untuk

membeli tanah yang ditunluk oleh pemberi wasiat, maka tanah

tersebut harus dibeli. Jika tidak, maka dibelikan tanah lain dan

diwakafkan kepada pihak-pihak yang diberi wasiat oleh mayit,

sebagaimana lrang disebutkan para ulama dalam kasus ketika

mayit mengatakan, "Juallah budakku kepada Zaid, Ialu

sedekahkanlah hasil penjualannya!" Jika Taid tidak mau

membelinya, maka budak dijual kepada orang lain lalu hasil

penjualannya disedekahkan. Jadi, wakaf untuk membeli dan

menyedekahkan sesuatu yang ditentukan unfuk wakaf itu seperti

wasiat untuk menjual dengan jual-beli tertenfu dan menyedekahkan

hasil penjualannya, karena yang menjadi sasaran wakaf di sini

adalah sedekah dan trnkaf, dan ifu masih ada. Sedangkan jika

penentuan mayt Udak bisa dijalankan, maka ia digantikan dengan

penggantinya. Seperti seandainya wakaf atau obyek wasiat dirusak

oleh seseorang, maka penggantinya menempati kedudukannya.

Jadi, harus dibedakan antara obyek wasiat dan wakaf dengan

pengganti dari penerima wasiat dan penerima wakaf. Karena

seandainya seseorang berwasiat unfuk Zaid, bukan unhfi orang

lain, atau seandainya ia berwasiat untuk memerdekakan budaknya

yang telah ia tunjuk, atau bemadzar unfuk memerdekakan kepada

budak yang ditunjuk, lalu budak yang ditunjuk itu mati, maka ia
tidak bisa digantikan dengan yang lain.

Perbedaan pendapat fuqaha terjadi ketika seseorang

berwasiat agar ia dihajikan oleh fulan dengan biaya tertentu, lalu

orang yang ia tunjuk tidak mau menjalankan haji, sedangkan

hajinya merupakan haji sunnah. Apakah ia tetap dihajikan atau
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tidak? Ada dua pendapat dan keduanya merupakan turunan

pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Alasannya

adalah karena haji merupakan tujuan utama, dan yang ditunluk itu
juga dijadikan tujuan. Di antara fuqaha ada yang mengunggulkan

sisi penunjukan. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa hajilah
yang menjadi tujuan sebagaimana sedekah dan wakaf menjadi

tujuan. Penunjukan haji ifu seperti penunjukan barang yang

diwakalkan dan disedekahkan. Jika lang ditunluk tidak bisa

dilakukan, maka dilalarkan penggantinya sebagaimana dalam

sedekah dan wakaf.

Wasiat Berupa Harta Tertenfu

Srcihhul Islam Ibnu Taim[6nh Ditanya

Ada seseorang yang bentrasiat di wakfu sakit menjelang

mati agar minuman grang ada di tokonya dijual dengan harga 150

dirham, lalu hasilnya ditambahkan ke tiga rafus dirham dari

hartanya. Setelah itu uang yang terkumpul digunakan untuk

membeli tanah dan diwakalkan untuk kepentingan masjid, yaitu

untuk menggaji imam dan muadzin serta untuk membiayai

penerangannya. Ia juga menulis surat wasiat itu sebelum

kematiannya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimgyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia
berwasiat untuk menjual barang tertentu dari hartanya, baik ifu
harta tak bergerak atau harta bergerak, lalu hasilnya ditambahkan

kepada hartanya yang lain dalam jumlah tertentu, lalu digunakan
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untuk wakaf yang syar'i, maka hukumnya boleh. Jika

keseluruhannya kurang dari sepertiga, maka ia hams dikeluarkan

meskipun para ahli waris tidak rela. Sedangkan harta yang

diberikannya kepada sebagian ahli waris pada waktu sakit

menjelang mati sebagai tambahan di luar warisan yang ia terima,

maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan seizin para ahli waris

lainnya. Jika ia memberi setiap ahli waris dalam ukuran tertentu

sesuai hakngra atau sebagian dari haknya, maka ada dua pendapat

dalam madzhab Imam Ahmad dan selainn5ra. Perbma, hukumnln
boleh. Ini juga merupakan madzhab Asy-Syafi'i. Kdua, ia tidak

boleh melakukannya. Ini juga mempakan madzhab Abu Hanifah.

Jika dikatakan bahwa ia boleh melakukan hal itu sesuai dengan

warisan salah seorang di antara mereka, maka pemberian orang

pada wakfu sakit menjelang mati ifu sama kedudukannya dengan

wasiat sesudah mati berdasarkan pendapat yang disepakati para

imam. Wallahu a'lam.

Bab: Pembawa Wasiat

Pembawa Wasiat

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang memperoleh

penuakilan yang syar'i atas harta anak yatim berupa rumah.

Pembawa wasiat tersebut lantas menjual rumah sebelum

melihatnya, dan ia juga telah menerima pembayarannya.

Bagaimana hukumnya?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika wakil tersebut menjual rumah dengan harga standar

dan rumah tersebut telah dilihatnya, maka hukumnya sah. Tetapi
jika ia belum melihat mmah, maka ada perbedaan pendapat. Jika

ia menjual dengan harga di bawah standar, maka ia telah teledor

dalam membawa wasiat, dan akibat dari keteledorannya ifu
dibebankan kepadanya; atau jual-beli dihapus manakala tidak dijual

dengan harga yang standar. Wallahu a'larn.

Wasiat agar Orang yang Mengaku Memiliki Hak
Diberikan HaknSn dengan Sumpah Saja tanpa Perlu
Bukti

Spikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanln

Ada seseorang yang sangat terhormat dan memiliki
hubungan yang baik dengan banyak orang. Ia berwasiat banyak

hal. Ada seseorang yang datang menemui pembawa wasiat di
masa hidup pemberi wasiat. Orang itu berkata, "Wahai fulan, aku

datang kepadamu saat pemberi wasiat masih hidup. SebenamSn'

aku memiliki hak padanya sekian dan sekiran." Kemudian

pembawa wasiat mengadukan hal itu kepada pemberi wasiat, lalu

pemberi wasiat berkata, "Barangsiapa yang sesudah aku mati nanti

mendakwakan bahwa aku menanggung haknya, maka mintalah ia

bersumpah lalu berikan hak yang ia dakwakan tanpa perlu ada

bukti!" Apakah pembawa wasiat boleh atau bahkan wajib

melakukan hal itu?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, pembawa

wasiat tersebut wajib menyerahkan apa yang didakv/akan oleh

pendalnua tersebut manakala ia telah bersumpah atas haknya, baik

harta yang diberikan itu kurang dari sepertiga atau lebih dari

sepertiga. Seolah-olah pemberi wasiat memberikan pemberian ini

dengan sukarela. Seandainya ia berwasiat untuk sesuatu yang ia

tentukan, atau ia beru,rasiat untuk sesuatu yang bebas tetapi ia

sebutkan sifat-sifakrya, maka kedua bentuk wasiat tersebut

hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati para imam.

Karena mereka Udak berbeda pendapat mengenai kebolehan

wasiat ferupa sesuatu Snng tidak definitif. Mereka juga tidak

berbeda pendapat mengenai kebolehan pengakuan terhadap

sesuatu yang tidak definiflf. Karena itu tidak terjadi kerancuan pada

seorang ulama pun bahwa apabila harta yang diwasiatkan itu
kurang dari sepertiga, maka wajib diserahkan. Kerancuan terjadi

hanya ketiga harta png diwasiatkan lebih dari sepertiga. Menurut
pendapat yang benar dan dipastikan, wasiat wajib dibayarkan dari
harta pokok, karena hutang lebih diutamakan daripada wasiat.

Makna implisit dari penjelasan ini adalah sumpah dikembalikan

kepada pendals,va, dan perintah menyerahkan hak yang

disumpahkan pendatcrua.

Akan tetapi, apakah pengembalian sumpah itu
kedudukannya sama dengan pengakuan, ataukah sama dengan

bukti? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Jika dikatakan

bahwa ia sama dengan pengakuan, maka ini menjadi pengakuan

untuk pendakrrua. Akibat maksimalnya adalah ia mengakui sesuatu

yang disebutkan sifat-sifatnya atau yang tidak diketahui. Masing-

masing pengakuan ini hukumnya sah menumt pendapat yang

disepakati ulama, meskipun orang yang difunjuk ini tidak boleh
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memberikan pengakuan terhadap sesuatu yang tidak diketahui,

karena dialah yang menjadi latar belakang lafazh umum,

sedangkan latar belakang lafazh umum itu dimakruhkan untuk
orang tersebut secara pasti. Seperti seandainya ia mengatakan,
"Jika orang ini bersumpah atas apa yang ia dakrpakan, maka

berikanlah hak kepadanya!" Sifat semacam ini hukumnya boleh

menurut pendapat yang disepakati ulama, serta wajib

dilaksanakan.

Jika dikatakan bahwa pengembalian sumpah itu seperti

pengakuan, maka sumpah pendalnrn gnng disertai keengganan

terdakwa untuk bersumpah itu dianggap sebagai suatu bukti.

Dengan sumpah tersebut pendakrua telah menegakkan bukti atas

dakwaannya. Dalam kejadian seperti ini apa yang ia dalapakan

harus diserahkan kepadanla tanpa ada diragukan. Ketentuan ini

didasarkan pada ushul ulama yang tidak memufuskan perkara

berdasarkan pengembalian sumpah kepada pendakr,ua, seperti

Malik dan Asy-Syafi'i, serta merupakan salah satu dari dua

pendapat dalam madzhab Imam Ahmad.

Adapun menumt ulama yang memutuskan perkara

berdasarkan keengganan unfuk bersumpah seperti Abu Hanifah

dan Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya, maka

menumtnya perkara lebih tegas. Karena jika kedua setem saling

rela lalu pendah,va bersumpah, maka hukumnya boleh bagi

mereka. Yang demikian itu juga termasuk keengganan bersumpah.

Jika seseorang yang menyadari bahwa ia melakukan banyak

mu'amalah dengan banyak omng, dan di antara mu'amalah

tersebut ada yang disertai bukti dan ada yang tidak, dan ia
mungkin menang[lLrng hak-hak yang terkadang diketahui
pemiliknya dan terkadang tidak, maka sifat seperti ini tidak

dianggap sebagai derma darinya, melainkan sebuah wasiat untuk
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sesuatu yang wajib. Wasiat untuk sesuatu yang wajib itu diambil

dari pokok harta berdasarkan pendapat yang disepakati umat

Islam. alasannya adalah jika seseorang meyakini bahwa ia

menanggung suafu hak tetapi ia ragu mengenai pembayarannya,

maka ia tidak boleh bersumpah. Sebaliknya, jika pendalnua

bersumpah atas haknya dan ia memberikan hak kepada

pendakwa, maka ia telah melakukan keurajiban.

Jadi, iika ia menanggung hak tetapi ia tidak mengetahui

dengan persis siapa pemiliknya, maka ia harus melakukan

tindakan untuk melepaskan diri dari pertanggungan. Karena

perkara yang tanpanya kalajiban tidak terlaksana ihr hukumnya
juga wajib, seperti orang yang lupa akan shalat di suatu hari yang

tidak ia ketahui waktunya secara persis, atau seperti orang yang

menanggung hutang kepada salah satu dari dua orang tanpa ia

ketahui secara persis. Jika ia mengatakan, "Barangsiapa di antara

kalian yang bersumpah, maka hak ini diberikan kepadanya." Jika
ia melakukan hal-hal semacam ifu, maka ia telah menunaikan

kalajiban.

Selain ifu, jika ia didaku,ra dengan suatu perkara yang tidak
ia ketahui kepastian benar dan tidaknya, maka ia tidak boleh

bersumpah unfuk meniadakannya, karena yang demikian itu
merupakan sumpah atas sesuatu yang tidak ia ketahui. Sebaliknya,

ia wajib melakukan apa yang ia duga dengan kuat. Jika ia
diberitahu orang yang ia percayai ucapannya tentang suafu

perkara, maka ia harus memegang perkataan orang tersebut. Jika
ia mengembalikan sumpah kepada pendakwa dalam keadaan

samar duduk perkaranya, maka ia telah melakukan sesuafu yang

wajib baginya. Karena seandainya ia melarang untuk memberikan
pendakwa, maka bisa jadi ia zhalim dan menghalangi hak orang

lain. Tetapi jika ia memberikan kepada setiap orang yang
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mendakwakan hak, maka mengakibatkan setiap orang akan

mendakwakan sesuatu yang bukan haknya. Yang demikian itu

dianggap sebagai derma. Adapun jika ia memerintahkan untuk

memintanya bersumpah dan memberikan haknya, maka ia telah

melakukan sesuatu yang wajib karena ia mendasari perintah

tersebut dengan dugaan kuatnya bahr,rn ia bebas dari

pertanggungan. Jika ia telah melakukan sesuatu kewajiban, maka

harta yang dibayarkan diambildari pokok harta.

Berlturan antara Wasiat unfuk Keponakan dan
Warisan unfuk Anak

$nihhul Islam Ibnu Taimi56nh Dtanya

Ada seorang pembawa harta wasiat untuk keponakan-

keponakannya, kemudian ia mati meninggalkan beberapa oftmg

anak- Anak-anak tersebut menguasai harta a5ah mereka.

Bagaimana hukumnya?

Syaihhul Islam lbnu Taim[ryah Menjawab

Jika diketahui bahwa harta anak-anak lratim tersebut

bercampur dengan harta orang lain, maka perlu dilihat berapa

yang dikeluarkan dari harta anak-anak yatim tersebut sebagai biaya

hidup dan lainnya, Ialu sisanya diserahkan kepadanya. Ukuran

biaya hidup dikembalikan kepada kebiasaan 5nng berlaku.
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Hukum Keunfungan Harta Wasiat Bagi Pembawa
Wasiat

Syaihhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membawa wasiat atas harta anak

5ratim, dan ia telah mengelola harta tersebut selama tiga tahun

hingga menghasilkan keuntungan. Apakah pembawa wasiat boleh

mengambil sebagian dari kanntungan tersebut? Ataukah

seluruhn3n menjadi milik pribadi anak yatim?

Slraikhul Islam lbnu Taim[6nh Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semua

keuntungan tersebut menjadi milik anak yatim. Tetapi jika wasiat

fakir dan ia telah bekerja mengelola harta tersebut, maka ia boleh

mengambil yang paling kecil antara upah standar atau nafkah yang

cukup baginya. Ia fidak boleh mengambil lebih dari upah
pekeriaann5ra. Jika upahnya lebih besar daripada bia5n hidupnya,

maka ia tidak boleh mengambil lebih banyak daripada biaya

hidupnya.

Pembawa Wasiat Mengasuh Anak Yatim, dan Hak
Ibu yang Mengandung atas Harta Wasiat

Slpilfiul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang mengasuh beberapa

anak yatim, sedangkan ibu mereka mengandung. Apakah ia
memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut, menggaji

seseorang yang melayani anak-anak tersebut, serta kepada ibu
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mereka jika ia mengambil mahamya. Apakah anak-anak tersebut,

ibu mereka dan orang yang melayani mereka boleh mengambil

semua harta?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hak ishi harus diberikan sebelum ia melahirkan. Sedangkan

pam ahli waris yang lain, jika pembagian warisan ditangguhkan

hingga waktu kelahiran, maka anak-anak lratim tersebut diberi

nalhah dengan cara lrang makruf. Tidak ada larangan untult

mencampur harta mereka dengan harta ibn-r mereka; roti dan

masakan dicampur menjadi satu manakala hal itu membawa

maslahat bagi anak-anak yatim. Karena para sahabat pemah

bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah #, lalu Allah

menurunkan ayat,

#rb.6 a{r'6 ?'&L S',rqi * ;W $

fu,;5i n'r, .:'ci'5-5tft'F*S
"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim,

katakanlah, 'Mengutus un$an mereka secaftt pafut adalah baik,

dan jil<a kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu

dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang

mengadakan '. "(Qs.AlBaqarahlzl:22Ol

Apakah istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal demi

kandungan yang ada di penrtnya? Ada tiga pendapat ulama

tentang hal ini, yaitu:
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Pertama, ia tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Ini

adalah ma&hab Abu Hanifah, Ahmad dalam salah satu dari dua

riwayat pendapat, dan Asy-Syafi'i dalam sebuah pendapat.

Kedua, ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Ini adalah

salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad dan pendapat

sekelompok ulama.

Ketiga, ia berhak atas ternpat tinggal saja, tidak nafkah

sebagaimana lrang dituhrkan dari Malik dan Asy-$nfi'i dalam

sebuah pendapat.

Hukum Menjual Harta Anak Yatim Perempuan
untuk Perlengkapan Pemikahannya

Slnikhul Islam lbnu Taimilrlrah Ditanya

Ada seorang anak yatim perempuan, lalu ada seseorang

5rang datang unhrk menikahkannya. Anak perempuan tersebut

memiliki harta benda. Apakah pembawa wasiat boleh menjual

sebagian dari harta tak bergerak miliknya lalu menggunakan hasil

penjualannp unhrk perlengkapan dan pakaian anak yatim

tersebut, serta unfuk perhiasan !,ang pantas unfuk anak

sepertinya?

Slrailfiul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, wali anak
yatim boleh menjual sebagian dari harta tak bergerak milikrnTa

unfuk membelikan perlengkapannya dengan cara lnng maknrf
serta perhiasan yang pantas baginya.
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Penetapan Kedewasaan Anak yang Menerima
Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taim[67ah Dtanya

Ada seorang pembawa wasiat atas kedua saudarinya yang

sudah besar, serta untuk kedua anak saudari-saudarinya itu. Ia

menganggap kedua anak tersebut sudah dewasa. Apakah hal ihr

membutuhkan penetapan di hadapan hakim ataukah cukup

dengan saksi-saksi?

Slpikhul Istam Ibnu Taimignh Menjawab

Jika pembawa wasiat melihat tanda-tanda kedewasaan pada

mereka, maka ia hanrs menyerahkan harta kepada mereka, tidak

membutuhkan kesaksian mereka, melainkan ankup dengan

pengakuan akan keder.uasaan mereka lalu hana diserahkan kepada

mereka. Yang dernikian itu hukumnya boleh tanpa perlu izin dari

hakim. Tetapi ia juga boleh menetapkan kedewasan mereka di

hadapan hakim. Wallahu a'lam.

Pembawa Wasiat MembaS;arkan Hutang Pewasiat
tanpa Pembuktian di Hadapan Hahm

Syaikhul Islam Ibnu Taimig,rah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang memba5rarkan hutang

pemberi wasiat tanpa pembuktian di hadapan hakim, serta

menukar harta dengan ha*a lain yang tidak ada di tempat dengan

nilai di bawah standar. Apal{ah para ahli waris boleh

menghapusnya atau tdak?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiglah Menjawab

Pembawa wasiat tidak boleh membayarkan hutang yang

didakwakan kecuali dengan sandaran syar'i, bukan dengan sekedar

dals raan dari pendakrua karena ia dikenai tanggung jawab. Ia juga

tidak boleh menukar harta kecuali dengan nilai yang standar.

Sedangkan harta yang ia tukar dengan nilai di bawah standar, bisa

jadi ia menanggung kekurangannya dari hak para ahli waris, dan

bisa jadi ia menghapus fukar-menukar lalu memberikan hak

kepada orang yang berhak. Sandaran syar'i itu bermacam-macam,

seperti pengakuan magnt, atau pengakuan orang yang diterima

pengakuannya semisal wakil mengakui kewajiban orang yang

diwakilinya. Termasuk kategori wakil adalah kantor sekretariat

gubemur dan kepala rumah tangganya. Juga seperti saksi yang

bersumpah bersama pendahl,ra, seperti tulisan yang diketahui

sebagai tulisan mayit, dan lain sebagainya.

Pembawa Wasiat Membayarkan Hutang Pewasiat
yang Beragama Nasrani tanpa Pembuktian di
Hadapan Hakim

Stpikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang nasrani yang mati meninggalkan harta warisan

dan ia telah membuat wasiat. Tetapi temyata ia menanggung

hutang, baik hutang berupa kutipan wajib atau selain itu. Apakah
pembawa wasiat boleh memberikan pembayaran kepada para
pemilik piutang tanpa penetapan di hadapan hakim?
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Syaikhul Islam Ibnu TaimiSryah Menjawab

Jika mayit termasuk orang yang kanrajibannya kepada

orang-orang difulis dalam sebuah buku atau selainnya, dan ia
memiliki sekretaris yang menulis kewajiban tersebut dengan

seizinnya, maka keputusannya dikembalikan kepada catatan

tersebut, baik yang ia tulis sendiri atau yang ditulis wakilnya. Jadi,

apa saja yang tertulis di buku tersebut dan tidak ada tanda

pelunasan, maka itu sama kedudukannya dengan pengakuan

mayit. Jadi, tulisan dalam kasus seperti ini sama kedudukannya

dengan ucapan. Pengakuan wakil terkait perkara-perkara yang

diwakilkan kepadanya, baik dengan ucapan atau dengan tulisan,

dapat diterima. Akan tetapi, pemilik piutang tetap harus

bersumpah bahwa ia memiliki hak, atau ia meniadakan

pembebasan hutang, seperti seandainya hutang ditetapkan dengan

pengakuan lisan. Adapuur pemberian kepada setiap pendakwa atas

apa yang didakwakannya semata berdasarkan ucapannya yang

tidak membedakan antara dalnvaannya dan dalrunan selainnya itu

hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam.

Pembawa Wasiat Menguasai Harta Milik Bersama
antara Dirinya dan Penerima Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu TaimigTah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang memegang harta yang

merupakan harta milik bersama antara dirinya dan penerima

wasiat. Pemberi wasiat juga memiliki bagian di dalamnya.

Kemudian para sekutu tersebut menjual bagian mereka masing-

masing. Sedangkan wali perlu menjual harta anak yatim. Apakah

pembawa wasiat boleh membelinya?
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Syaikhul Islam Ibnu TaimgSnh Menjawab

Ia boleh membelinya karena para sekutu tidak dicurigai

dalam penjualan bagian mereka. Juga karena jika para sekufu

telah menunjuk pembawa wasiat, maka dialah yang harus

mengelola baEan anak yatim. Allah & berfirman,

A LiSr '#'fit KrrS #,i16 o{:

a^ai
"Dan jil<a kamu menggauli merel<a, maka mereka adalah

saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan

dan Snng mengadakan perbaikan "(Qs. Al Baqarah l2l2201

Pembawa Wasiat Mati Sebelum Menentukan
Pemilik Harta yang Ia Niagakan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat untuk anak yatim. Crang

tersebut bemiaga unhrk anak yatim tersebut, dan juga untuk

dirinya sendiri dengan hartanya sendiri. la membeli suafu jenis

barang untuk anak yatim unfuk ia niagakan. Kemudian orang

tersebut mati dalam keadaan belum menentukan apakah harta

tersebut adalah milik salah safu dari keduanya atau milik keduanya.

Apakah jenis harta tersebut milik ahli waris pembawa wasiat

ataukah milik anak yatim?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimigrah Menjawab

Jika diketahui bahwa ia tidak membeli barang kecuali

dengan hartanya sendiri, atau dengan harta anak yatim sendiri,

maka barang yang dibeli itu pasti milik salah satu dari keduanya.

Dalam hal ini perlu dilihat, apakah mungkin untuk diketahui

besamya harta anak yatim dan besamya hartanya sendiri. Hal itu
dapat dilihat dalam catatan perhitungan, apa yang ia tulis dengan

tangannya sendiri, atau semacam itu. Jika harta anak yatim dapat

ditengarai melalui catatannya, maka harta tersebut diserahkan

kepadanya. Tetapi jika pemilik barang tidak diketahui dari setnua

cara, maka fuqaha memiliki tiga pendapat dalam masalah ini,

yaitu:

Pertama, harta dibagi di antara keduanya seperti pendapat

Abu Hanifah, seperti seandainya kedua saling mendakwakan suafu

barang yang keduanln kuasai.

Kdua, keputusannya ditunda hingga keduanya berdamai,

seperti pendapat Asy-Syafi'i, karena yang berhak adalah salah satu

dari keduanya yang tidak bisa ditentukan.

Ketiga, diadakan undian di antara keduanya. Ini adalah

madzhab Asy-Syafi'i. Jadi, jika satu pihak menerima undian

sebagai pemilik suatu barang, maka ia bersumpah lalu

mengambilnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dalam kitab

,4s-Sunan dari Abu Hurairah iS,,
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d̂Jl
1, ) ,,&,4

a
,) ?

lb d CZ>r #, oiI

tb'nlt Jtrs ni.W *U.A *3 ilL
.*lL f.6'.,t ,*) *ht

"Ada dua orang laki{aki yang bersetenr atas suatu barang

kepada Nabi $, sedangkan masing-masing dari keduanya tidak

memiliki bukfi. Nabi $ lantas bersaMa, 'HendaUah kalian berundi

a/as barang itu't'127 HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Dalam redaksi Abu Daud disebutkan,

@ Gtk*t 3i rvtrt tt;ul ;f r,l

,11

'Jika kdua pihak menolak abu kduanSa
ingin bercumpah, maka hendaklah keduanln mengadakan undian

abs barang.'L28

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan

redaksi,

i; ;" e" *, ,}L hr J:"'"rat o(
a

il4-'#)'e'#-'o( ;G \r?G rdl

127 HR. Abu Daud (pembahasan, Peradilan, 3618).
t28 gp. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 36L7).
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"Nabi $ menawarkan sumpah kepada suatu kaum, namun

mereka buru-buru menerima tawaran tersebut. Beliau lantas

menyuruh mengundi di antara mereka; siapa di antara mereka
yang bersumpah."129

Wallahu a'tam.

Apakah Suami yang tidak Memiliki Hubungan
dengan Anak Yatim Mem,iliki Hak atas MerelEa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiglah Ditanya

Ada beberapa anak yatim yang berada dalam pengasuhan.

Mereka memiliki pembawa wasiat dan penjamin. Sedangkan ibu

mereka menikah dengan suami yang tidak ada hubungannya

dengan mereka. Apakah ia memiliki hak atas mereka?

Syaikhul Islam Xbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Suami ibu

tersebut tidak memiliki hak atas mereka, baik secara fisik atau

harta. Bahkan, ibu yang telah menikah dengan laki-laki asing ifu

tidak memiliki hak pengasuhan agar mereka tidak diasuh oleh

orang lain, karena iski berada di bawah kendali suami. Karena ifu

Syari' menggugurkan hak pengasuhannya agar mereka tidak

berada di bawah pengasuhan orang asing. Pengasuhan jatuh

kepada ibunya ibu, atau kepada kerabat lain. sedangkan harta

anak yatim diserahkan kepada pembawa wasiat.

12s 6R.. Al Bukhari (pernbahasan' Kesaksian, 26741.
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Wasiat untuk Mantan Budak

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang kedatangan tanda-tanda kematian, lalu

ia membuat suafu wasiat bahwa rumah yang ia tempati

setengahnya untuk Masjid Al Haram sedangkan setengahnya yang

lain untuk budaknya yang berdarah Turki dan telah ia merdekakan.

Ia tidak memiliki ahli waris selain anak. Kemudian pembawa wasiat

berkata kepada anak majikannya itu, "Harta ini diwasiatkan unfuk

kami." Kemudian ia menjualnya dan melakukan tindakan

terhadapnya sebagai seomng pemilik. Apakah penjualannya itu

sah atau tidak?

S!/aikhul lslam lbnu Taimdlrlph Menjaunb

Jika wasiat kurang dari sepertiga harta, maka wasiat

tersebut wajib dilaksanakan, dan para ahli waris tidak boleh

membatalkannya. Jika mereka mengingkarinya, maka budak

tersebut berhak meminta mereka bersumpah. Manakala ada

seorang saksi yang memberikan kesaksian yang menguatkan

perkataan pembawa wasiat atau selainnya, maka ia boleh

bersumpah bersama saksinya lalu mengambil bagiannya.

Pembawa Wasiat Menyerahkan Harta Anak Yatim
kepada Orang yang tidak Berhak Menerimanya

Sfikhul Islam Ibnu Taim[67ah Ditan3Ta

Ada seorang anak 3nng dibatasi hak transaksinya dengan

cara yang qlar'i. Kemudian pembar,tra wasiat untukn5n mati
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dengan meniuggalkan anak. Anaknya ifu menguasai harta yang

ditinggalkan ayahnya, dan juga harta orang yang dibatasi hak

transaksinya itu yang dahulu dikuasai ayahnya. Kemudian anak
yatim tersebut meminta kalkulasi dari anak pembawa wasiat

tersebut. Apakah ia boleh melakukannya?

Anak pembawa wasiat tersebut mengaku bahwa ayahnya

telah menyerahkan sebagian harta anak tersebut kepada Zaid,

padahal ia tidak berhak menyerahkan harta secara syari'at, tetapi
penyerahan tersebut dilakukan di hadapan para saksi. Selanjutnya,

orang yang menerima harta tersebut mengaku telah menyerahkan

harta kepada anak yatim tersebut. Apakah kesaksian yang

memberatkan anak yatim yang dibatasi hak transaksinya ini boleh

atau tidak? Apakah anak yatim tersebut berhak rnenuntut ganti

rugi kepada harta pembawa wasiat lantaran ia menyerahkan

hartanya kepada orang yang menurut syari'at tidak boleh diserahi

harta? Apakah anak pernbawa wasiat tersebut berhak menuntut
pengembalian atas harta yang diserahkan ayahnya tanpa sandaran

syar'i tersebut? Bagairnana hukumnya masalah ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyryah Menjawab

Jika pembawa wasiat mati dan tidak diketahui bahwa harta

anak yatim telah hilang bukan karena keteledoran, maka ia tetap

pada hukum yang mengharuskan harta tersebut tetap ada di

antara harta yang ditinggalkan mayrt. Akan tetapi, apakah hak

anak yatim tersebut stafusnya sebagai hutang sehingga ia harus

berbagi dengan orang-orang yang berpiutang lainnya? Ataukah

stahrsnya sebagai harta amanah sehingga ia diambil dari pokok

harta? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika ahli waris
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mendakwakan bahwa ia telah mengembalikan harta kepada anak

yatim, maka ucapannya semata tidak diterima.

Adapun jika pembawa wasiat telah menyerahkan harta

kepada orang lain, sedangkan orang lain tersebut mengaku telah

menyerahkan harta kepada anak yatim, sedangkan penyerahan

tersebut dapat dibuktikan dan hukumnya diperkenankan, maka

pembawa wasiat telah terbebas dari pertanggungan. Misalnya

adalah anak yatim sudah dewasa lalu pembawa wasiat telah

menyerahkan harta kepadanya manakala pembawa wasiat telah

melihat tanda-tanda keder,vasaan anak yatim tersebut meskipun hal

itu tidak dikukuhkan di hadapan hakim karena pembatasan hak

transaksinya juga tidak membuhrhkan pengukuhan dan keputusan

hakim. Sebalikngra, manakala ia melihat tanda-tanda kedewasaan

padanya, maka ia harus menyerahkan harta kepadanya

sebagaimana firman Allah,

(6 "# Ft; t g'Cgi ri* riyt;- ffiiWS
*

s( ;, ;K ;\ 64i *vycit? $W fiyr|*:G
-t#3\g'+i$\ 3li1 b sg $', 

*efrq \#

Q;i'\i$;Wu'E'*u?5 ;Ft
"Dan ujilah anak lntim itu sampai mereka a*up umur

unfuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatutu mereka telah

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahl<anlah kepada

merel<a harta-harbn5n- Dan janganlah kamu makan hana anak

Wtim lebih dari batas kepatutan dan (ianganlah kamu) tergaa-gm
(membelanjakannya) sebelum mereka deums. Elarang siapa (di
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antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri
(dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa mishn,
maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang pafut. Kemudian

apabila kamu menyenhkan harta kepada mereka, maka

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang itu) bagi
mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian

itu). " lQs. An-Nisaa' [4]: 6]

Adapun jika pembawa wasiat telah menyerahkan harta

kepada orang yang tidak boleh diserahi harta, maka ia

bertanggung jawab. Kemudian, jika harta tersebut sampai kepada

anak yatim yang telah jelas kedewasaannya, maka perttrnggungan

pembawa wasiat telah bebas seperti bebasnya pertanggungan

setiap orang yang inengarnbil tanpa izin manakala ia telah

menyampaikan harta kepada yang berhak meskipun sampainya

harta itu akibat perbuatan orang lain, bukan orang yang

mengambil. Misalnya, raja mengambilkan harta itu darinya dengan

paksa, atau seseorang menyelamatkan harta tersebut darinya. atau

harta diterbangkan angin hingga sampai ke tempatnya.

Jika anak yatim sesudah dewasa mengingkari sampainya

harta kepadanya dari pihak orang yang menerima dan bukan wakil
pembawa wasiat, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataannya dengan disertai sumpahnya. Adapun jika ia

mengingkari penyerahan pembawa wasiat atau wakilnya kepada

seseorang, apakah perkataan yang dipegang adalah perkataannya

atau perkataan pembawa wasiat? Ada perbedaan pendapat yang

masyhur tentang hal ini di antara para ulama.
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Hukum Menggabungkan Harta Pembawa Wasiat
dan Anak Yatim

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang menguasai harta

beberapa anak yatim. Apakah ia boleh mengeluarkan sebagian

hartanya dan sebagian harta mereka, lalu menggunakan gabungan

harta tersebut sebagai nafkah untuk mereka dan dirinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taim[67ah Menjawab

Anak lntim diberi nafkah dengan cara yang makruf. Jika

penggabungan makanan pembawa wasiat dan makanan anak

yatim ihr lebih bermaslahat bagi anak yatim, maka cara tersebut

harus dilakukan sebagaimana firman Allah,

i,fLe bL;'& ?WL S|;qi,r 6i*;i;

/;5t'nL;5i'&5'r';K*S
'Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim,

katakanlah, 'Mengurus Ltrusan mereka secara pafut adalah baik,

dan jika katnu menggauli mereka, maka mereka adalah saudammu

dan Allah mengetahui siapa Wng membuat kerusakan dari yang
mengadakan perbailan'. "(Qs. Al Baqarah l2l: 2201

Ketika para sahabat diancam Allah dengan siksaan agar

mereka tidak memakan harta anak yatim, mereka memilah

makanan anak yatim dari makanan mereka sehingga makanan
anak yatim rusak. Mereka lantas bertanya kepada Nabi $ tentang

hal tersebut, lalu Allah pun menurunkan ayat di atas.
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Seseorang Menjual Haria Anak Yatim yang
Diasuhnya kepada Anak Yatim Lain yang
Diasuhnya

Syaikhul Islam Ibnu Taim[;yah Ditan3n

Ada beberapa anak yatim yang diasuh oleh pembawa

wasiat. Mereka memiliki saudara seibu. Pembawa wasiat tersebut

telah menjual saudara seibu itu kepada saudara-saudaranya yang

lain. Ia menyebutkan bahwa harta yang dijual itu akan hancur. Ia

tidak mernberitahukan kepada anak-anak yatim tersebut tentang
jual-beli tersebut. apakah jual-beli tersebut boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pembawa

wasiat tidak boleh rnenjual har.ta tak bergerak kecuali karena ada

hajat atau karena ada maslahat yang kuat dan jelas. Jika ia
menyebutkan bahwa harta tersebut akan rusak, maka ia tidak

boleh membelinya untuk anak yatim yang lain, karena hal itu
merugikan anak yatim yang lain apabila ia benar, dan merugikan

anak yatim yang pertama juga ia berbohong.

Wasiat untuk Ummu Waladl3o

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, dan

dari budak tersebut ia memperoleh lima orang anak. Ia menitipkan

13o g--u walad adalah budak perempuan yang melahirkan anak dari majikannya.
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uang dirham kepada orang lain, dan berkata kepada penerima

titipannya itu, "Jika aku mati, berikan dirham ini kepada

perempuan ifu!" Kemudian ia mati, lalu perempuan tersebut

mengambil sebagian dirham dari tangan pembawa wasiat.

Kemudian, anak-anak perempuan tersebut menunfutrnya kepada

hakim dan meminta dirham darinya. Ia trantas memberikan dirham

itu kepada mereka dan mengakui bahwa ia mengambilnya dari

pembawa wasiat. Kemudian, mereka menuntut pembawa wasiat

unfuk menyerahkan sejumlah harta, dan mendakrua bahwa yang

diakui oleh perempuan tersebut berasal dari dirinya, bukan dari
pembawa wasiat. Apakah perkataan yang dipegang adalah

perkataan perempuan tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Menjawab

Perkataan yang dipegang adalah perkataan pembawa

wasiat terkait jumlah harta dengan disertai sumpahnya. Perkataan

yang dipegang adalah perkataannya bahwa ia telah menyerahkan

harta kepada perempuan tersebut manakala perempuan tersebut

membenarkan ucapannya. Perkataan yang dipegang adalah

perkataan masing-masing dari keduanya dengan disertai sumpah

bahwa ia tidak memegang harta lebih dari itu.

Wasiat unfuk ummu walad merupakan wasiat yang sah

manakala kurang dari sepertiga harta warisan. Perempuan ini
boleh mengambil harta yang diwasiatkan untuknya jika kurang dari
sepertiga. Jika ahli waris mengingkari adanya wasiat, maka ummu
walad harus bersumpah. Jika ada saksi yang adil rnemberikan

kesaksian yang mendukungnya, lalu ummu walad bersumpah

bersama saksinya, maka kepufusan dimenangkan unfuknya. Jika
harta telah keluar dari tangan pembawa wasiat, dan pembawa
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wasiat telah bersaksi untuk ummu walad, maka kesaksian

pembawa wasiat untuknya diterima.

Jika ummu walad merahasiakan di awal tentang harta yang

ada di tangan pernbawa wasiat untuk ia ambil, maka itu adalah

alasan baginya secara intrinsik, meskipun tidak ada bukti ekstrinsik
yang menguatkannya. Barangsiapa yang tahu bahwa ia memiliki

hak harta secara intrinsik dan mengambilnya, maka ia dianggap

melakukan tal$/il dalam tindakannya itu meskipun ada perbedaan

pendapat di antara ulama terkait masalah-masalah dalam bab ini.

Wallahu a'lam.

Pembawa Wasiat Melepaskan Wasiat di Hadapan
Hakim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang ingin rnelepaskan

wasiatnya di hadapan hakirn dan menyerahkan harta wasiat

kepada hakim. Ia meminta hakim untuk mengizinkannya

rnenyerahkan harta di hadapan hakim. Apakah hakim wajib

memenuhi keinginannya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pembawa wasiat membutuhkan hal itu untuk

menghindarkan mudharat dari dirinya, maka hakim wajib

memenuhi keinginannya ih.r, karena tujuan dari hukum adalah

menyampaikan hak kepada yang berhak dan mencegah terjadinya

pelanggaran hak. Hal itu kembali kepada amar makruf dan nahi
mungkar. Wallahu a'lam.
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Biaya Pengukuhan Wasiat Diambil dari Harta Anak
Yatim Penerima Wasiat

Syaikhul Islam lbnu Taim[4yah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan wasiat kepada dua orang

unfuk anaknya. Kemudian, kedua pembawa wasiat tersebut

berusaha untuk mengukuhkan wasiat. Apakah keduanya boleh

mengambil biaya pengukuhan dari harta anak yatim?

Sfniktrul Islam Ibnu Taimi54yah Menjawab

Jika keduanya membawa wasiat dengan sukarela, maka

biaya yang keduanya habiskan unfuk mengukuhkan wasiat dengan
jalan yang makruf itu diambil dari harta anak yatim. Wallahu a'lam.

Imbalan atas Pengelolaan Harta Warisan

Syaikhul Islam lbnu Taim[4yah Ditanya

Ada seorang yang gugur di medan jihad. [-alu temannya

mengumpulkan harta warisannya dan mengelolanya selama tiga

tahun dengan susah payah. Apakah ia berhak mendapatkan

imbalan atas usahanya itu?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia adalah pembawa wasiat, maka ia berhak atas

kompensasi yang paling sedikit di antara upah standar dan biaya

hidup secukupnya. Tetapi jika ia terpaksa dalam melakukan

pekerjaan ini, maka ia berhak atas upah standar. Adapun jika ia
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melakukannya dengan sukarela, maka ia tidak memperoleh
imbalan apapun, melainkan pahalanya ada di tangan Allah. Jika ia
melakukan sesuatu yang wajib bukan dengan sukarela, maka ada

perbedaan pendapat mengenai upahnya. Menurut pendapat yang

jelas keshahihamya, ia wajib diberi upah.
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KITAB FARAIDH (HUKUM WARIS)

Seseorang Mati Meninggalkan Istri dan Anak-Anak

Syaihhul Islam Ibnu Taim[67ah DitanSn

Ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Suaminya

itu juga meninggalkan beberapa anak. Bagaimana pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Istri tersebut berhak atas mahar, sedangkan hak selebihnya

berada dalam pertanggungan suami (harta warisan). Hukum istri

dalam masalah ini sama seperti hukum orang-orang yang

berpiutang lainnya. Harta yang tersisa sesudah diambil untuk
pelunasan hutang dan wasiat yang berlaku-jika ada wasiat-
diberikan kepadanya sebesar seperdelapan dalam keadaan ada

anak.
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Warisan untuk Suami Ketika Istri Diklaim Ayahnya
tidak Bijak

S3laikhul Islam Ibnu Taimi5yah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami

dan dua orang tua. Ayah menguasai harta warisan dan

mengatakan bahwa anak perempuannya itu tidak buak. Apakah

suami memperoleh warisan darinya?

Syaik*rul Islam lbnu Taimpyah Menjawab

Harta apa saja yang ditinggalkan perempuan ini diberikan

kepada suaminya sebesar setengah, sedangkan ayahnya

memperoleh sepertiga dan ibunya memperoleh sisanya, yaihr

seperenam dalam maCzhab Imam Empat, baik perempuan

tersebut bijak atau Udak b$ak.

Pengalihan Warisan kepada Ahli Waris Lain dengan
Cara Pembagian yang Syar'i

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan dua

orang hra, suami dan empat anak laki-laki dan perempuan. suami

lantas berkata kepada sejumlah saksi, "Bersaksilah kalian bahwa

bagianku (iraitu enam bagian dari dua puluh empat bagian) ini

diberikan kepada kedua orang tua istriku dan anak-anaknya

dengan cara pembagian 5nng syar'i," maka berapa bagian masing-

masing dari mereka?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami mengalihkan bagiannya yang sebesar enam

bagian kepada para ahli waris lain dengan cara pembagian yang

syar'i, sedangkan sisanya adalah delapan belas bagian, yaifu kedua

orang fua memperoleh delapan bagian, dan anak-anaknya

memperoleh sepuluh bagian, maka enam bagian tersebut

dilakukan rad/sl dengan rasio delapan belas bagian ini. Jadi,

seluruhnya dibagi di antara mereka dengan perhifungan menjadi

delapan belas bagian, sebagaimana sisa pembagian dibagi di

antara mereka menunrt ulama yang mengatakan bahwa sisa

tersebut dilakukan radd. Karena bagian ahli waris yang

diberikannya kepada mereka itu sama kedudukannya dengan sisa

bagian grang dikembalikan di antara mereka.

Kasus Faraidh (1)

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami,

nenek, saudara-saudara sekandung, dan seorang anak. Beberapa

bagian masing-masing?

131 6u6 dd sexzra bahasa (etimologi) be,run i'adah, yaitu mengernbalikan.
Mengembalikan hd<nfra k"p"da png berhak. Kata ndd juga berani shal yaitu

mernulangkan kernbali. Fladd mqrurut istilah (terminologi) adalah mengenrbalikan apa
yang tersisa dari bagian pemilik bagian tertentu kepada mereka sesuai dengan besar
kecilnya bagian mereka apabila udak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.
Masalah mdd teriadi apabila penrbilangan lebih kecil dari pada penyebut 123/241, dan
pada dasamya adalah merupakan kebalikan dari masalatr aul Namun dernikian
penyelesaian masalahnya tentu berbeda dengan masalah aul,l<arqra aulfia dasamp
lrurangnya yang akan dibagi, sedangkan fia mdd ada kdebihan setelah ditdakan
pembagian.
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Suami memperoleh seperempat, nenek memperoleh

seperenam, dan saudara-saudaranya tidak memperoleh bagian

menumt pendapat 5nng disepakati para imam.

Kasus Faraidh (2)

Syaikhul Islam Ibnu Tairn[ryah Ditan5n

Ada seomng perempuan yang mati meninggalkan suami,

dua anak perempuan, ibunya dan dua saudari kandung. Apakah

saudari kandung memperoleh warisan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiglah Menjawab

Suami memperoleh bagian seperanpat, ibu memperoleh

bagian seperenam, dan dua anak perempuan memperoleh bagian

dua pertiga. Asalnya warisan dibagi manjadi dua belas, tetapi

kemudian dilakukan radd menjadi tiga belas. Sedangkan saudara

tidak memperoleh bagian saat ada anak perempuan karena

saudara dalam keadaan ada anak perempuan menjadi ashabah,

sedangkan dalam kasus ini tidak ada sisa untuk ashabah.lni adalah

madzhab Imam Empat.
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Kasus Faraidh (3)

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami,

ibu, seorang saudari kandung, seorang saudari seayah, serta

saudara dan saudari seibu. Bagaimana pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Harta dalam masalah faraidh ini mulanya dibagi enam

bagian, tetapi dikembangkan menjadi sepuluh bagian. Ia disebut

dzatul famtkh (induk burung yang memiliki banyak anak) lantaran

banyaknya penambahan bagian. Suami memperoleh setengah

(yaitu lima bagian), ibu memperoleh seperenam (atau sama dengan

satu bagian), saudari kandung memperoleh tiga bagian, saudari

seayah memperoleh seperenam unfuk penggenap dua pertiga,

sedangkan dua saudara seibu memperoleh sepertiga, yaifu dua

bagian. Jadi, seluruhnya berjumlah sepuluh bagian. Hal ini

didasarkan kesepakatan Imam Empat.

Kasus Faraidh (4)

Syaikhul Islam lbnu Taimiyryah Ditanga

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami,

anak perempuan, ibu, dan saudari seibu. Berapa bagian masing-

masing?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam kasus faraidh ini harta dibagi menjadi sebelas. Anak
perempuan rnemperoleh enam bagian, suami memperoleh tiga

bagian, dan ibu memperoleh dua bagian. Sedangkan saudari seibu

tidak memperoleh apapun karena hakryra gugur dengan adanya

anak perempuan berdasarkan pendapat yrang disepakati seluruh

imam. Perhihrngan ini didasarkan pada pendapat yang

memberlakukan pengembalian seperti Abu Hanifah dan Ahmad.

Adapun fuqaha yang tidak memberlakukan pengembalian

seperti Malik dan Asy-Syafi'i, mereka membagi harta warisan

menjadi dua belas bagian. Anak perempuan memperoleh enam,

suami memperoleh tiga bagian, dan ibu mernperoleh dua bagian.

Sedangkan sisanya dikembalikan ke baihrl mal.

Nash-Nash telah Mencakup Sernua Hukum Faraidh

Tujuan bahasan di sini adalah bahua bertagai nash yang

ada telah mencakup seluruh hukum faraidh. Kami menjelaskan hal

tersebut dalam kasus 5,rang paling rumit untuk mernberikan indikasi

terhadap kasus yang lain. Faraidh merupakan perkara yang paling

rumit. Kami katakan, nash dan qlyas atau dengan kata lain Kitab

dan mizan (neraa) menunjukkan bahwa bagian sepertiga adalah

khusus untuk anak ibu (saudara seibu) sebagaimana pendapat Ali
dan yang sependapat dengannya. Ini merupakan madzhab Abu

Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya.

Sedangkan Harb meriwayatkan pendapat tentang tasgrik 132. 1ni

132 Tasyrik berarti menjadikan anak-anak ayah dan ibu sebagai sekutu anak-anak
ibu dalam memperoleh warisan.
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adalah pendapat Zaid dan yang sependapat dengannya. Pendapat

ini dipegang oleh Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan dari 'Umar dan
'Utsman serta para sahabat lain terjadi perbedaan riwayat tentang

masalah ini.

Bahkan dikatakan bahwa terjadi perbedaan riwayat dari

seluruh sahabat kecuali dari Ali dan Zaid, karena tidak ada

perbedaan riwayat dari Ali bahwa ia tidak melakukan tasyrik.

Sedangkan dari Zaid tidak ada perbedaan riwayat bahwa ia

melakukan tasyrik.

Al 'Anbawi bemkta, "Qiyas Snng tepat beryihak kepada

pendapat Ali, sedangkan prinsip istihsn (menganggap baik)

berpindah kepada pendapat Zaid." Al 'Anbari juga berkata, "lni

merupakan ungkapan yang benar."

Jawabnya, nash dan qiyas menunjukkan pendapat Ali.

Nash dimaksud adalah firman Allah, ;iiAfi tr'b'|6A ug

:;l3i eiUA 'Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari

seorang, maka merel<a bercekufu dalam gng sepertiga rfu. " (Qs.

An-Nisaa' 141 12) Yang dimaksud adalah anak ibu. Jika kita

memasukkan anak ayah-ibu ke dalam mereka, maka mereka tidak

bersekuhr atas bagian sepertiga, melainkan merebut bagian

mereka.

Jika dikatakan bahwa anak ayah-ibu adalah bagian dari

mereka, dan mereka juga bagian dari anak ibu, maka ini keliru.
AIIah S berfirman,
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i'C,{G"':v\ j is'^ ui'3#3ft13
'J'3Aiqrb|,i$'A

"Jika seseorang mati, baik taki-taki maupun perempuen

yang tidak meninggalkan ayah dan fidak meninggalkan anak,

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu aja) atau

seorang saudara perempurn (seibu saja), maka bagi masing:masing

dari kdua jenis saudara ifu seperenam harta- " (Qs. An-Nisaa' [4]:
t2l

Dalam qira'ah Sa'd dan hnu Mas'ud, sesudah lafazh J'{
5.)q ulg "seorang saudara laki-laki abu seonng audara perempuan"

ditambahkan lafazh itr' i, yang artinya dari ibu. Dan memang yang

dimaksud adalah anak ibu menurut rjma'. Hal itu ditunjukkan oleh

firman Allah,

',j33it41*S,fu
"Maka bagi masing-masing dari kdua jenis saudara ifu

seperenam harta."

Sedangkan anak ayah-ibu dan anak a5nh dijelaskan dalam

firman Allah,
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AS Gf eyr*i(S c hiT1^i,i' 66j ii-
{ ryui;1Kr$v 3,aqb U,N5'55'i fr

tr

wG&
"Mereka merninta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah, Allah memberi fatvn kepadamu tentang kalalah

6nitu), jika seonng meninggal dunia, dan ia tidak mempun5mi

anak dan mempunlni saudara perempuan, maka bagi saudaranya

Jnng perempuan ifu seperdua dai harta yang ditinggalkannya, dan

saudannSn Wng laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. " (Qs. An-Nisaa' [4]:
L76l

Allah S memberikan bagian setengah kepada saudari, dan

memberikan seluruh harta kepada saudara. Ini adalah hukum anak

ayah-ibu.

Selanjuhya Allah S berfirman,

' ;$*t $; Jr t l$ .i^; I v.Gy::1hfi
"Dan jika mereka (ahli waris ifu terdiri dari) saudara-saudara

laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki

sebanyak bagian dua orang saudara perempuan " (Qs. An-Nisaa'

I4lz L76l
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Ini adalah hukum anak ayah-ibu, bukan hukum anak ibu
berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Jadi, penjelasan Allah terhadap hukum ini dalam ayat di
atas, dan demikian pula hukum sebelumnya dalam ayat

sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu dari dua kelompok ifu
berbeda dari kelompok lain. Jika nash telah memberikan anak ibu
sepertiga, maka barangsiapa yang mengurangi bagian mereka

maka ia telah menzhalimi mereka. sedangkan anak ayah-ibu

adalah golongan lain.

Nabi $ bersabda,

,tr, ,)t ')"W C tk qJ^"\ ,ia.lrtl tt$i
f,,

'Sampaikanlah bagian-bagian waisan kepada tnng berhak.

Jika ada yang tersisa, maka diberikan kepada jnng paling dekat
dengan mayit (yang tidak memperoleh bagian warisan) dari jenis

kekmin llfti-fulai.'433

Hadits ini menunjukkan bahwa jika tidak ada tersisa harta

setelah pembagian ahli waris, maka ashabah tidak memperoleh

bagian apapun. Dalam kasus ini tidak ada sisa dari harta warisan.

Mengenai perkataan seseorang, "sesungguhnya ayah

mereka itu keledai, tetapi mereka itu memiliki kesamaan ibu,"
merupakan perkataan yang sesat secara fakta dan syari'at.

r33 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Faraidh, 6732, dan Mushm (pernbatrasan:

Famidh, 1615/2,3), keduaqa dari lbnu 'Abbas .9.
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Ia sesat secara fakta karena seandainya ayah mereka

keledai jantan, tentulah ibu mereka keledai betina, dan tentulah

mereka bukan keturunan anak Adam. Jika dikatakan bahwa

adanya a5rah mereka seperti tidak adanya, maka dapat dijawab

bahwa perkataan tersebut keliru karena sesuatu yang ada tidak

bisa dianggap tiada.

Ia juga sesat secara syari'at karena Allah telah menetapkan

hukum untuk anak ayah-ibu secara berbeda dari hukum unfuk

anak ibu.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa manakala ayah

tidak memberi manfaat kepada mereka, maka ia juga tidak

memberi mudharat kepada mereka. Jawabnya, itu tidak benar,

melainkan terkadang ayah bisa menimbulkan mudharat kepada

mereka sebagaimana ia memberi manfaat kepada mereka.

Dalilnya adalah seandainya anak ibu satu sedangkan anak ayah-ibu

banyak, maka anak ibu yang sahr itu memperoleh seperenam

sedangkan sisanya untuk mereka semua. Seandainya tidak ada

ayah, tenfulah anak ibu dan anak-anak ayah-ibu ihr bersekutu

dalam memperoleh bagian sepertiga. Jika dimungkinkan

keberadaan ayah memberi manfaat kepada mereka, maka

dimungkinkan pula ia menghalangi bagian untuk mereka sehingga

dapat diketahui bahwa ayah menimbulkan mudharat bagi mereka.

Selain ifu, pokok-pokok Faraidh didasarkan pada ketentuan

bahwa kerabat yang berhubungan baik laki{aki atau perempuan

tidak dibedakan hukum-hukumnya. Jadi, saudara sekandung tidak

sama seperti saudara seayah, dan tidak pula seperti saudara seibu.

Ia tidak diberi karena kekerabatan ibu saja, sebagaimana ia tidak

diberi karena kekerabatan ayah saja, melainkan karena

kekerabatan bersama antara ayah dan ibu. Ia disendirikan jika

kekerabatan seibu sendirian, seperti dua anak paman yang salah

526



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

satunya adalah saudara seibu. Dalam kasus ini mayoritas ulama

berpendapat bahwa saudara seibu memperoleh seperenam, dan

keduanya bersekufu atas sisanya. Pendapat ini dituturkan dari Ali.

Diriwayatkan dari Sy-rraih bahwa ia memberikan seluruhnya

kepada saudara seihu, seperti seandainya ada anak paman seayah

seibu. Mayoritas ulama mengatakan bahwa keduanya sama dalam

keberadaannya sebagai anak paman. Keduanya adalah anak

paman dari ayah-ibu, atau dari ayah. Saudara-saudara seibu ifu

berdiri sendiri, tidak berdampingan dengan yang lain, sehingga ia

disamakan seperti anak paman seayah seibu.

Masalah Perempuan yang Bersekufu

Di antara hal yang menjelaskan hukum dalam masalah

perernpuan yang bersekufu adalah seandainya di antara mereka

ada saudari dari ayah, maka mereka ditetapkan memperoleh dua

pertiga, lalu pembagiannya mengalami 'aul. Jadi, seandaingra

bersama mereka ada saudara bersama mereka, maka bagian

mereka gugur, dan saudara tersebut disebut akh masy'um L%-

Manakala dengan keberadaan saudara mereka menjadi ashabah,

maka sekali u/aktu saudara memberi manfaat bagi mereka, dan

sekali waktu menimbulkan kerugian bagi mereka. Keberadaan

saudara tidak disamakan dengan ketiadaannya dalam keadaan

menimbulkan kerugian.

Demikian pula kekerabatan a5nh. Oleh karena saudara-

saudara mayrt dapat menjadi ashabah dengan kebemdaan kerabat

ls HR. Al Bukhari (pernbatrasan: Faraidh, 67321, dan Mrrslim (pernbalrasan:

Faraidh, 1675/2,3), keduanya dari Ibnu 'Abbas.
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ayah, maka terkadang ia memberi manfaat kepada mereka, dan

terkadang menimbulkan kemgian bagi mereka. Yang demikian itu

sama kedudukannya dengan ashabah, karena ashabah ifu

terkadang menguasai seluruh harta, terkadang memperoleh

sebagian besamya, terkadang memperoleh sebagian kecilnya, dan

terkadang tidak tersisa untuknya, yaifu ketika ahli waris yang

memperoleh bagian tertentu telah menghabiskan seluruh harta.

Jadi, barangsiapa yang menjadikan ashabah mengambil warisan

bersamaan dalam keadaan seluruh harta telah dihabiskan para ahli

waris lrang memperoleh bagian tertentu, maka ia telah keluar dari

ushul yang diredaksikan dalam masalah faraidh.

Mengenai pemyataan sebagian orang bahwa itu adalah

prinsip istihsan (menganggap bail<), dapat dikatakan bahwa itu
adalah istihsan yang bertentangan dengan Kitab dan qiyas, karena

ia menzhalimi saudara-saudara dari ibu karena hak mereka diambil
lalu diberikan kepada orang lain.

Ulama yang berteda pendapat dalam masalah ini tidak

memiliki argumen selain perkataan Zaid. Diriwayatkan dari 'Umar

bahwa ia memufuskan perkara ini demikian, lalu kepufusannya itu
diterapkan oleh penduduk Madinah dan selainnya, sebagaimana

mereka menerapkan kepufusan seperti itu dalam warisan kakek

dan saudara. Tetapi mereka menerapkan pendapat Taid dalam

masalah faraidh selain itu karena bertaklid kepadanya, meskipun

nash dan qryas sejalan dengan pihak yang berbeda darinya.

Sebagian dari mereka mendukung sikap taklidnya dengan riwayat
yang mengatakan,

{oz o'r. I .:{+j e.->rl
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Hadits ini lemah, tidak memiliki dasar sanad sama sekali.

[-agi pula, Zaid di masa Nabi S tidak dikenal sebagai ahli Faraidh,

hingga tidak ada hadits yang shahih tentang Abu 'Ubaidah kecuali

sabda beliau,

! o '-, e.)
.',) 0J..9 t {\t e,6 ,*ii bf -ii'lE.

,e
7l-

'Setiap umat merniliki orang dan oftng
umat ini adalah Abu Ubaidah bi,l Jatnli.'4'3s

Masalah Kakek

Demikian pula dengan taklid mereka kepada Zaid dalam

masalah kakek dalam keadaan mayoritas ulama sahabat berbeda

pendapat darinya, karena mayoritas sahabat sejalan dengan Ash-

Shiddiq bahwa kakek sama kedudukannya dengan agah; dapat

menghalangi bagian saudam. Pendapat ini diriwayatkan dari
puluhan sahabat. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah, salah

satu dari dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, dan

madzhab Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Abu Hafsh Al
Barramakki dari kalangan sahabat Ahmad, dan dituturkan oleh

sebagian mereka sebagai sahr riwayat pendapat dari Ahmad.

Sedangkan mereka yang memberikan warisan kepada saudara

135 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Keutamaan-ketrtamaan para Sahabat,37Ml, At-
Tirmi&i (penrbahasan: Riwayat Hidup, 3791), dan An-Nasa'i dalam kitab Al Kubn
(pernbahasan: Riwayat Hidup, 820o.nl, mereka sernua dari Anas bin Malik 49.
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dalam keadaan ada kakek adalah Ali, hntr Mas'ud dan Zaid.

Tetapi masing-masing memiliki pendapat yang dipegangnya

seorang diri. Sedangkan 'Umar bin Khaththab tidak mengambil
pendapat dalam masalah ini. Yang benar tanpa ada keraguan

dalam masalah ini adalah pendapat Ash-Shiddiq karena didukung

dengan banyak dalil yang telah kami sampaikan di tempat lain.

Masalah UmariSrylatani

Adapun dalam masalah umart3yatanl36, dalam Al Qur'an
tidak ada nash yang menunjukkan bahwa ibu memperoleh
sepertiga dalam keadaan ada ayah dan suami, melainkan Allah

memberinya sepertiga manakala ia mewarisi harta bersama ayah.

Jadi, Al Qur'an menunjukkan bahwa harta yang diwarisi ibu

bersama ayah itu ibu memperoleh sepertiga, sedangkan ayah

memperoleh dua pertiga. Ayat Al Qur'an ini dijadikan argumen

oleh para tokoh sahabat seperti 'LJmar, 'Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud,

dan Zaid, serta mayoritas ulama, bahwa harta yang tersisa sesudah

diambil bagian suami atau istri dibagi sepertiga unhrk ibu dan ayah,

dengan diqiyaskan kepada seluruh harta manakala keduanya

bersekufu di dalamnya, dan sebagaimana keduanya bersekutu

136 'Uman'yjntani dalam satu bentuk kasrs dimana seorang perempuan mati
meninggalkan suami, ibu dan ayah, atau seorang laki-laki mati meninggalkan istri, ibu
dan ayah. lmam Empat sepakat unfuk kasus pertama bahwa suami memperoleh
setengah warisan, sedangkan ibu memperoleh sepertiga sisanya sesudah diambil
bagian suami. Adapun untuk kasus kedua, Imam Empat sepakat bahwa istri
mernperoleh seperempat, sedangkan ibu memperoleh sepertiga sisanya sesudah
diambil bagian untuk istri. Adapun ayah dalam dua kasus tersebut memperoleh sisanya
sesudah diambil bagian suami atau istri dan bagian ibu.

530



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

dalam memperoleh harta yang tersisa setelah pelunasan hutang

dan wasiat.

Makna implisit Al Qur'an ini menafikan ibu mengambil

sepertiga secara mutlak. Barangsiapa yang memberi ibu sepertiga

secara mutlak bahkan saat bersama istri, maka ia telah menyalahi

makna implisit Al Qur'an.

Adapun mayoritas sahabat menerapkan makna implisit Al

Qur'an tersebut, sehingga mereka tidak menjadikan warisan ibu

dalam keadaan ada ayah ifu sama seperti warisan ibu dalam

keadaan tidak ada ayah. Sebaliknya, jika ayahnya ikut mewarisi,

maka ibu memperoleh sepertiga secara mutlak. Adapun jika a5nh

tidak ikut mo,rrarisi, melainkan ada selain ayah, seperti kakek,

paman dan saudara, maka ia lebih berhak atas sepertiga, karena
jika ia mengambil sepertiga dalam keadaan ada ayah, maka

terlebih lagi saat bersama ashabah yang lain.

Jadi, Al Qur'an menunjukkan bahun jika tidak ada yang

mewarisi selain ibu dan ayah, atau ashabah yang bukan ayah,

selain anak, maka ibu memperoleh sepertiga. Argumentasi ini

termasuk kategori argumentasi dengan sesuafu 5nng lebih rendah

untuk menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi. Adapun anak, ia
lebih kuat daripada ayah sehingga ibu saat bersama anak

memperoleh seperenam. Jika bersama ashabah ada ahli r.mris

yang memperoleh bagian tertentu, maka anak-anak perempuan

dan saudari-saudari memberi ibu seperenam. Jika hanya ada safu

saudari bersama ibu, maka ibu memperoleh sepertiga saat

bersama saudara lakilaki, terlebih lagi saat bersama saudara

perempuan.

Penghalangan dari sepertiga menjadi seperenam itu terjadi

karena ada saudara-saudaranya, sedangkan satu saudara ifu tidak
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dianggap sebagai berlaku seperti halnya beberapa saudara. Jika

ibu bersama satu saudara, maka ia mernperoleh sepertiga, terlebih

lagi bersama paman dan selainnya.

Ada perbedaan pendapat terkait kakek. Diriwayatkan dari

Ibnu Mas'ud dan mayoritas ulama bahwa ibu bersama kakek

memperoleh sepertiga harta. Pendapat inilah yang benar karena

kakek lebih jauh daripada ibu, dan kakek terhalang oleh ayah,

sehingga kakek tidak mungkin menghalangi ibu untuk memperoleh

haknya. Qiyas murni menunjukkan bahwa ayah bersama ibu itu
seperti anak perempuan bersama anak laki-laki, dan saudari

bersama saudara, karena keduanya sama-sama laki-laki dan

perempuan, serta berasal dari satu jenis. Keduanya adalah

ashabah. Istri diberi setengah dari yang diberikan kepada suami

karena keduanya adalah laki-laki dan perempuan dari satu jenis.

Warisan unfuk Ibu

Mengenai petunjuk Al Qur'an tentang warisan ibu,

Allah @ berfirman,

:i, Lg rL {-i E,i A\ t# )-S g) *;;.r:'
e,

;{si,#ig) i$L:x; X K, 1,9"i3
"Dan unfuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal ifu
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya

mendapat sepertiga. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 11)
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Allah @ memberikan bagian untuk ibu dengan dua syarat,

yaitu mayit tidak memiliki anak, dan ayah ikut mewarisi. Jadi, ayat

ini mengandung indikasi bahwa ibu tidak diberi sepertiga secara

mutlak dalam keadaan tidak ada anak. Hal ini menunjukkan

kebenaran pendapat para tokoh sahabat dan mayoritas ulama

yang mengatakan bahwa dalam m-asalah 'umaril4ntani, yaitu ahli

waris terdiri dari suami, ayah dan ibu, atau terdiri dari istri, ayah

dan ibu, ibu tidak diberi sepertiga dari selunrh harta.

Ibnu Abbas dan yang sependapat dengannya mengatakan,

"Karena seandainya ia diberi sepertiga harta di sini, maka ifu
berarti ia diberi sepertiga dalam keadaan tidak ada anak secara

mutlak. Hal itu bertentangan dengan makna yang ditunjukkan oleh

Al Q*'an." Ada riwayat dari hnu Abbas bahwa ia berkata kepada

Zaid, "Apakah dalam Kitab Allah dijelaskan bagian sepertiga

sisanya?" Malsudnya dalam Kitab Allah hanya ada keterangan

tentang bagian seperenam dan sepertiga. Karena itu dikatakan
bahwa dalam Kitab Allah tidak ada keterangan tentang pemberian

bagian ibu sebesar sepertiga secara mutlak. Lalu, bagaimana

mungkin ibu diberi sepertiga dalam keadaan ada suami atau istri?

Bahkan dalam kitab Allah ada keterangan yang menghalangi

pemberian bagian sepertiga untuknya dalam keadaan bersama

ayah dan suami atau ishi. Karena seandainya demikian, maka

kalimat ayat sehanrsnya berbunyi: Jika ia tidak memiliki anak,

maka bagi ibunya sepertiga. Karena dengan asumsi ini ibu

mendapat sepertiga secara mutlak. Manakala bagian sepertiga

diberlakukan khusus dalam sebagian keadaan, maka dapat

diketahui bahwa ibu tidak mernperoleh hak secara mutlak. Ini

merupakan malhum mukhalafah (malma implisit kebalikan dai
makna tnng disebutkan), atau yang biasa disebut dengan istilah

dalil khithab (indikasi kontekstual). Ia menunjukkan kekeliruan
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pendapat yang memberi ibu sepertiga kecuali dalarn kasus

umarig4ntani. Tidak ada alasan untuk memberinya sepertiga, selain

hal itu bertentangan dengan rjma'.

Selain itu, firman Allah, :ili ir*i61:^r'; "Dan ia diwarisi

oleh ibu-bapaknya (nja), maka ibunya mendapat sepertiga" (Qs.

An-Nisaa' [4]: 11) menunjukkan bahwa ibu memperoleh sepertiga,

sedangkan sisanya untuk ayah sesuai dengan kalimat 161 iit;,
'dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya". Karena ketika warisan

ditetapkan sebagai bagian bersarna di antara keduanya, kemudian

bagian untuk ibu telah disebutkan ukurannya, maka hal itu
menunjukkan bahwa sisanya adalah untuk ayah" Jika ayah diberi

sisanya bersama ibu, maka tidak mesti selain ayah diberi bagian

yang sama seperti yang diberikan kepada ayah.

Kami memberikan bagian unfuk par:a ashabarl yang lain

berdasarkan firman Allah,

Ee1

a Sa,E:.",{ti ;S; r*;5\'\}i6
'Orung'orurn wng mempunyai hubungan ifu sebagiann5m

lebih berhak terhadap s*amanya (daripda tnng keraba| di dalam

kitab Allah. "(Qs. Al Anfaal [8]: 75]

Dan firman Allah,

,\$fi 3; ti 46 \aW jL$
"5i;rr,
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"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dai harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan kaib kerabat, Kami jadikan pewais-
pewarisryn "(Qs.An-Nisaa' [4]: 33)

Juga sesuai sabda Nabi S,

,y' ,)ti$ a tu qSL
z'/ ua.l-ll I

joz

n?JI
.O

-{ )
,

"Sampaikanlah bagian-bagian warisan kepada Wng berhak.

Jika ada Jnng tercisa, maka diberikan kepda tmng paling dekat
dengan mayit (yang tidak memperoleh bagian waisan) dai jenis

kelamin laki-lali.'r37

Warisan Saudari dalam Keadaan Ada Anak
Perempuan

Adapun warisan unfuk saudari dalam keadaan ada anak
perempuan, dan bahwa mereka dalam istilah faraidh disebut

ashabahr38, adalah seperti yang dijelaskan Allah dalam ayat,

g; Y J^z)-qt LA,'ii\j'f A &f;t 9y

ttt 7u1r15rii 6u61ts telah disebutkan sebelumnya.
r38 A<habali adalah setiap orang yang tidak merniliki bagian tertentu dari harta

warisan tetapi ia mewarisi harta jika tidak ada ahli waris llang memperoleh bagian
bersamanya, atau memperoleh sisa dari pembagian.
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"Jika seonng meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai

anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya

yang perempuan ifu seperdua dari harta yang ditnggalkann5n. "

(Qs. An-Nisaa' [4]: L75)

Ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan ulama.

Pendapat ini juga ditunlukkan oleh Kitab dan Sunnah.

Allah S berfirman,

gG 13Ft eyrffi c iL-i:,-^i $ 36jii-

{ oY-G;''KtWuriaq; B,'i';"ii{ fr
c

WGK-
"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah

(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai

anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya

yang perempuan ifu seperdua dai harta yang ditinggalkannya, dan

saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. " (Qs. An-Nisaa' [4]:

176\

Ayat ini rnenunjukkan bahwa saudari mewarisi setengah

harta dalam keadaan tidak ada anak laki-iaki, dan bahwa saudara

mewarisi seluruh harta dalam keadaan saudari tidak memiliki anak

laki-laki.

Hal itu menunjukkan bahwa saudari dalam keadaan ada

anak tidak memperoleh setengah dari harta warisan, karena

seandainya demikian maka tidak ada bedanya antara mayrt
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memiliki anak laki-laki atau tidak, yaitu ia memperoleh setengah.

Dengan demikian, penyebutan anak laki-laki hanya kamuflase dan

sia-sia, sedangkan Kalam Allah suci dari hal demikian.

Termasuk dalil masalah ini adalah firman Allah,

if; Y J^b-L$b LA,,ii\5 |A A
'Sdangkan ia tidak mempunlni anak tetapi ia mernpunSni

saudara perempuan, maka bagi saudannya yang perempuan ifu
seperdua dai harta yang difinggalkannya." (Qs. An-Nisaa' [4]t
L76)

Juga firman Allah,

'frrt r#i(g ii2i:5; A & i "g
'Uika onng Wlg meninggal tidak mempunjni anak dan ia

diwarisi oleh ibu-bapakn5n (saja), maka ibunya mendapt
sepertiga. "(Qs.An-Nisaa' [4]: 11)

Jika diketahui bahwa saudari dalam keadaan ada anak tidak

mewarisi setengah harta, maka anak itu bisa laki-laki dan bisa

perempuan.

Adapun anak laki-laki, ia menggugurkan bagian untuk

saudari sebagaimana ia menggugurkan saudara, berdasarkan dalil

firman Allah,

XdK{orc;-$'
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"Dan saudaranya yang lakiJaki memusakai (seluruh harta

saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. " (Qs. An-

Nisaa' l4l t76l

Jadi, Allah tidak menetapkan warisan yang mutlak baginya,

melainkan saat saudarinya tidak merniliki anak. Sedangkan warisan
yang mutlak adalah memperoleh seluruh harta. Hai itu

menunjukkan bahwa jika saudarinya memiliki anak, maka saudara

tidak menguasai harta; melainkan bisa jadi memperoleh bagian

gugur, dan bisa jadi ia mengambil sebagiannya saja.

Kini tinggal bahasan ketika saudari memiliki anak, baik laki-

Iaki atau perempuan. Al Qur'an menjelaskan bahwa anak

perempuan mengambil setengah. Hal ifu menunjukkan bahwa

anak perempuan tidak menghalangi saudara untuk memperoleh

setengah yang lain manakala hanya ada anak perempuan dan

saudara. Oleh karena fatwa Allah ini hanya terkait dengan kalalah,

sedangkan kalalah adalah orang yang tidak memiliki orang tua dan

anak, maka dapat diketahui bahwa orang yang tidak memiliki

orang tua dan anak itu hukumnya tidak seperti di atas.

Ketika Allah menjelaskan bahwa saudari menguasai harta
(maksudnya harta saudarinya) sehingga saudara menjadi ashabah

bagi saudarinya, maka terlebih lagi ayah adalah ashabah. Jika ayah

dan saudara menjadi ashabah, maka terlebih lagi anak.

Allah @ berfirman,

,t't6 3; ti JG \& jA;
,

"<ri;'i(,
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*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dai harta yang

ditinggalkan ibu bapak dan kanb kerabat, Kami jadikan pewaris-

pewarisnya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 33)

Nabi $ bersabda,

,tr) Jrl$ C 6 qJ" It P.t;Jl
Jc<

Frtl,

ft,
"Sampail<anlah bagian-bagian uarien kepda t/ang berhak.

Jila ada tnng tercia, maka dibqikan kepada Wrg plng dekat

dengan mayit (lang tidak memperolelt bgian warian) dari jenis

ketanin kkiJalti.'1'3e

Hadits di atas menunjukkan bahwa harta yang tersisa dari
pembagian itu tidak diwarisi selain oleh ashabah. Kita tahu bahwa

anak itu lebih dekat, kemudian ayah, kernudian kakek, kemudian

saudara. Nabi $ menetapkan bahwa anak-anak keturunan ibu

saling ma,uarisi, sedangkan bani 'allat 140 66uL memperoleh. Jadi,

saudara kandung itu lebih kuat daripada saudara seayah, dan anak

lakilaki dari anak laki-laki menggantikan kedudukan anak lakiJaki.

Demikian pula, setiap anak ayah yang lebih rendah itu lebih dekat

daripada anak ayah yang lebih tinggi. png paling dekat kepada

ayah yang paling tinggi itulah yang paling dekat kepada mayit. Jika

sama dalam tingkatannya, maka lnng sekandr.rng lebih kuat

daripada yang sealah saja.

r39 Talihnjhadits tdah dtsehdcm sebelumqra.
140 6rr"L-.'r"L dari satu agah dengan banyak ibu.
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Al Qur'an menunjukkan bahwa saudari rrremperoleh

setengah harta dalam keadaan tidak ada anak. Sedangkan dalam

keadaan ada anak laki-laki, anak laki-laki tersebut menjadi

penghalang saudari sebagaimana ia menghalangi saudaranya.

Kini tinggal pembahasan saudari dalam keadaan ada anak

perempuan. Dalam Al Qur'an tidak ada keterangan yang

meniadakan warisan saudari dalam keadaan seperti ini. Dalam

keadaan ada anak perempuan, bisa jadi bagian saudari gugur, bisa

jadi ia memperoleh setengah, dan bisa jadi ia menjadi ashabah.

Dalam hal ini tidak ada alasan untuk menggugurkan bagiannya

karena anak perempuan tidak bersaing dengan saudari.

Saudaranya saja tidak gugur, sehingga terlebih lagi ia juga tidak

gugur. Seandainya ia bisa dianggap gugur akibat yang lebih jauh,

sesungguhnya yang jauh tidak bisa menggugurkan yang dekat"

Juga karena saudari itu serupa dengan anak perempuan dalann

keadaan keduanya bertemu, tetapi anak perempuan lebih kuat

darinya. Seandainya ditetapkan untuknya bagian setengah,

tenfulah bagian anak perempuan kurang dari setengah seperti

suami dan anak perempuan. Seandainya ia diberi bagian setengah,

tentulah terjadi 'uu174l sehingga bagian anak perempuan kurang

dari setengah. Saudara-saudaranya tidak menyaingi anak-anak

dalam bagian waris dan tidak pula menjadikan ashabah, karena

anak-anak lebih dekat daripada mereka.

i41 l4r.r/ menurut bahasa (etimologi) berarlt irtik' :menganEkat. Kata 'aul ini
kadang-kadang cendenrng kepada perbuatan aniaya (curang). Secara istilah'aul adalah

bertambahnya saham dawil furudh dan berkurangnya kadar penerimaan warisan
mereka. Atau bertambahnya jumlah bagian yang di tenhrkan dan berkurangnya bagian
masing-masing waris. Terjadinya masalah 2r,/ adalah apabila terjadi angka pembilang
lebih besar dari angka penyebut (misalnya 8/6), sedangkan biasanya harta selalu dibagi
dengan penyebuhrya, narnun apabila hal ini dilakukan akan terladi kesenjangan
pendapatan, dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan
dari pada ahli waris tersebut.
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Allah memberi bagian setengah kepada saudari manakala

mayt kalalah. Oleh karena bagiannya tidak gugur dan tidak pula

ditetapkan safu bagian tertenfu, maka yang tersisa adalah ia
menjadi ashabah yang lebih berhak daripada ashabah yang jauh

seperti paman dan anak paman. Ini adalah pendapat mayoritas

ulama.

Hadits riwayat Al Bukhari dari hnu Mas'ud menjelaskan

bahwa Abu Musa dan Salman bin Rabi'ah berkata tentang anak

perempuan dan anak perempuan dari anak lakiiaki bersama

saudari, bahwa anak perempuan memperoleh setengah dan

saudari memperoleh setengah. Kemudian keduanya mendatangi

Ibnu Mas'ud, lalu lbnu Mas'ud berkata, "Kalau begifu keputusanku,

aku sudah keliru besar, dan tenhrlah aku bukan termasuk orang-

orang yang mengikuti petunjuk. Kali ini aku benar-benar

memutuskan perkara ini sesuai keputusan Rasulullah #. A"uk
perempuan memperoleh setengah, anak perempuan dari anak

laki-laki memperoldt seperenam sebagai penggenap dua pertiga,

sedangkan sisanya tmtuk tuut1uti. "142

Riwayat ini menunjukkan bahwa saudari dalam keadaan ada

anak perempuan menjadi ashabah. Dan saudari juga bisa menjadi

ashabah bi ghairiha,143 yaitu ketika ada saudaranya. Jadi, tidak

ada halangan baginya untuk menjadi ashabah dalam keadaan ada

anak perernpuan.

Nabi @ bersabda,

142 gg. AI Bukhari (pembahasan: Faraidh, 67361.
143 'Ashabali bi ghainha adalah perempuan !,ang dalam warisan ditetapkan bagian

setengah dan dua pertiga (raifu anak perempuan, anak perempuan dari anak laki, dan

saudari). Ketika ada saudara laki{aki bersama mereka, maka mereka menjadi 'ashabah

bi ghairiha.
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,tr)
)''*) .

,J'sv c t3 qJ^"t u4rnt t*Ji

f;$;

I

I

"Sampaikanlah bagian-bagian warisan kepada yang beihak.

Jika ada yang tersisa, maka dibenkan kepada yang palinq dekat

dengan mayit 6rang tidak memperoleh bagian waisan) dari jenis

kelamin laki-laki.'aM

Hadits tersebut bermakna urnum, tetapi darinya

dikhususkan perempuan yang memerdekakan budak, perempuan

yang memungut anak yang dibuang di lalan, dan perempuan yang

melakukan sumpah li'an atas seorang anak. Hal ini sesuai dengan
sabda Nabi,$,

lt.lz.

4p$ l-el* :\>)l; .l

ilL'&'l ,Sr$6$:)

-{

)P

"Perempuan menguasai tiga otmisan, yaifu budak yang ia
merdekalan, orang Wng di pungubzya, lalu di asuhnya dan anak

rcng ia melakukan sumpah 1i'*.'4'45

Oleh karena hadits Nabi # di atas merupakan hadits

umum yang dikhususkan, maka darinya dikhususkan benhrk kasus

ini sesuai dengan dalildalilyang telah disebutkan.

l'14 HR. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, 67321 dan Mrslim (pembahasan

Faraidh, 16L5/2,3), keduanya dari Ibnu 'Abbas ag.
l4s HR. Ibnu Majah (pembahasan: Faraidh, 27421danAhmad l3/4%t.
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Warisan Dua Anak Perempuan

Adapun warisan unfuk dua anak perempuan dijelaskan

dalam firman Allah,

"5$'$ $r'Jr 5 1y"? )fifi -i-'i't tr*i
', 
i*j z( t,'* c cfr '&i1 # 6,,11K o'9

'J)ritii6
"Allah mensSnriatlan fugimu tanbng (pemhgian pusaka

unfulr) anak-anahnu. Yaifu bagian seoftng anak lelaki sama

dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak ifu
semuanya Wrempuan lebih dari dua, mal<a bgi mere.l<a dua
patiga dari harta Wng ditnggal<an; jila anak paempuan itu
seonng aja, mal<a ia menperoleh sepruh hafu. "(Qs. An-Nisaa'

[4]: 11)

Al Qur'an menunjukkan bahwa anak perenrpuan dalam

keadaan bersama saudaranya yang laki-laki memperoleh sepertiga;

dalam keadaan sendiri ia memperoleh setengah; dan dalam

keadaan jumlah mereka lebih dari dua mernperoleh dua pertiga.

Oleh karena anak perempuan bersama anak laki{aki memperoleh

sepertiga, bukan seperempat, maka tedebih lagi ia bersama

saudarinya yang lain memperoleh sepertiga, bukan seperempat.
Juga karena Allah S berfirman,

"34itii6,&*j Jhr$
'Uika anak perempuan ifu seorz,ng saja, maka ia

memperoleh separuh harta. "
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Allah membatasi bagian setengah untuknya dengan

keberadaannya sendirian. Makna implisitnya menunjukkan bahwa

ia tidak memperoleh setengah kecuali dengan sifat seperti ini. Lain

halnya dengan firman Allah, iY+ { og 'Dan iika anak itu

semuanya perempuan " Kata ganti 'fdan kata benda /.Y4 adalah

jamak, tidak mungkin disebut dua, karena kata ganti jamak tidak

dikhususkan unfuk dua orang. Juga karena hukum tersebut tidak

berlaku khusus untuk dua orang. Karena ifu harus dikatakan 6,

# "lebih dari dua'l karena hukum dua anak perempuan sudah

bisa diketahui, dan hukum safu anak perempuan juga sudah

diketahui. Jika ia sendiri, maka ia memperoleh setengah. Jika ia
Iebih dari dua, maka ia memperoleh dua pertiga. Dengan

demikian, mustahil dua anak perempuan memperoleh lebih dari

dua pertiga. Jadi, keduanya tidak mungkin memperoleh seluruh

harta, yaitu masing-masing memperoleh setengah, karena tiga

anak perempuan saja hanya memperoleh dua pertiga. Lalu,

bagaimana dengan dua orang? Keduanya juga tidak mungkin

memperoleh setengah karena bagian setengah unhrknya ifu

dibatasi dengan syarat bahwa ia harus sendiri. Jadi, ia tidak

memperoleh setengah jika ia tidak sendiri.

Indikasi ini tampak dari bacaan nashab (fathah althimg)

pada lafazh 'rS*5 eg"ft 'jika anak perempuan itu seorang saja.'

Karena kata t|--.i adalah l<habar dari kata ii( Jika ia adalah

anak perempuan funggal atau sendirian, tidak bersama yang lain,

maka ia memperoleh setengah. Jadi, ia tidak memperoleh

setengah jika ada anak lain bersaman5ra. Dengan demikian, bagian
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setengah dan seluruh harta tertiadakan sehingga tidak tersisa selain

dua pertiga. Ini merupakan indikasi dari ayat di atas.

Selain ifu, Allah & berfirman tentang saudari perempuan,

't;9c6l(w#i6$g
"Tetapi jika saudan perempuan itu dua orang, mal<a bagi

kduaryn dua pertiga dari harta Wng ditinggalkan oleh 5ang
meninggal. "(Qs. An-Nisaa' [4]: L76l

Ayat ini menjadi dalil bahwa dua anak perempuan lebih

pantas menerima bagian dua pertiga daripada dua saudari

perempuan.

Selain itu, Sunnah Rasulullah '$ menjelaskan bahwa beliau

memberi bagian dua pertiga kepada dua anak perernpuan Sa'd bin

tlabi', dan memberi ibu keduanya seperdelapan, sedangkan

sisanya unhrk paman. 16 Ini merupakan ijma' sehingga pendapat

yang berbeda dari hnu Abbas tidak dibenarkan.

Ayat tentang anak menunjukkan bahwa hulorn trntuk lebih

dari dua anak itu seperti hukum dua anak. Demikian pula firman

Allah tentang saudari perempuan, "Tetapi jika stdara Wempuan
itu dua orang, maka bgi kduarya dua putiga dari harb gng
ditinggalkan oleh gang meninggal. " Allah tidak menyebut jumlah

lebih dari itu. Jika dua saudari memperoleh dua pertiga, maka

terlebih lagi seandainya jumlah mereka di atas itu. lain halnp

dengan ayat tentang anak perempuan, karena firman Allah: til|-

145 gg. Abu Daud (penrbahasan: Faraidh, 28921, At-Tirmidzi (pembahasan:

Faraidh, 2092!. da1glaul' menilainya ltasn-shahih, dan hnu Majah (penrbahasan:

Faraidh, 2720\, mereka semua dari Jabir bin Abdullah dS.
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"5$.ii V'J4 "Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian

dua orang anak perempuan" (Qs. An-Nisaa' [4]r 11) tidak

menunjukkan selain bahwa ia memperoleh sepertiga saat bersama

saudaranya. Dan jika mereka lebih dari dua anak, maka mereka

tidak memperoleh sepertiga. Jadi, penjelasannya dalam masing-

masing dari dua ayat tersebut merupakan penjelasan yang paling

baik. Oleh karena kalimat pertama petunjuk warisan dua anak

perempuan, bukan lebih dari itu, maka sesudah itu dijelaskan

warisan untuk lebih dari dua anak perempuan, yaitu dalam ayat

tentang bagian setengah ketika kalimat menjelaskan warisan dua

saudari perempuan. Hal itu menunjukkan se@ra lebih kuat

warisan tiga atau empat. Bilangan yang lebih dari itu tidak perlu

disebutkan sesudah ada penjelasan tentang dua saudari. Jadi, di

sana disebutkan anak perempuan lebih dari dua, bukan dua anak

perempuan. Sedangkan di ayat lain disebutkan dua anak

perempuan, bukan lebih dari itu.

Setelah dijelaskan hukum seorang saudari, seorang saudara,

dan dua saudara atau lebih, maka tinggallah penjelasan tentang

dua anak perempuan atau lebih, agar penjelasannya mencakup

berbagai bagian. Kata ,Plt dan semua kata jamak lainnya

terkadang digunakan unfuk arti jenis tanpa maksud menentukan
jumlahnya, sehingga ia mencakup dua atau lebih. Tetapi terkadang

ia juga digunakan untuk arti tiga atau lebih. Dalam ayat ini, yang

dimaksud adalah bilangan secara muflak, karena Al Qur'an telah

menjelaskan satu saudari sebelum ihr- Juga karena hukum-hukum
yang dijelaskan Al Qur'an membedakan antara sah-r dan bilangan

lebih, serta menyamakan tingkatan-tingkatan bilangan dua dan

tiga. Hal itu disebutkan secara gamblang dalam firman Allah,

546



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

i'C,xi"'i;t i W'^ L5;'J4J 6ft13
A' v i6 fj'\L "|\-iAi fi'; *. ;fu U

i#tcxu)#
"Jila seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan

tnng frdak meninggalkan aSah dan tidak meninggalkan anak,

tebpi mempunSmi seorirng sudara laki-laki (seibu aja) atau
s@ft,ng sudara Wrempwn (seibu aja), mal<a bagi masing-masing

dari kdua janis atilan ifu seperanan harta. Tehpi jil<a saudara-

saudara seibu itu lebih dari ifu, mal<a mereka adalah sel<ufu-sekufu

dalam yang sepertiga rtu "(Qs. An-Nisaa' l4l: Lzl

Kata 6\L *mereka' adalah kata ganti jama'ah,

sedangkan lafazh Si,t'jA "tebih dari itu' maksudnya adalah

lebih dari seorang saudara lak-laki dan saudari perempuan.

Kemudian Allah & berfirm* Lf!J( j.ilurI # 'maka merel<a

adalah sekutu-sekutu dalam yang sepertiga itu". Jadi, Allah
menyebut mereka dalam bentuk jamak, yaitu dengan kata ganti

i{t "maka mereka"dan dalam kata zhahir (kata benda substantifl

{U} "sekutu-sekutu".

Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwa

bentuk jarnak dalam ayat-ayat tentang faraidh mencakup bilangan

se@ra mutlak, yaitu dua atau lebih. Hal ini sesuai dengan firman

Allah,
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"e*frfta:itlf=*i
"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka

untuk) anak-anakmu."(Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

"Jika Snng meninggal ifu mempunyai beberapa saudara,

maka ibun5m mendapat seperenam. "(Qs. An-Nisaa' l4l: t2l

$, e t,6,1a; I c. r-',7yi:j,$g
"Dan jil<a merela (ahli vais ifu terdiri dari) saudara-saudara

laki dan perempuzrn, mal<a bagian seorang audara laki-laki

sebanSak bagian dua orang saudara perempuan " (Qs. An-Nisaa'

l4l: 176l

Bagian Nenek

Adapr.rn bagian unfuk nenek ih.r seperti yang dikatakan oleh

Ash-Shiddiq, "la tidak memperoleh bagian dalam Kitab Allah,

karena ibu png disebutkan dalam Kitab Allah itu dibatasi dengan

beberapa q;arat yang menuniuldran kekhrrsusan hukum unhrk ibu

3ang paling delot. Dengan demikian, meskipun nenek ihr juga

disebut ibu, namun ia tidak tercakup ke dalam kata ibtr yang

disebutkan dalam faraidh. Ia tercakup ke dalam kata ibu yang

disebutkan dalam firman Allah, !$.4 PAL Li,?
"Diharamkan abs kamu (mengawini) ibu-ibumu. " (Qs. An-Nisaa'
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l4), 23) Akan tetapi, Rasulullah # memberi nenek sebesar

s€perenam."147

Dengan demikian, warisan untuk nenek ditetapkan dengan

Sunnah Rasulullah *. fidak ada suatu lafazh umum yang

dituttrkan dari Nabi $ terkait nenek, tetapi beliau memberikan

urarisan kepada nenek yang hartanya kepada beliau. K€fika ada

nenek kedua Snng mendatangi Abu Bakar, maka ia mer4ramakan

dengan nenek yang pertama dalam memperoleh bagian

seperenam. 1€

Para ulama berteda pendapat mengenai nenek. Satu

pendapat mengatakan bahwa hanya dua orang yang mevuarisi,

yaitu ibunya ibu dan ibunya ayah, seperti pendapat Malik dan Abu
Tsaur. Pendapat lain mengatakan bahwa hanya tiga orang yang

mewarisi, yaitu dua di atas ditambah ibunya lokek. Pendapat ini
sesuai dengan riwaSrat hrahim An-Nakh'i, bahwa Nabi *
bersabda,

. .O

.:J*{
a

I IJU'. Ll
t .at4 t

rjJ=r.t+
.4.

:slJ.+c

, .;li'eit
-E u'er:r,

..)a,
tc
I

"Elqil<anlah u,arisn kepda tiga nenel<, tnifu dua neneknu
dari ialur aghmu, dan satu nenekmu dari ialur ibu.r.,{49

147 gp. Al Bukhad (pembahasan: Wlasiat, 27471 dari lbnu 'Abbas A.b.
14e HR. Abu Daud (pembahasan: Faraidh, 2894), At-Tirmi&i (pernbahasan,

Faraidh, 2101), An-Nasa'i dalam lrlrrab As-Sunan Al Kubm (pembahasan: Faraidh,
6346/ll, dan hnu Majah (pernbahasan: Faraidh , 2724't, mereka semua dari Qabishah.

149 HR. Abu Daud dalam kitab Al Marasil(pqnbahasan' Faraidh, 355).

,
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Hadits lni mursal-hasan, karena riwayat mursal lbrahim ifu
termasuk riwayat mursal yang paling baik. Karena itu hadits ini

diambil oleh Ahmad. Dalam nash tersebut tidak ada pemberian

warisan selain kepada tiga nenek tersebut.

Pendapat lain mengatakan bahwa nenek yang mewarisi

adalah seluruh jenis nenek. Ini adalah pendapat mayoritas ulama

seperti Abu Hanifah, AsyS5rafi'i dan selainnya, serta merupakan

satu turunan pendapat dalam madzhab Ahmad. Pendapat ini lebih

kuat karena meskipun lafazh nash di atas tidak menyebutkan

setiap nenek, namun ketiga ada nenek kedua yang datang kepada

Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata kepadanya, "Bagian

seperenam 5nng tidak diberikan kectrali unhrk selainmu. Akan

tetapi, seandainSra engkau sendirian, maka bagian ifu unfukmu."

Karena ihr, Abu Bakar memberikan warisan kepada nenek kedua,

padahal nash berbicara tentang selainnya.

Juga karena tidak ada perbedaan bahwa tingkatan yang

tinggi dari ibu ifu mer,rnrisi. Dengan demikian, ibunp ibunya ayah

meularisi, dan ibunya ibunya ibu juga mevrrarisi berdasarkan

pendapat yang disepakati. Dengan demikian tersisa ibu dari
ayahnya kakek. Apa perbedaan antara dia dan ibunya kakek? Jika

dibedakan antara ibunya ayah dan ibunya kakek, kita tahu bahwa

aphnya kakek dapat menggantikan kedudukan kakek, bahkan ia

adalah lokek png lebih tinggi. Demikian pula, lokek itu seperti

ayah. Lalu, sifat apa yang membedakan antara ibun3n ibunya aph
dan ibu ayahnya kakek?

Hal itu dapat dijelaskan dengan fakta bahwa ibu dari ibunya

mayrt dan ibu dari aphnya ihr memiliki hubungan yang sama

dengan mayrt. Maka, demikian pula puryn ibunya ibr,mya ayah dan

ibu ayahnya ayahnya itu memiliki hubungan yang sama dengan

magnt, sehingga keduanya harus disamakan dalam warisan.
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Selain itu, para ulama menjadikan ibunya ibunya ibu atau

lebih atas lagi memperoleh warisan. Sedangkan ibu ayahnya ayah

tidak mewarisi. Mereka lebih mengunggulkan nenek dari jalur ibu

daripada nenek dari jalur ayah. Pendapat ini lemah, sehingga

ibunya ibu tidak lebih dekat daripada ibunya ayah. Kerabat ibu

tidak diutamakan dalam hukum apapun. Sebaliknya, kerabat ayah

juskr.r lebih dekat dalam semua hukum. Demikian pula dalam

pengasuhan.

Pendapat dapat benar adalah ibu gugur bagiannya dengan

adanya anaknya (yaitu ayah mayit) sebagaimana dalam riwaSrat

pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua riwayat

pendapat dari Ahmad. Pendapat ini sesuai dengan hadits lbnu

Mas'ud. Juga karena seandainya nenek dihubungkan kepada mayrt

melalui anaknya, maka ia tidak mewarisi seperti warisan anaknya.

Sebaliknya, nenek bersama dengan anaknya itu seperti anak ibu

bersama ibu; mereka tidak menggugurkan bagian unhrk anak ibu

dalam keadaan ada ibu.

Pendapat yang mengatakan bahwa orang lrang

dihubungkan kepada mayrt melalui seseorang ihr gugtr bagiannya

dengan adanya orang tersebut (pendapat ini) salah dari segi thard

dan akc.fi. Ia keliru dari segi thard dengan kasus anak ibu

bersama ibu, dan keliru dari segi aks dengan kasus anak dari anak

laki-laki bersama paman mereka, dan anak saudara bersama

paman mereka. Selain ifu masih ada contoh kasus lain yang di

dalamnya bagian seseorang gugur akibat orang yang tidak

dihubungkan kepada mayrt melalui orang tersebut. Jadi, setiap

orang yang manrarisi warisan seseorang itu gugur dengan adanya

r5o Thard berarti setiap ditemukan alasan hukum maka ditemukan hukumnya.
Sedangkan izks berarti tiadanya hukum ketika tldak ada alasan hukum.
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orang tersebut manakala ia lebih dekat darinya. Sedangkan nenek

menduduki kedudukan ibu, sehingga bagian nenek gugur dengan

adanya ibu meskipun nenek tidak dihubungkan kepada mayit

melalui ibu.

Anak Perempuan dari Anak Laki-Laki dalam
Keadaan Bersama Anak Perempuan

Adapun kasus anak perempuan dari anak laki{aki dalam

keadaan bersama anak perempuan memperoleh seperenam

sebagai penggenap dua pertiga; dan begitu pula saudari-saudari

dari ayah dalam keadaan bersama saudari ayah-ibu, ketentuan

tersebut didasarkan pada firman Allah,

"$it $, Jr t ltt:? $5 -i-*'t f,-i
't;u&'iAfi t;fi1&,LAa'Kry

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka

unfuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki fima
dengan bagian dua omng anak perempuan; dan jika anak itu
semuzntm wrempuan lebih dari dua, mala bagi merel<a dua

pertiga dari harta Snng ditinggalkan "(Qs. fur-Nisaa' [4]: 11)

Dapat diketahui bahwa titah apt di atas mencakup anak

dari anak laki-lak dan anak dari anak perempuan. Kata ?55
"anak-anakmu" mencakup setiap anak yang dihubungkan

nasabnya kepada mayrt. Mereka adalah anaknya sendiri dan anak

dari anak perempuannya. Ia mencakup mereka dengan mengikuti
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urut-umtan. Anak dari anak laki-laki tercakup ketika tidak ada anak

mayit langsung. Ketika diketahui bahwa harta yang tersisa dari
pembagian itu diberikan kepada laki{aki yang paling dekat
hubungannya dengan mayit, sedangkan anak lebih dekat daripada

anak dari anak laki-laki, maka jika hanya ada anak perempuan

maka ia memperoleh setengah" Dari bagian anak-anak perempuan

tersisa seperenam. Jika di sini ada anak-anak perempuan dari
anak laki{aki, maka mereka berhak atas seluruh warisan jika tidak
ada anak perempuan. Jika anak perempuan mengambil setengah,

maka sisanSn unfuk anak-anak perempuan dari anak laki{aki.

Saudari dari Ayah-Ibu dalam Keadaan Bersarna
Saudari dari Ayah

Demikian pula dengan saudari dari ayah-ibu dalam

keadaan bersama saudari dari ayah. hnu Mas'ud mengatakan
bahwa Nabi g menetapkan anak perempuan memperoleh

setengah, sedangkan anak perempuan dari anak laki-laki

memperoleh seperenarn sebagai penggenap dua pertiga. 151

Adapr.rn jika anak-anak perempuan telah mengambil genap dua
pertiga, maka tidak tersisa lagi bagian untuk mereka. Jika ada

ashabah berupa anak dari anak laki{aki, maka harta warisan jatuh

kepadanya karena ia mempakan kerabat laki{aki yang paling

dekat.

Ada perbedaan pendapat terkait saudari dari ayah saat

bersama saudaranya manakala anak-anak perempuan telah

lsr gp. Abu Daud (pembahasan: Faraidh, 2890) dan At-Tirmi&i (pembahasan:

Faraidh, 2093) dargan menilainya rlasan.
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mengambil dua pertiga seluruhnya. Mayoritas ulama menjadikan

anak-anak perempuan sebagai ashabah saat bersama dengan

saudara-saudara mereka. Mereka berbagi sisanya; Iaki-laki

memperoleh bagian seperti bagian dua anak perempuan, baik

warisan mereka bertambah karena dijadikan ashabah, atau warisan

mereka berkurang. Pemberian warisan untuk anak-anak

perempuan tersebut lebih kuat di sini. Dan pendapat hnu Mas'ud

mengenai berkurangnya bagian mereka merupalon pendapat yang

masyhur.

Kasus Dua Orang yang Saling Mewarisi tidak
Diketahui Siapa yang Mati Terlebih Dahulu

Ada perbedaan pendapat yang masyhur mengenai dua

orang yang saing meurarisi tetapi tidak diketahui siapa png mati

terlebih dahulu. Menurut pendapat yang paling mendekati pokok-

pokok syari'at, sebagian dari mereka tidak mo,varisi sebagian yang

lain. Sebaliknya, masing-masing dirrarisi oleh para ahli warisnya

yang masih hidup. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, serta

sebuah pendapat dalam madzhab Ahmad. Tetapi pendapat ini

bertentangan dengan pendapat yang masyhur dalam madzhabn3a,

karena menurut ketentuan pokoknln sesuatu yang tidak diketahui

itu sama seperti sesuatu yang tidak ada. Seperti orang yang

menemukan barang temuan; ketika ia tidak mengetahui keadaan

pemiliknya, maka sesuatu yang tidak diketahui ihr seperti sesuahr

yang tidak ada, sehingga penemu tersebut menjadi pemilik barang

yang ia temukan karena tidak ada informasi mengenai pemiliknya.

Demikian pula dengan kasus suarni yang hilang. Imam

Ahmad berpegang pada pendapat para sahabat yang m€nganggap
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sesuatu yang tidak diketahui sama dengan sesuatu yang tidak ada.

Mereka menetapkan istri sebagai istri suami kedua selama yang

pertama tidak diketahui keberadaannya, baik menurut yang

tampak atau menurut yang sebenamya, seperti dalam kasus

penemuan barang. Tetapi jika suami pertama diketahui, maka

pernikahan suami kedua tergantung pada perkenan dan penolakan

suami pertarna. Suami pertama diberi pilihan antara istrinya atau

mahar. Jika ia memilih istrinya, maka ia tetap menjadi suami

istrinya itu sedangkan pemikahan suami kedua batal dan ia tidak

perlu mencerainya.

Maksud bahasan di sini adalah Imam Ahmad mengikuti

para sahabat yang menjadikan sesuatu yang tidak diketahui seperti

sesuatu yang tidak ada. Dalam kasus ini, jika salah sahr ahli waris

mati sebelum yang lain, sedangkan yang pertama mati tidak

diketahui, maka sesuatu yang tidak diketahui itu sama seperti

sesuatu yang tidak ada. Dengan demikian, kematian terlebih

dahulu itu seperti sesuafu yang tidak ada, sehingga yang safu tidak

mevtrarisi yang lain.

Selain ihr, warisan diberikan kepada orang yang hidup agar

ia menjadi pengganti bagi mayit dalam memanfaatkan hartanya.

Kasus Faraidh (5)

. Slnikhul Islam Ibnu Taimiryah Ditanya

Ada seorang laki{aki Snng mati, dan ia meninggalkan

paman kandung. Ia juga memiliki saudari dari ayahnya. Bagaimana

cara pembagiannya?
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Syaikhul Islam Ibnu TaimiS7yah Menjawab

Saudari memperoleh setengah, sedangkan sisanya untuk

paman. Pembagian ini disepakati oleh umat Islam.

Kasus Faraidh (6)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyph Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan beberapa

ahli waris, yaihl satu anak p€rempuan, satu saudara seibu, dan

satu anak lald-laki paman. Bagaimana cara pembagianqa?

Slraikhul Islam Ibnu Taim!ryah Menfarmb

Anak perempxm memperoleh setengah, and( laki{aki
paman memperoleh sisanya, sedangkan saudara dari ibu fidak

memperoleh bagian. Akan tetapi, jika ia menghadiri pembagian

maka sebaiknya ia diberi hadiah untuk menyenangkan hati. Anak
perempuan dapat menggugurkan bagian saudara seibu menunrt

madzhab Imam Empat. Wallahu a'lam.

Kasus Faraidh (7)

$nikhul Islam Ibnu Taim[4lah Ditanya

Ada seorang peranpuan yang mati meninggalkan suami,

ayah, ibu dan dua anak lald-laki dan perempuan. Sesudah ia mati,

ayahn3n mati meninggalkan agrahnya, saudarinya, lokeknln dan

nenekn3n. Bagaimana car;a pembagiannp?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Suami mendapatkan seperempat, kedua orang tua masing-

masing mendapatkan seperenam sehingga totalnya sepertiga,

sedangkan sisanya untuk dua anak, yaifu tiga bagian (dari dua

belas bagian). Selanjutnya, harta yang ditinggalkan ayah dibagikan

unfuk neneknya seperenam, dan sisanla unfuk kedua orang

tuanya. Sedangkan saudarinya dan kakeknya tidak memperoleh
bagian apapun karena digugurkan oleh a5ah.

Kasus Faraidh (8)

Syaikhul Islam Ibnu Taimilrfdh Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki beberapa anak. Ia juga

memiliki budak perempuan dan darinya ia memperoleh seorang

anak laki-laki. Kemudian ia memerdekakan budak tersebut, lalu
perempuan tersebut menikah dan dikaruniai beberapa anak lakF

laki. Kemudian orang tersebut mati. Sebelum ifu ia mernberikan

keistimerr.raan kepada anak yang dari budak perempuan tersebut

berupa sebuah mmah, tetapi anak tersebut juga mati. Apakah
hartanya ifu hanya jatuh kepada saudara-saudaranya yang seibu

dalam keadaan ada saudara-saudaran5a yang seayah?

Syaikfiul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

hunya memperoleh seperenam, saudara-saudaranya dari
ibu memperoleh sepertiga, sedangkan sisanya unfuk saudara-

saudaranya dari ayah. Laki-laki memperoleh bagian yang sama

dengan bagian dua perempuan. Wallahu a'lam.
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Kasus Faraidh (9)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami

dan anak saudari. Bagaimana cara pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taim[47ah Meniauab

Suami memperoleh setengah, sedangkan anak saudari

menurut salah satu pendapat memperoleh sisanya. Ini adalah

pendapat Abu Hanifah dan para sahabatrnya, Ahmad dalam

riwayat yang masyhur darinya, dan sekelompok sahabat Asy-

Syafi'i.

Sedangkan menumt pendapat kedua, sisan5n untuk baitul

mal. Ini adalah pendapat banyak sahabat AsySyafi'i dan Ahmad
dalam salah satu dari beberapa riwayat pendapat.

Akar masalah ini adalah perbedaan ulama mengenai dzawul

arham (orang-orang Wng memiliki hubungan rahim) yang tidak

memperoleh bagian tertentu dalam warisan dan tidak pula

dijadikan ashabah. Menurut madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan

Ahmad dalarn satu riwayat pendapat, orang yang tidak merniliki
ahli waris lang memperoleh warisan dalam benhrk bagan tertenhr

atau ashabah itrt hartanln diserahkan baitul mal. Sedangltan

menunrt mayoritas generasi salaf, Abu Hanifah, At-Tsauri, Ishaq

dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur daringn, sisanya

diberikan kepada dzamtl arham sesuai dengan firman Allah,
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fii =J+o.,*,Jf##ii'6t3
iryr+tS<*HiU

"Dan orang-orang yang mempunjni hubungan darah safu

nma lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalan Kitab Allah
daripada oftng-orang mukmin dan orang-orang Muhajinn. " (Qs.

AlAhzaab [33]: 5)

Juga sestrai dengan sabda Nabi $,

',lu:: liv ,r;'i o16 v ; 4i j,;.i'
) ar,
4J t,

"Paman dari jalur ibu adalah peotmris bagi orang yang tidak

memiliki ahli umris. Paman tersebut metnrisi harbnjm dan

m elepaska n tanggtngann5n.'L52

Kasus Faraidh (10)

Slnikhul Islam lbnu Taimiglah Ditan3pa

Ada seorang laki-laki yrang mati meninggalkan isti, saudari

londung, dan tiga anak perempuan dari saudara sekandung.

1s2 HR. Ab,r.r Daud (pernbahasan: Faraidh, 2901L At-Tirmi&i (pembahasan:

Farairlh, 2103) dengan menilainya iasan, An-Nasa'i dalam lfub ,As-Snan Al Kubn
(pembahasan: Faraidh, 16il/ll, dan lbnu Majah (pernbahasan: D!nt, 26Y1, merelo
semrra dari Miqdad.
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Apakah anak-anak perempuan Cari saudara tersebut memperoleh

bagian?

Slraikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

trstri memperoleh seperempat, saudari sekandung

memperoleh setengah, sedangkan anak-anak perempuan saudara

tidak memperoleh bagian. Seperempat yang kedua jika ada

ashabah diberikan kepada ashabah. Jika tidak, maka dikembalikan

kepada saudari menumt salah safu dari dua pendapat ulama.

Sedangkan menumt pendapat lain diberikan ke baitul mal.

Kasus Faraidh (11)

Syaikhul Islam lbnu Taim!47ah Ditanya

Ada seorang laki-laki yrang mati meninggalkan seorang anak

perempuan, anak-anak saudara seayah yang masih kecil, anak

paman yang sudah da.r,rasa, anak perempuan paman, dan saudara

seibu. Bagaimana cara pernbagiannya? Siapa yang menjadi wali

anak perempuan tersebut?

Slrailfiul Islam lbnu Taimiyyah Meniawab

Unfuk anak perempuan setengah, dan setengah yang lain

unhrk anak-anak saudara. Sedangkan pengasuhan anak

perempuan tersebut jafuh kepada anak perempuan paman, bukan

paman dari ibu, dan bukan anak paman yang bukan muhrimnya.

Ia memiliki hak perwalian atas harta milik anak perempuan yatim

tersebut.
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Kasus Faraidh (12)

Syaikhul Islam Ibnu TaimigTah Ditan5ra

Ada seorang yang mati meninggalkan dua anak perempuan

dan pamanDg?, yaitu saudaranya yang seibu. Bagaimana cara

pembagiannya?

Syaikhul Islam lbnu TaimgSnh Menjaurab

Jika mayit mati meninggalkan dr.ra anak perempuan dan

saudaranln yang seibu, rnaka saudaranya 3rang seibu Udal(

memperoleh bagian apapun berdasarkan pendapat lrang
disepakati para imam. Akan tetapi, dtn anak perempuan tersebut

mernperoleh dua pertiga, sedangkan sisanya untuk ashabah iil<a

mayrt menriliki ashabh. Jika tidak, maka ia dikembalikan kepada

dua anak perempuan tersebut atau kepada baitul mal.

Kasus Faraidh (13)

SSnikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seomng laki{aki yang mati meninggalkan seorang

saudara dan dua orang saudari kandung, dua anak perempuan dan

ishi. Saudaranya tersebut tidak ada di tempat. Bagaimana

pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyph Menjawab

Isti memperoleh seperdelapan, dua anak perempuan

memperoleh dua pertiga, sedangkan saudara-saudara memperoleh
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lima bagian yang dibagi antara saudara laki-laki dan saudara

perempuan. Dengan demikian, istri memperoleh tiga bagian (dari

dua puluh empat bagian), dan masing-masing anak perempuan

memperoleh delapan bagian, saudara laki-laki memperoleh tiga

bagian dan sepertiga, dan saudari perempuan memperoleh safu

bagian dan dua pertiga.

Kasus Faraidh (1,4)

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki bibi dari jalur ibu.

Bibinya itu mati dan meninggalkan harta warisan luang banyak

tanpa ada ahli warisnya- Apakah anak saudarinya itu mev.rarisinya

atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Menjawab

Menumt salah safu dari dua pendapat ulama, dialah

peurarisnya. Sedangkan menurut pendapat lain, hartanya

diserahkan ke baitul mal.

Kasus Faraidh (15)

Slnikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan

parnan, anak laki-laki paman. Anak perempuan pamannya ifu mati
meninggalkan seorang anak perempuan. Kemudian anak laki{aki
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paman tersebut mati meninggalkan dua anak. Dengan demikian
yang ditinggal adalah dua anak lakiJaki dan anak perempuan dari

anak perempuan paman yang mati tersebut. Kemudian anak
perempuan ini pun mail meninggalkan anak-anak paman. Siapa
yang berhak atas warisan ini? Apakah anak-anak dari anak laki{aki
paman yang seibu, ataukah anak-anak laki{aki pamannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimi5lyah Menjawab

Menurut madzhab Ahmad dan ulama lain png berpegang

pada nash-sebagaimana pendapat serupa dikutip dari para

sahabat dan tabi'in, serta merupakan pendapat mayoritas ulama,

masing-masing dari dzawl arham (orang-orang tnng memiliki
hubungan nhim) ditempatkan sebagai orcng yang dihubungkan

kepada mayrt, baik dekat atau jauh. Dalam hal ini kedekatan

kepada ahli waris tidak dipertimbangkan selama arahnya sama.

Karena anak-anak paman memperoleh dua pertiga harta,

sedangkan anak-anak paman yang seibu memperoleh sepertiga

harta, karena jalur mereka terhenti pada ibu. Jika ditemukan ibu
bersama ayah atau kakek, maka ibu memperoleh sepertiga

sedangkan sisanya untuk ayah atau kakek. Wallahu a'lam.

Kasus Faraidh (16)

Syaikhul Islam lbnu Taimlyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mati meninggalkan istri dan tiga

anak laki-laki dari istri tersebut. Kemudian, salah seorang di antara

mereka mati meningga[€n ibtrrya dan dua saudaranya. Kemudian
saudaranSn yang lain mati meninggalkan ibungra dan seorang

563



Majmu'ah Fatawa lbnu Taimiyyah

saudaranya. Kemudian anak yang ketiga itu mati meninggalkan

ibunya dan seorang anak laki{akinya. Apa bagian yang diperoleh

ibu?

Syaik*rul Islam lbnu Taimiyph Menjawab

Istri tersebut memperoleh seperdelapan dari peninggalan

mayrt pertama, sedangkan sisanya untuk saudara-saudara yang

menrpakan anak lntim. Kemudian, anak pertama memberikan

seperenam unfuk ibunya, sedangkan sisanya untuk dua

saudaranya. Kemudian anak kedua memberikan sepertiga

warisannya kepada ibunya, sedangkan sisanya unfuk saudaranya.

Kemudian anak ketiga memberikan seperenam harta warisan,

sedangkan sisanyra unfuk anak laki-lakinya.

Kasus Faraidh (L7l

Syaikhul Islam Ibnu Taimi56rah Ditanya

Ada seor.rng dua orang laki-laki bersaudara seayah,

sedangkan ibu salah safunya adalah unmu walad hudak yang
melahirkan anak unfuk majikannya). Perempuan tersebut menikah

dengan orang lain dan dikaruniai dua anak laki-laki. Anak ibu

tersebut menikah dan dikaruniai seorang anak. Lalu anak ibu

tersebut mati meninggalkan anaknya, sehingga anaknya ini

mewarisi bapaknya. Kemudian anak tersebut mati. Adapun

saudaranya yang seayah telah mati di masa hidupnya dengan

meninggalkan seorang anak. Ketika anak tersebut mati,

saudaranya meninggalkan dua anak laki-laki. Mereka adalah

saudara-saudara ayahnyra yang seibu. Ia mati meninggalkan anak
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paman dari jalur ayahnya. Berapa bagian unfuk saudara-saudara

ayahnya? Dan berapa bagian untuk anak pamannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiglah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Seluruh

warisan jatuh kepada anak pamannya yang sealnh. Sedangkan

saudara-saudara ayahnya yang seibu tidak memperoleh warisan.

Ketentuan ini disepakati oleh umat Islam. akan tetapi, seyogianya

mayrt memberikan wasiat untuk kerabat yang tidak memperoleh

warisan. Jika mayit tidak memberikan wasiat, maka hendaklah

mereka diberi ketika mereka menghadiri pembagian sebagaimana

firman Allah,

L?fri' ffiS {$S \}fi -,,aji fr, tiLi

6'i a{'i$iJi,; +$fiiut-

"Dan apabila sewaktu pembagian ifu hadir kenbat, anak
yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta ifu
(sekdamya) dan uapkanlah kepada mereka perkataan yang
baik. " (Qs. An-Nisaa' [4], 8)

Kasus Faraidh (18)

Syail,trul Islam Ibnu Taim[ryah Ditanya

Ada seorang laki-laki lnng mati meninggalkan dua anak

laki-laki, dua anak perempuan, seorang istri, dan seorang anak

laki-laki saudara. Kedua anak tersebut lantas mati, lalu istri
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mengambil bagiannya dan menikah dengan laki-laki lain yang tidak

memiliki hubr.rngan kerabat. Sedangkan bagian dua anak lakiiaki
tersebut masih tetap, tidak dibagikan. Kemudian istri tersebut

mengandung dari suami yang baru, lalu sebagian ahli waris lainnya

ingin membagikan warisan yang ada. Sedangkan sebagian ahli

waris yang lain menolak pembagian hingga istri tersebut

melahirkan anak. Jika istri tersebut telah melahirkan, apakah ia
juga berhak mernperoleh warisan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Warisan mayit
pertama diberikan untuk istrinya sebesar seperdelapan, sedangkan

sisanya diberikan kepada anak-anaknya yang laki-laki dan

perempuan dengan pembagian laki{aki memperoleh dua bagian

perempuan. Adapun anak saudaranya tidak memperoleh bagian

apapun. Dengan demikian, suami mendapatkan tiga bagian (dari

dua puluh empat bagran). Sedangkan masing-masing dari anak

laki-laki memperoleh hrjuh bagian, dan dua anak perempuan

memperoleh tujuh bagan.

SelanjuhSn, ketika anak laki-laki pertama mati, ia
meninggalkan sahr saudara laki-laki dan dua saudara perempuan

serta ibunya. L-alu, ketika anak laki-laki yang kedua mati, ia
meninggalkan dua saudari, ibu dan anak pamannya. Jika anak

yang dikandung sudah ada pada waktu kematian salah satu dari
keduanya, maka keduanya memperoleh warisan darinya karena

anak tersebut adalah saudaranya seibu. Seyogianya suami

perempuan tersebut tidak menggauli iskinya sejak kematian anak

laki-laki tersebut. Ini seperti yang diperintahkan AIi bin Abu Thalib

@. Ketika suami tidak menggauli istrinya sampai ia melahirkan,
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maka dapat diketahui bahwa anak yang dikandungnya itu sudah

ada pada waktu kematian. Namun jika suami menggaulinya dan
kehamilan terjadi belakangan, maka muncul kesamaran. Akan
tetapi, jika ada ahli waris yang ingin memberikan hak anak yang di
kandungan tersebut, maka ia diberi dua pertiga, lalu disisihkan safu

bagian untuk anak yang dikandung, yaitu sepertiga. Wallahu a'lam.

Kasus Faraidh (19)

Syaikhul Islam Ibnu Taimignh Ditanya

Ada satu anak yatim yang memiliki harta di bawah

pengasuhan orang kepercayaan hakim. Pamannya bemiat untuk
membunuhnya karena dengki, lalu ia pun membunuh anak yatim

tersebut. Setelah dihakimi, terbukti bahwa ia membunuhnya.

Hukum apa yang wajib dijatuhkan padanln? Bagaimana hukum
Allah terkait pembagian warisannya, u/akaf dan selainnya? Anak
tersebut mati meninggalkan ibu, saudara seibu, kakek dari jahrr

ibu, dan anak-anak.paman yang membunuhnya. Bagaimana cara

pembagiannya?

Slnilfiul Islam Ibnu Taimilrlrah Menjawab

Harta unrisan tersebut dibagikan di antara para ahli

warisnln, sedangkan paman yang membunuh tidak mernperoleh

warisan apapun berdasarkan pendapat yang disepakati para imam.

Untuk ibu sepertiga, saudara seibu seperenam, dan sisanya untuk

anak paman. Adapun kakek dari jalur ibu tidak memperoleh

bagian.
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Mengenai wakaf, hal itu dikembalikan kepada syarat

pewakaf yang seialan dengan syari'at.

Mengenai darah korban, hak qishash dan diyatnya ada di

tangan para ahli warisnyra. Mereka adalah ibu, saudara dan anak
paman yang membunuh tersebut menumt madzhab Asy-Syafi'i,

Ahmad dan selainn5ra.

Sedangkan ma&hab Malik, jika mereka berselisih dimana

ibu menginginkan satu kepufusan sedangkan anak paman

menginginkan keputusan lain, maka yang lebih didahulukan adalah

keputusan lrang diinginkan anak paman. Ia adalah pemilik
'ashabiSryah dalam salah satu riwayat pendapat yang dipilih oleh

banyak sahabat Malik. Sedangkan dalam riwayat pendapat yang

lain, yaitu riwayat pendapat Ibnu Qasim yang dipegang oleh ulama

Maghrib, 57ang diutamakan adalah kepufusan ahli waris yang

menginginkan qishash, baik pemilil< ashabh atau bagian tertenfu

dalam warisan. Sedangkan riwayat pendapat kedua seperti

ma&hab Aqr$nfi'i, lnitu barangsiapa di antara alrli waris yang

memaafkan, maka pemaafannya sah, sedangkan hak yang lain ada

pada diyat.

Akan tetapi, apakah anak paman itu boleh menjatuhkan

qishash pada ayahnyra? Ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama,

ia tidak boleh menjatulrkan qishash pada ayahnya, seperti

madzhab AsySyafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur

darinya. Kdua, ia boleh menjatuhkan qishash pada ayahnya,

seperti pendapat Malik. Ini juga merupakan satu pendapat dalam

madzhab Ahmad. Akan tetapi, hak qishash ditetapkan untuk
korban yang dibunuh, kemudian berpindah kepada ahli waris.
Namun, Malik memakruhkan anak paman tersebut unfuk
menjafuhkan qishash pada ayahnya. Barangsiapa yang ditetapkan
memiliki hak qishash, maka ia boleh memaafkannya dan
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mengambil diyat darinya. Jika sebagian ahli waris yang berhak

qishash memaafkan, maka gugurlah qishash, sedangkan hak

selebihnya ada pada diyat. Ia juga boleh mengambil diyat tanpa

kerelaan pembunuh dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam

pendapat yang masyhur. sedangkan dalam riwayat pendapat lain,

ia tidak boleh mengambil diyat kecuali dengan kerelaan

pembunuh. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah dan Malik.

Jika sanksi qishash atas pembunuh lang sengaja gugur,

maka ia didera serafus kali, dipenjara selama setahun menunrt

Malik dan sekelompok ulama, tidak menurut para imam yang lain.

Kasus Faraidh (2Ol

Syaikhul Islam Ibnu Taim!4nh DitanSn

Nenekku itu ibun5n, a3nhku itu kakeknya

Aku bibinya dari jalur aph, dan dia adalah pamanku dari jalur ibu

Benlah kami fatwa, hai Imam, semoga Allah merahmatimu

Dan menjagamu dari petaka di malam hari

Syaikhul Islam Ibnu Taimi!,lrah Menjawab

hgl<au lelan" jrutg menikahkan anak kkiJakinga dengan ibu anak
penemPue,rznya

Serta mendatangi anak perenpuan ifu dengan nikah jmng halal

Anak peremptan mehhirkan anak perempuan darin5a

Ke:pda anak lakilaki ia panggil pamanku dai jalw ibu
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Jadi, ada seorang ayah yang menikahi seorang perempuan

(istri ayah), sedangkan anak laki{aki ayah tersebut menikahi ibunya

perempuan tersebut. Ishi ayah melahirkan anak perempuan (anak

perempuan ayah), sedangkan anak laki-laki ayah memperoleh

anak laki-laki (cucu laki-laki a!rah). Dengan demikian, anak

perempuan ayah itulah ynng diajak bicara dalam syair.

Jadi, neneknya anak perempuan ayah adalah ibunya ibu,

sekaligus ibu bagi anak laki-laki dari anak laki-laki, 5raitu istui anak

a!,ah. Sedangkan ayahnya anak perempuan (ayah ifu sendiri)

adalah kakeknya anak laki-laki dari anak laki{aki (cucr.r ayah). Anak
perempuan ayah itu juga merupakan bibinya anak laki-laki dari

anak laki{aki (cuctr ayah), sekaligus saudari ayahnya yang seayah.

Sedangkan anak laki-laki tersebut juga menjadi pamannya,

sekaligus menjadi saudara ibunya yang seibu. Wallahu a'larn.

Kasus Faraidh (17)

Syaikhul Islam Ibnu Taimi!,yah Ditanya

Apa makna yang dimaksud dalam syair berikut ini?

Apa gerangan suafu kaum, seseorang di antara mereka mati

I-alu di pagi harinya memiliki berbagi harta

Seorang perempuan tnng bukan dai kefurunan merel<a berkata

Maukah kalian kubeitahu hal mencengangkan

Di perut ini ada janin yang bersekutu dengan kalian

Maka, fundalah pentbagian waris hingga kalian mengetahui isi

kandungan
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Jika kalian, tidaklah ia diberi sebiji sawi pun

Jika bukan ifu, tetapi peretnpuan, maka ia dibei keutamaan

Setengah bagian secara pasti, tiada dipunghri

Oleh siapa pun yang memahami pembagian Allah

Aku tuturkan keadaanku pada kalian, tiada dusta

Bukan kebodohan Wng lrukatakan, tidak pula perumpamaan

Syailrhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Maksudnya adalah seseorang mati meninggalkan suami,

dua anak ibu, dan bayr yang dikandung dari ayah. Sedangkan

perempuan yang hamil tersebut bukan ibunya mayrt, melainkan

isbi ayahnya. Dengan demikian, suami memperoleh setengah, ibu
memperoleh seperenam, dan anak ibu memperoleh sepertiga. Jika

bayr yang dikandung adalah laki-laki, maka ia adalah saudara

seayah sehingga ia tidak memperoleh bagian apapun berdasarkan

pendapat yang disepakati para ulama. Tetapi jika janin yang

dikandung adalah perempuan, maka dia adalah saudari seayah

sehingga ia memperoleh bagian setengah. Dengan demikian,

pembagiannya menjadi lebih besar karena bagian awalnya adalah

enam, lalu dimekarkan menjadi sembilan bagian.

Adapun jika janin tersebut adalah janin ibunya ma5nt, maka

seperti ihr pula jawabannya menumt salah satu dari dua ulama dari

kalangan sahabat dan sesudahnya. Ini juga menrpakan madzhab

Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayrat yang masyhur darin5n.

sedangkan menurut pendapat lain, jika janinnya laki-laki, maka ia

bersekutu dengan anak ibu sebagai salah safu dari mereka, dan

bagiannya tidak gugur. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan

Ahmad dalam satu riwayat pendapat darinya. Walkhu a'lam.
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Cerai yang Dijafuhkan Suami karena Marah dalam
Keadaan Sakit Menjelang Mati

Syaikhul Istam Ibnu Taimgyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang dinikahi seorang lakFlaki.

Selama tiga bulan, slrarninya dalam keadaan sakit kritis. Pada

suafu hari suamin3ra meminta minum tetapi ia terlambat

mengambilnya. Suaminya lantas marah dan berkata, "Kau kucerai

tiga kali." Namun perempuan tersebut tetap tinggal di rumah

suaminya, dan dua puluh hari sesudah ihr suaminya mati. Apakah

cerai tersebut jafuh atau tidak? Jika suaminya ifu bersumpah

berdasarkan hukum kasu.s ini, apakah ia dianggap melanggar

sumpahnya atau tidak? Apakah ahli waris berhak menghalangi

warisan untuk perempuan tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Cerai tersebut jafuh manakala suami berakal dan dalam

keadaan bebas mernilih. Akan tetapi, perempuan tersebut

mer.rrarisi suamin5a menurut mayoritas imam Islam. Ini adalah

madzhab Malik, Ahmad, Abu Hanifuh dan AsgSyafi'i dalam

ma&hab lama, sebagaimana yang dipuhrskan Utsman bin Affan
rg terkait isffi AMurrahman bin 'Auf. Ia mencerai istrinya itu

dalam keadaan sakit menjelang mati, lalu 'Utsman memberikan

warisan kepadan5n dari Abdurrahman. Perempuan tersebut juga

harus menjalani iddah dengan batasan iddah yang paling lama

antara iddah cerai atau iddah u/akaf. Adapun jika akal sehabrya

telah hilang, maka cerairyn tidak jatuh. Wallahu a'lam.
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Apakah Cerainya Orang Sakit Sebelum Mati
Terhadap Istri yang Belum Digaulinya
Mempengaruhi Warisan dan Mahar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyph Ditanya

laki{aki yang mencerai istrinya sekali-kali sebelum

menggaulinya dalam keadaan ia sakit menjelang mati. Apakah

cerainya itu dianggap sebagai cerai orang yang melarikan diri dari
pemberian warisan sehingga ia harus diperlakukan secara

berlawanan dari niatnla? Apakah istri tersebut tetap memperoleh

warisan dan mahar yang penuh? Ataukah ia tidak memperoleh

warisan dan hanya menerima setengah mahar?

Syaikhul Islam hnu Taimigph Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini
didasarkan pada masalah suami yang menceraikan istringra sesudah

digauli pada waktu sakit menjelang mati. Menurut pendapat

mayoritas ulama generasi salaf dan khalaf, istriryra tetap diberi
warisan sebagaimana yang diputuskan Utsman bin Affan .S unhrk

ishi Abdurrahman bin 'Auf, yaitu Tumadhir binti Ashbagh.

Abdunahman bin 'Auf mencerainya sevuakfu ia sakit. Ini adalah

ma&hab Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam

ma&hab lama.

Selanjutnya, apakah istri tersebut tetap memperoleh

warisan sesudah berakhim3n iddan Bagaimana jika istri ynng

dicerai itu belum digauli? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini.

Pendapat yrang paling shahih adalah ia meurarisi juga. Ini adalah

madzhab Malik, Ahmad dalam riwayat Snng masyhur darinya, dan

satu pendapat Asy-Syafi'i. Dasam5a adalah riwaSnt bahwa
'Utsrnan memberikan warisan kepadanya sesudah iddahaya
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berakhir. Juga karena perempuan seperti ini mewarisi lantaran

haknya terkait dengan harta warisan pada waktu suaminya sakit

menjelang mati, dan ia telah terbatasi tindakannya terhadap hak

perempuan tersebut dan seluruh ahli waris, sehingga ia tidak boleh

melakukan pemberian kepada ahli waris, tidak boleh mengalihkan

kepada selain ahli waris lebih dari sepertiga, sebagaimana ia tidak

memiliki hartan5n sesudah ia mati.

Oleh karena tindakannya di wakfu sakit menjelang mati

dalam kaitannya dengan para ahli waris itu seperti tindakannya

sesudah mati, yaitu tidak memiliki kemampuan untuk memutus

warisan, maka demikian pula ia tidak memiliki kemampuan

sesudah sakit. Ini disebut cerai orang yang melarikan diri dari

kewajiban, atau dalam bahasa fuab disebut thalaq al far sesuai

istilah yang diberikan ulama. Inilah pendapat yang benar dan

difatwakan.

Cerai unfuk Menghalangi Warisan

S!/ail&ul Islarn lbnu Taimiyyah Ditan3n

Ada seoftrng laki-laki yang menikahkan anak

perempuannya, sedangkan mahamya ia yang menanggung.

Kemudian, suami anaknya itu sakit. Semakin hari sakitrya semakin

kritis, dan pada tiga hari sebelum kematiannya, suami tersebut

menceraikan istinya unfuk menghalanginya agar tidak

memperoleh warisan. Apa yang harus diberikan untuk istri

tersebut dari harta peninggalan suaminya?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika istri tersebut dicer'ai secara raj'i lalu suaminya mati

dalam keadaan ia menjalani iddah, maka ia mewarisi suaminya

berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Jika cerainya

ba'in seperti ia dicerai tiga kali; maka ia juga meurarisin5ra menurut

mayoritas imam. Inilah keputusan Amirul Mu'minin Utsman bin
Affan ;g ketika Abdunahman bin 'Auf menceraikan istrinya yang

bemama Binti Ashbagh Al KalbiSnTah. Ia mencerainya tiga kali

pada waktu sakit menjelang mati. 'Utsman lantas mengajak para

sahabat lainnya untuk musyawarah, lalu mereka menyarankan agar

istrinya itu tetap menerima warisan dari suaminya. Tidak diketahui

adanya seorang sahabat yang berbeda pendapat dalam masalah

ini.

Perbedaan pendapat muncul pada masa kekhalifahan hnu
Zubair, karena ia berkata, "Seandainya aku yang memufuskan, aku

tidak memberikan warisan kepadanya." Namun sebenamya telah

terjadi ijma' sebelum lbnu Zubair menjadi ahli ijtihad, dan

pendapat tersebut telah dipegang oleh para imam tabi'in dan

sesudah mereka. Ini juga merupakan madzhab ulama Irak seperti

At-Tsauri, Abu Hanifah dan para sahabat; ma&hab ulama

Madinah seperti Malik dan para sahabatrya, ma&hab fuqaha ahli

Hadits seperti Ahmad bin Hanbal dan orang-orang sepertinya. Ini
juga merupakan pendapat lama AsySSnfi'i. Sedangkan dalam

pendapat baru, ia sejalan dengan Ibnu Zubair karena cerai jafuh

dengan alasan bahwa seandainya istri yang mati maka suami tidak

manrarisinya berdasarkan pendapat yang disepakati. Dengan

demikian, istri juga tidak mer,varisi suaminya. Juga karena istri

tersebut telah menjadi haram bagi suaminya akibat cerai, sehingga

ia tidak halal digauli oleh suaminya atau diajak bersenang-senang.
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Dengan demikian, ia telah menjadi perempuan asing sehingga ia

tidak mewarisi.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang sakit

menjelang mati itu hak ahli warisnya melekat pada hartanya sejak

ia sakit. Ia telah tefuatasi keurenangannya atas harta tersebut

berkait dengan mereka. karena ifu, ia tidak melakukan tindakan-

tindakan derma pada sakit menjelang mati, kecuali harta yang

disalurkan sesudah mati. Jadi, pada waktu sakit menjelang mati ia

tidak boleh menghalangi sebagian ahli waris unfuk memperoleh

warisannya, atau mengistimewakan sebagian ahli waris unhrk

memperoleh warisan, sebagaimana ia tidak bisa melakukannya hal

tersebut sesudah mati. Ia tidak boleh mendermakan hartanya

kepada orang asing dengan jumlah lebih dari sepertiga pada waktu

sakit menjelang mati, sebagaimana ia tidak bisa melakukan hal

tersebut sesudah mati.

Dalam sebuah hadits dilelaskan,

^;r ufl,yht&(t1A;
B*rngriupu Wng memufuskan waisan, maka Atlah akan

memufuskan warisann5n dai surga.'trs3

Jika dernikian, maka sesudah sakit ia tidak boleh

memufuskan hak ahli warisnya, baik dengan cerai atau dengan

selainnya, meskipun cerainya jahrh baginya karena ia memiliki hak

untuk memufuskan dirinya dari istrin5n, tetapi ia tidak berhak

memutuskan hak istrinya darinya. Berdasarkan pendapat ini terjadi
perbedaan pendapat mengenai kewajiban iddah; apakah ia

153 gp. hnu Majah (pembahasan: Wasiat, 2703) dengan redaksi, "Barangsiapa

5nng lan dan umisan ahli warisnya... "
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menjalani iddah ketika jafuh cerai, sesudah suaminya mati, ataukah
yang paling panjang di antara keduanya? Ada tiga pendapat

tentang hal ini, dan pendapat yang jelas keshahihannya adalah ia
menjalani iddah yang paling lama. Demikian pula, apakah

mahamgn diberikan secara utuh atau tidak? Ada dua pendapat

tentang hal ini, dan pendapat yang jelas keshahihannya adalah

mahamya diberikan secara sempuma karena ihr adalah sebagian

dari haknya yang telah mantap sebagaimana ia berhak atas

warisan.

Cerai kepada Salah Seorang dari Dua Istri
Muslimah dan Ahli Kitab tanpa Sempat
Menjelaskan Diri Isffi Dimaksud

Slraikhul Islam Ibnu Taimpyah Ditan5ra

Ada seorang laki{aki yang menikahi dua perempuan; gang

sahr muslimah dan yang lain ahli kitab. Kemudian ia berkata,
"Salah seorang di antara kalian aku cerai." Kemudian ia mati

sebelum sempat menjelaskan. Siapakah di antara keduanya yang

berhak memperoleh warisan? Siapa di antara keduanya yang

menjalani iddah cemi?

S!,ail&ul Islarn lbnu Taimi!,!/ah Menjawab

Dalam masalah ini terjadi perincian dan perbedaan

pendapat di antara para ulama. Di antara mereka ada yang

membedakan antara menceraikan istri tertentu lalu lupa atau tidak
mengetahui diri istri yang diceminya, dengan menceraikan is&i
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yang samar, lalu ia mati sebelum memilahnya dengan cara

menunjuk atau memberikan gambarannya.

Selanjutnya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa

cerai jatuh kepada semua istri, seperti pendapat Malik. Ada pula

yang mengatakan bahwa istrinya tidak jatuh kecuali pada satu

orang, seperti pendapat Imam Tigu. Jika ia mampu menunjuk diri

istri yang ia maksud tetapi ia tidak melakukannya, apakah warisan

dibagi antara istoi yang dicerai dan yang tidak seperti yang

dikatakan oleh Abu Hanifah? Ataukah keputusannya ditangguhkan

hingga keduanya berdamai sebagaimana yang dikatakan Asy-

Syafi'i? Ataukah istri 5nng dicerai dan yang tidak itu diundi seperti

yang dikatakan oleh Ahmad dan fuqaha ahli Hadits lainnya? Ada

tiga pendapat dalam masalah ini.

Undian yang dilakukan sesudah kernatian suami merupakan

undian atas harta. Karena itu, pendapat ini dipegang oleh ulama

yang tidak memberlakukan undian terkait istri-istri yang dicerai.

Pendapat yang benar dalam masalah ini, baik istri yang dicerai itu

samar atau tidak diketahui, adalah dua istri tersebut diundi. Jika

undian jatuh pada muslimah, maka ia tidak mewarisi, dan begitu

juga istri yang ahli Kitab tersebut. Istri yang muslimah tidak

mer.varisi karena ia dicerai, sedangkan istri yang ahli Kitab tidak

mewarisi karena orang kafir tidak mewarisi muslim. Tetapi jika

undian jatuh pada istri yang ahli Kitab, maka istri yang muslimah

mewarisi warisan suaminya secara sempuma. Ketenfuan ini

berlaku manakala cerai menghalangi warisan, seperti cerai ba'in

pada waktu sehat.

Adapun jika ifu adalah cerai raj'i, baik dalam keadaan sehat

atau sakit, lalu zuami mati sebelum berakhimya iddah, maka

istrinyra yang dicerai itu tetap manrarisi, tetapi ia tetap menjalani

iddah sejak kematian berdasarkan pendapat yang disepakati para
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imam. Itulah iddahaya menumt mayoritas ulama seperti Malik,
Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Ini juga merupakan pendapat Ahmad
dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Sedangkan

dalam riwayat yang masyhur darinp, ia menjalani iddah yang
paling lama antara iddah kematian dan cerai.

Namun jika cerainya ba'in dan terjadi pada waktu sakit

menjelang mati, maka mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan
yang dicerai ba in pada waktu sakit menjelang mati itu tetap
meurarisi meskipr.rn suaminya mencerainya dengan maksud untuk
menghalangi ahli waris. Ini adalah pendapat Malik. Ia mewarisi

meskipun iddahnya berakhir dan menikah. Ini adalah madzhab

Abu Hanifah. Sdangkan dalam riwayat yang masyhur darinya, ia

meu,rarisi selama ia dalam iddah dan belum menikah. Sedangkan

Asy-Syafi'i memiliki tiga pendapat tentang hal ini, tetapi menumt
madzhab barunya ishi tersebut tidak mer,r.larisi.

Adapun jika suami tidak dicurigai bemiat menghalangi istri
untuk memperoleh warisan, maka mayoritas ulama sepakat bahwa

ia tidak mewarisi. Atas dasar ifu, perempuan yang dimaksud dalam

kasus yang ditanyakan ini tidak mewarisi karena cerai yang tidak
disertai penentuan diri istri yang dicerai itu Udak tampak adanya

tujuan untuk menghalanginya dari warisan. Sedangkan ulama yang

memberikan warisan kepadanya se@ra mutlak-seperti Ahmad

dalam salah safu dari dua riuayat pendapat, maka hukumnya
menurutnya seperti ihr.

Jika perernpuan yang dicerai ba'in itrt mannrisi, rnaka

menunrt satu pendapat ia menjalani iilah Snng paling lama. Ini
adalah pendapat lrang jelas keshahihanryn dalam madzhab

Ahmad, serta pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat

lain mengatakan bahwa ia menjalani iddah sejak cerai saja. Ini

adalah pendapat Malik, pendapat AslrSyafi'i yang masyhur
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darinya, sahr riwayat pendapat dari Ahmad, dan satu pendapat

Asy-Syafi'i.

Adapun dalam kasus suami tidak menjelaskan diri istri yang

dicerainya, maka salah satunya wajib menjalani iddah kematian,

sedangkan yang lain menjalani iddah cerai. Masing-masing darinya

menjalani salah satu dari dua iddah tersebut, lalu ka,vajiban yang

satu menjadi samar dari kewajiban yang lain. karena itu, menunrt

pendapat yang jelas keshahihannya di sini, masing-masing

diwajibkan menjalani dua iddah, karena pertanggungan untuk

menunaikan ka,rajiban tdak bisa bebas kecrnli dengan cara

tersebut.

Hukum Warisan unfuk Anak Ummu Walad

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki{aki yang mati meninggalkan ummu walad.

Sesudah ifu anak perempuan tersebut mati meninggalkan seorang

anak dan dua anak perempuan. Apakah anak-anak perempuan

tersebut memiliki warisan bersama anak laki{aki?

Syaikhul Islam lbnu Taim!4;ah Menjawab

Ada dua riwayat pendapat dalam masalah ini dari Imam

Ahmad. Pertama, ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah,

Malik dan AsySyafi'i, warisan hanya diberikan kepada anak laki-

laki. Kdua, warisan dibagi bersama antara anak laki-laki dan

perempuan; anak lald-laki memperoleh dua bagian anak

perempuan.
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Hak Waris Anak Budak Perempuan yang Berzina

Syaikhul Islam Ibnu Taimilrlnh Ditanln

Ada seorang laki{aki yang memiliki budak perempuan, dan

ia juga merniliki seorang anak laki-laki. Kemudian anaknya itu
benrna dengan budak perempuan tersebut, dan budak tersebut

juga berzina dengan orang lain. Kemudian budak tersebut

melahirkan seorang anak dan menghubungkan nasabnp kepada

anak majikan tersebut, dan majikannya sehrju. Apukah anak yang

dihubungkan nasabnya itu mewarisi anak majikan jika ia mati?

Syaikhul Islam lbnu Taimilrlnh Menjawab

Jika anak ini dihubungkan nasab kepada seseorang di masa

hidupnya, dan ia mengatakan, "lni adalah anakku," maka nasab

dihubungkan secara sah kepadilVd, dan ia termasuk salah sahr

anaknya manakala anak tersebut Udak diketahui memiliki ayah

selain orang tersebut. Demikian pula, jika diketahui bahwa budak

tersebut adalah milik anak majikan, maka nasab anak itu
dihubungkan kepada orang yang memiliki hak kewenangan atas

perempuan, sedangkan orang yang berzina dengannya dihalangi

haknya.

Hukum Anak Budak Perempuan Hasil Zina

Sfikhul Islam lbnu Taimiyyah DitanSn

Ada seseorang yang ibunya merniliki seorang budak

perempu.ln, lalu ia menggaulinya tanpa izin ibunya sehingga budak
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tersebut hamil dan melahirkan seorang anak. Ia lantas ingin

menjual anaknya dari hasil zina tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimilryah Menjawab

Seyogianya ia memerdekakan anak yang lahir tersebut

berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan, para

ulama berbeda pendapat; apakah anak tersebut merdeka dengan

kemerdekaan yang menjadi tanggungan laki-laki yang berzina

dengan ibunya atau tidak? Ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, ia merdeka dengan kemerdekaan yang menjadi

tanggungannya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, dan pendapat

Al Qadhi Abu Ya'la dari kalangan sahabat Ahmad. Akan tetapi,

yang safu tidak merryarisi yang lain.

Kdua, ia tidak dimerdekakan. Ini adalah madzhab Malik,

AsySyafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang diredaksikan darinya.

Walkhu a'lam.

Hak Waris Anak dari Budak Perempuan Milik Istri
yang Digauli Suaminln

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memberikan mahar kepada

istrinya berupa seorang budak perempuan, Ialu istrinya

memerdekakan budak tersebut. Sesudah ifu, suami menggauli

budak perempuan tersebut hingga melahirkan seorang anak,

sedangkan istrinya melahirkan seorang anak perempuan.

Kemudian suami tersebut mati. Apakah anak yiang berasal dari
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budak perempuan tersebut mewarisi bersama anak perempuan

istrinya?

Syaihhul Islarn Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami menggauli budak perempuan tanpa nikah, dan

ia tahu bahwa persetubuhan tersebut haram, maka anaknya adalah

anak zina. Ia tidak mewarisi orang yang menggauli ibunya, dan

begitu juga sebaliknya menumt madzhab Imam Empat. Wallahu

a'lam.

Bab: Memerdekakan Budak

Pemerdekaan Budak Anak Hasil Zina

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah DitanSn

Bagaimana hukumnya memerdekakan anak hasil zina?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pemerdekaan anak hasil zina (dari seorang budak) itu
hukumnya boleh, dan orang yang melakukannya mendapat

pahala. Wallahu a'latn.
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Status Anak Budak Perempuan yang Dinikahi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki{aki Quraisy yang menikah dengan budak

perempuan, lalu ia melahirkan anak. Apakah anaknya itu sebagai

orang merdeka ataukah sebagai budak?

Syaik*rul Islam lbnu Taimiy5Tah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seorang

laki-laki menikahi seorang perempuan dan ia tahu bahwa

perempuan tersebut adalah budak, maka anaknya menjadi anak

majikan budak tersebut berdasarkan pendapat yang disepakati

para imam, karena anak mengikuti ayahnya dalam hal nasab dan

perwalian, tetapi ia mengikuti ibunya dalam hal kemerdekaan dan

perbudakan.

Jika anak termasuk orang yang bisa diperbudak

sebagaimana jenisnya menurut pendapat yang disepakati, maka ia

adalah budak menurut pendapat yang disepakati. Tetapi jika ia

termasuk anak yang diperselisihkan status budaknya oleh fuqaha,

maka terjadi perbedaan pendapat mengenai status budaknya

seperti anak Arab.

Menurut pendapat yang benar, boleh memperbudak orang

Arab dan luar Arab sesuai dengan riwayat valid dalam l$tab Ash-

Shahihaindari Abu Hurairah &, ia berkata:
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6f fr("i,:JA *:r *ht d2 ir Jy.,

ht'*'olri6 gu* -iet le'St e
Ugr :Jb .q"; Lslle y>u ,*) ,)L

) ilL hr Jb'r;t Jt- ,4G +|e
lo.
Av-rrt

ea

.';;t3l r$'u r#V t#Li
Aku senantiasa mencintai Bani Tamim sesudah aku

mendengar tiga hal dari Rasulullah # terkait mereka. Ahr
mendengar beliau bersabda, "Mereka adalah umatku yang paling

keras terhadap musuh. " Ketika zakat mereka sampai ke tangan

Nabi s, beliau bersabda, 'llni adalah zakat kaum kami. " Abu

Hurairah & melanjutkan, "Ada seorang perempuan di antara

mereka yang menjadi tawanan di tangan Aisyah lalu Nabi $
bersabda, 'Merdekakanlah perempuan ifu karena ia termasuk

kefurunan Ismail'.'\il

Dalam redaksi Muslim disebutkan'
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ls4 HR. Al Bukhari (pembahasan: Pernerdekaan Budak, 2543) dan Muslim
(pembahasan: Keutamaan-keutamaan para Sahabat, 2525/7981.
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"Ada tiga perkara yang aku mendengar dari Rasulullah S
mengenai Bani Tamim. Sesudah ifu aku senantiasa mencintai

mereka. Pada suatu hari Aisyah menguasai seorang tawanan, Ialu

Rasulullah $ bersabda, 'Merdel<akanlah tawanan yang berasal dari

mereka!' Ketika zakat mereka datang, beliau bersabda, 'Ini adalah

zakat kaumku'. Beliau juga bersabda, 'Mereka adalah orang yang
paling gigih betperang dalam pertempuran'.'\55

Dalam kitab Ash-Shahihain -redaksi hadits milik Muslim-
terdapat riwayat dari Abu Ayyub AI Anshari, dari Nabi S, beliau

bersabda,
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"Barangsiapa yang mengucapkan 'tiada fuhan selain Allah,

yang Maha Ba, tiada sekufu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan

dan bagi-Nya segala puji, Dia Mahakuasa atas segala squatu'
sepuluh kali, maka ia seperti orang yang mernerdekakan empat

budak keturunan Nabi Isma'i1.'156

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa kaunrnan Isma'il

dimerdekakan, sehingga hal itu menunjukkan berlakunSa

perbudakan atas mereka, sebagaimana beliau memerintahkan

Aisyah @, untuk memerdekakan tawanan yang dikuasainya dari

kefurunan Isma'il. Dalam hadits ini disebutkan "dari Bani Tamim",

karena mereka adalah kehrrunan Isma'il.

Dalam kitab Shahih Al Bukhan terdapat riwayat dari

Mantran bin Hakam dan Musawwar bin Makhramah,
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Rasulullah @ berdiri ketika datang delegasi dari Hawazin

dalam keadaan telah memeluk Islam. Mereka lantas meminta

beliau untuk mengembalikan harta benda mereka dan tawanan

mereka kepada mereka. Nabi S pun bersabda, 'Sesungguhn5m

bersama aku ada onng-orang Wng kalian lihat, dan ucapan yang
paling aku sukai adatah png pling jujur. Silakan kalian pilih
apakah harh abu bvanan. Sungguh aku akan menunggu kalian."
Kemudian Rasulullah g$ menunggu mereka sekitar sepuluh malam

saat kembali dari Tha'if. Setelah jelas bagi mereka bahwa

Rasulullah # tdak akan mengembalikan kepada mereka keoali
salah satu dari dua pilihan, mereka berkata, "Baik, kami memilih
para tawanan." Maka Rasulullah S berdiri di hadapan orang-

orang, memuji Allah yang mernang Dia yang paling berhak dipuji,
kemudian beliau bersabda, 'r\tnma baAu, sunggah saudara-

saudam kalian telah datang kepada kita dalam kadaan bertobat,

dan aku memilih unfuk membebaskan tawanan kepada mereka.

Maka, barangsiapa tnng sula berbuat baik (dengan

mengikhlaskannya), maka silakan! Dan barangsiapa siapa Wng
suka mengambil haknSa sehingga kami akan berikan kepadanjn

haknya dai sejak awal Allah memberikan harta fai' kepada kami,

maka silakan dia lakukanl" Orang-orang lantas berkata, "Karni

ikhlaskan semuanya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kami

tidak tahu siapa dari kalian tnng membei izin dan

siapa Wng tidak. Untuk itu kembalilah kalian hingga orang-orang

Wng berwanang atas untsan kalian menyerahkann5m kepada

kami!" Maka orang-orang itu kembali lalu para pimpinan mereka
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mengadakan pembicaraan dengan mereka kemudian mereka

kembali menghadap Rasulullah # dan mengabarkan bahwa

mereka telah setuju dan mengizinku,',."157

Dalam hadits shahih ini dijelaskan bahwa Nabi S menawan

beberapa perempuan dari Hawazin, dan mereka itu adalah bangsa

Arab. Beliau lantas membagikan mereka di antara para pasukan

yang berjihad sehingga mereka menjadi budak. Sesudah itu beliau

meminta para tawanan tersebut dari mereka, baik dengan sukarela

atau dengan diberi pengganti. Dalam hadits tersebut dijelaskan

bahwa beliau memerdekakan mereka sebagaimana disebutkan

dalam hadits 'Umar. Ketika ia beri'tikaf dan mendengar kabar
bahwa Nabi # membebaskan tawanan, maka ia segera

membebaskan budak perempuan yang ada di tangannya. Padahal

saat itu para pria muslim menggauli tawanan perempmn tersebut

dengan keu,renangan mereka, sebagaimana yang terjadi pada

tawanan Authas. Mengenai hal itu Nabi $ bersabda,

,ct

J^- pl, -9
. .. 7

^-eJ
. c. (. o.c t tlz

.**4 |--;*,J ?
'Perempuan tnng hamit tidak boleh O*rO hingga ia

melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli

hingga ia suci dengan t27u la2li fipidfi.'a'58

Dalam katab Musnad Ahmad terdapat riwayat dari Aisyah
,{S, katanya:

1s7 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Bagian Seperlinra 3131, 3132).
rss 69. Abtr Daud (pernbahasan: Niloh, 215n, Ad-Darimi (pernbalrasan: Cerai,

2/7711, dan Ahmad (3/871, mereka setnua dari Abtr Sa'id Al Khudri &.

v;c jY;re lL
C.

,f,
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Rasulullah # membagi tawanan perempuan dari Bani

Mushthaliq, lalu Juwairiyyah binti Harits jatuh ke tangan Tsabit bin

Qais bin Syammas atau pada anak pamannya. Aku ingin menebus

kepada tuanku untuk memerdekakanku. Juwairi5ryah adalah wanita
yang manis dan cantik, udaklah seseorang yang melihatnya kectrali

akan tertarik. talu ia mendatangi Rasulullah $ dan berkata,

"Wahai Rasulullah! Aku Juwariyah binti Haris bin Abu Dhirar,
pernimpin kaumqn. Aku terkena ujian lang pasti engkau

mengetahuinya. Aku menemuimu unfuk meminta tolong
menyelesaikan pembebasan diriku dengan carra kitafuh." Beliau

bertanya, 'Apakah englau mau yang lebih baik dari itu?" la
menjawab, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "tLku

selqaikan perkanmu dan aku akan menikahimu." Ia menjawab,

"Mau, ya Rasulullah." Beliau bersabda. "Aku sudah lakul<an."

Aisph melanjutkan, "Tersebarlah kabar kepada orang-

orang bahwa Rasulullah # menikahi Ju,vairiSnh binti Harits,

sehingga mereka pun melepaskan tawanan yang ada di tangan

rnereka."

Aisyah @ melanjutkan, "Karena pemikahan Nabi #
dengan Juwairiy5nh, ada seratus anggota keluarganya dari Bani

Musthaliq yang dimerdekakan. Aku tidak mengetahui adanya

wanita png paling banyak berkahnya bagi kaumnya daripada

Juwai8ah."l59

rse HR. Ahmad (6/2771.
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Hadits-hadits ini dan juga hadits-hadits yang sempa sangat

masyhur, bahkan mutawatir bahwa Nabi $ menawan bangsa

Arab. Demikian pula dengan para khalifah sepeninggal beliau,

sebagaimana yang dikatakan oleh para imam dan selainnya, "Nabi

@ menawan orang-orang fuab, dan Abu Bakar menawan Bani

Nahiyah-" Allah S berfirman kepada mereka,

55"'Hq )

g'{*a
'Dan (diharaml<an juga kamu mengawini) wanita yang

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki 6nah tulah

menetapkan hukum ifu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. " (Qs.

An-Nisaa' 14]': 241

Dalam hadits Abu Sa'id dan lainnya dijelaskan bahwa ayat

ini turun berkaitan dengan para tawanan perempuan. Allah

membolehkan laki-laki muslim untuk menggauli mereka dalam

kapasitas sebagai budak yang dimiliki.

Jika perempuan ditawan dan dipertudak tidak bersama

suaminya, maka ia boleh digauli tanpa ada keraguan tentang hal

ini. Tidak ada yang berbeda dari pendapat ini selain pendapat

yang lemah dalarn madzhab Ahmad. Perbedaan pendapat juga

dituturkan dalam madzhab Malik. hnu Mundzir berkata, "Semua

ulama yang saya catat pendapatnya sepakat bahwa jika

perempuan jatuh dalam pertudakan dan ia memiliki suami yang

tinggal di wilayah yang wajib diperangi, maka pemikahan

suaminya terhapus, dan pemiliknya boleh menggaulinya setelah

rahimnya bersih. Adapun jika ia ditawan bersama suaminya, maka

ada perbedaan pendapat mengenai hal ini di antara para ulama."

LKfr(4y|::ti'u
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Kita tahu bahwa kebanyakan tawanan yang dikuasai Nabi

# it, terjadi dalam perang. Beliau memerangi kaum ahli Kitab,

karena beliau pemah keluar unhrk memerangi orang-orang

Nasrani dalam Perang Tabuk, tetapi tidak sempat terjadi perang di

antara mereka. Nabi # juga mengirimkan pasukan kepada

mereka dengan dipimpin oleh Zaid, digantikan oleh Ja'far, lalu

digantikan oleh Abdullah bin Rar,rnhah. Selain itu, di antara orang-

orang Nasrani itu ada yang berdarah Arab dan ada yang berdarah

Romawi. Demikian pula, Nabi $ memerangi umat Yahudi di

Khaibar, Nadhir dan Qainuqa'. Di antara orang-orang Yahudi itu

ada yang berdarah fuab, dan ada pula yang ketumnan Bani Isra'il.

Demikian pula dengan Yahudi Yaman; di antara mereka ada yang

berdarah Arab dan ada yang berdarah Bani Isra'il.

Selain ifu, alasan menjadikan seseorang sebagai budak

adalah kekafirannya dengan syarat perang. Jadi, orang merdeka

muslim tidak boleh diperbudak sama sekali. Orang kafir yang

mengadakan perjanjian damai juga tidak boleh dijadikan budak.

Kekafiran yang disertai peperangan itu ada dalam setiap orang

kafir, sehingga ia boleh diperbudak, sebagaimana ia boleh

diperangi. Jadi, setiap yang boleh diperangi itu juga boleh ditawan

keluarganya. Ini adalah hukum yang berlaku di kalangan Arab dan

luar Arab. Ini adalah madzhab Malik, pendapat baru Asy-Syafi'i,

dan madzhab Ahmad.

Sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkan perbudakan

atas bangsa Arab, sebagaimana ia tidak memboiehkan

pembebanan jizyah atas bangsa Arab karena mereka memiliki

keistimev,raan berupa kemuliaan nasab lantaran Nabi # berasal

dari kalangan mereka. Sedangkan orang-orang kafir di antara

mereka itu akibat sikap mereka grang rnelampaui batas. Dengan

demikian,hal itu menghalangi penghalang bagi diterimanya jizyah,

s94



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

sebagaimana jizyah tidak diambil dari orang murtad sebagai sanksi

yang keras terhadapnya, dan karena ia telah memperoleh
kemuliaan Islam sebelumnya. Abu Hanifah berargumen dengan

riwayat dari 'Umar bahwa ia berkata, "Tidak ada perbudakan atas

orang Arab."

Sedangkan fuqaha yang berbeda pendapat darinya memiliki

dua pendapat mengenai perbudakan terhadap orang yang tidak

diterima jiqnh darinya, dan keduanya merupakan dua riwayat
pendapat dari Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, perbudakan itu sama seperti pengambilan jizyah.

Barangsiapa yang tidak diambil jizyah darin5n, maka ia tidak boleh

diperbudak. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan selainnya, serta

dipilih oleh Al Kharqi, Al Qadhi dan selainnya dari kalangan

sahabat Ahmad. Ini juga merupakan pendapat AI Ishthikhari dari
kalangan sahabat Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah,
jizyah diterima dari setiap orang kafir kecuali dari orang-orang

musyrik Arab. Ini juga merupakan sahr riwayat pendapat dari
Ahmad. Atas dasar itu, Udak boleh mernperbudak orang-orang

musyrik Arab karena jizyah tidak diambil dari mereka. sedangkan

orang-orang musyrik dari luar Arab boleh diperbudak. Ini adalah
pendapat Asy-Syafi'i dengan didasarkan pada pendapatnya bahwa

orang Arab tidak boleh diperbudak.

Riwayat pendapat lain dari Ahmad adalah iizyah ttdak
diambil kecuali dari ahli Kitab dan Majr.rsi, sama seperti madzhab

Asy-Syafi'i. Berdasarkan pendapat ini dalam madzhab Ahmad,
tidak boleh memperbudak seseorang dari kalangan kaum

muqrikin, baik dari bangsa Arab atau selainnya, seperti pendapat

yang dipilih oleh Al Kharqi, Al Qadhi dan selainnya. Kedua
pendapat ini dalam madzhab Ahmad tidak menghalangi

perbudakan lantaran nasab, bukan lantaran agama. Jadi, iika
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seseorang menawan perempuan Arab lalu ia masuk Islam, maka ia

tetap boleh memperbudaknya. Jika ia tidak masuk Islam, maka ia

membolehkan memaksanya untuk memeluk Islam. Inilah
pemahaman yang mereka simpulkan dari tindakan Nabi $ dan

para sahabat memperbudak orang-orang Arab.

Sedangkan budak penyembah berhala, boleh memperbudak

mereka sebagaimana boleh membebankan jizgh atas mereka. Ini

seperti para sahabat menawan perempuan-perempuan Arab dan

penyembah berhala, serta menyetubuhi mereka. Nabi S bersabda,
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"Peretnpuan yang hamil tidak boleh digauli hingga ia
melahirkan, dan perempuan wng tidak hamil tidak boleh digauli

hingga ia suci dengan safu kali haidh.'160

Selanjutnya, Imam Empat sepakat bahwa persefubuhan

tersebut dilakukan sesudah perempuan yang ditawan masuk Islam.

sedangkan menggauli perempuan penyembah berhala ihr

hukumnya tidak boleh, sebagaimana tidak boleh menikahinya.

Kedua, boleh memperbudak orang yang tidak diambil jlzyah

darinya dari kalangan penyembah berhala. Ini adalah madzhab

Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain, dengan alasan bahwa

para sahabat memperbudak mereka, dan tidak ada informasi

bahwa para sahabat memaksa mereka unfuk masuk Islam. Juga

karena mereka boleh dibunuh sehingga harus diperbudak.

t6o TaHinj hadits telah disebutkan sebelumnya.
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Perbudakan terhadap mereka dapat menghasilkan suafu manfaat

yang tidak bisa dihasilkan dari pengambilan jizyah. Dengan

demikian, tampak jelas dari penjelasan di atas bahwa pendapat
yang benar adalah boleh memperbudak orang Arab.

Mengenai atsar yang difufurkan dari 'Umar rg, kalaupun

afsar tersebut shahih dan berbicara se@ra gamblang tentang

masalah yang diperselisihkan, namun ia berlawanan dengan atsar
dari Abu Bakar dan Ali @ karena mereka menawan orang-orang

Arab. Dimungkinkan perkataan Umar rg dipahami bahr,rn orang-

orang Arab masuk Islam sebelum kaum laki-laki mereka ditawan,

sehingga perbudakan tidak diterapkan pada mereka, sebagaimana

orang-orang Quraisy masuk Islam seluruhnya sehingga mereka

tidak dikenai pertudakan lantaran mereka telah masuk Islam,

bukan karena nasabngn. Lagi pula, para sahabat tidak memiliki
kesempatan unfuk menawan perempuan-perempuan Quraisy,
sebagaimana mereka memiliki kesempatan untuk menawan istri-

ishi dari berbagai kabilah Arab. Karena itu, tidak ada seorang

Quraisy pun yang dijadikan budak, tetapi tidak ada larangan dari
Nabi $ untuk memperbudak mereka.

Adapun jika laki{aki fuab menikah seorang budak, maka

pernikahan laki-laki merdeka dengan perempuan budak itu tdak
boleh kecuali dengan dua syarat, yaitu khawatir melakukan zina

dan tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka.

Ketentuan ini terdapat dalam madzhab Malik, AsfSpfi'i dan

Ahmad. Mereka beralasan bahwa pemikahan dengan budak

perempuan terdapat mengakibatkan stafus budak bagi anaknya,

sehingga laki-laki merdeka baik fuab atau non-Arab tidak boleh

menikah dengan perempuan budak kecuali karena darurat. Jika ia
menikahinya karena danrrat, maka anaknla menjadi budak.

Sedanglen bagi Abtr Hanifah, faktor !,ang menghalangi adalah
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keberadaan seorang budak perempuan sebagai istri orang

merdeka. Dalam hal perbudakan ia membedakan antara orang

Arab dan selainnya.

Adapun jika ia menggauli budak perempuan dengan jalan

zina, maka anaknya tetap menjadi budak bagi fuannya

berdasarkan pendapat yang disepakati meskipun ayahnya seorang

Arab, karena nasabnya tidak melekat pada pelaku zina tersebut.

adapun jika ia menggaulinya dengan nikah, dan ia meyakini

perempuan lrang digaulinya itu merdeka, atau ia telah

membersihkan rahimnya lalu rnenggaulinya dalam keadaan

mengirangn sebagai budaknSn, maka anaknSra merdeka, baik

pelakunya Arab atau non-Arab. Yang demikian itu disebut

maghrur, orang yang tertipu. Jadi, anak maghrur dalam

pemikahan atau jual-beli ifu merdeka karena ia meyakini bahwa ia

menggauli isti yang merdeka atau budak perempuannya. Namun

ia wajib memba3rar tebusan kepada tuan budak sebagaimana yang

diputuskan oleh para sahabat karena ia menghilangkan

kepemilikan tuan budak sehingga ia bertanggung jawab. Dalam hal

ini ada pencabangan hukum dan perbedaan pendapat, namun

bukan di sini tempat unhrk menjelaskannya- Wallahu a'lam.

Hukum Budak yang Bunuh Diri Karena Dizhalimi
Tuannya

Syaikhul Islam lbnu TaimiySTah Ditanya

Ada seorang laki{aki yang memiliki seorang budak yang

kabur. Setelah budak tersebut kembali, tuannya berbuat tidak baik

kepadanya sehingga ia bunuh diri. Apakah tuannya itu budak atau

tidak? Apakah boleh menshalati budak tersebut atau tidak?
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Syaikhul Islam Ibnu TaimiS6Tah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Budak tersebut

tidak boleh bunuh diri meskipun tuannya menzhaliminya dan
bertindak sewenang-wenang terhadapnya. Sebaliknya, jika ia tidak
bisa menolak kezhaliman dari dirinya, ia wajib bersabar hingga

Allah memberikan jalan keluar. Jika fuannya menzhaliminya

hingga ia melakukan hal tersebut, seperti tuannya pelit dalam

memberinya nafkah, atau memintanya bekerja se@ra melampaui

batas, atau memukulnya tanpa alasan yang benar, atau ingin

berbuat tidak senonoh dengannln, atau hal-hal semacam itu, maka

tuannya menanggung dosa seukuran maksiat yang dilakukan
budak tersebut.

Nabi $ tidak menshalati orang yang bunuh diri, tetapi

beliau bersabda kepada pam sahabat, "Shalatilah orang ifu!" Jadi,

masyarakat umum boleh menshalatinya. Sedangkan para imam

agama yang diteladani, jika mereka tidak menshalatinya sebagai

peringatan keras terhadap orang lain dan untuk meneladani Nabi

s, maka tindakannya itu benar. Wallahu a'lam.

Pelarian Budak dari Tuannya yang Melarangnya
Berbuat Taat

Syaikhul Islam Ibnu Taimigrah Ditanya

Ada beberapa budak yang memiliki tanggungan terhadap

seseorang. Mereka adalah budak milik seorang muslim yang najis

dan tinggal di wilayah Tatar. Para budak tersebut sepakat untuk

menaati AIIah dan Rasul-Nya, menunaikan haji, mendirikan shalat,

serta menunaikan zakat dan sedekah. Sedangkan tuannlra lebih
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banyak maksiat, melarang mereka menaati Allah dan Rasul-Nya,

sehingga mereka tidak merasa tenang lantaran melanggar perintah

Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, fuannya juga seorang perampok,

peminum khamer, penzina, meninggalkan shalat, membunuh

orang fiang diharamkan Allah. Mereka meminta tuannya untuk

menjual mereka, tetapi ia tidak mau menjual mereka. Mereka juga

memintanya untuk dimerdekakan, namun ia Udak mau

memerdekakan mereka. Setiap kali mereka berbicara sesuatu

tentang masalah. ini, ia memukuli mereka, bahkan akan

memenjarakan mereka hingga mereka mati dalam keadaan lapar.

Akhimya mereka sepakat untuk melarikan diri ke Mesir agar bisa

menaati Allah dan Rasul-Nya. Di antara mereka ada yang sudah

haji pada hari ini. Ada nash yang berticara tentang pelarian budak

demi menaati Allah dan Rasul-Nya?

Syaikhul Islam lbnu TaimiSryph Menjawab

Jika keadaan mereka seperti yang diceritakan, yaitu

dilarang tuannya untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasul-Nya,

dan dipaksa trnfuk melakukan larangan Allah dan Rasul-Nya, maka

tindakan mereka keluar dari genggaman orang tersebut hukumnya

boleh, bahkan wajib. Mereka dianggap telah berbuat baik karena

tidak ada kehormatan bagi orang seperti itu meskipun dalam

rangka menaati umat Islam. Lalu, bagaimana jika ia melakukan hal

itu dalam rangka menaati orang-orang Tatar? Orang seperti ifu
wajib diperangi meskipun ia muslim. Sedangkan para budak yang

hijrah dan melarikan diri itu dianggap telah berbuat budak.

Manakala seorang budak melarikan diri dari wilayah perang, maka
ia merdeka, tidak seorang pun yang memiliki kewenangan atasnya.
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Seseorang Memerdekakan Budak yang Ia Beli
dengan Harta yang Ia Ambil tanpa Izin

Syaikhul Islam Ibnu Taim[ryah Ditanya

Ada seorang wakil yang mengambil uang dalam jumlah

tertentu dari atasann5ra, lalu ia menggunakan uang tersebut untuk

membeli beberapa budak. Ia ditanya, "Unfuk apa kamu mengambil

harta atasanmu dan membelikan budak?" ia menjawab, "Aku

membelinya untuk fuanku." Kemudian ia memerdekakan semuer

budak tersebut dan mengaku bahwa budak-budak tersebut adalah

miliknya. Sekarang orang tersebut dalam keadaan sulit untuk

membayarkan nilai harga mereka. Apakah pemerdekaan budak

tersebut sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimi!,lrah Menjawab

Jika ia membeli budak dengan seizin atasannya, maka

budak-budak tersebut menjadi milik atasannya. Jika ia

memerdekakan budak tanpa izin pemiliknyn, maka pemerdekaan

budaknya tidak sah. Jika ia membeli budak dengan harta

seseorang tanpa izinnya, maka pemilik harta boleh mengambil

mereka, dan ia juga boleh melimpahkan tanggung jawab pada

orang yang mengambil hartanya tanpa izin ini. Jika pembeli ini

memerdekakan mereka, maka pemilik harta boleh mengambil

mereka lagi sehingga pemerdekaan mereka batal. Wallahu a'lam.
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KITAB NIKAH

Panah lblis yang Beracun

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang terkena salah satu panah Iblis yang

beracun. Bagaimana jalan keluamya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiygrah Menjawab

Barangsiapa yang terkena panah iblis yang beracun, maka

ia harus mengeluarkan racun tersebut dan mengobati luka dengan

obat yang ampuh, 5raitu dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menikah atau rnengambil budak perempuan,

karena Nabi S bersabda,

a) O.

i:l,i
{oi

(4L/^l 12 u e"€Li p:riyf
€.o
l)Ao

I

wu Jbw dtiJo
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"Jika sakh seorang di antara kalian melihat kecantikan

seorang perempuan, maka hendaklah ia mendatangi istrinya,

karena yang ada pada perempuan ifu sama seperti yang ada pada

istinya-'\61

Ini merupakan salah satu perbuatan yang dapat mengurangi

syahwat dan melemahkan cinta.

Kdua, hendaklah ia mengerjakan shalat lima waktu secara

kontinu, berdoa dan bermunajat kepada Allah di waktu sahur.

Hendaknya ia berusaha mengerjakan shalahrya dengan hati yang

hadir dan khusyuk, dan hendaklah ia banyak membaca doa,

(u
/,o
d.lr- )

/ o/ .e. tro

,V # L* ,-"-p
aa

I

9z',-Ji, u
O/ J.l oo .9.

v9,.ro*b')'!LV ,Jt ,+ ./r;Jl ,.9. t
e9,.a-,

. .. j z
,);+ 1

"Wahai Dzat 5nng membolak-balikkan hati, tetapkanlah

hatiku pada agama'Mu. Wahai Dzat gang mengarahkan hati,

arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepada-Mu dan ketaatan

kepada Rasul-Nya.'L62

161 HR. Muslim (pembahasan: Nikah, l4O3/9), Abu Daud (pembahasan: Nikah,
2151), At-Tirmidzi (pembahasan, Petsusuan, 1158) dengan menilainya hasan-shahih'
gharib, Ahmad (3/330), dan Al Baihaqi dalam kitab Sunannya(7/9O'), mereka semua

dari Jabir bin Abdullah ag.
i52 63. At-l'irmi&i (pernbahasan: Qadar, 2140) dengan menilainya hasan, dan

Ibnu Majah (pembahasan: Doa, 3834), keduanya dari Anas, serta Ahrnad 14/182l, dari
Nuwas bin Sam'an.
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Jika hati seseorang telah gandrung dengan doa dan

merendah diri kepada Allah, maka Allah akan menjauhkan hatinya

dari perasaan cinta tersebut sebagaimana firman Allah,

$reAtifiAfiV;;iliiLsA,tLiL' 
<4€1#l

"Demikianlah, agar Kami memalingkan

kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf ifu termasuk

hamba-hamba l{arni Snng terpilih. "(Qs. Yuusuf lLzl:24l'

Ketiga, hendaklah ia menjaga jarak dari tempat orang yang

dicintainya, menghindari perjumpaan dengannya, mengusahakan

agar tidak mendengar kabar beritanya, serta tidak melihat hal-hal

yang berkaitan dengannya, karena jauhnya jarak itu dapat

mengeringkan perasaan- Manakala ingatan terhadapnya telah

lemah, maka pengaruhnya terhadap hati juga lemah. Karena itu,

hendaklah ia melakukan hal-hal tersebut dan memperhatikan
perkembangan keadaan dirinya. Wallahu a'lam-

Hukum Orang yang Ingin Menikah tetapi tidak
Mampu

Syaikhul Islam lbnu Taimi5ryah Ditanya

Ada seorang bujang yang sangat ingin menikah. Hanya saja

ia khawatir tidak mampu memberi nafkah istrinya. Ia berjanji

kepada Allah unfuk tidak meminta sesuatu kepada seseorang

604



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

untuk dirinya sendiri. Apakah ia berdoa seandainya ia tidak
menikah?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Dalam kitab Ash-Shahih terdapat riwayat valid dari Nabi $
bahwa beliau bersaMa,

;;qt & L

n . g'-fr '#| fl ';ti';y ?3 *
t)^{".t

)dry

d ,r-lAl .P (

il
,
.rL| oA

tA w.( r it;I
"Wahai sqenap pemudal Elamngsiap di antan lalian

yang sanggup metzgadakan biaSn pemilahan, md<a hendaHah ia
menikah karena ifu lebih menundulcl<an pandangan

dan lebih menjaga ketnaluan. Barangsiap tnng tidak sanggup,

maka hendaklah ia berpuasa karena puasa ifu peisai bagin5n.a63

Kemampuan nikah maksudnya adalah kemampuan untuk
memberi nafkah, bukan kemampuan bersetubuh, karena hadits ini

ditujukan kepada orang yang mampu melakukan hubungan intim.

Karena itu, orang yang tidak sanggup menikah diperintahkan
untuk berpuasa karena puasa menjadi perisai baginya. Apakah
orang yang tidak memiliki harta dianjurkan meminjam harta dari
orang lain unfuk menikah? Ada pertedaan pendapat tentang hal

163 gp. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5065) dan Muslim (pernbahasan: Nikah,
74Co/1,2), keduanya dari Abdullah bin Mas'ud rg.
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ini dalam madzhab lmam Ahmad dan selainnya.

Allah S berfirman,

!# n,tr,#-{- tL$i,$-t i$ qL:; iS
"Dan orang-onng yang tidak mampu kawin hendaklah

menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka

dengan karunia-N5m. "(Qs. An-Nuur [24]: 33)

Orang yang shalih adalah orang yang menjalankan berbagai

hak yang wajib atasnya, baik itu hak Allah atau hak manusia.

Hukum Meminang Perempuan yang telah Dipinang
Orang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki{aki yang meminang perempuan yang

telah dipinang saudaranya. Apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam kitab

Ash-Shahih terdapat riwayat valid dari Nabi $ bahwa beliau

bersabda,

:yi {L+ JL |+X"'oi F'Ak Y

ei i- "b?u-'t:
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"Seorang laki-laki tidak boleh merninang di aks pinangan

saudaranya, dan tidak pula menawar di atas tawaran

saudaranya.'l@

Karena itu, Imam Ernpat dalam pendapat yang diredaksikan

dari mereka dan para imam lain sepakat unfuk

mengharamkannya. Mereka hanya berbeda pendapat menjadi dua

pendapat terkait keabsahan pemikahan laki-laki kedua:

Pertama, nikahnya batal, seperti pendapat Malik dan

Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat.

Kdua, nikahnya sah seperti pendapat Abu Hanifah, Asy
Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain.

Alasan pendapat kedua adalah perkara yang diharamkan

terjadi sebelum akad. Sedangkan alasan pendapat pertama adalah

keharaman pemikahan lebih kuat daripada keharaman pinangan.

Namun tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa

orang yang melakukan perbuatan tersebut dianggap melanggar

perintah Allah dan Rasul-Nya, meskipun ada sebagian sahabat

mereka yang berbeda terdapat. Sikap yang kukuh pada maksiat

dalam keadaan mengetahuinya sebagai maksiat dapat menciderai

agama dan sifat adil seseorang, serta kanrenangannya atas umat

Islam.

164 HR. Al Bul&ari (pernbahasan: Nilrah, 51421 dali lbnu 'Umar, dan Muslim
(pembahasan' Niloh, 7408/81dari Abu Huraimh {h.
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Pinangan di Masa lddah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya,

lalu ia dipinang seorang laki-laki di masa iddah+rya, padahal

suaminya yang pertama masih menafkahinya. Apakah yang

demikian itu hukumnya boleh atau tidak?

Syail,rhul Islam lbnu Taimi5ryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak boleh

mengucapkan pinangan secara terang-terangan terhadap

perempuan yang masih menjalam iddah, meskipun itu adalah

iddah akibat kematian suami berdasarkan pendapat yang

disepakati umat Islam. [alu, bagaimana dengan iddah cerai?

Barangsiapa yang melakukan hal tersebut, maka ia berhak diberi

sanksi untuk menjerakannya dan orang-orang sepertinya agar tidak

melakukan perbuatan tersebut. laki-laki yang meminang dan

perempuan yang dipinang sama-sama diberi sanksi, serta dihalang-

halangi unfuk menikah sebagai sanksi baginya berupa hal yang

menjadi kebalikan dari tujuannya. Wallahu a'lam.

Hukum Pinangan Terhadap Perempuan yang
Sedang Menjalani iddah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana hukumnya meminang perempuan yang sedang

menjalani iddahdari laki{aki lain?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seorang laki{aki tidak boleh meminang perempuan yang

sedang menjalani iddah dari lakiiaki lain, dan tidak boleh
bersepakat dengan perempuan tersebut unfuk menikah. Jika
cerainya raj1, ia juga tidak boleh menglucapkan kalimat sindiran

tentang pinangan juga. Ketentuan ini berlaku manakala

perempuan tersebut menikah dengan didasari suka sama suka.

Adapun jika ia menikah dengan tujuan tahtil6, maka
sesungguhnya Rasulullah # melarang muhallil dan muhallal

tah.16

Hukum Menerima Pinangan Sesudah Menerima
Pinangan yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiylrah Ditanya

Ada seorang laki{aki yang meminang anak perempuan

seorang yang shalih. Ia menyepakati jumlah mahar dengan orang

tua perempuan tersebut; di antaranya ada yang tunai dan ada yang

tempo. Omng tersebut mencicil mahar gnng funai kepada orang

tua perempuan sejak empat tahun, dan ia terus mengirimkan
nafkah kepada keluarga tersebut. Namun di antara mereka tidak

16 Pemikahan tablil adalah pernikahan seseorang dengan perempuan yang dicerai
suaminya yang p€rtama dengan niat untuk menceraikannya agar ia bisa kernbali
kepada suaminya yang pertama. Suami kedua disebut muhallil, sedangkan suami
p€rtama disebut muhallal lah.

16 HR. Abu Daud (pembahasan: Niliah, 2076), At-Tirmi&i (penrbahasan: Nikah,
1119) dengan menilainya cacat, hnu Majah (pernbahasan: Nikah, 1935), mereka
semua &ri Ali bin Abu Thalib, dan Ad-Darimi (pernbahasan: Nikah, 2/1581 dari.

Abdullah bin Mas'ud rgn.
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terjadi surat-menyrat. Sesudah itu, datanglah seseorang yang

meminang perempuan tersebut dengan mahar yang lebih tinggi

sehingga orang fuanya menolak lakilaki yang pertama. Bagaimana

hukumnya?

Syaikfiul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seseorang tdak boleh meminang perempuan yang

dipinang saudamnya manakala pinangannya diterima dan mereka

berencana unfuk menikah berdasarkan pendapat yang disepakati
para imam, sebagaimana diriwayatkan secara valid dari Nabi ,S

bahwa beliau bersaMa,

,g|t ib, e'+x"'o:t "trTk y
I

I
o/

?u..t:,tb.tv'i (_r
"Seorang lakilaki tidak boleh meminang di atas pinangan

saudaranya, dan frdak pula menawar di atas tawaran

saudaranya-'il67

Orang yang melakukan perbuatan tersebut dan orang yang

membanfunya wajib dikenai sanksi untuk mencegah mereka dan

orang-orang seperti mereka agar tidak melakukan pefruatan

tersebut. Apaloh pernikahan dengan laki-laki yang kedua itu
hukumnya sah atau Udak sah? Ada dua pendapat ulama tentang

hal ini dalam madzhab Malik, Ahmad dan selainnya.

167 TaklTTi hadits t€lah discbutkan sebelumnya.
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Memasuki Kamar Istri Saudara dan Anak-Anak
Perempuan Paman

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang yang terbiasa memasuki kamar iski
saudaranya dan anak-anak perempuan pamannya. Apakah
perbuatannya itu boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh berduaan dengan mereka. akan tetapi, jika ia
masuk kamar mereka bersama orang lain sehingga tidak terjadi

khalwat dan tidak menimbulkan kecurigaan, maka hukumnya

boleh. Wallahu a'lam.

Menikahkan Anak Perempuan dengan Seorang
Laki-Laki Sesudah Menerima Nafkah dari Laki-Laki
[.ain

SSnikhul Islam Ibnu Taimi54,rah Ditanp
Ada seorang laki{aki yang diberi seserahan untuk

pemikahan anak perempuannya, dan ia juga telah diberi nafkah

selama beberapa tahun. Namun pada waktu laki-laki yang

memberinya nafkah itu ingin menikahi anaknya, temyata ia
mendapati orang tua perempuan tersebut telah menikahkan

anaknya dengan laki-laki lain. Bagaimana hukumnya?
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Syaiktrul Islam lbnu Taimigryah Meniawab

Ada riwayat valid dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,

tf #k Y;u-.:ir ;i d:.1Jr

ib, 'b
''=b*t-I

I ?u-'t:,+g.11gb
,c,

(4.* ?-r
1 o. 1. . 'oil i ,b I'St

'Seonng muslim adalah stdan muslim kinnja. Seonng
muslim frdak boleh maninang di abs pinangan audaran5ra,

menawar di atas penaumran saudaranSn, dan menjual di atas

penjualan saudaran5n. 46

Jika seorang laki{aki telah meminang seorang perempuan,

dan orang yang memegang kewalian perempuan juga telah

condong kepadanya seperti ayah yang berhak memaksa nikah

anaknya, maka orang lain tidak boleh meminang perempuan

tersebut. Lalu, bagaimana jika keluarga perempuan telah condong

kepadanya, telah menerima uang yang biasanya diserahkan

sebelum akad, telah menerima hadiah darinya, serta telah

berlangsung lama masa seperti itLl? Mereka telah melakukan

sesuatu yang haram sehingga pantas dikenai sanksi tanpa ada

keraguan tentang hal ini. Akan tetapi, apakah akad pemikahannya

dengan laki-laki kedua itu sah atau batal? Ada dua pendapat ulama

tentang hal ini, yaifu:

Pertama, akad laki-laki kedua batal, sehingga perempuan

tersebut harus direbut dan diserahkan kepada laki{aki pertama. Ini

168 Taltlliilpdits telah disehtkan sebelumnya.
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adalah salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik dan

Ahmad.

Kedua, nikahnya sah. Ini adalah ma&hab Abu Hanifah dan

Asy-Syafi'i. Namun orang yang melakukan perbuatan haram ini

harus dikenai sanksi, dan seluruh pemberian dikembalikan kepada

laki-laki pertama. Pendapat yang pertama lebih mendekati Kitab

dan Sunnah.

Istri yang telah Dicerai Tetap Tinggal Serumah
dengan Mantan Suami

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali,

dan keduanya memiliki dua orang anak. Perempuan tersebut

lantas menetap di rumah suaminya selama beberapa tahun

sehingga keduanya saling melihat. Apakah perempuan tersebut

halal memakan makanan yang biasa ia makan dari rumah tersebut

atau tidak? Apakah mantan suaminya ihr memiliki kewenangan

terhadapnya atau tdak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perempuan yang dicerai tiga kali telah menjadi perempuan

yang asing bagi laki-laki yang menceraikannya, sama seperti

perempuan-perempuan asing lainnya. L^akiiaki tersebut tidak

boleh berduaan dengannya, sebagaimana ia tidak boleh berduaan

dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Ia juga tidak boleh

memandangnya sebagaimana tidak boleh memandang perempuan
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asing. Ia tidak memiliki hukum atau kewenangan sama sekali

terhadap perempuan tersebut.

L^aki{aki tersebut tidak boleh mengadakan kesepakatan

agar mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai

dan kembali kepadanya. Ia juga tidak boleh memberi biaya kepada

mantan istrinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Karena

seandainya mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain sesuai

kebiasaan umat Islam, kemudian suaminya mati atau

menceraikannya tiga kali, maka suami pertama ini tidak boleh

meminangnya secara terang-terangan di masa iddah berdasarkan

pendapat yang disepakati umat Islam, sebagaimana firman Allah,

"J ):.:li ';"L, b.+,;r-rr \a,"w'&s5
.J,gS'b$it fi ,#'"ir 

?t "g e "AU

b#'lrc'
"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita

itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu

akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada ifu janganlah kamu

mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. " (Qs. Al
Baqarah l2l235)

Allah melarangnya untuk berketetapan hati untuk
menikahinya sebelum ia mencapai iddah+rya. Jika di masa ini
Allah melarangnya untuk mengadakan janji dan membulatkan
tekad, lalu bagaimana dengan tindakan tersebut saat istri masih

dalam ikatan dengan suaminya? Lalu, bagaimana jika laki-laki

tersebut belum menikahinya, melainkan berjanji unfuk menikainya,
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kemudian perempuan tersebut bercerai dari suaminya, lalu ia pun

dinikahi oleh laki-laki yang menjanjikan itu? Yang demikian itu

hukumnya haram pendapat yang disepakati umat Islam, baik

dikatakan bahwa pernikahan muhallil itu sah atau dikatakan tidak

sah. Jadi, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa perkataan

yang terang-terangan unfuk meminang perempuan yang menjalani

iddah dari lakilaki lain, atau masih memiliki hubungan nikah

dengan lakilaki lain, atau meminang perempuan yang dicerai tiga

kali itu hukumnya tidak boleh. Barangsiapa yang melakukan

perbuatan tersebut, maka ia pantas menerima sanksi di dunia dan

akhirat berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Laki-Laki yang Lagak Bicaranya Seperti Perempuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berbicara seperti perempuan.

Apakah ia boleh memasuki kamar perempuan? Bagaimana hukum

Iaki-laki seperti ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak boleh, bahkan orang seperti ini wajib diasingkan dan

diusir sehingga ia tidak boleh berdiam di antara kaum lakilaki, dan

tidak pula di antara kaum perempuan. dasamya adalah Nabi S
mengasingkan laki-laki yang keperempuan-perempuanan dan

memerintahkan unfuk mengusimya. Nabi S bersabda,

,o /- j.t o o t J o {

fa:;* ,Y t'-vfl
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"[-)sirlah mereka dai rumah-rumah kaliant'\69

Demikianlah sanksi keras Nabi S terhadap laki-laki seperti

ini, padahal ia bukan seorang banci. Lalu, bagaimana dengan

banci? Pendapat tersebut diredaksikan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad

dan selainnya.

Hubungan Manusia dengan Allah dan dengan
Sesama Manusia

Pasal ini berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah

dan hubungan manusia dengan manusia, yaitu hubungan yang

bersifat kodrati dan usaha, serta yang bersifat syari'at dan syarat.

Allah S berfirman,

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang

telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah

menciptakan istinya; dan daipada keduanya Allah
mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

r6e HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, 5886), dan Abu Daud (pembahasan:

Adab, 4930), keduanya dari Ibnu'Abbas ig.

v'6tr rt;,"1 i K6L 
"5i i*, 

r$ dai qru

4,,i'3'^2' ,sil( rt'rF$ ',T3; 6*: {(rW ii.; G;:

t#;r6*,ugxi,;(5i5
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Nya kamu saling meminta safu sama lain, dan (peliharalah)

hubungan silafurahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan

mengawasi kamu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 1)

Allah & mengawali surat An-Nisaa' dengan penjelasan

tentang penciptaan ras manusia dari satu diri, dan bahwa istrinya

diciptakan dari diri tersebut. setelah itu Allah mengembangbiakkan

keduanya menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak.

Penjelasan di atas dimulai dari hubungan yang paling sempuma

dan mulia, kemudian disusul dengan hubungan di antara manusia

yang bersifat kodrati dan syar'i seperti kelahiran, dan yang bersifat

usaha dan syarat seperti nikah. Kemudian Allah S berfirman,

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)

nama-Nya kamu saling meminta safu sama lain, dan (peliharalah)

hubungan silafurahmi. "

Sekelompok ulama salaf mengatakan bahwa makna lafazh

+i,|ic "kalian saling meminta " maksudnya adalah

kalian saling berjanji dan saling mengadakan akad nikah. Pendapat

mereka ini benar adanya karena masing-masing dari dua pelaku

akad, baik akad jual-beli, nikah, perjanjian damai atau akad-akad

lain saling meminta funtutannya. Yang safu meminta diserahkan

obyek jual-beli kepadanya, dan yang lain meminta diserahkan

pembayarannya. Masing-masing juga telah mewajibkan diri untuk
memenuhi funtutan pihak lain. Jadi, masing-masing meminta dari

pihak lain sekaligus mewajibkan diri untuk memenuhi tuntutan
pihak lain.

Selanjutnya Allah [s berfirman, i6'ig "Dan (peliharalah)

hubungan silafurahmi. " Perjanjian dan rahim merupakan inti dari

hubungan yang terjadi di antara manusia, karena hubungan-

hubungan yang ada di antara mereka itu bisa iadi akibat ciptaan
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Allah dan bisa jadi akibat perbuatan mereka. Yang pertama adalah

hubungan rahim, dan yang kedua adalah perjanjian. Karena itu,

Allah menggabungkan keduanya di banyak tempat seperti dalam

firman AIIah,

? 64.Xr"*>S; $t-,r.j c 'u;3il

1 r)
'./

"Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap

orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian.

Dan mereka ifulah orang-orang yang melampaui batas. " (Qs. At-
Taubah [9]' 10)

Kata {1- berarti hubungan kekerabatan dan hubungan

rahim. Sedangkan kata'iJ 2berarti perjanjian.

Di awalsurah AI Baqarah Allah S berfirman,

il ;';t:r3 44i +7 b $i G'bt-hb- t-$i

"a- :*t O 5t:vti;'Jti i = y,{i'l j
"(Yaifu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah

sesudah perjanjian ifu teguh, dan memufuskan apa yang

diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya

dan membuat kerusakan di muka bumi. "(Qs. Al Baqarah l2l 27)

Allah juga berfirman,
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ij;.r5(r@'c:St;'t{-,fue1$7.1\

-^iL ;;b S''j;'rr:t_t 46 Ji;t =+fr 'j,C

. i,,.il .^ < 4 ..r, 1. ) ,t t;( .4-r, ./ t7 i..
,.-, li 4irlrfj J4,_J 4,;dt 7 c ->p-s

"Aaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak

merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-

apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan ... Orang-orang
yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan

memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan

dan mengadakan kerusakan di bumi. "(Qs. fu-Ra'd [13]: 20-25)

Perlu Anda tahu bahwa hak Allah itu masuk ke dalam dua

hak tersebut serta lebih diutamakan daripada keduanya. Karena itu
Allah menyebutkan hak-Nya terlebih dahulu dalam firman-Nya,

#t Wi 3,gi q\f- "Hai sekalian manusia, bertakwatah kepada

Tuhanmu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 1) Karena Allah menciptakan setiap

hamba, menciptakan kedua orang tuanya, dan menciptakannya

dari kedua orang fuanya. Jadi, hubungan antara hamba dengan

Allah itu bersifat kodrati dan sempuma, berbeda dari hubungan

kedua orang fua, karena unsur pembenfuknya berasal dari kedua

orang fua, tetapi ia juga memiliki unsur pembentuk dari selain

orang tua. Selanjutnya, bukan keduanya yang membentuk rupa

anaknya dalam rahim.

Setiap hamba tidak memperoleh unsur pembenfuk kecuali

dari kedua orang fuanya, tetapi Allah-lah yang menciptakannya,

mengadakannya, membentuk rupanya, mengalirkan rezeki
kepadanya, menolong dan memberinya petunjuk. Hak kedua
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orang tua padanya hanya sebagian dari sisi itu. Karena itu Allah

menggandeng hak kedua orang fua dengan hak-Nya dalam firman-

Nya,

fr {Fq fr;rc;'-rb'ut^ii G6-,

@ i-;:i iy_*_f;; J bir'_1 #6 C|libr
'Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)

kepada kedua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya

dalam keadaan lemah yang bertambahiambah, dan menyapihnya

dalam dua tahun. Bersytkwlah kepada-Ku dan kedua orang ibu
bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (Qs. Luqmaan [31]:
14)

Juga dalam firman Allah,

ts";y;Xj1:\,:r:G5.e;f;,15ii',\r#(,
'Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-

Nya dengan sesuafu pun. Dan berbuat baiHah kepada dua orang

ibu bapak. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 36)

Juga dalam firman Allah,

"6c; i"nsi; tui-t Lbtr $i ii. 3 ;ii
"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu

bapakmu dengan sebaik-baiknya."(Qs. Al Israa' 177):23)

Nabi $ menetapkan sikap pemutusan hubungan dengan

kedua orang fua sebagai tindakan kufur karena identik dengan
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pemufusan hubungan dengan Tuhan. Dalam sebuah hadits shahih

disebutkan,

'rs \\. ';di"-'*3 
": ? ,)1 ,;!t a

"Tidaklah seseorang mendakwakan nasab kepada selain

ayahnya padahal ia mengetahuinya, melainkan ia telah kufur. "
(HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab Ash-Shahihain)l7o

Nabi S juga bersabda,

'a'r;; n,., 'rr
"Telah kufur kepada Allah orang yang memufuskan diri dari

sebuah nasab meskipun nasabnya ifu rendah.'L77

z o z j oJ 4 z J z /\*"; oi E t:-€ Jy ,"r*.q ,f t*} V

,oo-/ " t/

O) OLJ
I

t

Eq,f
"Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, karena

kebencian kalian terhadap bapak'bapak kalian adalah kufirr.'\72

Jadi, hak nasab, kekerabatan dan rahim didahului dengan

hak ketuhanan, yaitu hak Tuhan yang Mahadekat lagi Maha

Mengabulkan lagi Maha Penyayang. Karena tujuan dari hubungan

r7o HR. Al Bukhari (pembahasan' Riwayat Hidup, 3508), dan Muslim
(pernbahasan: Iman, 6l/712l; keduanya dari Abu Dzar tg.

171 gp. Ad-Darimi (pembahasan:-Faraidh, 2/343) dari Abu Bakar, dan Ahmad
(2/275) dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

172 119. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, 5768), Muslim (pembahasan: Iman,

62/113), dan Ahmad (2/526), mereka semua dariAbu Hurairah .€""
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kekerabatan dan rahim adalah agar ia terhubung dengan Allah,

sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadits qudsi,

/ O/
O /. / / /

Lj L# J-ci;r) €
O/

J -t'q:-nl, ,f
')t tii

tl.. ,..1 | o ., tto / /
4 t1,B h;A*J \$,r'J J* "u2^,,,1

"Aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim dan

mengambikan unfuknya sebagian dari nama-Ku. Barangsiapa

yang menyambungnya, maka Aku menyambungnya. Dan

barangsiapa yang memufusngn, maka Aku akan memufusnya.'L73

Nabi $ juga bersabda,

ol j zo

$

F rf, €
/O ') ,lt/O/Zb*;'

(iL-f

"Rahim adalah jalinan dari Ar-Rahm*.'\74

Nabi Sj juga bersabda,

c z4

d̂J

o

$11,J

ol
tr*

')t "d);1aO

_* €
/o

-/ | -lraa-bAl e' r iul r-ri, :Uui,to

us gp. Ahmad (7/1971dan Abu Daud (pembahasan, Zakat, 7/1694\.
174 HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 5988) dari Abu Hurairah, At-Tirmidzi

(pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 1924) dari Abdullah bin 'Amr dengan
menilainya hasan-shahih. dan Ahmad (7/7901dari Sa'id bin Zaid.

1(a1u "-,41 berarti kekerabatan yang jalin-menjalin seperti akar yang jalin-menjalin.

Lih. An-Nhayah(2/M7).
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"Ketika Allah menciptakan rahim, ia bergelanfungan pada
'ikatan sarungL7, Ar-Rahman, lalu ia berkata, 'Inilah tempat orang

yang berlindung kepada-Mu dari pemufusan r 6i*'.'4'76

Menurut sebuah pendapat terkait firman Allah, ,t 'u;3,-7

'^ltii $y rf.j "Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat

terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan)

perjanjian"(Qs. At-Taubah t9l: 10) kata {1-maknanya adalah Rabb

(Tuhan), seperti pendapat Ash-Shiddil .\tt:1a ,: mendengar

perkataan Musailamah, ,)! ,t LH il iXt Ui' d! "lni adalah

kalam yang tidak keluar dari Tuhan." Sedangkan masuknya hak

Tuhan ke dalam perjanjian dan akad itu seperti masuknya seorang

hamba ke dalam Islam, kesaksian bahwa tiada hrhan selain Allah,

dan kesaksian bahwa Muhammad adalah Utusan Allah. Ini adalah

perjanjian Islam, dan ifu mempakan perjanjian yang paling mulia,

paling kuat, paling luas dan paling sempuma.

17s pu1* sarung merupakan bagian dari pakaian yang paling dijaga.
t76 gp. Al Bukhari (pembahasan, Tauhid, 7502) dan Muslim (pembahasan:

Silaturrahim, 2554/761
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Bab: Rukun dan Syarat-Syarat Nikah

Landasan Pendapat Bahwa Nikah Tidak Sah Kecuali
Dengan Kata Inkah Dan Tajwij

Ulama yang mengatakan bahwa nikah tidak sah kecuali

dengan kata inkah (menikahkan)dan tazwij (mengawinkan) adalah

para sahabat Asy-Syafi'i, hnu Hamid serta para ulama yang

sepakat dengan mereka dari kalangan sahabat kami seperti Abu

Khaththab, Al Qadhi dan para sahabatnya, kecuali dalam ucapan,

"Aku memerdekakanmu dan menjadikan kemerdekaanmu sebagai

maharmu." Mereka beralasan bahwa selain dua kata tersebut

adalah kinayah atau kiasan, sedangkan kata kiasan ifu tidak

mengakibatkan hukum kecuali disertai niat, padahal niat dalam

hati itu tidak dapat diketahui. Dengan demikian, akad nikah

dengan kata kiasan itu hukumnya tidak sah karena keabsahannya

membutuhkan kesaksian sedangkan niat tidak bisa disaksikan. Lain

halnya dengan akad yang sah dengan kata kiasan seperti cerai,

pemerdekaan budak dan jual-beli, karena keabsahannya tidak

disyaratkan adanya kesaksian. Ada pula yang menjadikan

pemikahan sebagai ibadah ritual karena memang di dalamnya

kesakralan. Ini adalah pendapat ulama yang tidak menganggap sah

pemikahan kecuali dengan bahasa Arab dari kalangan sahabat

kami dan selainnya.

Pendapat tersebut lemah dilihat dari beberapa sisi, yaifu:

Pertama, kami tidak terima bahwa selain dua kata ini

adalah kiasan. Sebaliknya, ada beberapa kata yang dalam

kenyataan tradisi dalam akad lebih kuat daripada kata inkah,

karena kata ini memiliki kesamaan makna antara persefubuhan

dan akad. Sedangkan kata imlak (mengalihkan kepemilikan)
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khusus unfuk akad. Jika seseorang berkata, "Aku memberikan

kepemilikan kepada fulan atas fulanah", maka ucapannya ifu tidak

dipahami selain akad, sebagaimana disebutkan dalam kitab ,4sl5-

Shahihain,

lo . / c

p-t?r}u;f Y Jet&4i
"Aku membeikan kepemilikan kepadamu atasnya dengan

mahar berupa hapalan Al Qur'an t/ang ada padamr.'\77

Kedua, kami tidak terima bahwa kata kiasan membutuhkan

niat secara mutlak. Sebaliknya, jika kiasan digandeng dengan salah

safu kata yang maknanya eksplisit, atau dengan salah satu hukum
akad, maka kata kiasan tersebut juga menghasilkan makna yang

eksplisit, sebagaimana pendapat ulama dalam masalah wakaf
bahwa ia sah dengan kata kiasan seperti dengan kata sedekah.

Jadi, jika seseorang berkata, "Aku menyerahkan kepernilikan

atasnya kepadamu" lalu mempelai laki{aki mengatakan, "Aku

terima pemikahan ini," atau seseorang mengatakan, "Aku

memberikannya kepadamu sebagai ishi" lalu mempelai lak{aki
berkata, "Aku terima," atau seseorang mengatakan, "Aku

menyerahkan kepemilikan atasnya kepadamu sesuai dengan
perintah Allah untuk menahan dengan cara yang baik atau

melepaskan dengan cara yang baik," maka ifu berarti kata tersebut

digandeng dengan kata atau hukum yang membuabrya menjadi

bermakna eksplisit atau gamblang.

Ketiga, penyandaran l<ata pembeian kepada perempuan
yang merdeka itu menjelaskan makna tersebut. Jika seseorang

177 HR Al Bukhari (pernbahasan: Keutamaan Al Qur'an (5029) dan Muslim
(pembahasa:n: Nikah, 1425/76). keduanya dari Sahl b1n Sa'd.
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berkata terkait anak perempuannya, "Aku memberikannya

kepadamu," atau "Aku menyerahkannya kepadamu," atau kalimat-

kalimat lain semacam itu, maka ia meniadakan makna garis besar

dan kesamaan makna.

Keempat, pendapat mereka ini dapat dipatahkan dengan

ketentuan yang berlaku dalam kesaksian rujuk, karena kesaksian

itu disyari'atkan, baik hukumnya wajib atau sunnah. Kesaksian

merupakan syarat bagi keabsahan rujuk menurut safu pendapat.

Juga terpatahkan dengan kesaksian atas jual-beli dan seluruh akad,

karena kesaksian dalam jual-beli ifu disyari'atkan secara mutlak,

baik akad dilakukan dengan ungkapan yang gamblang atau dengan

kiasan yang ditafsirkan.

Kelima, kesaksian atas akad itu hukumnya sah. Dengan

kesaksian di hadapan hakim, suatu akad yang dilakukan dengan

bentuk apapun itu hukumnya sah. Dari sini dapat diketahui bahwa
pemberlakuan kesaksian dalam akad tidak menghalangi ungkapan

kiasan.

Keenam, dua pelaku akad dapat menjelaskan maksud dan

fujuannya, dan para saksi dapat menyaksikan penjelasan mereka.

Kefujuh, kiasan menurut kami manakala disertai dengan

indikasi keadaan, maka ia menghasilkan makna yang gamblang

tanpa ada perbedaan pendapat. Kita tahu bahwa berkumpulnya

orang-orang, didahuluinya akad dengan khutbah nikah,
penyebutan mahar dan serah-terima mahar, pembicaraan tentang
masalah nikah, semua itu memastikan adanya keinginan
pemikahan. Sedangkan klaim bahwa nikah merupakan ibadah
ritual perlu didukung dengan dalilsyar'i.

Selanjutnya, akad merupakan jenis yang di dalamnya tidak
disyari'atkan seseorang melakukan ibadah rih.ral dengan
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mengucapkan kalimat tertenfu, karena dalam nikah tidak ada

syarat iman. Sebaliknya, nikah orang kafir hukumnya juga sah.

Sesuatu yang sah dilakukan oleh orang kafir itu tidak bisa diiadikan

sebagai ibadah ritual. Wallahu a'lam.

Menunjuk Wakil Kafir Dzimmi untuk Menerima
Pernikahan Perempuan Muslimah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mewakilkan seorang kafir

dzimmi unfuk menerima pemikahan dengan seorang muslimah.

Apakah pernikahan tersebut sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam masalah

ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena wakil
dalam menerima nikah ifu harus seseorang yang sah menerima

nikah untuk dirinya sendiri secara garis besar. Seandainya seorang

laki-laki meurakilkan seorang perempuan, atau orang gila, atau

anak yang belum nalar, maka hukumnya tidak boleh. Akan tetapi,
jika wakil termasuk orang yang sah unfuk menerima nikah dengan

seizin walinya, tetapi ia tidak sah menerima tanpa izin walinya,

maka silakan orang seperti ifu dijadikan wakil. Misalnya seorang

laki-laki mewakilkan seorang budak unfuk menerima nikah tanpa

izin suaminya, atau mewakilkan orang bodoh dan terbatasi hak

transaksinya tanpa izin walinya, atau mewakilkan anak kecil yang

belum nalar tanpa Din walinya, maka ada dua pendapat ulama
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dalam madzhab Ahmad dan selainnya, meskipun ia sah menikah

tanpa izin.

Adapun mewakilkan orang kafir dzimmi dalam menerima

nikah itu seperti orang kafir dzimmi menikahkan anak

perempuannya yang dzimmi dengan seorang muslim. Seandainya

ia menikahkannya dengan orang kafir dzimmi lain, maka

hukumnya boleh. Akan tetapi, jika ia menikahkannya dengan

seorang muslim, maka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad

dan selainnya. Satu pendapat mengatakan boleh, dan pendapat

lain mengatakan tidak boleh. Sebaliknya, ia harus mewakilkan

orang muslim. Pendapat lain mengatakan bahwa tidak ada yang

boleh menikahkan anak perempuannya yang dzimmi kecuali

hakim dengan seizinnya.

Keberadaan orang kafir dzimmi sebagai wali dalam

menikahkan orang muslim itu seperti keberadaannya sebagai wakil

dalam menikahkan muslimah. Ulama yang mengatakan bahwa

semua itu hukumnya boleh juga mengatakan bahwa kepemilikan

dalam pemikahan tersebut dapat diperoleh suami, bukan wakil

berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Lain halnya dengan

kepemilikan dalam selain nikah, karena fuqaha berbeda pendapat

dalam hal tersebut. madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya

mengatakan bahwa hak-hak akad terkait dengan orang yang

mewakilkan, dan kepemilikan jatuh kepadanya. Jadi, seandainya

seorang muslim mewakilkan seorang kafir dzimmi dalam membeli

khamer, maka hukumnya tidak boleh. Sedangkan Abu Hanifah
berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Dan jika kepemilikan
jatuh kepada suami, maka pemberian perwakilan kepada orang

kafir dzimmi itu sama kedudukannya dengan ditunjuknya ia
sebagai wakil dalam menikahkan perempuan oleh sebagian

muhrim perempuan tersebut seperti pamannya. Orang kafir
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dzimmi boleh menjadi wakildalam menerima nikahnya perempuan

tersebut bagi orang yang mewakilkannya, meskipun ia tidak boleh

menikahi perempuan tersebut. Demikian pula, orang kafir dzimmi
boleh menjadi wakil dalam pemikahan seorang muslim, meskipun

ia sendiri tidak boleh menikahi seorang muslimah. Akan tetapi,

tindakan yang paling hati-hati adalah tidak melakukan hal tersebut

karena terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Juga karena

pemikahan itu mengandung muatan ibadah.

Akad nikah disunnahkan untuk dilangsungkan di masjid

sesuai dengan atsar yang mengatakan, "Barangsiapa yang

menyaksikan pemikahan seorang muslim, maka seolah-olah ia

menyaksikan kemenangan di jalan Allah." Karena ifu, menurut
salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan

selainnya, nikah wajib dilangsungkan dengan bahasa fuab seperti

dzikir-dzikir yang disyari'atkan lainnya.

Jika demikian, seyogianya orang kafir tidak menjadi wali
dalam pemikahan seorang muslim. Akan tetapi, akad nikah
tampaknya tidak batal karena tidak ada dalil syar'i yg menunjukkan

batalnya. Orang kafir sah menikah meskipun ia bukan termasuk

orang yang beribadah. Wallahu a'lam.

Akad Nikah dalam Keadaan Sakit

Syaikhul Islam Ibnu TaimiSryah Ditanya

Ada seseorang yang mengadakan akad nikah pada vvakfu

sakit. Apakah akadnya itu sah atau tidak?
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Syaikhul lslam lbnu Taimiyyah Menjawab

Nikahnya orang yang sakit itu hukumnya sah, dan hal itu

mengakibatkan pewarisan bagi istrinya menurut pendapat

mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ia tidak berhak

selain mahar yang standar, tidak boleh mengambil lebih dari itu
berdasarkan pendapat yang disepakati.

Kerabat Menikahkan Anak Perempuan Karena
Mengira Ayahnya Sudah Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimi3ryah Ditanya

Ada seorang lakiJaki yang memiliki satu anak perempuan

yang belum baligh. Kemudian keluarganya menikahkannya saat

ayahnya tidak ada di rumah, sedangkan anak perempuan tersebut

tidak memiliki wali. Mereka menganggap ayahnya telah mati,

padahal ia masih hidup. Mereka juga bersaksi bahwa pamannya itu

sebenamya adalah saudaranya. Apakah akad tersebut sah atau

tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika mereka bersaksi bahwa pamannya adalah saudaranya,

maka ini adalah kesaksian palsu. Dengan cara seperti ifu

pamannya tidak bisa menjadi wali, bahkan anak perempuan

tersebut menikah tanpa wali. Dengan demikian, pernikahannya

batal menumt mayoritas ulama dan fuqaha seperti Asy-Syafi'i,

Ahmad dan selainnya. Ayahnya boleh memperbarui nikah.

Barangsiapa yang bersaksi bahwa pamannya adalah saudaranya

dan bahwa ayahnya telah mati, maka ia adalah saksi dusta dan
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wajib dikenai sanksi penjara. Jika suami anak perempuan tersebut

telah menggaulinya, maka ia berhak atas mahar. Dan ayahnya

boleh menikahkannya pada waktu menjalani iddah dari pemikahan
yang tidak sah menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah,

Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya.

Wallahu a'lam.

Berbohong tentang Jati Diri dalam Pernikahan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiglah Ditanya

Ada seorang perempuan yang memiliki ayah dan saudara.

Wakil ayahnya dalam nikah dan selainnya hadir di tempat nikah.

Lalu para saksi mengubah nama perempuan tersebut dan nama

ayahnya. Perempuan tersebut mengaku diceraikan oleh seorang

suami, dan ia ingin memperbarui nikah dengannya. Ia lantas

mendatangkan laki{aki asing dan menyebutkan bahwa ia adalah

saudaranya. Para saksi pun mencatat surat nikah sesuai

ucapannya, tetapi temyata perbuatannya itLl terbongkar di
hadapan majelis hakim. Apakah ia dikenai sanksi atas

perbuatannya ifu atau tidak? Apakah wajib memberikan sanksi

kepada orang yang mengaku sebagai saudaranya dan orang-orang

yang menyampaikan informasi yang keliru kepada para saksi?

Apakah yang berhak menjafuhkan sanksi hanya hakim, ataukah

mereka bisa diberi sanksi oleh pihak berwenang seperti hisbah
(pengawas sSnri bt) dan selainnya?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perempuan

tersebut wajib diberi sanksi dengan sanksi yang keras. seandainya

pihak berwenang menjatuhkan sanksi padanya berkali-kali, maka

itu baik sebagaimana 'fJmar bin Khaththab i& menjatuhkan sanksi

beberapa kali manakala perbuatan mengandung berbagai jenis

perkara yang diharamkan. Bisa jadi seseorang dikenai sanksi

berupa dera sebanyak serafus kali pada hari pertama, seratus kali

pada hari kedua, dan seratus kali pada hari ketiga. Pelaksanaan

sanksi hams dibagi beberapa kali agar tidak mengakibatkan

kerusakan fisik.

Alasan sanksi yang keras untuk perempuan tersebut adalah

karena ia mengaku orang lain sebagai ayah dan saudaranya. Ini

menrpakan salah sahr dosa besar. Dalam kitab Ash-Shahih
terdapat riwayat yang valid dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,
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"Barangsiapa yang mendakwakan nasab kepada selain

ayahnya, atau mendakwakan wali kepada selain walinya, maka

baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Allah
tidak menerima bayaran dan tebusan rlarinya.'\78

178 93. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan-keutamaan Madinah, 1870) dan
Muslim (pembahasan: Pemerdekaan Budak, 7370/2Ol dari Ali bin Abu Thalib.
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Bahkan dalam kltab Ash-Shahih terdapat riwayat dari Sa'd
dan Abu Bakrah bahwa keduanya mendengar Nabi $ bersabda,
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"Barangsiapa yang mendakwakan nasab kepada selain

ayahnya, maka surga haram bagnya.'\79

Ada pula riwayat valid yang lebih keras ancamannya

daripada hadits tersebut dalam kitab Ash-Shahih dari Abu Dzar
dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,
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"Tidak termasuk kami orung yang mendakwakan

nasab kepada selain ayahnya sedangkan ia tahu; (tidaHah ia
berbuat demikian) melainkan ia telah kafir. Barangsiapa yang
mendakwakan sesuafu yang bukan miliknya, maka ia bukan

termasuk golongan kami, dan silakan ia menempati tempahya di
neraka. Barangsiapa yang menuduh orang lain kufur atau

179 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Faraidh, 67561 dan Muslim (pembahasan: Iman,
63/t7sl.
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menyebubtya musuh Allah padahal orang tersebut tidak demikian,

melainkan ucapannya itu kembali kepadanya.'780

Ini merupakan ancaman keras yang menunjukkan bahwa

orang yang melakukannya wajib dikenai sanksi yang keras pula,

sehingga ia pantas menerima serafus kali cambukan atau sanksi

yang serupa.

Selain itu, ia telah mengelabui para saksi dan

menjemmuskan mereka ke dalam akad yang batal. ia pun menikah

secara batal karena mayoritas ulama mengatakan bahwa nikah

tanpa wali itu hukumnya batal, dan ia yang melakukannya wajib

dikenai sanksi, mengikuti kebijakan '[Jmar bin Khaththab rg,. Ini

adalah madzhab Asy-Syafi'i dan selainnya. Bahkan sekelompok

ulama menerapkan hukum rajam dalam kasus seperti ifu dan

selainnya. Sementara ulama yang membolehkan nikah tanpa wali
secara mutlak, mereka tetap tidak membolehkan cara pemikahan

seperti ini, yaitu menyatakan nasab palsu dan menghadirkan wali
palsu. Karena ifu, sanksinya disepakati umat Islam.

Perempuan tersebut juga dikenai sanksi atas kebohongan

dan pengakuannya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang

telah mencerainya. Laki-laki yang mengaku sebagai suaminya itu
juga dikenai sanksi, berikut orang yang mengaku sebagai

saudaranya. Adapun orang-orang yang memperkenalkan mereka,

mereka diberi sanksi atas kesaksian palsu terkait nasab

perempuan, pemikahannya, dan ketidakhadiran wali. Seyogianya

sanksi terhadap mereka dijatr-rhkan sekeras-kerasnya karena

fuqaha telah meredaksikan pendapat bahwa saksi palsu itu wajib

dicoreng-coreng wajahnya sesuai dengan praktik yang difuhrrkan

180 93. Muslim (pembahasan' Iman, 67/1121.
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dari Umar bin Khaththab rg bahwa ia mencoreng-coreng wajah

saksi palsu sebagai isyarat akan hitamnya wajah pembohong.

'lJmar juga menaikkan saksi palsu ke atas kendaraan dengan

menghadap ke belakangan sebagai isyarat bahwa ia telah

membolak-balilrkan perkataan. Ia juga diarak keliling kota untuk

disiarkan kepada masyarakat bahwa ia adalah saksi palsu.

Penjatuhan sanksi terhadap mereka bukan kewenangan

hakim semata, melainkan juga kewenangan pejabat hisbah darr

pihak-pihak y*g berwenang lainnya selama mereka memiliki
kemampuan. Sanksi tersebut wajib dilakukan dalam keadaan

seperti sekarang ini, yaitu terjadinya kerusakan moral yang sangat

memprihatinkan di kalangan kaum perempuan serta banyaknya

kesaksian palsu, karena Nabi $ bersabda,
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"Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran

namun mereka tidak mengubahnya, maka tidak lama kgi Alah
akan menjafuhkan hukuman yang merata kepada mereka.'L8l

Walhhu a'lam.

18r HR. An-Nasa'i (pembahasan: Tafsir, 177), Ibnu Majah (pembahasan' Fitnh,
4005), dan Ahmad (1/51, merel<a semua dari Abu Bakar.
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Kewenangan Ayah untuk Memaksa Nikah Anak
Gadisnya

Syaikhul Islam lbnu Taimil6rah Ditanya

Apakah ayah boleh memaksa anak perempuannya yang

masih gadis dan sudah baligh unhrk menikah atau tidak?

SlEikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Ada dua pendapat masyhur mengenai paksaan ayah

kepada anak perempuannya yang masih gadis unfuk menikah.

KeduanSn merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. Pertama, ia

boleh memaksa anak gadis yang sudah baligh untuk menikah

sebagaimana madzhab Malik dan Asy-Syafi'i. Ini adalah pendapat

yang dipilih Al Kharqi, Al Qadhi dan selainnya. Kedua, ayah tidak

bol€h memaksan5ra seperti madzhab Abu Hanifah dan selainnya.

Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar bin Abdul 'Aziz bin Ja'far.

Pendapat inilah png benar.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal acuan pemaksaan;

apakah kegadisan, atau trsia yang masih kecil, ataukah gabungan

dari keduan5a, ataukah masing-masing dari keduanya? Ada empat

pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Menurut
pendapat yang benar, acuan paksaan adalah usia yang masih kecil,

dan bahun anak gadis !,'ang sudah boleh tidak boleh dipaksa

menikah oleh siapapun, karena ada riwayat valid dalam kitab Ash-
Shahih dari Nabi @ bahwa beliau bersabda,
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'Anak gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izin,

dan tidak pula janda sebelum dimintai peintah." Ada yang

bertanya, "Sesungguhnya anak gadis ifu pemalu?" Beliau

menjawab, "Diamnya adalah izinnya.'\82

Dalam redaksi lain dalam kitab Ash-Shahih disebutkan,

Glqrlu"ffr
'Anak gadis (harus) dimintai izin ayahnya.'\83

Inilah larangan Nabi S agar anak gadis tidak dinikahi

sebelum dimintai izin. Larangan ini mencakup ayah dan selainnya,

dan hal itu disebutkan secara tegas dalam riwayat lain yang shahih,

dan bahwa ayah sendirilah yang meminta izin kepadanya.

Selain itu, ayah tidak berhak mengelola harta anak

perempuannya manakala ia telah dewasa kecuali dengan izinnya,

sedangkan kemaluannya itu lebih berharga daripada hartanya.

Lalu, bagaimana mungkin ayah boleh melakukan tindakan

terhadap kemaluannya dalam keadaan ia tidak suka dan memiliki

sifat bijak.

182 HR. Al BulJrari (pernbahasan: Nikah, 5136, 5137), Muslim (pembahasan:

Nikah, 1419164), keduanya dari Abu Hurairah;.$..
183 HR Muslim (pembahasan: Nikah, 742L/6Sl dari hnu'Abbas rg,.
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Selain itu, usia yang masih kecil merupakan faktor yang

menyebabkan pembatasan hak transaksi berdasarkan nash dan

ijma'. Pendapat yang menjadikan stafus gadis sebagai faktor yang

mengakibatkan pembatasan hak menentukan merupakan

pendapat yang bertentangan dengan pokok-pokok Islam, karena

Syari' tidak menjadikan stafus gadis sebagai penyebab pembatasan

hak dalam kasus apapun yang disepakati. Jadi, menjadikan status

gadis sebagai alasan hukum ifu sama dengan menjadikan suatu

sifat yang tidak memiliki pengaruh dalam syari'at sebagai alasan.

Selain ifu, mereka yang mengatakan ayah boleh memaksa

itu mengalami kerancuan manakala anak gadis memilih laki-laki

yang setara sedangkan ayah memilih laki-laki lain yang juga setara;

apakah yang diambil adalah pilihannya atau pilihan ayah? Ada dua

tumnan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Sedangkan ulama yang mengambil pilihan anak perempuan harus

merunfuhkan pokoknya sendiri. Sedangkan ulama yang

mengambil pilihan ayah, pendapatnya mengandung kerusakan dan

keburukan yang tidak samar, karena Nabi '5{} dalam hadits shahih

bersabda,

;It

"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya,

sedangkan gadis diminta izin, dan pertanda izinnya adalah diam. "

Dalam riwayat lain disebutkan,
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"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walint,a.'184

Oleh karena Nabi $ menetapkan janda lebih berhak atas

dirinya, hal itu menunjukkan bahwa ia tidak lebih berhak atas

dirinya, melainkan wali lebih berhak. Yang demikian itu hanya

dimiliki oleh ayah dan kakek. Inilah pegangan ulama yang

membolehkan ayah memaksa anak gadisnya untuk menikah.

Mereka meninggalkan pengamalan nash hadits dan makna

teksfualnya, melainkan berpegang pada dalil implisitrya. Mereka
tidak mengetahui maksud Rasulullah ffi. Karena sabda beliau,

'Uanda lebih berhak atas dirinya daripada walinya" itu mencakup

setiap wali, tetapi mereka mengkhususkannya pada ayah dan
kakek. Alasan kedua, Nabi S bersabda, "Anak gadis diminta izin."
Sedangkan mereka tidak mewajibkan ayah unfuk meminta 2innya.
Bahkan mereka mengatakan hukumnya sunnah sehingga salah

seorang di antara mereka melakukan qishash secara konsisten

terhadapnya. Mereka mengatakan bahwa oleh karena permintaan

izin itu hukumnya sunnah, maka cukup dengan diam. Ia juga

mengklaim bahwa seandainya permintaan izin itu hukumnya wajib,

niscaya harus diucapkan. Pendapat ini dikembalikan oleh sebagian

sahabat Asy-$nfi'i dan Ahmad.

Pendapat ini bertentangan dengan Uma' umat Islam

sebelumnya, serta bertentangan dengan nash-nash Rasulullah S,
karena ada riwayat yang shahih dan masyhur setelah terjadi

kesepakatan di antara para imam sebelum mereka bahwa jika

seorang gadis dinikahkan oleh saudaranya atau pamannya, maka

ia harus meminta izin kepadanya, dan tanda izinnya adalah diam.

lsa gg. Muslim (pembahasan: Nikah, 7421/67) dan Abu Daud (pembahasan:

Nikah, 2099), keduanya dari hnu 'Abbas ig,.
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"Gadis tidak dinikahi sebelum dimintai izin, dan ianda fidak

boleh dinikahkan sebelum dimintai pnrin7u6.'4'85

Dalam hadits ini Nabi S menyebutkan kata izin untuk gadis

dan perintah untuk janda. Beliau juga menetapkan bahwa izinnya

gadis adalah diam, sedangkan izinnya janda adalah bicara. Inilah

aspek yang digunakan Nabi S untuk membedakan antara janda

dan gadis. Beliau tidak membedakan keduanya dalam hal boleh

memaksa dan tidak boleh memaksa. Alasannya, oleh karena gadis

ifu biasanya mati untuk berbicara tentang urusan pemikahannya,

maka pinangan tidak dibicarakan kepadanya, melainkan kepada

walinya. Sedangkan walinya meminta izin kepadanya, lalu ia pun

mengizinkan kepadanya. Ia tidak memberikan perintah secara

inisiatif kepada ayahnya, melainkan ia mengizinkan jika dimintai

izin, sedangkan izinnya adalah diam. Adapun janda itu telah

kehilangan rasa malu yang dimiliki seorang gadis sehingga ia bisa

berbicara tentang pemikahan. Pinangan bisa dibicarakan

kepadanya secara langsung dan ia bisa memberikan perintah

kepada walinya untuk menikahkannya. Jadi, jandalah yang

memberi perintah, dan ayah wajib memafuhi perintahnya untuk

menikahkannya dengan laki-laki yang setara manakala ia

memerintahkannya. Jadi, wali diperintah oleh janda dan meminta

185 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
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izin kepada gadis. Makna inilah yang dihrnjukkan oleh ucapan

Nabi $.
Adapun menikahkan anak gadis secara paksa itu

bertentangan dengan pokok-pokok syari'at dan akal sehat. Allah
tidak memperkenankan walinya unfuk memaksanya melakukan
penjualan dan sewa kecuali dengan seizinnya, serta tidak boleh

memaksanya dengan makanan, minuman dan pakaian yang tidak

ia suka. Lalu, bagaimana mungkin ayah boleh memaksanya unfuk
melakukan hubungan intim dan bergaul dengan orang yang tidak

disukainya, sedangkan Allah menjadikan hubungan suami-istri

sebagai hubungan yang berisi cinta dan kasih sayang. Jika
pemikahan terjadi dengan disertai rasa benci dan enggan, lalu rasa

cinta dan kasih sayang apa yang bisa terjadi tumbuh dalam

hubungan seperti ifu?

Kemudian, jika terjadi perpisahan di antara suami-istri,

Allah memerintahkan unhrk mengutus dua hakam dari keluarga

suami dan keluarga istri. Hakam sebagaimana yang disebutkan

Allah adalah hakim menurut ulama Madinah. Ini juga merupakan

salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad serta

pendapat Abu Hanifah. Sedangkan menurut pendapat lain, yang

dimaksud adalah wakil. Namun pendapat pertama lebih shahih

karena wakil bukan orang yang memiliki kewenangan unfuk

memutuskan, tdak dibutuhkan perintah para imam dalam

menunjuk wakil, tidak disyaratkan berasal dari keluarga, tidak

khusus unfuk kasus perpisahan, dan tidak membutuhkan nash

khusus. Akan tetapi, jika terjadi pertengkaran antara suami-istri,

maka harus ada pihak berwenang yang mengumsi urusan

keduanya lantaran yang safu tidak bisa memutuskan perkara yang

lain. Karena ifu, Allah memerintahkan agar urusan suami-istri

tersebut diserahkan kepada dua orang dari keluarga masing-
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masing agar keduanya mengambil tindakan yang lebih

bermaslahat, baik menyatukan keduanya atau memisahkan

keduanya, baik dengan pengganti atau tanpa pengganti. Dalam

kasus ini, hakam yang satu bersama hakam yang lain memiliki

kewenangan untuk menceraikan tanpa izin laki-laki, sedangkan

hakam yang lain bersama hakam yang pertama berhak

memberikan pengganti yang diambil dari harta istri tanpa izinnya

karena kedua hakam tersebut telah menjadi wali bagi keduanya.

Konsekuensi dari pendapat ini adalah ayah berhak

menceraikan atas nama anak laki-lakinya yang masih kecil dan

yang gila manakala ia melihat adanya maslahat, seperti dalam

salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Demikian

pula, ayah boleh melakukan khulu'atas nama anak perempuannya

manakala ayah melihat adanya maslahat baginya.

Lebih dari ifu, jika suami menceraikan istrinya sebelum

hubungan intim, maka ayah boleh merelakan setengah mahar

manakala dipegang pendapat bahwa ayahlah yang memiliki

kanrenangan atas ikatan nikah sebagaimana pendapat Malik dan

Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Al

Qw'an menunjukkan kebenaran pendapat ini, dan mahar ifu tidak

seperti harta bendanya yang lain karena menurut ketentuan

dasamya, mahar ifu hukumnya wajib sebagai pemberian yang

penuh kerelaan. Sedangkan dalam kasus ini, kemaluan perempuan

kembali kepadanya tanpa mengalami kekurangan, dan cerai yang

terjadi dapat dikategorikan sebagai penghapusan akad. Menurut

ketenfuan awalnya, tidak wajib menyerahkan setengah mahar

kepada suami. Akan tetapi, Syari' memaksanya unfuk

menyerahkan setengah mahar karena suami mengalami

kekecewaan.
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Karena ifu, pengembalian setengah mahar dijadikan sebagai

pengganti dari kesenangan menurut Ibnu 'Umar, Asy-Syafi'i, dan

Ahmad salah safu dari beberapa riwayat pendapat darinya. Jadi,

mereka mewajibkan mut'ah (pemberian untuk menyenangkan hati)

kepada setiap perempuan yang dicerai, kecuali perempuan yang

dicerai sesudah ditenfukan mahamya dan sebelum terjadi

hubungan intim, sehingga ia cukup memperoleh mahar yang telah

ditentukan baginya.

Sedangkan Ahmad dalam riwayat lain bersama Abu

Hanifah dan ulama lain tidak mewajibkan mut'ah kecuali bagi

perempuan yang dicerai sebelum ditentukan mahamya dan

sebelum terjadi persefubuhan. Mereka menetapkan mut'ah sebagai

pengganti dari setengah mahar. Mereka juga mengatakan bahwa

setiap perempuan yang dicerai itu mengambil mahar kecuali

perempuan ini. Mereka juga mengatakan bahwa mahar telah

ditetapkan sebelum cerai dengan jalan akad dan persefubuhan,

sedangkan penyebab mut'ah adalah cerai sehingga ia wajib bagi

setiap perempuan yang dicerai. Akan tetapi, Allah menjadikan

cerai sebagai penyebab mut'ah sehingga ia tidak bisa jadikan

sebagai pengganti bagi apa yang disebabkan oleh akad dan

persefubuhan.

Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa pendapat ketiga

lebih shahih, dan itulah riwayat pendapat lain dari Imam Ahmad,

bahwa setiap perempuan yang dicerai ifu berhak mendapat mut'ah

sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna tekstual Al Qur'an dan

cakupan umumnya. Allah $ berfirman,

4#i&G;"*-if;e\v,riw5
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"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah

diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makru{ sebagai

suafu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. " (Qs. Al Baqarah

l2l:241)

Selain itu Allah juga berfirman,

:.j rsl * .;--gi K 6y g-rt, rii qli
"J;*ti, ;; rb q w "#6 4 % 3,y n

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan

mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib

atas mereka iddah bagimu yang kamu minta

menyemp Maka berilah mereka mut'ah dan

lepaskanlah mereka ifu dengan cara yang sebaik-baiknya. " (Qs. Al

Ahzaab [33]:49)

Allah memerintahkan unfuk memberikan mut'ah kepada

perempuan-perempuan yang dicerai sebelum terjadi perseh-rbuhan.

Allah tidak mengkhususkan hal itu bagi perempuan yang belum

ditetapkan maharnya. Selain itu, kebanyakan perempuan ifu
dicerai sesudah ditetapkan maharnya.

Lagi pula, jika penyebab mut'ah adalah cerai, maka

penyebab mahar adalah akad. Jadi, perempuan yang belum

ditentukan maharnya itu wajib memperoleh mahar standar sebagai

akibat dari akad, dan mahar tersebut tidak bisa berubah lagi akibat

kematian menurut pendapat yang shahih dan ditr-rnjukkan oleh
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hadits Barwa' binti Wasyiq yang menikah lalu ditinggal mati
suaminya sebelum ditetapkan mahar unfuknya. Nabi #
menetapkan bahwa ia memperoleh mahar seperti mahar

perempuan sepertinya, tidak kurang dan tidak lebih.186 akur-,

tetapi, seandainya ia dicerai sebelum terjadi persefubuhan tidak
memperoleh setengah mahar berdasarkan nash Al Qur'an karena

ia tidak mensyaratkan mahar yang disebutkan angkanya.

Kekecewaan yang terjadi padanya akibat cerai itu tertufupi dengan

mut'ah. Bukan di sini tempat unfuk menjelaskan masalah-masalah

ini.

Akan tetapi, tujuan bahasan di sini adalah bahwa Syari'

tidak memaksa perempuan untuk menikah manakala ia tidak
menginginkannya. Bahkan, jika ia membenci suaminya dan terjadi

keretakan di antara keduanya, maka Syari' menyerahkan

umsannya kepada selain suami, yaifu kepada salah seorang

keluarganya yang mengupayakan maslahat baginya, bersama salah

seorang keluarga suami yang juga mengupayakan maslahat

baginya. Jadi, keluarga perempuan ifulah lrang berusaha

membebaskan perempuan dari suami. Lalu, bagaimana mungkin

ia diikatkan bersama seorang laki-laki untuk selama{amanya tanpa

ada persetujuan darinya. Perempuan ifu ibarat tawanan bagi

suaminya sebagaimana sabda Nabi g$,

186 HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2116), At-Tirmi&i (pembahasan: Nikah,
1145) dengan menilainya hasan-shahth, An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 3354), hnu
Majah (pembahasan, Nikah, 1891), Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, 2/155), dan
Ahmad (7/447), mereka semua dari Abdullah bin Mas'ud rg.
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"Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan

isti-isti (kalian), karena mereka adalah penolong bagi kalian.

Kalian mengambil mereka dengan amanah dai Allah, dan kalian

menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Nl^h-'Mt

Hukum Paksaan Terhadap Anak Perempuan yang
Sudah Baligh untuk Menikah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak perempuan yang sudah baligh. Ia

dipinang oleh salah seorang kerabatnya sendiri tetapi ia menolak.

Kemudian keluarganya berkata kepada pelaku akad, "Akadkan

saja!" Padahal ayahnya ada pada waktu itu. Apakah
pemikahannya itu boleh atau tidak?

187 HR. Muslim (pembahasan: Haii, 7218/147), Abu Daud (pembahasan:

Manasik, 1905), Ibnu Majah (pembahasan, Manasik, 3074), Ad-Darimi (pembahasan:

Manasik, 2/M49), mereka semua dari Jabir bin Abdullah.
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyryah Menjawab

Jika mempelai laki-laki tidak setara dengannya, maka ia
tidak boleh dipaksa untuk menikahinya.

Adapun jika mempelai laki-laki setara dengannya, maka
para ulama memiliki dua pendapat yang masyhur dalam masalah

ini. Akan tetapi, menurut pendapat yang paling jelas

keshahihannya sesuai dengan Kitab dan Sr.rnnah serta qiyas, ia
tidak boleh dipaksa sebagaimana sabda Nabi $,

w;t: G;) Arli:;" ;- 5,ir i# Y

,z lrz .l
LgJ t^-a

"Perawan tidak boleh dinikahkan sebelum ayahnya

meminta izin kepadanya, dan izinnya adalah diamnya.'L88

Menikahkan Anak Perempuan tanpa Izin Karena
Mengiranya Sudah tidak Gadis

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang gadis

dengan perwalian di tangan ayahnya, tetapi ayahnya tidak

meminta izin pada waktu akad. Ayahnya pemah mengadakan

akad unfuknya dengan suami sebelumnya, kemudian ia dicerai

sebelum terjadi persetubuhan (dan hal ini tidak diketahui oleh

ayahnya). Kemudian suaminya yang kedua menggaulinya, tetapi

188 Tak hrii hadits telah disebutkan sebelumnya.
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suaminya ifu mendapatinya masih gadis. Ia merahasiakan hal ihr,

dan istrinya itu pun mengandung darinya. Kehidupan keduanya

pun berjalan dengan tenang-tenang saja. Namun ketika suami tahu

bahwa istrinya tidak dimintai izin pada waktu akad, ia tanya

tentang hal tersebut. Ia mendapat jawaban bahwa akad tersebut

terhapus karena istrinya itu masih perawan dan tidak dimintai izin.

Apakah akad tersebut terhapus? Apakah persefubuhan tersebut

syubhat? Apakah ia wajib memperbarui akad atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia janda

dari seorang suami, dan ia telah baligh, maka ia tidak boleh

dinikahkan kecuali dengan seizinnya berdasarkan pendapat yang

disepakati para imam. Akan tetapi, jika ia dinikahkan tanpa

izinnya kemudian ia membolehkan akad, maka hukumnya boleh

dalam madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu

dari dua riwayat pendapat. Sedangkan dalam madzhab Asy-Syafi'i

dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain hukumnya tidak

boleh.

Jika ia janda akibat zina, maka ia seperti janda akibat

pemikahan dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan dua sahabat

Abu Hanifah. Namun dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa

ia seperti perawan. Ini adalah madzhab Abu Hanifah sendiri dan

Malik. Jika selaput perawan hilang akibat melompat, atau terkena
jari, atau semacam itu, maka ia seperti perawan menurut Imam

Empat. Jika ia perawan, maka perawan boleh dipaksa nikah oleh

ayahnya untuk menikah meskipun ia sudah baligh menurut

madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah sahr dari dua

riwayat pendapat. Sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain,
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dan ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan selainnya, ayah

tidak boleh memaksanya jika ia telah baligh. Ini merupakan

pendapat paling shahih sesuai yang dihrnjukkan oleh Sunnah

Rasulullah S dan ushul.

Dengan demikian, tampak jelas dalam masalah ini bahwa

mayoritas ulama mengatakan bahwa jika perempuan yang

dinikahkan tanpa izin itu memilih untuk menyetujui akad, maka

hukumnya boleh. Jika tidak, maka dibutuhkan akad dari awal.

Dapat dikatakan bahwa pendapat inilah yang paling kuat di sini,

terlebih karena ayah melakukan akad dalam keadaan meyakini

bahwa anaknya masih gadis dan bahwa ia tidak perlu meminta izin

kepadanya, sehingga apabila kenyataannya berlawanan dari itu.

maka ia ditolerir. Jika perempuan tersebut memilih unfuk

menikah, maka hal itu tidak sama dengan tindakan seorang yang

sia-sia tindakannya. Mengenai pengganfungan akad pada

perkenannya terdapat perbedaan pendapat yang masyhur di

antara ulama. Pendapat yang paling jelas keshahihannya adalah

masalah ini diperinci sebagaimana dipaparkan di tempat lain-

Syaikhul Islam juga berkata:

Tidak seorang pun di antara kedua orang fuanya yang

boleh memaksanya untuk menikah dengan lakilaki yang tidak ia

inginkan. Jika ia menolak, maka ia tidak dianggap durhaka. Jika

tidak seorang pun yang boleh memaksanya unfuk memakan

sesuafu yang tidak ia mampu dalam keadaan ia mampu memakan

yang ia mau, maka demikian pula dengan nikah, bahkan lebih dari

itu. Memakan makanan yang tidak disukai hanya menghasilkan

rasa tidak enak untuk sesaat, sedangkan hidup serumah dengan

orang yang tidak disukai sepanjang usia dapat membuat derita

orang yang menjalaninya.
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Laki-Laki yang Hak Transaksinya Dibatasi Menikah
tanpa Izin Ayahnya

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang hak transaksinya ada di tangan

ayahnya. l^aki-laki tersebut menikah tanpa izin ayahnya. Kemudian

kawan-kawannya memberi kesaksian bahwa ayahnya sudah mati,

padahal ia masih hidup. Apakah akad tersebut sah atau tidak?

Apakah ia menanggung suahr kewajiban akibat menikah tanpa izin

atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia lemah akal dan dibatasi hak transaksinya, maka

pemikahannya tidak sah tanpa izin ayahnya, dan ia hams

dipisahkan dari istrinya. Jika keduanya dipisahkan sebelum terjadi

persefubuhan, maka ia tidak menanggung kewajiban apapun.

Tetapi jika ia bijak, maka nikahnya sah meskipun ayahnya tidak

mengizinkannya. Jika suami-istri berselisih; apakah ia menikah

dalam keadaan bijak atau lemah akal, maka perkataan yang

dipegang adalah perkataannya pihak yang mengklaim nikah sah.

Penghulu yang Bermadzhab Maliki Meminta Anak
Mempelai Perempuan unfuk Hadir, tetapi yang
Hadir Bukan Anaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan,

dan perempuan tersebut memiliki seorang anak. Yang menjadi
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penghulu bermadzhab Maliki. Kemudian penghulu tersebut

meminta agar anak tersebut dihadirkan, tetapi anak tersebut tidak

bisa dihadirkan, lalu dihadirkan seorang anak yang bukan anaknya

Penghulu itu pun melakukan akad. Apakah akad tersebut sah atau

tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Akad tersebut tidak sah karena anak tersebut menjadi

walinya. Jika ia hadir dan tidak menolak, maka ibunya tidak boleh

dinikahkan kecuali dengan seizinnya. Adapun jika ia pergi jauh,

maka pervualiannya berpindah kepada kerabat lain yang lebih jauh

atau kepada hakim. Namun seandainya yang melakukan akad

adalah penghulu yang bermadzhab Asy-Syafi'i dengan meyakini

bahwa anak tidak memiliki hak perwalian, maka ini adalah

sebagian dari masalah ijtihad. Akan tetapi, yang menikahkan

mengikuti madzhab Maliki, dan ia meyakini bahwa tidak ada yang

boleh menikahkannya selain anaknya. Tetapi jika jati diri anak

yang hadir ifu samar bagi penghulu, lalu yang menikahkan adalah

anak yang diyakininya sebagai anak perempuan tersebut, lalu

hakim ini menikahkannya dengan peranlian anak tersebut, bukan

dengan penualian seseorang yang memiliki nasab atau hak

peruualian yang sebenamya, maka ifu berarti perempuan tersebut

dinikahi tanpa Din wali sama sekali. Pemikahan ini batal menurut

mayoritas ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam pendapat-

pendapat yang mereka redaksikan.
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Perempuan yang Melarikan Diri Lalu Menikah
tanpa Izin Saudaranya (Yang Menjadi Walinya)

Syaikhul Islam lbnu Taimiyryah Ditanya

Ada seorang perempuan yang diajak menyendiri oleh

saudara di suatu tempat untuk menjalani iddah dari suaminya.

Ketika iddahtya telah selesai, perempuan tersebut melarikan dari

saudaranya ke suatu negeri yang jaraknya ditempuh sehari

perjalanan. Kemudian ia menikah tanpa izin saudaranya, padahal

ia tidak memiliki wali selain saudaranya itu. Apakah nikahnya sah

atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika saudaranya tidak mempersulitnya dan ia memiliki
kepantasan untuk menjadi wali, maka pemikahan perempuan

tersebut tidak sah tanpa izin saudaranya. Wallahu a'lam.

Masalah Perwalian Kakek atas Cucu Perempuannya

Syaikhul Islam Ibnu TaimiyTah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan

yang sudah baligh dengan wali kakeknya dari jalur ayah,

sedangkan kakeknya itu tidak menganggapnya sebagai perempuan

yang biiak. Kakeknya juga tidak memegang wasiat dari ayahnya.

Ketika telah dekat waktu kematiannya, kakeknya itu memberikan

wasiat kepada laki-laki asing untuk menjadi wali perempuan

tersebut. apakah kakek tersebut memiliki hak perwalian terhadap
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perempuan tersebut sesudah ia digauli suaminya? Apakah ia boleh

memberikan wasiat atasnya?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Jika perempuan tersebut bijak, maka tidak ada hak

perwalian atasnya, baik bagi kakeknya atau bagi orang lain

berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Tetapi jika ia
termasuk perempuan yang dibatasi hak fuansaksinya, maka ada

dua pendapat ulama tentang hal ini. Pertama, kakeknya memiliki

hak perwalian. Ini adalah madzhab Abu Hanif ah. kedua, ia tidak

memiliki hak perwalian. Ini adalah madzhab Malik dan Ahmad

dalam pendapat yang masyhur darinya. Jika perempuan tersebut

menikah dan telah berlangsung selama setahun serta melahirkan

anak, maka dimungkinkan ia bijak berdasarkan pendapat yang

disepakati ulama.

Wali Mengingkari Janji untuk Menikahkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Dtanya

Ada seorang laki-laki yang membujuk wali seorang

perempuan dengan memberinya harta agar ia menikahkan

perempuan yang diwalikannya dengannya. Tetapi kemudian wali

tersebut menikahkannya dengan laki-laki lain. Kemudian wali

tersebut mengadakan perdamaian dengan orang yang memberinya

harta. Apakah perempuan tersebut memikul suahr pertanggungan?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimig4yah Menjawab

Wali tersebut berdosa, tetapi nikahnya sah. Sedangkan

perempuan yang diwalikannya tidak memikul pertanggungan

apapun.

Keharusan Anak Mantan Tuan unfuk Menikahkan
Perempuan Mantan Budak ry. Manakala Dipinang
Orang yang Shalih

Syaikhul Islam lbnu Taim[ryah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan. Ia

Iantas memerdekakan budaknya ifu dan menikahinya, lalu ia mati.

Setelah ifu perempuan tersebut dipinang oleh seseorang yang

shalih. Apakah anak-anak mantan tuannya itu boleh

menikahkannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika
perempuan tersebut dipinang oleh orang yang shalih dan pantas

baginya, maka anak-anak mantan tuannya wajib menikahkannya.

Jika mereka menolak, maka hakim yang menikahkannya atau

kerabat orang yang memerdekakannya jika ia memiliki kerabat

selain anak-anaknya. Akan tetapi, di antara ulama ada yang lebih

mendahulukan hakim manakala wali yang terdekat mempersulit.

Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat
pendapat. ada pula yang lebih mendahulukan kerabat seperti Abu

Hanifah dalam pendapat yang masyhur darinya. Adapun jika ia
tidak memiliki kerabat, maka ia dinikahkan oleh hakim menurut
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pendapat yang disepakati ulama. Seandainya seluruh kerabat

menolak, maka hakim yang menikahkan berdasarkan pendapat

yang disepakati. Dan seandainya kerabat mengizinkan hakim

unfuk menikahkan, maka hukum boleh menumt pendapat yang

disepakati umat Islam.

Wali Menikahkan Perempuan yang Mengaku
Sebagai Budak yang Baru Dimerdekakan

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang lakilaki yang menikahi seorang budak

perempuan yang dimerdekakan milik orang lain, lalu ia

menceraikannya. Setelah ifu perempuan tersebut menikah dengan

lakilaki lain, lalu ia dicerai. Kemudian ia datang ke negeri tempat

suaminya yang pertama berada, lalu mantan suaminya itu ingin
kembali kepadanya tetapi perempuan tersebut tidak membawa

surat yang menjelaskan statusnya sebagai perempuan yang bebas

dari ikatan nikah. laki-laki tersebut khawatir seandainya ia dimintai

surat tersebut. Akhimya keduanya datang kepada qadhi setempat,

lalu mantan suaminya ifu mengaku bahwa perempuan tersebut

adalah sahaya yang telah dijadikannya ummu walad, dan ia ingin

memerdekakannya dan membuat surat akta untuknya. Apakah

akad ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Jika qadhi menikahkannya dalam kapasitas sebagai walinya,
perempuan tersebut juga telah bebas dari faktor-faktor penghalang

syari'at, dan ia tidak memiliki wali yang lebih dekat daripada
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hakim, maka pemikahannya sah. Jika hakim mengira bahwa ia

baru saja dimerdekakan padahal ia sudah merdeka sejak lama,

maka hal itu tidak menciderai keabsahan nikah. Ini adalah

pendapat yang jelas keshahihannya menurut ushul Asy-Syafi'i,

karena suami menurutrya tidak bisa menjadi wali. Adapun orang

yang mengatakan bahwa budak perempuan yang dimerdekakan itu

dinikahkan oleh orang yang merdekakan, sedangkan qadhi hanya

wakilnya, maka di sini apabila hakim menikahkan dalam kapasitas

sebagai wakil sehingga ia tidak berhak menerima nikah bagi pihak

perempuan karena sejak awal perempuan tersebut sudah

merdeka, maka ada pertimbangan lain dalam masalah inl. Wallahu

a'lam.

Imam Melakukan Akad tanpa Izin dari Pihak
Berurenang

Slnikhul Islam Ibnu Taimiyfh Dtanya

Ada suatu kaum badui yang tinggal di dekat pantai. Di

tempat mereka atau di dekat tempat mereka tidak ada seorang

hakim. Menurut tradisi, mereka biasanya melakukan akad nikah

hanya di desa-desa yang ada di sekitar mereka di hadapan imam-

imam setempat. Apakah akad yang dilangsungkan oleh imam-

imam setempat itu sah secara mutlak, baik bagi perempuan yang

memiliki wali dan yang tidak memiliki wali? Ada kalanya para

imam tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Apakah

akad mereka sah secara syari'at dengan disertai kesaksian dari

umat Islam atas akad? Apakah para imam ihr berdosa manakala

dalam akad tersebut tidak ada faktor penghalang selain tidak

adanya izin dari hakim?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun
perempuan yang memiliki wali, yaitu kerabat semisal ayah, kakek,

saudara, paman, keponakan, anak paman, paman ayah, anak

paman ayah, atau fuan yang memerdekakan-jika yang dinikahkan

adalah mantan budak perempuan, atau kerabat fuan yang

memerdekakan, maka perempuan ini dinikahkan oleh walinya

dengan seizinnya. Anak merupakan wali menurut mayoritas ulama.

Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan hakim berdasarkan

pendapat yang disepakati ulama.

Jika nikah dilangsungkan di hadapan dua saksi muslim,

maka pemikahan sah meskipun tidak ada seorang imam di sana.

Kalaupun dua saksi tersebut bukan orang yang dinilai adil oleh

qadhi karena keadaan keduanya tidak dikenal oleh qadhi, maka

pemikahan tetap sah manakala mereka mengumumkannya dan

tidak merahasiakannya menurut pendapat yang jelas

keshahihannya dalam madzhab Imam Empat. Seandainya

pemikahan dilangsungkan di hadapan dua orang fasik, maka

pemikahannya juga sah menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam

salah safu dari dua riwayat pendapat. Seandainya pemikahan tidak

di hadapan para saksi, melainkan walinya menikahkannya lalu

kabar tersebut tersiar ke khalayak, maka pemikahan tersebut juga

sah menumt madzhab Malik dan Ahmad bin Hanbal dalam salah

satu dari dua riwayat pendapat darinya. Ini merupakan pendapat

yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama.

Karena umat Islam senantiasa menikahkan perempuan-perempuan

kerabat mereka pada zaman Nabi #, namun beliau tidak

menyuruh mereka mendatangkan saksi. Jadi, tidak ada safu hadits

pun yang valid mengenai persyaratan kesaksian dalam nikah, baik

dalam kitab Ash-Shahih, As-Sunan atau Al Musnad. Adapun
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perempuan yang tidak memiliki wali, jika di desa atau wilayah

tersebut terdapat seorang hakim, maka hakim itulah yang

menikahkannya. Ia juga boleh dinikahkan oleh pemimpin

masyarakat badui dan kepala desa. Dan jika di antara mereka ada

seorang imam yang ditaati, maka ia juga boleh menikahkannya

dengan seizinnya. Wallahu a'Jam.

Hak Perwalian Ayah yang Sudah Masuk Islam atas
Anaknya yang Masih Ahli Kitab

Slpikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah seseorang yang telah masuk Islam itu hak

perwaliannya masih berlaku atas anak-anaknya yang masih ahli

Kitab?

Syaikhul Islam Ibnu Taimgyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tidak lagi

memiliki perwalian atas mereka dalam nikah, sebagaimana ia tidak

memiliki perwalian atas mereka dalam hal warisan. Karena itu,

orang muslim tidak boleh menikahkan perempuan kafir, baik

anaknya atau bukan. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim,

dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Ini adalah madzhab

Imam Empat dan para sahabat mereka dari generasi pendahulu

dan akhir- Akan tetapi, jika seorang muslim pemilik budak

perempuan, maka ia menikahkannya dalam kapasitasnya sebagai

pemilik. Adapun dalam hubungan kekerabatan dan kemerdekaan,

orang muslirn tidak boleh menikahkan perempuan kafir karena

tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini selain pendapat yang
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janggal dari sebagian sahabat Malik terkait laki-laki nasrani yang

menikahkan anak perempuannya sebagaimana yang ditufurkan
dari sebagian ulama generasi pendahulu bahwa laki-laki tersebut

mewarisi anaknya. Keduanya merupakan pendapat yang janggal,

sedangkan umat Islam sepakat bahwa orang kafir tidak mewarisi

orang muslim, dan orang kafir tidak boleh menikahi perempuan

muslimah.

Allah telah memutuskan perwalian dalam Kitab-Nya antara

orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, serta mengharuskan
pemufusan hubungan di antara mereka dari dua pihak, serta

menetapkan perwalian di antara orang-orang mukmin.
Allah @ berfirman,

"Sesungguhnya telah ada sui teladan yang baik bagimu
pada lbrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika
mereka berkata kepada kaum mereka: Sesungguhnjm kami
berlepas difi dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain

Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan

kamu permusuhan dan kebencian buat selamalamanya sampai
karnu beriman kepada Allah saja. " (Qs. Al Mumtahanah [60]: 4)

$6'y#'"5:V 4SLere'{A # a( 3-3

t4. r{., KG{ ;fi si oa 6:# ti;r't-'W:j. CWtr+

i g fii;i, !{,fi {66ii,.,; {<;;3
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,74rc!ii,Y

";, 3;s1; *9i 47ir ,tt',<-;.j-(;;'i$S

f ff6 t lxiUr,r;'t1 $ 5;;' rt'1;
G 6437*+5;+*r

1-" , ,.4'1,+et'P^+b

':Qj trx.:$J d;fury ;,A1 b3*, {';i( ;5i W-

i*i:i;Ai a #{ :"ii it;o I'\'ft 8; ;V
'rS:"Ji'r,3i:',5Aii,$r$\tii(u_4LA;;rr:,?&j6y

-A*\ I u. h,,s9fiGi$

'aq

"Kamu tidak akan mendapafi sesuatu kaum yang beriman

kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan

orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun

orang-orang ifu bapak-bapak, atau anak'anak atau saudara-

saudara atau pun keluarga mereka. Mereka ifulah orang-orang

yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan

menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-

I/Jaa."(Qs.Al Mujaadilah [58]: 22)

,)i .., I r) z )1- ,)zd9|) e-,ii_i;r'i'i3i;'

@e;rii

560



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

"Hai orang-orang yang beriman, kamu

mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-
pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi

sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil

mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu
termasuk mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi

petunjuk kepada orang-orang yang zhalim, Sesungguhnya

penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang
beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya

mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah,

Rasul-Nya dan orang-orang yang beiman menjadi penolongnya,

maka sesungguhnya pengikut bgama) Allah ihrlah yang pasti

menang. "(Qs.Al Maa'idah [5]: 51-56)

ilt'&6#;b;r-fr b4:,I\,!5r,xi
/ /n?

e /$l ,2 4, Ji "# )-i''iir -tl 1
2,

W;l Wj {)r- W it J y rdis| <4;:A

sla te aj6u
"Nabi itu (hendakryn) lebih utama bagi orang-orang

muknin dari diri mereka sendii dan isti-istinya adalah ibu-ibu
mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah safu
sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah
daripada orang-orang mul<rnin dan orang-orzrng Muhajirin, kecuali
kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu
(seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab

rubil. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 6)
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;rr4''S 4;\'b3-ii) \;;Ct W('u''ji LL

,rx 
"q-t # a4;\Gfri\ir; r-$i',;i,w a

U|tcti; e.-.{Aj #\rf{r.$G
"# +*i,J\lji;V" K4 ,i6 tJ'bW) t rW ii

'{tSc"{,,L';
*Sesungguhnya orang-orang yang beiman dan berhijrah

serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan

orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan
(kepada orang-orang muhajirin), mereka ifu safu sama lain lindung-

melindungi, ... Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka

menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, ... Dan orang-orang

yang beriman sesudah ifu, kemudian berhijrah dan berjihad

bersamamu maka orang-orang ifu termasuk u (juga).

Orang-orang yang mempunyai hubungan ifu sebagiannya lebih

berhak terhadap sesamanya @anpada yang kerabaf di dalam kitab
Allah. "(Qs. AI Anfaal lSlt 72-751
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Melanggar Sumpah dengan Perbuatannya Sendiri
atau Melalui Wakilnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan dan

ia telah memerdekakannya. Kemudian budak tersebut diminta oleh

seorang laki-laki untuk dinikahi, tetapi ia menjawab dengan

sumpah cerai, "Aku tidak akan memberikannya kepadamu."

Apakah cerainya jafuh seandainya ia mewakilkan seseorang unfuk

menikahkan mantan budaknya ih-r dengan laki-laki tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Apabila ia melakukan sendiri atau melalui wakilnya perkara

yang ia sumpahkan, maka ia telah melanggar sumpah. Akan tetapi
jika yang memang ifu sepadan, maka perempuan tersebut boleh

dinikahkan oleh wali yang lebih jauh seperti anaknya, atau

ayahnya, atau saudaranya; atau dinikahkan oleh hakim dengan

seizinnya meskipun tanpa uin orang yang memerdekakannya

karena ia dianggap mempersulit. Izinnya tidak dibuhrhkan, dan ia
tidak dianggap melanggar sumpah seandainya perempuan tersebut

dinikahkan dengan cara seperti ini.

Apakah Hakim Boleh Melarang Orang yang Biasa
Mengadakan Akad-Akad Nikah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya
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Ada seseorang yang biasa melakukan akad-akad nikah

dengan dihadiri wali dan dua saksi yang adil. Apakah Al Hakim

boleh melarangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hakim tidak boleh melarang orang tersebut untuk menjadi

wakil bagi wali dalam mengadakan akad dengan cara yang syar'i.

Akan tetapi, perempuan yang tidak memiliki wali tidak boleh

dinikahkan kecuali dengan seizin penguasa, yaitu hakim. Wallahu

a'Jam.

Saksi Pernikahan yang Fasik

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan

merdeka yang memiliki wali selain hakim. Kemudian ia datang

dengan membawa beberapa saksi padahal ia tahu bahwa mereka

itu fasik. Akan tetapi, seandainya mereka bersaksi di hadapan

hakim, maka hakim menerima mereka. Apakah pemikahan

dengan kesaksian mereka itu hukumnya sah? Jika sah, apakah

dimakruhkan?

Syaikhul lslam lbnu Taimiyyah Menjawab

Ya, pemikahan dalam keadaan seperti ifu hukumnya sah.

Sifat adil yang disyaratkan pada dua saksi nikah adalah duanya
tertutup keburukannya, tidak nyata-nyata fasik, meskipun
sebenarnya dua orang tersebut fasik. Pemikahan dengan kesaksian
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dua orang saksi yang seperti itu hukumnya sah menurut salah safu

dari dua pendapat ulama dalam madzhab Ahmad, Asy-Syafi'i dan

selainnya. Alasannya adalah seandainya dua saksi nikah harus

orang yang dinyatakan adil oleh hakim, niscaya pemikahan

mayoritas umat tidak sah kecuali dengan saksi yang seperti ifu.
Apakah kita tahu bahwa umat istri sejak zaman Rasulullah S, Abu

Bakar, '[Jmar, 'Utsman dan Ali #, selalu mengadakan akad nikah

di hadapan saksi dari sebagian mereka meskipun orang-orang

yang hadir itu tidak dinyatakan adil oleh pihak berwenang.

Di antara fuqaha ada yang mengatakan bahwa dua saksi

harus orang yang nyata sifat adilnya, dan mereka ih-rlah saksi-saksi

hakim yang dianggap adil menunrt mereka, meskipun di antara

mereka ada orang yang sebenamya fasik. Dengan dua asumsi

tersebut, pemikahan dengan kesaksian mereka tetap sah meskipun

sebenamya mereka fasik. Wallahu a'lam.

Hadits-Hadits Tentang Permintaan Izin dan
Perintah dari Perempuan yang Diwalikan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah &, Rasulullah #
bersabda,

5;t t< \r;* & ttr' ?< y
'JG nir;t '*5 nt i,*., ) G" :rjs .Jtlij &

'rkx"ui
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"Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai perintah,

dan anak gadis tidak dinikahkan sebelum dimintai izin. " Para

sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara izinnya? Beliau

menjawab , 'la diam.'L89 1[4uttafaq Alaihl

Ada pula riwayat dari Ibnu Abbas rS bahwa Rasulullah S
bersabda,

iltr'

G*t4tb
o

Gltlu ,*:r: W"a r&rr'Fi

qrY ;at
.c)r;t

try a6. G

ry
'Uanda lebih berhak atas dirinya daripada walinya,

sdangkan gadis diminta izin, dan pertanda izinnya adalah

6li2rn.'tr9o

Dalam riwayat lain disebutkan,

c
-z Jo zl,e**)

"Anak gadis (harus) dimintai izin ayahnya terkait din'nya,

dan diamnya adalah tanda persetujuannya. "191 (HR. Muslim dalam

kltab Shahih{tya)

Ada pula riwayat dari Aisyah ,a4p, katanya:

r89 Takh rij hadits telah disebutkan sebelumnya.
t9o 7ul1irii 6adits telah disebutkan sebelumnya.
rsr Takhii hadits telah disebutkan sebelumnya.
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"Aku bertanya kepada Rasulullah # tentang anak gadis

yang dinikahkan keluarganya; apakah ia dimintai perintahnya atau
tidak?" Rasulullah $ menjawab, " Ya. Ia dimintai perintah." Aisyah

melanjutkan: Aku bertanya kepada beliau, "Tetapi perempuan itu
malu." Rasulullah $ bersabda, "Itulah izinnya jika i2 4iu*.'L92

Ada pula riwayat dari Khansa' binti Khidam,

"i$ U; ".; fJ ti,e J tQ'il ud Lf
a/

t. ,',/. (,.i .1. . oi. 1., 1. i ' '

"Ayahnya menikahkannya saat ia masih gadis, namun ia
tidak menyukainya. Ia lantas menemui Rasulullah g$, lalu beliau

menolak pemikahannya." (HR. AI Bukharilles

Apa komentar Anda terhadap hadits-hadits di atas?

c a

192 93. Al Bukhari (pembahasan: Perhiasan, 6981) dan Muslim (pembahasan:

Nikah, 1420,/55).
les HR AlBukhari (pembahasan: Nikah. 5138).
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Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Tidak sepafutnya seseorang menikahkan perempuan yang

diwalikannya kecuali dengan seizinnya sebagaimana yang

diperintahkan Nabi 5$. Jika ia tidak suka, maka ia tidak boleh

dipaksa menikah, kecuali anak perempuan yang masih kecil

karena ayahnya boleh menikahkannya tanpa izinnya. Sedangkan

anak perempuan yang baligh lagi janda tidak boleh dinikahkan

tanpa izinnya, baik oleh ayahnya atau oleh orang lain pendapat

yang disepakati umat Islam. Demikian pula anak gadis yang sudah

baligh tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya atau kakeknya tanpa

izinnya menurut ijma' umat Islam. Ayah dan kakeknya seyogianya

meminta izin kepada. Namun para ulama berbeda pendapat

mengenai permintaan izin kepadanya; apakah hukumnya wajib

atau sunnah? Menurut pendapat yang benar, hukumnya wajib.

Wali perempuan juga harus bertakwa kepada Allah dalam

memilihkan lakilaki yang akan ia nikahkan. Ia tidak boleh

menikahkannya dengan laki-laki yang berkekurangan lantaran ada

safu maksud dan h:juan, seperti ia akan menikahi perempuan yang

diwalikan oleh laki-laki yang ia nikahkan sebagai penggantinya,

sehingga pemikahan ini termasuk pernikahan syighar yang

dilarang oleh Nabi $. Atau seperti ia menikahkannya dengan

suatu kaum ia harapkan menjadi sekutu untuk fujuan-fujuan yang

rusak, atau menikahkannya dengan laki-laki yang memberinya

banyak uang padahal ia telah dipinang oleh laki-laki lain yang lebih

shalih dan lebih pantas baginya daripada orang yang memberinya

banyak uang itu. Jadi, ia mendahulukan peminang yang

men! rapnya daripada peminang yang sepadan tetapi tidak
men!ruapnya.

Pokok masalah ini adalah tindakan wali terhadap kemaluan
perempuan yang diwalikannya itu seperti tindakannya terhadap
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harta perempuan tersebut. Sebagaimana wali tidak boleh

melakukan tindakan atas hartanya kecuali dengan cara yang lebih

bermaslahat, maka begitu pula ia tidak boleh melakukan tindakan

terhadap kemaluannya kecuali dengan cara yang lebih bermaslahat

baginya. Hanya saja, ayah memiliki hak penggunaan harta

anaknya, sedangkan orang lain tidak memilikinya sebagaimana

sabda Nabi S,
I

I

"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmr.'tr'94

Lain halnya dengan selain ayah. Wallahu a'lam-

Masalah Kesaksian atas lnn Perempuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Mengenai perempuan yang Dinnya dijadikan ukuran dalam
pemikahannya, apakah disyaratkan adanya kesaksian atas izinnya

kepada walinya atau tidak? Jika wali mengatakan, "la mengizinkan

kepadaku unfuk menikahkannya dengan orang ini," apakah

penghulu boleh melakukan akad hanya berdasarkan ucapan wali

tersebut, ataukah harus mendengar ucapan perempuan yang

diwalikannya? Bagaimana hukumnya masalah ini di antara para

ulama?

1ea gp. Ibnu Majah (pembahasan: Pemiagaan, 2292), dan Ahmad (2/179),
keduanya dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

VuG)
/ ,o
dJ-{

/o
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kesaksian atas

izinnya bukan merupakan syarat bagi sahnya akad menurut

mayoritas ulama. Namun ada pendapat berbeda yang janggal

dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa kesaksian tersebut

merupakan syarat. Namun pendapat yang masyhur dalam dua

madzhab tersebut -seperti halnya pendapat mayoritas ulama-
adalah kesaksian tidak disyaratkan. Jadi, seandainya wali

mengatakan, "la mengizinkanku melakukan akad," lalu ia
mengadakan akad dan ada beberapa saksi yang menyaksikan

akad, kemudian perempuan yang diwalikannya membenarkan

adanya izin, maka nikahnya sah secara lahir dan batin. Tetapi jika

ia menyangkal telah memberi izin, maka perkataan yang dipegang

adalah perkataannya dengan disertai sumpah, dan pemikahan

tersebut tidak berlaku. Pengakuan wali akan adanya izin dari

perempuan yang diwalikannya itu seperti seandainya ia

mendakwakan nikah sesudah kematian para saksi dan semisalnya.

Yang seyogianya dilakukan para saksi nikah adalah menyaksikan

izin perempuan sebelum akad karena beberapa alasan sebagai

berikut:

Pertama, akad yang demikian itu disepakati keabsahannya.

Manakala dimungkinkan untuk mengadakan akad yang disepakati

keabsahannya, maka seyogianya tidak meninggalkan akad tersebut

kepada akad yang diperselisihkan meskipun lemah kecuali ada

faktor penghalang yang kuat.

Kedua, kesaksian atas izin dapat membantu menghasilkan

tujuan nikah, mencegah terjadinya penyangkalan, terlebih di
tempat dan waktu dimana kaum perempuan banyak mengingkari

dan berbohong. Jika kesaksian terhadap izinnya tidak diambil,

sering kali keadaan tersebut berujung pada perselisihan.
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Selanjutnya, hal ifu dapat mengakibatkan perempuan tersebut

menjadi istri secara batin, bukan secara lahir. Hal itu jelas

membawa banyak kerusakan.

Ketiga, terkadang wali berbohong dalam pengakuannya,

dan ia menjadikannya sebagai siasat agar terjadi kesaksian bahwa

ia telah menikahkan perempuan yang diwalikannya, sehingga

orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa nikahnya sah tanpa

izin. Jika masyarakat awam mengira bahwa perempuan yang

dinikahkan di hadapan hakim secara otomatis menjadi istri, maka

hal ihr akan berujung pada pemaksaan terhadapnya unh.rk menjadi

istri tanpa kerelaannya.

Adapun pelaku akad yang merupakan wakil hakim, jika dia

yang menikahkannya dalam kapasitas sebagai walinya, bukan
sebagai wakil hakim, maka ia tidak boleh menikahkannya sebelum

ia tahu bahwa perempuan yang diwalikannya itu mengizinkan. Hal
itu berbeda jika ia menjadi saksi atas akad. Jika wali
menikahkannya tanpa izinnya, maka itu merupakan pernikahan
yang dilakukan oleh pihak yang tindakannya sia-sia. Keabsahannya

terganfung pada izin perempuan yang dinikahkan menurut Abu
Hanifah dan Malik, dan batal menurut AsySyafi'i dan Ahmad

dalam pendapat yang masyhur darinya.

Merahasiakan Keperawanan dari Para Saksi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak perempuan yang hilang keperawanannya

karena diperkosa, dan ia tidak pernah diakadkan nikah sama

sekali. Kemudian ia diminta oleh seorang laki-laki yang ingin
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menikahinya. Ketika masalahnya itu diceritakan kepadanya, ia
menerimanya dengan rela. Apakah akad tersebut sah manakala

disaksikan oleh orang-orang yang tahu bahwa perempuan tersebut

masih perawan unhrk memudahkan masalah?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Jika mereka bersaksi bahwa anak perempuan tersebut tidak
pemah dinikahkan, maka mereka benar. Yu.,g demikian ihr tidak

mengandung penipuan terhadap suami karena ia mengetahui

keadaan yang sebenarnya. Dan seyogianya anak perempuan

tersebut diminta bicara dengan santun, karena para ulama berbeda

pendapat; apakah izinnya ketika keperawanannya hilang akibat

zina itu ditandai dengan diam ataukah harus dengan bicara?

Pendapat yang kedua (harus bicara) adalah madzhab Asy-Syafi'i

dan Ahmad, sama seperti dua sahabat Abu Hanifah. Sedangkan

menurut Abu Hanifah dan Malik, izinnya cukup ditandai dengan

diam, seperti perempuan yang belum hilang keperawanannya.

Masalah lzin Perempuan Yatim yang tidak Memiliki
Kerabat

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak perempuan yatim berusia sepuluh tahun,

dan ia tidak memiliki seorang kerabat pun. Ia terpaksa ikut kepada

orang lain yang mengasuhnya. Apakah seseorang boleh

menikahinya dengan izinnya atau tidak?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perempuan yatim ini boleh dinikahkan dengan laki-laki

yang sepadan dengannya menunrt mayoritas ulama salaf dan

fuqaha. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Ahmad dalam

pendapatnya yang jelas keshahihannya, dan para imam lain.

Pendapat ini ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah, seperti firman

Allah,

t1, -b*-"P+r-rt s";at i,6ifi4')
"r# 3:i.t di ;ai J-6- 

',=e$ii 
e #41 $i_

"Dan mereka minta fatwa kepadatnu tentang para umnita-

Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepdamu tentang mereka, dan

apa tpng dibacakan kepadamu dalam N @r'an fiuga
memfatwakan) tentang para wanita Jntim yang kamu frdak

membeikan kepada mereka apa yang ditaapkan untuk mereka,

sedang kamu ingin mengawini mereka '. "(Qs. An-Nisaa' [4]:1271

AI Bukhari dan Muslim melansir riwayat tentang penafsiran

dua ayat ini dalam Lotab Ash-Shahihain dari Aisyah @,195 dan itu

merupakan dalil tentang perempuan yatim dan dinikahkan oleh

orang yang berlaku adil terhadapnya dalam masalah mahar. Akan
tetapi, para ulama berbeda pendapat: Apakah ia dinikahkan
dengan izinnya atau tidak? Abu Hanifah berpendapat bahwa ia

les HR. AlBuLhari (pembahasan: Tafsir, 45OO) dan Muslim (pembahasan: Tafsir,
30l8/5).

,. )/...
el)ti)/,

drd'bA;.,# J'J;{;;
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dinikahkan tanpa izinnya, tetapi ia memiliki hak pilih manakala

telah baligh. Ini adalah satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Sedangkan menumt pendapat yang kuat dalam madzhab Ahmad,

ia dinikahkan tanpa izinnya jika ia telah berusia sembilan tahun,

dan ia tidak memiliki hak pilih manakala ia telah baligh, sesuai

dengan sabda Nabi $ dalam kltab As-Sunan,

1, LK L,!-e ,l#1 At& LtIu i:*tt
oCa

- / o,/

k"I"

't-" ".:t- tf ,oi:U 'uirY

1;x,-Jt";ty1

-roOzz..
- .i -l. r'> 4-q,sJ(> -/'

O/ 9

I)

"Perempuan tntim dimintai izin terkait diinya
(pemikahannya). Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia
menolak, maka tidak boleh memaksanya."

Dalam redaksi lain disebutkan,

t}.,(

,AL 1;xJt";ty1 I

I)g,(

"Perempltan yatim tidak dinikahkan hingga ia dimintai izin.

Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia menolak, maka

tidak boleh memaksanya.'196

le6 HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2093), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah,
1109) dengan komentar bahwa hadits darl Abu Hurairah statusnya iasan, An-Nasa'i
(pembahasan: Nikah, 3270), Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, 2/738), Ahmad
(2/2591, mereka semua dari Abu Hurairah kecuali Ad-Darimi dari Abu Musa.
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Hak Pilih Bagi Anak Perempuan Sesudah Ia Baligh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada perempuan kecil yang belum baligh ditinggal mati

ayahnya. Apakah hakim atau wakilnya boleh menikahkannya atau

fidak? Apakah ditetapkan baginya hak pilih setelah ia baligh atau

Udak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigrah Menjawab

Jika ia telah mencapai usia sembilan tahun, maka ia boleh

dinikahkan oleh para walinya, baik itu kerabat, hakim atau

wakilnya, menumt pendapat yang jelas keshahihannya dalam

madzhab Ahmad. Ini juga merupakan ma&hab Abu Hanifah.

Pendapat ini difunjukkan oleh Kitab dan Sunnah seperti dalam

firman Allah,

t13 -31;-?+!-'ii $,jat i,6ifr3:,
'r#:i1 di;ai#-o

'6AtL* J'r;,;;; ";i ;{V'
"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita.

Katakanlah, Alkh memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan

apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an fiuga
memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu t'dak

memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan unfuk mereka,

sedang kamu ingin mengawini mereka."(Qs. An-Nisaa' 14].: 127')
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Dalam kitab Ash-Shahihain terdapat riwayat dari 'Urwah

bin Zubair, bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah,

'u, & 4\E u, WG ii{r e \rUi $1 t s$
b

$;c;Gig 5:'$i
'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

terhadap (hak-hak) perempuan yatim hilamana kamu

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

senangi: dua, tiga aku empal."(Qs.An-Nisaa' [4]: 3)

Aisyah '4, menjawab, "Anak saudariku! Ada anak

perempuan yatim yang berada di bawah pengasuhan walinya.

Anak perempuan tersebut bersekufu dengan walinya dalam harta

walinya. Kemudian walinya ifu senang dengan harta dan

kecantikan anak perempuan tersebut sehingga walinya ingin

menikahinya tanpa berlaku adil dalam mahamya, yaitu

memberinya seperti yang diberikan laki-laki lain. Karena itu
mereka dilarang menikah anak-anak perempuan yatim kecuali

mereka berlaku adil kepada anak-anak perempuan yatim tersebut,

serta memberi mereka mahar sesuai ketentuan yang berlaku untuk
mereka. Mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-

perempuan yang mereka sukai selain anak-anak yatim ifu."
'Urwah berkata: Aisyah juga berkata, "Kemudian orang-orang
meminta fatwa kepada Rasulullah 6f} sesudah furun ayat ini terkait

perempuan,197 lalu Allah menurunkan ayat,

Le? Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya
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,y"";atO6ifr1i
"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita.

Katakanlah, 'Allah memberi fatwn kepadamu tentang mereka."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 127)

Aisyah berkata, "Yang disebutkan Allah' A ;4*; &-V;

,{Sii"Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an."
(Qs. An-Nisaa' [4]' l27l Yang pertama yang disebutkan Allah

adalah: '8; *; # i4l'i & 3\EvW6 #i4;ry;i$i i+ ,5
'Dan jika karnu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yatim hilamana kamu mengawinin5n), maka

kawinilah wanik-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

empat. " (Qs. An-Nisaa' [4]: 3) Aisyah berkata, "Dan firman Allah

dalam ayat lain, $1;<, J'J;ij; 'sedang katnu ingin mengawini

mereka." (Qs. An-Nisaa' [4], L27l Maksudnya adalah salah

seorang dari kalian membenci anak yatim yang ada dalam

pengasuhannya karena hartanya sedikit dan buruk keadaannya."

Dalam redaksi lain disebutkan, "Jika anak yatim perempuan

memiliki harta dan kecantikan, mereka senang menikahnya

dengan menyempumakan mahar. Tetapi jika anak perempuan

tersebut tidak menyenangkan lantaran sedikit harta dan kurang

cantik, mereka membencinya dan mengambil perempuan-

perempuan lain." 'Urwah bin Zubair berkata, "Sebagaimana

mereka meninggalkannya karena tidak senang, mereka juga tidak

boleh menikahinya karena senang kecuali mereka berlaku adil

terhadapnya dan memberikan kepadanya hak mahar." Hal ini

menjelaskan bahwa Allah mengizinkan mereka unfuk menikahkan
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anak-anak yatim perempuan manakala mereka memberikan

mahar yang sesuai, tetapi Allah tidak mengizinkan mereka

menikahkan anak-anak yatim perempuan tanpa mahar yang

standar karena anak yatim bukan orang yang memiliki kelayakan

untuk bederma. Dalil tentang hal ini banyak sekali.

Selanjutnya, mayoritas ulama yang membolehkan

menikahkan anak yatim memiliki dua pendapat, yaitu:

Pertama, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad

dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, bahwa ia boleh

dinikahkan tanpa 2innya, tetapi ia memiliki hak pilih sesudah

baligh nanti.

Kedua, ini adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab

Ahmad dan selainnya, bahwa ia tidak boleh dinikahkan kecuali

dengan seizinnya, dan ia tidak memiliki hak pilih setelah baligh

nanti. Pendapat inilah yang shahih serta ditunjukkan oleh Sunnah

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, katanya:

Rasulullah $ bersabda,

,a /c. -. o zr/z
J4, \->.*., 0!i ,ti;1 G, *i;j'^3ro, c

/--
/a/

,6.2 , , ,

k.I" jl_:* ), oi&l
o

f,9J

I

Iio

r)

"Perempuan yatim dimintai izin terkait dirinya

(pemikahannya). Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia
menolak, maka tidak boleh memaksanya." (HR. Ahmad, Abu

Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)198

198 Taldinj hadits telah disebutkan sebelumnya.

C^,(
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Diriwayatkan pula dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa

Rasulullah S bersabda,

o. _.
J49 '.:*- 'Ol]

At& aAl t.lro tyt:*t
o otu1(

.rdL')r;fr o.(sl
o 3

itI'
o

r:jr)

"Perempuan Wtim dimintai peintahnya terkait dirinya

(pemikahannya). Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia
menolak, maka tidak boleh memaksanya.'L99

Sunnah ini merupakan nash bagi pendapat ketiga yang

merupakan pendapat yang paling adil, yaitu ia boleh dinikahkan.

L-ain halnya dengan pendapat yang mengatakan bahwa ia tidak

boleh dinikahkan sebelum baligh sehingga ia tidak lagi menjadi

yatim. Kitab dan Sunnah secara gamblang menjelaskan masuknya

anak perempuan yatim sebelum baligh ke dalam hadits tersebut,

karena anak perempuan yang sudah baligh dan memiliki

kewenangan atas umsan hartanya sendiri ifu boleh merelakan

nikah tanpa mahar yang standar. Juga karena ifulah makna yang

ditunjukkan oleh lafazh dan hakikatnya. Juga karena sesudah

baligh, penyebutannya sebagai yatim merupakan penyebutan

majazi, sehingga paling jauh ia tercakup ke dalam nash umum.

Sedangkan makna bahwa ia adalah anak yatim yang sudah baligh,

bukan yang belum baligh, makna ini tidak boleh disimpulkan dari

lafazh tersebut sama sekali. Wallahu a'lam.

C

r99 Takh ri1 hadits telah disebutkan sebelumnya.
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Anak Perempuan Yatim yang Belum Baligh
Dinikahkan oleh Saudaranya dengan Seizinnya

Syaikhul Islam Ibnu TaimiSryah Ditanya

Ada anak perempuan yatim yang tidak memiliki ayah atau

wali lain kecuali saudaranya. Usia anak perempuan tersebut dua

belas tahun dan belum baligh. Ia lantas dinikahkan saudaranya

dengan seizinnya. Apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiglah Menjawab

Akad ini sah dalam madzhab Ahmad yang diredaksikan

darinya dalam sebagian besar jawabannya, dan inilah yang menjadi

pegangan sebagian besar sahabatnya. Madzhab Abu Hanifah juga

seperti ini. Akan tetapi, Ahmad dalam riwayat pendapat yang

masyhur darinya mengatakan bahwa jika ia dinikahkan dengan

seizinnya dan izin saudaranya, maka ia tidak memiliki hak pilih

sesudah baligh nanti. Sementara Abu Hanifah dan Ahmad dalam

sebuah riwayat mengatakan bahun ia boleh dinikahkan tanpa

izinnya, tetapi ia memiliki hak pilih sesudah baligh nanti. Ini

merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik
juga. Namun darinya ada riwayat pendapat lain, yaifu jika ada

kebtrtuhan unfuk menikahkannya dan anak perempuan sepertinya

sudah bisa digauli, maka hukumnya boleh. Pendapat lain

mengatakan bahwa ia boleh dinikahkan dan ia memiliki hak pilih
sesudah baligh.

Ibnu Basyir berkata, "(Jlama generasi akhir sepakat bahwa

boleh menikahinya jika dikhawatirkan terjadi kerusakan padanya."

Sedangkan pendapat ketiga adalah pendapat Asy-Syafi'i dan

Ahmad dalam riwayat pendapat lain, bahwa ia tidak boleh dinikahi
sebelum baligh jika ia tidak memiliki ayah dan kakek. Mereka
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mengatakan, karena ia tidak memiliki wali yang boleh memaksa,
dan ia sendiri tidak memiliki hak i2in sebelum baligh. Dengan

demikian, ada halangan untuk menikahkannya dengan izinnya dan
izin walinya.

Pendapat pertama lebih shahih berdasarkan indikasi Kitab
dan Sunnah serta qiyas. Allah S berfirman,

%s| -- -
,

,)trtV9 ag*-
a . /./ lz,tq.z2
I O$:i4)

b

414

'L# 3:i 7 di jai J"6- O ;Sri 4 #4; iI,
'bA'\# J'r;i;; ;{ i{\1G ,)

'"tg * b\J.i6j"y1\{i1-\i# --it; o6ri
\+-+b(^

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita.

Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan
apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an fiuga
memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak
memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan unfuk mereka,

sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak
yang masih dipandang lemah. Dan (Allah men5ruruh kamu) supaya

kamu mengun$ anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa
saja yang kamu kerjakan, maka Allah adalah Maha
Mengetahuinya 1 "(Qr. An-Nisaa' l4l:727)

Ada riwayat valid dari Aisyah eg bahwa ayat ini turun

berkaitan dengan anak perempuan yatim yang hidup di bawah
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pengasuhan walinya. Jika ia memiliki harta dan kecantikan, maka

walinya menikahinya dengan tidak berlaku adil terhadapnya dalam

memberikan mahamya. Tetapi jika ia tidak memiliki harta dan

kecantikan, maka walinya tidak mau menikahinya. Karena itu
walinya dilarang menikahinya kecuali ia berlaku adil terhadapnya

dalam masalah mahar, lantaran walinya ifu tidak senang

menikahinya seartdainya ia tidak memiliki harta. Firman Allah, ,i

;<ii c i+i; -&- v; -'d; ?,'i|-';f "Katakantah, 'Atlah

membei fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang

dibacakan kepadamu dalam Al Al Qur'an" maksudnya adalaht

Allah memberi kalian fatwa, dan kami memberi kalian fatwa

tentang orang-orang yang dianggap lemah. Aisyah dalam hadits

shahih yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim 2oo

mengatakan bahwa ayat ini furun berkaitan dengan anak

perempuan yatim berada di bawah pengasuhan walinya. Allah

mengizinkan walinya unh.rk menikahkannya manakala ia berlaku

adil dalam mahamya, dan Allah mengabarkan bahwa ia berada di

bawah pengasuhan walinya. Hal itu menunjukkan bahwa anak

tersebut terbatasi hak transaksinya.

Selain itu, dalam kitab As-Sunan terdapat riwayat dari Abu
Musa Al Asy'ari dan Abu Hurairah ;{h dari Nabi S bahwa beliau

bersabda,

,/ / o / / / o - j o / ,o _. o zt/z .,. . .t.o 2 o. a;:Jt l<jj YJ-c.9 \::--\ - .-t).9 cJ;\:*; ,rl -v L--
,& )t;fi"dt"ol1 ,l,i!l

2oo Takhnjhadits telah disebutkan sebelumnya.
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"Perempuan tntim tidak dinikahkan hingga ia dimintai izin.

Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia menolak, maka

tidak boleh memaksanya.'2o7

Jadi, boleh menikahkannya dengan izinnya, dan tidak boleh
menikahkannya tanpa izinnya. Dalam hadits lain Nabi #
bersabda,

YJg
C rI
)r+ z c z z ol

"Tidak ada lagi stafus yatim sesudah bermimpi.'2o2

Seandainya yang dimaksud dengan yatim adalah sesudah

baligh, maka itu adalah makna majazi. Jadi, kata yatim harus

mencakup keadaan sebelum baligh dan sesudahnya. Sedangkan
pengkhususan kata yatim untuk sesudah baligh itu sama sekali

tidak termuat dalam lafazh. Selain ih:, anak kecil yang sudah nalar

ifu sah ucapannya dalam keadaan ada izin walinya, sebagaimana

sah ihramnya unfuk haji dengan seizin walinya, dan sebagaimana

sah tindakannya dalam jual-beli dan selainnya dengan seizin

walinya menumt mayoritas ulama sebagaimana yang ditunjukkan
Al Qur'an dalam ayat,

'CgiriS$y66j(,;{5
"Dan ujilah anak yatim ifu sampai mereka cukup urnur

unfuk kawin. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 6)

Jadi, Allah memerintahkan untuk mengujinya sebelum

baligh, dan pengujian ini terkadang tidak bisa dilakukan kecuali

2or Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya.
202 HR. Abu Daud (pembahasan: Wasiat, 2873) dan Ali bin Abu Thalib .9.
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dengan jual-beli. Sedangkan wasiat dan pemerdekaan budak yang

dilakukannya tidak sah menurut mayoritas ulama. Demikian pula,

keislamannya dianggap sah seperti halnya puasa, shalat dan lain-

lain karena mengandung manfaat baginya. Jadi, jika wali

menikahkannya dengan se2innya dengan laki-laki yang sepadan,

maka hukumnya boleh. Yang demikian itu merupakan tindakan

dengan seizinnya, dan tindakan ini membawa maslahat baginya.

Masing-masing dari dua hal ini mengesahkan tindakan anak yang

sudah nalar. Wallahu a'lam.

Kewenangan Hakim unfuk Menikahkan Anak
Perempuan yang Belum Baligh

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada anak perempuan yang belum baligh hendak dinikahi

seseorang. Apakah hakim boleh menikahkannya atau udak?

Syail,hul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika yang

meminang sepadan dengannya, maka boleh menikahkannya

menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat

ulama. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam

riwayat yang masyhur darinya. Selanjutnya, di antara mereka ada

yang mengatakan bahwa ia boleh dinikahkan tanpa ada

perintahnya, tetapi ia memiliki hak pilih, seperti madzhab Abu

Hanifah dan satu riwayat pendapat dari Ahmad. Ada pula yang

mengatakan bahwa jika ia telah mencapai usia sembilan tahun,

maka ia boleh dinikahkan dengan seizinnya, dan ia tidak memiliki
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hak pilih sesudah ia baligh nanti. Ini adalah pendapat yang jelas

keshahihannya dalam madzhab Ahmad, sesuai dengan sabda Nabi

#,

"t*'r;*- tp ,0i1il t&,t
,AL j; l' .-j'uLs

i
I

,roOz -/ /t
. ;> 4,c,;Jt>

c

)\:.J(

"Perempuan yatim tidak dinikahkan hingga ia dimintai izin.

Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia menolak, maka

tidak boleh memaksanya.'203

Kebolehan menikahkan anak perempuan yatim itu
ditetapkan dengan Kitab dan Sunnah. Allah @ berfirman,

ui -W-!^.r?rrt 
&"";ai O(ifr43

'L# 3"i 1 61 |ai J-q- O +6t 4 pi; i$-

c .z 7/- n) 6!$# J3#j;"# ifv
o6;i

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita.

Katakanlah, 'Alkh memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan

apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an fiuga
memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak
memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan unfuk mereka,

2o3 Takhii hadits telah disebutkan sebelumnya.
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sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak

yang masih dipandang lemah. "(Qs. An-Nisaa' l4): L27\

Ada riwayat valid dalam kitab Ash-Shahih dari Aisyah

@,2o4 bahwa ayat ini furun berkaitan dengan anak perempuan

yatim yang hidup di bawah pengasuhan walinya. Jika ia memiliki

harta dan kecantikan, maka walinya menikahinya dengan tidak

berlaku adil terhadapnya dalam memberikan mahamya. Tetapi jika

ia tidak memiliki harta dan kecantikan, maka walinya tidak mau

menikahinya. Karena itu Allah mengizinkan walinya unfuk

menikahinya dengan syarat ia memberinya mahar yang standar.

Wallahu a'lam.

Akad Nikah Perempuan Yatim Dilakukan oleh
Penghulu yang Bermadzhab Asy-Syafi'i

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan yatim yang

masih kecil. Akad nikahnya dilakukan oleh seorang penghulu yang

bermadzhab Asy-Syafi'i. Namun ia tidak digauli kecuali pada dua

bulan sesudah akad. Apakah akad ini boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Menjawab

Anak perempuan yatim yang belum baligh itu tidak boleh

dipaksa menikah selain oleh ayah, kakek, saudara dan pamannya.

Sedangkan penguasa yang dalam hal ini adalah hakim atau wakil

2o4 TaHinj hadits telah disebutkan sebelumnya.
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hakim dalam akad,

tentangnya, yaifu:

para

Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

fuqaha memiliki tiga pendapat

Pertama, hukumnya tidak boleh. Ini adalah pendapat Asy-

Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat pendapat.

Kedua, ia boleh dinikahkan tanpa izinnya, tetapi ia memiliki

hak pilih sesudah ia baligh. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan

satu riwayat pendapat dari Ahmad.

Ketiga, ia boleh dinikahkan dengan izinnya, tetapi ia tidak

memiliki hak pilih sesudah baligh nanti. Pendapat inilah yang

masyhur dari madzhab Ahmad.

Jadi, anak yatim perempuan yang belum baligh ini boleh

dinikahi dalam madzhab Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya.

Seandainya ia dinikahkan oleh hakim karena hakim
memandangnya membawa maslahat, apakah pemikahan hakim
menjadi hukum yang tidak boleh dibatalkan? Ataukah ia

membufuhkan hakim lain yang memutuskan keabsahan nikah?

Ada dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad

dan selainnya. Yang paling shahih adalah yang pertama (tidak

boleh dibatalkan). Akan tetapi, hakim yang menikahkan di sini

bermadzhab Asy-Syaf i. Jika ia bertaklid kepada pendapat yang

mengesahkan pemikahan ini, serta menjaga seluruh syarat, ya, dan

ia termasuk orang yang benruenang melakukannya, maka

hukumnya boleh. Tetapi jika ia melakukan sesuatu yang ia yakini

haram, maka perbuatannya ini tidak boleh. Jika ia mengira anak

perempuan tersebut telah baligh tetapi temyata belum baligh,

maka pada hakikatnya ia belum menikahkannya, dan pemikahan

tersebut tidak sah. Wallahu a'lam-
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Keabsahan Pernikahan Perempuan oleh Wali
Hakim, Lalu Sesudah ltu Ditemukan Saudaranya

Syaikhul Islam Ibnu Taimigrah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menemukan seorang anak

perempuan, lalu ia mengasuhnya. Setelah ia dewasa, ia dinikahkan

oleh hakim, dan ia dikaruniai beberapa anak. Tetapi kemudian ia

menemukan saudaranya sesudah ifu. Apakah pemikahan ini sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiy5rah Menjawab

Jika ia memiliki saudara yang tidak diketahui tempatnya,

dan pada saat itu tidak diketahui bahwa ia memiliki saudara karena

ia hilang dari keluarganya sewaktu kecil hingga sesudah nikah,

maka hal itu tidak membatalkan pemikahan tersebut. Wallahu

a'lam.

Apakah Anak Perempuan Yatim Boleh Dinikahkan
oleh Paman atau Saudaranya tanpa lzin?

Syaikhul Islam lbnu Taimilryah Ditanya

Ada seorang anak perempuan yatim. Ia diminta oleh

seorang laki-laki yang datang sebagai wakil bagi orang lain,

sedangkan suami ibunya anak perempuan itu tidak menyukai wakil

tersebut. Apakah anak perempuan yatim itu boleh dinikahkan oleh

paman atau saudaranya tanpa izinnya atau tidak?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perempuan
yang sudah baligh tidak boleh dinikahkan oleh selain ayah dan

kakeknya tanpa izinnya menurut pendapat yang disepakati para
imam. Bahkan, ia tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya kecuali

dengan seizinnya menumt salah satu dari dua pendapat ulama. Ini
merupakan pendapat yang paling shahih, yaitu madzhab Abu
Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat,

sebagaimana sabda Nabi S,

Tt t t-/ ot

CI, ,;Iil & [v' "c< Y

.'JG niiit .,a5 nr J;, t :rjs .rt* ;-
joz

J6*^1 ;i
"Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai perintah,

dan anak gadis tidak dinikahkan sebelum dimintai izin." Para
sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara izinnya? Beliau

menjawab , "Ia diam.'zos lMuttafaq 'Alathl

Dalam redaksi lain disebutkan,

tlit:J W;t:G;) tljrlu"

\J

"Anak gadis (harus) dimintai izin ayahnya, dan diamnya

adalah tanda persefujuannya.'206

2os Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya.
206 Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya.
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Sedangkan paman dan saudara tidak boleh menikahkannya

tanpa izinnya berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama.

Jika ia menyukai seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut

sepadan dengannya, maka walinya seperti saudara atau paman

wajib menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Jika walinya

mempersulitrya dan menolak unfuk menikahkannya dengan laki-

laki pilihannya, maka ia dinikahkan oleh wali yang lebih jauh

darinya, atau oleh hakim tanpa izin wali yang dekat berdasarkan

pendapat yang disepakati para ulama. Jadi, wali tidak boleh

memaksanya menikah dengan laki-laki yang tidak ia sukai, dan

tidak boleh mempersulitnya untuk menikahi laki-laki yang ia sukai

asalkan sepadan berdasarkan pendapat yang disepakati para

imam. Yang biasa memaksa dan mempersulit perempuan yatim

adalah orang-orang jahiliyah dan zhalim yang menikahkan

perempuan-perempuan mereka kepada orang-orang yang mereka

pilih unfuk suatu fujuan, bukan unfuk maslahat perempuan ifu
sendiri. Mereka memaksanya untuk menikah dengan laki-laki

pilihan mereka, atau membuatnya malu hingga terpaksa

melakukannya. Mereka juga mempersulitnya agar tidak menikahi

laki-laki yang sepadan dengannya lantaran ada permusuhan atau

karena ada fujuan tertentu.

Semua itu merupakan tradisi jahiliyah, kezhaliman dan

sewenang-wenang; termasuk perbuatan yang diharamkan Allah

dan Rasul-Nya. Umat Islam pun menyepakati keharamannya.

Allah mewajibkan para wali perempuan unfuk memperhatikan

maslahat perempuan ifu sendiri, bukan mengikuti hawa nafsu

mereka seperti para wali dan wakil lain yang melakukan tindakan

bagi orang lain. Ia hams mengupayakan maslahat bagi orang yang

diwalikan dan diwakilinya, bukan justru mengikuti hawa nafsunya.
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K 6$ Q.6 oy +i.ii't;,:i S -i,;v_ ii"uL

-.L#"EAi-3y$\t;kiiJn6i6
"Sesungguhnya Allah men5ruruh kamu menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. " (Qs. An-Nisaa' [4]'
58)

Ini merupakan nasihat yang wajib, dan Nabi # pun

bersabda,

:^;Utr ;Jfur a*Ar b'tt a*At ,y'tt

l;h yS: N, i'Jti, trur 
'J;:, U't rls

eai'ditakt)
"Agama adalah nasihat. Onu-u adalah nasihat. Agama

adalah nasihat- " Para sahabat bertanya, "Bagi siapa, ya

Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, Rasul-Nya, para imam

umat Islam, dan bagi kalangan awam mereka.'zo7 Wallahu a'lam.

Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyy"h

Ini adalah sebagian dari amanah yang diperintahkan Allah agar

disampaikan kepada yang berhak. Allah $i berfirman,

207 HR. Muslim (pembahasan' Iman, 55/95), At-Tirmi&i (pembahasan: Kebajikan
dan Silaturahmi, 19261, dan Ahmad (4/102, 103), mereka semua dari Tamim Ad-
Dari.
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Perempuan yang Sudah Menikah Dituduh Sebagai
Budak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan,

dan perempuan ihr pun hidup bersama dalam beberapa hari.

Sesudah itu datanglah orang-orang yang menuduh bahwa

perempuan tersebut adalah budak. Mereka lantas mengambilnya

dari rumahnya dan menculiknya, sedangkan suaminya tidak ada di

rumah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika tidak

dijelaskan kepada suami bahwa istrinya adalah budak, melainkan ia

menikahinya secara mutlak sebagaimana biasanya, dan ia juga

mengira bahwa iskinya merdeka, bahkan ada yang

memberitahunya bahwa istrinya ifu merdeka, maka dalam hal ini ia

tertipu (seandainya memang benar istrinya seorang budak).

Sedangkan anak yang lahir darinya merdeka, bukan budak.

Adapun nikahnya batal manakala tuannya tidak mengizinkan

berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Tetapi jika

fuannya mengizinkan, maka nikahnya sah menurut madzhab Abu

Hanifah dan Malik dalam salah satu dari dua riwayat pendapat

darinya. sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad

dalam riwayat lain, nikahnya tidak sah, dan ia membufuhkan nikah

yang baru. Tetapi jika temyata budak tersebut mengandung dari

selain suaminya, maka nikahnya batal tanpa diragukan. Suami juga

tidak menanggung mahar manakala ia belum menggaulinya, dan

orang-orang tidak boleh mengambil hartanya sedikit pun.
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Sebaliknya, setiap har.ta yang diambil darinya harus dikembalikan

kepadanya.

Pernikahan Budak Laki-Laki dan Budak Perempuan
Milik Satu Majikan

Syaikfiul Islam lbnu Taimi5ryah Ditanya

Ada seorang budak laki{aki yang dinikahkan dengan budak

perempuan tanpa terjadi pemerdekaan, tetapi keduanya milik satu

majikan. Bagaimana hukumnya? Siapa yang melakukan akad

untuk kedua pihak? Bagaimana status anak-anaknya? Apakah si

tuan boleh menjadikannya selir atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menikahkan budak lakilaki dengan budak perempuan ifu
hukumnya boleh, baik keduanya milik satu orang atau milik dua

orang, selama mereka tetap dalam stafus budak. Hal ini termasuk

perkara yang disepakati oleh para imam. Yang menikahkan budak

perempuan adalah fuannya atau wakil fuannya. Sedangkan budak

Iaki-laki dapat menerima nikah bagi dirinya sendiri manakala ia

sudah dewasa, atau diterimakan oleh wakilnya. Tetapi jika ia masih

kecil, maka fuannyalah yang menerimakan nikah untuknya. Jika
pasangan budak tersebut milik satu orang, maka ia berkata di

hadapan para saksi, "Aku nikahkan budak laki{akiku yang

bemama fulan dengan budak perempuanku yang bemama

fulanah." Dengan perkataan ini nikahnya sah.

Adapun budak laki-laki yang sudah baligh, apakah tuannya

boleh menikahkannya tanpa izinnya dan memaksanya untuk
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menikah? Ada dua pendapat ulama tentang masalah ini. pertama,

tidak boleh. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Kedua,

tuan boleh memaksanya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan

Malik. Sedangkan budak perempuan dan budak laki-laki yang

masih kecil boleh dinikahkan hrannya tanpa izin keduanya menurut

pendapat yang disepakati.

Adapun anak-anak yang lahir dari keduanya, statusnya

mengikuti status ibu mereka dalam hal merdeka dan budak, dan

mengikuti ayah mereka dalam hal nasab dan perwalian menurut
pendapat yang disepakati umat Islam. Barangsiapa yang menjadi

fuannya budak perempuan, maka anak-anak yang lahir darinya

menjadi miliknya, baik anak-anak tersebut lahir dari seorang suami

atau dari zina, sebagaimana hewan temak seperti kuda, unta dan

keledai manakala dibuntingi oleh pejantan maka anak-anak yang

lahir darinya menjadi milik empunya betina. Seandainya ibu anak
yang lahir dimerdekakan atau merdeka sejak awalnya, sedangkan

ayahnya budak, maka anak-anaknya merdeka. Sedangkan nasab

mereka dihubungkan kepada ayah mereka. Jika ayah budak yang

dimerdekakan dan ibunya juga budak yang dimerdekakan, maka

mereka dihubungkan kepada maula (mantan fuan) ayah. Tetapi
jika ayah masih budak, maka anak-anaknya dihubungkan kepada

maula ibu. Jika sesudah itu ayahnya merdeka, maka perwaliannya

dialihkan dari maula ibu kepada maula ayah. Ini adalah madzhab

Imam Empat.

Orang yang memiliki ibu juga memiliki anak-anaknya, dan

ia boleh menjadikan anak-anak perempuan dari budaknya sebagai

selir. Jika ia belum pernah menggauli ibu mereka, maka ia boleh

menggauli anak-anak perempuannya. Tetapi jika ia telah

menggauli ibu, maka ia tidak boleh menggauli anak-anak

perempuannya. Wallahu a'lam.
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Masalah Kesepadanan Nasab dalam Pernikahan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiy4yah Ditanya

Ada seorang ayah syarif (habib) yang menikahkan anak

perempuannya yang masih perawan dengan seseomng yang

bukan syarif tetapi laki{aki tersebut dikenal shalih. Pemikahan ini
berlangsung dengan kerelaan dan izin anak perempuannya, tetapi

ayahnya tidak memberi kesaksian akan kerelaan anaknya ifu.

Apakah hal itu menciderai akad atau tidak? Anak perempuan

tersebut tidak berubah sikapnya, dan itu terjadi sebelum

persetubuhan dan sesudahnya. Lalu datanglah seseorang yang

menganggap pemikahan tersebut cidera, lalu perempuan tersebut

memberi kesaksian bahwa ia ridha dan memberi izin. Apakah

dalam keadaan seperti itu ia butuh memperbarui nikah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Keabsahan nikah tidak membutuhkan kesaksian atas izin

perempuan sebelum nikah menurut madzhab Empat, kecuali safu

turunan pendapat yang lemah dalam madzhab Asy-Syafi'i dan

Ahmad. Bahkan Ahmad mengatakan, "Jika wali mengatakan,
"Anakku mengizinkanku," maka boleh melakukan akad nikah dan

memberi kesaksian atas wali dan suami. Kemudian, jika si

perempuan menyangkal sesudah itu, maka pernikahan tetap sah.

Ini adalah ma&hab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat

pendapat yang masyhur darinya. Sedangkan menurut madzhab

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam riwayat pendapat lain, jika

ia tidak meng2inkan hingga dilakukan akad nikah, maka

hukumnya boleh, dan pemikahan yang demikian ifu biasa disebut

sebagai masalah penggantungan akad. Demikian pula, jika budak
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laki-laki menikah tanpa izin maularya, maka hukumnya mengikuti
perbedaan pendapat ini.

Adapun dalam masalah kesepadanan dalam nasab, hal

tersebut berlaku menumt Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah,
Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah safu dari dua riwayat pendapat

darinya, hal tersebut menjadi hak istri dan kedua orang tua. Jika

mereka rela dengan yang tidak sepadan, maka hukumnya boleh.

Sedangkan menurut Ahmad, hal tersebut merupakan hak Allah

sehingga pemikahan perempuan dengan laki-laki yang tidak

sepadan ifu hukumnya tidak sah. Wallahu a'lam.

Menakut-Nakuti Seorang Perempuan agar Mau
Menikah dengan Seorang Laki-Laki

Syaikhul Islam Ibnu Taimiygrah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuan

saudarinya dengan anak laki{akinya, sedangkan anaknya itu fasik

dan tidak shalat. Orang-orang menakut-nakuti perempuan tersebut

sehingga ia mengizinkan nikah. Mereka berkata, "Jika kamu tidak
mengizinkanmu, kamu akan dinikahkan sesuai aturan syari'at

tanpa ada pilihan darimu." Sesudah menikah, laki-laki tersebut

mengambil hartanya dan melarang kerabatnya unfuk
menjenguknya guna mengetahui keadaannya seperti ibunya.

Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Paman atau

wali lain tidak boleh menikahkan perempuan yang diwalikannya
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dengan laki-laki yang tidak sepadan manakala ia tidak rela dengan

pemikahan tersebut menunrt pendapat yang disepakati para

imam. Jika wali melakukan hal tersebut, maka ia berhak menerima

sanksi syari'at unfuk menjerakannya dan orang-orang sepertinya

agar tidak melakukan perbuatan seperti ifu. Bahkan, seandainya

perempuan tersebut rela dengan laki-laki yang tidak sepadan,

maka wali selain wali yang menikahkan boleh menghapus

pemikahan tersebut. Paman tidak boleh memaksa perempuan

yang sudah baligh untuk menikah dengan laki-laki yang tidak

sepadan. Lalu, bagaimana jika paman memaksanya untuk
menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan? Bahkan, paman

tidak boleh menikahkannya kecuali dengan laki-laki yang

disukainya menumt pendapat yang disepakati umat Islam.

Jika pamannya ifu berkata kepadanya, "Jika kamu tidak

mengizinkanmu, kamu akan dinikahkan sesuai aturan syari'at

tanpa ada pilihan darimu," lalu perempuan tersebut

mengizinkannya, maka izin tersebut tidak sah, dan tidak sah pula

pemikahan yang didasarkan pada izin yang tidak sah. Karena

syari'at tidak memperkenankan selain ayah dan kakek unfuk

memaksa perempuan yang masih kecil berdasarkan pendapat

yang disepakati para imam. Para ulama berbeda pendapat hanya

terkait paksaan ayah dan kakek terhadap perempuan yang sudah

dewasa, dan terkait pemaksaan keduanya terhadap anak

perempuan yang masih kecil secara mutlak.

Jika seorang laki-laki menikah perempuan dengan

pernikahan yang sah, maka ia harus menjalankan kewajiban

kepada istrinya terkait diri dan harta istrinya. Harta apa saja yang

ia ambil menjadi pertanggungan padanya. Ia juga tidak boleh

menghalangi kerabat yang ingin mengetahui keadaannya ketika ia
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sakit. Sebaliknya, ia hams mempersilakan kerabatnya seperti ibu

unhrk menjenguknya dan melihat keadaannya. Wallahu a'lam.

Apakah Budak Laki-Laki Boleh Menikah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimig4lah Ditanya

Ada seorang budak laki-laki yang dihalangi tuannya untuk

menikah. Apakah budak boleh menikah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, ia boleh menikah menurut ushul vJama yang memaksa

tuan untuk menikahkan budaknya, seperti madzhab Ahmad dan

Asy-Syafi'i dalam salah safu dari dua pendapatnya. Karena

pemikahan bagi budak itu seperti nafkah manakala ia

membutuhkannya. Allah @ berfirman,

'4ugIrEr'b#G'K"oi;i'6t
"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara

kamu, dan orang-orang yang layuk (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan "(Qs. An-Nuur [24]:32)

Allah memerintahkan tuan pemilik budak untuk

menikahkan budaknya yang laki-laki dan perempuan, sebagaimana

memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang sendirian di

antara sesama mereka (bukan budak). Menikahkan budak

perempuan manakala ia meminta dinikahkan dengan laki-laki yang

sepadan itu hukumnya wajib menurut pendapat yang disepakati
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para ulama. Dan orang yang boleh mengizinkannya nikah adalah

pemilik setengah budak atau wakilnya.

Pemikahan Budak Perempuan yang Dimerdekakan
dengan Harta Raja dan Harta Umat Islam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang

dimerdekakan oleh salah seorang anak perempuan raja yang

mernbeli budak dengan harta ayah mereka dan harta umat Islam

tanpa lzin orang yang memerdekakan perempuan tersebut.

Apakah akadnya sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika anak raja itu memerdekakannya dengan hartanya

dengan pemerdekaan yang syar'i, maka perwalian jahrh ke

tangannya berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Dialah

yang mewarisinya, kemudian kerabafu'rya yang paling dekat

sepeninggalnya.

Mengenai pemikahan budak perempuan yang sudah

dimerdekakan tanpa izin perempuan yang memerdekakannya, ada

dua pendapat ulama yang masyhur. Ulama yang tidak

mensyaratkan izin wali seperti Abu Hanifah dan Malik dalam salah

satu dari dua riwayat pendapat mengatakan bahwa pemikahan ini

sah. Sedangkan ulama yang mensyaratkan izin wali seperti Asy-

Syafi'i dan Ahmad memiliki dua pendapat dalam masalah ini, dan

keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad. Pertama,

ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin orang yang
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memerdekakan karena ia adalah kerabatnya. Atas dasar ifu,

apakah perempuan yang memerdekakan itu berhak

menikahkannya sendiri? Ada dua pendapat, dan keduanya

merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad. Kedua,

pemikahannya tidak membufuhkan izin perempuan yang

memerdekakannya karena perempuan ia tidak bisa menjadi wali

bagi dirinya sendiri sehingga ia juga tidak bisa menjadi wali bagi

orang lain. Juga karena menurut mereka pemikahan budak

tersebut tidak boleh sehingga tidak membutuhkan izin perempuan

yang memerdekakannya. Karena itu, yang menikahkan budak

yang dimerdekakan ini adalah orang yang menikahkan perempuan

yang memerdekakannya dengan seizin budak tersebut, seperti

saudara dari perempuan yang memerdekakannya dan semisalnya

jika ia orang yang layak menjadi wali nikah. Jika ia bukan orang

yang layak menjadi wali lalu budak tersebut dinikahkan oleh

hakim, maka hukumnya boleh. Sedangkan menurut Abu Hanifah,
jika mereka layak menjadi wali, maka perwalian ada di tangan

mereka, tetapi yang menikahkan tetap hakim.

Menolak Pinangan Laki-Laki yang Mendapat
Tunjangan dari Pemerintah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan.

ketika ia ditanya tentang sumber penghasilannya, ada yang

mengatakan bahwa ia menerima funjangan dari pemerintah. Wali
perempuan menolak unfuk menikahkannya. Peminang lantas

memberitahu bahwa fuqaha madzhab Hanafi membolehkan

tunjangan dari pemerintah. Apakah ada seorang ulama yang
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membolehkan pengambilan funjangan dari pemerintah? Apakah

wali boleh menolak pinangan laki-laki tersebut karena sebab ini

sedangkan perempuan yang dipinang mau menerima?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Tidak ada seorang pun di antara para imam yang pendapat

mereka dilatwakan yang menyebutkan kebolehan tunjangan

tersebut. Akan tetapi, di awal-awal Dinasti Seljuk, sekelompok

ulama madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i memfatwakan

kebolehannya. Sedangkan Abu Muhammad Haz dalam kitabnya

menuturkan adanya ijma' ulama tentang keharaman harta

tersebut. Nuruddin Mahmud Asy-Syahid At-Turki bahkan telah

membatalkan semua kutipan yang dikeluarkan tanpa dasar syari'at

di Syam, Jazirah, Mesir dan Hijaz. Ia adalah orang yang paling

tahu tentang jihad, dan dialah yang menegakkan Islam sesudah

dihancurkan oleh bangsa Prancis dan kelompok Qaramithah.
Barangsiapa yang melakukan sesuatu yang ia yakini hukumnya

dengan melakukan tah,vil yang diperkenankan, terlebih lagi dalam

keadaan ia membuhrhkan, maka ia tidak dianggap fasik semata

karena perbuatannya ifu. Akan tetapi, dalam keadaan apapun,

wali boleh menghalangi perempuan yang diwalikannya untuk

menikah dengan lakitaki yang memperoleh rez.el<r yang

diyakininya haram ini, terlebih laki-laki tersebut kelak akan

memberi makan anaknya dengan uang tersebut. Tetapi jika ia
akan memberinya makan dari harta lain, atau perempuan itu
sendiri memiliki penghasilan, maka ia boleh menikahkannya

meskipun suami melakukan tah,vil terhadap hukum
penghasilannya.
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Hukum Menikahkan Perempuan yang Diwalikannya
dengan Laki-Laki Rafidhah

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Apakah boleh menikahkan perempuan yang diwalikannya

dengan laki-laki penganut paham Rafidhah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Rafidhah mumi adalah orang-orang yang mengikuti harga

sewa nafsu, bid'ah dan kesesatan. Tidak sepantasnya seorang

muslim menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan

seorang laki-laki penganut paham Rafidhah. Jika lakilaki tersebut

menikah perempuan sesama penganut paham Rafidhah, maka

pemikahannya sah. Jika tidak ada harapan ia bertobat, maka lebih

baik tidak dinikahkan agar tidak memsak anaknya. Wallahu a'lam.

Larangan Menikahkan Perempuan yang
Diwalikannya dengan Laki-Laki yang Meninggalkan
Shalat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang penganut paham Rafidhah yang mengatakan

bahwa shalat lima waktu tidak wajib. Apakah pernikahannya

dengan muslim yang taat ifu sah atau tidak? Jika orang tersebut

bertobat, meninggalkan paham Rafidhah dan mengerjakan shalat

unfuk sementara waktu, lalu ia kembali kepada keadaannya

semula, apakah pemikahannya tetap bertahan atau tidak?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak seorang pun yang boleh menikahkan perempuan

yang diwalikannya dengan laki-laki penganut paham Rafidhah dan

tidak pula dengan orang yang meninggalkan shalat. Manakala

mereka menikahkannya dengan lakilaki yang diyakini menganut

paham Ahlussunnah dan shalat lima wakfu, tetapi temyata ia
seorang penganut Rafidhah yang tidak shalat, atau ia kembali

kepada paham Rafidhah dan meninggalkan shalat, maka mereka

berhak menghapus nikah.

Bab: Perempuan-Perempuan Yang Haram
Dinikahi

Kaidah Tentang Perempuan-Perempuan Yarrg
Haram Dinikahi Karena Nasab Dan Perbesanan

S5pikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Kami memohon Anda unfuk menjelaskan kaidah tentang

perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara ringkas.

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai

perempuan-perempuan yang haram dinikahi lantaran nasab,

pokoknya adalah semua kerabatnya lakilaki yang memiliki

hubungan nasab ifu haram baginya kecuali anak-anak perempuan

paman dan bibinya dari jalur ayah dan ibu. Mereka ini dihalalkan

Allah bagi Rasul-Nya dalam firman-Nya,
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Euuy-Fiyn<i'r$!,
"Hai Nabi, sesungguhrym Kami telah menghalalkan bagimu

isti-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba

sahaya yang kamu milih yang termasuk apa yang kamu peroleh

dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan
(demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara lahlaki
bapakmu, anak-anak perempuan dan saudara perempuan

bapalonu, anak-anak perempuan dai saudara laki-laki ibumu dan

anak-anak perempuan dai saudara perempuan ibumu Sang furut
hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan

dirinjn kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai

pengkhususan bagimu, bukan unfuk semua orang mukmin. " (Qs.

AI Ahzaab [33], 50)

Allah menghalalkan tiga jenis kerabat perempuan bagi Nabi

S, dan Allah tidak memberikan keistimewaan bagi Nabi S yang

tidak diberikan kepada orang-orang mukmin umat beliau selain

dalam hal mauhubah, yalhl perempuan yang menyerahkan dirinya
kepada Nabi S. Allah menjadikan hal ini sebagai kekhususan dan

keistimewaan beliau; beliau boleh menikahi mauhubah tanpa

mahar, dan kebolehan ini tidak diberikan kepada orang lain

Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah
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menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan, orang lain

tidak boleh menghalalkan kemaluan seorang perempuan kecuaii

dengan disertai kewajiban mahar sebagaimana firman Allah,

'4r;SFiiUii*iitp:;si\;iv{J'i;3
u 

-/ - .z)t'4{-*P
"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)

mencari isfui-istri dengan hartamu unfuk dikawini bukan untuk

betzina. "(Qs. An-Nisaa' l4l:24]'

Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menikahi

seorang perempuan tetapi ia belum mampu memberikan

mahamya, maka pemikahan tersebut sah, tetapi isfui ditetapkan
haknya atas mahar manakala suami menggaulinya. Jika suami

menceraikannya sebelum terjadi persefubuhan, maka ia tidak

berhak atas mahar, melainkan ia berhak atas mut'ah (pemberian

unfuk menyenangkan hati) berdasarkan nash Al Qur'an. Jika ia
ditinggal mati suaminya, maka ada dua pendapat. Ini adalah

masalah Barwa' binti Wasyiq yang dimintakan fatwanya kepada

Ibnu Mas'ud, kemudian ia menjawab, "Aku berkata sesuai nalarku.

Jika benar, itu datangnya dari Allah. Jika itu salah, maka itu
datangnya dariku dan dari syetan. Sedangkan Allah dan Rasul-Nya

tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan ini. perempuan

tersebut memperoleh mahar selayaknya perempuan sepertinya,

tidak kurang dan tidak lebih. Ia juga wajib menjalani iddah, dan ia

memperoleh warisan." Kemudian berdirilah seorang laki-laki dari
Asyja' dan berkata, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah #
memufuskan perkara Barwa' binti Wasyiq seperti yang engkau

pufuskan unfuk perempuan ini." 'Alqamah berkata, "Aku tidak
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pemah melihat Abdullah gembira karena sesuatu seperti

kegembiraan karena fatwanya 11r."208

Jawaban yang disampaikan hnu Mas'ud ini merupakan

pendapat fuqaha Kufah seperti Abu Hanifah dan selainnya, serta

fuqaha ahli Hadits seperti Ahmad dan selainnya. Ini juga

mempakan salah safu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan

pendapat lain Asy-Syafi'i sekaligus madzhab Malik adalah ia tidak

memperoleh mahar. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Zaid dan

para sahabat lain.

Mereka berbeda pendapat mengenai nikah yang di

dalamnya disyaratkan tidak ada mahar. Apakah nikah tersebut sah

atau tidak? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan

selainnya. Pertama, nikah batal, seperti pendapat Malik. Kedua,

nikah sah dan suami wajib rnembayar mahar standar, seperti

pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Kelompok pertama

mengatakan bahwa nikah yang demikian itu dinamai nikah syighar
209 yang dibatalkan oleh Nabi ;$ karena meniadakan mahar di

dalamnya dan menjadikan kemaluan sebagai mahar untuk

kemaluan. Ini adalah alasan Ahmad bin Hanbal di banyak tempat

dalam penjelasannya. Ini juga merupakan alasan yang disampaikan

mayoritas sahabat dari generasi pendahulu. Sedangkan kelompok

kedua, di antara mereka ada yang mengesahkan nikah syighar

seperti Abu Hanifah. pendapatnya lebih mendekati qishash

berdasarkan pokok ini, tetapi ia bertentangan dengan nash dan

2o8 Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya.
209 Nkah syighar adalah dua orang laki-laki bersepakat bahwa laki-laki yang

pertama menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan lakilaki kedua. dan laki-
laki kedua menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan laki-laki pertama,
dengan ketentuan tidak ada mahar materi di dalamnya, melainkan kemaluan
perempuan yang satu dijadikan sebagai mahar unfuk kemaluan perempuan yang lain.
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atsar para sahabat karena mereka membatalkan nikah syighar.

Ada pula yang membatalkannya dengan beberapa alasan, seperti

mengakibatkan persekufuan hak atas kemaluan, atau alasan-alasan

lain seperti yang dilakukan oleh para sahabat Asy-Syafi'i dan yang

sependapat dengan mereka dari kalangan sahabat Ahmad seperti

Al Qadhi Abu Ya'la dan para pengikutnya.

Pendapat pertama lebih mendekati nash dan qiyas yang

benar sebagaimana telah dijelaskan di tempatnya tersendiri. Selain

itu, mereka juga berbeda pendapat mengenai keabsahan nikah
yang disertai nadzar dengan menggunakan kata tamlik
(mengalihkan kepemilikan), hibah (pemberian), dan kata-kata lain.

Mayoritas ulama membolehkannya seperti Malik dan Abu Hanifah.

Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh pendapat-pendapat yang

diredaksikan oleh Imam Ahmad dan penjelasan para sahabatnya

dari generasi pendahulu. Sedangkan Asy-Syafi'i dan mayoritas

generasi akhir sahabat Ahmad melarangnya, seperti Ibnu Hamid,

Al Qadhi dan para pengikut keduanya. Saya tidak mengetahui

adanya seorang ulama yang berpendapat seperti ini sebelum Ibnu

Hamid dari kalangan sahabat Ahmad.

Maksud bahasan di sini adalah Allah tidak memberikan

keistimewaan kepada Rasulullah S dalam masalah pernikahan

kecuali pernikahan dengan mauhubah, yaitu dalam firman Allah

;ttli;s i,t t#t6{.i
E, -.t,?l ,
,r_\>J)t 9)) e

bLLl irs
41aLq:{,'4

"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya

kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai
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pengkhususan bagimu, bukan unfuk semua orang mukmin. " (Qs.

AlAhzaab [33]: 50)

Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh perkara yang

dihalalkan bagi Nabi # itu halal bagi umat beliau. Hal itu
ditunjukkan oleh firman Allah,

& |K'i "$ t7<C; tr' q4% $ ul

ffi ;ir\;:i,it #j eiJ e?t.u!-rt
"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap

istinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia

supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin unfuk (mengawini)

isti-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat ifu
telah menyelesaikan keperluann5m daripada istinya. " (Qs. Al
Ahzaab [33]: 37)

Ketika Allah menghalalkan mantan istri dari anak asuh,

terlebih lagi bagi Nabi 4$ agar hal itu menjadi penjelasan tentang

kehalalannya bagi orang-omng mukmin, maka hal itu

menunjukkan bahwa penjelasan kehalalan bagi beliau itu sama

dengan penjelasan kehalalan bagi umat beliau. Allah membolehkan

bagi Nabi S unfuk menikahi sebagian kerabat beliau, yaitu anak-

anak perempuan paman dan bibi dari jalur ayah dan ibu.

Penyebutan mereka secara khusus menunjukkan keharaman selain

mereka, apaiagi sesudah itu Allah S berfirman,

-'t' (;i'7 if 3$fi1yi\:fi3i31{Ssqutr4&.-,-- 
,.-::_,
,e+,--KJ\iC$t:,#<-(l-;'r
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"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan

sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isti-
istri fuang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali
perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. "(Qs. Al
Ahzaab [33]:52)

Maksudnya adalah sesudah perempuan-perempuan yang

Allah halalkan bagi Nabi #, yaitu yang disebutkan dalam firman

Allah,

"#:,;i #ct;#,iA h4;,a?
G*r Lt;J Et Ar;S 6!rig, "6!9,

"Diharamkan atas l<amu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,

saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan. " (Qs. An-Nisaa' I4l: 23)

Ibu dalam ayat ini mencakup ibunya ayah dan ibunya nenek

hingga ke atas tanpa ada perbedaan pendapat yang saya ketahui

di antara para ulama. Demikian pula, anak perempuan dalam ayat

ini mencakup anak perempuan dari anak laki-laki dan anak

perempuan dari anak perempuan (cucu) hingga ke bawahnya

tanpa ada perbedaan pendapat yang saya tahu. Demikian pula,

saudari perempuan dalam ayat ini mencakup saudari sekandung,

seayah dan seibu. Bibi dari jalur ayah dan ibu dalam ayat ini

mencakup yang sekandung. Anak-anak perempuan saudara dan

saudari mencakup cucu-cucu saudara dan saudari hingga ke bawah
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lagi. Jadi, haram baginya induk yang jauh, bukan anak-anak

paman dan bibi dari jalur ayah dan ibu.

Sedangkan perempuan-perempuan yang diharamkan akibat

pemikahan adalah setiap perempuan dari keluarga mertua/besan

itu halal kecuali empat, berbeda dengan kerabat. Jadi, seluruh

kerabat seseorang ifu haram kecuali empat, sedangkan seluruh

kerabat pasangan ihr halal kecuali empat, yaitu istrinya ayah,

istrinya anak, ibunya istri, dan anak-anak perempuan istri. Jadi,

masing-masing dari suami-istri haram menikah dengan induk dan

ketumnan pasangannya. Bagi suami diharamkan ibu istrinya, atau

ibu ibunya dan ayahnya hingga garis keturunan ke atas, anak

perempuan istrinya atau yang disebut rabibah (anak perempuan

isti yang berada dalam pengasuhan suami) dan cucunya hingga

lebih bawah lagi. Anak perempuan rabib (anak laki-laki istri) juga

haram baginya sebagaimana yang diredaksikan oleh para imam

yang masyhur, yaifu Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. saya tidak

mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang hal ini. Seorang

laki-laki juga haram menikahi istri ayahnya hingga ke atasnya, istri

anaknya hingga ke bawah lagi.

Jadi, keempat kelompok perempuan itulah yang

diharamkan akibat pemikahan dalam kitab Allah. Bagi masing-

masing suami-istri, kerabat pasangannya menjadi keluarga

besan/ipar baginya. Sedangkan kerabat laki{aki menjadi kerabat

besan,/ipar baginya. Keempat golongan ifu diharamkan dengan

terjadinya akad, kecuali rabibah karena ia haram setelah ibunya

digauli. Allah tidak menetapkan syarat ini kecuali pada rabibah.

Sedangkan yang lain diharamkan Allah secara mutlak. Karena
para sahabat mengatakan, "Samarkanlah apa yang disamarkan

Allah." Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Empat dan

mayoritas ulama.
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Adapun anak-anak perempuan dari dua perempuan ini (istri

ayah dan istri anak) itu tidak haram. Jadi, seorang laki-laki boleh

menikahi anak perempuan dari istri ayahnya dan dari istri anaknya

berdasarkan pendapat yang disepakati ulama, karena anak
perempuan tersebut tidak termasuk halilah atau istri ayah dan

anak. Anak perempuan istri dan ibunya bukanlah disebut istri. Lain
halnya dengan rabibah (anak perempuan istri). Karena anak dari
rabibah itu juga disebut rabibah, sebagaimana anak dari anak

sendiri itu juga disebut anak. Demikian pula, ibu dari ibunya istri itu
juga dianggap sebagai ibunya istri. Sedangkan anak perempuan

dari ibunya istri tidak haram karena ia bukan dianggap ibu. Karena

itu, di antara fuqaha ada yang mengatakan bahwa anak-anak
perempuan dari perempuan-perempuan yang diharamkan ifu juga

diharamkan, kecuali anak-anak perempuan dari bibi dari jalur ayah

dan ibu, anak-anak perempuan dari ibunya istri, istrinya ayah dan

istrinya anak. Jadi, yang diharamkan adalah anak perempuan dari
rabibah, bukan anak-anak perempuan dari ketiga perempuan

tersebut. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat

dalam masalah ini.

Barangsiapa yang menggauli seorang perempuan dengan

akad yang dianggapnya sebagai akad nikah, maka nasab anak
yang lahir darinya dilekatkan kepadanya. Di dalamnya ditetapkan

keharaman perbesanan berdasarkan pendapat yang disepakati

ulama sejauh yang saya tahu meskipun pemikahan tersebut batal

menurut Allah dan Rasul-Nya, seperti orang kafir menikah secara

haram dalam agama Islam. Nasab di dalamnya tetap dilekatkan

kepada laki-laki yang menggauli, dan di dalamnya juga ditetapkan
perbesanan. Jadi, masing-masing dari suami-istri diharamkan
menikah induk dan keturunan cabangnya berdasarkan pendapat

yang disepakati ulama. Demikian pula dengan orang yang
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menggauli dalam keadaan meyakini bahwa apa yang dilakukannya

ifu haram, padahal sebenamya hukumnya haram. Misalnya adalah

seseorang yang menikahi perempuan dengan cara pemikahan

yang tidak sah lalu ia mencerainya, namun ia mengira bahwa

cerainya tidak jatuh karena kekeliruannya atau kekeliruan ulama

yang memberinya fatwa. Jika ia menggaulinya sesudah itu dan

lahir seorang anak, maka nasab anak di sini dilekatkan kepadanya.

Jadi, manakala seorang kafir menikah dengan seorang

perempuan dengan pernikahan yang dianggapnya sah menurut

agamanya, dan sesudah ihr anaknya masuk Islam seperti yang

terjadi para orang-oftu1g Arab yang anak mereka masuk Islam, dan

seperti yang sering terjadi di zaman sekarang, maka ia tidak boleh

menikah dengan istri anaknya meskipun pemikahannya itu tidak

sah menurut pendapat yang disepakati ulama. jadi, nasab itu

diikutkan berdasarkan keyakinannya akan kehalalan persetubuhan

meskipun keyakinannya ifu keliru. Jadi, perbesanan itu mengikuti

nasab. Jika nasab ditetapkan, maka terlebih lagi perbesanan.

Demikian pula, kemerdekaan anak mengikuti keyakinan

ayahnya, karena anak mengikuti ayahnya dalam hal nasab dan

kemerdekaan, dan mengikuti ibunya dalam hal kemerdekaan

berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Sedangkan

dalam agama, anak mengikuti yang terbaik agamanya menurut

mayoritas ulama. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah, Asy-

Syafi'i dan Ahmad, serta merupakan salah safu dari dua pendapat

dalam madzhab Malik. Jadi, barangsiapa yang menggauli budak

perempuan milik orang lain dengan jalan nikah atau zina, maka

anaknya jafuh ke tangan tuan budak perempuan tersebut. Jika ia
membeli budak perempuan dari seseorang yang dikiranya sebagai

pemilik budak, atau menikahinya karena mengiranya sebagai

perempuan merdeka, maka orang ini disebut maghruratau tertipu.
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Dalam hal ini anaknya merdeka pendapat yang disepakati para

imam karena ia meyakini bahwa ia menggauli perempuan yang

akan melahirkan anak merdeka. Jadi, nasab dan kemerdekaan ihr

mengikuti keyakinan ayah yang menggauli meskipun keyakinan

keliru. Demikian pula dengan keharaman perbesanan. Perbedaan

pendapat hanya terjadi dalam zina murni; apakah ia

mengakibatkan keharaman perbesanan atau tidak? Ada perbedaan

pendapat yang masyhur dalam hal ini antara ulama generasi

pendahulu dan generasi akhir. Pendapat yang mengharamkan

adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sedangkan

pendapat yang membolehkan adalah madzhab AsySyafi'i.
Sementara dari Malik ada dua riwayat pendapat.

Larangan Menikahi Selirnya Kakek

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki selir (budak perempuan

yang digauli), kemudian orang tersebut mati. Setelah itr-r cucunya

menikah dengan selir tersebut. Apakah hukumnya halal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimilryah Menjawab

Ia tidak boleh menikahi selir kakeknya yang telah digaulinya

berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Jika ia
menikahinya, maka keduanya harus dipisahkan, tidak boleh

dibiarkan berlarut-larut. Jika ia menganggap halal pernikahan

tersebut, maka ia dimintai bertobat sebanyak tiga kali. Jika ia
bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dilatuhi

hukuman mati.
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Keharaman Memadu Antara Perempuan dengan
Saudarinya dan Bibinya Dari Jalur Ayah dan Ibu

Tidak boleh memadu antara seorang perempuan dengan

saudarinya berdasarkan nash Al Qur'an. Tidak pula memadunya

dengan bibinya dari jalur ayah dan ibu, baik menikahi yang tua di

atas yang muda, atau menikah yang muda di atas yang tua.

Karena dalam hadits shahih Nabi S melarang hal tersebut. 210

Ada riwayat bahwa beliau bersabda,

"3.4-")l;"#u;";*rit tsll'/r

"Karena jika kalian melakukan hal itu, maka kalian telah

m emu htskan h u bungan rah im -rahim lruJiun.'271

Meskipun yang satu merelakan pemikahan yang lain, maka

hukumnya tetap tidak boleh, karena watak manusia bisa berubah.

Karena itu dalam sebuah riwayat dijelaskan:
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Ummu Habibah menawari Nabi # untuk menikahi

saudaranya, Nabi # bersabda, 'Apakah kamu benar-benar

menginginkann5m?" la menjawab, "Aku bukan orang yang ingin
menguasaimu seorang diri, dan orang yang paling berhak

bersekutu dengannya dalam memperoleh kebaikan adalah

saudariku." Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku."

Kemudian ada yang berkata kepada beliau, "Kami membicarakan

bahwa engkau akan menikah dengan Durrah binti Abu Salamah."

Beliau menjawab, "Kalaupun rabibah-ku tidak berada dalam
pengasuhanku, ia tetap tidak halal bagiku. Karena sestngguhnya ia

adalah anak perempuan saudara Aku dan ayahnya

yaifu Abu Salamah sama-sama disusui oleh Tsuwaibah budaknya

Abu Lahab. Karena ifu, janganlah kalian menawarkan kepadaku

anak-anak perempuan kalian dan juga saudara-saudara ftlJi*.'212

Pokok dalam masalah ini adalah setiap dua perempuan

yang memiliki hubungan rahim yang mengharamkan ih-r haram

212 HR. Al Bukhari (pembahasan' Nafkah, 5372i1, Muslim (pembahasan:

Persusuan, 1449/15), keduanya dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan.
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dimadu, karena seandainya salah safunya adalah laki-laki, maka ia

tidak boleh dengan yang lain lantaran ada hubungan nasab.

Hubungan rahim ifu memiliki empat hukum, yaitu dua hukum

disepakati dan dua hukum diperselisihkan. Jadi, tidak boleh

memiliki dua perempuan tersebut dalam satu pemikahan, dan

tidak pula menggaulinya. Seseorang tidak boleh menikah dengan

perempuan yang memiliki hubungan rahim yang mengharamkan

baginya, dan tidak pula menjadikannya selir. Pendapat ini

disepakati. Bahkan di sini persusuan mengakibatkan keharaman

seperti yang diakibatkan nasab. Jadi, ia tidak halal dinikahi dan

tidak pula dimiliki sebagai budak. Ia juga tidak boleh memadu di

antara keduanya dalam pemikahan. Ia tidak boleh memadu antara

dua perempuan bersaudara, atau antara perempuan dan bibinya

dari jalur ayah dan ibu. Hukum ini juga disepakati- Ia boleh

memiliki keduanya sebagai budak, tetapi tidak boleh menjadikan

keduanya sebagai selir. Jadi, jika ada dua orang perempuan yang

haram dimadu dalam pemikahan, maka keduanya juga haram

dimadu sebagai selir. Jadi, ia tidak boleh menjadikan selir dua

perempuan bersaudara, dan tidak pula budak perempuan dan

bibinya dari jalur ayah dan ibu.

Para ulama sepakat bahwa seseorang tidak boleh

mengambil selir seorang perempuan yang haram baginya karena

faktor nasab atau persusuan. Perbedaan pendapat di antara

mereka hanya terjadi dalam memadu. Sebagian sahabat tidak

menenfukan sikap dalam masalah ini, dan mengatakan bahwa hal

itu dihalalkan oleh satu ayat tetapi diharamkan oleh ayat lain. Ia
mengira bahwa keharaman pemaduan ifu terkadang seperti

keharaman menikah banyak, karena seseorang boleh mengambil

selir sebanyak mungkin yang ia mau, tetapi ia tidak boleh menikah

kecuali dengan empat perempuan. Ini mempakan pengharaman
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yang temporer; lain halnya dengan keharaman akibat nasab dan

perbesanan karena ia melekat. Karena ifu, perempuan bisa

menjadi muhrim karena sebab yang safu, tetapi ia tidak menjadi

muhrim karena sebab yang lain. Bahkan, saudari istri merupakan

orang asing bagi suami, sehingga ia tidak boleh berduaan

dengannya dan tidak boleh diajak bepergian, sebagaimana ia tidak
boleh berduaan dengan perempuan yang dinikahinya sesudah istri
yang keempat karena keharaman menikah lebih dari empat.

Mayoritas ulama mengharamkannya, dan pendapat inilah

yang masyhur dalam madzhab Imam Empat dan selainnya. mereka

mengatakan, "Alasannya adalah karena setiap yang diharamkan

Allah dalam ayat ini melalui jalan nikah juga diharamkan Allah

melalui jalan perbudakan. Sedangkan ayat yang menghalalkan

hanya menghalalkan jenis budak perempuan, tanpa menjelaskan

budak yang boleh dan yang haram diiadikan selir. Ayat dimaksud

adalah firman Allah,

'&63Kv65z,tt;13fifi{*9
"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

maka (kawinilah) seonng saja, atau budak-budak yang kamu

miliki. "(Qs. An-Nisaa'[4]: 3)

Perempuan haram digauli jika ia mempakan istui yang lebih

dari empat atau memiliki hubungan muhrim, meskipun ia adalah

istri atau selir. Pengharaman poligami lebih dari empat semata

karena kewajiban berlaku adil di antara mereka dalam hal

pembagian, sebagaimana firman Allah,
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'r, # 4\E(,i;$6 irr$ e\rnr, * ls
JKIc "i";tG'tL$<i, * Sy'83 3;Gi 6 5:,:ri

@Uj;$1i;ittfi'#
"Dan jika kamu takut frdak akan dapat berlaku adil

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak

akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

budak-budak yang kamu ntliki. Yang demikian itu adalah lebih

dekat kepada tidak berbuat aniaya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Maksudnya, janganlah kalian berlaku tidak adil dalam

pembagian. Demikian pula pendapat generasi salaf dan mayoritas

ulama. Namun sekelompok ulama mengira maksudnya adalah:

janganlah kalian memperbanyak tanggungan kalian. Mereka

mengatakan, "Ayat ini menunjukkan kewajiban nafkah bagi istri."

Namun mayoritas ulama menilai keliru orang yang berpendapat

demikian secara lafazh dan makna. Ia keliru secara lafazh karena

kata ilF terbentuk dari kata dJrl JG yang berarti curang atau

tidak adil, bukan dari kata ij jG yang berarti miskin dan

membutuhkan. Kata ,b lOf yang berarti banyak orang yang

harus dihidupinya. Dalam ayat ini Allah mengataka" 1j;:', bukan
tljt) .la juga keliru secara makna karena besarnya biaya nafkah

dan tanggungan itu juga bisa terjadi akibat banyaknya seiir,

sebagaimana itu bisa terjadi akibat banyak istri. Meskipun
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demikian, Allah membolehkan seseorang memiliki banyak budak

untuk dijadikan selir tanpa batasan bilangan, karena budak

perempuan tidak wajib digilir, dan mereka tidak memiliki hak

hubungan intim pada lakilak. Karena itu, seseorang boleh

memiliki budak berupa seseorang yang tidak boleh ia gauli, seperti

ibu istrinya, anak istrinya, anak saudarinya atau anak perempuan

dari anak perempuan persusuannya. Kalaupun ia impoten, ia tidak

wajib melepaskan kepemilikannya atas budak-budak perempuan

yang telah ia miliki. Sedangkan istri-istri harus diperlakukan

dengan adil dalam hal pembagian. Adapun Rasulullah $ diberi

kekuatan oleh Allah untuk berlaku adil lebih dari itu-berdasarkan
pendapat yang masyhur, yaitu ker,vajiban beliau untuk membagi.

Sedangkan menumt pendapat lain, kewajiban beliau unfuk

membagi telah gugur. Sebagaimana beliau lebih berhak atas orang-

orang mukmin daripada diri mereka sendiri, beliau juga dihalalkan

menikah tanpa mahar.

Mereka mengatakan, "Oleh karena poligami lebih dari

empat diharamkan lantaran kewajiban adil dalam pembagian,

sedangkan alasan ini udak ditemukan pada budak-budak

perempuan yang dijadikan selir, maka seseorang tidak diharamkan

unfuk mengambil selir Iebih dari empat. [-ain halnya dengan

memadu dua perempuan bersaudara, karena tujuan keharamannya

adalah unfuk mencegah terpufusnya hubungan rahim di antara

keduanya, dan alasan ini ditemukan pada dua perempuan yang

bersaudara, sebagaimana ditemukan dalam dua istri yang

bersaudara. Jika keduanya dimadu sebagai selir, maka akan terjadi

perubahan hubungan di antara keduanya seperti yang terjadi jika

keduanya dimadu dalam pemikahan; yaitu sama-sama berujung

pada terpuh-rsnya silafurahmi.
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Oleh karena makna inilah yang memiliki pengaruh dalam

syari'at, maka seorang laki{aki boleh memadu antara dua

perempuan manakala di antara keduanya ada keharaman yang

bukan disebabkan nasab, atau ada hubungan nasab tetapi tidak

mengharamkan. Yang pertama ifu seperti memadu antara istri dan

anak perempuan mantan suaminya, sebagaimana Abdullah bin

Ja'far memadu -ketika Ali bin Abu Thalib wafat- antara mantan

istri Ali dan anak perempuan Ali.

Yang demikian itu hukumnya boleh menurut mayoritas

ulama, yaifu Imam Empat dan selainnya. Kedua perempuan

tersebut meskipun salah satunya haram bagi yang lain, namun itu

adalah keharaman akibat perbesanan, bukan akibat rahim.

Sedangkan alasannya adalah keharaman memufus hubungan

rahim, sehingga hal ifu tidak mencakup ayat yang mengharamkan,

baik secara lafazh atau secara makna. Adapun jika di antara

keduanya ada hubungan rahim yang tidak mengharamkan, seperti

anak perempuan paman dari jalur ayah dan ibu, maka boleh

memadu keduanya. Akan tetapi, apakah hukumnya makruh? Ada

dua pendapat tentang hal ini, dan keduanya merupakan riwayat

pendapat dari Ahmad, karena di antara keduanya ada hubungan

rahim yang tidak mengharamkan.

Adapun dua hukum yang diperselisihkan adalah: apakah

seseorang boleh memiliki budak berupa orang yang memiliki
hubungan rahim yang mengharamkan? Apakah ia boleh

memisahkan keduanya dalam kepemilikan, yaitu menjualyang safu

dan menahan yang lain? Kedua masalah ini diperselisihkan

hukumnya menjadi beberapa pendapat, tetapi bukan di sini tempat

untuk menjelaskannya.

Keharaman pemaduan hilang dengan hilangnya
pemikahan. Jika salah satu dari empat istri mati, atau salah safu
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dari dua saudari mati, atau ia mencerainya, atau nikahnya terhapus

dan iddahnya telah selesai, maka laki-laki yang bersangkutan

boleh menikahi istri keempat dan menikahi saudari yang lain

berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Tetapi jika ia
mencerai istrinya secara raj'i, maka ia tidak boleh menikahi yang

lain menurut mayoritas ulama, yaitu Imam Empat dan selainnya.
'Ubaidah As-Salmani meriwayatkan bahwa para sahabat

Muhammad # tidak menyepakati sesuatu seperti kesepakatan

mereka bahwa istri kelima tidak boleh dinikahi di masa iddah istn
yang keempat, dan saudari tidak boleh dinikahi di masa iddah

saudarinya. Alasannya adalah karena istri yang dicerai secara raj'i
itu masih berkedudukan sebagai istri, karena masing-masing dari

suami-istri tersebut saling mewarisi, akan tetapi perempuan

tersebut sedang mengarah kepada cerai ba'rh, meskipun hal ifu
tidak menghalangi keberadaannya sebagai istri. Seperti seandainya

suami memberikan penangguhan kepada istrinya hingga batas

waktu, seperti ia berkata, "Jika kamu memberiku uang seribu

dirham di akhir tahun ini, maka kamu aku cerai." Perempuan

seperti ini sedang mengarah kepada cerai ba'in shughra. Meskipun

demikian, ia tetap dianggap sebagai ishinya menumt pendapat

yang disepakati ulama.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa perempuan

tersebut tidak mungkin memberi suaminya apa yang ia minta,

sehingga pemikahannya tetap langgeng. Jawabnya, cerai raj'i ltu
membolehkan unhrk rujuk sehingga pernikahannya juga langgeng.

Demikian pula seandainya suami mengatakan, "Jika kamu tidak
melahirkan anak bulan ini, maka kamu aku cerai." Dalam kasus

ini, perempuan tersebut tetap sebagai istri dan pernikahannya

tidak hilang kecuali setelah berlalu satu bulan dan ia tidak kunjung

melahirkan, meskipun ia sedang mengarah kepada cerai ba'in.
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Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan suami

unh-rk menggaulinya, sebagaimana mereka berbeda pendapat

mengenai kebolehan menggauli istri yang dicerai raj'i. Adapun jika

cerainya ba'in, apakah ia boleh menikah dengan istri kelima di

masa iddah istri keempat? Apakah ia boleh menikah dengan

saudarinya istri di masa iddah istrinya? Ada perbedaan pendapat

yang masyhur dalam masalah ini antara generasi pendahulu dan

generasi akhir. Pendapat yang membolehkan adalah madzhab

Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat yang mengharamkan

adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad. Wallahu a'lam.

Kewajiban Memperlakukan Istri dengan Cara yang
Baik

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum dimana laki-laki yang satu menikahi

saudarinya atau anak perempuannya laki-laki yang lain. Jika yang

satu memberi nafkah, maka yang lain memberi nafkah. Jika yang

sahr memberi pakaian, maka yang lain memberi pakaian.

Demikian pula dalam semua urusan, baik dalam membuat senang

atau marah. Jika yang satu ridha, maka yang lain juga ridha. Jika

yang satu marah, maka yang lain juga marah. Apakah yang

demikian itu hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimilryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masing-masing

dari dua suami tersebut wajib menahan istrinya dengan cara yang

baik, atau melepaskannya dengan cara yang baik pula, Suami yang
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safu tidak boleh menggantungkan perbuatannya pada suatu yang

lain, karena setiap istri memiliki hak atas suaminya, dan haknya

tidak gugur karena kezhaliman ayah atau saudaranya.

Allah @ berfirman,

UA''52:'-;r53i1;
"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang

lain."(Qs. Al An'aam 161764).

Jika salah safu suami menzhalimi istrinya, maka sanksi

wajib diberikan kepadanya, dan orang lain tidak boleh menzhaiimi

istrinya karena istrinya adalah anak perempuan suami yang

pertama tersebut. Jika masing-masing dari dua suami ifu

menzhalimi istrinya karena kezhaliman yang lain, maka masing-

masing pantas diberi sanksi, dan istri masing-masing boleh

menuntut haknya dari suaminya. Seandainya hal ini (saling

menyakiti) disyaratkan dalam akad nikah, maka ini merupakan

syarat yang batal dan termasuk jenis nikah s5nghar, yaitu seorang

Iaki-laki menikahkan saudarinya atau anak perempuannya kepada

lakilaki lain dengan syarat laki-laki lain tersebut menikahkan anak

perempuan atau saudarinya dengan laki-laki pertama. Lalu,

bagaimana jika yang safu menikahkan yang lain dengan syarat

bahwa jika yang satu berlaku adil kepada istrinya, maka yang lain
juga berlaku adil kepada istrinya; dan jika yang sah-r menzhalimi

istrinya, maka yang lain juga menzhalimi istrinya. Yang demikian

ifu hukumnya haram menurut ijma' umat Islam. Barangsiapa yang

melakukannya, maka ia layak dikenai sanksi yang menjerakannya

agar tidak berbuat seperti itu lagi.
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Memadu antara Seorang Perempuan dan Bibinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah dengan bibi orang lain,

dan laki-laki tersebut memiliki anak perempuan, lalu laki-laki

tersebut menikahinya. Dengan demikian, ia telah memadu antara

bibinya orang tersebut dan anak perempuan. Apakah pernikahan

tersebut sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Menjawab

Seseorang tidak boleh memadu antara bibinya seseorang

dan anak perempuannya, karena Nabi S melarang memadu

antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah, dan

antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu. 213

Hukum ini disepakati di antara para Imam Empat. Mereka sepakat

bahwa hadits ini mencakup bibinya ayah, bibinya ibu, dan bibinya

nenek. Ia juga mencakup setiap bibi dari kedua jalur, yaitu ayah

atau ibu. Jadi, ia tidak boleh memadu antara seorang perempuan

dan bibi ayahnya, dan tidak pula bibi ibunya menurut Imam

Empat.

Hukum Memadu antara Bibi Seseorang dan Anak
Perempuan Saudaranya Sekandung

Syaikhul Islam Ibnu Taimigryah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mernadu dalam satu pernikahan

antara bibinya seseorang (orang pertama) dari jalur ibu dan anak

213 Takhii hadits telah disebutkan sebelumnya.
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perempuan saudaranya sekandung (orang kedua). Apakah

keduanya boleh dimadu atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimi5ryah Menjawab

Pemaduan antara dua perempuan tersebut sama seperti

pemaduan antara seseorang dengan bibi ayahnya. Karena jika

ayahnya perempuan yang pertama adalah saudaranya orang

kedua, baik seibu atau sekandung, maka bibinya orang pertama

dari jalur ibu itu juga berarti bibinya orang kedua dari jalur ibu.

Lain halnya jika ia adalah saudara seayah saja, karena dengan

demikian bibinya orang pertama dari jalur ibu bukan bibinya orang

kedua dari jalur ibu, melainkan bibi dari jalur ayah. Pemaduan

antara seorang perempuan dengan bibi ayahnya dari jalur ibu, atau

bibi ibunya dari jalur ibu, atau bibi pamannya dari jalur ayah, atau

bibi ibunya dari jalur ayah itu seperti pemaduan antara seorang

perempuan dan bibinya sendiri dari jalur ayah atau ibu menurut
para imam. Yang demikian ifu hukumnya haram pendapat yang

disepakati para imam.

Jika salah safu dari dua perempuan tersebut menikah

sesudah perempuan yang lain, maka pemikahan perempuan yang

kedua batal tanpa membufuhkan cerai. Mahar dan warisan tidak

ditetapkan dengan akad semata, dan suami yang menikahi tidak

boleh menggaulinya. Jika ia sudah terlanjur menggaulinya, maka ia

harus meninggalkannya sebagaimana ia meninggalkan perempuan

asing. Jika ia ingin menikahi perempuan kedua, maka ia harus

menceraikan perempuan pertama terlebih dahulu. Jika iddah

perempuan pertama telah selesai, maka ia boleh menikah dengan

perempuan kedua. Jika ia menikahi perempuan kedua di masa

iddah cerai raj'i, maka akad yang kedua tidak sah menurut
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pendapat yang disepakati para imam. Jika cerainya ba'in, maka

tetap tidak boleh menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad.

Sedangkan menurut madzhab Malik dan Asy-Syafi'i, hukumnya

boleh.

Jika suami mencerainya satu atau dua kali tanpa pengganti,

maka cerainya raj'i sehingga pemikahan dengan perempuan kedua

tidak sah sebelum iddah perempuan pertama berakhir berdasarkan

pendapat yang disepakati para imam. Jika ia terlanjur

menikahinya, maka ia tidak boleh menggaulinya. Jika ia telah

menggaulinya dalam pemikahan yang rusak, maka ia wajib

menjauhinya karena perempuan yang dinikahinya itu tetap asing

baginya. Ia tidak boleh melakukan akad terhadapnya hingga iddah

perempuan pertama yang dicerai berakhir menurut pendapat yang

disepakati para imam.

Apakah ia boleh menikah lagi dengan istri yang digaulinya

dengan pemikahan yang tidak sah di masa iddahnya? Ada dua

pendapat ulama tentang hal ini. Pertama, hukumnya boleh. Ini

adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Kedua, hukumnya

tidak boleh. Ini adalah madzhab Malik. Sedangkan dalam madzhab

Ahmad ada dua pendapat.

Budak Perempuan yang Digauli Ayah tidak Boleh
Digauli Anaknya

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang membeli budak perempuan lalu

ia menggaulinya. Kemudian ia memberikan budak tersebut kepada

anaknya. Apakah anaknya boleh menggaulinya?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anak tidak
boleh menggauli budak terebut sesudah ia digauli oleh ayahnya

pendapat yang disepakati umat Islam. Barangsiapa yang

menghalalkan hal tersebut, maka ia diminta bertobat. Jika ia

bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi
hukuman mati. Dalam kitab As-Sunan terdapat riwayat dari Barra'
bin'Azib, katanya:
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Aku melihat pamanku Abu Burdah membawa bendanya,

lalu aku bertanya, "Mau-ke mana?" Ia menjawab, "Rasulullah 6S

mengufusku unfuk menemui seorang laki-laki yang menikahi istri

ayahnya. Beliau menyuruhku unfuk memenggal lehernya dan

membagi lima hartan ga."2l4

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa

tidak bedanya antara menggaulinya dengan nikah dan

menggaulinya dengan kepemilikan.

2ia gp. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, 4457), An-Nasa'i (pembahasan:
Nikah, 3331), Ibnu Majah (pembahasan: Sanksi Pidana, 2607), Ad-Darimi
(pembahasan, Nikah, 2/153), dan Ahmad (+,/292).
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Keharaman Ibunya Istri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan

sejak setahun yang lalu, dan ia tidak kunjung menggaulinya.

Kemudian ia mencerainya sebelum terjadi persetubuhan. Apakah

ia boleh menggauli ibunya (setelah menikahinya) sesudah

menceraikan anak perempuannya ifu?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh menikahi ibu mantan istrinya meskipun ia

belum menggauli mantan istrinya \fu. Wallahu a'lam.

Hukum Pernikahan Perempuan yang Belum
Sempurna iddabNya (1)

Syaikhul Islam lbnu Taimigryah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dalam

keadaan ia menyusui anaknya. Kemudian ia hidup sendiri selama

delapan bulan, dan sesudah itu ia menikah dengan laki-laki lain.

Tetapi hanya berlangsung selama sebulan, laki-laki tersebut juga

menceraikannya. Ia pun hidup sendiri selama tiga bulan. Selama

ini ia tidak pernah mengalami haidh, baik selama delapan bulan

pertama, atau selama ia menjadi suami laki-laki kedua, atau selama

tiga bulan terakhir. Kemudian ia dinikahi lagi oleh mantan

suaminya yang pertama, yaifu bapaknya anak tersebut. Apakah

kedua akad ini sah, ataukah salah satunya saja?
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akad yang

pertama dan yang kedua tidak sah, melainkan perempuan tersebut

wajib menggenapi iddah yang pertama, kemudian ia menjalani

iddah yang kedua. Sesudah kedua iddah tersebut berakhir, maka ia

bisa menikah dengan siapa saja yang ia rnau dari kedua lakilaki
tersebut. Wallahu a'lam.

Hukum Pernikahan Perempuan yang Belum
Sempuma iddah-Nya (2)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan

selama tiga tahun, dan ia dikaruniai seorang anak yang berumur
dua tahun. Perempuan tersebut mengaku bahwa ketika ia menikah

dengan suaminya, ia baru mengalami haidh dua kali (dari tiga

haidh yang hams ia jalani sebagai iddah\. Pengakuannya ihr

dibenarkan oleh suaminya. Kemudian suaminya mencerainya di

atas akad tersebut. Apakah cerai di atas akad yang terhapus ini

boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimi5ryah Menjawab

Jika suami membenarkan ucapan istri bahwa ia menikah

sebelum haidh yang ketiga, maka pemikahannya batal. Suami

harus menceraikan istrinya, dan istri harus menggenapi iddahyang
pertama, kemudian menjalani iddah dari persetubuhan dengan

laki-laki kedua.
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Jika ia telah mengalami haidh yang ketiga sebelum digauli

oleh suami yang kedua, maka iddahtya dari suami pertama telah

berakhir. Kemudian, jika ia dicerai oleh suami kedua, maka ia
menjalani iddah lagi untuknya selama tiga kali haidh. Setelah itu ia
boleh menikah dengan laki-laki mana saja yang ia mau dengan

pemikahan yang baru. Sedangkan anaknya adalah anak halal;

nasabnya dilekatkan kepada suami kedua tersebut meskipun ia

lahir akibat persetubuhan dalam pemikahan yang tidak sah tetapi

tidak diketahui kerusakannya.

Hukum Pernikahan Perempuan yang Belum
Sempurna iddah-Nya (3)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang dicerai dan mengaku bahwa

ia telah menyelesaikan iddah+rya. Ia lantas dinikahi suami kedua.

Kemudian datanglah perempuan lain dan menuduh bahwa

perempuan tersebut baru menjalani dua kali haidh. Suaminya juga

membenarkan ucapannya itu. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia baru mengalami haidh dua kali, maka pernikahan

yang kedua batal menurut pendapat yang disepakati para imam.

Jika suami membenarkan ucapannya, maka keduanya wajib

dipisahkan, lalu perempuan tersebut menyempurnakan iddah yang

pertama dengan satu kali haidh, kemudian ia menjalani iddah dari

persetubuhan dengan suami yang kedua dengan iddah yang
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sempuma. Sesudah ifu, ia boleh menikah dengan siapa saja yang

ia inginkan.

Larangan Menikahi Lagi Gadis Setelah Dicerai Tiga
Kali Sebelum Terjadi Persetubuhan

Syaikhul Islam Ibnu Taimigrah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang gadis,

kemudian ia menceraikannya tiga kali sebelum menggaulinya.

Apakah ia boleh melakukan akad untuk kedua kalinya dengan
gadis tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cerai sebanyak

tiga kali terhadap istri yang masih gadis itu seperti cerai sebanyak

tiga kali terhadap istri yang sudah digauli menurut mayoritas imam.

Kekeliruan Pendapat Istri yang Dicerai Tiila Kali
Tetap Halal Bagi Suami yang Menceraikannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada orang yang mengatakan bahwa jika perempuan

dijatuhi cerai tiga itu hukumnya boleh bagi laki-laki yang

menceraikannya tiga kali tanpa perlu melakukan pemikahan

keduanya. Adakah pendapat ini dikembalikan oleh seorang ulama?

Apa yang harus dilakukan terhadap orang yang berpendapat
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demikian? Apa yang wajib dilakukan terhadap orang yang

menghalalkan perempuan tersebut sesudah dijatuhi cerai tiga

tanpa melalui pemikahan yang kedua? Bagaimana sifat pemikahan

kedua yang membuat perempuan tersebut menjadi mubah bagi

suami yang pertama? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas

dan merahmati Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika

perempuan telah dijafuhi cerai tiga kali, maka ia haram bagi

suaminya sebelum ia menikah dengan suami yang lain berdasarkan

Kitab dan Sunnah serta ijma' umat. Tidak seorang ulama pun yang

mengatakan perempuan tersebut mubah sesudah dijafuhi cerai tiga

kali tanpa pernikahan yang kedua. Barangsiapa yang mengaku

menuturkan pendapat ini dari seorang ulama, maka ia telah

berbohong. Barangsiapa yang berpendapat demikian atau

menghalalkan persefubuhan dengannya sesudah dijatuhi cerai tiga

kali tanpa pemikahan dengan suami yang kedua, maka jika ia
bodoh maka ia ditolerir kebodohannya, seperti orang yang lahir

dan dibesarkan di tengah kaum yang tidak mengenal syari'at Islam,

atau baru saja masuk Islam, atau hal-hal semacam itu. Tetapi jika

ia bersikeras bahwa perempuan yang dijatuhi cerai tiga kali tetap

halal tanpa pernikahan yang kedua, atau menghalalkan

perbuatannya ini, maka ia diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka

selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati.

Masalah ini sama seperti masalah orang-orang murtad yang

mengingkari kewajiban zakat, keharaman berbagai perkara yang

diharamkan, kehalalan berbagai perkara yang mubah dan

diketahui sebagai bagian dari agama Islam. Ketenfuan tersebut
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didasarkan pada penufuran yang mutawatir oleh umat Islam dari

Nabi @, dan hal itu tampak jelas di kalangan khusus dan awam,

seperti orang yang menyangkal pokok-pokok Islam yang meliputi

dua syahadat, shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, dan haji

ke Baitullah; atau seperti orang yang mengingkari keharaman

zhalim dan berbagai macamnya seperti riba dan judi, serta

keharaman perbuatan-perbuatan nista, baik yang tampak atau

yang tersembunyi. Termasuk di dalamnya adalah keharaman

dengan kembat selain anak perempuan parnan dari jalur ayah dan

ibu, keharaman perempuan-perempuan yang diharamkan akibat

perbesanan, lraifu ibunya isti, anak perempuan ishi, isbinya alnh,
dan lain sebagainya- Atau seperti orang yang menlnngkal

kehalalan roti, daging, nikah dan pakaian, serta hal-hal lain yang

kehalalannya dapat diketahui dari agama Islam dengan serta-

merta. Masalah-masalah ini termasuk perkara yang tidak

diperselisihkan umat Islam, baik yang Sunni atau yang ahli bid'ah.

Akan tetapi, mereka berMa pendapat dalam banlak
masalah nikah dan cerai serta hukum-hukum lainnln, s€perti

perbedaan pendapat para sahabat dan fuqaha sesudah mereka

mengenai cerai yang dijafuhkan orang yang mabuk, cemi orang

yang dipaksa, cerai dengan tulisan, cerainSp anak kecil png sudah

nalar, dan cerainya ayah atas nama anaknya, dan cerai yang

dijafuhkan hakam yang merupakan keluarga suami tanpa ada

penunjukannya sebagai wakil. Mereka juga berbeda pendapat

mengenai pemberian pengganti tanpa ada penunjukan wakil oleh

pihak ishi, serta masalah-masalah lain yang dikenal oleh para

ulama. Mereka juga berbeda pendapat mengenai masalah-masalah

pengaitan cerai dengan syarat, sumpah dengan cerai,

pemerdekaan budak, zhihar, dan nadzar, seperti ucapan, "Jika aku

berbuat demikian, maka aku wajib haji, atau puasa sebulan, atau
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sedekah seribu dirham." Mereka juga berpendapat dalam banyak

masalah sumpah secara mutlak terkait implikasi sumpah.

Ini seperti perbedaan pendapat mereka dalam pengaitan

cerai dengan nikah. Apakah ia jatuh atau tidak? Ataukah

dibedakan antara yang umum dan yang khusus? Ataukah

dibedakan antara yang mengandung fujuan syar'i dan yang tidak?

Ataukah dibedakan antara yang jatuh dalam suahr jenis

kepemilikan atau yang bukan kepemilikan? Mereka juga berbeda

pendapat mengenai cerai yang dikaitkan dengan syarat sesudah

nikah menjadi tiga pendapat. Satu pendapat mengatakan cerai

tersebut jafuh secara mutlak. Pendapat lain mengatakan tidak
jafuh. Dan pendapat ketiga mengatakan dibedakan antara syarat

yang ditujukan untuk menjafuhkan cerai ketika syarat tersebut ada,

dan syarat yang dihrjukan untuk tidak menjatuhkan cerai. Yang
pertama seperti ucapan, "Jika kamu memberiku uang seribu

dirham, maka kamu kucerai." Sedangkan yang kedua seperti

ucapan, "Jika aku berbuat demikian, maka budakku merdeka, atau

isfuiku kucerai, atau hams menunaikan haji."

Adapun nadzar yang dikaitkan dengan syarat, para ulama

sepakat bahwa jika tujuannya adalah adanya syarat seperti ucapan,
"Jika Allah menyembuhkan sakitku, atau hartaku yang hilang

selamat dan kembali, maka aku puasa sebulan, atau bersedekah

serafus dirham." Ucapannya ini berlaku dan harus ia wujudkan.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam kasus ketika tujuannya

bukan terwujudnya syarat, melainkan fujuannya adalah tidak

adanya syarat, dan ia bersumpah dengan nadzar. Misalnya adalah

seseorang mengatakan, "Aku tidak mau bepergian. Jika aku
bepergian, maka aku harus puasa, atau haji, atau bersedekah, atau

memerdekakan budak," atau semacam itu. Ada tiga pendapat

tentang hal ini. para sahabat dan mayoritas generasi pendahulu
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mengatakan bahwa ia cukup membayar kaffarah sumpah. Ini

adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, serta merupakan riwayat

pendapat terakhir dari Abu Hanifah dan pendapat sekelompok

ulama madzhab Maliki seperti Ibnu Wahb, Ibnu Abu 'Umar, dan

selainnya.

Apakah hanya itu pilihannya, ataukah ia juga bisa

memenuhi janjinya? Ada dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i

dan Ahmad. Satu pendapat mengatakan bahwa ia wajib

memenuhi sumpahnya, seperti pendapat Malik dan salah satu dari

dua riwayat pendapat dari Abu Hanifah. Pendapat ini dihrturkan

oleh sebagian ulama generasi akhir sebagai satu pendapat Asy-

Syafi'i, tetapi pengakuan ini tidak ada dasamya. Pendapat lain

mengatakan bahwa ia tidak menanggung kewajiban apapun,
seperti pendapat sekelompok tabi'in. Ini merupakan pendapat

Daud dan Ibnu Hazm.

Demikian pula, para ulama berbeda pendapat menjadi tiga
pendapat terkait orang yang bersumpah memerdekakan budak

atau menceraikan istrinya unfuk tidak melakukan sesuafu, seperti

ucapan, "Jika aku berbuat demikian, maka budakku merdeka, atau

istriku kucerai." Apakah ucapannya ifu jah:h seandainya ia
melanggar sumpah, ataukah ia cukup membayar kaf{arah sumpah,

atau ia tidak menanggung kewajiban apapun? Ada tiga pendapat

dalam hal ini. Di antara mereka ada yang membedakan antara

cerai dan pemerdekaan budak. Tetapi mereka sepakat bahwa jika

seseorang mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku

harus mencerai istriku," bahwa cerai tidak jafuh dengan ucapannya

ifu. Bahkan ia tidak menanggung kewajiban apapun manakala

sumpahnya itu tidak bermuatan taqamrb.

Akan tetapi, apakah ia wajib membayar kaffarah sumpah?

Ada dua pendapat- Pertama, ia wajib membayar kaffarah sumpah.
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Ia adalah madzhab Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya,

serta madzhab Abu Hanifah yang ditr-rfurkan oleh Ibnu Mundzir, N
Khaththabi, Ibnu 'Abdil Barr dan selainnya. Pendapat inilah yang

sampai kepada kami dalam kitab-kitab para sahabatnya, serta

dituturkan oleh Al Qadhi Abu Ya'la dan selainnya. Tetapi

dituturkan pula dari Abu Hanifah bahwa orang tersebut tidak

dikenai kaffarah sumpah. Kedua, ia tidak menanggung kewajiban

apapun. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Pernyataan: Jika Aku Melakukan Hal Ini, Maka Aku
Harus Memerdekakan Budakku

Adapun jika seseorang mengatakan, "Jika aku melalmkan

hal ini, maka aku harus memerdekakan budakku," maka para

ulama sepakat bahwa pemerdekaan budak tidak terjadi dengan

terlaksananya perbuatan tersebut saja, tetapi ia wajib

memerdekakan budak. Ini adalah madzhab Malik dan salah satu

dari dua riwayat pendapat dari Abu Hanifah. Pendapat lain

mengatakan bahwa ia tidak menanggung kewajiban apapun. Ini

adalah pendapat sekelompok tabi'in, serta mempakan pendapat

Daud dan Ibnu Hazm. Pendapat lain mengatakan bahwa ia

menanggung kaffarah sumpah. Ini adalah pendapat para sahabat

dan mayoritas tabi'in, serta madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Tetapi orang tersebut disuruh memilih antara membayar kaffarah

atau memerdekakan budak menurut pendapat yang masyhur dari

keduanya. Pendapat lain mengatakan wajib membayar kaffarah.

Tetapi tidak ada penuturan dari pada sahabat mengenai sumpah

cerai dalam keterangan yang sampai kepada kami sesudah kami

mengkajinya dan memeriksa kitab-kitab karya ulama pendahulu
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dan generasi akhir. Sebaliknya, pendapat yang dituturkan dari
mereka bisa jadi lemah, dan bisa jadi bohong dari sisi

penuturannya, dan bisa jadi tidak ada dalil yang menunjukkan

sumpah dengan cerai. Karena orang-orang di zaman mereka tidak
pemah bersumpah dengan cerai. Akan tetapi, dituturkan dari

sekelompok mereka mengenai sumpah dengan cerai bahwa ia
cukup dibayar dengan kaffarah sumpah, seperti seandainya

seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka budakku

merdeka." Ada penuturan dari sebagian sahabat pendapat yang

berlawanan dengan pendapat ini, dan bahwa budak yang

disumpahkan menjadi merdeka. Kami telah membicarakan sanad-

sanad atsarini di tempat lain.

Sahabat dan tabi'in yang mengatakan pemerdekaan budak

tidak terjadi pasti lebih dari itu juga mengatakan bahwa cerai tidak
jahrhr sebagaimana yang dikemukakan secara gamblang oleh

sebagian tabi'in. Sebagian ulama mengira bahwa tidak ada

perbedaan pendapat dalam masalah cerai, sehingga hal itu
memaksanya untuk membalik implikasi dalil, lalu ia mengatakan

bahwa cerainya jatuh sedangkan pemerdekaan budak tidak. Kami
telah membahas masalah-masalah ini serta berbagai madzhab para

sahabat dan tabi'in serta Imam Empat dan para ulama lain. Kami
juga telah menyampaikan argumen setiap kelompok di tempat
lain.

Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ketika

seseorang bersumpah dengan nama Allah, atau cerai, atau zhihar,

atau perbuatan yang haram, atau nadzar, bahwa ia tidak

melakukan suatu perbuatan, lalu ia melakukannya karena lupa

akan sumpahnya, atau karena tidak tahu bahwa perbuatan ifulah

yang ia sumpahkan. Apakah ia dianggap melanggar sumpah

seperti pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, salah satu dari dua
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pendapat Asy-Syafi'i, dan salah satu dari dua riwayat pendapat

Ahmad? Ataukah ia tidak melanggar sumpah sama sekali seperti

pendapat ulama Makkah, pendapat lain Asy-Syafi'i, dan riwayat
pendapat kedua dari Ahmad? Ataukah harus dibedakan antara

sumpah dengan cerai dan pemerdekaan budak dari selainnya,

seperti riwayat pendapat ketiga dari Ahmad yang dipilih oleh Al

Qadhi, Al Kharqi dan para sahabat Ahmad lainnya, serta dipilih

oleh Al Qaffaldari kalangan sahabat Asy-Syafi'i?

Demikian pula, seandainya ia meyakini bahwa istrinya telah

tercerai ba'in aklbat ia melakukan perbuatan yang ia sumpahkan,

tetapi temyata iskinya belum tercerai ba'in. Ada dua pendapat

dalam hal ini. Demikian pula, jika ia bersumpah dengan cerai atau

selainnya untuk sesuafu yang ia yakini, tetapi temyata yang terjadi

adalah kebalikannya. Ada tiga pendapat ulama sebagaimana telah

disebutkan. Seandainya ia bersumpah atas sesuafu yang ia ragukan

dan temyata benar, maka ada dua pendapat. Menurut Malik,

sumpahnya ifu jafuh. Sedangkan menurut mayoritas ulama,

sumpahnya tidak jatuh. Pendapat inilah yang masyhur dari

madzhab Ahmad. Sedangkan pendapat yang diredaksikan dari

Ahmad dalam riwayat Harb adalah Ahmad tidak mengambil sikap,

sehingga masalah ini disesuaikan dengan dua fumnan pendapat.

Misalnya seseorang bersumpah untuk melakukan sesuahr pada

hari ini, lalu hari ini berlaku, atau ia ragu apakah ia telah

mengerjakannya atau belum. Apakah ia dianggap melanggar

sumpah? Ada dua furunan pendapat.

Para ulama sepakat bahwa dalam masalah sumpah

ketenfuannya dikembalikan kepada niat orang yang bersumpah

manakala niatnya ihl termuat dalam lafazh sumpah, tidak

bertentangan dengan makna harfiahnya, atau bertentangan tetapi

ia dalam keadaan dizhalimi. Tetapi para ulama berbeda pendapat;
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apakah ia kembali kepada latar belakang sumpah, konteksnya, dan

hal-hal yang mendorongnya atau tidak? Ada dua pendapat.

Madzhab ulama Madinah seperti Malik, Ahmad dan selainnya,

hukumnya kembali kepada faktor-faktor tersebut. Sedangkan

pendapat yang masyhur dalam madzhab Abu Hanifah dan Asy-

Syafi'i, ia tidak kembali kepada faktor-faktor tersebut. akan tetapi,

dalam masalah-masalah keduanya terdapat ketentuan yang

berlawanan dengan ifu.

Jika penyebabnya lebih umum daripada sumpah, maka

penyebab tersebut diberlakukan menurut ulama yang mengakui

berlakunya sebab. Tetapi jika sebabnya bersifat khusus, apakah

sumpah dibatasi pada sebab yang khusus tersebut? Ada dua

pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Jika seseorang

bersumpah atas suatu perkara tertenfu yang ia yakini memiliki

suafu sifat, tetapi temyata sifat tersebut berbeda dari yang ia

yakini, maka ada dua pendapat juga. Demikian pula seandainya

seseorang menceraikan istrinya karena suafu sifat, tetapi temyata

sifat tersebut berbeda dari yang ia yakini. Misalnya, ia mengatakan,
"Kamu kucerai jika masuk rumah itu." Maksudnya adalah: lantaran

kamu masuk rumah ifu. Sedangkan istrinya tidak pemah masuk

rumah tersebut. Apakah cerainya jafuh? Ketenfuannya mengikuti

dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Demikian pula jika ia mengatakan, "Kamu kucerai karena

kamu berbuat demikian," padahal istrinya tidak melakukannya.

Seandainya ia diberitahu, "lstrimu berbuat demikian," lalu ia
berkata, "Dia kucerai," tetapi temyata mereka berbohong, maka

ada dua pendapat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai cerai yang

diharamkan seperti cerai dalam keadaan haidh, dan seperti

menggabungkan tiga cerai menurut mayoritas ulama yang
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mengatakan hukumnya haram. Akan tetapi, Imam Empat dan

mayoritas ulama mengatakan bahwa keberadaannya sebagai

perbuatan yang haram tidak menghalangi kejatuhannya,

sebagaimana zhihar hukumnya haram namun memiliki dampak

hukum. Demikian pula dengan nadzar. Ada riwayat valid dalam

kitab .Asi-Shahih dari Nabi ffi bahwa beliau melarang nadzar.

Meskipun demikian, orang yang bernadzar tetap wajib memenuhi

nadzamya berdasarkan nash dan ijma'.

Mereka yang mengatakan nadzarnya tidak jatuh meyakini

bahwa setiap hal yang dilarang Allah itu jahrh dalam keadaan

rusak (tidak sah) dan tidak mengimplikasikan hukum. Sedangkan

mayoritas ulama membedakan antara hukum tersebut

mencakupnya tetapi tidak sejalan dengan perbuatan yang

diharamkan, seperti kehalalan harta, kemaluan, dan keabsahan

ibadah; (membedakan) dengan keberadaannya sebagai ibadah

yang sesuai dengan perbuatan yang diharamkan, seperti pewajiban

dan pengharaman. Orang yang dilarang melakukan suafu

perbuatan ifu manakala ia melakukannya, maka terkadang

perbuatannya mengakibatkan kaffarah, hadd (sanksi pidana), atau

hukuman-hukuman selain itu. Demikian pula, ada kalanya

seseorang dilarang melakukan sesuatu perbuatan yang jika ia
melakukannya, maka dapat mengimplikasikan berbagai perkara

yang wajib dan yang diharamkan. Akan tetapi, ia tidak dilarang

melakukan sesuatu yang jika ia kerjakan maka dihalalkan untuknya

hal-hal yang baik lantaran ia melakukan perbuatan yang haram,

sehingga pertanggungannya dari berbagai kewajiban itu telah

bebas. Yang demikian itu termasuk kategori kemuliaan dan

kebaikan Allah. Sedangkan perkara-perkara yang diharamkan itu

tidak bisa menjadi penyebab murni bagi kemuliaan dan kebaikan,
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'Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami
haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (lnng
dahulunya) dihalalkan bagi mereka."(Qs. An-Nisaa' [4]: 160)

melainkan ia menjadi penyebab sanksi manakala mereka tidak

bertakwa kepada Allah sebagaimana firman Allah,

"4 il; # ;* c;i;'ti oiiu*;

<-r' ;S c; b 6? rir:i O-$i &'t

{G \i Jy-Wi!, W u=--; ,:ifii fli
"a -a; aft"rqliAc J 

-\4t?i 
J G3#

"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala

binatang yang berkuku; dan dai sapi dan domba, Kami haramkan

atas mereka lemak dari kedua binatang ifu, selain lemak yang
melekat di punggung keduanya atau yang di perut baar dan usus

atau yang bercampur dengan tulang. Demihanlah Kami hukum
mereka disebabkan kedurhakaan mereka. " (Qs. Al An'aam [6]:
L46l

Demikian pula dengan kisah yang disebutkan Allah terkait
penyembelihan sapi betina. Akibat orang-orang Yahudi banyak

bertanya dan menunda-nunda unfuk menaati perintah Allah, maka

hal itu menjadi penyebab bagi bertambahnya kewajiban. Di
antaranya adalah firman Allah,
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"#';i bL:,6G\X${ WG <rjiq=\{"
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'Hai orang-orang yang beriman, kamu

menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan

kepadamu, niscaya men5rusahkan kamu. " (Qs. Al Maa'idah [5]:

101)

Juga seperti hadits Nabi $$,

i
I

'd#t'&L a

dI

o .9t 7 o6. t
',A , -*.3 t,>--;

l)/ \J \) il , (>
o / t,1.

d,f JLO/

I

"Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya

terhadap umat Islam adalah orang yang bertanya tentang sesuatu

yang frdak dihararnkan lalu ia diharamkan lantaran

pertanyaannya.'215

Juga seperti ketika para sahabat bertanya kepada Nabi S
tentang haji:

,+j e,*";3.Y ils rc6'F ei
'OJ^ dV ;&; 

" €.:lr, ,;;# l'Gi'):

215 93. Al Bukhari (pernbahasan: Berpegang Teguh pada Agama, 7289), dan
Muslim (pembahasan : Keutamaan-keutamaan (2358 / 132, 133).
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;' cs+.,\yrj r$t ,6 6s ,lt.f ,./
o

O/

jz'-//'5!;i 6r: ;#u;e ; foJ riu'eqi

WtG+t.is i\
"Apakah setiap tahun?" Beliau menjawab, "Tidak, dan

seandainya aku mengatakan ya, niscaya menjadi wajib (setiap

tahun). Dan seandainya ia wajib, niscaya kalian tidak mampu
mengerjakannya. Biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan

unfuk kalian. Umat sebelum kalian binasa karena banyak bertanya

dan berselisih dengan para nabi mereka. Jika kalian dilarang
melakukan sesuafu, maka jauhilah ial Dan jika aku memerintahkan
suafu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu

kalanl'276

Hikmah Cerai Tiga Kali Mengakibatkan Keharaman
Iski bagi Suami Pertama

Dari sinilah sekelompok ulama mengatakan bahwa cerai

yang dijatuhkan tiga kali sekaligus itu mengakibatkan keharaman

istri yang dicerainya bagi suami sebagai sanksi baginya agar tidak

menjatuhkan cerai sembarang, karena Allah membenci cerai. Yang

memerintahkan cerai adalah syetan dan para penyihir

sebagaimana firman Allah tentang para sihir,

215 HR, Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Agama, 7288), darr
Muslim (pembahasan: Haji, 7337 /4121.
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c o(, .ri( ,r, / 2 t() 1z tz ) ? : ,ir:':
- v,)))'.n, 4 -, 63j \i \QL-3AQ

"Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat ifu apa

yang dengan sihir ifu, mereka dapat menceraikan antara seorang

(suami) dengan isbin5m. "(Qs.Al Baqarah 121:102)

Dalam l<*ab Ash-Shahih terdapat riwayat dari Nabi g}

bahwa beliau bersabda,
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'Sesunggwhnya syetan mendirikan singgasananya di atas

laut, dan mengiimkan bala tentaranya. Yang paling dekat di
antara mereka kepadanya adalah yang paling besar fibahnya.

Salah safu syetan di antara mereka datang dan berkata, 'Aku terus

menggodanya hingga ia minum khamer'. Syetan ifu berkata,
'Sekarang orang ifu sedang bertobat'. Kemudian datanglah syetan

lain dan berkata, 'Aku senantiasa menggodanya hingga aku

menceraikan antara ia dan istrinya'. Syetan ifu lantas menciumnya
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di antara kedua matanya dan berkata, 'Kamu hebat! Kamu

hebatl'.'277

Para ahli Tafsir, Hadits dan Fiqih meriwayatkan bahwa para

sahabat di awal Islam menjatuhkan cerai tanpa hihrngan. Ada
seseorang yang menceraikan istrinya kemudian meninggalkannya.

Namun, ketika istrinya ifu hampir menyelesaikan iddah, suaminya

merujuknya, lalu mencerainya lagi unfuk menyrsahkannya.

Akhimya Allah membatasi mereka hingga tiga kali cerai, karena

tiga adalah batas pertama bilangan banyak dan batas terakhir

bilangan sedikit. Seandainya tidak ada kebutuhan terhadap cerai,

niscaya dalil menunjukkan keharamannya sebagaimana yang

ditunjukkan oleh atsar dan ushul. Akan tetapi Allah

memubahkannya sebagai rahmat dari-Nya kepada hamba-hamba-

Nya lantaran kebuh-rhan mereka terhadapnya di sebagian waktu,

dan mengharamkannya di banyak kasus berdasarkan pendapat

yang disepakati ulama. Misalnya adalah ketika suami mencerai

ishinya dalam keadaan haidh, padahal istri tidak meminta dicerai.

Cerai seperti ini hukumnya haram berdasarkan pendapat yang

disepakati ulama.

Allah mengufus Muhammad S unfuk membawa syari'at

yang paling utama, yaifu syari'at yang lurus dan toleran

sebagaimana sabda beliau,

.N . t/ o 1 / lr t z
-/ o#-lr ai;ita' Jt ./fur 'Ji

"Agama yang paling dicintai Allah adalah hanifiyyah (lurus)

lagi toleran.'218

217 HR. Ahmad (3/3141 dan Muslim (pembahasan' Orang-orang Munaffk,
3813/67l,.
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Apakah Yahudi dan Nasrani Diperkenankan Melakukan
Hubungan Intim dengan Budak Perempuan?

Jadi, Allah membolehkan hamba-hamba-Nya yang beriman

unfuk melakukan hubungan intim melalui jalan nikah dan

kepemilikan budak. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani

tidak memiliki hubungan intim kecuali dengan nikah, tidak dengan

kepemilikan budak. Awal mula terjadinya perbudakan adalah

tawanan perang. Sedangkan harta rampasan perang tidak halal

kecuali bagi umat Muhammad S sebagaimana dilelaskan dalam

sebuah hadits shahih,

t
\n_tr

o 1t
C-lt t

-/ o

eU# trr JL
,#rt"st

, ,i,it o

P.
t:r*.I ?:r\t J.'d+j *tt
rt );:Uk I, Cat C*ir,t:rr+rr)

J $:tLv y'e jt'.;r'r;r rr) ,6A

.a,,rfut +*i,*a./6r
'Kami diberi lima keistimewaan dari nabi-nabi yang lain,

yaifu: baisan kami dijadikan seperti barisan para malaikat; bumi

dijadikan bagiku sebagai masjid dan sesuatu yang menytcikan;
dihalalkan bagi kami harta rampasan perang, ia tidak

dihalalkan bagi seorang pun sebelumku; seorang nabi diufus

218 HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman secara mu'alhq $th. Fath N Ban, 1/93\,
dan Ahmad (L/2361dari Ibnu 'Abbas rgn.
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kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diufus kepada

manusia dan aku diberi hak unfuk memberikan
syafa'at.'219

Jadi, Allah membolehkan orang-orang mukmin unfuk

menikah, menceraikan, menikahi perempuan yang dicerai sesudah

menikah dengan suami lain. sedangkan orang-orang nasrani

mengharamkan nikah atas sebagian dari mereka. sedangkan yang

membolehkan nikah tidak membolehkan cerai. Adapun orang-

orang Yahudi membolehkan cerai, tetapi jika istri yang telah

dicerai menikah dengan selain suaminya, maka menumt mereka

perempuan tersebut menjadi haram baginya. Orang-orang nasrani

tidak mengenal cerai, sedangkan orang-orang Yahudi tidak
mengenal rujuk sesudah istri menikah dengan laki{aki lain. Tetapi
Allah membolehkan kedua hal tersebut bagi orang-orang mukmin.
Seandainya cerai diperkenankan tanpa batasan seperti yang terjadi

di awal Islam, tenhrlah orang-orang akan terus menjafuhkan cerai

selama tidak ada perkara yang menghentikan mereka unfuk

menjatuhkan cerai. hal ifu jelas membawa mudharat dan

kerusakan yang semestinya dilarang. Keharaman cerai bukan

hanya karena hak istri, seperti cerai di masa haidh. Sebaliknya,

cerai itu sendiri manakala tidak dibutuhkan maka hukumnya

dilarang, baik larangan haram atau larangan tanzih (menghindai
yang haram). Sesuatu yang mubah karena hajat itu dibatasi dengan

ukuran hajat. Cerai tiga kali merupakan ukuran yang

diperbolehkan karena ada hajat, sebagaimana sabda Nabi S,

219 HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 438) dan Muslim (pembahasan: Masjid,
521/31.
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"Tidak halal bagi seorang muslim unfuk mendiamkan

saudaranya lebih dari tiga hari. Keduanya bertemu tetapi yang ini
berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya

adatah yang mengucapkan salam terlebih dahulu.'22o

Juga seperti sabda Nabi $,

U "olt 
e<tt ipr: :U.b'i ,'G$,'J; \

o1 , I 1..6.1 z d / / ' g. 7.*WWP e"il,J, vt t*\G"e * k
l/

.t:;+j hi*ri,
"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada

Allah dan Hari Akhir untuk berkabung atas orang mati lebih dari
tiga bulan, kecuali unfuk suami karena ia harus berkabung atasnya

selama empat bulan sepuluh 1ruri.'221

220 H3. Al Bukhari (pembahasan: Meminta lzin, 6237), Muslim (pembahasan:
Kebajikan dan Silaturahmi, 2560/51, Abu Daud (pembahasan: Adab, 4917), mereka
semua dari Abu Ay.,.rub Al Anshari.

22r HR. Al Bukhari (pembahasan: jenazah (1280), Abu Daud (pembahasan: Cerai,
2294), dan Ad-Darimi (pembahasan: Cerai, 2/767), mereka semua dari Ummu
Habibah,e+,.
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Juga sebagaimana Nabi # memberikan keringanan kepada

kaum Muhajirin untuk tinggal di Makkah selama tiga hari sesudah

menyelesaikan manasik. Hadits-hadits ini terdapat dalam kitab

Ash-Shahk Ini adalah salah safu argumen ulama yang tidak

menjatuhkan cerai kecuali dengan niat, dan tidak menjatuhkan

cerai orang yang dipaksa, sebagaimana orang yang dipaksa

mengucapkan kata-kata kufur tidak menjadi kufur berdasarkan

nash dan Uma'. Tetapi seandainya ia berbicara kufur dengan cara

mengolok-olok ayat-ayat Allah, bahkan Allah dan Rasul-Nya, maka

ia telah kafir. Demikian pula, orang yang mengucapkan cerai

secara main-main itu jatuh cerainya. Seandainya seseorang

bersumpah dengan kekafiran dan ia berkata, "Jika ia melakukan

hal seperti ini, maka ia telah putus hubungan dengan Allah dan

Rasul-Nya," atau "maka ia Yahudi atau Nasrani", maka orang

tersebut tidak menjadi kufur lantaran melakukan perkara yang ia
sumpahkan, meskipun ini adalah hukum yang dikaitkan dengan

syarat pada ucapan, karena tujuan sumpah ini adalah unfuk

menunjukkan rasa benci terhadapnya, bukan karena ia

menginginkan kufur. lain halnya dengan orang yang mengatakan,
"Jika kalian memberiku seribu dirham, aku akan kufur." Orang

seperti ini dianggap telah kufur. Seperti inilah pendapat ulama

yang membedakan antara sumpah dengan cerai dan pengaitannya

dengan syarat yang tidak dimaksudkan agar ia terjadi,

(membedakan) dengan cerai yang diharapkan terjadi pada saat ada

syarat.
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Khulu' adalah Penghapusan Nikah, Bukan Cerai
Tiga Kali

Karena ifu, banyak ulama generasi pendahulu dan generasi

akhir yang berpendapat bahwa khulu' adalah penghapusan nikah,

bukan termasuk cerai tiga kali seperti pendapat Ibnu Abbas, serta

Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapat

keduanya. Alasannya adalah pihak perempuan menebus dirinya

kepada suami seperti menebus tawanan. Itu bukan termasuk

kategori cerai yang dimakruhkan asalnya. Karena rit khulu' boleh

dilakukan di masa haidh, berbeda dari cerai. Adapun jika suami

beralih dan khulu'dan menjatuhkan salah satu dari tiga cerai

dengan memperoleh pengganti, maka keteledoran terjadi dari

pihaknya. Ini juga merupakan pendapat sekelompok ulama

generasi pendahulu seperti Utsman bin Affan dan selainnya.

Mereka menufurkan sebuah hadits marfu' tentang hal itu.

Sedangkan sebagian ulama generasi akhir dari kalangan sahabat

AsySyafi'i dan Ahmad menganggapnya sebagai penghapusan

akad ketika dilakukan oleh orang ketiga, seperti pembayaran diyat.

Tetapi yang benar adalah tidak ada perbedaan apakah khulu"

dilakukan oleh pihak ketiga atau istri. Karena jika penebusan istri

disamakan dengan penebusan tawanan, maka terkadang tawanan

ditebus dengan hartanya sendiri dan terkadang dengan harta orang

lain. Demikian pula, terkadang budak dimerdekakan dengan harta

yang ia berikan, dan terkadang dengan harta yang diberikan orang

lain- Demikian pula dengan perdamaian; boleh dilakukan dari

pihak terdakwa atau dari pihak ketiga. Semua ini termasuk

kategori pengguguran dan penghilangan hak.

Jika khulu ' dianggap sebagai tindakan meniadakan

pemikahan, bukan termasuk cerai tiga, maka tidak ada perbedaan

antara harta yang diberikan berasal dari perempuan atau dari
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pihak ketiga. Penyerupaan penghapusan nikah dengan

penghapusan jual-beli ihr dipertanyakan, karena jual-beli tidak

terhapus kecuali dengan kerelaan dua pihak; salah satu pihak tidak

bisa meniadakannya sendiri. Lain halnya dengan nikah, karena

perempuan tidak bisa menghilangkan, melainkan suami sendiri

yang bisa. Akan tetapi, penebusan istri terhadap dirinya sendiri itu

seperti penebusan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadapnya.

Masalah-masalah cerai berikut ijma' dan perbedaan pendapat telah

dijelaskan di tempat lain.

Istri yang Dicerai Tiga Kali Haram bagi Suaminya
Sebelum Ia Menikah dengan Suami Kedua

Maksud bahasan di sini adalah jika khulu'menjatuhkan
cerai tiga kali, maka istri menjadi haram bagi suaminya menurut

ijma' umat Islam sebagaimana yang dituniukkan oleh Kitab dan

Sunnah. Ia tidak diperbolehkan lagi kecuali dengan pemikahan

dengan suami yang kedua. Istri juga tidak boleh digauli lagi oleh

suaminya menurut mayoritas ulama generasi pendahulu dan

generasi akhir, karena dalam pemikahan yang diperintahkan ifu

diperintahkan akad dan persetubuhan di dalamnya; Iain halnya

dengan yang dilarang, karena yang dilarang di dalamnya adalah

masing-masing dari akad dan persetubuhan. Karena ifu, nikah

yang wajib dan dianjurkan ifu ada perintah persefubuhan dan

akad, sedangkan nikah yang diharamkan itu akad saja diharamkan

di dalamnya. Dalam l$ab Ash-Shahih terdapat riwayat bahwa Nabi
g$ bersabda kepada mantan istri Rifa'ah Al Qardhi ketika ia ingin

kembali kepada Rifa'ah sebelum berhubungan intim dengan

suaminya yang kedua,
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.e:r*;'O:Aj-A1b e:n F I
"Tidak boJeh sebelum kamu merasakan madunya dan dia

merasakan *uilu-u.'222

Dalam hal ini tidak ada pendapat yang berbeda kecuali dari

Sa'id bin Musayyib, karena Sunnah dalam masalah ini tidak

sampai kepadanya meskipun ia seorang tabi'in yang paling alim.

Nikah yang membolehkan persetubuhan adalah nikah yang dikenal

di kalangan umat Islam, yaitu nikah yang diladikan Allah sebagai

hubungan cinta dan kasih sayang di antara suami-istri. Karena ifu
Nabi S bersabda tentang pemikahan, "Sebelum kamu merasakan

madunya dan dia merasakan madumu." Sedangkan nikah

muh^lliPz3 tidak menjadikan istri halal sejak awal menurut
mayoritas ulama. Ada riwayat shahih dari Nabi if$ bahwa beliau

bersabda,

"Allah melaknat muhallil dan *u7u11u1 1u1i.'224

'Umar bin Khaththab berkata, "Jika seorang muhallil dan
muhallal lah di hadapan kepadaku, maka aku pasti merajam

keduanya." Demikian pula yang dikatakan oleh '[Jtsman, Ali, Ibnu

Abbas, Ibnu 'Umar dan para sahabat lain, bahwa mereka tidak
menghukumi halal seorang perempuan kecuali dengan nikah yang

222 HR. Al Bukhari (pembahasan: Cemi, 5317) dari Aisyah cip,
223 Pemikahan tahlit adalah pernikahan seseorang dengan perempuan yang dicerai

suaminya yang perta:na dengan niat untuk menceraikannya agar ia bisa kembali
kepada suaminya yang pertama. Suami kedua disebut muhallil, sedangkan suami
pertama disebut muhallal lah.

224 Takhij hadits telah disebutkan sebelumnya.

ii'Jt.Jjt)'J-;lr ?rt ,;
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didasari keinginan dan cinta, bukan nikah muhallil. Tidak ada

informasi tentang adanya seorang sahabat yang memberikan

keringanan dalam masalah nikah tahlil.

Perbedaan antara Nikah Tahlil dan Mut'ah

Para ulama berbeda pendapat tentang nikah mut'ah,

karena nikah mut'ah itu lebih baik daripada nikah tahlil dari tiga
sisi, yaitu:

Pertama, ia diperkenankan di awal Islam, berbeda dari
nikah tahlil.

Kedua, hnu Abbas dan sekelompok ulama salaf

memberikan keringanan terhadapnya, berbeda dengan nikah tahlil
yang tidak seorang sahabat pun memberikan keringanan

terhadapnya.

Ketiga, orang yang menikah mutbh memiliki hasrat

terhadap perempuan yang dinikahi, dan perempuan yang dinikahi
juga memiliki hasrat terhadap laki-laki yang dinikahi. Lain halnya

dengan nikah muhallil karena perempuan tidak hasrat terhadap

laki-laki sama sekali, dan lakilaki tidak memiliki hasrat terhadap

perempuan sama sekali, melainkan hanya untuk mengambil apa

yang diberikan kepadanya. Kalaupun ia memiliki hasrat, maka itu

adalah hasrat seksual, bukan hasrat untuk menjadikannya istri. Ifu
tidak ada bedanya dengan hasrat pelaku zina. Karena ifu lbnu
'(Jmar berkata, "Keduanya senantiasa berzina meskipun keduanya

hidup serumah selama dua puluh tahun." Ia dianggap berzina

karena Allah tahu dari hatinya bahwa ia hanya ingin menjadikan

perempuan tersebut halal bagi suami yang pertama. Karena ifu di
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dalamnya tidak ditemukan karakteristik-karakteristik pemikahan,

karena pemikahan yang dikenal dalam istri adalah seperti yang

digambarkan Allah dalam firman-Nya,

'Gru!6;"b' Li 
A K'J*-J=A; i"j
c'GJ4,;rlpU{ j€rQy

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan unfukmu istri-isti dari jenismu sendiri, supaya kamu

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan'Nya di
antaramu rasa kasih dan sayang. "(Qs. Ar-Ruum [30], 21)

Suasana batin dalam nikah tahlil adalah benci dan enggan.

Karena ifu para pelakunya tidak mau menampakkannya,

melainkan merahasiakannya seperti merahasiakan perzinaan.

Sedangkan di antara syiar pemikahan adalah mengumumkannya

sebagaimana sabda Nabi S,

"u"Su,ilLtift: 
C#t|#i

"(Jmumkanlah pemikahan dan pukullah rehanat'225

Karena ih: pula, menurut sekelompok ulama pengumuman

nikah ifu cukup dengan kesaksian terhadap nikah. Sedangkan

menumt kelompok lain, harus ada kesaksian dan pengumpulan.

Jika mereka saling berpesan untuk menyembunyikan pemikahan,

maka hukumnya batal.

225 gg. at-Tirmicizi (pembahasan: Nikah, 1089) dari Aisgh dengan meniiainya
hasanghailb.
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Di antara bentuk pengumuman nikah adalah walimah,
memakai wewangian, makan-rnakan dan minum-minum, serta hal-

hal semacam itu yang menjadi tradisi umat dalam pemikahan.

Sedangkan dalam pemikahan tahlilhal-hal tersebut tidak dilakukan

karena peiakunya tidak ingin menjadi suami, dan perempuan yang

dinikahi juga tidak ingin menjadi istrinya. Tujuannya hanya untuk
meminjam, seperti disebutkan dalam hadits marfu' yang

menamainya dengan sebutan kambing pinjaman. Karena ifu, ia
diserupakan dengan keledai yang disewakan untuk membuahi

betina. Karena ifu pula, perempuan tidak menetap bersama

suaminya sesudah tahlil seperti sebelumnya, melainkan di antara

keduanya terjadi semacam keengganan.

OIeh karena dalam pemikahan tahlil tidak ada tujuan yang

benar dan diperintahkan Syari', maka syetan menyerupakannya

dengan berbagai hal yang bertentangan dengan ijma', sehingga

sekelompok masyarakat awam mengira bahwa persetubuhan yang

dilakukan menggunakan kaki. Ada pula yang mengira bahwa jika

keduanya bertemu di 'Arafah, maka hal ifu telah membuat istri

halal bagi suami yang pertama, serta berbagai anggapan lain yang

telah kami jelaskan dalam bahasan tentang dalil kekeliruan nikah

tahlil. Tidak diragukan bahwa syari'at yang dihapus dan yang

diperselisihkan ulama salaf itu lebih baik daripada pernikahan

seperti ini. Karena seandainya syari'at menetapkan cerai tidak ada

batasan bilangannya, maka hal ifu mungkin saja terjadi meskipun

telah dihapus. Adapun jika dikatakan bahwa orang yang mencerai

istrinya itu tidak halal lagi baginya sebelum menyewa laki-laki lain

untuk menggauli istrinya, maka yang demikian ifu tidak diajarkan

syari'at sama sekali.

Banyak pelaku tahlil yang mengerjakan perkara-perkara

yang diharamkan menurut pendapat yang disepakati umat Islam.
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Karena perempuan yang menjalani iddah tidak halal bagi selain

suaminya untuk meminangnya secara terang-terangan, baik ia
menjalani iddah atau cerai atau dari wafat. Allah qE berfirman,

"; ;:r)i ";"L+ b - 4,,Lrr \:+ "w'& s5

.l,gS'b4!5 riJ. #'J\'# ""F# e "j;Et

'o'r.1L VF't;Vrg 1";, \j;; J I yfu #r3rc,
9 rr<:;65'Ji'g"rt-ta)i

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita

ifu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu

akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada ifu janganlah kamu

mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali

sekdar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf.

Dan janganlah kamu berazam ftertetap hati) untuk berakad nikah,

sebelum habis iddahnya. "(Qs. AI Baqarah 121 235)

Allah melarang saling membuat janji secara rahasia, dan

membulatkan tekad unfuk melangsungkan akad nikah sebelum

masa iddah berakhir. Jika demikian ketentuan yang berlaku dalam

iddah kematian, maka terlebih lagi dalam iddah cerai menumt
pendapat yang disepakati. Karena bisa jadi perempuan yang

dicerai itu kembali kepada suaminya. Lain halnya dengan istri yang

ditinggal mati suaminya. Adapun sindiran boleh dilakukan di masa

iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, tetapi tidak boleh

dalam iddah cerai raj'i dan selain keduanya. Tidak seorang pun
yang boleh mengadakan janji secara rahasia kepada perempuan
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yang dicerai tiga kali. Ia juga tidak boleh membulatkan tekad unh-rk

mengadakan akad nikah sebelum selesai iddahrtya menumt
pendapat yang disepakati umat Islam.

Jika perempuan telah menikah dengan suami kedua lalu ia

dicerainya tiga kali, maka suami yang pertama juga tidak boleh

membuat janji dengannya secara rahasia, dan tidak pula

membulatkan keinginan untuk mengadakan akad nikah sebelum

selesai iddahnya menumt pendapat yang disepakati umat Islam.

Larangan ini lebih keras lagi dari sebelumnya. Jika iski masih

bersama suaminya, maka tidak seorang pun yang boleh

meminangnya, baik dengan terang-terangan atau dengan sindiran

menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Jika ia belum

menikah, maka suami yang mencerai tiga kali tidak boleh

meminangnya, baik dengan terang-terangan atau dengan sindiran

menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Pinangan

terhadapnya dalarn keadaan ini lebih besar larangannya daripada
pinangan sesudah ia menikah dengan suami yang kedua.

Para pelaku tahlil itv terkadang membuat janji dengan

perempuan yang dicerai tiga kali, dan keduanya sebelum iddahnya
selesai dan sebelum pemikahan dengan laki-laki kedua sudah

membulatkan keinginan untuk melakukan akad nikah sesudah

pemikahan yang kedua, yaitu pemikahan dengan muhallil.

Biasanya suami pertama juga memberinya uang untuk biaya saksi-

saksi akad tahlil dan kepada muhallil, serta uang yang dibayarkan

kepada muhallil selama masa iddah dari pemikahan tahlil.

Sedangkan suami yang melakukan tahliltidak memberinya mahar,

nafkah iddah dan nafkah cerai. Jika umat Islam sepakat bahwa

dalam pernikahan perempuan dengan suami kedua ifu suami

pertama tidak boleh meminangnya, baik secara terang-terangan

atau dengan sindiran, lalu bagaimana seandainya suami pertama
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meminangnya sebelum ia menikah dengan suami kedua? Atau,

sesudah suami kedua mencerainya, maka suami pertama tidak

boleh membuat janji secara rahasia kepada istri, dan tidak pula

membulatkan keinginan untuk menikah sebelum iddahrrya selesai.

Lalu, bagaimana jika ia melakukan hal tersebut sebelum suami

kedua menceraikannya? Bahkan sebelum menikah! Bahkan

sebelum iddahtya dari suami pertama selesai! Semua itu
hukumnya haram menunrt pendapat yang disepakati umat Islam.

Banyak pelaku tahlil melakukannya padahal dalam tahlilttdak ada

satu bentuk yang disepakati kehalalannya oleh umat Islam, dan

tidak pula satu benfuk yang diperkenankan nash. Sebaliknya, di

antara bentuk-benfuk tahlil itu ada yang disepakati keharamannya

oleh umat Islam, dan ada yang diperselisihkan keharamannya oleh

ulama.

Adapun para sahabat, tidak ada informasi dari Nabi S
bahwa beliau melaknat salah seorang di antara mereka sebagai

muhallil dan muhallal lah. Hal ini dan hal-hal lainnya menjelaskan

bahwa di antara tahlil itu ada yang lebih buruk daripada nikah

mut'ah dan nikah-nikah lain yang diperselisihkan hukumnya oleh

generasi pendahulu. Bagaimanapun, para sahabat adalah generasi

yang terbaik dari umat ini, disusul para tabi'in sebagaimana

dijelaskan dalam kitab .4sr\-Shahih dari Nabi $ bahwa beliau

bersabda,

A - t o A I zo 
'o/ ... O. o ^ t . r- o ,. t ,. joz

d/Il t' (fe, t a. qlt o-/t 9:-Pt -r
o !: l.
f+*

a /.t

rt-fJI o j z ,.

r</JIlL

758



Maimu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

"Sebaik-baiknya generasi adalah generasi waktu aku diutus,

kemudian sesudah mereka, kemudian sesudahnta.'226

Jadi, nikah yang diperselisihkan kebolehannya oleh generasi

pendahulu itu lebih dekat daripada nikah yang disepakati

keharamannya oleh generasi pendahulu. Jika generasi akhir
memperselisihkannya, maka sesungguhnya generasi pendahulu itu
lebih besar kapasitas ilmu dan agamanya. Apa yang mereka

sepakati keharamannya itu lebih benar daripada yang disepakati

keharamannya oleh generasi akhir, meskipun keharamannya

tampak sarnar bagi generasi sesudah mereka. Wallahu a'lam.

Siasat dan Kebohongan untuk Menghalalkan
Perempuan yang Dicerai Tiga Kali Bagi Suaminya
yang Pertama

Syaikhul Islam Ibnu Taimi3;yah Ditanya

Ada seorang laki{aki yang menikahi anak perempuan
yatim, tetapi ibunya memberi kesaksian bahwa anaknya sudah

baligh. Setelah hidup rumah tangga berjalan empat tahun, ia
dicerai secara ba'in oleh suaminya. Setelah itu saudari-saudarinya

dan perempuan-perempuan lain bersaksi bahwa anak perempuan

tersebut tidak mengalami baligh melainkan pada fujuh hari sesudah

digauli suaminya. Ibunya juga bersaksi demikian. Sekarang ibunya

sudah meninggal dan suaminya ingin rujuk lagi kepadanya.

Bagaimana hukumnya?

226 HR. Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan Hati, 6429) dan Muslim
(pembahasan: Keutamaan-keutamaan para Sahabat, 2533/210, 277\.
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Suami tersebut

tidak boleh menikahinya lagi jika ia telah mencerainya tiga kali

menurut mayoritas ulama. Menurut madzhab Abu Hanifah dan

Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, nikah perempuan

tersebut sah meskipun belum baligh. Sedangkan menumt madzhab

Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur, cerai tetap jatuh

dalam pemikahan yang rusak dan diperselisihkan. Masalah-

masalah semacam ini sangat buruk karena biasanya dilakukan oleh

orang yang suka berbuat zina. Mereka tidak mempermasalahkan

keabsahan nikah ketika suami menggaulinya, hingga ketika suami

mencerainya tiga kali, maka mereka berusaha melakukan hal-hal

yang bisa membatalkan nikah agar bisa dikatakan bahwa cerainya

tidak jatuh. Ini jelas tindakan melawan perintah Allah karena ketika

persehrbuhan haram mereka tidak berhati-hati dan tidak bertanya-

tanya. Tetapi ketika Allah mengharamkannya, maka dicari-cari

alasan unfuk menghalalkan persetubuhan.

Orang seperti ini pasti jafuh ke dalam perkara yang

diharamkan menunrt ijma'umat Islam, dan ia dianggap fasik

karena perempuan seperti ini bisa jadi pemikahan pertamanya

sah, dan bisa jadi tidak sah. Jika pemikahan pertama sah, maka

cerai tiga kalinya jatuh, sehingga persefubuhan sebelum

pemikahan dengan suami lain hukumnya haram. Tetapi jika

pemikahan pertama batal, maka persefubuhan di dalamnya

haram, dan suami ini belum bertobat dari persefubuhan tersebut.
Ia bertanya saat mencerai hanya agar cerainya tidak jatuh. Jadi,
yang mereka tanyakan adalah hal-hal yang mengharamkan
persefubuhan pertama demi menghalalkan persetubuhan yang

kedua. Ini jelas tindakan melawan Allah dan Rasul Nya, serta

berupaya menebar kerusakan di muka bumi. Jika laki-laki tersebut
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telah mencerainya tiga kali, maka hendaklah ia bertakwa kepada

Allah, menjauhi mantan istrinya itu, dan menjaga batasan-batasan

Allah, karena Allah S berfirman,

€,/i<
s/tr^.C,s & a?

4lrl-f4e
/ ), /t//z ,zz
.t3.J>-fri gra

"Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah,
maka dia telah berbuat lalim terhadap dirinya
sendii. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Wallahu a'lam.

Dampak Pemikahan yang Disangsikan Terhadap
Cerai Tiga Kali

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki{aki yang menikahi seorang perempuan

dengan perwalian orang asing, sedangkan walinya yang

sebenamya berada di tempat yang jaraknya di bawah jarak shalat
qashar. Ia meyakini bahwa orang asing tersebut adalah hakim. Ia
lantas menggauli ishinya hirrgga melahirkan anak, lalu ia
mencerainya tiga kali. Setelah itu ia ingin rujuk kepada istrinya itu
sebelum istrinya menikah dengan suami yang lain. Apakah
hukumnya boleh atau tidak lantaran batalnya pemikahan pertama

dengan tanpa menggugurkan hadd, kewajiban mahar, pelekatan

nasab dan tercapainya status muhsharf

. Syaikhul Islam lbnu Taimigryah Menjawab

Daiam nikah ini tidak wajib dijatrthkan hadd manakala ia

meyakini keabsahannya. Sebaliknya, nasab anak dilekatkan
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padanya, dan ia juga wajib membayar mahar. Status muhshan

tidak terjadi akibat pemikahan yang tidak sah, tetapi cerai dapat

jatuh dalam pernikahan yang diperselisihkan manakala suami

meyakini keabsahannya. Jika terbukti bahwa orang yang

menikahkan tidak memiliki hak perwalian sama sekali, lalu suami

mencerainya tiga kali pada saat ia mengetahui hal itu, maka

cerainya tidak jatuh dalam keadaan demikian, dan ia boleh

menikahi istrinya lagi meskipun istrinya itu belum menikah dengan

laki-laki lain.

Dampak Wali Fasik Terhadap Cerai Tiga Kali

Syaikhul Islam Ibnu TaimiSTyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan

selama dua tahun, lalu ia menceraikannya tiga kali. Yang menjadi

wali nikahnya orang fasik. Apakah akad yang dilakukan orang

fasik itu sah atau tidak, sehingga apabila istri dicerai tiga kali maka

ia tidak halal lagi bagi suaminya kecuali setelah menikah dengan

laki-laki lain? Ataukah pemikahannya tidak sah sehingga suami

boleh menikahinya dengan akad yang baru dan dengan wali yang

bijak tanpa perlu istri menikah dengan lakilaki lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika suami

telah mencerainya tiga kali, maka cerainya jatuh. Sesudah cerai

tiga kali jatuh, seseorang tidak boleh melihat wali apakah ia adil

atau fasik dengan tujuan untuk menjadikan kefasikan wali sebagai

jalan agar cerainya tidak jatuh. Mayoritas fuqaha mengesahkan
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perwalian orang fasik, dan mayoritas mereka menjatuhkan cerai

dalam pemikahan semacam ini, bahkan dalam pemikahan-

pemikahan lain yang rusak (tidak sah).

Jika dibuat hukum cabang dari ketentuan bahwa

pemikahan tersebut tidak sah dan bahwa cerai tidak jafuh, maka

dimungkinkan orang yang mengharamkan sesuafu yang haram ifu
juga menghalalkan sesuatu yang halal. Padahal seseorang tidak

boleh meyakini sesuafu sebagai halal sekaligus haram. Suami ini

telah menggaulinya sebelum cerai, dan seandainya istrinya mati

maka ia mewarisinya. Di sini ia telah memegang keabsahan nikah.

Lalu, apa alasan sesudah cerai ia memegang kerusakan nikah?

Jadi, nikahnya sah jika ia memiliki tujuan dari keabsahannya, dan

rusak jika ia memiliki tujuan dari kerusakannya!

Pendapat ini jelas bertentangan dengan ilma'umat Islam,

karena mereka sepakat bahwa barangsiapa yang meyakini

kehalalan sesuafu maka ia harus tetap meyakininya, baik sejalan

dengan fujuannya atau bertentangan. Barangsiapa yang meyakini

keharaman sesuafu, maka ia harus tetap meyakininya dalam dua

keadaan tersebut. mereka yang menjafuhkan cerai itu tidak

memikirkan kerusakan pemikahan akibat kefasikan wali kecuali

pada saat cerai tiga telah jafuh, bukan saat bersenang-senang dan

saling mewarisi. Dengan demikian, di safu waktu mereka bertaklid

kepada orang yang menghukumi pemikahan tersebut rusak, dan di

wakfu lain mereka bertaklid kepada orang yang mengesahkannya

sesuai dengan tujuan dan harga sewanya. Tindakan seperti ini
hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang disepakati umat.

Yang serupa dengan itu adalah seseorang meyakini

berlakunya hak syruf'ah ketetanggaan jika ia yang memintanya, dan

meyakini tidak berlakunya hak tersebut ketika ia menjadi pembeli.

Yang demikian itu tidak boleh berdasarkan ijma'. Ini adalah
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perkara yang didasarkan pada keabsahan perwalian orang fasik

selama pemikahan, dan pada kerusakan perwaliannya pada waktu

cerainya, sehingga yang demikian itu hukumnya tidak boleh

menurut ijma' umat Islam. Seandainya peminta fatwa mengatakan,
"Aku belum mengetahui hal itu, dan mulai sekarang aku akan

mengikutiflg?," maka hal ini tidak boleh karena dapat membuka

celah untuk bermain-main dengan agama serta menjadikan halal

dan haram mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam-

Dampak Kefasikan Wali dan Para Saksi Terhadap
Cerai Tiga Kali

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan,

sedangkan wali perempuan tersebut fasik; makan makanan haram

dan minum khamer. Para saksinya juga fasik. Setelah itu ia

menjatuhkan cerai tiga kali. Apakah keadaan seperti itu

memberinya keringanan untuk rujuk kepada istrinya?

Syaikhul Islam lbnu Taimiyryah Menjawab

Jika suami telah menjafuhkan cerai tiga kali, maka cerainya
jah-rh. Barangsiapa yang sesudah cerai mempersoalkan sifat akad,

bukan sebelumnya, maka ia termasuk orang-orang yang melanggar

batasan-batasan Allah. Ia ingin menghalalkan perkara-perkara

yang diharamkan Allah sebelum cerai dan sesudahnya. Cerai

dalam nikah yang rusak dan diperselisihkan ifu berlaku menurut

Malik, Ahmaci dan para imam lain. Pernikahan dengan perwalian

orang fasik juga sah menurut mayoritas imam. Wallahu a'lam.
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Hukum Nikah tanpa Wali dan Saksi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan

dengan cara mushafahafi2T dengan mahar lima dinar dengan

dibayarkan setengah dinar untuk setiap tahunnya. Kemudian ia

menggauli istrinya itu. Apakah pemikahan tersebut sah atau tidak?

Jika keduanya dikaruniai anak, apakah anaknya ifu mewarisi atau

tidak? Apakah keduanya harus dikenai sanksi atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia

menikahi ishinya tanpa wali dan saksi, dan keduanya

merahasiakan pemikahan, maka pemikahan ini batal menumt
pendapat yang disepakati para imam. Sebaliknya, pendapat yang

dipegang ulama adalah sabda Nabi S,

U+1 .*-'
"Tidak sah nikah kecuali dengan s2/i.'228

Dalam sebuah hadits dijelaskan,

t+tg.r W, pit ;a',;'rj zllt rJj

JyL tlLt{.r ,yyt;. Gtt ,yyr1

227 Mushafaharl maksudnya adalah nikah secara rahasia.
228 1lF'. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2085), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah,

1101) dengan menilainya hasa4 dan Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, 2/737), mereka
semua dari Abu Musa.
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"Perempuan mana yang menikah tanpa izin walinya, maka

nikahnya batal, batal, nikahnya 6u7u1.'229

Kedua redaksi ini dilansir dalam l<fiab As-Sunan dari Nabi

S. Banyak ulama pendahulu yang mengatakan bahwa tidak sah

nikah kecuali dengan dua saksi. Ini adalah madzhab Abu Hanifah,

Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Malik mewajibkan

pengumuman pemikahan.

Nikah rahasia seperti itu merupakan salah satu jenis nikah

pelacuran. Allah @ berfirman,

""i54 n i;'Gi '",*-(; )\,u, ';";,6i6

7t A ;(& 7 ; .;nfi 'ft ,; f:ii + t3\./z

"Karena ifu kawinilah mereka dengan seizin fuan mereka

dan berilah maskawin mereka menurut yang pafut, sedang mereka

pun wanita-wanib Wng memelihara diri, bukan penzina dan bukan

(pula) wanita yang mengarnbil lakLlaki lain sebagai piaraannya. "

(Qs. An-Nisaa' [4], 251 Jadi, nikah rahasia itu termasuk jenis

perempuan yang mengambil laki{aki sebagai piaraan.

Allah S berfirman,

'4U55Er'ui9it-K"*t:lli';f;i
"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara

kamu, dan orang-orang yang layak herkawin) dari hamba-hamba

229 HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2083), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah,
1102) dengan komentar bahwa hadits Aisyah hasan, Ad-Darimi (pembahasan, Nikah,
2/371, dan Al Baihaqi (pembahasan: Nikah, 7/707), mereka semua dari Aisyah 4,.
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sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan "(Qs. An-Nuur 124].: 32)

Allah juga berfirman,

e-\;*i6!:'(-r3\W{5
"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. "(Qs. Al
Baqarah l2l:227)

Allah berbicara kepada kaum laki-laki untuk menikahkan

kaum perempuan. Karena ihr, sebagian ulama salaf mengatakan

bahwa perempuan tidak boleh menikah dirinya sendiri, dan

pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi, jika

orang yang melakukan hal ini meyakininya sebagai pemikahan

yang boleh, maka persetubuhan di dalamnya merupakan
persetubuhan syubhat. Nasab anaknya dilekatkan padanya, dan

anak juga mewarisi ayahnya. Sedangkan masalah saksi, keduanya

berhak menerimanya lantaran melakukan akad seperti ini.

Pernikahan dengan Suami Kedua Sebelum iddah
dari Suami Pertama Berakhir

Syaikhul Islam Ibnu TaimiyTah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah secara mushafahah

dalam beberapa hari. Setelah itu muncul suami lain, lalu

perempuan tersebut ditanya, "Kamu memilih suami pertama atau

kedua?" Ia menjawab, "Aku memilih suami kedua." Suami

pertama pun mencerainya. Setelah itu ditulis surat keterangan
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bahwa istri telah menjalani iddahtya. Apakah yang demikian itu

sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu TaimiSryah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika

perempuan tersebut menikah dengan suami kedua sebelum ia

menggenapi iddah dari suami pertama, sedangkan suami pertama

telah meninggalkannya, baik karena pemikahannya yang tidak sah

atau karena mencerainya, atau karena dipisahkan oleh hakim,

maka pemikahannya ihr tidak sah. Sanksi pantas diberikan kepada

perempuan tersebut, suaminya dan orang yang menikahkannya.

Sebaliknya, ia wajib menyempurnakan iddah dari suami pertama.

Kemudian, jika suami kedua telah menggaulinya, maka ia wajib

menjalani iddah sekali lagi. Jika kedua iddah telah selesai, maka

saat ifu ia boleh menikah dengan siapa saja yang ia mau, baik

dengan yang pertama atau dengan yang kedua, atau dengan laki-

laki lain.

Hukum Pernikahan Dua Kali Budak Perempuan
sebelum dan sesudah Dimerdekakan

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang budak perempuan yang sudah menikah-

Namun ketika suaminya bepergian, budak perempuannya tersebut

dijual oleh fuannya dengan syarat bahwa budak tersebut memiliki
suami. Sesudah tinggal beberapa hari di tempat pembelinya,

pembelinya itu mati lalu budak tersebut dimerdekakan. Sesudah itu

budak tersebut menikah dengan laki-laki lain, tetapi suaminya tidak
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tahu bahwa sebenamya budak tersebut sudah bersuami. Ketika
suaminya yang pertama datang dari bepergian, tuan yang

menjualnya itu memberikan surat kepada suaminya yang datang

dari bepergian ifu. Surat tersebut berisi akad yang sah dan syar'i.

Apakah akad sah dengan surat yang pertama atau yang kedua?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami pertama menikahinya secara syar'i, baik
menurut pendapat Abu Hanifah yang mengatakan sah pemikahan

laki{aki merdeka dan budak perempuan, atau menurut pendapat

Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa laki-laki yang memiliki biaya
perkawinan dan takut zina itu sah menikah dengan budak
perempuan, maka pemikahannya tidak batal akibat kemerdekaan

budak perempuan tersebut. Sebaliknya, ia tetap menjadi istrinya

sesudah dimerdekakan. Akan tetapi, menurut Abu Hanifah dalam

satu riwayat pendapat ia memiliki hak untuk menghapus nikah.

Jadi, ia boleh menghapus nikah, lalu sesudah ia menjalani iddah-

nya maka ia boleh menikah dengan laki-laki lain jika ia mau.

Sedangkan menumt Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat
yang masyhur darinya, ia tidak memiliki hak pilih, melainkan ia

tetap menjadi istrinya suami yang pertama. Manakala ia menikah

lagi sebelum pemikahan terhapus, maka pemikahannya batal

menurut pendapat yang disepakati. Adapun jika pernikahannya

yang pertama tidak sah, maka keduanya harus dipisahkan, lalu ia
boleh menikah dengan laki-laki yang ia suka sesudah berakhirnya

masa iddah.
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Pengakuan Tentang Habisnya Masa iddah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang diakui di hadapan saksi-saksi

yang adil bahwa ia telah menceraikan istrinya sejak lebih dari masa

iddah yang syar'i. Apakah mereka boleh menikahkannya

sekarang?

Syaikhul Islam Ibnu TaimiS4yah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika yang

mengakui adalah orang fasik atau tidak dikenal, maka ucapannya

dalam menggugurkan iddah yang di dalamnya ada hak Allah tidak

diterima. Yang demikian itu bukan pengakuan murni yang

memberatkan diri sendiri sehingga pengakuan seperti itu dari

orang fasik bisa diterima, melainkan di dalamnya ada hak Allah

karena dalam iddah ada hak Allah dan hak suami. Ketentuannya

berbeda jika orang yang mengakui itu adil dan tidak dicurigai.

Misalnya, ia tidak berada di tempat, lalu ketika pulang ke rumah ia

mengabarkan kepada istrinya bahwa ia telah mencerainya sejak

hari demikian. Apakah iskinya menjalani iddah sejak mendengar

berita itu manakala tidak ada bukti yang menunjukkannya?

Ataukah ia menjalani iddah sejak jatuh cerai seperti seandainya

ada bukti yang menunjukkannya? Dalam hal ini terjadi perbedaan

pendapat yang masyhur dari Ahmad dan selainnya. Pendapat yang

masyhur dari Ahmad adalah pendapat kedua. Wallahu a'lam.
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Hukum Istri Melahirkan Dua Bulan Sesudah Nikah
sebelum Digauli

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan.

Namun sebelum ia sempat menggaulinya, istrinya telah melahirkan

dua bulan sesudah pemikahan. Apakah pemikahan tersebut sah

atau tidak? Apakah suami wajib memberi mahar atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiy5rah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nasab anak

tidak dilekatkan padanya menurut pendapat yang disepakati umat

Islam. Demikian pula, tidak ada kewajiban mahar padanya

menurut pendapat yang disepakati umat Islam. akan tetapi, para

ulama memiliki dua pendapat terkait akad tersebut. Pendapat yang

paling shahih adalah akad tersebut batal seperti madzhab Malik,

Ahmad dan selainnya. Pada saat itu, keduanya wajib dipisahkan, ia

tidak menanggung mahar, tidak ada kewajiban setengah mahar,

dan tidak ada kewajTban mut'ah, sama seperti akad-akad yang

tidak sah lainnya manakala terjadi perpisahan sebelum

persetubuhan. Akan tetapi, seyogianya keduanya dipisahkan oleh

hakim yang menganggap akad tdak sah unfuk memutus

persengketaan.

Sedangkan menurut pendapat kedua, akad tersebut sah,

tetapi suaminya tidak boleh menggaulinya hingga istrinya

melahirkan, seperti pendapat Abu Hanifah. pendapat lain

mengatakan ia boleh menggaulinya sebelum kelahiran, seperti

pendapat Asy-Syafi'i. Berdasarkan dua pendapat ini, manakala ia

mencerainya sebelum persefubuhan, maka ia wajib membayar

setengah mahar. Akan tetapi, perbedaan pendapat berlaku ketika

777



Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah

istri mengandung akibat persefubuhan yang syubhat, atau

persetubuhan dengan, atau dengan seorang suami. Dalam

keadaan seperti ifu, pemikahan batal menurut pendapat yang

disepakati umat Islam, dan suami tidak wajib membayar mahar jika

ia menceraikan sebelum terjadi persefubuhan. Sedangkan

perempuan yang hamil akibat zina tidak ada bahasan mengenai

keabsahan nikahnya. Perbedaan pendapat ini juga berlaku jika

suami menikahinya dengan sukarela. Adapun jika ia menikahinya

dengan dipaksa, maka nikahnya batal menurut madzhab Asy-

Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

Hukum Pernikahan Seseorang Selama Singgah di
Suatu Kota unfuk Dicerai Lagi sesudah Ia Pergi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang lakilaki pengembara yang mengadakan

perjalanan keliling dunia, dari satu kota ke kota lain. Ia singgah di

setiap kota selama safu atau dua bulan, lalu ia pergi lagi

meninggalkan kota tersebut. Seandainya ia khawatir jah-rh ke

dalam maksiat, apakah ia boleh menikah selama ia tinggal di suafu

kota, lalu ketika pergi maka ia menceraikan istrinya dan

memberikan haknya? Apakah pernikahannya yang seperti itu sah

atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Meniawab

Ia boleh menikah, tetapi ia harus menikah secara mutlak

tanpa menetapkan syarat pembatasan wakfunya, sehingga jika ia

suka maka ia boleh menahan ishinya; dan jika ia tidak suka maka
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ia mencerainya. Tetapi jika ia meniatkan cerai terhadap istrinya

secara pasti sesudah perjalanannya berakhir, maka hukumnya

makruh. Ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan nikah

seperti ifu. Seandainya ia bemiat untuk menahan istrinya pada

waktu hendak berangkat seandainya ia senang dan mencerai

istrinya seandainya ia tidak suka, maka hukumnya boleh.

Meskipun ada sekelompok ulama yang memberikan

keringanan dalam masalah ini, baik secara mutlak atau bagi orang
yang terdesak seperti yang terjadi di awal Islam, namun pendapat

yang benar adalah afuran tersebut sudah dihapus sebagaimana

dilansir dalam kitab Ash-Shahih bahwa sesudah Nabi #
memberikan keringanan terhadap nikah mut'ah pada tahun Fathu
Makkah, beliau bersabda,

y(ijt ii;t?"d,Jt?? ii hr Lr

*sesungguhnya' O*O mengharamkan nikah mut'ah hingga

Hari Kiamu|.'23o

AI Qur'an mengharamkan seorang laki-laki melakukan

hubungan intim kecuali dengan istri atau budaknya.
Allah S berfirman,

t ed rt'it-@ t-,b @A g i,iiS
'"5i $ # @ 6."j:'* ffg # ;K{, (,

@i;riit$X'A'
230 gp. Muslim (pembahasan: Nikah, 74O6/2U dari Sabrah Al Juhani.
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"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali

terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka

mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa

mencari yang di balik ifu maka mereka itulah orang-orang yang

melampaui batas. " (Qs. Al Mu'minun [23]: 5-7, dan Al Ma'aarij

l70l 2e-3t)

Laki-laki yang memperoleh kesenangan dari perempuan ini

bukan suami dan bukan pemilik budak, karena Allah telah

menetapkan beberapa hukum bagi suami, seperti hukum waris,

iddah setelah kematian selama empat bulan sepuluh hari, iddah

setelah cerai selama tiga kali suci, serta hukum-hukum lain yang

tidak ada pada laki-laki yang memperoleh kesenangan tersebut.

Seandainya perempuan tersebut adalah istrinya, tenfulah padanya

berlaku hukum-hukum ini. Karena itu sebagian ulama salaf

mengatakan bahwa hukum-hukum ini menghapus mut'ah.

Penjelasan masalah ini sangat jelas, dan bukan di sini tempatnya.

Jika ia mensyaratkan batasan wakfu sebelum akad, maka

ifu seperti syarat yang membarengi akad menurut pendapat yang

paling shahih di antara dua pendapat ulama. Demikian pula dalam

pemikahan muhallil. Adapun jika suami meniatkan batasan waktu

tetapi tidak menyampaikannya kepada perempuan, maka terjadi

perbedaan pendapat di dalamnya. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i

memberikan keringanan di dalamnya. Sedangkan Malik, Ahmad

dan selainnya memakruhkannya. Seperti seandainya ia meniatkan

tahlil, maka itu termasuk perkara yang larangannya disepakati para

sahabat. Mereka menjadikannya sebagai nikah muhallil, tetapi

nikah muhallil lebih buruk daripada nikah mut'ah, karena nikah

muhallil tidak diperkenankan sama sekali lantaran muhallil
memang tidak memiliki tujuan menikah, melainkan untuk

mengembalikan perempuan kepada suami yang mencerainya
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sebelum itu. Jadi, ia mengadakan akad unfuk kemudian

menghilangkannya lagi. Yang demikian itu tidak disyari'atkan sama

sekali, berbeda dengan pelaku mut'ah. Ia memiliki fujuan berupa

mencari kesenangan, tetapi penetapan batas waktu pemikahan

merusak tujuan nikah itu sendiri, yaitu cinta, kasih sayang dan

ketenteraman. Ia menjadikan perempuan tak ubahnya seperti

manusia bayaran. Karena itu, niat dalam nikah mutbh itu lebih

ringan daripada niat dalam nikah muhallil, dan ia berkisar antara

makruh haram dan makruh tanzih (menghindarkan yang haram).

Adapun 'azl (coifus erecfus) diharamkan oleh sekelompok

ulama, tetapi menumt Imam Empat hukumnya boleh dengan

seizin istn. Wallahu a'lam.

Pendapat Keliru Tentang Persetubuhan pada Anus

Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah Ditanya

Ada orang yang berpendapat bahwa perempuan yang

dicerai jika disetubuhi pada anusnya oleh suami yang kedua maka

ia menjadi halal lagi bagi suaminya yang pertama. Apakah

pendapat ini benar atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pendapat ini salah kaprah, bertentangan dengan para imam
yang masyhur dan para imam lainnya, karena Nabi S bersabda

kepada perempuan yang dicerai tiga kali,

.u *s oS4'SAfr esrs F Y
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"Tidak boleh sebelum kamu merasakan madunya dan dia

merasakan madumu.'231

Hadits ini menjadi nash bahwa harus terjadi hubungan

intim, dan ini tidak terjadi pada anus. Tidak ada informasi tentang

pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Pendapat yang

disebutkan dari sebagian kalangan madzhab Maliki-padahal

mereka mengkritik ini sebagai sebuah pendapat-serta pendapat

yang disebutkan dari Sa'id bin Musa5ryib, yaitu tidak ada syarat

persetubuhan, di dalamnya tidak disebutkan persefubuhan pada

anus. Ini merupakan pendapat yang menyimpang, bertentangan

dengan Sunnah yang shahih dan yang menjadi iima' sebelum dan

sesudahnya.

Hukum Menikahi Perempuan yang Berzina

Pemikahan dengan perempuan yang berzina ifu hukumnya

haram, baik ia berzina dengan laki{aki yang menikahinya atau

dengan lakiiaki lain. Pendapat inilah yang benar tanpa diragukan.

Ini adalah madzhab sekelompok ulama generasi pendahulu dan

generasi akhir. Di antara mereka adalah Ahmad bin Hanbal dan

selainnya. Tetapi ada banyak pula ulama generasi pendahulu dan

generasi akhir yang membolehkan. Ini adalah pendapat Imam

Tiga, tetapi Malik mensyaratkan terjadinya pembersihan rahim.

Sedangkan Abu Hanifah membolehkan akad sebelum

pembersihan rahim manakala perempuannya hamil. Tetapi jika ia
hamil, maka ia tidak boleh digauli sebelum melahirkan. Sedangkan

AsySyafi'i membolehkan akad dan persefubuhan secara mutlak

237 Takhrii hadits telah disebutkan sebelumnya.
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karena sperma laki-laki yang berzina tidak dihormati dan tidak

mengakibatkan pelekatan nasab kepadanya. Inilah acuan Asy-

Syafi'i. Adapun Abu Hanifah, ia membedakan antara perempuan

yang hamil dan yang tidak hamil. Menurutnya, jika suami

menggauli istri yang hamil, maka itu berarti suami menarik
kepadanya nasab anak yang bukan berasal darinya secara pasti.

Lain hanya dengan istri yang tidak hamil.

Malik dan Ahmad mensyaratkan pembersihan rahim, dan
pendapat inilah yang benar. Akan tetapi, Malik dan Ahmad dalam

safu riwayat pendapat mensyaratkan pembersihan rahim dengan

satu kali haidh saja. Sedangkan riwayat pendapat lain dari Ahmad,

dan inilah yang dipegang oleh banyak sahabatnya seperti Al Qadhi
Abu Ya'la dan para pengikutnya, ia harus menjalani tiga kali

haidh. Pendapat yang. benar adalah ia tidak wajib selain

membersihkan rahim saja, karena perempuan tersebut bukan istri
yang wajib menjalani iddah. Ia tidak lebih besar daripada budak
perempuan yang membersihkan rahimnya manakala anaknya

dilekatkan kepada tuannya. Budak perempuan tersebut tidak

berkewajiban selain membersihkan rahim, sehingga terlebih lagi

dengan perempuan yang ini. Jika diasumsikan ia merdeka-seperti
perempuan yang dimerdekakan sesudah bersetubuh dengan

fuannya, ia ingin dinikahkan, baik dengan tuan yang

memerdekakan atau selainnya, maka ia tidak wajib membersihkan

rahim menurut mayoritas ulama, dan tidak pula wajib menjalani

iddah. Perempuan yang berzina ini tidak seperti perempuan yang

digauli dengan syubhat, dimana anak yang digauli dengan syubhat

ifu nasabnya dilekatkan kepada laki-laki yang menggaulinya. Selain

itu, ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban iddah baginya.
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Hukum Perempuan yang Melakukan Khulu' dan
Cara Ia Membersihkan Rahim

Sesuai indikasi Al Qur'an, Sunnah yang gamblang, dan

pendapat para sahabat, perempuan yang melakukan khulu'tidak
berkewajiban selain membersihkan rahim dengan satu kali haidh,

bukan menjalani iddah seperti iddah perempuan yang dicerai. Ini

merupakan salah safu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad,

serta merupakan pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, dan

hnu 'Umar ,lS, dalam pendapatorya yang paling akhir. AI Makki

menyebutkan bahwa itu adalah ijma' sahabat. Ini juga merupakan

pendapat Qabishah bin Dzu'aib, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Mundzir

dan para fuqaha ahli Hadits lainnya. Pendapat inilah yang benar

sebagaimana telah dipaparkan di tempat lain. Oleh karena

perempuan yang melakukan khulu'ifu bukan dicerai dan tidak

wajib menjalani iddah cerai, melainkan cukup dengan

membersihkan rahim-meskipun pembersihan rahim itu juga

disebut iddah, maka terlebih lagi dengan perempuan yang digauli

dengan syubhat, dan terlebih lagi dengan perempuan yang berzina.

Selain itu, perempuan yang hijrah dari negeri kafir itu
seperti perempuan yang diuji Allah, yang mengenai mereka

Allah S berfirman,

,iii Uisi ?'tr $L Glt; ,ji W-
64 4 <:(
ODJ.>E-.l'9

"Hai orang-orang yang beiman, apabila datang berhijrah

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah

kamu uji (keimanan) mereka."(Qs. Al Mumtahanah [60]' 1)
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Di tempat lain kami telah menyampaikan hadits tentang

ayat tersebut. peristiwa ini terjadi sesudah perempuan tersebut

membersihkan rahim dengan satu kali haidh. Meskipun ia masih

bersuami, tetapi secara otomatis terjadi perceraian akibat ia masuk

Islam dan memilih cerai, bukan karena dicerai suaminya. Demikian

pula dengan firman Allah,

6:H6JKy($y|:$iG ) z/z)

t
o),2q2

A:le
i,f

arl

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah

menetapkan hukum ifu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. " (Qs.

An-Nisaa'141 24)

Jadi, jika mereka menawan seorang perempuan, maka
perempuan tersebut halal digauli sesudah dibersihkan rahimnya.

Perempuan yang ditawan tidak memiliki kewajiban selain

membersihkan rahim berdasarkan Sunnah dan pendapat yang

disepakati. Ada kalanya hal itu dinamai iddah. Dalam kitab .4s-

Sunan terdapat riwayat dari Barirah ketika ia dimerdekakan,
bahwa Nabi $ menyuruhnya untuk menjalani i44r6.232 Karena itu

ulama yang berpegang pada makna teksfual seperti Ibnu Hazm

mengatakan bahwa perempuan yang tidak dicerai membersihkan

rahim dengan satu kali haidh kecuali yang ini (Barirah). Pendapat

ini lemah, karena kata iddah dalam bahasa Arab dapat dimaknai

sebagai membersihkan rahim sebagaimana telah kami jelaskan.

232 HR. Abu Daud (pembahasan: Cerai, 2232) dan Ibnu 'Abbas, dan An-Nasa'i
(pembahasan: Cerai, 3449) dari Aisyah 4,.
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Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah @ bahwa Nabi #
menyuruh Barirah untuk menjalani iddah sebanyak tiga kali

1',u161',.233 Tetapi hadits ini cacat.

Perbedaan Pendapat Tentang lddah

Alasan kecacatannya adalah karena ada riwayat valid dari

Aisyah cp melalui lebih dari satu jalur riwayat bahwa iddah

menumtnya adalah tiga kali masa suci, dan bahwa begifu

perempuan memasuki haidh yang ketiga, maka ia telah halal. Lalu,

bagaimana mungkin ada riwayat dari Nabi S bahwa beliau

memerintahkan Barirah untuk menjalani iddah dengan tiga kali

haidh? Perbedaan pendapat di antara umat Islam sejak zaman

sahabat hingga hari terkait iddah adalah: apakah iddah itu tiga kali

haidh atau tiga kali suci? Kami tidak mendengar seorang ulama

pun yang berargumen dengan hadits ini bahwa iddah adalah tiga

kali haidh. Seandainya hadits ini memiliki sumber sanad dari

Aisyah @,, niscaya hal itu tidak samar bagi selunfi ulama. Ini

merupakan sunnah besar sehingga perhatian umat terhadapnya

sangat besar, karena di dalamnya ada dua perkara besar, yaitu:

Pertama, perempuan yang dimerdekakan dalam keadaan

sebagai iski seorang budak menjalani iddah tiga kali haidh.

Kedua, iddah itu tiga kali haidh.

233 HR. Ibnu Majah (pembahasan: Thalak l2o77l.
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Selain itu, seandainya hadits ini valid, tenfulah ia menjadi

argumen bagi ulama yang berpendapat bahwa manakala

perempuan yang dimerdekakan memilih pisah, maka ia tercerai

tiga seperti pendapat Malik dan selainnya. Atas dasar ilu, iddah

tidak wajib kecuali akibat cerai. akan tetapi, ini juga merupakan
pendapat yang lemah. Al Qur'an dan Sunnah serta qiyas

menunjukkan bahwa cerai tersebut tidak lain adalah raj'i, dan

bahwa tidak setiap perpisahan yang tidak bisa kembali lagi itu
akibat cerai tiga kali, bahkan khulul sebagaimana ia telah kami
paparkan di tempat lain.

Dua Masalah dalam Pemikahan dengan Perempuan
yang Berzina

Maksud bahasan di sini adalah pemikahan perempuan yang

berzina. Dalam hal ini ada dua masalah, yaitu:

Pertama, terkait pembersihan rahimnSra. Sebelumnga telah

kami sampaikan satu pendapat bahwa sperrna laki-laki yang

berzina ifu tidak memiliki kehormatan. Jawabnya, pembersihan

rahim bukan demi kehormatan sperma laki-laki pertama,

melainkan demi kehormatan sperrna laki{aki yang kedua, karena

seseorang tidak boleh menarik nasab seorang anak kepadanya

sedangkan anak tersebut bukan berasal darinya. Demikian pula,

jika rahim tidak dibersihkan, bisa jadi telah menempel benih yang

berasaldari penzina. Selain itu, ada dua pendapat ulama mengenai
penarikan nasab anak oleh pelaku zina manakala perempuan yang

mengandung bukan firasy (kiasan unfuk istri atau budak
perempuan yang digauli). Nabi $ bersabda,
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'-At tA),it$-njl
'Anak adalah milik empunya firasy, sedangkan laki-laki

yang berzina dihalangi.'234

Jadi, anak dihubungkan kepada pemilik firasy, bukan laki-

laki yang berzina. Jika seorang perempuan bukan sebagai firasy,

maka ia tidak tercakup hadits ini. Umar menghubungkan nasab

anak-anak yang lahir di masa jahiliyah kepada ayah mereka, tetapi

bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Kedua, perempuan yang berzina tidak halal sebelum

bertaubat. Inilah yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta

qiyas. Ayat yang paling masyhur tentang hal ini adalah firman
Allah,

eb J farsr\ t g$ K] 5 4s J t &{ ugi

$xW-$yrifi"3*i
"I-aki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan
perempuan yang benina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki
yang berzina atau lakilaki mus5rik, dan yang demikian itu
diharamkan atas orang-orang yang mukmin. " (Qs. An-Nuur [24]:
3)

2s4 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jualbeli, 2053), Muslim (pembahasan,
Persusuan, 1457/36), dan Abu Daud (pembahasan: Cerai, 22273\, mereka semua
dari Aisyah ,,&.
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Dalam kltab As-Sunan terdapat hadits Abu Martsad Al
Ghanawi mengenai seorang perempuan yang bemama '6r'ruq. 235

Sedangkan ulama yang tidak berpegang pada ayat ini

menyebutkan tal$il dan terjadinya penghapusan terhadap

kandungan ayat ini. Tal$/ildimaksud adalah bahwa yang dimaksud

dengan nikah di sini adalah persetubuhan. Takwil ini dapat
diketahui kekeliruannya dengan perenungan yang paling ringan,

dan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, dalam Al Qur'an setiap kata nikah pasti

bermakna akad meskipun ia juga mencakup persetubuhan.

Adapun kata nikah dengan makna persefubuhan saja, hal itu tidak

ditemukan dalam Kitab Allah sama sekali.

Kedua, sebab turunnya ayat adalah permintaan fatwa
kepada Nabi $ mengenai pemikahan dengan perempuan yang

berzina. Bagaimana mungkin sebab furunnya ayat berada di luar

cakupan lafazh?

Ketiga, jika kata nikah dimaknai sebagai persetubuhan,

maka makna ayat tersebut adalah, laki-laki yang berzina tidak

menyetubuhi selain perempuan yang berzina, atau perempuarl

yangberzina tidak disetubuhi selain laki-laki yang berzina. Ini tidak

ada bedanya dengan kalimat: orang yang makan tidak makan

selain yang dimakan, dan makanan tidak dimakan selain orang

yang makan. Atau seperti kalimat: Suami tidak menikah kecuali

dengan istri, dan istri tidak dinikahi kecuali oleh suami. Allah

Mahasuci dari perkataan dan kalimat semacam ini.

23sgp. Abu Daud (pembahasan, Nikah, 2051), At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir,
3777) dengan menilainya hasangharib, dan An-Nasa'i (pernbahasan: Nikah, 32281,
mereka sen ,, 'an 'Amr [:in Syu'aib dari ayahn'.la , ar k;-rkeknva.
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Keempat, ada kalanya laki-laki yang berzina memaksa

perempuan unfuk disetubuhi, sehingga dalam hal ini laki-laki

dianggap penzina sedangkan perempuannya tidak. Demikian pula,

ada kalanya seorang perempuan berzina dengan laki-laki yang

sedang tidur atau dipaksa-menurut salah safu dari dua pendapat.

Laki-laki tersebut tidak dianggap pelaku zina.

Kelima, keharaman zina dapat diketahui oleh umat Islam

dari banyak ayat yang diturun di Makkah. Keharaman zina lebih

masyhur daripada furunnya ayat yang mengharamkannya ini.

Keenam, Allah S berfirman,

',ry:rr *t 
& -{+t'i# 3r- 5 iit;J IGS'Y ty?

"Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan

oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang

demikian ifu diharamkan atas orang-orang yang mul<nin. " (Qs.

An-Nuur 1241:3)

Seandainya yang dimaksud adalah persetubuhan, maka

tidak perlu disebutkan kata musyrik di dalamnya karena ia juga

pelaku zina. Demikian pula, seandainya perempuan musyrik

dizinai seorang laki-laki, maka perempuan tersebut tetap dianggap

sebagai pelaku zina sehingga tidak perlu disebutkan pembagian ini.

Kefujuh, sebelum itu Allah & berfirman,

7;*l;'uw*3bt;Goffi:-"qgi
"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya serafus kali dera. "(Qs. An-

Nuur l24l2)
Jadi, apa alasan menyebutkan keharaman zina sesudah ifu?
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Mengenai klaim terjadinya penghapusan hukum ayat, Sa'id

bin Musayyib dan sekelompok ulama mengatakan, "Kandungan

hukum ayat tersebut dihapus dengan firman Allah,

e4i;yfiE"u6*f9K"$ri.c'J5
"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara

kamu, dan orang-orang Wng layak (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan "(Qs. An-Nuur l24l:32),

Oleh karena kelompok yang berpegang pada pendapat ini
tahu bahwa klaim terjadinya penghapusan dengan ayat ini sangat

lemah, dan mereka memang tidak menemukan ayat yang

menghapusnya, maka mereka meyakini bahwa tidak seorang pun
yang berpendapat bahwa terjadi penghapusan hukum. Mereka

mengatakan, "la dihapus dengan Uma," sebagaimana yang diklaim
oleh Abu Ali Al Juba'i dan selainnya. Sedangkan menurut
pendapat yang mengatakan ijma bisa menghapus nash seperti

yang disebutkan dari 'lsa bin Aban dan selainnya, dan ini

merupakan pendapat yang sangat salah kaprah, implikasi dari
pendapat tersebut adalah umat Islam boleh mengganti agama

mereka sesudah Nabi mereka, dan hal itu boleh bagi mereka. Ini
seperti perkataan orang-orang Nasrani bahwa para ahli agama

boleh menghapus syari'at Al Masih sesuai dengan nalar mereka.

Ini jelas bukan ucapan umat.

Di antara kelompok yang mengira terjadi rjma itu
mengatakan bahwa rjma menunjukkan adanya nash yang

menghapus tetapi ia tidak sampai kepada kita. Jadi, menumt
mereka telah terjadi ijma yang bertentangan dengan ayat ini.

Setiap orang yang membenturkan nash dengan ijma dan

mengklaim bahwa nash tersebut terhapus kandungan hukumnya
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tanpa ada nash lain yang berbenfuran dengan nash tersebut, maka

ia salah sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain. Kami juga

telah menjelaskan bahwa tidak ada satu nash pun yang dihapus

kandungan hukumnya kecuali dengan nash yang tetap ada dan

terjaga di tengah umat. Pengetahuan umat tentang nash yang

menghapus dan diterapkan itu lebih penting bagi mereka daripada

pengetahuan tentang nash yang dihapus dan tidak boleh

diterapkan. Pemeliharaan Allah terhadap nash-nash yang

menghapus itu lebih kuat alasannya daripada pemeliharaan Allah

terhadap nash-nash yang dihapus.

Pendapat yang mengatakan ayat tersebut dihapus dengan

ayat, 'h utS W\ "Dan kawinkanlah orang-orang yang

sendirian di antara kamu" (Qs. An-Nuur [24]: 32) merupakan

pendapat yang sangat lemah, karena keberadaan perempuan

sebagai pelaku zina merupakan sifat sementara padanya sehingga

menghasilkan keharaman yang sementara. Ifu seperti keberadaan

perempuan yang sedang ihram, menjalani iddah, dinikahi laki-laki

lain, dan hal-hal semacam itu yang mengakibatkan kehararnan

hingga batas wakhr tertenfu. Seandainya diasumsikan ia dalam

keadaan ihram unfuk selama-lamanya, tenfulah ia menjadi seperti

penyembah berhala. Kita tahu bahwa ayat ini tidak menyinggung

sifat-sifat yang karenanya perempuan diharamkan secara mutlak

atau sementara, melainkan ayat ini memerintahkan unfuk

menikahkan orang-orang yang sendirian secara garis besar. Itu
berarti perintah unfuk menikahkan mereka dengan syarat-syarat

yang dijelaskan di tempat lain. Sebagaimana perempuan tidak
boleh dinikahi di masa iddah dan ihram, ia juga tidak boleh

dinikahi hingga bertaubat.

Mereka berargumen dengan hadits yang di dalamnya

disebutkan:
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,drL isu, ...i i'r; y ,i1tLt
,-/

.t#"#*$:Jt" q;f ,A,Jd".. v
"lstriku tidak menolak tangan setiap orang yang

menyentuhnya." Beliau bersabda, "Ceraikanlah ia/" Orang itu
berkata, "Tetapi aku mencintainya." Beliau bersabda, "Kalau

begitu, nikmatilah ia!"(lfR. An-Nasa'11 235

Hadits ini dinilai lemah oleh Ahmad dan selainnya, sehingga

tidak bisa dijadikan hujjah secara berhadapan dengan Kitab dan

Sunnah. Kalaupun hadits ini shahih, kalimatnya tidak gamblang

karena di antara ulama ada yang menahruili kata u'.rX sebagai

orang yang meminta harta, tetapi penakwilan ini lemah. Namun,

kata gn4) terkadang dimaknai sebagai orang yang menyentuh

a"ng* tangan tanpa menggaulinya, karena di antara perempuan

itu ada yang aurahrya terbuka. Jika ada laki-laki yang melihatrnya

atau menyentuhnya, maka perempuan seperti itu tidak

menghindar dan lari, tetapi tidak juga membiarkan lakilaki
menggaulinya. Perempuan seperti ini makruh dinikahi. Karena ifu

Nabi $ memerintahkan orang tersebut unfuk menceraikan

istrinya, bukan ma,vajibkan, karena ia mengaku mencintai istrinya.

Perempuan ini belum berzina, tetapi ia berbuat dosa dengan

melakukan hal-hal yang menjadi pengantar zina. Karena itu ia
mengatakan, "Tidak menolak tangan setiap laki-laki yang

menyentuh." Jadi, ia menyebutkan senfuhan tangan saja.

Sedangkan kata u,..iJl dan *;^N, jika dimaknai persetubuhan,

2s6g3. An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 3229il dan Ibnu 'Abbas secara mauquf
(terhenti sa:, adnya pada sahabat).
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maka ia tidak dipersempit dengan tambahan kata tangan.

Sebaliknya, lika ia dipersempit dengan tambahan kata tangan,

maka yang dimaksud adalah senfuhan dengan tangan seperti

dalam firman Allah,

"Dan kalau Kami turunkan kepadamu fulisan di atas kertas,

lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendii,
tenfulah orang-oftrng tnng kafir itu berkata, 'Ini tidak lain hanyalah

sihir yang nyata. "(Qs. Al An'aam 16l 71

Selain itu, perempuan yang berzina sesudah nikah Udak

seperti perempuan yang menikah dalam keadaan sebagai pelaku

zina, karena kelanggengan nikah itu lebih kuat daripada permulaan

nikah. Ihram dan iddah menghalangi permulaan nikah, bukan

kelanggengan nikah. Seandainya ada dalil syar'i lrang
menunjukkan bahwa perempuan yang berzina sesudah akad tidak

wajib dicerai, maka zina ihr seperti iddah dalam hal menghalangi

kelanggengan nikah, sebagai konsekuensi dari kompromi dua dalil.

Makna Firman Allah: Tidak Dikawini Melainkan oleh
Laki-Laki Yang Berztna atau l-^ak-Laki Muqgrik

Barangkali ada yang bertanya tentang makna firman Allah,

Jti.';#vU,xi&elifi
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"Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan
oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang
demikian ifu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. " (Qs.

An-Nuur l24l:3)

Jawabnya, jika orang yang menikah dengan perempuan

yang berzina adalah seorang muslim, maka ia harus orang yang

berzina. Jika bukan muslim, maka ia orang kafir. Jika ia orang yang

beriman kepada ajaran yang dibawa Rasulullah'#, yaifu keharaman

hal ini dan ia melakukannya, maka ia pelaku zina. Jika ia tidak
beriman kepada ajaran yang dibawa Rasulullah S, maka ia seorang

musyrik seperti yang terjadi pada para lelaki jahiliyah yang senang

menikahi wanita-wanita pelacur. Jadi, makna ayat ini adalah: jika

kalian menikahi mereka seperti yang kalian lakukan tanpa meyakini

keharamannya, maka kalian telah musyrik. Jika kalian meyakini

keharamannya, maka kalian adalah para pelaku zina. Karena

perempuan seperti ini membiarkan dirinya digauli oleh selain

suaminya, sehingga suami tetap menggaulingra seperti mereka

menggaulinya. Setiap perempuan yang digauli dua laki-laki atau

lebih, maka ia adalah pelaku zina karena kemaluan tidak bisa

dimiliki bersama. Bahkan, ia tidak dianggap sebagai istri kecuali ia

menjaga diri.

Oleh karena itu, ketika orang yang menikahi perempuan

yang berzina ifu dianggap juga sebagai pelaku zina, maka ia tercela

di mata manusia, dan celaan untuknya lebih besar daripada celaan

unfuk laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut. Karena

ifu ada ungkapan caci maki yang mengatakan, "Hai suami

perempuan cabul!" Ini merupakan cacian paling kasar karena telah

tertanam dalam benak umat Islam akan keburukan sifat tersebut.

Karena itu, fuduhan zina terhadap istri merupakan pencemaran

nama baik suaminya. Seandainya laki-laki boleh menikah dengan

nelacur- tenfulah hal ifu bukan meruoakan oencideraan nama baik
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suami. Karena itu sebagian ulama salaf mengatakan, "Tidak ada

seorang istri nabi pun yang berzina, karena Allah membolehkan

para nabi untuk menikahi perempuan kafir, tetapi Allah tidak

membolehkan mereka menikahi perempuan pelacur, karena hal ini

dapat memsak fujuan nikah; berbeda dengan perempuan kafir."
Karena itu, Allah membolehkan suami untuk melakukan sumpah

laknat sebagai pengganti empat orang saksi jika istrinya berzina.

Tuduhan zina suami terhadap istri dapat digugurkan dengan

sumpah li'an karena keadaan tersebut menimbulkan mudharat

baginya. Dalam sebuah hadits disebutkan,

u l. '6. ? J,, o 'oi; aLJt J-U Y

"Tidak masuk surga laki-laki yang tidak memiliki
kecemburuan terhadap istrinyl.'237

Orang yang menikah dengan pelacur dianggap sebagai

da5yuts. Ini termasuk perkara yang Allah sematkan fitrah pada

manusia unfuk mencaci dan mencelanya, baik dilakukan oleh

hamba-hamba-Nya yang beriman, atau dilakukan oleh ahli Kitab,

atau umat lain. Mereka semua mencela setiap laki-laki yang ishinya
pelacur. [alu, bagaimana mungkin aturan yang membolehkan

dikaitkan dengan Islam? Yang demikian itu tidak boleh

disampaikan oleh seorang nabi pun, terutama syari'at yang paling

utama. Bahkan, syari'at Islam wajib disucikan dari ucapan

semacam ini yang apabila dipersepsi oleh orang mukmin, maka ia
menganggap aneh sekiranya pendapat tersebut dilekatkan pada

syari'at. Orang mukmin pasti berpandangan bahwa meny-rcikan

237HR. Abdurrazzaq dalam kitab Al Mushannaf (204371dari Ma'mar dari seorang

laki-laki dari Quraisy dengan mengangkat sanadnya kepada Nabi $;, Lih- kitab ,4/
Mathalib Al 'Aliph (2745), dari 'Ammar.
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syari'at dari hal semacam ini lebih utama daripada men5nrcikan

Aisyah @, dari tuduhan yang dilayangkan para pembohong,

padahal Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk
mengatakan,

L-Y'btit:iGi|g,
"Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang

besar. "(Qs. An-Nuur l24l: \6)

Nabi & tidak menceraikan Aisyah cqg karena beliau tidak

membenarkan desas-desus sejak awal hingga Allah menurunkan

ayat yang membersihkan namanya dari langit. 238 11u1nr,fuan ini

berlaku untuk perempuan yang pemikahannya telah tetap. Tidak
seorang muslim pun yang mengatakan boleh menahan istri yang

pelacur. Orang-orang mukmin hanya memaksudkan ucapan

mereka untuk menciderai nama baik Rasulullah $. Seandainya

boleh menikah dengan pelacur, tenhrlah beliau mengatakan bahwa

itu tidak masalah bagi suaminya, sebagaimana ada beberapa

perempuan yang meyakini beliau hingga mereka hijrah, karena

dosa perempuan tidak menciderai nama baik laki-laki. Lain halnya

dengan pelacurannya; hal itu bisa menciderai nama baik suaminya

di mata semua manusia.

Tidak seorang pun yang membela cacian terhadap orang

yang menikahi perempuan yang ia ketahui sebagai pelacur yang

tetap menjalankan pekerjaan pelacurannya. Karena ifu, orang-

orang munafik menempuh segala cara untuk menciderai nama

zssHR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4757), Muslim (pembahasan: Taubat,

27 7 O /56), l<eduanya dari Aisyah *-I,.
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baik beliau hingga Allah menurunkan ayat dari langit yang

menyatakan kebebasan Aisyah @ dari tuduhan mereka.

Ketika Nabi S bersabda, "Siapa yang mau mengerti aku

seandainya aku membalas seseorang yang berkata buruk tentang

keluargaku. Demi Allah, aku tidak tahu tentang keluargaku selain

yang baik-baik. Mereka menyebut nama seorang laki-laki yang aku

tidak tahu tentangnya selain yang baik-baik. " Sa'id bin Musayyib

yang kematiannya menggetarkan 'Arasy Ar-Rahman berdiri

dan berkata, 'Aku mengerti engkau (tidak menyalahkanmu)

sekiranya engkau membalas orang itu. Jika ia berasal dari

kalangan saudara kami, yaitu dari suku Aus, aku akan penggal

lehemya. Jika ia berasal dari saudara-saudara kami dari kalangan

suku Khazraj, engkau tinggal menyuruh kami dan kami akan

kerjakan perintahmu." Sa'd bin '[Jbadah lantas terbawa rasa

cembum terhadap kaumnya-Aisyah berkata: sebelum itu ia adalah

seorang yang shalih, tetapi ia terbawa oleh rasa fanatisme karena

Ibnu Ubai merupakan pembesar kaumnya. Kemudian Sa'd bin
'Ubadah berkata, "Kamu bohong, demi Allah. Kamu tidak

membunuhnya, dan kamu tidak sanggup membunuhnya." Usaid

bin Hudhair lantas berdiri dan berkata, "Kamu bohong. Demi

Allah, kami pasti akan membunuhnya, karena engkau seorang

munafik yang membela kaum munafik." Akhimya terjadilah
pertengkaran hingga Rasulullah S turun unhrk menenangkan

mereka.239

Seandainya tuduhan terhadap Aisyah,ri* tidak menciderai

nama Nabi $$, tenfulah orang-orang mukmin tidak menuntut

hukuman mati terhadap orang yang membicarakan tuduhan

tersebut dari kalangan Aus dan Khazraj lantaran menuduh zina istri

239 Takhnjhadits telah disebutkan sebelumnya
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beliau. Karena itu, orang yang menuduh zina istri Nabi gS harus

dibunuh karena itu sama dengan menuduh nasab beliau. Demikian
pula orang-orang yang menuduh istri-istri beliau harus dibunuh
karena ia telah menciderai agama beliau. Nabi S tidak

membunuh mereka karena mereka membicarakan tuduhan
sebelum beliau mengetahui kebersihan Aisyah @, dan bahwa ia
termasuk Ummul Mukminin yang tidak diceraikan oleh Nabi S...
24o jika memungkinkan beliau mencerainya sehingga ia keluar dari

status sebagai Ummul Mukminin menurut pendapat yang paling

jelaskeshahilannya di antara dua pendapat ulama.

Ada tiga pendapat terkait perempuan yang dicerai Nabi $
dalam madzhab Ahmad dan selainnya, yaitu:

Pertama, ia bukan termasuk Ummul Mukminin.

Kedua, ia termasuk Ummul Mukminin.

Ketiga, dibedakan antara perempuan yang telah beliau gauli

dan yang belum beliau gauli.

Pendapat pertama lebih shahih karena ketika Nabi $
diperintahkan untuk memilih antara menahan istri-istri beliau dan

menceraikan mereka, dan tujuannya adalah agar istri yang beliau

cerai itu dinikahi laki-laki lain, maka seandainya hal itu boleh maka

halitu tidak menciderai agama beliau.

Secara garis besar, masalah ini di hati orang-orang mukmin

terlalu besar keburukannya untuk membutuhkan banyak dalil,

karena iman dan Al Qur'an mengharamkan hal semacam ini.

akan tetapi, ketika hal semacam ini diperkenankan oleh banyak

ulama Islam yang tidak diragukan keilmuan dan agama mereka

dari kalangan tabi'in dan generasi sesudah mereka berdasarkan

240 6o*. i,1 pada naskah asli.
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suatu benfuk tal$./il, maka hal ini perlu dipaparkan. Ada banyak

masalah yang senlpa dengan masalah ini, dimana pendapat di

dalamnya sangat lemah, dan masalahnya tampak samar bagi

banyak ulama, orang mukmin dan para pemuka umat, karena

Allah tidak mengadakan perlindungan dari kesalahan saat terjadi

perselisihan kecuali dengan cara mengembalikan masalah kepada

Kitab dan Sunnah. Setiap orang boleh diambil dan ditinggalkan

ucapannya, kecuali Rasulullah S yang tidak pemah berbicara

dengan mengikuti hawa nafsu.

Laki-laki Yang Berzina tidak Boleh Menikahi
Perempuan yang Bersih Sebelum Ia Bertaubat

Barangkali ada yang berargumen dengan firman Allah,

K;5",,i.b$f& a /.)

Yoyt

"I-aki-laki yang benina tidak mengawini melainkan

perempuan Jmng benina, atau perempuan Wng musyrik. " (Qs.

An-Nuur l24l3l

Jawabnya, ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki yang

berzina dan belum bertaubat tidak boleh menikah dengan

perempuan yang bersih, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu

dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Karena jika ia masih tetap
menggauli perempuan ini dan ifu seperti kebiasaannya, maka

hubungan intimnya dengan perempuan yang bersih itu tidak ada

bedanya dengan hubungan intimnya dengan perempuan-

perempuan lain yang suka berzina. Asy-Sya'bi berkata,
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"Barangsiapa yang menikahkan kerabat perempuannya yang mulia

dengan laki-laki pendosa, maka ia telah memutuskan rahimnya."

Selain itu, jika seorang laki-laki berzina dengan banyak

perempuan, maka ia bisa mendorong istrinya untuk membiarkan

laki-laki lain berbuat nista dengannya seperti yang banyak terjadi.

Saya tidak melihat seorang laki-laki yang berzina dengan banyak

perempuan, melainkan hal ifu pasti memicu istrinya unhrk berzina

dengan laki-laki lain sebagaimana tindakan balas dendam.

Selain ifu, jika zina telah menjadi kebiasaannya, maka ia
cukup berhubungan dengan para pelacur sehingga ia tidak

memberi kecukupan kepada istrinya agar bisa menjaga diri,

sehingga istrinya pun membutuhkan zina.

Selain ifu, jika ia berzina dengan istri orang lain, maka

orang-orang akan menunfut unfuk berzina dengan istrinya seperti

realita yang terjadi. Jadi, istri laki-laki ya.,g berzina itu akan

menjadi penzina juga melalui banyak cara. Jika istri tersebut telah

menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah, maka itu berarti ia
telah musyrik. Jika ia tidak berzina dengan kemaluannya, maka ia

akan berzina dengan matanya dan anggota fubuhnya yang lain.

Jadi, di antara istri-istri para lelaki yang berzina dan tidak bertaubat

dari perbuatan zina ifu nyaris tidak ditemukan seorang istri yang

bersih secara sempurna. Watak perempuan akan mendorongnya

unh-rk menemui laki-laki asing jika ia melihat suaminya pergi

menemui perempuan asing. Dalam sebuah hadits dijelaskan,

t I t z j t j,
it z / o zj.zol o zd . o 5-'-- t"qt t-#j €:Ci €7 ;5't-1 t:t

t;€'J
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"Berbaktilah kalian kepada bapak'bapak kalian, niscaya

anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian! Jagalah diri kalian,

nisaya isti-isti kalian akan menjaga diri merekat'Z4|

Jadi, firman Auah: K;5'-^iS1'&1 api "Lahtaki

yang benina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina,

atau perempuan yang musyrik" (Qs. An-Nuur [24]: 3) bisa jadi

maksudnya adalah bahwa pemikahan dan persetubuhan yang ia
lakukan itu sendiri adalah zina; atau maksudnya adalah pernikahan

tersebut dapat memicu istri berbuat zina. Sedangkan bagi

perempuan yang berzina, bisa jadi persefubuhannya dengan suami

dalam keadaan ia tetap berzina itu dianggap sebagai zina.

Arti Kata Muhshanat

Demikian pula dengan kata muhshanad bahwa maksudnya

adalah perempuan-perempuan merdeka. Tetapi diriwayatkan dari

hnu Abbas bahwa yang dimaksud adalah perempuan-perempuan

yang menjaga diri. Karena diriwayatkan dari hnu Abbas bahwa

kata muhshanaf ditafsirkan sebagai perempuan yang merdeka dan

perempuan yang menjaga diri. Pendapat ini benar, dan di antara

dalilnya adalah firman Allah,

' UAi,ll'i; S 7'uj -r'Y i(Ht
3;JZX67 "i, #r;v, :tJ "b,i"{,ft \;' } r$i i$

241 gp. Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah Al Auliln'(6/335) dan Kanz Al 'Ummat
(454771, keduanya dari Jabir 41h.
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"Mereka menanyakan kepadamu, Apakah yang dihalalkan

bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik ...

Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal
bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan
dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di
antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang

menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab
sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka

dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan

tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.'lQs. Al Maa'iddah [5]:

4-5)

Kata l;95 oleh ahli Tafsir dimaknai sebagai

perempuan-perempuan yang menjaga diri. Seperti itulah pendapat

Asy-Sya'bi, Hasan, An-Nakh'i, Adh-Dhahhak, dan As-Sudi. Tetapi

diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maknanya adalah

perempuan-perempuan yang merdeka. Jika kata J;#X$
dimaknai sebagai perempuan-perempuan yang merdeka, maka

terlebih lagi ia mencakup sifat memelihara diri, karena akar makna

kata ini adalah perempuan yang menjaga kemaluannya.

Allah S berfirman,

\GjilA-Jif*'di'6i;
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"Dan Maryam puti 'Imran yang memelihara

kehormatannya. " (Qs. At-Tahriim 166l 12)

Allah & jrsu berfirman,

e'il e;LFt ; il{fi *trl-Z!$ <r}, i-iily-

"*it:i&-rir.<i:6qhi
"Saungguhn5m orang-orang yang menuduh wanita-wanita

yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka

kena laknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka azab yang

bqar. "(Qs. An-Nuur l24l:23)

Zina adalah Tradisi Budak Perempuan, Bukan
Perempuan Merdeka

Selaniutnln, kebiasaan masyarakat Arab adalah perempuan

yang merdeka tidak mengenal zina. Yang mengenal zina adalah

budak perempuan. karena ifu, ketika Nabi $ membaiat Hindun

ishi Abu Sufyan untuk tidak berzina, ia mengatakan, "Adakah

perempuan merdeka yang berzina?" Kejadian seperti ini tidak

dikenal di masyarakat Arab. Perempuan merdeka adalah kebalikan

dari perempuan budak, sehingga dalam kebiasaan masyarakat

umum terbentuk safu stereotip bahwa perempuan mereka adalah

perempuan yang menjaga diri, karena perempuan merdeka ifu
bukan budak dan dikenal dengan sifatnya menjaga diri. Kata

muhshan mencakup sifat merdeka bersamaan dengan sifat

menjaga diri, karena budak perempuan bukan perempuan yang

menjaga diri.
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Demikianlah, Islam melarang perbuatan keji dan munkar.

Istri yang sudah menikah dilindungi suaminya dari perbuatan keji

dan munkar karena istri merasa cukup dengan kebufuhan yang

diberikan suami. Juga karena suami memiliki kecemburuan

terhadap istri. Karena ifu kata muhshan mencakup makna Islam,

merdeka dan nikah, meskipun akamya adalah menjaga. Karena

perempuan yang muhshanah adalah perempuan yang menjaga

kemaluannya dari selain pemiliknya, seperti laki-laki muhshan

adalah laki-laki yang berpantang dari selain istrinya. Oleh karena

Allah membolehkan umat Islam dan ahli Kitab untuk menikahi

muhshana( sedangkan pam pelacur wanita ifu bukan muhshanat,

maka Allah tidak membolehkan menikahi mereka.

Di antara dalil tentang haltersebut adalah firman Allah,

1; {p},fr -;t 'u-*I'"rYtA 'i,#iu" Ts;

"pr|A4r3
'Bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan

maksud menikahin5n, fidak dengan maksud betzina dan tidak
(pula) menjadikannya dik."(Qs. Al Maa'iddah [5]: 5)

Arti Kata Musafih

Kata ibd' berarti laki-laki penzina yang mengalirkan

sperrnanya kepada perempuan ini dan itu. Demikian pula

perempuan yang berzina dan menjadikan gundik, yaifu perempuan

yang memiliki teman diajak berzina, bukan suaminya. Jadi, Allah
mensyaratkan kehalalan nikah dengan syarat laki-laki bukan
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penzina dan bukan seseorang yang memelihara gundik. Jika

perempuan adalah pelacur berzina dan laki-laki ini dan itu, maka

ifu berarti suaminya bukan orang yang menjaganya dari laki{aki

lain, karena seandainya suaminya menjaganya, tentulah istrinya

menjadi muhshanah. Jika ia berzina dengan lakilaki ini dan itu,

maka itu berarti ia tidak muhshanah. Allah membolehkan nikah

hanya jika laki-lakinya menjaga dan tidak menumpahkan

sperrnanya ke sembamng perempuan. Jika Allah mensyaratkan

dalam nikah agar lakilaki tidak berzina dengan laki-laki lain,

sehingga ia tidak menumpahkan spermanya bersama perempuan

lain, maka syarat ini lebih kuat alasannya.

Para ahli bahasa mengatakan bahwa kata iuiJl adalah

zina. Akar maknanya adalah menumpahkan air, dan korelasinya

adalah menumpahkan sperma tanpa ada akad dan pemikahan.

Az-7-ajjaj berkata, "Kata '4# berarti orang-orang yang

melakukan akad nikah."

Ulama lain mengatakan maknanya adalah orang-orang

yang menjaga diri dan bukan penzina. Demikian pula firman Allah

dalam surah An-Nisaa',

'4r;3 $fiuw s p:1'15i v F'i*,
u -z ' '/"'<@*

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)

mencari isti-istri dengan hartamu unfuk dikawini bukan unfuk
betzina. "(Qs. An-Nisaa' l4l:24)
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Dalam dua ayat di atas Allah mensyaratkan agar laki-laki

yang menikah harus menjaga diri dan bukan penzina. Kata i;iL.
berarti orang yang menjaga orang lain, bukan orang yang dijaga

seperti yang disyaratkan dalam sanksi pidana. Jadi, Allah tidak

membolehkan pemikahan kecuali kepada laki{aki yang menjaga

perempuan dari selain laki{aki per:c;ina. Barangsiapa yang

menikah dengan perempuan pelacur dalam keadaan ia tetap

melacur dan tidak rnenjaganya dari laki{aki lain, melainkan

perilakunya seperti sebelum nikah, yaitu berzina dengan laki-laki

lain, maka laki-laki yang menikahinya itu dianggap berzina

dengannya, bukan menjaganya. Yang demikian itu hukumnya

haram berdasarkan dalil Al Qur'an.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa maksud ayat ini
adalah kalian menggunakan harta kalian untuk menikah, bukan

unh:k berzina. Yaifu dengan cara memberinya mahar agar ia

menjadi istrimu sehingga orang lain tidak memiliki hak

terhadapnya. Lain halnya jika engkau memberikan hartamu

kepadanya dalam kapasitasnya sebagai penzina dengan siapa saja

yang ia inginkan, dan agar ia menjadi temanmu untuk engkau ajak

berzina denganmu, bukan dengan orang lain. Yang demikian ifu
hukumnya haram.

Jawabnya, jika fujuannya dari nikah adalah agar satu

perempuan menjadi miliknya saja, bukan milik orang lain, tetapi

perempuan tersebut tidak bertaubat dari zina, maka ifu berarti
perempuan tersebut tidak memenuhi funfutan akad.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa laki-laki

menjaganya tanpa ada pilihan dari perempuan (secara paksa),

dimana laki-laki selalu menungguinya dan tidak memberinya

kesempatan kepada perempuan untuk berzina.
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Jawabnya, jika laki-laki menjaga perempuan dengan paksa,

rnaka ia tidak seperti laki-laki yang membiarkan perempuan keluar

menemui laki-laki lain, dan membiarkan laki-laki lain menemuinya.

Akan tetapi, dari kebiasaan dan pengalaman dapat diketahui

bahwa jika perempuan memiliki hasrat terhadap selain suaminya,

maka ia mencari siasat dengan banyak cara yang tidak diketahui

oleh suami. Bisa jadi istri merusak akal suaminya melalui makanan,

dan bisa jadi juga menyihirnya. Hal semacam ini banyak terjadi;

suami diberi makan sesuafu oleh istrinya atau disihir olehnya

sehingga suami membiarkan istrinya berbuat sesuka hati. Ada

kalanya tujuan istrinya adalah agar suami tidak berpaling ke

perempuan lain. Jadi, fujuan sebenamya si istri adalah

menghalangi suaminya untuk mengambil yang halal, atau

mengambil ya.,g haram dan yang halal. Ada kalanya pula istri

berh-rjuan agar suami membiarkannya berbuat sesuka hati,

sehingga dengan demikian suami tidak lagi berfungsi sebagai

penjaga dan pengayom istri, melainkan istrilah yang

menguasainya. Jika hal ini terjadi pada perempuan yang menikah

dan ia bukan pelacur, lalu bagaimana dengan perempuan yang

melacur? Cerita tentang hal ini banyak terjadi di tengah

masyarakat. Lain ceritanya seandainya perempuan yang melacur

itu bertaubat dan menjaga taubatnya. Jika dikatakan bahwa laki-

laki boleh menikah pelacur yang bertaubat, dan kepadanya

dikatakan, "Jagalah perempuan ifu!", maka hal ifu mungkin dan

bisa terjadi. Adapun tanpa taubat, maka hal itu mustahil atau

setidaknya sulit dilakukan.
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Taubatnya Perempuan Penzina

Karena ifu, para ulama juga membahas tentang taubatnya

perempuan pelacur. Ibnu Umar dan Ahmad bin Hanbal berkata,
"Sebaiknya laki-laki yang ingin menikahnya merapnya untuk
diajak berzina (sebagai ujian). Jika perempuan tersebut memenuhi
ajakannya seperti sedia kala, maka itu berarti ia belum bertaubat."
Sekelompok ulama-di antara mereka adalah Abu Muhammad-
mengatakan bahwa si laki-laki tidak boleh merayunya karena bisa

jadi si perempuan telah bertaubat tetapi jika ia dirayu maka

taubatnya batal. Selain itu ada kekhawatiran seandainya si laki-laki

disuruh mera! r, maka bisa jadi dialah yang jatuh ke dalam dosa

bersamanya.

Sedangkan para ulama yang mensyaratkan ujian
terhadapnya mengatakan bahwa kejujuran taubatnya tidak dapat

diketahui dengan ucapan saja, sehingga ia seperti yang dijelaskan

dalam firman Allah,

b<t, .it1 , .oAr:d;ri'zrii,i{-;!ii?-tr6yi}ltir-iiw_
"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah

kepadamu perempuan-perempuan yang beiman, maka hendaklah
kamu uji (keimanan) mereka. "(Qs. AlMumtahanah [60]: 10)

Padahal kata muhajir (onng yang hijrah) mencakup orang
yang bertaubat. Nabi S bersabda,

U7@tr *ht nv';-^ u -r43lt, 
l,,-ll'-*
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"Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa

yang dilarang Allah. orang yang hijmh adalah orang yang

m eninggalkan keburukan.'242

Ahrran ini berlaku jika perempuan mengaku telah

meninggalkan perbuatan buruk sehingga ia harus diuli. Secara

garis besar, kejujuran akan taubat harus mewamai hatinya.

Pernikahan Rahasia dan Sikap Umar Terhadapnya

Firman Allah, "E:A 4r3 li "dan frdak (puta)

menjadikannya dik" (Qs. Al Maa'iddah [5]: 5) ditujukan

untuk mengharamkan laki-laki mengambil tempat perempuan

se@ra rahasia unfuk diladikannya pasangan zina, bukan dengan
laki-laki lain. Allah S berfirman dalam ayat tentang budak

perempuan sebagai berikut,

*{C,1:W4-JS;8.&W{;;
G Z'

242HR- Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan Hati, 6484).

F:gseliKntl' # *gI
-"ryt6t)\y'6;6;vgUW'{Z--y,*lXii

1 ;,;-4* fr .;G +i;SVSiA n i ir,5
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- ,4.. 1-)

-, 

.f,zt-.sc,/

4z rz I r.
,!? Vr-e-, o-

/, / G ..ni
\!,U 9l-r;l

./ ,-t

"Dan barang siapa di antara kamu (omng merdeka) yang

tidak cukup perbelanjaannya unfuk mengawini wanita merdeka lagi

beiman, ia boleh mengawini wanita yang beiman, dan budak-

budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian

kamu adalah dai sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka

dengan seizin fuan mereka dan berilah maskawin mereka menuntt
yang patut sdang mereka pun wanita-wanita yang dipelihara,

bukan penzina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki

lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri
dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji
(zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita'

wanita merdeka yang bersuami. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 25)

Untuk budak perempuan Allah menyebutkan sifat-sifat:

itJ+(i+1i {; .;;9 fr,;{ii "sedans mereka pun

wanita-wanita yang dipelihara, bukan penzina dan bukan (pula)

wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. "

Sedangkan unfuk perempuan-perempuan merdeka, Allah

menetapkan syarat agar laki-laki yang menikahi haruslah laki-laki

yang menjaga dan tidak sembarang menumpahkan spermanya

dengan perempuan lain. Dalam surah Al Ma'iddah

menjadikannya gundik-gundik" (Qs. Al Maa'iddah [5]: 5)

Ketika Allah menjelaskan perempuan-perempuan ahli Kitab

dalam surah An-Nisaa' , Allah tidak menyebutkan syarat unfuk
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laki-laki yang menikahi selain syarat mereka bukan laki-laki yang

sembarang menumpahkan sperma. Alasannya adalah karena

budak perempuan dikenal suka berbuat zina, sedangkan

perempuan merdeka tidak demikian. Karena itu Allah menetapkan

syarat dalam pemikahan dengan mereka agar mereka adalah

perempuan-perempuan yang terjaga, tidak berzina, dan tidak

menjadikan laki-laki lain sebagai piaraan. Hal itu juga menunjukkan

bahwa budak perempuan yang tidak melacur tidak boleh dinikahi

kecuali jika ia bisa dijaga oleh suaminya, sehingga ia tidak melacur

dengan banyak laki-laki dan tidak menjadikan lakilaki lain sebagai

piaraan. Ini mempakan perkara yang paling jelas dalam

mengharamkan pemikahan dengan budak perempuan yang suka

berbuat dosa.

Diriwayatkan dari hnu Abbas rS bahwa kata ,;{G
berarti perempuan-perempuan yang bersih dan tidak berzina.

Sedangkan kata g6J berarti kawan intim. Masyarakat jahiliyah

dahulu mengharamkan zina yang tampak dan menghalalkan zina

yang tersembunyi. Ada pula riwayat lain dari Ibnu Abbas bahwa

kata gSJ;3 berarti perempuan yang berzina secara terang-i.

terangan, sedangkan kata 9l'i1 ;.6r3berarti perempuan yang

memiliki safu kawan intim atau piaraan. Sebagian ahli Tafsir
mengatakan bahwa dahulu perempuan menjadikan seorang laki-

laki sebagai piaraan unfuk dijadikannya teman zina, dan ia tidak

berzina dengan laki-laki lain. Karena itu lbnu Abbas dan para

ulama salaf lain menafsirkan kata ,{G berarti perempuan-

perempuan yang bersih, dan penafsirannya ifu benar adanya.

Mereka menyebutkan bahwa zina di zaman jahiliyah ada dua
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macam, yaitu zina bersama dan zina pribadi. Zina bersama adalah

zina yang biasanya tampak. Selain zina pribadi adalah zina yang

biasanya tersembunyi. Ketika Allah mengharamkan zina yang

pribadi, yaifu yang menyempai nikah karena sebenarnya nikah
adalah kekhususan satu perempuan untuk satu laki-laki, maka

harus dibedakan antara nikah yang halal dan yang haram, yaitu

menjadikan piaraan. Jika piaraan ini hanya berzina dengan
perempuan yang memeliharanya saja, maka tidak diketahui bahwa

perempuan tersebut digauli oleh lakilaki lain, dan tidak diketahui
pula bahwa anak yang ia lahirkan itu berasal dari laki-laki lain.

tetapi sifat-sifat khusus nikah tidak ada padanya.

Karena itu, Umar bin Khaththab menjafuhkan sanksi dera

atas pemikahan rahasia, karena pemikahan rahasia ifu satu jenis

dengan menjadikan laki-laki sebagai piaraan, terlebih lagi jika

perempuan menikahkan diri sendiri tanpa wali dan saksi, dan

keduanya juga merahasiakan pemikahan. Ia tidak ada bedanya

dengan orang yang memelihara perempuan; antara nikah yang

halal dengan perbuatan tersebut tidak ada perbedaan yang jelas di

mata masyarakat unfuk membedakan yang safu dari yang lain.
jadi, setiap kali seorang laki{aki ingin berzina dengan teman

perempuannya, maka ia hanya mengatakan, "Aku sudah

menikahinya." Jadi, hams ada pembeda yang jelas antara yang

halaldan yang haram. Allah $ berfirman,

6;6- "&'i; iL G V? M [\i 5@ u3

@ r# ri;, h'Kt ""\k ;::-c A
'Dan Alhh sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum,

sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-
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'Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang

yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya,

padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa

yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu

memakannya."(Qs. Al An'aam [6]: 119)

Jika tampak di mata masyarakat bahwa perempuan ini
telah dijaga oleh suaminya, maka ia dapat dibedakan dari
perempuan-perempuan yang berzina dan yang memelihara laki-

laki piaraan. Tetapi jika suami membiarkan istri pergi menemui

laki-laki asing, maka ia bukan perempuan yang terpelihara.

Sebagaimana jika suami merahasiakan pemikahannya sehingga

tidak seorang pun yang mengetahui hal ifu, maka ia tidak ada

bedanya dengan perempuan yang memelihara.

Hukum Kesaksian Saja dalam Nikah

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal yang dapat

diladikan pembeda antara kedua perbuatan tersebut. Safu

pendapat mengatakan bahwa yang wajib adalah mengumumkan
pemikahan saja, baik pernikahan dihadiri saksi atau tidak, seperti
pendapat Malik clan banyak fuqaha ahli Hadits. Pendapat lain
mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadirkan saksi saja,
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baik ia diumumkan atau tidak, seperti pendapat Abu Hanifah, Asy-

Syafi'i dan satu riwayat pendapat dari Ahmad. Safu pendapat

mengatakan bahwa keduanya harus dilakukan. Ini adalah riwayat
pendapat ketiga dari Ahmad. Ada pula pendapat yang

mengatakan bahwa yang wajib adalah salah safunya saja. Ini
merupakan riwayat keempat dari Ahmad.

Pendapat yang mensyaratkan persaksian saja mempakan
pendapat yang lemah; tidak ada dasamya dalam Kitab dan
Sunnah, karena tidak ada satu hadits pun yang valid dari Nabi g$

tentang hal tersebut. Mustahil suatu perkara yang dikerjakan umat
Islam secara tems-menenrs memiliki syarat-syarat yang tidak
dilelaskan oleh Rasulullah $. Pemikahan mempakan perkara

yang lazim dilakukan sehingga seluruh umat Islam perlu

mengetahui hal ini. Jika suafu perkara menjadi syarat, maka

penjelasannya lebih beralasan daripada penjelasan mahar dan

perkara-perkara lain yang tidak ada keterangannya dalam Kitab
Allah dan hadits yang valid dari Rasulullah er.

Dari sini tampak jelas bahr,rn kesaksian bukan termasuk

perkara yang diwajibkan Allah atas umat Islam dalam pemikahan

mereka. Ahmad bin Hanbal dan para imam ahli Hadits lainnga

mengatakan bahwa tidak ada satu hadits valid pun dari

Rasulullah S mengenai persaksian atas nikah. Seandainya beliau

mewajibkannya, tenhrlah pewajiban ini diketahui dari pihak
Nabi $, sedangkan hukum ini termasuk hukum yang wajib

dijelaskan. Jadi, persyaratan mahar ifu lebih kuat karena mahar

tidak wajib ditentukan ukurannya dalam akad berdasarkan Kitab

dan Sunnah serta ijma. Seandainya hal itu merupakan perkara

yang jelas, tenfulah ada penufurannya dari para sahabat. Mereka

tidak mungkin menelantarkan hal-hal yang harus diketahui oleh
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umat Islam secara umum, karena ada faktor pendorong dan

perhatian yang besar untuk menuturkannya.

Para sahabat menjaga dan menghafal larangan Nabi S
terhadap pemikahan syighar, pemikahan orang yang ihram serta

perkara-perkara lain yang jarang terjadi. Lalu, pernikahan tanpa

persaksian dianggap haram dan batal, bagaimana mungkin hal itu
tidak ada nashnya dari Rasulullah $? Bahkan, seandainya ada

riwayat perorangan tentang hal tersebut, maka riwayat tersebut

hams ditolak karena perkara ini termasuk perkara yang lazim

terjadi sehingga mustahil setiap pemikahan umat Islam tidak sah

kecuali dengan persaksian. Umat Islam melakukan akad-akad

nikah yang tidak terbilang jumlahnya; hanya Allah yang bisa

menghitungnya. Dari sini dapat diketahui bahwa persyaratan

kesaksian dapat dipastikan salah.

Karena ihr, mereka yang mensyaratkan persaksian

mengalami kerancuan yang menunjukkan kekeliruan landasan

mereka, karena mereka tidak memiliki safu pendapat yang bisa

bertahan di hadapan kriteria syari'at. Jika di antara mereka ada

yang membolehkan pernikahan dengan kesaksian dua orang fasik,

sedangkan dalam kesaksian yang tidak wajib menumt mereka

Allah memerintahkan untuk menghadirkan dua saksi yang adil, lalu

bagaimana dengan kesaksian yang wajib?

Kesaksian Seharusnya dalam Rujuk, Bukan dalam
Nikah

Selanjutnya, yang mengherankan adalah

memerintahkan persaksian dalam rujuk tetapi
memerintahkannya dalam nikah. Tetapi kemudian

Allah

tidak

mereka
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memerintahkannya dalam nikah dan sebagian besar mereka tidak
mewajibkannya dalam rujuk. Padahal Allah memerintahkan

persaksian dalam rujuk agar suami tidak mengingkari dan agar ia

tetap langgeng bersama istrinya. Hal itu dapat mengakibatkan

suami tinggal bersama istrinya secara haram. Allah tidak

memerintahkan persaksian atas cerai yang tidak mj'i karena pada

saat ifu suami melepaskannya dengan cara yang baik sesudah

iddah sehingga cerai tampak jelas. Karena itu Yazid bin Harun

mengeluarkan pendapat yang dikritik oleh para penganut madzhab

nalar, "Allah memerintahkan persaksian dalam jual-beli bukan

dalam nikah; sedangkan mereka memerintahkan persaksian dalam

nikah, bukan dalam jual-beli."

Pendapat Yazid bin Harun ini benar adanya, karena
persaksian dalam jual-beli itu bisa jadi wajib dan bisa jadi sunnah.

Namun Al Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa hukumnya

sunnah. Adapun nikah, syari'at tidak memberikan informasi akan

adanya persaksian, baik yang wajib atau yang sunnah. Alasannya

adalah karena dalam nikah diperintahkan pengumuman, sehingga

ia cukup diumumkan dengan disertai kelanggengan pernikahan

tanpa perlu kesaksian. Setelah pemikahan, istri biasanya tinggal

bersama suaminya dan orang-orang pun tahu bahwa perempuan

tersebut adalah istuinya. Pemandangan yang langgeng ini tidak

membufuhkan persaksian, sama seperti nasab. Persaksian tidak

membuktikan kesaksian seseorang atas persalinan yang dilakukan

istri. Sebaliknya, hal ini dapat dilihat dengan jelas dan dapat

diketahui bahwa istrinya melahirkan sehingga tidak membutuhkan

persaksian; berbeda dari jual-beli karena akad satu pihak

mengingkari tetapi tidak bisa dihadirkan bukti terhadapnya.

Karena itu, jika pemikahan dilakukan di tempat yang tidak

tampak, maka pengumumannya dilakukan dengan cara
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persaksian. Jadi, persaksian ifu terkadang hukumnya wajib dalam

nikah karena dengan persaksian ifulah pemikahan diumumkan dan

ditampakkan, bukan karena setiap pemikahan tidak sah kecuali

dengan dua saksi. Bahkan, jika seseorang dinikahkan oleh walinya

lalu keduanya keluar untuk membicarakan pemikahan dan

pembicaraan keduanya didengar oleh orang-orang, maka yang

demikian itu cukup. Seperti itulah kebiasaan generasi pendahulu.

Mereka tidak mengharuskan penghadiran dua saksi dan tidak pula

catatan mahar.

Syarat-Syarat Saksi

Di antara mereka yang mengatakan kesaksian hukumnya

wajib ada yang mensyaratkan dua saksi yang tidak dikenal sebagai

pelaku maksiat. Ia tidak menerima kesaksian keduanya kecuali

orang yang dikenal keadilannya. Ketenhran ini juga tidak

menghasilkan maksud dan tujuan. Sebagian dari mereka juga

mengeluarkan pendapat yang janggal dengan mewajibkan saksi

berupa orang yang diketahui adil. Pendapat ini dapat diketahui

kekeliruannya secara pasti karena pemikahan umat Islam tidak
selalu seperti ini. Ketiga pendapat ini ada dalam madzhab Ahmad

dengan didasarkan pada pendapatnya yang mensyaratkan

kesaksian. Jadi, safu pendapat mengatakan boleh kedua saksi

orang fasik seperti pendapat Abu Hanifah. pendapat lain

mengatakan cukup dengan dua saksi yang tidak dikenal sebagai

pelaku maksiat. Pendapat inilah yang masyhur dari madzhabnya

dan madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat lain mengatakan harus

diketahui sifat adilnya. Pendapat lain mengatakan jika akad

dilangsungkan oleh hakim, maka tidak ada yang boleh

mengadakan selain hakim yang diketahui sifat adilnya; berbeda
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dengan orang lain. Karena hakimlah yang membedakan antara

orang yang baik dan orang yang tidak diketahui sebagai pelaku

maksiat; kemudian disusul oleh orang yang dikenal adil menumt
hakim negeri.

Pendapat ini bertentangan dengan ijma umat Islam dari

dahulu hingga sekarang, karena melakukan akad nikah di antara

mereka sedangkan hakim tidak mengenal mereka padahal hakim

ada di antara mereka. Jika mereka mensyaratkan saksi harus

orang yang dikenal baik di mata mereka, maka sesungguhnya di

antara syarat sifat adil yang diterima kesaksiannya itu tidak

demikian. Selain ifu, para saksi ifu akan mati dan keadaan mereka

pun berubah. Mereka mengatakan bahwa fujuan kesaksian adalah

menetapkan hak atas perempuan ketika terjadi perselisihan demi
menjaga nasab. Dapat dikatakan bahwa fujuan ini dapat dicapai

dengan cara mengumumkan nikah, sedangkan kesaksian yang

disembunyikan tidak menghasilkan fujuan tersebut secara muflak.

Jadi, tidak diragukan bahwa nikah yang disertai pengumuman itu

hukumnya sah meskipun tidak ada dua saksi yang menyaksikan.

Sedangkan dalam keadaan disembunyikan dan hanya dihadiri

saksi, fujuan tersebut perlu dipertanyakan ketercapaiannya.

Jika dalam pemikahan dilakukan persaksian dan

pengumuman, maka inilah yang tidak diperselisihkan

keabsahannya. Tetapi jika dalam pemikahan tidak dilakukan

persaksian dan pengurnuman, maka hukumnya batal menurut

mayoritas ulama. Kalaupun diasumsikan ada pendapat yang

berteda, maka itu adalah pendapat yang diikuti sedikit orang saja.

Ada dugaan akan terjadinya perbedaan pendapat dalam madzhab

Ahmad dalam hal tersebut. Namun pendapat tersebut dapat

dibantah dengan pertanyaan: dengan cara apa orang yang
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menikah seperti ini dibedakan dari orang yang menjadikan

piaraan.

Di antara mereka yang mensyaratkan persaksian dari

kalangan sahabat Abu Hanifah ada sebagian fuqaha yang

mengajukan alasan, yaitu untuk menetapkan firasy atau

kepemilikan atas istri. Akan tetapi, maksudnya adalah kehadiran

dua orang untuk mengagungkan pemikahan. Hal ini kembali

kepada tujuan pengumuman. Jika sebagian orang tidak mengenal

sebagian yang lain, dan perempuan yang bersama seseorang tidak

diketahui apakah ia istrinya atau pelayannya, seperti mereka yang

tinggal di tempat yang penduduknya tidak saling mengenal, maka

di sini bisa diajukan pendapat bahwa kesaksian dalam pemikahan

hukumnya wajib.

Pembayaran Mahar Secara Tunai dan Tempo

Para sahabat tidak mencatat mahar karena mereka tidak

terbiasa menikah dengan mahar yang dibayar belakangan,

melainkan mereka menyegerakan mahar. Kalaupun mereka

membayar belakangan, maka itu baik-baik saja. Oleh karena umat

Islam sekarang menikah dengan mahar yang dibayar belakangan,
jangka waktunya lama dan terkadang lupa, maka mereka pun

mencatat mahar yang dibayar belakangan. Hal itu menjadi bukti

dalam penetapan mahar, dan bahwa perempuan yang diberinya

mahar adalah istrinya. Akan tetapi, dengan kesaksian ini tujuan

dapat dicapai, baik para saksi menghadiri nikah atau mereka

datang sesudah akad. Jadi, mereka menyaksikan pengakuan

suami, istri dan wali, dan para saksi ifu tahu bahwa ihr adalah

pemikahan yang telah diumumkan. Kesaksian mereka terhadap
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pemikahan tanpa ada saling pesan untuk merahasiakannya itu

dianggap sebagai pengumunan.

Persyaratan Wali dalam Nikah

Hal ini berteda dengan wali. Keberadaan wali ditunjukkan
oleh Al Qur'an dan Sunnah di banyak tempat, dan itu merupakan

kebiasaan para sahabat. Yang menikahkan perempuan haruslah

laki{aki; tidak ada informasi akan adanya seorang perempuan

yang menikahkan dirinya sendiri. Hal ini menjadi salah satu faktor

untuk membedakan antara nikah dan perempuan yang menjadikan

gundik. Karena itu Aisyah berkata, "Perempuan tdak boleh

menikahkan dirinya sendiri, karena pelacurlah yang menikahkan

dirinya sendiri." Akan tetapi, wali saja tidak cukup, melainkan

harus diumumkan. Karena di antara wali itu ada orang yang

dianggap baik kekerabatannya. Allah & berfirman,

"41\E'uidgft'K"$-fi'bL{;5
"Dan kawinkanlah orang-orang Wng sendirian di antara

kamu, dan onng-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu wng lelaki dan hamba-harnba sahayamu yang
perempuan "(Qs. An-Nuur l24l:32l'

Allah & jrsu berfirman,

* , .. i.2 ,1;4y-Etj5r4\W{'
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"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyik
(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. "(Qs. Al
Baqarah 121 221)

Dalam dua ayat tersebut Allah berbicara kepada laki-laki

unfuk menikahkan orang-orang yang sendirian, sebagaimana Allah

berbicara kepada mereka untuk menikahkan hamba sahaya. Allah

membedakan laki-laki dalam perempuan dalam firman-Nya:

";-L4;i"t*$'bg & ;K,#i i#{3
e.
\;.43-Et ;S-::ii WS ;""&* i; F* 6

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musltrik,

sebelum mereka beiman. Sesungguhnya wanita budak yang

mul<min lebih baik dari wanita mus5trik, walaupun dia menarik

hab'mu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik
(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. "(Qs. AI

Baqarah l2l:221],

Perbedaan ini menjadi salah safu argumen sebagian ulama

salaf dari kalangan Ahlul Bait.

Selain itu, Allah mewajibkan mahar di banyak tempat dalam

Al Qur'an, tetapi Allah tidak mewajibkan kesaksian. Barangsiapa

yang mengatakan bahwa nikah tanpa mahar hukumnya sah tetapi

nikah tidak sah tanpa kesaksian, maka ia telah menggugurkan hal

yang diwajibkan Allah dan mewajibkan hal yang tidak diwajibkan

Allah.
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Alasan Keharaman Nikah Syighar

Ini menjadi salah safu penjelasan bahwa pendapat ulama

Madinah dan ahli Hadits lebih benar daripada pendapat ulama

Kufah terkait keharaman nikah syighaP43dan bahwa alasan

keharaman nikah syighar adalah ketiadaan mahar. Jadi, manakala

mahar dibayarkan, maka nikahnya sah seperti pendapat ulama

Madinah. Ini merupakan dua riwayat pendapat, tetapi yang paling

benar adalah yang dari Ahmad bin Hanbal, dan dipilih oleh para

sahabatnya generasi pendahulu.

Kasus ini dan kasus-kasus lain yang serupa merupakan

sebagian dari penjelasan akan keturggulan pendapat fuqaha ahli

Hadits dan atsar serta ulama Hijaz seperti ulama Madinah atas

pendapat-pendapat berbeda yang didasarkan pada nalar yang

bertentangan dengan nash. Akan tetapi, fuqaha yang berpegang

pada nalar bertentangan dengan nash sesudah melakukan ijtihad

dan mengerahkan tenaga-semoga Allah meridhai mereka.

Mereka melakukan pencarian ilmu yang mereka sanggupi, dan

telah berijtihad. Allah memberi mereka pahala, dan mereka adalah

orang-orang yang taat. Allah pasti memberi mereka pahala atas

ijtihad dan mereka, meskipun ulama yang mengetahui apa yang

dibawa oleh nash ifu lebih utama daripada orang yang samar

terhadap nash. Yang mengetahui nash mendapat dua pahala,

sedangkan yang tidak mengetahui nash memperoleh satu pahala

sebagaimana firman Allah,

243Mkah syighar adalah dua orang laki{aki bersepakat bahwa laki-laki yang
pertama menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan laki-laki kedua, dan laki-
laki kedua menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan laki-laki pertama,
dengan ketenhran tidak ada mahar materi di dalamnya, melainkan kemaluan
perernpuan '7ang safu dijadikan sebagai mahar untuk kemaluan perempuan yang lain.
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)A.3i.+ *)t C qUZ st-'ui+t:":"jrlJ-,

"'iCia. 
6,""#'" @ 6-# & U ;A &

"\51t(k(i{,iU-,
*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu

keduanya memberikan kepufusan mengenai tanaman, karena

tanaman ifu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya.

Dan adalah Kami menyaksikan kepufusan yang diberikan oleh

mereka ifu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada

Sulaiman tentang hukum Aang lebih tepat); dan kepada masing-

masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu. " (Qs. Al

Anbiyaa' lzll78-79)

Apakah Nikah Harus dengan Kata Tertentu dan
Dengan Bahasa Arab?

Barangsiapa yang merenungkan nash-nash Al Qur'an,
maka ia mendapatinya menafsirkan masalah nikah. Di dalamnya

tidak ditemukan syarat seperti yang disyaratkan sekelompok

fuqaha. Misalnya, sebagian dari mereka mensyaratkan agar nikah

tidak dilakukan kecuali dengan kata ankaha (menikahkan) dan

zawwaja (mengawinkan). Sebagian yang lain mensyaratkan harus

dengan bahasa Arab, dan ada pula yang mensyaratkan agar akad

nikah dilakukan di hadapan dua saksi. Namun, mereka justru

menganggap sah nikah tanpa mahar. Kemudian mereka terbagi

menjadi dua kelompok. Sahr kelompok mengesahkan nikah

syigharkarena nikah tersebut tidak mengandung kerusakan selain
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ketiadaan mahar, dan hal itu menurut mereka bukan merupakan

kerusakan. Sedangkan kelompok lain membatalkannya dengan

alasan-alasan yang keliru sebagaimana telah kami jelaskan di

banyak tempat. Mereka juga mengesahkan nikah muhallil yang

ditujukan untuk tahlil.

Dengan demikian, pendapat ulama Madinah yang tidak

mensyaratkan lafazh tertentu dalam nikah, tidak mensyaratkan

penghadiran dua saksi dengan disertai pengumuman dan

penampakan, membatalkan nikah syighar dan setiap nikah yang

tidak memakai mahar, serta membatalkan nikah muhaltil... 2M

semua itu lebih mendekati Kitab dan Sunnah serta atsar pada

sahabat.

Namun, banyak dari ahli nalar Hijaz dan lrak yang

memperluas pinfu cerai dengan menjafuhkan cerainya orang

mabuk dan cerai yang dijadikan sumpah. Mereka juga

menjafuhkan cerainya orang yang dipaksa. Mereka juga

menganggap khulu'sebagai cerai ba'in yartg dijatuhkan tiga kali,

serta perkara-perkara lain yang dengan itu mereka melonggarkan

pintu bab cerai yang mengharamkan sesuatu yang halal dan

mempersempit nikah yang halal.

Selanjutnya, ketika mereka memperlonggar cerai, mereka

berusaha untuk melakukan siasat demi pengembalian perempuan

yang dicerai kepada suaminya yang mencerai. Padahal mereka

tidak memiliki jalan untuk mengembalikannya. Dengan demikian,

mereka berada dalam ikatan tali dan belenggu, serta selalu

melakukan siasat dan makar. Barangsiapa yang mencermati Kitab

Can Sunnah serta atsar para sahabat, maka ia memperoleh
,jelasan bahwa Allah telah mencukupi kita dengan berbagai

24 Ko.ong pada naskah asli.
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aturan sehingga tidak membutuhkan aturan ini, dan bahwa Allah
mengutus Muhammad S untuk membawa ajaran yang lurus dan

toleran, yang di dalamnya ada perintah kebaikan dan larangan

terhadap yang mungkar, dan di dalamnya Allah menghalalkan

yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Wallahu

a'lam.

Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada

Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau.
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